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PENJABARAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN2018

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangPembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangkamelakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan,pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspekpembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik sampai padaperkembangan adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai dalampembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambunganserta kualitas lingkungan yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umummerupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkanberbagai stakeholder pembangunan , guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatudaerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan yang bermakna adalah yangmemenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapatmenumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagisetiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untukberpartisipasi dalam pembangunan.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua prosesperubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untukmelaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahapsesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empatpendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan top-down/bottom up.Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumenperencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaanpartisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPDKota Yogyakarta Tahun 2016 mengakomodir program SKPD, lintas SKPD dan programkewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah DIY, koridorpembangunan tahun 2018 diarahkan pada tema: : “Meningkatnya Pelayanan Publik

yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta yang Mandiri dan Sejahtera

Berlandaskan Semangat Segoro Amarto.”
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PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 38TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2018



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | I- 2

1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas, dimaknai sebagai upayawilayah dalam memberikan pelayanan publik yang memadai dalam rangkamewujudkan daya saing daerah.2. Mandiri, dimaknai sebagai masyarakat yang dapat mengatasi permasalahannyadan tantangan yang ditandai demgam tingkat partisipasi pendidikan, derajatkesehatan dan jiwa sosial yang baik, tingkat perekonomian yang baik, serta angkaharapan hidup tinggi.3. Sejahtera, dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhanhidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dengan menggunakan indikatorpertumbuhan ekonomi, pengangguran, penduduk miskin, Indeks PembangunanManusia (IPM) dan Indeks Pengembangan Gender (IPG).4. Berlandaskan Semangat Segoro Amarto, memiliki makna Semangat GotongRoyong Agawe Majune Ngayogyokarto. Segoro memiliki sifat dapat menampungsemua permasalahan sebagaimana menerima limpahan air yang sangat kotor daridaratan. Segoro sebagai tempat hidup dan menghidupi dan sebagai sumber dayaalam dengan segala kekayaannya. Segoro juga sebagai sarana interaksi dantransformasi antar bangsa dan budaya, juga menggambarkan semangat yangmenggelora, terus menerus dan tidak kenal menyerah, serta di dalamnya adaketenangan. Sedangkan Amarto dalam kisah pewayangan adalah negara yangmenggambarkan kebaikan dimana sifat masyarakat dan pimpinannya dapatdipercaya dan diteladani. Secara keseluruhan filosofi Segoro Amarto dapatdimaknai semangat bersama untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dilingkungannya, kampung, kelurahan, kota dan negara. Ditambahkan jiwa atauprinsip yang dibangun dalam Segoro Amarto adalah Kemandirian, KepedulianSosial, Gotong Royong, danKedisiplinan. Segoro Amarto bertujuan memajukankeadilan sosial masyarakat, dan menjadikan kehidupan yang lebih nyaman,sejahtera dan mandiri. Mendorong pembangunan masyarakat denganmengedepankan jiwa kepedulian sosial, gotong royong, kemandirian serta nilainilai luhur yang berkembang. Selain itu, menjadi sebuah gerakan yang dapatmenjadi roh seluruh lapisan masyarakat untuk bersama menanggulangikemiskinan.
1.2. Dasar Hukum PenyusunanPenyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 mendasarkan pada peraturanyang mengkait yaitu:1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah KotaBesar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat danDaerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
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2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah;4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438);5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;7) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2015-2019;8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;9) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017tentang Rencana Kerja PembangunanDaerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018;10) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata CaraPenyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan PelaksanaanMusyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota YogyakartaTahun 2006 Nomor 48 Seri D);11) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
1.3. Hubunganantar DokumenRKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025,Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2013 tentang RPJMD Tahun 2012-2017, dan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018. Selainitu indikasi perumusan prioritas program pembangunan dalam RKPD ini jugaberpedoman pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang
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Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029 dan PeraturanDaerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan ZonasiKotaYogyakarta Tahun 2015 –2035.
1.4. Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagaiberikut:BAB I PENDAHULUANBAB II EVALUASIHASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIANKINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHANBAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGANDAERAHBAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAHBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAHBAB VI PENUTUP
1.5. Maksud dan TujuanMaksud penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 adalah untukmengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatankesejahteraan masyarakat serta memberikan arah pembangunan Kota Yogyakartauntuk Tahun 2017dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antaraperencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.Adapun tujuannya adalah:1) Sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2018dalam rangkapenyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;2) Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan Renja OPD Tahun 2018;3) Sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;4) Untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berlandaskan RKPD.
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BAB 2

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi DaerahFilosofi pembentukan Kota Yogyakarta bertumpu pada keberadaan kratonNgayogyakarta Hadiningrat yang secara spesifik memancarkan citra kota danmembangun ’image’ Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya, Kota Perjuangan, KotaPendidikan dan Kota pariwisata. Hal ini terbentuk atas berkembangnya fungsi-fungsipelayanan kota yang dominan sejalan dengan tumbuh dan berkembangnyapembangunan masyarakat. Gambaran umum perkembangan Kota Yogyakartamemperlihatkan peta potensi pengembangan wilayah berdasarkan aspek geografidan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspekdaya saing daerah.
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografi

A. Luas dan Letak WilayahKota Yogyakarta memiliki luas sekitar 32,5 Km2 atau 1,02% dari luaswilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari Utara ke Selatankurang lebih 7,5 km dan dai Barat ke Timur kurang lebih 5,6 km. Secara geografis,kota ini terletak antara 110o24’1”-110o28’53” Bujur Timur dan antara 07o15’24”-07o49’26” Lintang Selatan. Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14Kecamatan, 45 Kelurahan, 616 Rukun Warga (RW) dan 2.532 Rukun Tetangga(RT). Kecamatan Umbulharjo merupakan kecamatan yang wilayahnya paling luasyaitu 812  Ha atau sebesar 24,98% dari luas Kota Yogyakarta, sedangkankecamatan yang wilayahnya paling sempit adalah Kecamatan Pakualaman denganluas 63 Ha atau sebesar 1,94% luas Kota Yogyakarta. Berikut luas masing-masingkecamatan di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.1

Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta

No Kecamatan Kelurahan Luas Area
(km2)

Jumlah
RW

Jumlah
RT1. Mantrijeron Gedongkiwo 0,90 18 86Suryodiningratan 0,85 17 70Mantrijeron 0,86 20 75

2,61 55 2312. Kraton Patehan 0,40 10 44Panembahan 0,66 18 78Kadipaten 0,34 15 53
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No Kecamatan Kelurahan Luas Area
(km2)

Jumlah
RW

Jumlah
RT

1,40 43 1753. Mergangsan Brontokusuman 0,93 23 84Keparakan 0,53 13 58Wirogunan 0,85 24 76
2,31 60 2184. Umbulharjo Giwangan 1,26 13 42Sorosutan 1,68 18 70Pandean 1,38 13 52Warungboto 0,83 9 38Tahunan 0,78 12 50Muja-muju 1,53 12 55Semaki 0,66 10 34
8,12 87 3415. Kotagede Prenggan 0,99 13 57Purbayan 0,83 14 58Rejowinangun 1,25 13 49
3,07 40 1646. Gondokusuman Baciro 1,06 21 87Demangan 0,74 12 44Klitren 0,68 16 63Kotabaru 0,71 4 20Terban 0,80 12 58
3,99 65 2727. Danurejan Suryatmajan 0,28 14 43Tegalpanggung 0,35 16 66Bausasran 0,47 12 49
1,10 42 1588. Pakualaman Purwokinanti 0,33 10 47Gunungketur 0,30 9 36
0,63 19 839. Gondomanan Prawirodirjan 0,67 18 61Ngupasan 0,45 13 49
1,12 31 11010. Ngampilan Notoprajan 0,37 8 50Ngampilan 0,45 13 70
0,82 21 12011. Wirobrajan Patangpuluhan 0,44 10 51Wirobrajan 0,67 12 58Pakuncen 0,65 12 56
1,76 34 16512. Gedongtengen Pringgokusuman 0,46 22 85Sosromenduran 0,50 14 54
0,96 36 13913. Jetis Bumijo 0,58 13 57Gowongan 0,46 13 52Cokrodiningratan 0,66 11 57
1,70 37 16614. Tegalrejo Tegalrejo 0,82 12 47Bener 0,57 7 26Kricak 0,82 13 61
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No Kecamatan Kelurahan Luas Area
(km2)

Jumlah
RW

Jumlah
RTKarangwaru 0,70 14 56

2,91 46 190Jumlah 45 32,50 616 2.532
Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta (Kota Yogyakarta Dalam Angka 2016)

Secara administratif, KotaYogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45kelurahan dengan batas wilayah sebagai berikut:Batas sebelah Utara : Kabupaten SlemanBatas sebelah Timur : Kabupaten Sleman dan Kabupaten BantulBatas sebelah Selatan : Kabupaten BantulBatas sebelah Barat : Kabupaten Sleman dan Kabupaten BantulSecara umum Kota Yogyakarta memiliki posisi strategis antara lain sebagaiibukota Provinsi dan pusat kegiatan regional yang mencakup kawasan DaerahIstimewa Yogyakarta dan Jawa bagian Selatan.
B. Kondisi TopografiKondisi topografi merupakan elemen dasar dari suatu wilayah untukmengetahui karakteristik fisik suatu daerah. Karakter fisik akan mempengaruhipola dan jenis pembangunan yang akan diterapkan di wilayah tersebut.Kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut merupakan indikatoruntuk mengetahui kondisi topografi daerah tersebut. Berikut ini merupakankondisi kemiringan lahan di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.2
Kelas Kemiringan Lahan di Kota Yogyakarta (Ha)

No Kecamatan
Luas Kemiringan Lahan (Ha)

0-2% 2-15% 15-40% >401 Mantrijeron 244,43 12,18 4,38 02 Kraton 140,00 0 0 03 Mergangsan 105,05 25,94 0 04 Umbulharjo 764,54 45,04 1,66 0,735 Kotagede 277,80 23,26 2,52 3,946 Gondokusuman 328,58 67,76 2,66 07 Danurejan 75,86 27,64 5,94 0,568 Pakualaman 63,00 0 0 09 Gondomanan 105,92 6,08 0 010 Ngampilan 50,92 31,08 0 011 Wirobrajan 147,44 21,26 6,06 1,3312 Gedongtengen 84,44 8,32 2,82 0,4213 Jetis 148,32 20,74 0,48 0,46
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No Kecamatan
Luas Kemiringan Lahan (Ha)

0-2% 2-15% 15-40% >4014 Tegalrejo 254,66 24,02 8,82 3,50
Jumlah 2.890,38 313,32 35,34 10,94

Persentase (%) 88,92 9,63 1,07 0,33
Sumber : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

Berdasarkan data di atas, kondisi kemiringan lahan di Kota Yogyakartasebagian besar memiliki kemiringan lahan 0-2% dengan persentase mencapai88,92% dari luas wilayah. Sementara 9,63% berada pada kemiringan 2-15%, dan1,07 berada pada kemiringan 15-40%, serta sisanya 0,33% berada padakemiringan di atas 40%. Kemiringan lahan yang curam dan sangat curam berada dibantaran sungai.
Tabel 2.3

Kelas Ketinggian di Kota Yogyakarta (Ha)

No Kecamatan
Luas Ketinggian (Ha)

Jumlah
<100m 100-

199m >200m1 Mantrijeron 261 0 0 2612 Kraton 140 0 0 1403 Mergangsan 202 29 0 2314 Umbulharjo 607 206 0 8135 Kotagede 302 5 0 3076 Gondokusuman 0 399 0 3997 Danurejan 0 110 0 1108 Pakualaman 0 63 0 639 Gondomanan 42 70 0 11210 Ngampilan 31 51 0 8211 Wirobrajan 72 103 0 17512 Gedongtengen 0 96 0 9613 Jetis 0 170 0 17014 Tegalrejo 0 291 0 292
Jumlah 1.657 1.593 0 3.250

Sumber : BPN Kota Yogyakarta (Kota Yogyakarta Dalam Angka 2016)

Kondisi ketinggian wilayah di Kota Yogyakarta berada pada ketinggiankurang dari 200 mdpl. Kondisi ketinggiannya dapat dibagi menjadi dua kelasketinggian, yaitu 1.657 Ha wilayah berada pada ketinggian <100 mdpl dan 1.593Ha berada pada ketinggian 100-199 m dpl. Ketinggian <100 mdpl berada diKecamatan Mantrijeron, Kraton, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Ngampilan,Wirobrajan dan Gondomanan. Sedangkan wilayah yang mempunyai ketinggian100-199 mdpl berada di Kecamatan Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede,Gondokusuman, Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan,Jetis, Gedongtengen, dan Tegalrejo.
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C. Kondisi KlimatologiKondisi klimatologi di Kota Yogyakarta dilihat dari suhu udara,kelembaban udara, tekanan udara, kecepatan angin, curah hujan dan hari hujan.Secara umum, rata-rata curah hujan tertinggi di Kota Yogyakarta selama tahun2015 terjadi pada bulan Januari, yaitu sebanyak 366 mm. Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 88 persen danterendah pada bulan Oktober sebesar 77 persen. Tahun 2015 rata-rata tekananudara sebesar 998,01 mb dan suhu udara rata-rata 26,13 ˚C.
Tabel 2.4

Kondisi Klimatologi di Kota Yogyakarta Tahun 2015

No Bulan
Suhu

Udara
(oC)

Kelembaban
Udara (%)

Tekanan
Udara
(Mbs)

Curah
Hujan
(Mm)

Hari
Hujan1 Januari 23,0-31,0 85 996.9 366 192 Februari 23,1-31,8 85 996,7 332 173 Maret 23,2-32,0 86 997,4 313 214 April 23,4-31,9 87 996,3 303 165 Mei 22,7-31,9 84 998,1 172 76 Juni 21,1-31,2 82 998,3 14 27 Juli 20,1-31,0 80 998,9 0 08 Agustus 20,0-31,2 79 999,3 0 09 September 20,9-31,7 77 1000,0 0 010 Oktober 21,7-33,3 79 999,8 32 211 November 24,4-33,1 81 997,2 228 712 Desember 23,8-31,6 88 997,2 239 10

Sumber : Kota Yogyakarta Dalam Angka 2016

D. Kondisi GeologiKota Yogyakarta yang terletak di daerah lereng Gunung Merapi mempunyaijenis tanah regosol atau vulkanis muda. Formasi Geologi yang terdapat di KotaYogyakarta adalah batuan sedimen old andesit. Sebagian besar tanahnya adalahregosol. Terdapat tiga sungai yang mengalir dari Utara ke Selatan yaitu SungaiGajah Wong yang mengalir di bagian Timur Kota Yogyakarta, Sungai Code dibagian tengah dan Sungai Winongo di bagian Barat kota.
E. Kondisi HidrologiKota Yogyakarta dialiri oleh 3 sungai. Sungai tersebut antara lain SungaiGajahwong yang mengalir di bagian Timur Kota Yogyakarta, Sungai Code di bagiantengah dan Sungai Winongo di bagian Barat kota. Daerah Alirang Sungai (DAS)yang ada di Kota Yogyakarta adalah DAS Opak Oyo. DAS Opak Oyo terdiri dari 3Sub DAS antara lain Sub DAS Opak, Sub DAS Oyo I, dan Sub DAS Winongo.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 6

F. Penggunaan LahanPenggunaan lahan dominan di Kota Yogyakarta pada Tahun 2012-2016adalah lahan perumahan. Namun jika dilihat dari grafiknya, luas lahan perumahanmengalami fluktuasi. Luas lahan perumahan dari 2.105,39 Ha pada tahun 2010,menjadi 2.099,93 Ha tahun 2015. Guna lahan pertanian mengalami penurunan,dari 118,59 Ha di tahun 2010 menjadi 102,77Ha di tahun 2015.
Tabel 2.5

Luas Penggunaan Lahan di Kota Yogyakarta
Berdasarkan Status Peruntukan Lahan Tahun 2010-2015

No
Jenis

Penggunaan
Lahan

Luas Penggunaan Lahan (Ha)

2010 2011 2012 2013 2014 20151. Perumahan 2.105,39 2.104,31 2.105,07 2.100,72 2.102,12 2.099,932. Jasa 279,37 279,64 279,59 280,57 281,06 281,333. Perusahaan 286,14 289,58 294,19 300,73 303,25 307,994. Industri 52,23 52,23 52,23 52,23 52,23 52,235. Pertanian 118,59 115,96 111,81 109,15 105,60 102,776. Non Produktif 20,11 20,11 18,94 18,43 17,59 17,597. Lain-lain 388,16 388,16 388,16 388,16 388,16 388,16
Jumlah 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250

Sumber : BPN Kota Yogyakarta (Kota Yogyakarta Dalam Angka 2011-2016)Sementara untuk penggunaan lahan yang mengalami peningkatan adalahsektor jasa seperti kegiatan perdagangan. Peningkatan dari luas guna lahan jasa279,37 Ha pada tahun 2010, menjadi 281,33 Ha pada tahun 2015. Peningkatan inimenggambarkan dinamika perekonomian Kota Yogyakarta yang ditopang olehsektor jasa. Berikut grafik perkembangan guna lahan di Kota Yogyakarta Tahun2012-2015.

Gambar 2.1
Grafik Luas Penggunaan Lahan Perumahan

Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2017
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Gambar 2.2
Grafik Luas Penggunaan Lahan berdasarkan Status Peruntukan Lahan

Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2017

G. Potensi Pengembangan WilayahPotensi pengembangan wilayah Kota Yogyakarta dilihat dari sisiperwujudan sistem perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah KotaYogyakarta tahun 2010-2019 antara lain:1. Perwujudan Sistem Perkotaana. Percepatan pengembangan pusat kota, meliputi :1) Peningkatan fungsi pusat kota, yang berlokasi di KecamatanDanurejan, Gedongtengen, dan Gondomanan.2) Pengembangan kawasan perkotaan, yang berlokasi di KecamatanUmbulharjo.b. Percepatan pengembangan sub pusat kota, meliputi :1) Pengembangan/ peningkatan fungsi sub pusat kota, yang berlokasi diSeluruh kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta.2. Perwujudan Sistem Transportasia. Perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi :1) Jaringan arteri primerPemantapan jaringan jalan arteri primer internal kota, yang terdiriatas Jaringan lintas lingkar luar Kota Yogyakarta, yang berlokasi dijalan ring road lintas selatan.2) Jaringan jalan arteri sekundera) Pemantapan jaringan jalan arteri sekunder internal kota, yangterdiri atas :
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i. Jaringan lintas selatan, yang berlokasi di Jalan Sugeng Jeroni,Jalan Mayjend Sutoyo, Jalan Kolonel Sugiyono, Jalan MenteriSupeno, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Ngeksigondo.ii. Jaringan lintas tengah, yang berlokasi di sepanjang koridorJalan RE Martadinata.b) Pengembangan jaringan jalan arteri sekunder yangmenghubungkan Kota Yogyakarta dengan wilayah lain di luarkota, yang terdiri atas :i. Jaringan lintas Yogyakarta ke arah Kabupaten Bantul, yangberlokasi di Jalan Patangpuluhan.3) JembatanPembangunan jembatan fly over pada persimpangan dengan jalur KA,yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Aipda TutHarsono.
3. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnyaa. Perwujudan sistem jaringan energi, meliputi :1) Rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik, yang berlokasi diseluruh wilayah Kota Yogyakarta.2) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik, yang berlokasi diseluruh wilayah Kota Yogyakarta.b. Sistem jaringan telekomunikasi, meliputi :1) Rehabilitasi jaringan terestrial, yang berlokasi di seluruh wilayahKota Yogyakarta.2) Pengembangan jaringan terestrial, yang berlokasi di seluruh wilayahKota Yogyakarta.3) Jaringan pelayanan feeder, yang berlokasi di seluruh wilayah KotaYogyakarta.c. Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air (SDA), meliputi :1) Konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusakair, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.d. Jaringan persampahan, meliputi :1) Penambahan lahan TPA Piyungan, yang berlokasi di KabupatenBantul.2) Pengadaan sarana truk sampah, yang berlokasi di seluruh wilayahKota Yogyakarta.e. Air limbah, meliputi :1) Pembangunan dan pemeliharaan saluran air limbah, yang berlokasidi seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
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2) Optimalisasi jaringan air limbah domestik, yang berlokasi di seluruhwilayah Kota Yogyakarta.3) Pengadaan toilet mobile, yang berlokasi di Kota Yogyakarta.f. Air Minum, melalui :1) Pengembangan instalasi air minum, yang berlokasi di seluruhwilayah Kota Yogyakarta.2) Pengembangan jaringan distribusi, yang berlokasi di seluruh wilayahKota Yogyakarta.3) Pembelian truk tangki air minum.
H. Wilayah Rawan BencanaKota Yogyakarta merupakan wilayah yang mempunyai kerentananbencana cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan kondisi alam seperti geografis,geologis, dan iklim di Kota Yogyakarta yang dapat menjadi ancaman bencana.Beberapa ancaman bencana tersebut antara lain:a. Gempa Bumi (Gempa Tektonik)Di bawah bumi Kota Yogyakarta dan sekitarnya terdapat gerakan sesaraktif yang sewaktu-waktu dapat mengalami patahan sehingga mengakibatkangempa bumi. Seperti pada tanggal 27 Mei 2006 Kota Yogyakarta diguncanggempa dengan kekuatan 5,8-6,2 SR (BMG dan Pusat Vulkanologi dan MitigasiBencana Geologi) yang disebabkan adanya gerakan sesar aktif di ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian disebut sebagai Sesar Kali Opak.Pusat gempa diperkirakan dipinggir pantai selatan Yogyakarta atau bagianselatan Kabupaten Bantul dengan kedalaman 17 km -33 km di bawahpermukaan tanah. Gempa tersebut dirasakan tidak hanya di wilayah ProvinsiDIV tetapi juga beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah Bagian Selatan.Akibat gempa tersebut, beberapa wilayah khususnya di Kota Yogyakartabagian Selatan yaitu Kecamatan Kotagede, Umbulharjo, Mergangsan,Mantrijeron, dan Gondokusuman mengalami kerusakan yang cukup parahbaik kerusakan bangunan maupun infrastruktur lainnya.b. Letusan Gunung Berapi (Gempa Vulkanik)Kedekatan Kota Yogyakarta dengan Gunung Merapi yang terletak diKabupaten Sleman menjadi faktor kerentanan penyebab bencana yangdiklasifikasikan menjadi bencana ikutan. Karena dampak gempa leusangunung tersebut bisa dirasakan dan menimbulkan korban di Kota Yogykarta.Gunung Merapi merupakan gunung api aktif, bahkan teraktif di dunia karenaperiodisitas letusannya relatif pendek (3-7 tahun). Dalam kegiatannya,Gunung Merapi menunjukkan terjadinya guguran kubah lava yang terjadi
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setiap hari. Jumlah dan letusannya bertambah sesuai tingkat kegiatannya.Volume guguran kubah lava biasa disebut dengan “wedhus gembel” atau awanpanas. Pengalaman letusan 6 periode waktu yaitu tahun 1994, 1997, 1998,2001, 2006, dan 2010 telah menimbulkan banyak korban meninggal dunia.Bahaya letusan gunung api terdiri atas bahaya primer dan bahayasekunder. Bahaya primer adalah bahaya yang langsung menimpa pendudukketika letusan berlangsung (awan panas). Sedangkan bahaya sekunder terjadisecara tidak langsung dan umumnya berlangsung pada purna letusan (lahar,kerusakan lahan pertanian/rumah). Tingkat bahaya dari suatu gunung apisangat tergantung dari kerapatan dari suatu letusan dan kepadatan pendudukyang bermukim di sekitar gunung api tersebut. Sehingga ancaman letusanGunung Merapi menjadi konsekuensi masyarakat Kota Yogyakarta untuktetap waspada akan bahaya Merapi.c. BanjirBanjir terjadi karena faktor alam maupun ulah tangan manusia. Faktoralam yang menjadi penyebab contohnya curah hujan yang tinggi dan tanahtidak mampu meresap air sehingga luncuran air sangat deras, selain itukurangnya daya serap tanah disebabkan banyaknya penebangan pohon.Sedangkan faktor ulah manusia contohnya banyak masyarakat yang masihbuang sampah sembarangan di saluran air maupun sungai, selain itu juga bisadisebabkan kurangnya daya serap tanah terhadap air karena tanah telahtertutup oleh aspal jalan raya, bangunan-bangunan yang tidak tembus air,sehingga air tidak mengalir dan hanya menggenang.Sementara itu, penyebab banjir di Kota Yogyakarta pada umumnyakarena buruknya saluran drainase di beberapa lokasi. Menurut data surveiDinas Kimpraswil Kota Yogyakarta ada 32 titik/lokasi genangan air terjadi dibeberapa jalan kota dan daerah permukiman. Analisisnya mengingat KotaYogyakarta dialiri 3 sungai besar yaitu Sungai Code, Sungai Gajah Wong danSungai Winongo serta Sungai Belik yang mengalir di tengah kota, hal tersebutmenjadi kerentanan yang cukup tinggi terjadinya genangan air. Seperti yangterjadi beberapa tahun belakangan ini, setiap terjadi hujan dengan intensitasyang tinggi dalam waktu cukup lama, bisa dipastikan permukiman di bantaransungai dilanda banjir. Contohnya yang terjadi pada 22 April 2015, telah terjadibanjir mencapai tinggi 1,5 meter di Kampung Bintaran Kidul dan Bintaran Loryang menyebabkan sedikitnya 200 keluarga mengungsi akibat dari luapandari Sungai Code yang disebabkan hujan deras dengan waktu yang cukuplama. Selain banjir karena hujan deras, sejak Gunung Merapi meletus tahun2010, Sungai Code sebagai sungai yang berhulu di Sungai Boyong sudah
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beberapa kali dialiri lahar dingin jika terjadi hujan deras di puncak merapi.Banjir lahar dingin juga kerap membanjiri permukiman dibantaran sungai jikahujan di punjak Merapi terjadi cukup deras dalam waktu yang lama.d. Tanah LongsorBencana tanah longsor di Kota Yogyakarta terjadi pada titik rawandengan kondisi tanah curam yang biasa berada pada dinding sungai.Mengingat Kota Yogyakarta dialiri 3 sungai besar yaitu Sungai Code, SungaiGajah Wong dan Sungai Winongo. Ketiga sungai tersebut ditumbuhi kegiatan-kegiatan perumahan, sehingga dibutuhkan kewaspadaan masyarakat danpemerintah untuk mengantisipasi potensi bahaya tanah longsor. Terjadinyamusibah banjir dan tanah longsor di Sungai Belik dan Sungai Gajah Wong padatanggal 13 Desember 2006 dikarenakan oleh kondisi tanah yang labilmkelerengan yang curam, beban peruntukan lahan dan hujan lebat.e. KebakaranBencana kebakaran terjadi karena faktor alam berupa cuaca yang keringdan ulah manusia baik sengaja maupun tidak sengaja. Bencana kebakaran diKota Yogyakarta terjadi umumnya di lokasi-lokasi permukiman yang padatpenduduk. Kejadian kebakaran di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 sebanyak63 kejadian, sedangkan di tahun 2015 tercatat ada 49 kejadian. Penyebabkebakaran lebih banyak dikarenakan kelalaian manusia, sedangkan penyebablainnya dikarenakan faktor teknis/listrik. Titik rawan kebakaran terjadi padabangunan-bangunan perumahan warga dan bangunan industri, karena padalokasi-lokasi tersebut mobilitas aktivitas manusia lebih tinggi dan tingkatkelalaiannya juga lebih tinggi.f. Angin Puting BeliungAngin puting beliung terjadi karena adanya perbedaan tekanan udarayang sangat ekstrim, biasanya terjadi pada musim hujan, sehingga terbentukangin disertai putaran yang kencang dan berpotensi menimbulkan kerusakan.Pada hari Minggu, 18 Februari 2007 telah terjadi angin puting beliung dengankategori kecepatan angin antara Strong Gale dengan kecepatan 74-85 km/jamdan Storm dengan kecepatan 87-100 km/jam yang melanda KecamatanGondokusuman, Danurejan, Umbulharjo dan Pakualaman dengan radiusbencana sekitar 1 km mengalami kerusakan yang cukup parah. Bencanatersebut telah mengakibatkan 1.182 orang mengalami luka ringan danmenjalani rawat jalan, sedangkan sebanyak 51 orang harus dibawa ke rumahsakit dengan rincian 44 orang menjalani rawat jalan dan 7 orang harus rawatinap. Selain itu, angin puting beliung juga merusak 1.255 rumah penduduk.
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g. Epidemi, Wabah Penyakit, dan Kejadian Luar BiasaEpidemi, wabah penyakit dan kejadian luar biasa merupakan ancamanbencana yang diakibatkan oleh menyebarnya penyakit menular yangberjangkit di suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu. Pada skala besar,epidemi, wabah penyakit maupun kejadian luar biasa dapat mengakibatkanmeningkatnya jumlah penderita dan korban jiwa. Beberapa penyebaranpenyakit dengan status kejadian luar biasa yang pernah terjadi di KotaYogyakarta dan sampai sekarang masih terus diwaspadai antara lain demamberdarah, campak, diare dan keracunan makanan.
2.1.1.2. Aspek Demografi

A. Struktur Penduduk

1. Perkembangan Jumlah PendudukPertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatuwilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya.Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksijumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar pendudukseperti kualitas pelayanan publik dan sebagainya.Jumlah penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 mencapai411.282 jiwa yang terdiri dari 200.595laki-laki dan 210.687perempuan.Tahun 2016 mengalami peningkatan jumlah penduduk 0,004% dibandingkantahun 2015 yang berjumlah 409.487 jiwa. Jika dilihat dari perkembanganjumlah penduduk Kota Yogyakarta dari tahun 2011 sampai 2016, jumlahpenduduk tertinggi ada pada tahun 2011 yang mencapai 440.143 jiwa,sedangkan yang terendah ada di tahun 2013. Berikut ini data perkembanganjumlah penduduk Kota Yogyakarta tahun 2011-2016.
Tabel 2.6

Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2011-2016

No Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah
Laju

Pertumbuhan
(%)1. 2011 217.378 222.765 440.143 -0,042. 2012 210.468 217.123 427.591 -0,033. 2013 198.892 207.768 406.660 -0,054. 2014 202.296 211.640 413.936 0,025. 2015 199.724 209.763 409.487 -0,016. 2016 200.595 210.687 411.282 0,004

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2016
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2. KepadatanKepadatan penduduk dihitung untuk mengetahui rata-rata jumlahpenduduk dalam 1 km. Kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun2011-2016 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011, kepadatanpenduduk mencapai 13.543 jiwa/km2, kemudian mengalami penurunanhingga 12.513 jiwa/km2 pada tahun 2013. Namun kembali mengalamipeningkatan hingga 12.736 jiwa/km2 pada tahun 2014 dan kembali menurunpada tahun 2015 menjadi 12.600 jiwa/km2. Pada tahun 2016 kembalimeningkat menjadi 12.655 jiwa/km2.
Tabel 2.7

Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2011-2016

No Tahun Luas Wilayah
(km2)

Jumlah Penduduk
(jiwa)

Kepadatan
Penduduk
(jiwa/km2)1. 2011 32,5 440.143 13.5432. 2012 32,5 427.591 13.1573. 2013 32,5 406.660 12.5134. 2014 32,5 413.936 12.7365. 2015 32,5 409.487 12.6006. 2016 32,5 411.282 12.655

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2016

3. Distribusi (kepadatan penduduk per kecamatan)Distribusi penduduk di Kota Yogyakarta tersebar ke dalam 14kecamatan. Pada tahun 2016, kecamatan dengan kepadatan penduduktertinggi yaitu Kecamatan Ngampilan dengan kepadatan mencapai 22.817jiwa/km2. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kepadatan pendudukdi Kecamatan Ngampilan telah mengalami banyak penurunan, kepadatanpenduduk tahun 2011 mencapai 24.711jiwa/km2. Sedangkan kecamatandengan kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Umbulharjo dengankepadatan penduduk hanya 8.424 jiwa/km2. Jika dilihat dari tahun-tahunsebelumnya, kepadatan ini sudah mengalami fluktuasi, pada tahun 2011kepadatan penduduk mencapai 8.532 jiwa/km2. Berikut data kepadatanpenduduk per kecamatan di Kota Yogyakarta tahun 2011-2016.
Tabel 2.8

Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2016

No Kecamatan
Luas

Wilayah
(km2)

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)

2011 2012 2013 2014 2015 20161 Tegalrejo 2,91 13.800 13.222 12.481 12.703 12.585 12.6092 Jetis 1,70 17.809 16.810 16.318 16.435 16.147 16.074
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No Kecamatan
Luas

Wilayah
(km2)

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)

2011 2012 2013 2014 2015 20163 Gondokusuman 3,99 11.922 11.638 10.607 10.775 10.468 10.5434 Danurejan 1,10 21.488 21.202 19.191 19.580 19.366 19.2965 Gedongtengen 0,96 23.001 22.394 21.644 21.935 21.389 21.3776 Ngampilan 0,82 24.771 23.268 22.706 22.977 22.763 22.8177 Wirobrajan 1,76 16.605 15.995 15.468 15.773 15.735 15.8668 Mantrijeron 2,61 14.402 14.431 13.392 13.647 13.387 13.5349 Kraton 1,40 17.243 16.599 15.824 16.073 15.740 15.70410 Gondomanan 1,12 15.036 14.472 13.563 13.758 13.463 13.47211 Pakualaman 0,63 18.667 17.919 17.113 17.219 16.917 17.04412 Mergangsan 2,31 14.660 14.244 13.639 13.859 13.781 13.83013 Umbulharjo 8,12 8.532 8.381 8.121 8.329 8.360 8.42414 Kotagede 3,07 10.884 10.650 10.447 10.689 10.757 10.855
Kota Yogyakarta 32,5 14.082 13.543 13.157 12.513 12.600 12.655

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2016

4. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok UmurPengelompokan penduduk menurut umur dan jenis kelamin bergunadalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagipenduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baikkebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, danlain sebagainya. Hal ini dikarenakan setiap kelompok umur memilikikebutuhan yang berbeda-besa. Berikut komposisi penduduk menurut usiatahun 2015.
Tabel 2.9

Komposisi Penduduk Menurut Usia di Kota Yogyakarta Tahun 2015

No Kelompok
Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah1. 0-4 13.931 13.280 27.2112. 5-9 13.744 12.994 26.7383. 10-14 13.493 12.776 26.2694. 15-19 17.474 19.389 36.8635. 20-24 25.287 27.000 52.2876. 25-29 21.033 18.889 39.9227. 30-34 15.649 15.309 30.9588. 35-39 14.039 14.437 28.4769. 40-44 13.154 14.264 27.41810. 45-49 13.342 14.813 28.15511. 50-54 12.245 13.688 25.933
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No Kelompok
Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah12. 55-59 10.140 11.529 21.66913. 60-64 6.686 7.073 13.75914. 65-69 4.027 5.295 9.32215. 70-74 2.996 4.329 7.32516. 75+ 3.842 6.557 10.399

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2016

Berdasarkan data yang ada, penduduk dengan kelompok usia 20-24tahun dan 25-29 tahun mempunyai jumlah yang paling tinggi di KotaYogyakarta. Jumlah menurut kelompok usia 20-24 tahun mencapai 52.287jiwa dan usia 25-29 tahun mencapai 39.922 jiwa. Apabila dilihat darikomposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angkaketergantungan (dependency ratio) Kota Yogyakarta pada tahun 2015 adalah41,94%. Itu artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggapproduktif)mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang yang belum produktifdan dianggap tidak produktif lagi.

Gambar 2.3
Grafik Komposisi Penduduk Menurut Usia di Kota Yogyakarta Tahun 2015

Sumber: Hasil Analisis, 2017

B. MigrasiMigrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempatyang lain dalam waktu tertentu. Data migrasi ini bermanfaat untuk mengetahuiapakah suatu wilayah mempunyai daya tarik bagi penduduk di wilayah sekitarnya.Berdasarkan data migrasi masuk dan migrasi keluar di Kota Yogyakarta,mengalami fluktuasi kenaikan maupun penurunan, baik di migrasi masuk maupun
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migrasi keluar. Pada tahun 2015, terdapat 11.781 jiwa yang masuk ke KotaYogyakarta, dan 10.634 jiwa meninggalkan Kota Yogyakarta.
Tabel 2.10

Migrasi di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Jenis Mutasi 2010 2011 2012 2013 2014 20151. Migrasi Masuk 9.341 10.591 5.318 5.165 9.293 11.7812. Migrasi Keluar 10.258 9.231 8.003 8.814 8.798 10.634
Sumber:Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2015

C. Penduduk Menurut Lapangan PekerjaanLapangan usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang silakukanperusahaan/usaha.lembaga tempat seseorang bekerja. Seseorang yangmempunyai lebih dari satu pekerjaan selama seminggu yang lalu, maka lapanganpekerjaan utamanya adalah pekerjaan yang memakai waktu terbanyak. Datalapangan usaha dapat dijadikan acuan pemerintah daerah untuk memprioritaskansektor-sektor tertentu yang menjadi potensi dan mendominasi kegiatan ekonomidi suatu daerah.
Tabel 2.11

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha

No Lapangan Pekerjaan Satuan 2011 2012 2013 2014 20151 Agriculture(Pertanian) Jiwa 1.062 756 471 1.314 3.379
2 Manufacture(Pertambangan,Industri, Listrik, Gas,air dan Bangunan/Kontruksi) Jiwa 55.881 30.897 31.753 40.462 34.726
3 Service (Perdagangan,Angkutan, Keuangan,Jasa Perusahaan danJasa Perorangan) Jiwa 154.450 169.987 162.512 174.212 184.213

Jumlah Jiwa 211.393 201.640 194.736 216.168 222.318
Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka 2012-2016

Statistik Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016
Olahan 2017

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2011 – 2015 di kota Yogyakartakelompok usaha service (perdagangan, angkutan dan jasa) sangat dominan dalammenyerap tenaga kerja. Sementara peringkat kedua dalam penyerapan tenagakerja terjadi pada kelompok lapangan usaha manufacture (industri, listrik, gas, airdan konstruksi) dan sisanya bekerja di sektor pertanian.
D. Penduduk Menurut AgamaKomposisi penduduk menurut agama diperlukan sebagai dasar untukmerencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan
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program pembangunan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.Berdasarkan data yang ada, terdapat 7 (tujuh) agama yang tercatat di DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, diantaranya Islam, Kristen,Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu, dan Kepercayaan. Pada tahun 2015, mayoritaspenduduk di Kota Yogyakarta memeluk agama islam, yaitu sebesar 82,72%penduduk, kemudian diikuti pemeluk agama Katholik sebesar 10,36% danpemeluk Kristen sebesar 6,46%. Berikut data jumlah penduduk menurut agama diKota Yogyakarta Tahun 2015.
Tabel 2.12

Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kota Yogyakarta Tahun 2015

No Kecamatan Islam Kristen Katolik Hindu Budha Lainnya1. Mantrijeron 29.217 1.386 4.228 30 77 22. Kraton 18.752 576 2.682 24 1 13. Mergangsan 26.864 1.945 2.902 57 62 34. Umbulharjo 60.097 2.862 4.758 57 62 35. Kotagede 30.955 910 1.104 32 24 06. Gondokusuman 31.405 5.304 4.824 111 116 97. Danurejan 17.570 1.365 2.272 22 70 48. Pakualaman 8.337 684 1.572 31 34 09. Gondomanan 11.048 1.735 2.063 14 218 010. Ngampilan 15.938 1.012 1.615 29 72 011. Wirobrajan 22.506 1.174 3.913 39 60 112. Gedongtengen 15.753 1.700 2.833 28 215 413. Jetis 20.593 2.686 3.967 24 168 1214. Tegalrejo 29.692 3.111 3.706 34 72 6
Jumlah 338.727 26.450 42.439 532 1.296 43

Persentase 82,72% 6,46% 10,36% 0,13% 0,32% 0,01%
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2015
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2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Pertumbuhan PDRBAnalisis Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu pendekatan yangdapat digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat darisudut pandang ekonomi. Melalui dinamika dari berbagai kegiatan ekonomiyang ada, akan dapat diidentifikasi karakteristik wilayah berikut potensi-potensi dan kelemahan yang memperlukan perhatian demi kemajuan wilayahyang semakin baik di masa mendatang.Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 menunjukkanbahwa nilai PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2015 yaitu sebesar22.412.175,7 juta rupiah. Nilai PDRB tersebut mengalami pertumbuhansebesar 5,16% atau meningkat sebesar 1,10 triliun rupiah dari tahunsebelumnya. Selama rentang tahun 2012-2015, PDRB Kota Yogyakarta secarakonsisten menunjukkan peningkatan positif dengan rata-rata pertumbuhanmencapai 5,33%. Namun, persentase pertumbuhan PDRB selama kurun waktu2012-2015 cenderung menurun.
Tabel 2.13

Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Dasar Harga Konstan 2010
Kota YogyakartaTahun 2012-2015

No Lapangan Usaha Nilai PDRB (Juta Rupiah)2012 2013 2014* 2015**A Pertanian, Kehutanan danPerikanan 35.709,1 36.100,0 35.733,8 36.052,7B Pertambangan dan Penggalian 837,1 839,0 850,0 851,2C Industri Pengolahan 2.630.976,6 2.813.952,7 2.943.834,5 2.995.839,5D Pengadaan Listrik dan Gas 45.056,7 47.599,0 49.150,8 48.689,7E Pengadaan Air, PengelolaanSampah, Limbah dan DaurUlang 30.166,8 30.712,0 31.963,4 32.797,8F Konstruksi 1.526.571,8 1.600.097,5 1.674.189,0 1.740.508,1G Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan SepedaMotor 1.326.260,7 1.407.238,6 1.468.894,1 1.552.644,8H Transportasi dan Pergudangan 785.335,2 815.841,3 838.086,9 870.914,5I Penyediaan Akomodasi danMakan Minum 2.183.269,6 2.320.365,4 2.450.064,8 2.596.749,8J Informasi dan Komunikasi 2.654.507,8 2.779.291,4 2.900.953,3 3.041.921,6K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.077.853,5 1.196.258,9 1.275.249,8 1.374.111,3L Real Estate 1.782.655,3 1.848.546,3 1.973.548,8 2.089.601,9M,N Jasa Perusahaan 238.288,9 245.485,7 259.521,0 278.211,9O Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial 1.729.732,9 1.813.729,6 1.921.203,7 2.019.480,1
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No Lapangan Usaha Nilai PDRB (Juta Rupiah)2012 2013 2014* 2015**WajibP Jasa Pendiidkan 1.889.249,1 1.960.166,2 2.088.605,8 2.231.519,7Q Jasa Kesehatan dan KegiatanSosial 721.038,9 766.206,6 818.611,5 879.118,7S,T,U Jasa Lainnya 531.565,1 557.127,4 581.682,5 623.162,3PDRB Kota Yogyakarta ADHK 19.189.074,8 20.239.557,7 21.312.143,8 22.412.175,7PDRB Provinsi DIY ADHK 71.702.449 75.627.450 79.532.277 83.461.574
Keterangan:*) sementara      **) sangat sementara
Sumber:
1. Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2011-2015 (BPS Kota

Yogyakarta, 2015)
2. Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2016 (BPS DIY, 2016)

Berdasarkan PDRB ADHK tahun dasar 2010, sektor industripengolahan; sektor informasi dan komunikasi; serta sektor penyediaanakomodasi dan makan minum merupakan tiga sektor dengan nilai PDRBterbesar dibandingkan sektor lainnya dalam perekonomian Kota Yogyakartaselama tahun 2012-2015. Pada tahun 2015, nilai PDRB sektor informasi dankomunikasi adalah yang terbesar, yaitu mencapai 3,04 triliun rupiah atausebesar 13,57% dari total PDRB Kota Yogyakarta. Di posisi kedua, sektorIndustri Pengolahan berkontribusi sebesar 13,37% atau 2,99 triliun rupiah ditahun 2015. Selanjutnya, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minummenghasilkan PDRB sebesar 2,59 triliun rupiah atau 11,6% dari total PDRB.Berdasarkan perkembangan nilai PDRB, secara keseluruhan strukturperekonomian Kota Yogyakarta tahun 2012-2015 didominasi sektor-sektortersier. Sebaliknya, sektor primer memiliki kontribusi yang sangat kecil yaitusebesar 36,05 miliar atau 0,16% dari total PDRB di tahun 2015. Kontribusisektor primer juga terus menurun dari tahun 2012-2015. Hal ini wajar apabiladikaitkan dengan karakteristik Kota Yogyakarta yang merupakan wilayahperkotaan dan menjadi pusat perekonomian Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta.
Tabel 2.14

Pertumbuhan PDRB MenurutLapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

No Lapangan Usaha

Pertumbuhan PDRB (%) Rata-rata
pertumbuhan

PDRB per
Tahun (%)

2012 2013 2014* 2015**

A Pertanian, KehutanandanPerikanan 0,66 1,09 -1,01 0,89 0,41B Pertambangan danPenggalian 0,70 0,23 1,31 0,14 0,60C Industri Pengolahan -2,87 6,95 4,62 1,77 2,62D Pengadaan Listrik dan Gas 10,32 5,64 3,26 -0,94 4,57E Pengadaan Air, Pengelolaan 3,16 1,81 4,07 2,61 2,91
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No Lapangan Usaha

Pertumbuhan PDRB (%) Rata-rata
pertumbuhan

PDRB per
Tahun (%)

2012 2013 2014* 2015**Sampah, Limbah dan DaurUlangF Konstruksi 4,70 4,82 4,63 3,96 4,53G Perdagangan Besar danEceran; Reparasi Mobil danSepeda Motor 6,32 6,11 4,38 5,70 5,63
H Transportasi danPergudangan 1,75 3,88 2,73 3,92 3,07I Penyediaan Akomodasi danMakan Minum 7,18 6,28 5,59 5,99 6,26J Informasi dan Komunikasi 10,89 4,70 4,38 4,86 6,21K Jasa Keuangan dan Asuransi 4,16 10,99 6,60 7,75 7,38L Real Estate 7,39 3,70 6,76 5,88 5,93M,N Jasa Perusahaan 8,95 3,02 5,72 7,20 6,22O Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan JaminanSosial Wajib 7,27 4,86 5,93 5,12 5,80P Jasa Pendidikan 5,81 3,75 6,55 6,84 5,74Q Jasa Kesehatan dan KegiatanSosial 8,08 6,26 6,84 7,39 7,14S,T,U Jasa Lainnya 5,33 4,81 4,41 7,13 5,42

Pertumbuhan PDRB Kota
Yogyakarta

5,40 5,47 5,30 5,16 5,33

Pertumbuhan PDRB Provinsi DIY 5,37 5,47 5,16 4,94 5,24
Keterangan:
*) sementara       **) sangat sementara
Sumber:
1. Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2011-2015  (BPS Kota

Yogyakarta, 2016, diolah)
2. Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2016 (BPS DIY, 2016, diolah)Sementara itu, pada tahun 2015, berdasarkan pertumbuhan sektoralnya,hanya sektor pengadaan listrik dan gas yang pertumbuhannya negatif, yaitu sebesar -0,94%. Pertumbuhan sektor pengadaan listrik dan gas cenderung menurun padatahun 2012-2015. Selanjutnya, sektor dengan rata-rata pertumbuhan terbesar yaitusektor jasa keuangan dan asuransi, yaitu sebesar 7,38%. Sebaliknya, sektor denganrata-rata pertumbuhan terkecil yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan,yaitu sebesar 0,41%. Sementara itu, dari 3 sektor yang berkontribusi terbesarterhadap PDRB Kota Yogyakarta, sektor penyediaan akomodasi dan makan minummemiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi (6,26% per tahun), disusul oleh sektorinformasi dan komunikasi (6,21% per tahun), dan sektor industri pengolahan (2,62%per tahun). Meski kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB KotaYogyakarta cukup besar, tetapi rata-rata pertumbuhannya tergolong rendahdibanding sektor lain.
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Gambar 2.4
Grafik Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015 Berdasarkan PDRB

ADHK 2010
Sumber: Hasil Olahan, 2017

Secara keseluruhan, PDRB Kota Yogyakarta di tahun 2015menyumbang sekitar 26,85% dari PDRB Provinsi DIY, sedangkan 73,15%sisanya disumbang oleh empat kabupaten lain di DIY. Pertumbuhan rata-ratanilai PDRB Kota Yogyakarta dari tahun 2012-2015 adalah sebesar sebesar5,33%. Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta tersebut lebih pesatdibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Provinsi DIY, yaitu sebesar 5,24%setiap tahunnya.
2. Laju Inflasi Kota YogyakartaInflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilaibarang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang danjasa di suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang danjasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi initerkait erat dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk disuatu wilayah dan mampu memengaruhi kemampuan daya beli masyarakat.Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi. Padaperiode tahun 2012-2016, laju inflasi di Kota Yogyakarta menunjukkanfluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -14,62% per tahun dankecenderungannya menurun. Nilai inflasi tertinggi Kota Yogyakarta adalahpada tahun 2013, yaitu sebesar 7,32% dan nilai inflasi para tahun 2016 adalahyang terendah, yaitu 2,29%. Fluktuasi inflasi Kota Yogyakarta ini sejalandengan fluktuasi inflasi di tingkat nasional, dimana pada tingkat nasional,inflasi tertinggi adalah pada tahun 2013 dan terendah pada tahun 2016. Meskidemikian, nilai inflasi Kota Yogyakarta lebih rendah dibandingkan denganinflasi nasional.
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Secara keseluruhan, PDRB Kota Yogyakarta di tahun 2015menyumbang sekitar 26,85% dari PDRB Provinsi DIY, sedangkan 73,15%sisanya disumbang oleh empat kabupaten lain di DIY. Pertumbuhan rata-ratanilai PDRB Kota Yogyakarta dari tahun 2012-2015 adalah sebesar sebesar5,33%. Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta tersebut lebih pesatdibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Provinsi DIY, yaitu sebesar 5,24%setiap tahunnya.
2. Laju Inflasi Kota YogyakartaInflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilaibarang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang danjasa di suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang danjasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi initerkait erat dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk disuatu wilayah dan mampu memengaruhi kemampuan daya beli masyarakat.Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi. Padaperiode tahun 2012-2016, laju inflasi di Kota Yogyakarta menunjukkanfluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -14,62% per tahun dankecenderungannya menurun. Nilai inflasi tertinggi Kota Yogyakarta adalahpada tahun 2013, yaitu sebesar 7,32% dan nilai inflasi para tahun 2016 adalahyang terendah, yaitu 2,29%. Fluktuasi inflasi Kota Yogyakarta ini sejalandengan fluktuasi inflasi di tingkat nasional, dimana pada tingkat nasional,inflasi tertinggi adalah pada tahun 2013 dan terendah pada tahun 2016. Meskidemikian, nilai inflasi Kota Yogyakarta lebih rendah dibandingkan denganinflasi nasional.
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Tabel 2.15
Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2012-2016

No
KelompokPeng

eluaran
Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbuhan
Rata-Rata

(%/tahun)1 Bahan Makanan % 8,10 12,31 7,70 4,64 4,77 -12,402 Makanan Jadi,Minuman danRokok % 6,90 8,15 2,95 5,04 3,84 -13,63
3 Perumahan, Air,Listrik, Gas danBahan Bakar % 2,99 5,18 8,92 4,41 1,64 -13,944 Sandang % 3,56 0,00 3,61 5,87 3,04 -3,875 Kesehatan % 1,93 3,08 5,49 4,21 4,17 21,246 Pendidikan,RekreasidanOlahraga % 1,43 3,17 2,37 1,36 2,40 13,82
7 Transport,Komunikasi danJasa Keuangan % 1,30 10,45 9,36 2,51 -2,06 12,00

Inflasi Kota
Yogyakarta

% 4,31 7,32 6,59 3,09 2,29 -14,62
Inflasi Nasional % 4,30 8,38 8,36 3,35 3,02 -8,46
Sumber :DataPerekonomiandanPerbankan Daerah Istimewa Yogyakarta Desember 2012-2015 (Bank Indonesia 2012-2015); Statistik
Ekonomi Keuangan Daerah DIY terbitan BI Vol.18 No.12 Tahun 2016Melihat perkembangan nilai inflasi pada rentang tahun 2012-2016,penyumbang nilai inflasi tertinggi pada setiap tahun berbeda-beda. Kelompokpengeluaran bahan makanan menyumbang nilai inflasi terbesar pada tahun2012, 2013, dan 2016. Pada tahun 2014, penyumbang nilai inflasi terbesaradalah kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.Selanjutnya, kelompok pengeluaran sandang adalah penyumbang terbesarnilai inflasi Kota Yogyakarta di tahun 2015.

3. PDRB Per Kapita Kota YogyakartaPDRB per kapita merupakan indikator yang digunakan untukmengetahui pertumbuhan riil ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayahsehingga representatif dalam menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk.PDRB per kapita Kota Yogyakarta selama rentang tahun 2012-2015cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,05% pertahun. Pada tahun 2012, PDRB per kapita Kota Yogyakarta yaitu sebesar 51,65juta rupiah dan meningkat menjadi 65,15 juta rupiah di tahun 2015.
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Tabel 2.16
PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010

Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

No Lapangan Usaha
PDRB per Kapita (Juta Rupiah) Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)2012 2013 2014 2015A Pertanian,KehutanandanPerikanan 0,1008 0,1076 0,1088 0,1091 2,67B Pertambangan danPenggalian 0,0022 0,0023 0,0025 0,0025 4,35C Industri Pengolahan 7,1065 7,8542 8,5944 8,8638 7,64D PengadaanListrik dan Gas 0,0916 0,0867 0,0892 0,0920 0,15E Pengadaan Air,PengelolaanSampah,LimbahdanDaurUlang 0,0804 0,0859 0,0967 0,1019 8,22F Konstruksi 4,2365 4,613 4,9222 5,2680 7,53G Perdagangan Besar danEceran; Reparasi Mobildan Sepeda Motor 3,6849 4,0285 4,3617 4,6796 8,29

H Transportasi danPergudangan 2,0755 2,2309 2,4812 2,6545 8,55I Penyediaan Akomodasidan Makan Minum 6,1551 7,0553 7,7936 8,6041 11,81J Informasi danKomunikasi 6,5029 6,6017 6,562 6,7830 1,42K Jasa Keuangan danAsuransi 3,1101 3,5916 3,9744 4,3312 11,67L Real Estate 4,8535 5,1597 5,6537 6,1038 7,94M,N Jasa Perusahaan 0,6165 0,6123 0,6637 0,7175 5,19
O AdministrasiPemerintahan,Pertahanan dan JaminanSosial Wajib 4,8146 5,366 5,9089 6,4959 10,50
P Jasa Pendiidkan 4,8761 5,0129 5,5227 6,1435 8,01Q Jasa Kesehatan danKegiatan Sosial 1,9503 2,0645 2,2173 2,4634 8,10S,T,U Jasa Lainnya 1,3919 1,4967 1,6144 1,7396 7,72

PDRB per Kapita Kota
Yogyakarta ADHK 51,650 55,970 60,567 65,154 8,05

PDRB per Kapita Provinsi DIY
ADHK 21,745 23,624 25,693 22,7 1,44

Sumber: ProdukDomestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut lapangan Usaha 2011-2015 (BPS Kota
Yogyakarta, 2016)

Besaran PDRB per kapita Kota Yogyakarta jauh lebih besar jikadibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi DIY. Pada tahun 2015, nilaiPDRB per kapita Kota Yogyakarta hampir tiga kali lipat dari PDRB per kapitaDIY yang hanya sebesar 22,70 juta rupiah. Rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita ADHK Kota Yogyakarta juga lebih tinggi (8,05% per tahun)dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita ADHK ProvinsiDIY (1,44% per tahun). Tingginya PDRB per kapita Kota Yogyakartadibandingkan dengan Provinsi DIY didukung oleh karakteristik wilayah KotaYogyakarta sebagai pusat kegiatan sehingga kegiatan perekonomiannya jauhlebih beragam dan kompleks. Sedangkan PDRB per kapita Provinsi DIY
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dibentuk oleh kelima kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi yang tidaksemuanya lebih baik dari Kota Yogyakarta.
4. Indeks GiniDari sudut pandang ekonomi, ketimpangan perekonomian pendudukdapat diidentifikasi melalui berbagai indikator, salah satunya adalah IndeksGini. Indeks Gini adalah hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untukmenggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompokpengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalamIndeks Gini adalah 0-1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapatdiartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Ginisemakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpanganpendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Berikut adalah pembagianklasifikasi ketimpangan secara lebih mendetil:1. Indeks Gini < 3 = Ketimpangan rendah2. 3=< Indeks Gini <=5 = Ketimpangan moderat3. Indeks Gini >5 = Ketimpangan tinggi

Tabel 2.17
Gini Rasio dan Tingkat KetimpanganKota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No Indikator 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(% tahun)1 Indeks Gini 0.3603 0.4366 0.3959 0,4431 7,142 KriteriaKetimpangan Moderat Moderat Moderat Moderat

Sumber: GiniRasio Kota Yogyakarta Tahun2013-2015 (BPS Kota Yogyakarta, 2014-2016)Ketimpangan pendapatan di suatu wilayah salah satunya dapatdiidentifikasi menggunakan Indeks Gini. Secara umum, indeks gini KotaYogyakarta selama kurun waktu 2012-2015 cenderung meningkat denganpertumbuhan rata-rata sebesar 7,14% per tahun. Semakin meningkatnyaindeks gini Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatanpenduduk semakin besar, yaitu peningkatan pendapatan penduduk denganpenghasilan 20% teratas tidak sebanding dengan penduduk yangberpenghasilan 40% terbawah.
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Gambar 2.5
Grafik Perkembangan Indeks Gini di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

Sumber: Hasil Olahan, 2017

5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank DuniaSelain Indeks Gini, terdapat indikator lain yang digunakan untukmelihat gambaran ketimpangan pendapatan penduduk, indikator tersebutadalah pemerataan pendapatan versi Bank Dunia. Dalam versi Bank Dunia,pendapatan penduduk dikategorikan ke dalam tiga kelompok pendapatan,yaitu kelompok 40% berpendapatan terendah, 40% berpendapatanmenengah, dan 20% berpendapatan tertinggi. Tingkat ketimpangan diukurdengan melihat besaran bagian pendapatan yang dapat dinikmati olehkelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Kriteria yangdigunakan adalah sebagai berikut:1. Ketimpangan rendah  40% penduduk berpendapatan terendahmenerima lebih dari 17% jumlah pendapatan2. Ketimpangan moderat  40% penduduk berpendapatan terendahmenerima 12-17% jumlah pendapatan3. Ketimpangan tinggi  40% penduduk berpendapatan terendahmenerima kurang dari 12% jumlah pendapatan.Kelompok yang menjadi fokus dalam perhitungan berdasar KriteriaBank Dunia adalah kelompok 40% penduduk dengan pendapatan terendah.Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok tersebutmenunjukkan bahwa distribusi pendapatan penduduknya semakin merata.Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia, predikatketimpangan rendah dapat dicapai apabila 40% penduduk denganpendapatan terendah menikmati lebih dari sama dengan 17% dari totalpendapatan yang ada.
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Tabel 2.18
Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

No KelompokPen
duduk

Persentase Pendapatan (%) Pertumbuhan
Rata-Rata

(%/Tahun)2012 2013 2014 2015

1 40 %PendudukBerpendapatanTerendah 17,97 15,57 15,18 14,01 -7,96
2 40%PendudukBerpendapatanMenengah 38,34 32,16 35,97 35,49 -2,54
3 20%PendudukBerpendapatanTertinggi 43,68 52,27 48,85 50,50 4,95

Kriteria
Ketimpangan Rendah Moderat Moderat Moderat

Sumber :Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
(BPS Kota Yogyakarta, 2012-2016 diolah)

Secara umum, 40% penduduk dengan pendapatan terendah memilikipersentase pendapatan yang menurun setiap tahunnya dengan pertumbuhanrata-rata -7,96% per tahun. Pada tahun 2012, persentase pendapatan dari40% penduduk berpendapatan terendah yaitu sebesar 17,97%. Namun, ditahun 2013 persentase tersebut menurun menjadi 15,57%. Jumlah tersebutterus menurun sampai tahun 2014 menjadi 15,18% dan menjadi 14,01% ditahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di KotaYogyakarta cenderung meningkat. Pertumbuhan penduduk denganpenghasilan 20% tertinggi lebih cepat dari pertumbuhan penduduk denganpenghasilan 40% terendah. Itu artinya pembangunan yang selama inidilakukan belum banyak memberikan dampak positif terhadap pendudukberpenghasilan rendah.

Gambar 2.6
Grafik Pemerataan Pendapatan Penduduk Versi Bank Dunia di Kota YogyakartaTahun

2012-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2017
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Secara umum, 40% penduduk dengan pendapatan terendah memilikipersentase pendapatan yang menurun setiap tahunnya dengan pertumbuhanrata-rata -7,96% per tahun. Pada tahun 2012, persentase pendapatan dari40% penduduk berpendapatan terendah yaitu sebesar 17,97%. Namun, ditahun 2013 persentase tersebut menurun menjadi 15,57%. Jumlah tersebutterus menurun sampai tahun 2014 menjadi 15,18% dan menjadi 14,01% ditahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di KotaYogyakarta cenderung meningkat. Pertumbuhan penduduk denganpenghasilan 20% tertinggi lebih cepat dari pertumbuhan penduduk denganpenghasilan 40% terendah. Itu artinya pembangunan yang selama inidilakukan belum banyak memberikan dampak positif terhadap pendudukberpenghasilan rendah.

Gambar 2.6
Grafik Pemerataan Pendapatan Penduduk Versi Bank Dunia di Kota YogyakartaTahun

2012-2015
Sumber: Hasil Olahan, 2017
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Tabel 2.18
Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

No KelompokPen
duduk

Persentase Pendapatan (%) Pertumbuhan
Rata-Rata

(%/Tahun)2012 2013 2014 2015
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2 40%PendudukBerpendapatanMenengah 38,34 32,16 35,97 35,49 -2,54
3 20%PendudukBerpendapatanTertinggi 43,68 52,27 48,85 50,50 4,95

Kriteria
Ketimpangan Rendah Moderat Moderat Moderat

Sumber :Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
(BPS Kota Yogyakarta, 2012-2016 diolah)
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6. Indeks Ketimpangan WilliamsonIndeksWilliamson merupakan pendekatan kuantitatif yang digunakanuntuk mengukur tingkat ketimpangan wilayah. Perhitungan IndeksWilliamson didasarkan pada data PDRB per kapita masing-masing daerah danjumlah penduduknya. Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamsondikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu:a. IW <0,4 artinya tingkat ketimpangan rendah.b. 0,4 < IW< 0,5 artinya tingkat ketimpangan moderat.c. IW > 0,5 artinya tingkat ketimpangan tinggi.Jika indeks Williamson semakin mendekati angka 0 itu artinyasemakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi dan jika indeksWilliamson semakin mendekati  angka  1  maka  semakin  melebarketimpangan pembangunan ekonomi.
Tabel 2.19

PDRB per Kapita per Kecamatan Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

Kecamatan
Nilai PDRB per Kapita per Kecamatan (juta rupiah)

2012 2013 2014 2015Mantrijeron 9,21 9,59 10,05 10,24Kraton 8,97 9,40 10,05 10,31Mergangsan 9,98 10,44 11,08 11,36Umbulharjo 17,09 17,75 18,11 18,13Kotagede 8,21 8,44 8,50 8,50Gondokusuman 23,46 24,51 25,94 26,64Danurejan 32,02 34,35 36,55 37,77Pakualaman 8,11 8,50 9,08 9,35Gondomanan 40,62 42,74 44,76 45,91Ngampilan 8,011 8,39 8,77 8,94Wirobrajan 13,93 14,54 15,33 15.71Gedongtengen 14,46 15,40 16,07 16,44Jetis 20,30 21,44 23,06 23,82Tegalrejo 8,98 9,30 9,78 9,94
Rata-Rata PDRB
per Kapita Kota

Yogyakarta
15,61 16,33 17,09 18,08

Sumber: PDRB Menurut Kecamatan Kota YogyakartaTahun 2011-2015
(BPS Kota Yogyakarta, 2016)

Tabel 2.20
Jumlah  Penduduk Kota Yogyakarta per Kecamatan Tahun 2012-2015

No Kecamatan
Jumlah penduduk (jiwa)

2012 2013 2014 20151 Mantrijeron 31.695 32.383 31.901 32.791
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No Kecamatan Jumlah penduduk (jiwa)2 Kraton 17.561 17.874 17.217 17.5473 Mergangsan 29.448 29.965 29.537 30.2754 Umbulharjo 78.831 81.073 83.031 86.5805 Kotagede 32.052 32.986 33.811 35.2856 Gondokusuman 45.526 46.335 45.697 46.8407 Danurejan 18.433 18.764 18.454 18.9058 Pakualaman 9.366 9.533 9.164 9.3369 Gondomanan 13.097 13.327 13.171 13.50710 Ngampilan 16.402 16.696 16.429 16.82911 Wirobrajan 24.969 25.411 25.039 25.66212 Gedongtengen 17.273 17.583 17.549 18.04213 Jetis 23.570 23.992 23.331 23.83414 Tegalrejo 35.789 36.757 36.136 37.271
Jumlah 394.012 402.679 400,467 412.704

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka 2012-2016
(BPS Kota Yogyakarta, 2012-2016)

Ketimpangan di Kota Yogyakarta berdasarkan nilai Indeks Williamsonmakin meningkat dari tahun 2012-2014, tetapi sedikit menurun di tahun2015. Pertumbuhan rata-rata Indeks Williamson selama 2012-2015 yaitusebesar -0,07% per tahun. Meski pertumbuhannya tergolong rendah,ketimpangan di Kota Yogyakarta selama tahun 2012-2015 tergolong kategoritinggi. Hal ini dikarenakan selisih nilai PDRB per kapita antara kecamatandengan PDRB per kapita tertinggi dan kecamatan dengan PDRB per kapitaterendah cukup jauh. Pada tahun 2015, Kecamatan Gondomanan menjadikecamatan dengan PDRB per kapita tertinggi di Kota Yogyakarta, yaitusebesar 45,91 juta rupiah, sementara Kecamatan Kotagede berada di posisiterendah dengan PDRB per kapita sebesar 8,50 juta rupiah.
Tabel 2.21

Indeks Williamson Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

Indikator
Indeks Williamson (%) Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/Tahun)2012 2013 2014 2015Indeks Williamson 0,506 0,513 0,517 0,505 -0,07Kategori Ketimpangan Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Sumber: Hasil Olahan, 2017Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan upaya-upaya tepat sasaranpada lokasi dengan ketimpangan ekonomi tinggi. Hal ini perlu menjadiperhatian karena meskipun ada daerah-daerah di Kota Yogyakarta yang majusecara ekonomi, namun ternyata masih terdapat daerah-daerah yang relatif
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tertinggal yang memerlukan pemberdayaan ekonomi sehingga ketimpanganantar daerah tidak semakin melebar.
7. KemiskinanIndikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakanlangkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan.Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapatpenduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebuttergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada dibawah garis kemiskinan.Selama kurun waktu 2012-2016, perkembangan persentase pendudukmiskin di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2012,penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yaitu sekitar 37 ribu jiwa(9,38% dari total penduduk Kota Yogyakarta). Pada tahun 2014-2015,persentase dan jumlah penduduk miskin sempat turun menjadi 8,61%.Namun, di tahun 2016, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan naikkembali menjadi 8,75% atau setara 35,99 ribu jiwa.

Tabel 2.22
Persentase Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Kota YogyakartaGaris Kemiskinan Rupiah 333.232 353.602 366.520Jumlah pendudukmiskin 000 Jiwa 37 34 34 35,26 35,99Persentase JumlahPenduduk Miskin (%) 9,38 8,82 8,61 8,61 8,75
Persentase
Penduduk Di Atas
Garis Kemiskinan

(%) 90,62 91,18 91,39 91,39 91,25

Provinsi DIYGaris Kemiskinan Rupiah 270.110 303.843 321.056 347.721 360.169Jumlah pendudukmiskin 000 jiwa 566 542 533 485,56 488,83Persentase JumlahPenduduk Miskin (%) 15,88 15,03 14,55 13,16 13,10
Persentase
Penduduk Di Atas
Garis Kemiskinan

(%) 84,12 84,97 85,45 86,84 86,90

Sumber :
1. DIY dalam Angka 2012, 2013 dan 2014 (BPS Provinsi DIY, 2015); Profil Kemiskinan DIY September

2015 dan 2016 (BPS Provinsi DIY, 2016-2017)Dibandingkan dengan Provinsi DIY, persentase jumlah pendudukmiskin di Kota Yogyakarta relatif lebih kecil. Pada tahun 2012, persentasependuduk miskin Provinsi DIY mencapai 15,88% sementara pada tahun 2016
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adalah sebesar 13,10%. Meskipun pada tahun 2016, persentase pendudukmiskinnya lebih rendah dari tahun 2012, tetapi fluktuasi jumlah pendudukmiskin selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa program-programpenanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya berhasildan perlu dievaluasi lagi.

Gambar 2.7
Grafik Perkembangan Persentase Jumlah Penduduk Miskin tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

8. Angka Kriminalitas yang TertanganiKriminalitas sebagai variabel yang penting untuk diperhatikan. Di satusisi kriminalitas merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi terkaitdalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain kriminalitas dapatjuga menjadi visualisasi tidak sejahteranya masyarakat. Jadi ada hubungan
reciprocal antara variabel kesejahteraan dengan variabel kriminalitas. Angkakejahatan yang relatif tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitaskeamanan di Kota Yogyakarta. Angka tersebut harus ditekan denganmengaktifkan banyak pihak terkait dan kelembagaan sosial di masyarakat.Berikut adalah angka kriminalitas Kota Yogyakarta pada tahun 2012 hingga2016.

Tabel2.23
Angka Kriminalitas per 10.000 di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016Jumlah TindakKriminal Kasus 457 2.078 1.956 2002 1640Jumlah Penduduk Jiwa 427.591 406.660 413.936 409.487 411.282AngkaKriminalitas per10.000 penduduk Kasus 10,69 51,1 47,25 48,89 39,88
Sumber : Poltabes Kota Yogyakarta, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2013, 2015, 2016Angka kriminalitas tersebut meliputi kejahatan konvensional,kejahatan transnasional, kejahatan pelanggaran HAM, dan gangguanKamtibnas. Angka angka yang tertera menunjukkan tindak kriminalitas yang
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fluktuatif sejak tahun 2012 hingga 2016, pernah menurun drastis pada tahun2012 namun meningkat tajam pada tahun 2013, sementara itu menurun lagipada tahun 2014. Pada tahun 2015 meningkat kembali pada angka 2002kasus. Akan tetapi perbedaan angka kriminal yang cukup tajam dalam tabel diatas juga dipengaruhi oleh perbedaan cara perhitungan. Perhitungan angkakriminalitas di tahun 2012 berbeda dengan cara perhitungan di tahun 2013,2014, dan 2015. Pada tahun 2016 angka kriminalitas mampu ditekan denganmenurunnya jumlah tindak kriminal menjadi 1640 kasus. Dengan demikiankegiatan-kegiatan yang bersifat preventif atau pencegahan perlu dilakukanterus menerus untuk  menekan angka kriminalitas.
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

A. Pendidikan

1. Angka Melek HurufMerujuk pada pengertian menurut Badan Pusat Statistik Indonesia,Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yangdapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalamhidupnya sehari-hari. Angka ini dianggap merepresentasikan tingkatkemampuan membaca dan menulis, yang berkorelasi dengan tingkatpendidikan masyarakat pada umumnya. Korelasi yang didapatkan dariperhitungan persentase ini adalah semakin besar nilai angka melek hurufsuatu kabupaten/kota maka, semakin banyak pula masyarakat yang mampumembaca dan menulis. Berikut adalah tabel Angka Melek Huruf di KotaYogyakarta tahun 2012-2016.
Tabel 2.24

Angka Melek Huruf di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. AngkaMelekHuruf Persen 98,04 98,2 98,27 99,75 99,94 0,48

Sumber :
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
2) Hasil Olahan, 2017Dapat dilihat pada tabel di atas, pertumbuhan rerata angka melekhuruf dari tahun 2012-2016 adalah sebesar 0,48%. Persentase angka melekhuruf di Kota Yogyakarta sudah berada dalam kategori baik karena dalamkurun waktu 2012-2016 grafik persentase cenderung mengalamipeningkatan. Sebagaimana yang dipaparkan pada paragraf sebelumnya,bahwa Angka Melek Huruf menggambarkan kemampuan warga dalam
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membaca dan menulis, sehingga dari data yang didapat pada tahun 2016hampir seluruh warga kota Yogyakarta mampu membaca dan menulis.Persentase angka melek huruf yang meningkat tersebut diiringi olehmeningkatnya kesadaran masyarakat akan pendidikan yang lebih baik.

Gambar 2.8
Grafik Angka Melek Huruf di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

2. Angka Rata-Rata Lama SekolahAngka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yangdibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semuajenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka rata-rata lama sekolahmenunjukan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangkusekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuklulus, maka kualitas pendidikan penduduk di kota/kabupaten tersebut sudahcukup baik. Berikut ini merupakan tabel angka rata-rata lama sekolah di KotaYogyakarta Tahun 2012-2016.
Tabel 2.25

Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. SD/MI tahun 6,13 6,18 6,14 6,15 6,13 6,03 -0,3252. SMP/MTs tahun 3,03 3,03 3,01 3,02 3,02 3,00 -0,1983. SMA/MA/SMK tahun 3,01 3,01 3 3,01 3,02 3,03 0,133

Sumber :
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2016
2) Hasil Olahan 2016Apabila melihat tabel di atas, rata-rata lama sekolah di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2010-2015 mengalami kenaikan danpenurunan yang tidak terlalu signifikan. Untuk kenjang pendidikan SD/MIyang ditempuh selama 6 tahun sekolah, angka rata-rata lama sekolah
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menunjukkan angka 6,03 pada tahun 2015, menurun sekitar 0,1 tahundibanding tahun 2014. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs sudahmenunjukkan angka ideal pada tahun 2015. Selanjutnya untuk jenjangSMA/MA/SMK yang normalnya ditempuh selama 3 tahun sekolah, angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 menunjukkan angka 3,03 tahun, terjadipeningkatan sebanyak 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Apabiladilihat secara keseluruhan, angka rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakartaberada dalam kategori yang baik karena mendekati angka ideal yang biasadibutuhkan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTS,SMA/MA/SMK tersebut.

Gambar 2.9
Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

3. Angka Partisipasi KasarMenurut Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Partisipasi Kasar (APK),adalah perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun,yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlahpenduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur dayaserap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK,korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar pada jenjangpendidikan apapun menunjukkan semakin besar jumlah siswa yangbersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun denganmengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjangpendidikan. Berikut adalah tabel APK di Kota Yogyakarta tahun 2012-2016.
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Tabel 2.26
Angka Partisipasi Kasar di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. SD/MI persen 149 146 148 146 145,2 -0,642. SMP/MTs persen 136 147 148 147 141,01 0,913. SMA/SMK/MA persen 150 170 161 170 169,44 3,09

Sumber :
1) Profil Pendidikan 2013-2017
2) Hasil Olahan, 2017

Dapat dilihat pada tabel berikut, bahwa nilai persentase APK darimasing masing jenjang pendidikan cenderung naik dari tahun ke tahun. Hanyasaja, pada tahun 2015 dan 2016 terdapat penurunan angka partisipasi kasarSD/MI, SMP/MTs dan  SMA/SMK/MA. APK SD/MI pada tahun 2012 adalahsebesar 137% dan kemudian mengalami penurunan hingga menjadi 145,2%pada tahun 2016. APK SMP/MTs mengalami peningkatan, dari 136% daritahun 2012 menjadi 141,01% pada tahun 2016. Pada jenjang pendidikanSMA/SMK/MA pun mengalami hal yang serupa dimana, pada tahun 2012 APKSMA/SMK/MA adalah sebesar 150% dan meningkat menjadi 169,44% padatahun 2016.
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Grafik Angka Partisipasi Kasar di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017
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siswa terlalu dini masuk jenjang sekolah tertentu, atau pun disebabkan karenatidak berhasil melanjutkan ke kelas selanjutnya.
4. Angka Pendidikan yang DitamatkanAngka pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah indikator yangmengukur besaran dan persentase masyarakat pada tahun tertentu yangberada pada jenjang pendidikan tertentu. Angka pendidikan yang ditamatkanberbeda dengan angka rata-rata lama sekolah, jika angka rata-rata lamasekolah menunjukkan berapa lama waktu suatu masyarakat bersekolah padasuatu kabupaten/kota. Angka pendidikan tertinggi yang ditamatkan terbagimenjadi beberapa jenjang pendidikan. Dengan mengetahui angka rata-ratapendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka dapat diketahui tingkatpartisipasi dan pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan tersebut,dengan demikian dapat dirumuskan rekomendasi dan masukan untukmeningkatkan angka ini, apabila kondisi yang terjadi sangat buruk. Angkarata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan ini terbagi menjadi tujuhkategori.

Tabel 2.27
Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014

No Indikator Kinerja Satuan 2011 2012 2013 2014
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)1 Tidak/Belum TamatSD (%) 11,3 9,92 9,55 7,51 -12,992 SD/MI/Sederajat (%) 14,26 12,26 14 14,29 7,963 SLTP/MTs/Sederajat (%) 16 16,81 16,89 16,52 -0,874 SLTA/Sederajat (%) 38,86 41,47 40,75 45,54 4,795 DI/II (%) 1,06 0,88 0,84 0,58 -18,826 AKADEMI/DIII (%) 5,02 4,91 4,19 4,32 -6,207 PT/D-IV/S1/S2/S3 (%) 13,5 13,75 13,78 11,24 -9,59

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka (2012-2016),  dengan Hasil Olahan, 2017Terlihat dari tabel di atas tersebut bahwa terdapat penurunanpersentase penduduk yang tidak/belum tamat SD, hal tersebut merupakankondisi positif dimana dapat terlihat bahwa semakin sedikitnya warga kotaYogyakarta yang tidak menamatkan SD. Kondisi positif terlihat pada jenjangjenjang pendidikan lain, seperti SD/MI/Sederajat dan SLTA/Sederajat yangmenunjukan pertumbuhan rata-rata yang positif. Sedangkan kondisi kurangbaik ditunjukkan pada jenjang pendidikan SLTP/MTs/Sederajat, DI/DII danAkademi/DIII yang menunjukan pertumbuhan rata-rata yang negatif dan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 36

penurunan persentase dari tahun 2012-2014. Hal tersebut diduga disebabkankurangnya minat warga kota Yogyakarta untuk menempuh pendidikanjenjang Diploma. Sedangkan minat untuk menempuh pendidikan pada jenjangPT/D-IV/S1/S2/S3 menunjukan pertumbuhan rata-rata yang negatif, namunmasih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Diploma (DI/DII danAkademi/DIII).
Tabel 2.28

Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Tidak/BelumSekolah (%) 15,15 16,01 16,64 12,63 12,46 -4,772. Belum TamatSD/Sederajat (%) 11,25 11,28 11,09 11,21 11,03 -0,493. Tamat SD/Sederajat (%) 9,78 9,63 9,57 10,68 10,70 2,274. SLTP/Sederajat (%) 13,76 13,24 13,13 12,83 12,89 -1,625. SLTA/Sederajat (%) 30,80 29,03 28,86 30,41 30,51 -0,246. Diploma I/II (%) 0,78 0,73 0,72 0,84 0,83 1,57

7. DiplomaIII/Akademi/SarjanaMuda (%) 5,38 4,77 4,73 4,96 4,94 -2,11
8. Diploma IV/Strata I (%) 16,19 13,95 13,90 14,76 14,87 -2,109. Strata II (%) 1,38 1,24 1,25 1,50 1,58 3,4410. Strata III (%) 0,11 0,11 0,11 0,17 0,19 14,64

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017 dengan Hasil Olahan, 2017Berbeda dengan pendataan dari BPS, data Angka Pendidikan yangditamatkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipillebih terklasifikasi ke tiap-tiap jenjang pendidikan. Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa terdapat kecenderungan peningkatan pada kategori SD/Sederajat,Diploma I/II, Strata II dan Strata III. Meningkatnya persentase pada kategoritersebut menandakan kondisi baik dimana kesadaran masyarakat akanpentingnya menempuh pendidikan dasar dan pendidikan tinggi.Untuk kategori pendidikan tinggi (pasca SLTA/Sederajat), jenjangpendidikan Diploma I/IIStrata II, dan Strata III cenderung mengalamipeningkatan. Pada jenjang Diploma I/II mengalami peningkatan sebesar1,57%, sedangkan pada jenjang Strata II terdapat peningkatan sebesar 3,44%,peningkatan juga terlihat pada jenjang Strata III sebebsar 14,64%.Peningkatan tersebut didorong oleh adanya kemudahan-kemudahanmemperoleh beasiswa, serta didukung oleh kesadaran masyarakat akanpentingnya menempuh pendidikan tinggi yang meningkat.
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Gambar 2.11
Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

5. Angka Partisipasi MurniAngka Partisipasi Murni (APM) adalah suatu persentase yangmenunjukan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikantertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APMdianggap lebih mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usiatertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM disuatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengankelompok umur tertentu (7-12, 13-15, 16-18 tahun) di suatu jenjangpendidikan tertentu (SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat)dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu dikalikan 100%.Berikut adalah tabel angka partisipasi murni di Kota Yogyakarta tahun 2012-2016.
Tabel 2.29

Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. SD/MI persen 131 129 133,2 129 131,32 0,06

2. SMP/MTs persen 98 106 101,54 106 105,71 1,91
3. SMA/MA/SMK persen 107 117 118,51 117 124,14 3,78

Sumber :
1) Profil Pendidikan 2013-2016
2) Hasil Olahan, 2017
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Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa terdapat peningkatan APMpada jenjang SD/MI dari tahun 2015-2016, penurunan tersebut sebesar2,32%,. Sedangkan APM pada SMP/MTS mengalami penurunan persentasesebesar kurang lebih 0,29%. Dan peningkatan sebesar 7,14% terjadi padaAPM jenjang SMA/MA/SMK. Nilai-nilai APM tersebut kesemuanya berada diatas angka 100%. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan kondisi dayaserap pendidikan yang lebih baik. Hal tersebut juga dirasa lebih tepat sasarankarena menunjukkan semakin banyak penduduk usia sekolah SD/MI,SMP/MTs, serta SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta yang menikmati jenjangpendidikan sesuai dengan usia mereka.

Gambar 2.12
Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

B. Kesehatan

1. Angka Kematian BayiKematian perinatal menurut Dinas Kesehatan Kota Yogyakartamerupakan kematian bayi dengan umur kehamilan lebih dari 22 minggu yanglahir dalam keadaan meninggal dalam masa 7 hari setelah persalinan. Secaragaris besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaituendogen dan eksogen.Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian
neonatal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelahdilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anaksejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapatselama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-nataladalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelangusia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian denganpengaruh lingkungan luar.Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematianbayi berusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahuntertentu. Fungsi dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaan
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sosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Data AKB inidapat digunakan untuk dasar merencanakan program-programpelayanankesehatan ibu hamil dan bayi. Berikut adalah tabel AKB di Kota YogyakartaTahun 2012-2016.
Tabel 2.30

Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Angkakematianbayi per1000kelahiranhidup

% 10,9 11,57 14,19 8,31 7,81 -8,00
Sumber :

1) Profil Kesehatan Tahun  2012-2015(Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, angka kematian bayi di Kota Yogyakarta tahun2012-2014 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, dan kemudianmenurun pada tahun 2015-2016. Pertumbuhan rata-ratanya adalah -8,00% per tahundengan penurunan dari 11 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012menjadi 8 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016. Hal inimengindikasikan adanya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat terutama ibu danbayi.

Gambar 2.13
Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

2. Angka Kematian BalitaAngka Kematian Balita (AKABA) adalah kematian yang terjadi padaanak sebelum mencapai usia lima tahun. Angka Kematian Balita menunjukkanbanyaknya kasus kematian anak balita per 1.000 kelahiran hidup di suatuwilayah tertentu pada kurun waktu tertentu. Berikut ini merupakan dataangka kematian balita di Kota Yogyakarta.
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sosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Data AKB inidapat digunakan untuk dasar merencanakan program-programpelayanankesehatan ibu hamil dan bayi. Berikut adalah tabel AKB di Kota YogyakartaTahun 2012-2016.
Tabel 2.30

Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Angkakematianbayi per1000kelahiranhidup

% 10,9 11,57 14,19 8,31 7,81 -8,00
Sumber :

1) Profil Kesehatan Tahun  2012-2015(Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, angka kematian bayi di Kota Yogyakarta tahun2012-2014 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, dan kemudianmenurun pada tahun 2015-2016. Pertumbuhan rata-ratanya adalah -8,00% per tahundengan penurunan dari 11 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012menjadi 8 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016. Hal inimengindikasikan adanya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat terutama ibu danbayi.
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Tabel 2.31
Angka Kematian Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)

1.
Angkakematianbalita per1000kelahiranhidup

% 1,50 2,27 1,60 1,50 2,60 14,74
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017

Dapat dilihat pada tabel di atas, angka kematian balita di Yogyakartadalam kurun waktu 2012-2016 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012, AKABAsebesar 1,50 kematian balita setiap 1.000 kelahiran hidup, lalu meningkatmenjadi 2,27 kematian balita setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2012,kembali turun di tahun 2014 menjadi 1,60 kematian balita, lalu turun menjadi1,50 kematian balita tahun 2015, dan justru meningkat menjadi 2,60 kematianbalita setiap 1.000 kelahiran hidup di tahun 2016. Angka kematian balita yangmengalami turun naik pada 5 tahun terakhir menunjukkan bahwapelaksanaan program dalam mengendalikan angka kematian balita perludievaluasi lagi.

Gambar 2.14
Angka Kematian Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Angka kematian balita yang cenderung mengalami kenaikan inidisebabkan beberapa faktor diantaranya masih adanya ibu yang kurangmemperhatikan kualitas gizi dari makanan yang dikonsumsi anak, kebersihanlingkungan sekitar dan kebiasaan hidup sehat, selain karena keterbatasankemampuan ekonomi keluarga. Salah satu upaya untuk menurunkan angkakematian balita dapat dilakukan melalui sosialisasi arti pentingnya hidupsehat bagi ibu pada saat kegiatan posyandu balita. Selain itu, banyak kematian
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balita yang disebabkan karena kasus penyakit infeksi. Balita yang kurang atautidak mendapatkan gizi yang baik akan mudah terserang penyakit khususnyapenyakit infeksi. Selain itu juga kesadaran masyarakat untuk imunisasi jugamasih kurang sehingga anak lebih rentan terhadap penyakit.
3. Angka Kematian Ibu MelahirkanAngka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian yang terjadi pada ibukarena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Angka kematian ibudihitung per 100.000 kelahiran hidup. AKI menjadi salah satu indikatorpenting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI dapatdigunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan danpersalinan. Indikator ini dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum,pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinanoleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Tabel 2.32
Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbu
han Rata-

Rata
(%Tahun)

1.
Angkakematian ibumelahirkanper 100.000kelahiranhidup

% 150,3 204,3 45,78 125,88 104,14 -8,76
Sumber : Profil Kesehatan Tahun  2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016); Dinas Kesehatan
Kota Yogyakarta, 2017; Hasil Olahan, 2017Pada tabel di atas terlihat bahwa AKI cenderung mengalami fluktuasidari tahun ke tahun. Tahun dengan AKI tertinggi adalah pada tahun 2013(sebesar 204,3) dan tahun dengan AKI terendah adalah tahun 2014 (sebesar45,78). AKI cenderung meningkat pada tahun 2012-2013 dan 2014-2015,kemudian menurun pada tahun 2014 dan 2016. Fluktuasi angka kematian ibumelahirkan di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa kondisi kesehatan dankecukupan gizi bagi ibu hamil belum terjamin dengan baik, sehingga berisikokematian yang tinggi saat melahirkan.
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Gambar 2.15
Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Angka kematian ibu yang cenderung naik turun tetapi masih dapatdikatakan nilainya cukup besar, disebabkan oleh banyak faktor, diantaranyapemeriksaan kehamilan diduga hanya dilakukan saat menjelang melahirkansaja sehingga meningkatkan resiko bagi ibu dan bayi. Selain itu, adanyapenyakit menular juga menyebabkan menurunnya kesehatan ibu, sertaProgram P4K yang digerakkan oleh kader belum optimal sehingga masihmemungkinkan adanya ibu hamil yang tidak terpantau kesehatannya. Padatahun 2014 jumlah kematian ibu melahirkan menurun cukup drastisdibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dipengaruhi adanya manual rujukanuntuk periksa kehamilan maupun melahirkan.Selain itu, terdapat dukungan biaya dari Pemerintah Kota Yogyakartauntuk pelayanan kesehatan, serta kemudahan akses ke Puskesmas ataufasilitas kesehatan lainnya. Kenaikan AKI pada tahun 2015, kemungkinandisebabkan tidak disiplinnya ibu dalam memeriksakan kesehatan selamakehamilan, sehingga terdapat penyakit-penyakit penyerta yang tidakterdeteksi selama kehamilan berlangsung dan menyebabkan semakinmeningkatnya resiko kematian. Selain itu, ditemukan pula penyebab kematianIbu pada tahun 2015, yaitu terdapatnya penyakit TBC Milier, TBC HIV,pendarahan, dan sepsis. Penyakit yang menyebabkan kematian ibu tersebutdominan dialami oleh ibu yang berdomisili di luar Kota Yogyakarta tetapimelahirkan di fasilitas kesehatan yang ada di Kota Yogyakarta.
4. Angka Usia Harapan HidupAngka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lamahidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitasmenurut umur. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasikinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada
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umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Berikutmerupakan data angka usia harapan hidup di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.33

Angka Usia Harapan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No Indikator Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)

1. Angkausiaharapanhidup tahun 74,02 74,04 74,05 74,05 74,25 0,09
Sumber :

1) Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta 2015 (BPS Kota Yogyakarta)
2) Hasil Olahan, 2017

Pada tahun 2015, angka harapan hidup di Kota Yogyakarta sedikitmeningkat menjadi 74,25 dari tahun sebelumnya (74,05). Angka usia harapanhidup penduduk Yogyakarta di tahun 2014 masih sama dibanding tahunsebelumnya yaitu 74,05. Hal tersebut menandakan bahwa kualitas pendudukKota Yogyakarta cenderung masih baik. Angka usia harapan hidup tersebutdipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang cenderung semakin baik ditunjangdengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitaskesehatan yang baik. Kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanankesehatan pun ditunjang oleh berbagai jaminan kesehatan, yaitu berupaJamkesda (jaminan kesehatan khusus pemegang KTP Yogyakarta), Jamkesmas(jaminan kesehatan dari pemerintah pusat dimana keanggotaannyaditentukan melalui TNP2K), dan BPJS Kesehatan. Dengan adanya berbagaijaminan kesehatan tersebut, mendorong kesadaran masyarakat untuk berobatke fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit. Hal ini dibuktikandengan adanya fenomena fasilitas kesehatan yang selalu ramai dikunjungimasyarakat dan tingkat okupansi ruang inap di berbagai rumah sakit yangmeningkat tajam (BPS, 2015).
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Angka usia harapan hidup dipengaruhi oleh banyak variabel yang eratkaitannya dengan masalah kesehatan penduduk. Oleh karena itulah untukmeningkatkan angka usia harapan hidup perlu memperhatikan hal-hal sepertijumlah tenaga medis dan kesehatan yang lain, angka kesakitan, kondisigeografis tempat tinggal, penyediaan air bersih, akses terhadap saranakesehatan, hingga latar belakang pendidikan masyarakat. Perlu menjadiperhatian bahwa dengan peningkatan usia harapan hidup, berarti harusmeningkat pula pelayanan dan penjaminan hidup yang layak untuk lansia,seperti akses terhadap pelayanan kesehatan untuk para lansia maupuntempat tinggal yang layak, serta pelayanan dan fasilitas umum lainnya yangmemungkinkan para lansia masih untuk tetap dapat beraktivitas dengan baik.Dengan demikian dapat tercipta kota yang ramah lansia.
5. Prevalensi Balita Gizi BurukPrevalensi balita gizi buruk merupakan perbandingan dari jumlahbalita gizi buruk berdasarkan kriteria berat badan per umur (BB/U) danjumlah balita yang ditimbang. Jadi belum mencakup seluruh balita yang ada diKota Yogyakarta, hanya berupa survei terhadap sebagian balita (yangditimbang). Perhitungan ini untuk mengetahui berapa persentase balita giziburuk di Kota Yogyakarta, dan selanjutnya digunakan sebagai acuanpengadaan program penanganan masalah gizi buruk di Kota Yogyakarta.Berikut ini merupakan data prevalensi balita gizi buruk di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.34
Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)

1.
Jumlah BalitaGizi Burukberdasarkankriteria beratbadan perumur

Anak 113 90 73 109 141 5,69
2. Jumlah Balitayangditimbang Anak 15.967 15.270 10.845 15.832 15.074 -1,43
3. Prevalensibalita giziburuk persen 0,71 0,59 0,67 0,69 0,94 7,27

Sumber : Profil Kesehatan Tahun  2012-2016, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017

Berdasarkan data di atas, prevalensi balita gizi buruk menunjukkanfluktuasi dengan tren meningkat dari tahun 2012-2016. Pada tahun 2012,prevalensi balita gizi buruk mencapai 0,71% lalu turun menjadi 0,59% ditahun 2013. Prevalensi balita gizi buruk naik menjadi 0,67% di tahun 2014



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 45

dan 0,69% di tahun 2015, hingga mencapai 0,94% di tahun 2016.Meningkatnya prevalensi balita gizi buruk ini sebanding dengan peningkatanjumlah balita gizi buruk berdasarkan kriteria berat badan per umur.

.
Gambar 2.17

Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan analisis dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Kota Yogyakarta tahun 2015, peningkatan prevalensi gizi buruk dangizi kurang disebabkan adanya kesulitan pemantauan status gizi karenabeberapa orang tua/keluarga tidak membawa anaknya keposyandu/puskesmas dengan berbagai alasan sehingga tidak dapat terpantauoleh kader pendamping maupun tenaga kesehatan. Selain itu, angkaprevalensi balita gizi buruk juga dipengaruhi oleh tingkat mobilitas pendudukyang tinggi, sehingga terdapatnya pendatang yang memiliki balita gizi burukpun ikut mempengaruhi jumlah balita gizi buruk yang tercatat.
6. PenyakitData tentang penyakit penting diketahui untuk melihat derajatkesehatan di masyarakat tersebut. Informasi mengenai penyakit juga bergunauntuk melihat pola penyakit, kejadian luar biasa, atau gaya hidup masyarakatsetempat. Berikut merupakan data penyakit yang bersumber dari RSUD KotaYogyakarta.

Tabel 2.35
Data 10 Besar DiagnosaPenyakit Penyebab Kematian

di Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014

No 2014 Jumlah 2013 Jumlah1 Stroke, not specified ashaemorrhage or infarction 65 Stroke, not specified ashaemorrhage or infarction 312 Non-insulin-dependent diabetes 25 Congestive heart failure 14
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No 2014 Jumlah 2013 Jumlahmellitus without complications3 Congestive heart failure 19 Chronic ischaemic heartdisease, unspecified 114 Chronic renal failure,unspecified 19 Chirrosis of Liver 7
5 Non-insulin-dependent diabetesmellitus With renalcomplication 19 Leptospirosis, unspecified 6
6 Septicaemia, unspecified 18 Septicaemia, unspecified 67 Chronic ischaemic heartdisease, unspecified 16 Tuberculosis of Lung 5
8 Unspecified diabetes mellituswithout complications 13 Non-insulin-dependentdiabetes mellitus With renalcomplication 5
9 Cerebral infarction 11 Acute myocardial infarction,unspecified 510 Tuberculosis of lung 10 Heart disease, unspecified 4

Berdasarkan data penyakit penyebab kematian di atas, dapat kita lihatbahwa sebagian besar penyebab kematian di RSUD Kota Yogyakarta adalahpenyakit tidak menular atau sering dikenal dengan sebutan penyakitdegenerative. Penyakit-penyakit tersebut erat hubungannya dengan polamakan dan gaya hidup yang tidak sehat. Pada dua tahun terakhir pun stroketetap menajdi yang teratas sebagai penyebab kematian di RSUD KotaYogyakarta. Sedangkan jika melihat data 10 besar penyakit  rawat jalan diRSUD penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan stroke juga selalumenempati posisi 5 besar sejak tahun 2012 hingga 2014. Selain data di atas,berikut data penyakit yang juga perlu menjadi perhatian karena kasusnyacenderung meningkat dari tahun ke tahun.
Tabel 2.36

Jumlah Kasus baru HIV/AIDS
di Kota Yogyakarta Tahun 2008-2015

Indikator Satuan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015HIV Orang 62 59 13 43 34 81 96 59AIDS Orang 5 78 10 12 47 30 29 22HIV/AIDS Orang 67 137 23 55 81 111 125 81
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017

Kasus HIV/AIDS tidak bisa dibiarkan begitu saja, hal ini harus menjadiperhatian pemerintah, apalagi melihat trend yang semakin naik dari tahun ketahun. Namun perlu diperhatikan juga, peningkatan penemuan jumlahpenderita karena didukung sistem pencatatan dan pelaporan semakin akurat.
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Kemampuan petugas, jumlah saran pelayanan dan kelengkapan alat untukmendiagnosa penyakit serta jejaring pelayanan kesehatan semakin baik.Usaha pemerintah untuk mengatasi permaslaahan ini bisa dibilang cukupbaik, seperti membuat program One stop service (Pelayanan satu atap untukpenanggulangan HIV-AIDS), dan Layanan Komperehesif Berkelanjutan untukIMS dan HIV-AIDS. Untuk melaksanakan tersebut Pemerintah menetapkan 2puskesmas di Kota Yogyakarta sebagai tempat rujukan untuk penanggulanganmasalah HIV/AIDS ini yaitu di Umbulharjo dan Gedongtengen.Kasus lain yang juga harus mulai diperhatikan adalah masalahgangguan jiwa dan emosi. Berdasarkan data dari RISKESDAS (riset kesehatandasar) 2013, prevalensi gangguan jiwa berat menurut provinsi di Indonesiatahun 2013, Provinsi DIY menempati peringkat teratas yaitu 2,7‰.Sedangkan untuk prevalensi gangguan mental emosional pada pendudukumur ≥ 15 tahun berdasarkan self reporting questionnaire-20 menurutprovinsi tahun 2013, DIY menempati peringkat 4 di Indonesia. Meskipun datatersebut merupakan angka dalam satu provinsi, namun harus tetap menjadiperhatian di tingkat kota.
C. Ketenagakerjaan

1. Rasio Penduduk yang BekerjaRasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah pendudukyang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi rasiomenggambarkan bahwa penduduk di wilayah sudah banyak yang terserapdalam dunia kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta selamarentang tahun 2012-2016 menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitumencapai 0,96 di tahun 2016.
Tabel 2.37

Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 PendudukyangBekerja Jiwa 149.189 171.108 132.713 177.895 178.200 4,54

2 AngkatanKerja Jiwa 166.406 187.205 145.850 188.555 184.921 2,67
3 RasiopendudukyangBekerja 0,90 0,91 0,91 0,94 0,96 1,63

Sumber : Profil Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2012 - 2017, diolahBesarnya rasio penduduk yang bekerja menunjukkan bahwa serapantenaga kerja di Kota Yogyakarta tergolong baik. Sementara apabila dilihat dari
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tren perkembangannya, diketahui bahwa rasio penduduk yang bekerjacenderung meningkat, meski pertumbuhannya lambat. Peningkatan rasio inidiiringi dengan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja maupun jumlahangkatan kerja. Pada tahun 2016, rasio penduduk yang bekerja di KotaYogyakarta mencapai 0,96 atau sebesar 96% dari total angkatan kerja telahmemperoleh kesempatan bekerja, sementara untuk 4% lainnya masih dalamproses mencari pekerjaan atau menganggur.

Gambar 2.18
Grafik Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Kebudayaan

1. Jumlah Grup KesenianPembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitashidup manusia dan masyarakat. Salah satunya ditunjukkan dengan jumlahgrup kesenian di suatu daerah. Jumlah grup kesenian menunjukkan jumlahgrup kesenian dibandingkan dengan 10.000 penduduk. Berikut merupakanjumlah grup kesenian di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.38

Jumlah Grup Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlah grupkesenian Unit 698 681 920 905 644 4,806

2. Jumlahpenduduk/10.000 Jiwa 42,76 40,67 41,39 40,95 41,13 -2,447
3. Jumlah grupkesenian per10.000penduduk Unit 16,32 16,75 22,23 22,10 15,66 8,988

Sumber :
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 2013-2016, Kebudayaan Kota Yogyakarta

2017
2. Hasil Olahan, 2017
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Gambar 2.18
Grafik Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017
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1. Jumlah Grup KesenianPembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitashidup manusia dan masyarakat. Salah satunya ditunjukkan dengan jumlahgrup kesenian di suatu daerah. Jumlah grup kesenian menunjukkan jumlahgrup kesenian dibandingkan dengan 10.000 penduduk. Berikut merupakanjumlah grup kesenian di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.38

Jumlah Grup Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlah grupkesenian Unit 698 681 920 905 644 4,806

2. Jumlahpenduduk/10.000 Jiwa 42,76 40,67 41,39 40,95 41,13 -2,447
3. Jumlah grupkesenian per10.000penduduk Unit 16,32 16,75 22,23 22,10 15,66 8,988

Sumber :
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 2013-2016, Kebudayaan Kota Yogyakarta

2017
2. Hasil Olahan, 2017
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tren perkembangannya, diketahui bahwa rasio penduduk yang bekerjacenderung meningkat, meski pertumbuhannya lambat. Peningkatan rasio inidiiringi dengan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja maupun jumlahangkatan kerja. Pada tahun 2016, rasio penduduk yang bekerja di KotaYogyakarta mencapai 0,96 atau sebesar 96% dari total angkatan kerja telahmemperoleh kesempatan bekerja, sementara untuk 4% lainnya masih dalamproses mencari pekerjaan atau menganggur.
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Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk mengalami fluktuasi daritahun 2012-2016.  Pada tahun 2014 dan 2015 jumlah grup kesenianmeningkat pesat. Dengan adanya dana keistimewaan memunculkanmunculnya grup kesenian baru pada tahun 2014 dan 2015. Namun grupkesenian tersebut belum memenuhi syarat dalam mengakses danakeistimewaan sehingga pada tahun 2016 jumlah grup kesenian mengalamipenurunan. Sampai akhir tahun 2016, sebagian data dari kelurahan belummasuk.

Gambar 2.19
Jumlah Grup Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

2. Jumlah Gedung KesenianPembangunan bidang seni sangat erat kaitannya dengan kualitashidup manusia dan masyarakat di suatu daerah. Salah satunya ditunjukkandengan adanya gedung kesenian dalam rangka mendukung berkembangnyakesenian suatu daerah. Berikut merupakan data jumlah kesenian di KotaYogyakarta.
Tabel 2.39

Jumlah Gedung Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlahgedungkesenian Unit 2 2 2 2 2 0

2. Jumlahpenduduk/10.000 Jiwa 42,76 40,67 41,39 40,95 41,13 -0,96
3. Jumlahgedungkesenian per10.000penduduk Unit 0,050 0,050 0,050 0,050 0,049 -0,69
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta 2013-2016, Kebudayaan Kota Yogyakarta
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Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa, selama tahun 2012-2016 tidakterdapat peningkatan jumlah gedung kesenian. Jumlah gedung kesenian hanyaberjumlah 2 unit, yaitu Plaza Ngasem dan XT Square. Kedua gedung keseniantersebut dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Gedung kesenian di KotaYogyakarta seringkali digunakan untuk pameran kesenian maupunpertunjukan musik. Gedung kesenian juga merupakan tempat publik yang bisadimanfaatkan masyarakat untuk datang mencari hiburan tanpa mengeluarkanbiaya yang besar. Walaupun hanya berjumlah 2 unit, perlu diperhatikanbahwa penyelenggaraan pertunjukkan kesenian tidak harus selalu diadakan digedung kesenian, melainkan ruang terbuka publik lainnya dapat menjadiwadah untuk berekspresi bagi para seniman. Ini mungkin yang menjadi salahsatu penyebab selama lima tahun terakhir tidak terdapat peningkatan jumlahgedung kesenian.

Gambar 2.20
Jumlah Gedung Kesenian di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

B. Pemuda dan Olahraga

1. Jumlah Klub OlahragaJumlah klub olahraga merupakan indikator yang menjelaskan tolokukur sejumlah kelompok kegiatan untuk mendukung aktivitas bidangolahraga. Indikator ini berguna untuk melihat perkembangan sumber dayamanusia melalui kegiatan olahraga. Jumlah klub olahraga dihitung dalamsatuan 10.000 penduduk. Berikut ini merupakan jumlah klub olahraga di KotaYogyakarta.
Tabel 2.40

Jumlah Klub Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuha
n Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlahklub olahraga Unit 79 79 20 57 34 -19,002. Jumlah Jiwa 42,76 40,67 41,39 40,95 41,13 -0,97
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No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuha
n Rata-Rata
(%Tahun)penduduk/10.000

3. Jumlahklub olahraga per10.000penduduk Unit 1,85 1,94 0,48 1, 39 0,83 -18,24
Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta 2017

Pada tabel diatas terlihat bahwa, jumlah klub olahraga di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung mengalami penurunan.Pada tahun 2012-2013 terdapat 79 klub dan kembali turun menjadi 20 klubpada tahun 2014. Pada tahun 2015 jumlahnya bertambah menjadi 57 klub(data DPA). Penambahan ini terjadi akibat adanya pendataan ulang danpedefinisian ulang klub olahraga, sehingga kini terdapat perbedaan jumlahyang signifikan. Kemudian pada tahun 2016 tertulis klub olahraga sejumlah34 klub yang menunjukkan data cabang per kota. Kelak dibutuhkanpenyepakatan definisi dan kriteria agar pendataan jumlah klub olahraga dapatberjalan dengan baik, tanpa terkendala perbedaan definisi yang digunakanpada tiap periode pendataan.

Gambar 2.21
Jumlah Klub Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

2. Jumlah Gedung OlahragaGedung olahraga merupakan sarana pendukung kegiatan olahraga disuatu daerah. Indikator ini berguna untuk menjelaskan adanya potensi
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pendukung sarana dan prasarana pengembangan bidang olahraga. Jumlahgedung olahraga dihitung dalam satuan 10.000 penduduk. Berikut merupakandata jumlah gedung olahraga di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.41

Jumlah Gedung Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlah gedungolah raga Unit 16 16 16 16 16 0,002. Jumlahpenduduk/10.000 Jiwa 42,76 40,67 41,39 40,95 41,13 -0,973. Jumlah gedungolah raga per10.000 penduduk Unit 0,37 0,39 0,39 0,39 0,39 1,26

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta 2017Pada data yang tertera di atas terlihat jumlah gedung olahraga di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2012 hingga 2016 mempunyai jumlah yangtetap yaitu 16 unit. Jika dihitung dalam satuan per 10.000 penduduk, makamengalami peningkatan dari tahun 2012-2016, yaitu dari 0,37 unit per 10.000penduduk menjadi 0,39 unit per 10.000 penduduk. Jumlah gedung olahragayang tidak berkurang ini menunjukkan adanya pemanfaatan sarana olahragasecara baik, sehingga tidak adanya perubahan fungsi/pemanfaatan bangunan.Namun, perlu diperhatikan pula bahwa jumlah gedung olahraga tersebut tidakserta merta menggambarkan stagnannya kegiatan olahraga yang dilakukanwarga kota, karena warga kota Yogyakarta pun kerapkali memanfaatkanRuang Terbuka Hijau (RTH) sebagai sarana berolahraga.

Gambar 2.22
Jumlah Gedung Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017
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2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

1. Pendidikan Dasar

a. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTsAngka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serapsistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS SD/MI di KotaYogyakarta dihitung berdasarkan jumlah siswa SD/MI yang berusia 7-12tahun yang bersekolah di Kota Yogyakarta dibagi jumlah penduduk kotausia 7-12 tahun. Begitu juga dengan APS SMP/MTs disesuaikan denganperhitungan usia SMP/MTs (13-15 tahun). Berikut merupakan tabelangka partisipasi sekolah di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.42

Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. SD/MI persen 98,66 99,11 98 96,45 149,1 10,882. SMP/MTs persen 96,35 100 97 96,50 153,82 12,41

Sumber :
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, angka partisipasi sekolah SD/MI di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung meningkat. Padatahun 2012 APS SD/MI persentasenya 99,86% kemudian meningkat padatahhun 2013 dan menurun pada tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2016mengalami meningkat menjadi 149,1%.

Gambar 2.23
Grafik Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017
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Dilihat dari data di atas, APS SMP/MTs di Kota Yogyakarta dalamkurun waktu tahun 2012-2016 cenderung mengalami peningkatan pula.Pada tahun 2012 APS untuk jenjang pendidikan SMP/MTs adalah sebesar96,35%. Angka persentase tersebut terus meningkat hingga mencapai153,82% pada tahun 2016.
b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan

SMP/MTsRasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolahmerupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usiasekolah tersebut dalam setiap 10.000 penduduk. Pada indikator ini yangdigunakan adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan SD/MI danSMP/MTs dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan13-15 tahun. Berikut ini merupakan data rasio ketersediaan sekolahterhaap penduduk usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs di KotaYogyakarta.
Tabel 2.43

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota
YogyakartaTahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlah sekolahSD/MI danSMP/MTs Unit 234 227 235 234 233 -0,11

2. Jumlah pendudukusia 7-12 dan 13-15 tahun Orang 48.424 45.756 47.197 47.838 39.604 -4,90
3. Rasioketersediaansekolah SD/MIdan SMP/MTs 48 50 50 49 59 5,22

Sumber:
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
2) Hasil Olahan, 2017

Dapat dilihat pada tabel di atas, rasio ketersediaan sekolah di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung mengalamipeningkatan. Pada tahun 2012 tersedia 48 sekolah setiap 10.000penduduk jumlah sekolah menjadi 234 unit. Pada tahun 2013 rasioketersediaan sekolah kembali naik menjadi 50 sekolah per 10.000penduduk namun dengan kondisi jumlah sekolah yang berkurang danjumlah penduduk usia sekolah yang menurun. Pada tahun 2014, rasioketersediaan sekolah kembali naik dengan jumlah sekolah meningkatmenjadi 235 unit sedangkan rasio ketersediaan sekolah masih tetap 50unit sekolah dalam setiap 10.000 penduduk dikarenakan jumlah
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penduduk usia sekolah mengalami peningkatan dibandingkan tahun2013. Kemudian pada tahun 2015, terdapat penurunan rasioketersediaan sekolah karena terdapatnya peningkatan pada pendudukusia sekolah dan berkurangnya jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTsmenjadi 49 sekolah per 10.000 penduduk. Kemudian pada tahun 2016rasio meningkat menjadi 59 sebab jumlah sekolah yang cenderung tetapdibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah menurun.

Gambar 2.24
Grafik Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota

YogyakartaTahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017

c. Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTsRasio guru/murid merupakan perbandingan antara jumlah gurudengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio inimengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar (guru). Selain itu, rasio inidigunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agartercapai mutu pengajarannya. Berikut data rasio guru/murid SD/MI danSMP/MTs di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.44

Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. SD/MI murid/1 guru 15,76 16,81 16,82 16,29 15,79 0,052. SMP/MTs 12,06 13,29 13,66 13,64 13,87 3,56

Sumber:
1. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
2. Hasil Olahan, 2017Berdasarkan data diatas, rasio guru/murid SD/MI di KotaYogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif.Pada tahun 2012, rasio guru/murid SD/MI sebesar 15,76, yang berarti
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bahwa 1 orang guru mengajar 15 sampai 16 murid. Angka rasio inikemudian mengalami perkembangan yang naik turun hingga mencapaiangka 15,79 pada tahun 2016, yang berarti 1 orang guru mengajar 15sampai 16 murid. Hal ini menggambarkan bahwa sudah terpenuhinyaSPM, bahkan jumlah murid yang di ajar oleh 1 orang guru cenderungmelampaui SPM yangmana standarnya adalah 32 murid untuk 1 orangguru. Hal ini menggambarkan bahwa masih kurangnya jumlah guru.Padahal, semakin menurunnya rasio guru terhadap murid, akanberpengaruh terhadap semakin besarnya perhatian guru terhadap muridyang diasuhnya, pada akhirnya diharapkan kualitas murid akan semakinlebih baik karena murid akan belajar dengan baik dan guru dapatmengajar dengan lebih efektif.

Gambar 2.25
Grafik Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017Rasio guru/murid SMP/MTs di Kota Yogyakarta dalam kurunwaktu 5 tahun terakhir juga cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012, rasioguru murid SMP/MTs sebesar 12,06, yang artinya 1 orang guru mengajar12 hingga 13 siswa. Angka rasio ini kemudian di tahun-tahun selanjutnyamengalami kenaikan dan penurunan hingga pada tahun 2016 mencapai13,87, yang artinya 1 orang guru mengajar 13 hingga 14 siswa. Guru yangdiperlukan untuk mengajar siswa SMP/MTs tidak sama halnya sepertiguru SD/MI yang cenderung merupakan guru kelas. Guru yang mengajarsiswa SMP/MTs merupakan guru untuk setiap mata pelajaran, sehinggamembutuhkan lebih banyak guru dalam 1 kelas untuk mengajar matapelajaran yang berbeda.

d. Rombongan Belajar SD/MI dan SMP/MTsIndikator rombongan belajar SD/MI di Kota Yogyakarta digunakanuntuk mengetahui jumlah kebutuhan kelas yang ada. Idealnya, dalam satukelas terdapat satu rombongan belajar, atau satu rombongan belajar
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menempati satu ruang kelas. Berikut merupakan data rasio jumlah kelasper rombongan belajar SD/MI di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.45

Rombongan Belajar SD/MI di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlah kelasSD/ MI unit 1.702 1.707 1.765 1.733 1.685 -0,25

2. Jumlahrombonganbelajar SD/MI kelompok 1.575 1.606 1.508 1.736 1.712 2,11
3. Rasio jumlahkelas perrombonganbelajar SD/MI orang 1,08 1,06 1,17 1,00 0,99 -2,15

Sumber:
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, rasio jumlah kelas per rombongan belajarSD/MI di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderungmengalami peningkatan, namun terdapat sedikit penurunan pada tahun2015 dan 2016. Peningkatan ini dipengaruhi meningkatnya jumlahrombongan belajar yang diimbangi dengan peningkatan jumlah kelas.Pada tahun 2012-2015 rasio jumlah kelas per rombongan belajarmengalami peningkatan menjadi lebih dari 1,00 yang artinya seluruhrombongan belajar sudah mempunyai kelas masing-masing dan/ataukebutuhan kelas sudah tercukupi. Menurun 0,01 pada tahun 2016 yangtidak begitu signifikan, namun perlu menjadi perhatian untuk tahuntahun sebelumnya agar kembali meningkat.

Gambar 2.26
Grafik Rombongan Belajar SD/MI di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017
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Rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMP/MTs dihitung berdasarkanjumlah kelas SMP/MTs dibandingkan dengan jumlah rombongan belajar SMP/MTs diKota Yogyakarta. Idealnya, dalam satu kelas SMP/MTs terdapat satu rombonganbelajar, atau satu rombongan belajar menempati satu ruang kelas. Berikutmerupakandata rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMP/MTs di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.46

Rombongan Belajar SMP/MTs di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan
Rata-Rata (%

Tahun)1. Jumlah kelasSMP/MTs unit 769 769 808 849 837 2,14
2. JumlahrombonganbelajarSMP/MTs kelompok 769 746 807 823 819 1,59
3. Rasio jumlahkelas perrombonganbelajarSMP/MTs

unit/
kelompok 1,00 1,03 1,00 1,03 1,03 0,74

Sumber:
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
2) Hasil Olahan, 2017Berdasarkan data di atas, rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMP/MTsdi Kota Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan ini dipengaruhimeningkatnya jumlah rombongan belajar yang diimbangi dengan meningkatnyajumlah kelas SMP/MTs. Pada tahun 2012-2016 rasio jumlah kelas per rombonganbelajar mengalami peningkatan dari 1,00 menjadi 1,03, yang menandakan bahwakebutuhan kelas sudah tercukupi.

Gambar 2.27
Grafik Rombongan Belajar SMP/MTs di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017

769 769 808 849 837769 746 807 823 819

1

1.03

1

1.03 1.03

0.98

0.99

1

1.01

1.02

1.03

1.04

650

700

750

800

850

900

2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah kelas SMP/MTs

Jumlah rombongan belajar SMP/MTs

Rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMP/MTs



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 59

2. Pendidikan Menengah

a. Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MAAngka partisipasi sekolah merupkan ukuran daya serap sistempendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka partisipasi sekolahSMA/SMK/MA dihitung berdasarkan jumlah siswa SMA/SMK/MA yangberusia 16-18 tahun yang bersekolah di Kota Yogyakarta dibagi jumlahpenduduk kota usia 16-18 tahun. Berikut ini merupakan data angkapartisipasi sekolah jenjang pendidikan SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.47

Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. APS SMA Persen 76,48 91,53 82 90,26 113,56 10,39

Sumber:
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, angka partisipasi sekolah jenjangSMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016mengalami kecenderungan fluktuatif. Pada tahun 2012, APSSMA/SMK/MA hanya sebesar 76,48%, kemudian naik turun hinggamencapai angka 113,56% pada tahun 2016. APS SMA/SMK/MA yangcukup fluktuatif disebabkan oleh karena banyaknya penduduk kota yangbersekolah SMA tidak bersekolah di wilayah Kota Yogyakarta. Hal inidisebabkan adanya persaingan dengan calon pelajar dari daerah lainuntuk memperebutkan bangku sekolah di Kota Yogyakarta. Diharapkankelak, penduduk kota yang bersekolah dapat bersekolah di wilayah KotaYogyakarta saja sehingga APS dapat dipertahankan pada angka 100%atau meningkat.

Gambar 2.28
Grafik Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017
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b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
SMA/SMK/MARasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolahmerupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usiasekolah tersebut dalam setiap 10.000 penduduk. Pada indikator ini yangdigunakan adalah jumlah sekolah SMA/SMK/MA dibagi jumlah pendudukusia 16-18 tahun. Berikut ini merupakan data ketersediaan sekolahterhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.48
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA di Kota

Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlah sekolahSMA/SMK/MA Unit 86 83 83 85 79 -2,10

2. Jumlahpenduduk usia16-18 tahun Orang 23.938 21.040 22.263 19.765 21.724 -2,40
3. RasioketersediaansekolahSMA/SMK/MA

Unit/10.000orang 35,93 39,45 37,28 43,01 36,37 0,30
Sumber:
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
2) Hasil Olahan, 2017Berdasarkan data di atas, rasio ketersediaan sekolah/pendudukusia sekolah SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 mengalami kecenderungan cukup fluktuatif. Pada tahun 2012, rasioketersediaan sekolah hanya 35 sekolah dalam 10.000 pendudukdisebabkan oleh tingginya jumlah penduduk usia 16-18 tahun pada saatitu, sedangkan jumlah sekolah mencapai 86 unit. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya mengalami peningkatan dan penurunan rasioketersediaan sekolah hingga mencapai 36 sekolah dalam 10.000penduduk pada tahun 2016.

Gambar 2.29
Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA

di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017
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Jumlah sekolah mengalami penurunan pada tahun 2012-2016, dari86 sekolah menjadi 79 sekolah. Penurunan jumlah sekolah merupakandampak dari program pemerintah mengenai sekolah gratis (khususnyanegeri). Sekolah gratis memberikan dampak pada sekolah sulitberkembang, dana yang digunakan untuk program belajar mengajar danperlengkapan fasilitas lainnya hanya dari pemerintah, sekolah tidak dapatmemungut biaya yang tinggi pada orang tua/wali siswa, akibatnyabeberapa orang tua lebih memilih menyekolahkan anaknya ke swastayang dianggap mempunyai kualitas fasilitas pendidikan yang lebih baikwalaupun dengan konsekuensi membayar biaya sekolah yang cukuptinggi. Selain itu, beberapa sekolah tutup karena kekurangan siswa, jadisiswa yang ada digabungkan ke sekolah lain. Oleh karena itu, jumlahsekolah semakin berkurang dan gedung sekolah dialih fungsikan untuksarana lainnya.
c. Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MARasio guru/murid merupakan perbandingan antara jumlah gurudengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio inimengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar (guru). Selain itu, rasio inidigunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agartercapai mutu pengajarannya. Berikut ini merupakan rasio guru/muridSMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.49
Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbu
han Rata-

Rata
(%Tahun)1. Jumlah guruSMA/SMK/MA Orang 3.473 3.251 2.968 3445 3322 -0,722. Jumlah muridSMA/SMK/MA Orang 35.863 33.534 35.734 35.734 36.810 0,323. Rasio guru muridSMA/SMK/MA murid/1 guru 10,33 10,31 12,04 10,37 11,08 1,82

Sumber:
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
2) Hasil Olahan, 2017Berdasarkan data di atas, rasio guru/murid SMA/SMK/MA di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung mengalamipeningkatan dapat dilihat dari pertumbuhan rata-rata pertahunnya yangmenunjukkan angka positif. Pada tahun 2012, rasio guru terhadap muridSMA/SMK/MA sebesar 10,33, yang artinya 1 orang guru mengajar 10hingga 11 siswa. Kemudian mengalami peningkatan hingga besaran rasiobernilai 11,08 yang artinya 1 orang guru mengajar 11 hingga 12 siswa.Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah guru yang dibutuhkan untuk
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mengajar siswa SMA/SMK/MA memang cukup banyak karena guruberperan sebagai pengajar dan pendidik untuk setiap mata pelajaran,bukan guru kelas seperti jenjang pendidikan SD/MI.

Gambar 2.30
Grafik Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

d. Rombongan Belajar SMA/SMK/MAIndikator rombongan belajar SMA/SMK/MA di Kota Yogyakartadigunakan untuk mengetahui jumlah kebutuhan kelas yang ada.Perhitungan rasio jumlah kelas per rombongan belajar SMA/SMK/MAdihitung berdasarkan jumlah kelas dibagi jumlah rombongan belajar.Idealnya, dalam satu kelas terdapat satu rombongan belajar, atau saturombongan belajar menempati satu ruang kelas. Berikut merupakan datarasio jumlah kelas per rombongan belajar SMA/SMK/MA di KotaYogyakarta.
Tabel 2.50

Rombongan Belajar SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlah kelasSMA/SMK/MA unit 682 677 698 1.208 1.206 15,32

2. JumlahrombonganbelajarSMA/SMK/MA kelompok 1.180 1.183 1.163 1.221 1.331 3,06
3. Rasio jumlahkelas perrombonganbelajarSMA/SMK/MA orang 0,58 0,57 0,60 0,99 0,91 11,92

Sumber:
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
2) Hasil Olahan, 2017Berdasarkan data di atas, rasio jumlah kelas per rombongan belajarSMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 cenderung
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mengalami fluktuasi. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnyajumlah rombongan belajar yang diimbangi meningkatnya jumlah kelasSMA/SMA/MA. Pada tahun 2015, rasio jumlah kelas per rombonganbelajar SMA/SMK/MA mencapai angka tertinggi hingga 0,99. Pada tahun2015, ketersediaan kelas sudah cukup untuk menampung rombonganbelajar karena rasionya yang berada pada angka 0,99 (mendekati 1).Kemudian pada tahun 2016 menurun menjadi 0,91 karena jumlah kelasyang menurun sementara jumlah rombongan belajar meningkat.

Gambar 2.31
Grafik Rombongan Belajar SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

3. Fasilitas Pendidikan

a. Sekolah Pendidikan dalam Kondisi Bangunan BaikSekolah atau bangunan pendidikan dalam kondisi baik merupakanperbandingan antara gedung atau bangunan dalam kondisi baik dengantotal seluruh gedung atau bangunan. Data mengenai sekolah dalamkondisi bangunan yang baik tidak didapatkan. Data pada indikator inidiganti dengan data kelas dalam kondisi baik. Data tersebut didapatkandari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, berikut adalah Data Kelas dalamKondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.
Tabel 2.51

Ruang Kelas dengan Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016No IndikatorKinerja Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 Pertumbuhanrata-rata(%/tahun)Jumlah Kelas Kondisi Baik1 SD/MI (unit) 1573 1575 1606 1508 1561 -1,342 SMP/MTs (unit) 747 769 803 807 706 2,403 SMA/SMK/MA (unit) 1112 1180 1185 1091 1109 -0,22
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No IndikatorKinerja Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 Pertumbuhanrata-rata(%/tahun)Jumlah Seluruh Kelas1 SD/MI (unit) 1714 1699 1711 1643 1685 -0,522 SMP/MTs (unit) 775 800 837 845 837 3,463 SMA/SMK/MA (unit) 1117 1187 1197 1100 1206 -0,06Persentase Ruang Kelas Kondisi Baik1 SD/MI (%) 91,77 92,7 93,86 91,78 92,64 -0,822 SMP/MTs (%) 96,39 96,13 95,94 95,5 84,34 -1,043 SMA/SMK/MA (%) 99,55 99,41 99 99,18 91,95 -0,15
Sumber: Dinas Pendidikan, 2017, Hasil Olahan, 2017

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa hampir keseluruhan ruangkelas pada semua jenjang pendidikan sudah berada pada kondisi baik. Haltersebut dapat dilihat dari persentase ruang kelas dengan kondisi baikyang semuanya menunjukkan angka di atas 90%. Hanya jenjangSMP/MTs pada tahun 2016 yang berada di bawah 90% . Hasil dariindikator ini menunjukkan kondisi yang cukup baik. Hanya saja perluditingkatkan hingga mencapai angka 100% agar para pelajar di KotaYogyakarta dapat terfasilitasi dengan baik khususnya dalam kegiatanbelajar mengajar.

Gambar2.32
Ruang Kelas dengan Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017
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4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah siswa yangbelajar di Taman Kanak-Kanak (TK) dengan jumlah anak yang berusia 4sampai 6 tahun. Rasio (Angka Partisipasi) PAUD mengindikasikanbesarnya persentase anak-anak usia 4 sampai 6 tahun yang mendapatkanpendidikan dasar, seperti sekolah di TK. Berikut ini merupakan dataPAUD di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.
Tabel 2.52

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlahsiswa padajenjang TK anak 11.584 11.918 11.675 12.069 12.517 1,96

2. Jumlahanak usia4-6 tahun anak 15.101 15.321 16.257 17.358 16.859 2,79
3. Pendidikananak usiadini persen 77 78 72 70 75 -0,66

Sumber:
1. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
2. Hasil Olahan, 2017Berdasarkan data di atas, rasio PAUD di Kota Yogyakarta dalamkurun waktu tahun 2012 sampai 2016 cenderung mengalami penurunan,terdapat penurunan pada tahun 2014, dan menurun kembali pada tahun2015. Tahun 2016, rasio PAUD meningkat menjadi sebesar 75%.

Gambar 2.33
Grafik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017
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5. Angka Putus SekolahIndikator ini menghitung perbandingan antara jumlah murid putussekolah dengan seluruh jumlah murid dalam jenjang pendidikan tertentu.Hasil perhitungannya dipakai guna mengetahui banyaknya siswa yangputus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi angkaputus sekolah maka semakin banyak siswa yang tinggal kelas. Berikut inimerupakan data angka putus sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.
Tabel 2.53

Angka Putus Sekolah  di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. SD/MI persen 0,013 0,01 0,01 0,004 0,007 -14,342. SMP/MTs persen 0,03 0,03 0,021 0,001 0,013 -18,873. SMA/MA/SMK persen 0,05 0,05 0,05 0,001 0,011 -31,51

Sumber:
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
2) Hasil Olahan, 2017Berdasarkan data di atas, angka putus sekolah SD/MI di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung menurun. Padatahun 2012, angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,13% dan terusmengalami penurunan hingga 0,007% pada tahun 2016. Berbeda dengankondisi angka putus sekolah jenjang SMP/MTs yang mengalamipeningkatan, dari 0,03% pada tahun 2016 meningkat menjadi 0,013%.Angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/MA juga cenderung mengalamipeningkatan signifkan pada tahun 2016 menjadi 0,011 dari 0,001. Namunjika dilihat dari pertumbuhan rata-rata pada tiap jenjang punmenunjukkan angka negatif, yang mengisyarakatkan adanya rata-ratapenurunan angka putus sekolah. Hal tersebut mengisyaratkan kondisiyang baik ditiap jenjang pendidikan di Kota Yogyakarta.

Gambar 2.34
Grafik Angka Putus Sekolah  di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017
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Sebagaimana yang terlihat dalam kolom pertumbuhan rata-ratapertahun, pertumbuhan rata-rata Angka Putus sekolah menunjukkanbilangan negatif yang menggambarkan kondisi yang baik. Hal tersebutmenjadi sebuah prestasi bagi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yangtelah melakukan berbagai program untuk menekan angka putus sekolah.Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikanyang lebih baik menjadi modal utama untuk meningkatkan kualitaspendidikan. Selain itu di masa yang akan datang diharapkan upaya yangterus menerus dari Dinas Pendidikan untuk mendorong masyarakat agarsemakin tertarik bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi sehinggamampu menekan angka putus sekolah hingga 0,000%. Pada tahunberikutnya, angka putus sekolah tidak lagi dinyatakan dalam persentase,melainkan dalam jumlah siswa. Sehingga diharapkan jumlah siswa yangputus sekolah dapat diketahui secara lebih riil.
6. Angka Kelulusan

a. Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MAAngka kelulusan merupakan perbandingan antara jumlah siswayang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yangmengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggimenunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan. Berikutmerupakan data angka kelulusan di Kota Yogyakarta.Berikut merupakandata angka kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.
Tabel 2.54

Angka Kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. SD/MI persen 100 100 100 100 100 0,002. SMP/MTs persen 99,6 98,68 99,99 99,83 99,93 0,083. SMA/MA/SMK persen 99,74 99,53 99,98 99,88 99,88 0,04

Sumber:
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs, sertaSMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016cenderung tetap yakni mendekati angka 100%. Angka kelulusan jenjangSD/MI selama 5 tahun terakhir telah mencapai 100%. Selanjutnya untukangka kelulusan jenjang SMP/MTs mengalami kenaikan dari tahun ke



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 68

tahun, namun sayangnya ada sedikit penurunan yang terdapat di tahun2015. Angka kelulusan jenjang SMA/SMK/MA juga mengalamipeningkatan pada tahun 2013-2014, dan sedikit penurunan pada tahun2015 dan 2016. Pada tahun 2015 dan 2016, angka kelulusanSMA/SMK/MA tetap yakni sebesar 99,88%.Apabila dilihat secara keseluruhan terdapat pertumbuhan rata-ratapertahun yang positif. Kecenderungan tersebut mengindikasikan kualitaspendidikan di Kota Yogyakarta yang semakin baik. Faktor dari guru,murid, orang tua dan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh DinasPendidikan telah mampu mempertahankan angka kelulusan, walalupunterdapat sedikit penurunan namun tidak terlalu signifikan.

Gambar 2.35
Grafik Angka Kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

b. Angka MelanjutkanAngka melanjutkan (AM) sekolah merupakan perbandingan antarajumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya denganjumlah lulusan pada tahun sebelumnya pada jenjang pendidikansebelumnya. Angka melanjutkan ini menunjukkan seberapa besar minatmasyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.Berikut ini merupakan data angka melanjutkan di Kota Yogyakarta.Berikut ini merupakan data angka melanjutkan di Kota Yogyakarta Tahun2012-2016
Tabel 2.55

Angka Melanjutkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. AngkaMelanjutkan(AM) dari persen 114,14 113,29 108,64 113,29 105,67 -1,91
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No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)SD/MI keSMP/MTs

2. AngkaMelanjutkan(AM) dariSMP/MTs keSMA/MA/SMK persen 162,87 155,56 158,3 155,56 158,39 -0,69
Sumber:
1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
2) Hasil Olahan, 2017

Dapat dilihat pada tabel di atas, angka melanjutkan dari SD/MI keSMP/MTs dalam kurun waktu 2012 hingga 2016 bersifat fluktuatifdengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2012, angka melanjutkandari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 114,14% dan menurun menjadi105,67% pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan kondisi yangmembutuhkan perhatian sebab data tersebut mengisyaratkanmenurunnya pelajar yang melanjutkan pendidikannya menuju jenjangyang lebih tinggi.Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dalam kurunwaktu 5 tahun terakhir juga bersifat fluktuatif, namun dengankecenderungan sedikit menurun. Pada tahun 2012, angka melanjutkandari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 162,87%, dan kemudianmenurun menjadi 158,39% pada tahun 2016. Walaupun terjadipenurunan, namun angka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebihtinggi tetap menunjukkan angka diatas 100%. Hal ini disebabkanbanyaknya pelajar dari luar kota yang melanjutkan SMA/SMK/MA di KotaYogyakarta. Fasilitas pendidikan serta kualitas pendidikan jenjangSMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta masih dianggap lebih baik jikadibandingkan daerah di sekitarnya.

Gambar 2.36
Grafik Angka Melanjutkan di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017
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c. Guru yang` Memenuhi Kualifikasi S1/D-IVIndikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah guruyang berijazah minimal S1/D-IV dengan total seluruh guru yang ada.Indikator ini perlu dihitung untuk melihat seberapa banyak guru yangmemenuhi kualifikasi. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikanminimal S1/D-IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahamantentang materi yang lebih baik. Kemampuan materi seorang guru akanbertambah seiring dengan latar belakang pendidikan yang diterima,dengan pendidikan yang lebih tinggi maka pemahaman akan materipendidikan akan menjadi lebih baik. Berikut merupakan data guru yangmemenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.
Tabel 2.56

Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlah guruberijazahS1/D-IV persen 7.620 7.463 6.726 6.224 6.710 -3,13

2. Jumlah seluruhguru SD/MI,dan SMP/MTs persen 9.030 8.506 7.312 7.578 4.536 -15,81
3. Persentaseguru berijazahS1/D-IV persen 84,39 87,74 91,99 82,13 86,65 0,66
Sumber:

1) Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2017
2) Hasil Olahan, 2017Berdasarkan data di atas, prosentase guru berijazah S1/D-IV diKota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 mengalami fluktuasidengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2012, persentase guruberijazah S1/D-IV hanya 84,39%, kemudian meningkat pada tahun 2014menjadi 91,99% menurun pada 2015 menjadi 82,13 dan meningkatkembali pada tahun 2016 hingga ke angka 86,65%. Kenaikan inidisebabkan semakin banyaknya lulusan S1/D-IV yang menjadi guru,selain itu juga sudah menjadi syarat wajib bahwa untuk menjadi guruharus minimal lulusan S1/D-IV. Ditambah lagi dengan adanyakemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan KotaYogyakarta yang menawarkan beasiswa bagi para guru. Guru yang belumS1/D-IV semakin berkurang juga karena banyak yang telah menjalanipensiun di setiap tahunnya.
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Gambar 2.37
Grafik Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017

Pada tahun 2017 kelak, kewenangan pengelolaan pendidikan padajenjang SMA/SMK/MA akan berada di bawah pemerintah pusat. Sehingga,Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta hanya akan mengelola pada jenjangpendidikan SD/MI dan SMP/MTs saja. Terkait hal tersebut, persentaseguru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV yang nantinya akan diproyeksikan hanyalah persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs saja (tanpa mengikutsertakanjumlah dan persentase guru pada jenjang SMA/SMK/MA).
B. Kesehatan

1. Rasio Posyandu Per Satuan BalitaPosyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untukmenyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya,sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatankesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiapposyandu. Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat denganpuskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakatlebih tercapai.Posyandu di Kota Yogyakarta dibedakan menjadi 4 macam, yaituposyandu pratama, madya, purnama dan mandiri. Posyandu merupakansalah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersamamasyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan,guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepadamasyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk
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mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Berikut inimerupakan data rasio posyandu per satuan balita di Kota Yogyakarta.Berikut ini merupakan data rasio posyandu per satuan balita di KotaYogyakarta Tahun 2012-2016.
Tabel 2.57

Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. JumlahPosyandu Unit 622 625 625 625 625 0,122. JumlahBalita Anak 27.701 26.671 27.209 15.832 18.713 -9,34

3. Rasioposyanduper satuanbalita Unit/anak 22,45 23,43 22,97 39,48 33,40 10,44
Sumber :
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2016 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017)
2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, rasio posyandu per satuan balita di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung naik, kecuali padatahun 2016. Pada tahun 2012, rasio posyandu per satuan balita sebesar22,45, artinya setiap 1.000 balita dilayani oleh 22 posyandu atau 23posyandu. Rasip posyandu per satuan balita meningkat menjadi 33,40pada tahun 2016. Kecenderungan rasio yang meningkat menunjukkanpeningkatan layanan kesehatan bagi balita di posyandu yang tersebar di45 kelurahan. Selain itu, peningkatan rasio posyandu juga dikarenakanmenurunnya jumlah balita mulai tahun 2015 hingga hampir 10.000 balitadari tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah posyandu masihkonsisten sebanyak 625 unit sejak tahun 2013.

Gambar 2.38
Grafik Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017
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Gambar 2.38
Grafik Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017
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Grafik Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017
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Gambar 2.38
Grafik Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017
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2. Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu Per Satuan PendudukPuskesmas, klinik dan puskesmas pembantu (pustu) merupakansalah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkanderajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya,maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanankesehatan.Puskesmas sebagai unit pelayanan tingkat pertama dan terdepandalam sistem pelayanan kesehatan. Puskesmas memiliki fungsi sebagaipusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaanmasyarakat, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer dan pusatpelayanan kesehatan perorangan primer. Indikator rasio puskesmas per100.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untukmengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas.
Tabel 2.58

Rasio Puskesmas, Klinik, Pustu Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Puskesmas Unit 18 18 18 18 18 0,00PuskesmasPembantu Unit 11 10 9 9 9 -4,89Klinik Unit 23 65 56 74 86 39,06

Jumlah
puskesmas,
pustu, dan
klinik

Unit 52 93 72 101 113 21,41

2. Jumlahpenduduk Jiwa 427.591 406.660 413.936 409.487 411.282 -0,973. Rasiopuskesmas,klinik, danpustu persatuanpenduduk
12,16 22,87 17,39 24,67 27,48 22,60

Sumber :
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2016 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017)
2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, rasio puskesmas, klinik dan puskesmaspembantu di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 mengalamifluktuasi dengan kecenderungan meningkat, Pada tahun 2012, rasiopuskesmas/klinik/pustu sebesar 12,16 yang artinya terdapat 12puskesmas/klinik/pustu yang melayani 100.000 penduduk. Angka initerus meningkat hingga mencapai 23 puskesmas/klinik/pustu setiap100.000 penduduk pada tahun 2013. Namun, di tahun 2014, rasiomenurun menjadi 17 puskesmas/klinik/pustu setiap 100.000 penduduk.
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Kemudian meningkat kembali menjadi 24 puskesmas/klinik/pustumelayani 100.000 penduduk pada tahun 2015. Rasiopuskesmas/klinik/pustu kembali meningkat hingga menjadi 27puskesmas/klinik/pustu per 100.000 penduduk.Meningkatnya rasio puskesmas/klinik/pustu di tahun 2015-2016disebabkan oleh meningkatnya jumlah klinik, sedangkan jumlahpuskesmas dan puskesmas pembantu (pustu) tidak mengalamipeningkatan sejak tahun 2014-2016. Jumlah klinik di tahun 2012 yaitusebanyak 23 unit dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai86 unit di tahun 2016, sehingga pertumbuhan rata-ratanya bernilaipositif sebesar 39,06% per tahun. Hal ini disebabkan karena adanyaperubahan status fasilitas kesehatan. Fasilitas-fasilitas kesehatan yangtadinya terdaftar sebagai rumah sakit ada yang berganti status menjadiklinik, dan kemudian berefek pada peningkatan jumlah klinik di KotaYogyakarta. Sebaliknya, jumlah puskesmas pembantu (pustu) semakinberkurang dalam kurun waktu yang sama. Di tahun 2012, jumlah pustuyaitu sebanyak 11 unit dan turun menjadi 9 unit sejak tahun 2014-2016.Penurunan jumlah pustu disebabkan beberapa pustu sepi pasien sehinggadirasa kurang optimal dalam  melayani penduduk.

Gambar 2.39
Grafik Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun

2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017

3. Rasio Rumah Sakit Per Satuan PendudukRumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yangberfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhankeperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatanpenyakit yang diderita oleh pasien. Rumah sakit sebagai saranapelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta
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Gambar 2.39
Grafik Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun

2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017
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Gambar 2.39
Grafik Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun

2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017

3. Rasio Rumah Sakit Per Satuan PendudukRumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yangberfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhankeperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatanpenyakit yang diderita oleh pasien. Rumah sakit sebagai saranapelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta
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sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yangberkesinambungan.Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akansemakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan,sehingga rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatanderajat kesehatan masyarakat. Berikut ini merupakan data rasio rumahsakit per satuan penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.
Tabel 2.59

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbuh
an Rata-

Rata
(%Tahun)1. Jumlah RumahSakit unit 22 21 18 17 20 -2,352. Jumlahpenduduk jiwa 427.591 406.660 413.936 409.487 411.282 -0,973. Rasio RumahSakit per SatuanPenduduk 0,05 0,05 0,04 0,04 0,05 0,00

Sumber :
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017)
2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2017
3) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, rasio rumah sakit per satuan penduduk diKota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012-2015 sedikit menurun,meskipun pada tahun 2016 kembali lagi seperti tahun 2012. Pada tahun2016, rasio rumah sakit di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 0,05. Hal iniberarti bahwa untuk setiap 1.000 penduduk dilayani 0,05 rumah sakit,atau dalam 100.000 penduduk tersedia 5 rumah sakit. Cakupan rumahsakit sempat menurun menjadi 0,04 rumah sakit per 1.000 pendudukpada tahun 2014-2015. Pertumbuhan rata-rata rasio rumah sakit persatuan penduduk selama tahun 2012-2016 mengalami pertumbuhansebesar 0,00%. Rasio rumah sakit yang berkisar di angka 0,05dipengaruhi oleh jumlah rumah sakit yang kembali menjadi 20 rumahsakit. Penurunan jumlah rumah sakit pada tahun 2014-2015kemungkinan dipengaruhi oleh adanya perubahan status beberaparumah sakit menjadi klinik. Berikut ini merupakan grafik rasio rumahsakit per satuan penduduk di Kota Yogyakarta.
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Gambar 2.40
Grafik Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

4. Rasio Dokter Per Satuan PendudukIndikator ini menggambarkan seberapa banyak jumlah dokter persatuan penduduk. Dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yangdimaksud merupakan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan diKota Yogyakarta, baik berstatus PNS maupun bukan. Jumlah dokterdihitung berdasarkan Surat Izin Praktik (SIP) dokter di Kota Yogyakarta.Berikut merupakan rasio praktek dokter per satuan penduduk di KotaYogyakarta Tahun 2012-2016.
Tabel 2.60

Rasio Praktik Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. JumlahDokter Orang 980 619 1.444 1.815 806 -4,772. Jumlahpenduduk Orang 427.591 406.660 413.936 409.487 411.282 -0,97

3. Rasiodokterpersatuanpenduduk 2,29 1,52 3,49 4,43 1,96 -3,82
Sumber :
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017)
2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, rasio dokter per satuan penduduk di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2012-2015 cenderung meningkat, tetapimenurun cukup banyak pada tahun 2016. Pada tahun 2012, rasio doktersebesar 2,29, yang artinya terdapat 2 dokter di setiap 1.000 penduduk.Angka ini meningkat menjadi 4,43 pada tahun 2015, karena jumlahdokter yang membuka praktik mengalami kenaikan. Namun, pada tahun
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2016, jumlah dokter turun menjadi hanya 806 dokter, sementara itujumlah penduduk lebih besar dari tahun 2015, sehingga rasio dokter persatuan penduduk ikut turun menjadi 1,96.

Gambar 2.41
Grafik Rasio Praktek Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017

Namun meningkatnya rasio dokter tersebut perlu dicermati lagi.Dikhawatirkan penyebab peningkatan jumlah praktik dokter secarasignifikan terjadi karena terdapat perbedaan pendataan di masing-masing unit pelayanan kesehatan. Pada kenyataan di lapangan pun,menurut Dinas Kesehatan, penghitungan didasarkan pada jumlah IzinPraktik, dan pada saat ini terdapat banyak dokter yang telah habis izinpraktiknya. Menurut Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, perlu waktu yangcukup lama untuk memperbaharui izin praktik dokter. Sehingga apabilapada saat ini dilakukan penghitungan jumlah dokter dengan dasarpenghitungan jumlah izin praktik, maka diprediksikan akan menurunjumlahnya dibandingkan tahun sebelumnya, karena izin praktik yangsudah habis dan sedang dalam masa menunggu izin praktik yang baruyang belum rilis.
5. Rasio Perawat, Perawat Gigi dan Bidan Per Satuan PendudukIndikator ini menghitung seberapa banyak tenaga medis yangtersedia per 100.000 penduduk. Tenaga medis yang dimaksud adalahmeliputi perawat gigi, perawat, dan bidan. Berikut adalah pemaparannyaper masing-masing profesi.Perawat gigi adalah profesi tenaga medis yang memberikanpelayanan kesehatan gigi dan mulut secara profesional. Rasio perawatgigi dihitung berdasarkan perbandingan jumlah perawat gigi dan jumlah
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penduduk dalam setiap 100.000 penduduk. Berdasarkan perhitungantersebut, rasio perawat gigi di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2015 cenderung meningkat, tetapi rasionya sedikit menurun di tahun2016. Pada tahun 2012, terdapat 16 perawat gigi dalam setiap 100.000penduduk, kemudian menjadi 24 perawat gigi per 100.000 penduduk ditahun 2015, dan kembali turun menjadi 22 perawat gigi per 100.000penduduk pada tahun 2016. Selama tahun 2012-2016, rasio perawat gigiper satuan penduduk mengalami pertumbuhan rata-rata per tahunsebesar 8,29%. Pertumbuhan rata-rata per tahun yang bernilai positiftersebut menggambarkan pertambahan jumlah perawat gigi yangmemengaruhi besaran rasio perawat gigi per satuan penduduk.
Tabel 2.61

Rasio Perawat Gigi Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlah Perawatgigi Orang 68 67 74 99 7,562. JumlahPenduduk orang 427.591 406.660 413.936 409.487 -0,973. Rasio perawatgigi per satuanpenduduk 16 16 18 24 8,29

Sumber :
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017)
2) Hasil Olahan, 2017Perawat, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 23tahun 1992 tentang Kesehatan, adalah mereka yang memilikikemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatanberdasarkan ilmu yang dimiliki dan diperoleh melalui pendidikankeperawatan. Sebagaimana cara penghitungan rasio perawat gigi, rasioperawat dihitung berdasarkan perbandingan jumlah perawat dan jumlahpenduduk dalam 100.000 penduduk. Berdasarkan proses penghitungan,dalam kurun waktu 2012-2016, rasio perawat per satuan pendudukbersifat fluktuatif.Pada tahun 2012, rasio perawat sebanyak 197 perawat per 100.000penduduk, kemudian naik menjadi 239 perawat per 100.000 penduduk.Di tahun 2014, jumlah perawat turun menjadi 147 perawat per 100.000penduduk, lalu jumlah perawat di tahun 2015 kembali meningkatmenjadi 202 perawat per 100.000 penduduk hingga pada tahun 2016,jumlah perawat per 100.000 penduduk menjadi 533. Meningkatnya rasioperawat per satuan penduduk pada tahun 2016 dikarenakanpertambahan jumlah perawat hingga hampir tiga kali lipat dari tahunsebelumnya. Selain itu, dalam kurun waktu 2012-2016, rata-rata
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pertumbuhan rasio perawat per satuan penduduk cukup baik yaitusebesar 28,25% per tahun.
Tabel 2.62

Rasio Perawat Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. JumlahPerawat Orang 844 970 609 827 26,952. JumlahPenduduk orang 427.591 406.660 413.936 409.487 -0,973. Rasioperawat persatuanpenduduk 197 239 147 202 28,25

Sumber :
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017)
2) Hasil Olahan, 2017Merujuk pada Ikatan Bidan Indonesia (2006), definisi bidan adalahseorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan yangtelah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yangtelah berlaku dan diberi izin secara sah untuk melaksanakan praktik(membantu proses persalinan/melahirkan). Seperti perawat dan perawatgigi, rasio bidan dihitung berdasarkan perbandingan jumlah bidan danjumlah penduduk dalam setiap 100.000 penduduk. Berdasarkan hasilperhitungan, rasio bidan per satuan penduduk di Kota Yogyakarta dalamkurun waktu 2012-2016 cenderung fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,55%.Pada tahun 2012, terdapat 71 bidan per 100.000 penduduk, lalumeningkat menjadi 76 bidan per 100.000 penduduk di tahun 2013. Padatahun 2014-2015 jumlah bidan menjadi 75 bidan per 100.000 penduduk.Namun, di tahun 2016, rasio bidan per satuan penduduk sedikit turunmenjadi 72 bidan per 100.000 penduduk. Berikut ini merupakan tabelyang menunjukkan perkembangan rasio bidan di Kota Yogyakarta Tahun2012-2016.
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Tabel 2.63
Rasio Bidan Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. JumlahBidan Orang 303 309 310 307 -0,422. JumlahPenduduk orang 427.591 406.660 413.936 409.487 -0,97

3. Rasiobidan persatuanpenduduk 71 76 75 75 0,35
Sumber :
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017)
2) Hasil Olahan, 2017

6. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang DitanganiIndikator ini menghitung seberapa banyak komplikasi kebidananyang ditangani. Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil,ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/atau bayi.Sebagaimana yang disebutkan, komplikasi kebidanan dibedakan menjadi3 jenis berdasarkan fase ibu, yaitu (1) Komplikasi dalam kehamilanmeliputi abortus, hyperemesis gravidarum, perdarahan per vaginam,hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), kehamilan lewatwaktu, ketuban pecah, (2) Komplikasi dalam persalinan meliputi kelainanletak/presentasi janin, partus macet/distosia, hipertensi dalamkehamilan (preeklamsia, eklamsia), perdarahan pasca persalinan, infeksiberat/sepsis, kontraksi dini/persalinan premature, kehamilan ganda, dan(3) Komplikasi dalam nifas meliputi hipertensi dalam kehamilan(preeklamsia, eklamsia), infeksi nifas, perdarahan nifas.Indikator ini menghitung jumlah ibu dengan komplikasi kebidanandi satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapatpenanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatanterlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas,Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK).Berikut merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan cakupankomplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.
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Tabel 2.64
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)

1. Jumlah KomplikasiKebidanan yangmendapatpenanganandifinitif Orang 946 972 987 1.005 942 -0,1
2. Jumlah ibu dengankomplikasikebidanan Orang 1.020 1.005 956 925 843 -4,7
3. Cakupankomplikasikebidanan yangditangani persen 92,8 96,8 103,2 108,6 111,8 4,8

Sumber :
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017)
2) Hasil Olahan, 2017

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Yogyakartadalam kurun waktu 2012-2016 cenderung meningkat. Pada tahun 2012,cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani yaitu sebesar 92,8%, danterus meningkat hingga menjadi 111,8% pada tahun 2016. Apabiladibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka besarancakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dalam kurun waktu 5tahun terakhir di Kota Yogyakarta sudah melebihi target StandarPelayanan Minimal (SPM) sebesar 80%. Kondisi ini harus terusdipertahankan dan ditingkatkan, agar seluruh komplikasi pada ibu hamildan melahirkan dapat selalu ditangani dengan baik.

Gambar 2.42
Grafik Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 81
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Tahun 2012-2016
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Tahun 2012-2016
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7. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang
Memiliki Kompetensi KebidananPersalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter ataubidan dianggap lebih baik daripada yang ditolong dukun atau lainnyakarena dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan,terutama pada saat kelahiran. Data penolong kelahiran merupakan salahsatu indikator kesehatan terutama yang berhubungan dengan tingkatkesehatan ibu dan anak maupun pelayanan kesehatan secara umum.Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih ataucakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatanmerupakan perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenagakesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medislainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya yang dinyatakan dalampersentase. Dengan indikator ini dapat diperkirakan proporsi persalinanyang ditangani nakes dan ini menggambarkan kemampuan manajemenprogram KIA dalam pertolongan persalinan sesuai standar. Berikut inimerupakan data perkembangan cakupan pertolongan persalinan olehtenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di KotaYogyakarta.

Tabel 2.65
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi

Kebidanan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlah ibubersalinyangditolongoleh tenagakesehatan

Orang 4.577 4.787 4.658 4416 4353 3981 -2,65

2. Jumlahseluruhsasaran ibubersalin
Orang 4.578 4.787 4.660 4416 4358 3982 -2,65

3. Cakupanpertolonganpersalinanoleh tenagakesehatanyangmemilikikompetensikebidanan

persen 99,98 100 99,96 100 99,9 99,97 -0,02

Sumber:
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017
2) Hasil Olahan, 2017
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Berdasarkan data di atas, cakupan pertolongan persalinan olehtenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 dapat dikatakan cukup baikkarena masih berada di kisaran 90%-100%. Namun, cakupan pertolonganpersalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanancenderung fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -2,28% pertahun. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yangmemiliki kompetensi kebidanan sempat mencapai 100% pada tahun2013, tetapi justru menurun pada tahun 2014-2016 hingga menjadi91,15% pada tahun 2016. Hal ini menandakan perlunya peningkatanindikator ini hingga mencapai 100% setiap tahun, agar seluruh ibumelahirkan mendapatkan pertolongan yang baik dan sesuai standarhingga nantinya akan memberikan efek positif yaitu berupa menurunnyaangka kematian bayi maupun kematian ibu melahirkan. Angka cakupanpertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensikebidanan di Kota Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir sudah berada diatas Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang besarnya 90%.

Gambar 2.43
Grafik Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki

Kompetensi Kebidanan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

8. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) merupakan tercapainyaimunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanitausia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap padabayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B,1 dosis campak. Imunisasi memberikan konstribusi besar dalam
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meningkatkan Human Development Index terkait dengan angka umurharapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidakdiinginkan. Keberhasilan upaya imunisasi akan dapat meningkatkankualitas anak bangsa sebagai penerus perjuangan di masa mendatang.Berikut merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan cakupandesa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.66

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. JumlahKelurahan UCI Unit 45 45 45 45 45 0,002. Jumlah SeluruhKelurahan Unit 45 45 45 45 45 0,003. CakupankelurahanUniversal ChildImmunization(UCI)

persen 100 100 100 100 100 0,00
Sumber :

1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016)
2) Hasil Olahan, 2017Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa, cakupan desa/kelurahanUniversal Child Immunization (UCI) di Kota Yogyakarta dalam kurunwaktu 2012-2016 telah mencapai 100% sesuai dengan target nasional.Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta telahmendapatkan pelayanan imunisasi baik melalui posyandu, puskesmasmaupun rumah sakit.

9. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat PerawatanCakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan merupakanperbandingan antara jumlah balita gizi buruk (berdasarkan kriteria beratbadan per umur) yang mendapat perawatan dibagi jumlah seluruh balitagizi buruk (berdasarkan kriteria berat badan per umur) yang ditemukan.Berikut ini merupakan tabel perkembangan cakupan balita gizi buruk diKota Yogyakarta.
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Tabel 2.67
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatandi Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)

1. Jumlahbalita giziburukmendapatperawatan Anak 120 171 165 109 96 -5,43
2. Jumlahseluruhbalita giziburuk yangditemukan Anak 120 171 165 109 96 -5,43
3. CakupanBalita GiziBurukmendapatperawatan persen 100 100 100 100 100 0,00

Sumber:
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017
2) Hasil Olahan, 2017

Merujuk pada tabel di atas, kasus balita gizi buruk yang ditemukandi Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 seluruhnya telahmendapatkan perawatan (100%). Apabila dibandingkan dengan StandarPelayanan Minimal (SPM) yang sebesar 100%, maka cakupan balita giziburuk di Kota Yogyakarta sudah mampu mencapainya. Untuk mencapaiangka 100% tersebut, sudah dilakukan beberapa upaya antara lainmelalui Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi, Perbaikan GiziMasyarakat dan PMT (Pemberian makanan tambahan), Pemulihan IbuHamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) dan PMT Balita Gizi Buruk danKurang, serta Operasional Rumah Pemulihan Gizi serta PeningkatanPembinaan terhadap Posyandu.
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Gambar 2.44
Grafik Jumlah Seluruh Balita Gizi Buruk yang Ditemukan

di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

10. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTACakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA adalah jumlahpenderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerjaselama 1 tahun dibanding dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTAdalam kurun waktu yang sama. Penemuan TBC BTA adalah penemuan pasienbaru melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobatidi unit pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada waktu tertentu.Berikut ini merupakan perkembangan cakupan penemuan dan penangananpenderita TBC BTA di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.68

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTAdi Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)

1. Jumlah penderitabaru TBC BTAyang ditemukandan diobati Orang 245 251 428 355 369 10,78
2. Jumlah perkiraanpenderita baruTBC BTA orang 197 251 260 265 262 7,39
3.

Cakupanpenemuan danpenangananpenderitapenyakit TBCBTA
persen 124,37 100 164,62 133,96 140,84 3,16

Sumber:
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017
2) Hasil Olahan, 2017
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Tabel 2.68

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTAdi Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)

1. Jumlah penderitabaru TBC BTAyang ditemukandan diobati Orang 245 251 428 355 369 10,78
2. Jumlah perkiraanpenderita baruTBC BTA orang 197 251 260 265 262 7,39
3.

Cakupanpenemuan danpenangananpenderitapenyakit TBCBTA
persen 124,37 100 164,62 133,96 140,84 3,16

Sumber:
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017
2) Hasil Olahan, 2017
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Gambar 2.44
Grafik Jumlah Seluruh Balita Gizi Buruk yang Ditemukan

di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
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Dapat dilihat pada tabel 2.68cakupan penemuan dan penangananpenderita TBC BTA di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012, cakupan penemuan dan penangananpenderita TBC BTA mencapai 124,37%, tetapi di tahun 2013 turun menjadi100%. Tahun 2014, cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTAmeningkat menjadi 164,62%, tetapi turun lagi di tahun 2015 menjadi133,96%, dan kembali meningkat di tahun 2016 menjadi 140,84%. Selamatahun 2012-2016, rata-rata pertumbuhan jumlah penderita bari TBC BTAyang ditemukan dan diobati yaitu 10,78% per tahun. Selama 5 tahun terakhir,penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati tersebut lebih banyakdari jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA per tahunnya.

Gambar 2.45
Grafik Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017Apabila dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal yang sebesar100%, maka cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA di KotaYogyakarta untuk tahun 2012-2016 sudah mampu melampauinya. Akantetapi, tetap diperlukan penanganan yang maksimal agar jumlah penderitaTBC BTA tidak meningkat di masa mendatang. Untuk penanganan sejak dinikasus TBC di Kota Yogyakarta, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telahmelakukan kerjasama dengan rumah sakit se-Kota Yogyakarta, dokter praktikdan Kelompok Aisyah. Melalui jaringan tersebut, warga yang ditemukansakit dengan gejala batuk selama 3 minggu dan tidak sembuh, maka akandidampingi untuk melakukan pemeriksaan BTA-Basil Tahan Asam. Apabiladitemukan kasus TBC positif maka penderita akan segera diberi obat sejak dinidengan harapan dapat mencegah penularan dan sekaligus memutus matarantai penularan penyakit tersebut.
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Walaupun Dinas Kesehatan dan jejaring kerjasamanya sudah berusahakeras untuk menangani penyakit ini, namun penanganan kasus TBC tetapmemerlukan dukungan dari semua pihak, terutama anggota keluarga. Haltersebut disebabkan karena penderita harus meminum obat selama 6 bulanberturut turut tanpa putus. Faktor kebosanan dan kejenuhan diprediksi akantimbul, untuk itu keluarga harus memberi dukungan penuh karena sakit TBCdapat disembuhkan, dengan catatan harus dengan rutin dan disiplinmeminum obat. Untuk memotivasi penderita, terdapat penghargaan berupauang bagi penderita dan pendamping minum obat untuk penyakit ini. Parapenderita sembuh TBC mendapatkan penghargaan berupa uang sebesar Rp300.000,- sedangkan para pendamping minum obat-PMO mendapatpenghargaan uang Rp 200.000,-.
11. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBDDemam berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit yang ditandaidengan panas mendadak yang berlangsung terus-menerus selama 2-7 haritanpa sebab yang jelas, tanda-tanda perdarahan (sekurang-kurangnya uji

Torniquet positif), disertai/tanpa pembesaran hati (hepatomegali),
trombositopenia (trombosit ≤100.000/µl), peningkatan hematocrit ≥20%.Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dihitungberdasarkan perbandingan antara jumlah penderita DBD yang ditanganisesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun dan jumlah penderita DBDyang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Berikut inimerupakan data perkembangan cakupan penemuan dan penangananpenderita penyakit DBD di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.69
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBDdi Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)

1. Jumlah penderitabaru DBD yangditemukan dandiobati Jiwa 382 915 418 945 1.705 45,35
2. Jumlah perkiraanpenderita baruDBD Jiwa 382 915 418 945 759 18,73
3. Cakupanpenemuan danpenangananpenderita penyakitDBD persen 100 100 100 100 100 0,00

Sumber :
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017
2) Hasil Olahan, 2017
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Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 telah mencapai 100%. Hal inimenandakan bahwa seluruh penderita penyakit DBD sudah ditemukan danditangani. Jika dilihat dari jumlah penderita DBD yang ada, terjadi fluktuasikasus dalam kurun 5 tahun terakhir. Jumlah penderita baru DBD yangditemukan dan diobati pada tahun 2016 adalah yang tertinggi dalam kurunwaktu 2012-2016. Jumlah penderita baru DBD yang ditemukan dan diobatipada tahun 2016 mencapai hampir dua kali lipat dari tahun 2015 dan melebihiperkiraan di tahun tersebut, yaitu sebesar 1.705 jiwa. Rata-rata pertumbuhanjumlah penderita DBD di Kota Yogyakarta per tahunnya cukup tinggi, yaitusebesar 45,35%. Hal ini mengindikasikan bahwa pencegahan demamberdarah di lingkungan perkotaan belum berjalan dengan optimal.

Gambar 2.46
Grafik Jumlah Penderita Baru DBD yang Ditemukan dan Diobati

di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

DBD merupakan penyakit serius yang harus diberantas dan dicegah.Upaya yang harus dilakukan antara lain peningkatan kegiatan surveilanspenyakit dan surveilans vector, diagnosis dini dan pengobatan dini, sertapeningkatan upaya pemberantasan vektor penular penyakit DBD. Metodeyang tepat guna untuk mencegah DBD adalah Pemberantasan Sarang Nyamuk(PSN) melalui 3M plus (Menguras, Menutup dan Mengubur) dan menaburlarvasida, penyebaran ikan pada tempat penampungan air serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mencegah/memberantas nyamuk Aedesberkembang biak. Diharapkan dengan rutin melakukan kegiatan tersebutdapat menekan jumlah kasus DBD di Kota Yogyakarta.
12. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat MiskinCakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskinmerupakan perbandingan antara jumlah pelayanan kesehatan pasien
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masyarakat miskin di strata 2 dan 3 dengan jumlah seluruh masyarakatmiskin di Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan data cakupanpelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di KotaYogyakarta.
Tabel 2.70

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskindi Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)

1.
Jumlahpelayanankesehatanpasienmasyarakatmiskin distrata2 dan 3

orang 11.090 17.192 7.269 8.092 20.365 16,41
2. Jumlahmasyarakatmiskin orang 11.090 17.192 7.269 60.230 60.195 52,64
3.

Cakupanpelayanankesehatanrujukan pasienmasyarakatmiskin
persen 100 100 100 13,43 33,83 -23,73

Sumber :
1) Standar Pelayanan Minimal Kota Yogyakarta 2016, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017
2) Hasil Olahan, 2017Berdasarkan data di atas, cakupan pelayanan kesehatanrujukan pasien masyarakat miskin di Kota Yogyakarta dalam kurunwaktu 2012-2016 menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun2012-2014, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakatmiskin telah mencapai 100%. Namun, mulai tahun 2015-2016, cakupanpelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin justru semakinmenurun, yaitu menjadi 13,43% di tahun 2015 dan 33,83% di tahun2016. Jumlah pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakatmiskin di strata 2 dan 3 serta jumlah masyarakat miskin di KotaYogyakarta cenderung fuktuatif. Hal ini dikarenakan jumlah masyarakatmiskin yang mendapat pelayanan kesehatan di strata 2 dan 3 berubahjenisnya setiap tahun. Di tahun 2012-2013, seluruh masyarakat miskinyang terdaftar dalam Jamkesmas seluruhnya mendapat pelayanankesehatan. Pada tahun 2014, seluruh masyarakat miskin yang terdaftardalam BPJS & JKN juga mendapatkan pelayanan kesehatan. Selanjutnya,di tahun 2015-2016, jumlah masyarakat miskin yang tercatat merupakanpenerima KMS (Kartu Menuju Sejahtera) sehingga jumlahnya jauh lebih
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besar dibandingkan jumlah masyarakat miskin di tahun-tahunsebelumnya, sehingga meskipun jumlah pelayanan kesehatan rujukanpasien masyarakat miskin jumlahnya meningkat, tetapi persentasenyamenjadi lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Olehkarena itu, diharapkan untuk periode selanjutnya tidak perlu lagimenyertakan indikator ini karena sudah ada fasilitas jaminan kesehatan(seperti BPJS) sehingga tidak ada lagi perbedaan masyarakat miskin dannon miskin.

Gambar 2.47
Grafik Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

13. Cakupan Kunjungan BayiCakupan kunjungan bayi merupakan cakupan bayi yangmendapatkan pelayanan minimal 4 kali, yaitu 1 kali pada umur 29 harisampai 2 bulan, 1 kali pada umur 3 sampai 5 bulan, 1 kali pada umur 6-8bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan sesuai standar di suatu wilayahkerja pada kurun waktu tertentu. Dengan indikator ini dapat diketahuiefektivitas, continuum of care dan kualitas pelayanan kesehatan bayi.Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan kunjungan bayi diKota Yogyakarta.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 91

besar dibandingkan jumlah masyarakat miskin di tahun-tahunsebelumnya, sehingga meskipun jumlah pelayanan kesehatan rujukanpasien masyarakat miskin jumlahnya meningkat, tetapi persentasenyamenjadi lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Olehkarena itu, diharapkan untuk periode selanjutnya tidak perlu lagimenyertakan indikator ini karena sudah ada fasilitas jaminan kesehatan(seperti BPJS) sehingga tidak ada lagi perbedaan masyarakat miskin dannon miskin.

Gambar 2.47
Grafik Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

13. Cakupan Kunjungan BayiCakupan kunjungan bayi merupakan cakupan bayi yangmendapatkan pelayanan minimal 4 kali, yaitu 1 kali pada umur 29 harisampai 2 bulan, 1 kali pada umur 3 sampai 5 bulan, 1 kali pada umur 6-8bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan sesuai standar di suatu wilayahkerja pada kurun waktu tertentu. Dengan indikator ini dapat diketahuiefektivitas, continuum of care dan kualitas pelayanan kesehatan bayi.Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan kunjungan bayi diKota Yogyakarta.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 91

besar dibandingkan jumlah masyarakat miskin di tahun-tahunsebelumnya, sehingga meskipun jumlah pelayanan kesehatan rujukanpasien masyarakat miskin jumlahnya meningkat, tetapi persentasenyamenjadi lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Olehkarena itu, diharapkan untuk periode selanjutnya tidak perlu lagimenyertakan indikator ini karena sudah ada fasilitas jaminan kesehatan(seperti BPJS) sehingga tidak ada lagi perbedaan masyarakat miskin dannon miskin.

Gambar 2.47
Grafik Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

13. Cakupan Kunjungan BayiCakupan kunjungan bayi merupakan cakupan bayi yangmendapatkan pelayanan minimal 4 kali, yaitu 1 kali pada umur 29 harisampai 2 bulan, 1 kali pada umur 3 sampai 5 bulan, 1 kali pada umur 6-8bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan sesuai standar di suatu wilayahkerja pada kurun waktu tertentu. Dengan indikator ini dapat diketahuiefektivitas, continuum of care dan kualitas pelayanan kesehatan bayi.Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan kunjungan bayi diKota Yogyakarta.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 91

besar dibandingkan jumlah masyarakat miskin di tahun-tahunsebelumnya, sehingga meskipun jumlah pelayanan kesehatan rujukanpasien masyarakat miskin jumlahnya meningkat, tetapi persentasenyamenjadi lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Olehkarena itu, diharapkan untuk periode selanjutnya tidak perlu lagimenyertakan indikator ini karena sudah ada fasilitas jaminan kesehatan(seperti BPJS) sehingga tidak ada lagi perbedaan masyarakat miskin dannon miskin.

Gambar 2.47
Grafik Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

13. Cakupan Kunjungan BayiCakupan kunjungan bayi merupakan cakupan bayi yangmendapatkan pelayanan minimal 4 kali, yaitu 1 kali pada umur 29 harisampai 2 bulan, 1 kali pada umur 3 sampai 5 bulan, 1 kali pada umur 6-8bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan sesuai standar di suatu wilayahkerja pada kurun waktu tertentu. Dengan indikator ini dapat diketahuiefektivitas, continuum of care dan kualitas pelayanan kesehatan bayi.Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan kunjungan bayi diKota Yogyakarta.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 92

Tabel 2.71
Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlah kunjunganbayi memperolehpelayanankesehatan sesuaistandar Bayi 4.221 4.078 3.887 3.647 3.526 -4,40

2. Jumlah seluruhbayi lahir hidup Bayi 4.658 4.406 4.369 3.972 3.841 -4,713. Cakupankunjungan bayi Persen 90,6 92,56 88,97 91,82 91,80 0,33
Sumber :
1) Standar Pelayanan Minimal Kota Yogyakarta 2016, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017
2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, cakupan kunjungan bayi di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 bersifat fluktuatif denganpertumbuhan rata-rata per tahun yaitu sebesar 0,33%. Pada tahun 2012,cakupan kunjungan bayi mencapai 90,6%, kemudian mengalami fluktuasihingga mencapai 91,80% pada tahun 2016. Jika dibandingkan denganStandar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 90%, maka cakupankunjungan bayi selama 5 tahun terakhir telah mencapai SPM tersebut.

Gambar 2.48
Grafik Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

14. Cakupan PuskesmasPuskesmas merupakan suatu kesatuan organisasi fungsional yangmerupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang jugamembina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanankesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayahkerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Cakupan puskesmas dihitungberdasarkan perbandingan antara jumlah puskesmas dan jumlah seluruh
Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 92

Tabel 2.71
Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlah kunjunganbayi memperolehpelayanankesehatan sesuaistandar Bayi 4.221 4.078 3.887 3.647 3.526 -4,40

2. Jumlah seluruhbayi lahir hidup Bayi 4.658 4.406 4.369 3.972 3.841 -4,713. Cakupankunjungan bayi Persen 90,6 92,56 88,97 91,82 91,80 0,33
Sumber :
1) Standar Pelayanan Minimal Kota Yogyakarta 2016, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017
2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, cakupan kunjungan bayi di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 bersifat fluktuatif denganpertumbuhan rata-rata per tahun yaitu sebesar 0,33%. Pada tahun 2012,cakupan kunjungan bayi mencapai 90,6%, kemudian mengalami fluktuasihingga mencapai 91,80% pada tahun 2016. Jika dibandingkan denganStandar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 90%, maka cakupankunjungan bayi selama 5 tahun terakhir telah mencapai SPM tersebut.

Gambar 2.48
Grafik Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

14. Cakupan PuskesmasPuskesmas merupakan suatu kesatuan organisasi fungsional yangmerupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang jugamembina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanankesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayahkerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Cakupan puskesmas dihitungberdasarkan perbandingan antara jumlah puskesmas dan jumlah seluruh
Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 92

Tabel 2.71
Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlah kunjunganbayi memperolehpelayanankesehatan sesuaistandar Bayi 4.221 4.078 3.887 3.647 3.526 -4,40

2. Jumlah seluruhbayi lahir hidup Bayi 4.658 4.406 4.369 3.972 3.841 -4,713. Cakupankunjungan bayi Persen 90,6 92,56 88,97 91,82 91,80 0,33
Sumber :
1) Standar Pelayanan Minimal Kota Yogyakarta 2016, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017
2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, cakupan kunjungan bayi di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 bersifat fluktuatif denganpertumbuhan rata-rata per tahun yaitu sebesar 0,33%. Pada tahun 2012,cakupan kunjungan bayi mencapai 90,6%, kemudian mengalami fluktuasihingga mencapai 91,80% pada tahun 2016. Jika dibandingkan denganStandar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 90%, maka cakupankunjungan bayi selama 5 tahun terakhir telah mencapai SPM tersebut.

Gambar 2.48
Grafik Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

14. Cakupan PuskesmasPuskesmas merupakan suatu kesatuan organisasi fungsional yangmerupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang jugamembina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanankesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayahkerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Cakupan puskesmas dihitungberdasarkan perbandingan antara jumlah puskesmas dan jumlah seluruh
Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 92

Tabel 2.71
Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlah kunjunganbayi memperolehpelayanankesehatan sesuaistandar Bayi 4.221 4.078 3.887 3.647 3.526 -4,40

2. Jumlah seluruhbayi lahir hidup Bayi 4.658 4.406 4.369 3.972 3.841 -4,713. Cakupankunjungan bayi Persen 90,6 92,56 88,97 91,82 91,80 0,33
Sumber :
1) Standar Pelayanan Minimal Kota Yogyakarta 2016, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017
2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, cakupan kunjungan bayi di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 bersifat fluktuatif denganpertumbuhan rata-rata per tahun yaitu sebesar 0,33%. Pada tahun 2012,cakupan kunjungan bayi mencapai 90,6%, kemudian mengalami fluktuasihingga mencapai 91,80% pada tahun 2016. Jika dibandingkan denganStandar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 90%, maka cakupankunjungan bayi selama 5 tahun terakhir telah mencapai SPM tersebut.

Gambar 2.48
Grafik Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

14. Cakupan PuskesmasPuskesmas merupakan suatu kesatuan organisasi fungsional yangmerupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang jugamembina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanankesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayahkerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Cakupan puskesmas dihitungberdasarkan perbandingan antara jumlah puskesmas dan jumlah seluruh



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 93

kecamatan di Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan data cakupanpuskesmas di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.72

Cakupan Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. JumlahPuskesmas Unit 18 18 18 18 18 0,002. JumlahSeluruhKecamatan Unit 14 14 14 14 14 0,003. Cakupanpuskesmas Persen 128,57 128,57 128,57 128,57 128,57 0,00

Sumber :
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017
2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, cakupan puskesmas di Kota Yogyakartadalam kurun waktu 2012-2016 masih stabil dengan persentase 128,57%.Hal ini menandakan bahwa di seluruh kecamatan sudah tersediapuskesmas. Persentase cakupan puskesmas mencapai lebih dari 100%karena beberapa kecamatan memang memiliki lebih dari 1 puskesmas.Kecamatan-kecamatan yang memiliki lebih dari 1 puskesmas umumnyadikarenakan luas wilayah dan jumlah penduduknya lebih besardibandingkan kecamatan lain, yaitu Kecamatan Umbulharjo, Kotagede,Gondokusuman, dan Danurejan. Tersedianya puskesmas di setiapkecamatan diharapkan memberikan kemudahan akses terhadap layanankesehatan terdekat bagi masyarakat.
15. Cakupan PuskesmasPembantuPuskesmas pembantu merupakan unit pelayanan kesehatan yangsederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluasjangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yangdilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil sertajenis dan kompetensi pelayanan disesuaikan dengan kemampuan tenagadan sarana yang tersedia. Cakupan puskesmas pembantu dihitungberdasarkan perbandingan jumlah puskesmas pembantu dibagi jumlahseluruh kelurahan yang ada di Kota. Berikut ini merupakan cakupanpuskesmas pembantu di Kota Yogyakarta.
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Tabel 2.73
Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlahpuskesmaspembantu Unit 10 10 8 9 9 -2,60

2. JumlahKelurahan Unit 45 45 45 45 45 0,00
3. Cakupanpuskesmaspembantu Persen 22,22 22,22 17,78 20,00 20,00 -2,60

Sumber :
1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2017
2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, cakupan puskesmas pembantu di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung menurun. Hal initerlihat dari berkurangnya jumlah puskesmas pembantu di KotaYogyakarta. Pada tahun 2012-2013 tersedia 10 puskesmas pembantu(pustu), kemudian turun menjadi 8 pustu di tahun 2014, dan sedikitmeningkat menjadi 9 pustu di tahun 2015-2016. Berkurangnya jumlahpuskesmas pembantu dikarenakan penutupan beberapa pustu yangdianggap kurang mampu memberikan pelayanan optimal kepadamasyarakat karena jumlah pasien yang ditangani sangat sedikit. Beberapapustu juga dialihfungsikan menjadi klinik rawat inap maupun rumahsehat lansia.

Gambar 2.49
Grafik Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

16. Jaminan KesehatanProgram jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah saatini adalah BPJS. BPJS ini masih sangat baru sehingga dalampelaksanaannya masih ada beberapa kendala yang menyertainya.Kendala yang terjadi ini cukup serius mengingat berhubungan dengan
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kondisi kesehatan pasien. Menurut keterangan dari Bagian ADP RSUDKota Yogyakarta beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan BPJSdi RSUD Kota Yogyakarta adalah:1) Verifikator merambah diagnosis dokter.Sebagai contoh pasien di diagnosis Bronchopnemonia, namun hasilRontgen Foto mengatakan Bronchitis, maka pihak rumah sakit dimintamengganti  diagnosis menjadi  Bronchitis. Seharunya jika secara klinisbronchopneumonia, rumah sakit bertahan dengan diagnosisbronchopneumonia. Namun kenyataannya kalau menurut pihak BPJS,apabila diagnosis Bronchopneumonia hasil rontgen fotonya harusmenunjukkan Seperti Pneumonia (sesuai hasil dari DPM).2) Permenkes tentang Kegawatdaruratan perlu ditinjau ulang karenabelum semua kondisi gawat darurat terakomodir, seperti contohVulnus lacerasi di extrememitas.3) Belum ada Juknis verifikasi klaim untuk verifikator BPJS, sehinggatidak ada dasar dalam memverifikasi (menolak klaim).4) Belum ada SDM (Petugas BPJS) di Poliklinik Sore, sehingga apabilapetugas tidak ada (tidak standby), maka tidak terverifikasi karenakewenangan SEP pada Petugas BPJS.5) Ada beberapa kasus rawat inap yang dipaksakan untuk kasus rawatjalan tanpa mau tahu kondisi umum pasien.6) Permasalahan Obat Farmasia. Ada penyakit kronis yang belum masuk kedalam kategori 10besar penyakit kronis versi BPJS, seperti: Gastristis.b. Obat-obat dari diagnosis penyerta atau komplikasi dari DM(Diabetes Melitus) tidak bisa diklaim, Seperti: Ca Carbonat, Calos,Anemolat, dll.
C. Pekerjaan UmumKota Yogyakarta yang merupakan wilayah perkotaan dimana mempunyaikegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempatpermukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan,pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dari pengertian tersebut, terdapatbeberapa indikator pada aspek pekerjaan umum ini yang disesuaikan dan atauditiadakan karena tidak tepat apabila digunakan untuk mengukur kinerjakewilayahan di Kota Yogyakarta, juga terdapat beberapa indikator yangmengalami penyesuaian judul dan atau formula yang telah disesuaikan dengankondisi wilayah Kota Yogyakarta.
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1. Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan JembatanDalam Sistem Pelayanan Minimum(SPM) kondisi jalan sesuaidengan Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar PelayananMinimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disebutkan bahwapersentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan didapatkandari perbandingan antara kondisi jalan baik dengan panjang jalanpenghubung pusat kota. Kondisi jalan baik diartikan sebagai kondisi jalandengan kondisi baik dan sedang.
Tabel 2.74

Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Kondisi jalanbaik Km 211,16 223,8 205 216 206,95 -0,50

2. Panjang jalanpenghubungpusat kota Km 248,09 248,09 248,09 248,09 248,09 0
3.

Persentasekualitassarana danprasaranajalan danjembatan
% 85,11 90,21 82,63 87,06 83,42 -0,50

Sumber : Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota
Yogyakarta Tahun 2017, dengan Hasil Olahan

Indikator persentase kualitas sarana dan prasarana jalan danjembatan di Kota Yogyakarta dari tahun 2012-2016 menunjukkankecenderungan yang negatif. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016kondisi jalan baik di Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan rata-ratasebesar -0,50% per tahun, sedangkan di tahun yang sama, panjang jalanpenghubung pusat kota di Kota Yogyakarta tidak mengalamipertumbuhan (stagnan). Sehingga dari tahun 2012 hingga tahun 2016terjadi penurunan kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan yangditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata pertahun mencapai -0,50%.Indikator persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatanini bertujuan untuk meningkatkan persentase jalan yang menghubungkanpusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota (aksesibilitas) menjadi 100%,persentase jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukanperjalanan (mobilitas) menjadi 100%, persentase jalan yang menjaminpengguna jalan berkendara dengan selamat (keselamatan) menjadi100%,  dan persentase jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalandengan selamat dan nyaman (kondisi jalan) menjadi 100%.
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Gambar 2.50
Grafik Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan

di Kota Yogyakarta 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017Meskipun dari tahun 2012 hingga tahun 2016 kualitas sarana danprasarana jalan dan jembatan khususnya pada kondisi jalan yang baikmengalami penurunan setiap tahunnya, namun di tahun 2015 kondisijalan yang baik sempat mengalami peningkatan. Di tahun 2016 kondisijalan yang baik kembali menurun menjadi 206,95 km atau 83,42% darikeseluruhan jalan yang ada di Kota Yogyakarta.

2. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Pemeluk AgamaIndikator rasio tempat ibadah per satuan pemeluk agamadidapatkan dari perbandingan antara jumlah tempat ibadah denganjumlah pemeluk agama per 1000 penduduk. Berdasarkan tabel jumlahtempat ibadah berikut terlihat bahwa jumlah tempat ibadah denganjumlah paling banyak dan cenderung mengalami peningkatan adalahmasjid yang jumlahnya hingga tahun 2016 sebanyak 979 unit masjid,sedangkan jumlah gereja kristen dan pura memiliki jumlah dengankecenderungan tetap dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016.Hal tersebut berbeda dengan jumlah gereja katolik dan vihara yangcenderung fluktuatif dari tahun ke tahun.
Tabel 2.75

Jumlah Tempat Ibadah dan Jumlah Pemeluk Agama di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

No. Uraian Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbu
han Rata-

rata
(% /

Tahun)1. Jumlah
Tempat
Ibadah

961 1.015 1.033 1039 1032 1,80a. Masjid Unit 906 958 979 979 979 1,96
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No. Uraian Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbu
han Rata-

rata
(% /

Tahun)b. GerejaKristen Unit 41 41 41 41 41 0c. GerejaKatolik Unit 7 7 7 11 4 -13,06d. Pura Unit 1 1 1 1 1 0e. Vihara Unit 6 8 5 7 7 3,932. Jumlah
Pemeluk
Agama

Jiwaa. Islam Jiwa 336.339 335.389 344.995 335.389 339.087 0,20b. Kristen Jiwa 31.193 26.478 26.995 26.478 26.452 -4,04c. Katolik Jiwa 46.195 43.196 40.638 42.691 42.472 -2,08d. Hindu Jiwa 803 552 565 552 536 -9,61e. Budha Jiwa 2.155 1.366 1.362 1.366 1.307 -11,75
Sumber: SIPD Numerik Tahun 2016

Jumlah tempat ibadah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016selalu mengalami peningkatan kecuali gereja katolik yang mengalamipenurunan dengan pertumbuhan rata-rata -13,06% pertahun. Jumlahtempat ibadah berupa masjid mengalami peningkatan denganpertumbuhan rata-rata sebesar 1,96% pertahun dan jumlah viharamengalami pertumbuhan rata-rata 3,93% pertahun, sedangkan untuktempat ibadah lain seperti gereja kristen dan pura tidak mengalamipenambahan jumlah tempat ibadah. Berbeda dengan tren pertumbuhantempat ibadah, jumlah pemeluk agama dari tahun ke tahun cenderungmengalami penurunan. Untuk mengetahui rasio ketersediaan tempatibadah dilakukan perbandingan antara jumlah fasilitas tempat ibadahdengan jumlah pemeluk masing-masing agama dikalikan 1.000.
Tabel 2.76

Rasio Tempat Ibadah per Satuan Pemeluk Agama di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Rasio Tempatibadah per1.000penduduk

unit per1000pemelukagamaa. Masjid unit per1000pemelukagama 2,69 2,86 2,84 2,92 2,89 1,75
b. GerejaKristen unit per1000pemelukagama 1,31 1,55 1,52 1,55 1,55 4
c. GerejaKatolik unit per1000pemelukagama 0,15 0,16 0,17 0,26 0,09 -11,21
d. Pura unit per 1,25 1,81 1,77 1,81 1,87 11
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No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1000pemelukagamae. Vihara unit per1000pemelukagama 2,78 5,86 3,67 5,12 5,36 17,77

Sumber : SIPD Numerik Tahun 2016

Secara umum, perkembangan jumlah tempat ibadah per 1.000pemeluk agama di Kota Yogyakarta selama kurun waktu tahun 2012hingga tahun 2016 mengalami peningkatan, kecuali rasio gereja katolikper 1.000 pemeluk agama katolik yang memiliki pertumbuhan rata-rata -11,21% pertahun. Sesuai dengan  jumlah pemeluk masing-masing agama,rasio tempat ibadah berupa vihara per 1.000 pemeluk agama palingbanyak dibandingkan tempat ibadah lainnya. Sebaliknya jumlah gerejakristen paling sedikit dibandingkan dengan tempat ibadah yang lain.
3. Tempat Pemakaman Umum yang Dikelola Pemerintah KotaTempat Pemakaman Umum (TPU) yang dimaksudkan dalambahasan ini adalah areal tempat pemakaman milik dan atau dikuasai olehpemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawahpengawasan, pengurusan, dan pengelolaan pemerintah daerah. Terdapatempat TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu TPUSasanalaya dengan luasan sebesar 12,65 hektar yang terletak diKelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan; TPU Sarilaya memilikiluas sebesar 6,497 hektar yang terletak di Kelurahan Mantrijeron,Kecamatan Mantrijeron; TPU Pracimalaya dengan luasan sebesar 12,213hektar yang terletak di Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan;serta TPU Utaralaya yang terletak di Kelurahan Tegalrejo, KecamatanTegalrejo dan memiliki luasan 16,764 hektar, dan kesemuanyamerupakan tanah milik negara. Keempat TPU tersebut dalam kurunwaktu tahun 2010 hingga tahun 2015 memiliki daya tampung sebanyak12.579 unit dengan rincian 4611 unit untuk TPU Sasanalaya, 1779 unituntuk TPU Sarilaya, 3632 unit untuk TPU Pracimalaya, dan 3421 unituntuk TPU Utaralaya. Melihat daya tampung TPU yang tetap inimenjadikan pemerintah Kota Yogyakarta perlu merencanakan cara untukmengantisipasi kebutuhan masyarakat akan tempat pemakaman umumdi masa mendatang yang semakin meningkat.
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Tabel 2.77
Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

1. Jumlah dayatampung tempatpemakaman umum Unit 12.579 12.579 12.579 12.579 12.579
2. Jumlah penduduk Jiwa 427.591 406.660 413.936 409.487 411.282
3. Rasio tempatpemakaman umumper satuanpenduduk 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Sumber :
1. Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan

Permukiman Tahun 2017
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2017Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dihitungdengan melakukan perbandingan antara jumlah daya tampung tempatpemakaman umum dengan jumlah penduduk di tahun tersebut dikalikandengan bilangan 1000. Dari tahun 2012 hingga tahun 2016, rasio tempatpemakaman umum per satuan penduduk relatif tidak meningkat. Hal inimengingat jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang mengalamiperkembangan yang fluktuatif sejak tahun 2012 sampai tahun 2016,ditambah dengan luas dan daya tampung tempat pemakaman umum diKota Yogyakarta yang cenderung stagnan (tidak bertambah).

4. Rasio Permukiman Layak HuniMenurut Permen PU No.01/PRT/M/2014 permukimandidefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan huniansecara menyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana,utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaandan kawasan perdesaan. Indikator rasio permukiman layak huni adalahperbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayahpermukiman secara keseluruhan. Penghitungan indikator rasiopermukiman layak huni ini dimaksudkan untuk mengukur proporsi luaspemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasanlindung, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal ataulingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupandan penghidupan.
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Tabel 2.78
Rasio Permukiman Layak Huni di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No Indikator
Kinerja Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumb
uhan

Rata-rata
(% /

Tahun)1. LuasPermukimanLayak Huni Ha 82.970 89.989 89.661 89.661 90.215 2,11
2. Luas WilayahPermukiman Ha 427.591 406.660 413.936 409.487 411.282 -0,97
3. Rasiopermukimanlayak huni 0,19 0,22 0,22 0,22 0,22 3,66

Sumber :
1. SIPD Numerik Tahun 2015 dengan Hasil Olahan
2. Badan Perncanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017

Rasio rumah layak huni cenderung meningkat diikuti denganpenurunan jumlah penduduk yang ada di Kota Yogyakarta yang semulaberjumlah 427.591 jiwa di tahun 2012 menjadi 411.282 jiwa di tahun2016 atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -0,97% per tahun. Disamping itu, peningkatan jumlah rumah layak huni di Kota Yogyakartadipengaruhi oleh pelaksanaan bantuan untuk rumah tidak layak huniyang mendorong peningkatan jumlah rumah layak huni setiap tahunnya.Oleh karena itu rasio rumah layak huni dari tahun 2012 hingga tahun2016 mengalami kecenderungan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,66% per tahun.
5. Rasio Panjang Jalan Per Satuan PendudukIndikator rasio panjang jalan per satuan penduduk merupakanperbandingan antara jumlah panjang jalan dengan jumlah penduduk.Indikator ini dihitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagiankota.

Tabel 2.79
Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. JumlahPanjangJalan *) km 248,09 248,09 248,09 248,09 248,09 0,00

2. JumlahPenduduk Jiwa 427.591 406.660 413.936 409.487 411.282 -1
3. Rasiopanjangjalan persatuanpenduduk

km/jiwa 0,000580 0,000610 0,000600 0,000599 0,000603 0,99
Sumber :
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1. Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2017, dengan
Hasil Olahan
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Keterangan :
*) Jumlah Panjang Jalan Bernomor Ruas JalanPerkembangan rasio panjang jalan per satuan penduduk di KotaYogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 memilikinilai yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pertumbuhanrata-rata sebesar 0,99% per tahun. Nilai yang menunjukkan fluktuasidengan kecenderungan meningkat ini diduga dipengaruhi oleh semakinmenurunnya jumlah penduduk yang dihadapkan dengan panjang jalanyang tidak bertambah dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Meskipunrelatif tidak mengalami peningkatan, namun semakin meningkatnya nilaiindikator rasio panjang jalan per satuan penduduk ini dapat diantisipasidengan meningkatkan kuantitas penggunaan kendaraan umumdibandingkan dengan kendaraan pribadi agar tidak terjadi penumpukankendaraan di ruas-ruas jalan yang menyebabkan akses jalan ke bagiankota semakin padat (belum dapat dicapai dengan mudah).

Gambar 2.51
Grafik Rasio Panjang Jalan Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017Berdasarkan pedoman penentuan standar pelayanan minimalbidang penataan ruang, perumahan dan permukiman dan pekerjaanumum (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.534/KPTS/M/2001), Standar Pelayanan Minimal panjang jalan dilaluiroda 4 adalah 0,6 Km/1.000 penduduk, sehingga untuk indikator rasiopanjang jalan per satuan penduduk di Kota Yogyakarta masih belummemenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
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6. Persentase Jalan yang Menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan Dalam
Wilayah Kota (Aksesibilitas)Formula yang digunakan untuk menghitung jalan pengubung dariibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk adalah denganmembagi jumlah kawasan permukiman penduduk yang belum dilaluikendaraan roda empat dengan jumlah seluruh kawasan permukimanpenduduk dan dikalikan dengan bilangan 100. Menurut narasumber dariDinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, tidak adapendataan mengenai formula pembagi untuk perhitungan indikator ini.Indikator jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasanpermukiman penduduk (minimal dilalui roda empat) ini digunakan untukmenghitung aksesibilitas wilayah, namun pada dasarnya kondisi KotaYogyakarta tidak terdapat wilayah yang terisolir, sehingga dapatdikatakan bahwa kesemua jalan di Kota Yogyakarta dapat diakses danatau dapat dilalui oleh kendaraan roda empat.

Tabel 2.80
Persentase Jalan yang Menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan Dalam Wilayah Kota

Yogyakarta (Aksesibilitas)Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 20161. Total panjang jalan eksisting Km 248,09 248,09 248,09 248,09 248,092. Total rencana panjang jalan Km 248,09 248,09 248,09 248,09 248,093. Persentase jalan yangmenghubungkan pusat-pusat kegiatan dalamwilayah kota (aksesibilitas) % 100 100 100 100 100
Sumber : Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2017

Dalam indikator kinerja utama yang dimiliki oleh Dinas PekerjaanUmum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, untukmenghitung aksesibilitas (persentase jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota) menggunakan formula jumlahpanjang jalan eksisting dibagi dengan total rencana panjang jalandikalikan dengan bilangan 100. Panjang jalan eksisting dalam kurunwaktu tahun 2012 hingga tahun 2016 adalah sepanjang 248,09 km(panjang jalan bernomor ruas jalan), sedangkan total rencana panjangjalan yang ditetapkan di Kota Yogyakarta adalah sepanjang 248,09 km,sehingga dalam kurun waktu 2012 hingga tahun 2016 nilai indikatoraksesibilitas di Kota Yogyakarta adalah 100%.
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7. Panjang dan Kondisi TrotoarPermendagri 54/2010 menyebutkan bahwa formula yangdigunakan untuk menghitung panjang jalan yang memiliki trotoar dandrainase/saluran pembuangan air adalah dengan membagi panjang jalanyang memiliki trotoar dan drainase dengan panjang seluruh jalankabupaten dikalikan dengan bilangan 100. Menurut narasumber dariDinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, perhitunganmengenai panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase sulitdilakukan pendataannya, hal ini dikarenakan dalam satu ruas jalan belumtentu terdapat drainase dan atau trotoar, atau hanya terdapat drainasedan atau trotoar di salah satu sisinya saja (ruas jalan kanan atau kiri saja),sehingga indikator panjang jalan yang memiliki trotoar dandrainase/saluran pembuangan air diganti dengan panjang dan kondisitrotoar (umum) di wilayah Kota Yogyakarta, selain trotoar yang sudahada tegel difabel di wilayah Kota Yogyakarta.
Tabel 2.81

Jumlah Panjang Jalan yang Dilengkapi Trotoar dan Kondisi
di Kota Yogyakarta Tahun 2014-2016

No. Indikator Satuan 2014 % 2015 % 2016 %1. Jumlah panjangtrotoar M 183,65 184,10 184,41
2. Trotoar yang sudahada tegel difabel M 18,76 10,22 20,93 11,27 26,64 14,45
3. Trotoar yang belumada tegel difabel M 164,89 89,78 163,16 87,97 157,76 85,554. Kondisi trotoar Ma. Baik M 115,36 62,81 117,79 63,96 118,71 64,37b. Sedang M 54,13 29,48 54,13 28,1 54,13 29,35c. Rusak M 14,15 7,71 12,17 7,42 11,56 6,27

Sumber : Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Tahun 2017Panjang trotoar, baik yang sudah bertegel difabel dan yang belumbertegel difabel di Kota Yogyakarta pada tahun 2012 hingga tahun 2016mengalami peningkatan dari yang semula di tahun 2012 sepanjang182,72 Km menjadi 184,41 Km di tahun 2016.  Di tahun 2016 sepanjang26,64 Km (14,45%) trotoar sudah memiliki fasilitas tegel difabel. Ditinjaudari kondisinya di tahun yang sama sebesar 64,37% atau sepanjang118,71 Km trotoar dalam kondisi yang baik. Meskipun peningkatankondisi trotoar belum begitu signifikan, namun dari tahun ke tahunperbaikan kondisi trotoar terus ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari
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panjang trotoar yang berada pada kondisi baik dari tahun 2012 hinggatahun 2016 yang terus meningkat.
8. Luas Areal Permukiman di Bantaran SungaiFormula yang dipergunakan untuk menghitung sempadan sungaiyang dipakai bangunan rumah liar adalah panjang sempadan sungai yangdipakai bangunan liar dibagi dengan panjang seluruh sempadan sungaikota dikali dengan bilangan 100. Namun data untuk indikator tersebuttidak dapat ditemukan karena belum pernah dilakukan pendataan,sehingga indikator ini diganti dengan data mengenai luasan arealpermukiman di bantaran sungai.

Tabel 2.82
Luas Areal Permukiman di Bantaran Sungai Wilayah Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No. Indikator satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)

1. Luas arealpermukimandi bantaransungai Ha 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 -
Sumber : Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan

Permukiman Tahun 2017Luas areal permukiman di bantaran sungai wilayah KotaYogyakarta menunjukkan luasan yang sama dalam kurun waktu tahun2012 hingga tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh kondisi Kota Yogyakartasendiri yang secara administratif belum memiliki Perwal mengenaipanjang sempadan sungai, sehingga selama ini sempadan sungai yangditentukan oleh Kota Yogyakarta masih mengikuti sempadan sungai yangditetapkan oleh provinsi (15 meter dari sungai). Namun apabila ditarikgaris dari sungai, sempadan sungai di Kota Yogyakarta tidak ada yangberjarak 15 meter, bangunan di pinggir sungai tersebut melanggar aturansempadan sungai, baik di Sungai Code, Winongo, dan Gajahwong.Sungai yang mengalir di wilayah Kota Yogyakarta berada dibawahkewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu,sempadan sungai sesuai PP No. 38 tahun 2011 tentang sungaikewenangan ada di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu – Opak, sehinggadata terkait sempadan sungai yang digunakan sebagai bangunan liar tidakdapat diperoleh. Selain itu, kondisi di lapangan saat ini cukup banyakbangunan yang terletak di kawasan sempadan sungai di Kota Yogyakarta.Namun tanah di sepanjang sungai tersebut sebagian besar merupakantanah Magersari (tanah milik Keraton Yogyakarta). Tanah dan bangunan
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yang berdiri di atasnya memiliki sertifikat hak pinjam pakai, sehinggatidak bisa dikatakan sebagai bangunan liar.
9. Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak

TersumbatMenurut Peraturan Menteri PU No.01/PRT/M/2014 tersedianyasistem jaringan draniase adalah ukuran pencapaian kegiatan kebutuhanmasyarakat akan penyediaan sistem drainase di wilayahnya. Gunamenjamin kualitas ketersediaan sistem drainase dilakukan penghitunganpanjang drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidaktersumbat yang dihitung dengan formula panjang drainase tersumbatpembuangan aliran air dibagi dengan panjang seluruh drainase kota.
Tabel 2.83

Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbatdi Kota
YogyakartaTahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. PanjangDrainaseKondisi Baik Km 279,55 284,79 285,97 287,91 290,08 0,93

2. PanjangSeluruhDrainase Km 321,42 324,92 328,63 330,57 332,74 1
3.

Drainasedalamkondisibaik/pembuanganaliran airtidaktersumbat
% 86,97 87,65 87,02 87,10 87,18 0,06

Sumber : Bidang Sumberdaya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman

Tahun 2017

Panjang drainase dengan kondisi baik di Kota Yogyakartamenunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun2016, yakni sebesar 279,55 Km pada tahun 2012 dan meningkat menjadi290,08 Km pada tahun 2016. Panjang drainase dengan kondisi baik diKota Yogyakarta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahundengan angka pertumbuhan rata-rata 0,93% pertahun. Hal inimengindikasikan bahwa upaya pengelolaan air permukaan untukmeningkatkan kualitas lingkungan terlaksana dengan baik.
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Gambar 2.52
Grafik Drainase dalam Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Nilai persentase drainase dalam kondisi baik di Kota Yogyakartamenunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatanpresentase tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukanpemerintah Kota Yogyakakarta, khususnya Dinas Pekerjaan Umum,Perumahan, dan Kawasan Permukiman dalam memperbaiki kualitaslingkungan di Kota Yogyakarta terutama dalam perbaikan drainaseberhasil sehingga dapat mengurangi kemungkinan tergenangnya air dibeberapa titik tertentu pada saat musim hujan datang.
10. Persentase Kualitas Talud/Bronjong dan Saluran PengairanPembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungairawan longsor didapatkan dari hasil perhitungan formula jumlah lokasipembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungairawan longsor dibagi dengan jumlah seluruh wilayah rawan longsordikalikan dengan bilangan 100. Data untuk indikator pembangunan turapdi wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor di KotaYogyakarta tidak dapat ditemukan, hal ini dikarenakan tidak adapembangunan turap di wilayah Kota Yogyakarta. Pemerintah KotaYogyakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan KawasanPermukiman hanya melakukan kegiatan pembangunan talud, sehinggaindikator ini disesuaikan dengan kondisi di Kota Yogyakarta denganmenghitung persentase kualitas talud/bronjong dan saluran pengairan.Indikator tersebut didapatkan dari perbandingan antara panjang taludatau bronjong dan saluran air yang baik dengan total panjang talud ataubronjong dan saluran air secara keseluruhan.
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Tabel 2.84
Persentase Kualitas Talud atau Bronjong dan Saluran Pengairan Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

1. Panjang talud ataubronjong dan saluran airyang baik Km 109,98 110,76 108,86 250 252,30
2. Total panjang talud ataubronjong dan saluran air Km 152,26 152,26 152,26 348 348
3. Persentase kualitastalud/bronjong dansaluran pengairan % 72,23 72,74 71,50 72 72,5

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota
Yogyakarta Tahun 2012-2016

Panjang talud atau bronjong dan saluran air yang baik di KotaYogyakarta memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderunganmeningkat, yakni sepanjang 109,98 Km atau sebesar 72,23% pada tahun2012 meningkat menjadi 252,30 Km atau sebesar 72,50%  pada tahun2016. Kondisi talud atau bronjong dan saluran air yang baik di KotaYogyakarta mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan kondisitalud atau bronjong dan saluran air yang baik di tahun 2015.
D. Penataan RuangTerdapat tiga indikator dalam urusan penataan ruang ini, di antaranyaadalah persentase ruang terbuka hijau publik terhadap luas wilayah, rasiobangunan ber-IMB per satuan bangunan, dan indikator ruang publik yang berubahperuntukannya. Dari ketiga indikator dalam urusan penataan ruang ini, terdapatindikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula dari Lampiran 1Permendagri 54/2010 yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah KotaYogyakarta di masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Terhadap Luas WilayahTerdapat tiga indikator dalam urusan penataan ruang ini,diantaranya adalah persentase ruang terbuka hijau publik terhadap luaswilayah, rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan, dan indikatorruang publik yang berubah peruntukannya. Dari ketiga indikator dalamurusan penataan ruang ini, terdapat indikator yang mengalamipenyesuaian judul dan atau formula dari Lampiran 1 Permendagri54/2010 yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta.Perbandingan dilakukan dengan melihat persentase ruang terbukahijau publik terhadap luas wilayah di Kota Yogyakarta. Melaluiperhitungan tersebut terlihat pertumbuhan persentase RTH dengan
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kecenderungan meningkat. Dari data diketahui bahwa luas ruang terbukahijau di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun2016 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 0,13%pertahun. Hal tersebut berbanding lurus dengan nilai yang ditunjukkanoleh persentase RTH publik terhadap luas wilayah, yakni sebesar 18,95%di tahun 2012 dan meningkat menjadi 19,05% di tahun 2016.
Tabel 2.85

Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Terhadap Luas Wilayah di Kota
YogyakartaTahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Luas RTHpublik Ha 615,875 616,2 618,15 619,189 619,189 0,152. Luaswilayah Ha 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 -

3. PersentaseRTHterhadapluaswilayah % 18,95 18,96 19,02 19,05 19,05 0,14
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2014-2016

Dibalik peningkatan luasan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakartadalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016, terdapatpermasalahan dalam upaya peningkatan luasan ruang terbuka hijauuntuk masa mendatang, yakni adanya kendala mengenai keterbatasanlahan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Hal tersebutmengingat luasan wilayah Kota Yogyakarta yang stagnan namundihadapkan dengan berbagai perubahan pembangunan yangmembutuhkan ruang kosong sebagai lahannya. Hal tersebut mulaiditunjukan dari luasan RTH publik yang stagnan pada dalam kurun waktu2015-2016.
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Gambar 2.53
Grafik Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Terhadap Luas Wilayah di

Kota YogyakartaTahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

2. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan BangunanFormula yang digunakan untuk menghitung rasio bangunan berIMB per satuan bangunan adalah perbandingan antara jumlah bangunanber IMB dengan jumlah seluruh bangunan. Izin mendirikan bangunangedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kotakepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuaidengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
Tabel 2.86

Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. JumlahBangunanber- IMB Unit 66.330 67.512 68.602 69.410 70.328 1,47

2. JumlahBangunan Unit 89.649 90.649 91.921 92.729 92.965 0,913. RasioBangunan 0,74 0,74 0,75 0,75 0,75 0,34
Sumber:

1) Data Berbasis Sembilan Fungsi Perencanaan Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014
(Data Tahun 2010-2013)

2) LPPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 (Data Tahun 2014); Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Tahun
2017

Jumlah bangunan ber-IMB di Kota Yogyakarta dalam kurun waktutahun 2012-2016 terus meningkat, yakni sebanyak 66.330 unit padatahun 2012 hingga menjadi 70.328 unit di tahun 2016, denganpertumbuhan rata-rata sebesar 1,47% per tahun. Kondisi yang meningkatjuga terjadi pada jumlah bangunan di Kota Yogyakarta dengan
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Sumber : Hasil Olahan, 2017

2. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan BangunanFormula yang digunakan untuk menghitung rasio bangunan berIMB per satuan bangunan adalah perbandingan antara jumlah bangunanber IMB dengan jumlah seluruh bangunan. Izin mendirikan bangunangedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kotakepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuaidengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
Tabel 2.86

Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. JumlahBangunanber- IMB Unit 66.330 67.512 68.602 69.410 70.328 1,47

2. JumlahBangunan Unit 89.649 90.649 91.921 92.729 92.965 0,913. RasioBangunan 0,74 0,74 0,75 0,75 0,75 0,34
Sumber:

1) Data Berbasis Sembilan Fungsi Perencanaan Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014
(Data Tahun 2010-2013)

2) LPPD Kota Yogyakarta Tahun 2014 (Data Tahun 2014); Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Tahun
2017
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peningkatan bangunan rata-rata sebesar 0,91% per tahun. Namun, rasiobangunan yang ber-IMB hanya meningkat sedikit dalam kurun waktu2012-2016. Nilai rasio bangunan ber-IMB pada tahun 2016 yaitu sebesar0,75 atau 75% dari seluruh bangunan yang ada di Kota Yogyakarta. Halini menunjukkan bahwa belum semua bangunan yang ada di KotaYogyakarta memiliki izin saat bangunan tersebut dibangun.

Gambar 2.54
Grafik Rasio IMB per Satuan Bangunan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

3. Ruang Publik yang Berubah PeruntukannyaFormula yang digunakan dalam perhitungan ruang publik yangberubah peruntukannya didapatkan dari hasil perbandingan antarajumlah ruang publik yang berubah fungsi dengan jumlah ruang publikyang tersedia.  Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta mencatatpada tahun 2013 terdapat perubahan ruang publik yaitu Tempat HiburanRakyat (THR) atau yang biasa dikenal dengan Purawisata yang terletak dijalan Brigjen Katamso, Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan,yang berubah menjadi bangunan hotel dengan luas 24.690 m2.Sedangkan ditahun 2012, 2014, 2015, dan 2016 tidak tercatat perubahanapapun pada ruang publik yang ada di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.87

Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 20161. Jumlah ruang publik yangberubah fungsi m2 0 24.690 0 0 0
Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta, 2017
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Gambar 2.54
Grafik Rasio IMB per Satuan Bangunan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017
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E. PerumahanTerdapat lima indikator yang dirinci dalam urusan perumahan,diantaranya adalah indikator rumah tangga pengguna air bersih, rumah tanggapengguna listrik, penyediaan sanitasi, lingkungan permukiman kumuh, sertaindikator rumah layak huni. Sama halnya dengan urusan sebelumnya, pada urusanperumahan juga terdapat beberapa indikator yang mengalami penyesuaian juduldan atau formula sebagaimana yang tertulis dalam Lampiran 1 Permendagri54/2010 yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta.
1. Rumah Tangga Pengguna Air BersihFormula yang digunakan untuk menghitung indikator rumahtangga pengguna air bersih adalah dengan perbandingan antara jumlahrumah tangga pengguna air bersih dengan jumlah seluruh rumah tanggadikalikan dengan bilangan 100. Data untuk faktor pembilang (jumlahrumah tangga pengguna air bersih) menggunakan data dari LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan untuk penyebutnya(jumlah seluruh rumah tangga) menggunakan data yang bersumber dariDinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perbedaan kedua sumber datamengakibatkan persentase rumah tangga pengguna air memiliki nilaiyang fluktuatif.

Tabel 2.88
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dengan Sumber PDAM di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumb
Rata-rata

(% /
Tahun)

1. Jumlah rumahtanggapengguna airbersih Unit 30.349 30.426 30.382 30.463 29.954 -0,33
2. Jumlahseluruh rumahtangga Unit 87.808 94.092 92.965 92.965 92.965 1,44
3. Persentaserumahpengguna airbersih % 34,60 32,34 32,68 32,77 32,22 -1,77
Sumber :
1. Kinerja PDAM Tirtamarta, Tahun 2012-2015, dengan Hasil Olahan
2. SIPD Numerik Tahun 2016

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih dengan sumber PDAM diKota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016memiliki nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yakni30.349 rumah tangga di tahun 2012 menurun menjadi 29.954 rumahtangga di tahun 2016. Menurunnya jumlah rumah tangga pengguna air
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bersih ini menyebabkan terjadinya penurunan persentase rumah tanggapengguna air bersih dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar -1,77%. Minimnya jumlah pengguna air bersih dengan sumber PDAM,belum dapat mewakili jumlah rumah tangga pengguna air bersih, karenaterdapat sumber-sumber air bersih lainnya yang mungkin juga digunakanoleh masyarakat seperti sumber air tanah, sumur, ataupun sumberlainnya. Namun penggunaan air bersih yang berasal dari sumber non-perpipaan juga dapat menimbulkan berbagai macam masalah khususnyaterkait dengan kualitas baku mutu air yang tidak bisa terjamin. Hal inijuga menjadi salah satu kendala PDAM dalam meningkatkan jumlahpersentase rumah tangga pengguna air bersih di Kota Yogyakarta.

Gambar 2.55
Grafik Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dengan Sumber PDAM di Kota Yogyakarta

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Selanjutnya, Kota Yogyakarta juga memiliki data mengenai fasilitasair bersih/ water purifier (non perpipaan) yang bersumber dari DinasPekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman. Data tersebutmemiliki nilai yang semakin meningkat dalam kurun waktu tahun 2012hingga tahun 2016, yakni sebanyak 257 unit di tahun 2012 meningkatmenjadi 313 unit di tahun 2016, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar5,05% per tahun.
Tabel 2.89

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)

1. Fasilitas airbersih/ waterpurifier (nonperpipaan) Unit 257 266 266 303 313 5,05
Sumber : Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, 2017 dengan Hasil Olahan
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Keterbatasan data membuat data yang disajikan belum dapatmewakili kondisi rumah tangga pengguna air bersih secara umum di KotaYogyakarta. Namun dari peningkatan fasilitas air bersih/ water purifiernon perpipaan yang ada dari tahun ke tahun, terjadi perkembangan yangpositif. Sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa akses rumahtangga di Kota Yogyakarta terhadap air bersih semakin meningkat daritahun ke tahun.
2. Rumah Tangga Pengguna ListrikIndikator persentase rumah tangga pengguna listrik didapatkan dariperbandingan antara jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan jumlahseluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Formula yangdigunakan untuk menghitung indikator persentase rumah tangga yangmenggunakan listrik dirasa kurang cocok apabila digunakan untukperhitungan di wilayah Kota Yogyakarta, sehingga penyebut dari formula iniyang semula adalah jumlah rumah tangga diganti menjadi jumlah seluruhrumah di Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan adanya satu rumah yangditinggali oleh beberapa rumah tangga.

Tabel 2.90
Persentase Rumah Tangga yang  Menggunakan Listrik di Kota YogyakartaTahun 2010-2015

No. Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. JumlahRumahTanggaPenggunaListrik

RT 97.124 98.473 88.309 91.288 92.657 96.655 -0,096
2. JumlahSeluruhRumah Unit 92.965 94.092 87.707 94.092 92.965 92.965 -
3. Persentaserumah tanggayangmenggunakan listrik

% 104,47 104,66 100,69 97,02 99,67 103,969 -0,096
Sumber :
1). Perusahaan Listrik Negara Kota Yogyakarta Tahun 2016, dengan Hasil Olahan
2). Badan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, Tahun 2016Dalam kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2015, pertumbuhanrata-rata jumlah rumah tangga pengguna listrik adalah sebesar -0,096%per tahun. Jumlah rumah tangga pengguna listrik di Kota Yogyakartamemiliki nilai yang fluktuatif, yakni 97.124 rumah tangga di tahun 2010menurun menjadi 966.655 rumah tangga di tahun 2015.
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Gambar 2.56
Grafik Persentase Rumah Taggayang Menggunakan Listrik di Kota

YogyakartaTahun 2010-2015
Sumber : Hasil Olahan, 2016Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di tahun 2015memiliki nilai lebih dari 100%. Hal ini mungkin terjadi karena satu rumahtangga dapat memiliki lebih dari satu pengguna listrik. Penurunan besaranpersentase rumah yang menggunakan listrik diduga karena adanyapenyambungan listrik secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Hal iniperlu diantisipasi karena selain merugikan, menyambung secara ilegal jugamembahayakan, dengan dampak yang besar, seperti terjadinya konsletingbahkan kebakaran. Selain itu masih adanya kendala dalam pendataan jumlahrumah juga menjadi salah satu penyebab menurunnya angka rumah tanggayang menggunakan listrik.
Tabel 2.91

Jumlah Jenis Pelanggan Listrik di Kota Yogyakarta
Jumlah Jenis Pelanggan Listrik di Kota YogyakartaTahun 2015-2016

Jenis
Pelanggan

2015 2016*)

Pelanggan % Daya (MVA) Pelanggan % Daya (MVA)Sosial 3.329 3,03 42,58 3.488 3,05 47,64Rumah Tangga 93.478 85,18 112,43 97.129 84,84 117,84Bisnis 11.123 10,14 92,01 11.996 10,48 123,23Industri 112 0,1 14,25 116 0,1 14,61Pemerintah 1.705 1,55 19,56 1.761 1,54 20,95
Total 109.747 100 280,84 114.490 100 324,27

*)Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Yogyakarta per 29 Februari 2016
Sumber : Perusahaan Listrik Negara Kota Yogyakarta Tahun 2016, dengan Hasil Olahan

Jenis pelanggan listrik di Kota Yogyakarta pada tahun 2015sebanyak 109.747 pelanggan dengan jumlah daya sebesar 280,84 MVA.Jenis pelanggan listrik terbanyak adalah pelanggan rumah tangga, yakni
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sebesar 85,18% dengan daya sebesar 112,43 MVA, sedangkan pelanggandengan jumlah paling sedikit adalah pelanggan untuk industri yaknisebesar 0,10% dengan daya sebesar 14,25 MVA. Sedangkan di tahun 2016terhitung per tanggal 29 Februari 2016, jumlah pelanggan listrikmencapai 114.490 pelanggan dengan jumlah daya sebesar 324,27 MVA.Meskipun cenderung menurun dari tahun sebelumnya, jenis pelangganlistrik terbanyak masih dari pelanggan rumah tangga yakni sebesar84,84%  dengan besar daya sebesar 117,84 MVA cenderung meningkatdari tahun sebelumnya. Sedangkan pelanggan dengan jumlah palingsedikit adalah untuk industri yakni dengan jumlah 116 industri atau 0,1%dengan daya sebesar 14,61 MVA.

Gambar 2.57
Grafik Jumlah Jenis Pelanggan Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2016

3. Penyediaan SanitasiBerdasarkan Permen PU Nomor 1/PRT/M/2014 tentang StandarPelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangdijelaskan bahwa sanitasi adalah upaya untuk menjamin danmeningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasanpermukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan airlimbah, air hujan atau drainase, dan sampah. Dari definisi tersebut,didapatkan keterangan bahwa penyediaan sanitasi terbagi menjadi limaindikator, yakni persentase penduduk yang terlayani sistem air limbahyang memadai, persentase pengurangan sampah di perkotaan, persentasepengangkutan sampah, persentase pengoperasian tempat pembuanganakhir (TPA), dan persentase penduduk yang terlayani sistem drainaseskala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6jam) lebih dari 2 kali setahun. Kota Yogyakarta tidak memiliki TPA
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Gambar 2.57
Grafik Jumlah Jenis Pelanggan Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2016

Sumber : Hasil Olahan, 2016

3. Penyediaan SanitasiBerdasarkan Permen PU Nomor 1/PRT/M/2014 tentang StandarPelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangdijelaskan bahwa sanitasi adalah upaya untuk menjamin danmeningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasanpermukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan airlimbah, air hujan atau drainase, dan sampah. Dari definisi tersebut,didapatkan keterangan bahwa penyediaan sanitasi terbagi menjadi limaindikator, yakni persentase penduduk yang terlayani sistem air limbahyang memadai, persentase pengurangan sampah di perkotaan, persentasepengangkutan sampah, persentase pengoperasian tempat pembuanganakhir (TPA), dan persentase penduduk yang terlayani sistem drainaseskala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 6jam) lebih dari 2 kali setahun. Kota Yogyakarta tidak memiliki TPA
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sehingga untuk indikator persentase pengoperasian tempat pembuanganakhir tidak digunakan.
a. Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Setempat yang MemadaiIndikator persentase penduduk yang terlayani sistem air limbahyang memadai di lingkup wilayah Kota Yogyakarta terbagi menjadi duaindikator, yakni indikator cakupan sistem air limbah setempat yangmemadai dan indikator cakupan sistem air limbah skalakomunitas/kawasan/kota. Indikator persentase cakupan sistem airlimbah setempat yang memadai didapatkan dari perbandingan antarajumlah kumulatif tangki septik yang baik (kondisinya / terlayanipengolahan limbah) dengan jumlah kumulatif tangki septik yang dimilikimasyarakat.

Tabel 2.92
Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Setempat yang Memadai Tahun 2013-2016

No. Indikator Satuan 2013 2014 2015 20161. Jumlah kumulatif tangka septikyang baik(terlayani pengolahan limbah) % 30 40 50 602. Jumlah kumulatif tangki yang dimilikimasyarakat % 100 100 100 1003. Persentase cakupan sistem air limbahsetempat yang memadai % 30 40 50 60
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan
Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016

Jumlah kumulatif tangki septik yang baik (terlayani pengolahanlimbah) mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2012 hingga tahun2016. Pada tahun 2012 jumlah kumulatif tangki septik yang baik sebesar30% mengalami peningkatan hingga 60% di tahun 2016. Hal tersebutberbanding lurus dengan persentase cakupan sistem air limbah setempatyang memadai yang mengalami peningkatan yaitu sebesar 30% di tahun2012 meningkat menjadi 60% di tahun 2016.
b. Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala

Komunitas/Kawasan/KotaIndikator cakupan air limbah skala komunitas/kawasan/kotadidapatkan dari perbandingan antara jumlah penduduk yang terlayanidengan jumlah penduduk kota. Indikator ini diharapkan dapatmeningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dapat diakibatkan olehpencemaran lingkungan akibat pengeloaan air limbah yang tidak benar.
Tabel 2.93

Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Jumlahpenduduk yang Jiwa 79.250 81.930 89.350 89.350 98.350 5,55
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No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)terlayani2. Jumlahpenduduk Jiwa 427.591 406.660 413.936 403.110 411.282 -0,97

3. Persentasecakupan sistemair limbah skalakomunitas/kawasan/kota % 18,53 20,15 21,59 22,17 23,91 6,58
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan
Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016

Peningkatan jumlah penduduk yang terlayani pada kurun waktu tahun 2012hingga tahun 2016 berbanding lurus dengan nilai persentase cakupan sistem airlimbah skala komunitas/kawasan/kota di lingkup wilayah Kota Yogyakarta yang jugamengalami peningkatan dalam kurun waktu yang sama (tahun 2012 hingga tahun2016), yakni 18,53% pada tahun 2012 meningkat menjadi 23,91% di tahun 2016 ataudengan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,58% per tahun.

Gambar 2.58
Grafik Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota

Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

c. Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase Skala
Kota Sehingga Tidak Terjadi GenanganIndikator selanjutnya adalah persentase penduduk yang terlayanisistem drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 6 jam) lebih dari 2 kali setahun, yang didapatkan dariperbandingan antara total luasan daerah bebas genangan dengan totalluas daerah rawan genangan.
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Tabel 2.94
Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Drainase Skala Kota Sehingga Tidak

Terjadi Genangan (lebih dari 30 cm, Selama 2 Jam) lebih dari 2 Kali Setahun Tahun
2012-2016

No. Indikator Satuan 2013 2014 2015 2016

Pertumb
uhan

Rata-rata
(% /

Tahun)1. Total luasan daerahbebas genangan Ha 10,2752 8,2348 7,1258 8,2348 -16,722. Total luasan daerahrawan genangan Ha 10,2972 10,2972 10,2972 10,2972 -
3.

Persentase Tidakterjadi genangan(lebih dari 30 cm,selama 2 jam) dantidak lebih dari 2kali setahun
% 99,79 79,97 69,20 79,97 -16,73

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota
Yogyakarta Tahun 2012-2016

Kurun waktu 2013 hingga tahun 2016 tercatat seluas 10,2972hektar  kawasan di Kota Yogyakarta masih menjadi daerah rawangenagan. Di tahun 2013, sebesar 99,79% luas daerah rawan genangansudah terbebas dari genangan. Kondisi yang cenderung menurun justruterjadi di tahun 2014 dan tahun 2015, secara berturut-turut terjadipenurunan persentase luas wilayah tidak terjadi genagan (lebih dari30cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun yakni 79,97%menjadi 69,20%. Angka tersebut kembali mengalami peningkatan ditahun 2016 yaitu sebesar 79,97% dengan pertumbuhan rata-rata -7,11%per tahun. Kecenderungan pertumbuhan yang menurun ini kemungkinandapat terjadi akibat kondisi kualitas drainase yang ada, namun selain itukondisi curah hujan pada tahun tersebut yang cenderung sulit untukdiprediksi juga membuat penanganan genangan menjadi terhambat.Selanjutnya, indikator persentase pengurangan sampah diperkotaan yang mulai tahun 2015 berganti menjadi indikator persentasevolume sampah yang dikelola secara 3R didapatkan dari perbandinganantara volume sampah yang diolah atau dimanfaatkan kembali denganvolume timbulan sampah. Indikator ini dijelaskan secara mendetail dalamurusan lingkungan hidup poin 6. Sama halnya dengan persentasepengurangan sampah di perkotaan, indikator persentase pengangkutansampah juga mengalami pergantian nama indikator menjadi persentasevolume sampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA),dimana indikator ini dirinci secara mendetail pada urusan lingkunganhidup poin 1.
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4. Lingkungan Permukiman KumuhIndikator lingkungan permukiman kumuh memiliki kesamaanformula dengan indikator lingkungan permukiman pada urusanpekerjaan umum. Formula yang digunakan untuk menghitung indikatorini adalah dengan perbandingan antara luas lingkungan permukimankumuh dengan luas wilayah dikalikan dengan bilangan 100.
Tabel 2.95

Luas Lingkungan Permukiman Kumuh dan Luas Wilayah di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. LuasKawasanKumuh Ha 89,88 85,39 81,12 264,89 222,92 25,49

2. Luas Wilayah Ha 3.250 3.250 3.250 3.250 3.250 -
3. Lingkunganpermukimankumuh % 2,77 2,63 2,50 8,15 6,86 25,44

Sumber :
1. SIPD Numerik Tahun 2014dengan Hasil Olahan
2. Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman
Kota Yogyakarta Tahun 2017

Luas kawasan kumuh di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun2012 hingga tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Peningkatanluasan tersebut terjadi secara signifikan, yakni sebesar 89,88 hektar padatahun 2012 meningkat menjadi 222,92 hektar atau sekitar 6,86% dariluas wilayah Kota Yogyakarta. Berdasarkan SK Walikota No. 393 Tahun2014, sebagian besar permukiman tersebut umumnya terdapat disepanjang bantaran Kali Winongo, Kali Code dan Kali Gadjah Wong.Peningkatan luas kawasan kumuh ini kemungkinan terjadi karena adanyapembaharuan data dengan kriteria penghitungan yang lebih detil,mengingat luasan permukiman kumuh dari tahun ke tahun diketahuijustru mengalami kenaikan meskipun dengan luas wilayah permukimanyang cenderung stagnan.
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Gambar 2.59
Lingkungan Permukiman Kumuh di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017Pemerintah Kota Yogyakarta masih harus berusaha lagi untukmengurangi luas kawasan kumuh yang ada dengan melakukan program-program perbaikan lingkungan, termasuk lingkungan tempat tinggal.Salah satu programnya adalah dengan melalui program bantuan stimulanperumahan swadaya rumah tidak layak huni (BSPS RTLH) di beberapakelurahan di Kota Yogyakarta yang merupakan program kerjasamaantara Pemerintah Kota Yogyakarta, Kementrian Perumahan Rakyat, dansalah satu pihak swasta.
5. Persentase Rumah Layak HuniFormula yang digunakan untuk menghitung indikator rumah layakhuni adalah dengan perbandingan antara jumlah rumah layak hunidengan jumlah seluruh rumah dikalikan dengan bilangan 100. Persentaseyang ditunjukkan oleh indikator persentase rumah layak huni di KotaYogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016mengalami nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat.

Tabel 2.96
Persentase Rumah Layak Huni di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Jumlah rumahlayak huni Unit 82.970 89.989 89.661 89.661 90.215 2,112. Jumlahseluruh rumah Unit 87.707 94.092 92.965 92.965 92.965 1,473. Persentaserumahlayak huni % 94,60 95,64 96,45 96,45 97,04 0,64

Sumber :
1. LPPD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014, dengan Hasil Olahan
2.SIPD Numerik Tahun 2015, dengan Hasil Olahan
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Jumlah rumah layak huni di Kota Yogyakarta pada tahun 2012sebanyak 82.970 unit jumlahnya fluktuatif dengan kecenderunganmeningkat hingga tahun 2016 jumlahnya menjadi 90.215 unit. Disampingitu, pada tahun 2014 hingga tahun 2015 jumlah rumah layak hunistagnan, yakni sebanyak 89.661 unit. Kondisi tersebut berbanding lurusdengan persentase rumah layak huni yang juga mengalami fluktuasidengan kecenderungan meningkat, yakni sebesar 94,60% pada tahun2012 dan meningkat menjadi 97,04% pada tahun 2016 dengan nilaipertumbuhan rata-rata sebesar 0,64% per tahun.

Gambar 2.60
Grafik Persentase Rumah Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Indikator persentase rumah layak huni sebetulnya kurang tepatapabila digunakan untuk mengukur kondisi kewilayahan di KotaYogyakarta. Indikator yang lebih sesuai jadalah rumah tidak layak huni.Persepsi rumah tidak layak huni menurut Profil Kesejahteraan Sosial danPemberdayaan Masyarakat Kota Yogyakarta Tahun 2004 adalah keluargayang menempati rumah tidak sehat, dilihat dari aspek fisik, psikis,estetika, dan lingkungan. Gambaran konkret rumah tidak layak hunidiantaranya adalah (a) lantai dari tanah; (b) dinding terbuat dari papan,bambu yang mudah rusak tertiup angina; (c) tidak memiliki ventilasi; (d)atap mudah bocor terkena air hujan; (e) tidak ada pembagian peruntukanruang; (f) tidak memiliki tempat MCK; (g) luas ruang tidak seimbangdengan jumlah penghuninya, sempit, dan berhimpitan.Faktor penyebab keluarga tinggal di rumah tidak layak huni adalah(a) miskin secara ekonomi; (b) pengaruh lingkungan rumah tinggal; (c)sekedar untuk tempat berteduh selama tinggal dan bekerja di kota; (d)tidak memiliki pengetahuan tentang rumah sehat; (e) penghuninya malas
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dan masa bodoh. Keberadaan rumah tidak layak huni ini banyak dijumpaidi wilayah sepanjang tepian sungai, baik Sungai Code, Winongo, maupunGajahwong, kemudian banyak juga yang berlokasi di sepanjang rel keretaapi, kolong-kolong jembatan, atau terminal.Selanjutnya, menurut Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor332/KEP/2008 tentang kriteria rumah kurang layak huni dan tidak layakhuni di Kota Yogyakarta. Kriteria yang dimaksudkan mengenai kriteriarumah layak huni dan tidak layak huni keluarga miskin di KotaYogyakarta diantaranya adalah (a) luas bangunan lebih atau sama dengan8 m2 per orang (bobot nilai 1) dan luas bangunan kurang dari 8 m2 perorang (bobot nilai 2); (b) bahan lantai menggunakan kualitas rendahplester tidak diaci (bobot nilai 1) dan bahan lantai tanah (bobot nilai 2);(c) bahan dinding menggunakan kayu kualitas sedang/tembok tanpaplester (bobot nilai 1) dan bahan dinding menggunakan gedheg, kayukualitas rendah (bobot nilai 2); serta (d) adanya pembagian ruang yangbersifat tidak permanen (bobot nilai 1) dan tidak ada pembagian ruang(bobot nilai 2). Berdasarkan dengan penjumlahan bobot nilaisebagaimana dimaksud dan berjumlah antara 1-4 maka rumah tersebuttermasuk dalam kriteria rumah kurang layak huni, sedangkan apabilabobot nilai berjumlah sama dengan atau lebih dari lima maka rumahtersebut termasuk dalam kriteria rumah tidak layak huni.
Tabel 2.97

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No. Indikator Kinerja Satuan 2012 2013 2014 2015 20161. Jumlah Rumah TidakLayak Huni Unit 667 667 3.343 3.304 3.304
Sumber :
1. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2013 (Data Tahun

2012)
2. Rekapitulasi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni, Bappeda Kota Yogyakarta, 2015 (Data Tahun

2013)
3. SIPD Numerik Tahun 2016(Data Tahun 2014-2016)Lokasi kawasan tidak layak huni di Kota Yogyakarta sebagaimanayang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 393Tahun 2014 tentang penetapan lokasi kawasan tidak layak huni di KotaYogyakarta tersebar di 13 kecamatan, yakni Kecamatan Mantrijeron,Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Danurejan,Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Gedong Tengen, Jetis,dan Tegalrejo, dengan luasan sebesar 278,70 hektar. Lokasi-lokasitersebut ditetapkan sebagai kawasan tidak layak huni karenaketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dankualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi
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syarat. Dalan kurun waktu 2013 hingga tahun 2014 jumlah rumah idaklayak huni mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 667 unit rumahdi tahun 2012 meningkat menjadi 3.343 unit di tahun 2014. Hal tersebutberlaku hingga tahun 2016 dengan jumlah rumah tidak layak huni yangtidak mengalami perubahan secara signifikan yaitu berjumlah 3.304 unitdi tahun 2016.Hal tersebut bisa jadi dikarenakan sumber pendataan yangberbeda. Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri masih terus melakukankajian terkait jumlah dan luas kawasan permukiman tidak layak huniuntuk menentukan strategi yang harus dilakukan selanjutnya
F. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianUpaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasilpembangunan termasuk di dalamnya adalah pemerataan ekonomi memerlukanlangkah nyata yang dilakukan pemerintah daerah dari tahun ke tahun. Otonomidaerah telah memberikan amanah untuk menyelenggarakan urusan wajib.Manifestasi penyelenggaraan urusan wajib ini divisualisasikan dengan eksisnyaSKPD yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan urusanwajib tersebut.
1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 PendudukPolisi Pamong Praja atau yang biasa disingkat dengan Satpol PPadalah perangkat pemerintah daerah yang bertugas memeliharaketentraman dan ketertiban umum (trantibum) serta menegakkanPeraturan Daerah (Perda). Untuk mendukung trantibum dan penegakanPerda diperlukan dukungan Satpol PP yang memadai, agar mampumenjangkau seluruh fungsi dan tugas di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.Oleh karena itu jumlah polisi pamong praja (Pol PP) perlu dipastikan,sehingga diketahui rasionalitas antara jumlah Sumber Daya Manusia(SDM) khususnya Pol PP dengan jumlah beban kerja.Rasio Pol PP dibandingkan dengan jumlah penduduk KotaYogyakarta perlu diketahui sehingga kapasitas pelayanan dapat dinilai.Rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk merupakan perhitungan dariperbandingan antara jumlah Pol PP dengan jumlah penduduk. Rasiojumlah Pol PP dihitung untuk mencari berapa jumlah petugas per 10.000penduduk, dengan demikian akan diketahui besarnya beban pekerjaanyang dilakukan oleh Satpol PP pada umumnya dan beban kerja per Pol PPpada khususnya. Dengan mengetahui jumlah beban kerja baik pada levelindividu Pol PP maupun level kelembagaan Satpol PP, maka dapat dilihat
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potensi SDM dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan. Hakikat darirasio Pol PP per 10.000 penduduk selanjutnya akan memberikankepastian tentang tingkat keterpenuhan SDM dalam pelayanan trantibumdan penegakan Perda, dengan melihat jumlah sumber daya manusia yangterbatas dan jumlah penduduk yang cukup besar.
Tabel2.98

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun
2012-2016

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
PertumbuhanRata-rata(%/Tahun)Jumlah PolisiPamong Praja Orang 254 249 241 237 230 -2,45JumlahPenduduk per1000 penduduk Jiwa 427.591 406.660 413.936 409.487 411.282 -0,97Rasio jumlahPolisi PamongPraja per10.000Penduduk 5,94 6,12 5,82 5,79 5,59 -1,50

Sumber : Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2016,  Satpol PP Kota Yogyakarta 2017, Jumlah penduduk
berdasarkan data Disdukcapil 2017

Jumlah SDM Satpol PP yang secara berangsur-angsur mengalamipenurunan sejak tahun 2012 hingga 2016. Linearitas penurunan jumlahpenduduk dengan jumlah personil Pol PP ini menyebabkan rasio antaraPol PP per 10.000 juga mengalami stagnasi, yang berada di kisaran 6orang. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah Pol PP setiaptahunnya mengalami penurunan. Tren penurunan jumlah Pol PP inidikarenakan belum adanya rekrutmen polisi pamong praja, sementarabanyak Pol PP yang sudah pensiun. Meskipun demikian, rasio jumlah PolPP mengalami fluktuasi. Fluktuasi rasio jumlah Pol PP ini dipengaruhioleh fluktuasi jumlah penduduk yang jika dihitung rata-rata pertumbuhanpenduduk dari tahun 2012 hingga 2016 mengalami rata-rata penurunansebesar 1,50 persen per tahun. Untuk lebih jelasnya, tren menurunnyajumlah Pol PP dan fluktuasi rasio jumlah Pol PP per 10.000 pendudukdapat dijelaskan melalui grafik di bawah ini.
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Gambar2.61
Grafik Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017Makna grafik tersebut adalah pada tahun 2012-2016 setiap 10.000penduduk Kota Yogyakarta dilayani oleh kurang lebih 6 orang Pol PP.Kendati telah mengalami penurunan jumlah penduduk, akan tetapiperbandingan Pol PP tidak mengalami peningkatan sebab terjadinyapensiun dan kebijakan rotasi pegawai memengaruhi akumulasi jumlahPol PP, sementara kebijakan moratorium pegawai masih berlaku. Dengandemikian rekrutmen belum dilakukan untuk menambah pasukan Pol PP.Upaya yang perlu dilakukan untuk menghemat energi dalam penanganantrantibum dan penegakan Perda dengan dukungan SDM yang terbatas,adalah memaksimalkan program dan kegiatan yang bersifat preventif,dengan memasukkan pembiasaan perilaku budaya tertib, sopan santun,tatakrama dan tatasusila. Sosialisasi budaya tertib di jalan, di tempatumum perlu diagendakan, agar mencegah pelanggaran trantibum danPerda.

2. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 PendudukPetugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuanyang memiliki tugas umum untuk memelihara ketentraman danketertiban masyarakat (trantibmas). Kota Yogyakarta merupakan wilayah
urban yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki sifat heterogenitas.Banyaknya perbedaan etnis, budaya, bahasa dan kepentingan semakinmemantik kemungkinan terjadinya friksi antara satu dengan lainnya.Dalam kondisi tertentu gesekan antar kelompok maupun komunitasdimungkinkan dapat terjadi. Untuk menjaga stabilitas keadaan makadiperlukan peran Linmas dalam perlindungan dan pengedalianmasyarakat, dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan, seperti
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kerusuhan, bentrok, maupun konflik lain. Satuan ini memiliki peran yangcukup krusial dalam menciptakan trantibmas secara luas.Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk merupakanperbandingan antara jumlah seluruh petugas Linmas dengan jumlahpenduduk per 10.000. Rasio jumlah Linmas per 10.000 pendudukdiharapkan dapat menggambarkan perbandingan jumlah Sumber DayaAparatur Linmas dengan jumlah penduduk sebagai objek penerimalayanan, sehingga dari rasio tersebut dapat diketahui beban kerjapersonil Linmas dalam menjalankan tugasnya. Berikut ini merupakantabel informasi rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk di KotaYogyakarta dalam rentang tahun 2012 hingga 2016.
Tabel2.99

Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbuhan Rata-rata(%/Tahun)JumlahLinmas Orang 2.904 2.890 2.864 2.869 2884 -0,17JumlahPenduduk Jiwa 427.591 406.660 413.936 409.487 411.282 -0,97Rasio JumlahLinmas per10.000Penduduk 67,92 71,07 69,19 70,06 70,12 0,80
Sumber : Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2016,  Satpol PP Kota Yogyakarta 2017, Jumlah penduduk

berdasarkan data Disdukcapil 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah petugas Linmas secaraakumulatif sangat besar hingga mencapai angka ribuan, karena pelayananLinmas menjangkau hingga di Kelurahan. Kendati demikian, jumlahpetugas Linmas berangsur-angsur mengalami penurunan. Penurunanjumlah personil Linmas sesuai data merupakan penurunan yang bersifatsignifikan hingga menunjukkan penurunan rata-rata sebesar 0,17. Hal inisecara umum dikarenakan faktor usia yaitu pensiun dan belum adaregenerasi.Terjadinya tren penurunan jumlah petugas Linmas ini tidak diikutidengan penurunan rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk. Rasiojumlah Linmas per 10.000 penduduk justru mengalami fluktuasi daritahun ke tahun. Fluktuasi ini disebabkan oleh penurunan jumlahpenduduk Kota Yogyakarta. Dengan terjadinya penurunan jumlahpenduduk, maka rasio personil Linmas per 10.000 menjadi meningkat.Grafik di bawah ini menggambarkan penurunan jumlah personil Linmasdari tahun 2012 hingga 2016 dan fluktuasi rasio jumlah Linmas per10.000 penduduk:
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Gambar 2.62
Grafik Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2002-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017Rasio petugas Linmas yang dikonsentrasikan untuk menjalankantugas dalam trantibmas mencapai perbandingan yang lebih baik dalam10.000 penduduk jika dibandingkan dengan personil Pol PP. Hal inidisebabkan wilayah kerja Linmas menjangkau tingkatKelurahan/padukuhan, sedangkan Pol PP dengan substansi trantibumdan penegakan Perda hanya menjangkau tempat-tempat umum/fasilitasumum. Dari data di atas dapat dilihat rata-rata jumlah linmas adalah 70-71 orang dalam 10.000 penduduk.
3. Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah KelurahanPos Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) merupakan tempatatau wadah masyarakat untuk melakukan aktivitas pengamananlingkungan yang dikoordinasi secara mandiri. Siskamling adalahkelembagaan sosial terbawah yang lahir dari rembug warga sebagaiinisiatif untuk menciptakan keamanan lingkungan secara bottom up.Rasio pos siskamling per jumlah kelurahan adalah perbandingan jumlahpos siskamling selama satu tahun dengan jumlah seluruh kelurahan dikota Yogyakarta. Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaanpos siskamling di setiap kelurahan di Kota Yogyakarta.

Tabel2.100
Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016Jumlah Pos Siskamling Unit N/A 1.226 1.226 1.254 1.254Jumlah Kelurahan Kelurahan 45 45 45 45 45Rasio jumlah PosSiskamling per JumlahKelurahan - 27,24 27,24 27,86 27,86
Sumber : Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2016, Satpol PP Kota Yogyakarta 2017
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Tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah Pos Siskamling di kotaYogyakarta cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015mengalami peningkatan sebanyak 28 unit dan pada tahun 2016 jumlahpos siskamling tetap. Penurunan jumlah pos siskamling ini terjadi karenaadanya pengalihan status tanah. Penurunan jumlah Pos Siskamlingmencerminkan kesadaran warga yang mengalami penurunan, akibatsistem kekerabatan semakin mengendur. Semangat gotong-royong yangtelah menjadi sebuah budaya mulai terkikis akibat pola hidup modernyang memerlukan banyak waktu untuk diri sendiri, pekerjaan dankeluarga kecil/inti (nucleus family), banyaknya pendatang yang kurangmemiliki ikatan sosial di lingkungan, pemuda yang tidak banyak terlibatdalam tata kehidupan bermasyarakat, dll. Meningkatnya jumlah possiskamling pada tahun 2015 sebanyak 28 unit semoga menjadi cikal bakalmeningkatnya kembali semangat gotong royong warga yang semakinlama kian terkikis. Sehingga masyarakat dapat lebih berperan aktif dalammenjalankan konsep kekeluargaan dan kekerabatan dalam tatakehidupan bermasyarakat.

Gambar2.63
Grafik Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber: Dinas Ketertiban, 2016 diolahPerlu dilakukan sosialisasi untuk peningkatkan kesadaran dankemandirian masyarakat dalam penyelenggaraan Siskamling. Pembinaanterhadap kelompok Siskamling perlu dilakukan. Monitoring dan evaluasipihak pemerintah Kelurahan, Kecamatan dan Pemkot terhadap kelompokSiskamling perlu diadakan secara periodik.
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4. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi PemerintahSistem informasi pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta pertamakali dilaunching pada tahun 2002. Sistem informasi pelayanan perizinanmerupakan pelayanan strategis dalam menumbuh-kembangkan investasidaerah. Geliat perekonomian diharapkan dapat semakin dinamis dengandifasilitas sistem informasi pelayanan perizinan yang progresif.Pelayanan perizinan satu pintu menjadi pintu pembuka tumbuhnyainvestasi sehingga banyak tersedia peluang kerja, meningkatnya incomeper kapita dan pendapatan asli daerah. Untuk itulah sistem informasipelayanan perizinan menjadi sangat penting. Berikut ini merupakan tabelinformasi adanya sistem pelayanan perizinan dari tahun 2012 hinggatahun 2016.
Tabel 2.101

Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

No. Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 20151. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan danAdministrasi Pemerintah Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Sumber: Dinas Perizinan Kota Yogyakarta 2013,2015,2017Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tahun 2012-2016 tersediasistem informasi pelayanan perizinan. Hasil identifikasi jenis-jenis sisteminformasi pelayanan perizinan perlu dilakukan sehingga secara jelas.Sistem informasi pelayanan perizinan yang dimiliki Dinas Perizinanhingga tahun 2015 meliputi:a. SIM Perizinan meliputi pendaftaran, routing slip, dan cetak SK,b. SIM dokumen IMB (Izin Mendirikan Bangunan),c. SIM IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), dand. SIM Pengawasan Pengaduan.Pemanfaatan SIM pelayanan perizinan perlu dioptimalkan agarmendukung pertumbuhan investasi, peningkatan ketertiban secara luaske dalam banyak aspek, diimbangi dengan peningkatan perilaku positifmasyarakat yang taat pada regulasi dan responsif terhadap lingkungansekitar. Di samping itu peningkatan aksesibilitas SIM pelayanan perizinanperlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah dan jenis pelayanan.

5. Persentase Peningkatan Penegakan PerdaPenegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu tugasyang melekat pada Dinas Ketertiban. Penegakan Perda menjadi salah satuaktivitas yang sangat esensial karena penegakan Perda memilikipengaruh besar terhadap terciptanya lingkungan yang nyaman, aman dan
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tertib. Setiap Perda perlu dikawal dengan baik dalam implementasinya,sehingga dapat mencapai sasaran yang tepat, dan optimal dalammengatur suatu subyek seperti yang telah dijelaskan dalam setiap Perda.Oleh karena itu terhitung sejak waktu berlakunya, sebuah Perda perluuntuk selalu dimonitor.
Tabel2.102

Persentase Peningkatan Penegakan PERDA di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)Jumlah PenyelesaianPenegakan PERDA Kasus 842 965 941 960 1058 5,87Jumlah PelanggaranPERDA Kasus 1.455 1.178 1.340 1389 1.540 1,43Penegakan PERDA Persen 57,86 81,92 70,22 69,11 68,70 4,39

Sumber: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2016, Satpol PP Kota Yogyakarta 2017

Angka penyelesaian perda mengalami fluktuasi. Sementara itu jikadilihat pada pertumbuhan rata-ratanya, jumlah penyelesaian penegakanperda dari tahun 2012 hingga 2016 mengalami peningkatan sebesar 5,87persen per tahun, sementara tingkat pelanggaran Perda mengalamipertumbuhan sebesar 1,43 persen per tahun. Pada tahun 2015 dan 2016terjadi penurunan persentase pelanggaran perda. Jumlah penyelesaianpenegakan perda meningkat namun jumlah pelanggaran perda yang jugameningkat. Jika dianalisis penurunan penegakan perda pada 2 tahunterakhir ini adalah karena banyaknya oknum pelanggar perda yang tidakmau menghadiri persidangan dan terjadinya tren penurunan jumlahpolisi pamong praja sebagai satuan petugas yang bertugas untukmenegakan pelanggaran Perda.

Gambar2.64
Grafik Persentase Peningkatan Penegakan PERDA di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017
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Banyaknya pelanggar perda yang tidak hadir memenuhi panggilanpersidangan perlu ditindaklanjuti dengan diikuti sanksi yang tegas.Dengan demikian, masyarakat akan meningkatkan kesadaran terhadappentingnya memenuhi ketentuan yang diatur oleh setiap Perda. Perluadanya target tentang upaya menekan pelanggaran Perda, dan dengantindakan yang lebih preventif dalam mensosialisasikan Perda secaraintensif. Hal ini akan mampu mengantisipasi pelanggaran Perda dilapangan, dan menjadi salah satu solusi mengingat jumlah Pol PP yangterbatas, sehingga tentunya akan mengalami kesulitan jika permasalahanpenegakan Perda telalu berat di tindakan kuratif.
6. Cakupan Patroli Petugas Satpol PPSatpol PP merupakan sebuah institusi yang berperan penting dalampenegakan Perda dan trantibum. Untuk memenuhi fungsi dan tugaspokok maka Pol PP perlu melakukan kegiatan patroli secara rutin.Pengamanan kondisi tempat-tempat umum dan memonitor pelaksanaanPerda dapat dilakukan secara intensif dengan melakukan jadwal patroli dilapangan.  Indikator ini dihitung dari banyakmya kelompok patrolidikalikan tiga kali patroli dalam sehari.

Tabel 2.103
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2012

Pertumbuh
an Rata-

rata
(%/Tahun)Jumlah patrolipetugas Satpol PPPemantauan danPenyelesaianPelanggaran K3dalam 24 Jam

kali 18 18 51 51 56 18 32,81
Sumber: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2016, Satpol PP Kota Yogyakarta 2017

Jika angka dalam  tabel di atas diperoleh dari jumlah kelompokpatroli dikali tiga kali patroli, maka data di atas menunjukkan bahwadalam pada tahun 2012 hanya terdapat 6 kelompok patroli di KotaYogyakarta, sementara di tahun 2015 meningkat menjadi 17 kelompok.Bertambahnya jumlah kelompok ini disebabkan oleh adanya kebijakanpenempatan kelompok patroli Satpol PP di setiap kecamatan mulai tahun2014, setiap satu kelompok patroli terdiri dari tiga hingga lima orangpetugas.Sehingga, jumlah pelaksanaan patroli yang menjadi tugas Pol PPdari tahun 2012 yaitu 18 kali dalam 24 jam, namun pada tahun 2014 dan2015 meningkat tajam menjadi 51 kali. Kemudian meningkat kembali
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menjadi 56 kali pada tahun 2016 Jika dibandingkan dengan jumlah Pol PPyang semakin menurun, namun jumlah patroli yang dilakukan mengalamipeningkatan hampir tiga kali lipat yaitu dari hanya 18 kali per 24 jammenjadi 56 kali per 24 jam, maka ini merupakan perkembangan yangcukup baik. Pertumbuhan rata-rata jumlah patroli adalah 32,81 persenper tahun.

Gambar 2.65
Grafik Cakupan Patroli Petugas Satpol PP di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Kebutuhan patroli semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal inisangat logis jika dikaitkan dengan terjadinya banyak pelanggaran Perdasebagaimana data penegakan perda yang dipaparkan di bagian lain.Perubahan sosial yang menurunkan semangat kebersamaan dan gotong-royong, proses monetisasi yang berjalan terus akibat tuntutan hidupsemakin tinggi, maka semakin menjadi pemicu pelanggaran terhadapPerda. Untuk itulah proses preventif perlu lebih digalakkan denganmelakukan kerjasama dengan aparat pemerintah lokal di Kelurahan dankoordinasi dengan OPD terkait. Mengingat personil Pol PP yang terbatasmaka perlu ditingkatkan kemampuan Satpol PP dalam upaya mencapaikoordinasi, sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait. Arus koordinasidengan Linmas dan tokoh masyarakat serta kelompok Siskamlinghendaknya lebih intensif.
7. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,

dan Keindahan) di KotaIndikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pelanggaranK3 yang terjadi dengan jumlah penyelesaiannya. Tingkat penyelesaianpelanggaran K3 dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun2012, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 55,21 persen
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kemudian pada tahun 2013 dan 2014 persentase penyelesaian K3mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 tingkat penyelesaianpelanggaran K3 mencapai 98,95 persen dan meningkat kembali menjadi99,02 persen pada tahun 2015 kemudian turun menjadi 98,66 persenpada tahun 2016. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 2.104

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)
di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)Jumlah PenyelesaianPelanggaran K3 Kasus N/A 7.113 7.252 8.568 6529 -2,82Jumlah PelanggaranK3 Kasus N/A 7.326 7.329 8.652 6.618 -3,33TingkatPenyelesaianPelanggaran K3(Ketertiban,Ketentraman,Keindahan)

Persen 55,21 97,09 98,95 99,02 98,66 15,62
Sumber: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2016, Satpol PP Kota Yogyakarta 2017

Peran serta masyarakat dalam melakukan upaya peningkatanpenegakan K3 perlu digalang secara intensif. Agar dalam masyarakattumbuh kesadaran untuk saling peduli dan saling menjaga merupakanlangkah startegis untuk menciptakan trantibum dan trantibmas.Kelembagaan sosial di tingkat padukuhan dan kelurahan sebaiknyadioptimalkan peran sertanya dalam menjaga penegakan K3.

Gambar 2.66
Grafik Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017Dilihat dari data di atas tampak pencapaian penyelesaian K3 sudahsangat baik. Namun penyelesaian K3 ini memiliki beban kuratif yangsangat tinggi. Agar terjadi trantibum dan trantibmas yang efektif makalangkah preventif dengan meningkatkan peran serta pemerintah lokal,kelembagaan sosial di masyarakat serta pemuka masyarakat maupun
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perorangan perlu mendapat perhatian. Untuk mengatasi masalah K3 danmenekan pelanggaran K3 ini perlu diprogramkan ke depan peningakatankesadaran generasi muda dan masyarakat luas untuk menghidupkanbudaya Siskamling dan kesadaran hukum (kadarkum).Pengukuran terhadap ketertiban yang didasarkan padapenyelesaian K3 tentunya bukan merupakan indicator yang tuntas.Kinerja yang didasarkan pada output saja dapat mengantarkan pada biaspemaknaan. Jika pelanggaran K3 tidak terjadi tentunya tidak ada masalahyang perlu diselesaikan, sehingga kinerja yang dicapai berdasarkanindikator ini buruk. Sementara itu jika tidak ada pelanggaran K3 secarariil justru merupakan sebuah prestasi dalam fasilitasi ketertiban dankeamanan. Untuk itu perlu diarahkan pada indicator outcome denganmenempatkan penilaian terhadap turunnya pelanggaran K3 sampai kenilai “nol” adalah sebagai capaian kinerja tertinggi.Sejak tahun 2015, upaya preventif yang dilakukan Dinas Ketertiban(Saat ini Satpol PP) dalam menegakkan K3 salah satunya adalah denganmemunculkan Gerakan Panca Tertib untuk Jogja Istimewa. Dalamgerakan ini seluruh lapisan masyarakat ikut menangani kasus ketertiban.Munculnya Gerakan Panca Tertib ini menjadi penting mengingatketerbatasan SDM yang dimiliki oleh Dinas Ketertiban, apalagiberdasarkan Analisis Jabatan dan Beban Kerja, pemenuhan kebutuhanSDM di Dinas Ketertiban baru mencapai 64 persen. Untuk menyisiatikondisi tersebut, masyarakat perlu digerakkan dan disadarkan untukbersama-sama menegakkan K3. Gerakan Panca Tertib meliputi TertibSosial, Tertib Lingkungan, Tertib Daerah Pinggir Jalan, Tertib Bangunandan Tertib Usaha.
8. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di KotaLinmas merupakan petugas yang sangat dekat dengan masyarakat.Keberadaan Linmas hingga di instansi terbawah yaitupedukuhan/kampung. Hal ini disebabkan Linmas memiliki tugas pokokdalam perlindungan masyarakat, sehingga perlu dilihat perbandinganrasional dalam pelayanan terhadap jumlah penduduk Kota Yogyakarta.Indikator ini dihitung dengan membagi jumlah petugas Linmas denganjumlah penduduk. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah Linmas daritahun 2012 hingga 2016 terlihat fluktuatif.
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Tabel2.105
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)JumlahPetugasLinmas Orang 2.904 2.890 2.864 2.869 2894 -0,09JumlahPenduduk Jiwa 427.591 406.660 413.936 409.487 411.282 -0,97PersentaseJumlahLinmas Persen 0,68 0,71 0,69 0,70 0,70 0,86

Sumber : Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta 2016, jumlah penduduk berdasarkan data Disdukcapil 2017,

Satpol PP Kota Yogyakarta 2017Kebijakan moratorium telah menekan jumlah Linmas dari tahun ketahun karena banyak personil yang menjalani masa pensiun. Pada tahun2016 setiap 10.000 penduduk secara rerata dilayani oleh 70 orangpetugas. Secara internal Kota Yogyakarta memiliki gerakan panca tertibyang dapat mewadahi kiprah dan partisipasi masyarakat dalammelakukan perlindungan masyarakat. di samping itu secara eksternal DIYmemiliki program “jaga warga” atau Civil of Police  berdasarkanperaturan daerah yang dapat bersinergi dengan gerakan panca tertib.
9. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran KotaKebakaran merupakan bencana yang sering melanda wilayahperkotaan. Sifat perkampungan yang padat, jarak antar bangunan yangsangat dekat dan kondisi instalasi listrik yang kurang terpelihara dapatmenjadi pemicu terjadinya bencana kebakaran. Untuk itulah pelayananbencana kebakaran di Kota Yogyakarta sangat diperlukan. Cakupanpelayanan bencana kebakaran dikota Yogyakarta mencapai 100 persen.Hal ini dihitung dengan cara membagi luas Wilayah ManajemenKebakaran (WMK) dengan luas potensi ancaman kebakaran di kota. Luaswilayah kota Yogyakarta adalah 32,5 km2 dan seluruhnya berpotensimengalami kebakaran.

Tabel2.106
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

1. Luas WilayahManajemen Kebakaran(WMK) km2 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5
2. Luas potensi ancamankebakaran km2 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5
3. Cakupan pelayananbencana kebakaran diKota Persen 100 100 100 100 100

Sumber: Dinas Kebakaran Kota Yogyakara 2017
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Semua wilayah Kota Yogyakarta memiliki potensi bencanakebakaran. Dari data tersebut di atas, mulai tahun 2012 hingga 2016 luasWMK 32,5 km2  seluruhnya merupakan wilayah potensi bencanakebakaran. Untuk itulah baik wilayah permukiman, pertokoan, pasar,pusat pelayanan publik, tempat-tempat umum maupun jaringan jalanmemiliki potensi bahaya kebakaran. Jalan raya yang dilalui oleh kendaranbermotor yang sangat ramai juga tidak terhindar dari potensi terjadinyabencana kebakaran. Oleh karena perilaku disiplin dan kesadaran untuksaling menjaga agar dapat menghilangkan potensi bencana kebakaran diwilayah Kota Yogyakarta perlu dtingkatkan.
10. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)Besarnya potensi bencana kebakaran di seluruh wilayah KotaYogyakarta perlu diimbangi dengan daya tanggap pemerintah terhadapterjadinya bahaya kebakaran. Untuk melihat daya tanggap pemerintah inimaka perlu dihitung response time rate (RTR) dalam pelayananmanajemen kebakaran. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwapersentase waktu tanggap daerah layanan Wilayah ManajemenKebakaran mencapai 100 persen. Hal ini berarti bahwa seluruh kasuskebakaran di Kota Yogyakarta mendapatkan respon tindakan pemadamkebakaran kurang dari 15 menit setelah pelaporan.
Tabel2.107

Persentase Tingkat  Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)Jumlah KetepatanWaktu TindakanPemadamKebakaran (<15 jamsetelah pengaduan) Kejadian 50 51 55 49 63 5,95

Jumlah KejadianKebakaran Kejadian 50 51 55 49 63 5,95Tingkat  WaktuTanggap (ResponseTime Rate) DaerahLayanan WilayahManajemenKebakaran (WMK)
Persen 100 100 100 100 100 0

Sumber: Dinas Kebakaran Kota Yogyakara 2017, dengan Hasil OlahanDari data diketahui bahwa mulai tahun 2012 hingga 2016 jumlahbencana kebakaran mengalami tren peningkatan yang fluktuatif karenapada tahun 2015 jumlah bencana kebakaran sempat mengalami
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penurunan dan kembali mengalami peningkatan signifikan di tahun 2016.Namun dari seluruh aduan tentang bencana kebakaran yang terjadi daritahun 2012 hingga 2016 dapat tertangani 100 persen. Sementara itu,tingkat waktu tanggap manajemen kebakaran di Kota Yogyakarta padatahun 2012-2016 tetap berada pada angka 11 menit.
Tabel2.108

Tingkat  Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK) di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)TingkatWaktuTanggap(ResponseTime Rate)DaerahLayananWilayahManajemenKebakaran(WMK)

menit 12 11 11 11 11 -

Sumber: Dinas Kebakaran Kota Yogyakara 2017Seiring dengan kepadatan perkampungan dan jalan raya di kotaYogyakarta waktu tanggap bencana 11 menit merupakan respons yangbagus. Dengan pertambahan jumlah kendaraan dari tahun ke tahun, KotaYogyakarta masih dapat meningkatkan pelayanan terhadap bahayakebakaran. Namun demikian tidak mudah untuk mempertahankan angka11 menit waktu tanggap bencana kebakaran pada masa mendatang.Untuk itulah teknik-teknik paling efektif selalu perlu dilakukan dariwaktu ke waktu. Permasalahan kemungkinan perlunya waktu tanggapbencana yang lebih panjang dapat dikelola dalam bentuk: upaya untukmemecah/membagi titik pelayanan, dengan menempatkan armada/mobilpelayanan di beberapa titik, sehingga jangkauan pelayanan menjadi lebihsempit. Demikian pula mobil pelayanan pemadam kebakaran dapatditempatkan di beberapa titik layanan, dan dengan dilengkapi denganmobil yang berukuran lebih kecil sehingga dapat menerobos jalan yangpadat. Namun demikian tentunya memecah titik pelayanan ini punyakonsekuensi terhadap jumlah petugas pendukung yang perludikonsentrasikan di beberapa titik pelayanan tersebut.
11. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan

yang BaikIndikator ini menggambarkan kualitas baik atau buruknya kantorkelurahan di Kota Yogyakarta. Data di bawah ini diperoleh dari survei
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terhadap 150 responden di tiap kelurahan. Survei tersebut dilakukan duakali dalam setahun yaitu semester pertama dan semester kedua. Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa mayoritas kantor kelurahan di KotaYogyakarta dalam kondisi baik.
Tabel2.109

Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik
di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016Jumlah KantorPemerintahan Desa yangSangat Baik 4 8 10 NA 14Jumlah KantorPemerintahan Desa yangBaik 40 36 33 15 9Jumlah KantorPemerintahan Desa yangKurang Baik 1 1 2 NA 22Jumlah SeluruhPemerintahan Desa 45 45 45 45 45Cakupan Sarana PrasaranaPerkantoran PemerintahanDesa yang Baik Persen 88,89 80 73,33 33,33 51,11
Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta 2015,2016, Bagian Tata

Pemerintahan dan Kesejahteraan, 2017Pengukuran cakupan pada tahun 2015 menggunakan IKM. Tahun2015, terjadi perubahan unsur yang semula 14 unsur menjadi 9 unsurdan bisa ditambah muatan lokal. Dari 9 unsur tersebut, dimana tidak adaunsur kenyamanan lingkungan. Berdasarkan kebijakan karena diKelurahan tidak ada biaya/tarif maka untuk khusus kelurahan, unsurbiaya/tarif diganti dengan kenyamanan lingkungan. Namun dikarenakanadanya ketidaksesuaian koordinasi dan informasi yang didapat olehpelaksana teknis pengukuran SKM, maka dari 45 kelurahan, hanya 15kelurahan yang mengganti unsur biaya /tarif menjadi kenyamananlingkungan. Dari 15 kelurahan, unsur kenyamanan lingkungan rata-rata :3,148 dengan kategori B (Baik). Kemudian pada tahun 2016 perhitungankembali seperti tahun 2012-2014 yang menghasilkan angka 51,11 persenkelurahan dalam kondisi baik dan sangat baik.
12. Sistem Informasi Manajemen PemdaSistem Informasi Manajemen Pemda di Kota Yogyakarta sudahdimulai sejak tahun 2002. SIM ini pertama kali digunakan oleh DinasPerizinan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memudahkanadministrasi. Pembuatan SIM ini sendiri merupakan tugas yang melekatpada Sekretariat Daerah bagian Teknologi, Informasi, dan Telematika(TIT). Hingga tahun 2014 TIT minimal membuat lima SIM dalam tiap
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tahunnya. Berikut ini merupakan tabel informasi tentang adanya SIMPemda Kota Yogyakarta.
Tabel2.110

Sistem Informasi Manajemen Pemda di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No. Indikator 2012 2013 2014 2015 2016

1. Sistem InformasiManajemen Pemda 28 30 35 39 41
Sumber: Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2017

Ketersediaan SIM Pemda sangat efektif dalam membantumemudahkan sistem administrasi. Produktivitas kerja dan prestasi kerjasetiap instansi yang telah memiliki SIM dapat meningkat seiring dengankebutuhan aksesilibitas informasi yang semakin penting. Kinerja Pemkotakan meningkat dengan adanya SIM tersebut. Akan tetapi hal yang jauhlebih sulit dibanding dengan pengadaan SIM adalah perawatan danupdate data dalam SIM yang telah tersedia. Konsistensi dan semangatuntuk selalu meningkatkan pelayanan secara on line juga merupakanlangkah lanjut yang memerlukan dukungan kebijakan, etos kerja dansumberdaya yang memadai.Sistem Teknologi Informasi diperlukan oleh semua OPD sehinggamembutuhkan dukungan kompetensi yang memadai untuk semuapegawai dan pejabat. Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnyapenguasaan teknologi informasi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai,sehingga beban TI dipustkan ke bidang TI. Jika setiap pejabat/pegawaimemiliki komitmen untuk pengembangan skill dalam penggunaan TIsebagai pendukung kinerja, maka pelayanan akan lebih efektif. Dengandemikian TI bukan permasalahan yang berada pada level kelembagaan,namun hanya diturunkan sebagai permasalahan aparatur terkait dengankompetensi teknis.Sistem informasi seringkali hanya dibatasi dengan pemaknaan SIM.Namun sesungguhnya pada kepentingan yang lebih luas diperlukansistem inovasi yang mencakup teknologi yang lebih luas seperti teknologipangan, teknologi pengolahan, tekonologi pemasaran dll. Untukkepentingan ini maka diperlukan suatu wadah sistem teknologi inovasi.
13. Indeks Kepuasan Layanan MasyarakatSurvei tentang indeks kepuasan masyarakat di kota Yogyakartasudah lama diselenggarakan. Di tahun 2012 mulai terjadi penertibanpelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat untuk seluruh instansiperangkat daerah dan unit penyelenggara pelayanan publik. Oleh karenaitu jumlah instansi perangkat daerah dan unit penyelenggara pelayanan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 141

publik yang telah menyelenggarakan IKM dari taun 2012 hingga 2015berturut-turut dengan jumlah layanan mencapai 259, 326, 135 ( data pertanggal 29 Januari 2015 dari total 326 layanan), dan 216( data pertanggal 27 Januari 2016 dari total 326 layanan). Untuk survey kepuasanmasyarakat tahun 2016 sejumlah 284 layanan (data per tanggal tanggal27 januari 2017) terdiri dari kecamatan/kelurahan 56 layanan,puskesmas 34 layanan, OPD 81 layanan, dan sekolah 113 layanan.
Tabel2.111

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No. Indikator 2012 2013 2014 2015 2016

1. Survey IndeksKepuasan LayananMasyarakat Ada Ada Ada Ada AdaSumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakara 2015,2016, Bagian Organisasi,2017Survei kepuasan masyarakat merupakan data autentik tentangrespon masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap setiap jenispelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Data primer darisurvei IKM ini secara umum bersifat inspiratif dalam peningkatankualitas pelayanan. Untuk itu, tindak lanjut pengolahan data hasil surveiIKM perlu dilakukan secara lebih serius untuk mengkritisi kualitaspelayanan yang selama ini telah dilakukan. Untuk itulah identifikasiterhadap jenis survei IKM dalam bentuk layanan tertentu sebaiknyasecara lengkap dapat direkap setiap tahun. Sisi peningkatan kualitaspelayanan perlu diprogramkan untuk setiap jenis pelayanan masyarakatyang dilakukan, sehingga ada peningkatan secara signifikan dari tahun ketahun. Indeks Kepuasan Masyarakat tentunya mencakup semua jenispelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Pengukuran IKMdilakukan secara spesifik berdasarkan kekhusuan pelayanan yangdiberikan, sasaran yang dilayani. Beberapa jenis pelayanan yangdiberikan misalnya kesehatan, pendidikan, catatan sipil, perizinan dll.
G. Sosial

1. Sarana SosialPenyediaan fasilitas sosial ditujukan untuk membantu masyarakatyang kurang beruntung. Penyediaan fasilitas tersebut diberikan olehpemerintah, dengan melalui dinas terkait, dalam hal ini adalah DinasSosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Berikut merupakan data saranasosial yang tersedia di Kota Yogyakarta.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 142

Tabel 2.112
Sarana Sosial di  Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Panti Asuhan Unit 9 9 9 9 10 2,672. Panti Jompo Unit 3 3 3 3 3 0,003. Panti Rehabilitas Unit 1 1 1 1 04. Rumah Singgah Unit 2 2 2 2 2 0,005. Sarana Sosial lainnya Unit 161 161 75 53 52 -24,616. Jumlah seluruhsarana sosial Unit 176 176 90 68 67 -21,45

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2016, Dinas Sosial Kota

Yogyakarta 2017Dapat dilihat dalam tabel di atas bahwa dalam kurun waktu 2012-2016 jumlah sarana sosial di Kota Yogyakarta cenderung menurun, yaitudari 176 sarana sosial menjadi 67 sarana sosial pada tahun 2016.Berdasarkan data di atas pula, fasilitas sosial yang tersedia di KotaYogyakarta terdiri dari panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitas,rumah singgah dan sarana sosial lainnya untuk anak cacat netra, cacatganda dan tuna grahita. Sementara untuk panti rehabilitiasi sudah tidakada lagi di kota Yogyakarta. Tersedianya sarana sosial ini diharapkandapat membantu bagi orang-orang yang kurang beruntung untukmendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Gambar 2.67
Grafik Sarana Sosial di  Kota YogyakartaTahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

2. PMKS yang Memperoleh Bantuan SosialPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalahseseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu
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hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsisosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani,rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan,atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran,kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan,keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial.PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yangmemperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerimabantuan.
Tabel 2.113

PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di  Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. PMKS yangmemperolehbantuan sosial Kelompok 16.599 17.038 16896 17.365 20.220 5,06

2. Jumlah PMKSyangseharusnyamenerimabantuan Kelompok 28.496 26.807 25.250 27.984 27.909 -0,52
3. PMKS yangmemperolehbantuan Persen 58,25 63,56 66,91 62,05 72,45 5,61

Sumber :
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, 2016
2. Dinas Sosial Kota Yogyakarta, 2017
3. Hasil Olahan, 2017

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa, perkembangan jumlahPMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam kurun waktu 2012-2016mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2012,PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 58,25%, danmengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2016 menjadi72,45%. Penghitungan pada tahun 2016 menggunakan satuan orang yangmenerima bantuan bukan lagi kelompok yang menerima bantuan. AngkaPMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta termasukpenerima rastra( beras kesejahteraan). Masih banyaknya jumlah PMKS diKota Yogyakarta mengindikasikan banyaknya masalah kesejahteraansosial. Masalah ini menjadi tanggung jawab pemerintah melalui dinas-dinas terkait.
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Gambar 2.68
Grafik PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di  Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

3. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan SosialPenanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakanpersentase jumlah PMKS yang ditangani terhadap jumlah PMKS yang ada.Data menunjukkan bahwa, persentase PMKS yang tertangani pada tahun2012-2016 mengalami peningkatan persentase. Jumlah PMKS di KotaYogyakarta masih tergolong cukup banyak. PMKS dapat tertangani hinggalebih dari 80 persen. Hal ini menunjukkan kondisi yang membaik untuktahun mendatang PMKS dapat tertangani sepenuhnya. Masih banyaknyajumlah PMKS di Kota Yogyakarta mengindikasikan banyaknya masalahkesejahteraan sosial. Masalah ini menjadi tanggung jawab pemerintahmelalui dinas-dinas terkait.
Tabel 2.114

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosialdi  Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. PMKS yangtertangani jiwa 17.728 17.975 17.310 17.981 22.899 6,612. PMKS yang ada jiwa 28.680 27.011 25.724 28.394 28.220 -0,403. PenangananPMKS % 61,81 66,55 67,29 63,33 81,14 7,04

Sumber :
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2016
2. Dinas Sosial Kota Yogyakarta, 2017
3. Hasil Olahan, 2017
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4. Anak Terlantar yang DibinaSebagaimana yang tertera dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1, bahwafakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Oleh karenaitu, seluruh anak terlantar yang ada di Kota Yogyakarta seharusnyamenjadi tanggungan dari pemerintah Kota Yogyakarta melalui dinas-dinas terkait. Berikut ini merupakan data jumlah anak terlantar yangdibina di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.
Tabel 2.115

Anak Terlantar yang Dibina di  Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2015 2012
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)

1. Anakterlantaryangdibina jiwa 641 569 505 550 404 641 -10,90
Sumber :

1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2016
2. Dinas Sosial Kota Yogyakarta, 2017
3. Hasil Olahan, 2016

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar yang dibinadi Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung mengalamipenurunan. Pada tahun 2012, jumlah anak terlantar yang dibina sebanyak614 jiwa dan terus mengalami penurunan sehingga mencapai 404 jiwapada tahun 2016.

Gambar 2.69
Grafik Anak Terlantar yang Dibina di  Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

H. Perencanaan Pembangunan

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan
dengan PERDARencana pembangunan merupakan pedoman dalam pelaksanaanpembangunan secara periodik. Pembangunan jangka panjang
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mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun,karena di dalamnya memuat visi dan misi. Adanya dokumen RencanaPembangunan Jangka Panjang (RPJP)  sangat penting, agar pembangunandapat mencapai visi dan misi secara tepat. RPJP Tahun 2005-2025ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2007.Dengan adanya dokumen RPJP ini maka pada rentang waktu tahun 2012hingga tahun 2016 terdapat arahan perencanaan RPJPD yang telahditetapkan oleh Perda yang relevan.
Tabel2.116

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD
yang Telah Ditetapkan dengan Perda

No. Indikator 2012 2013 2014 2015 2016

1. Tersedianya dokumenperencanaan RPJPD yang telahditetapkan dengan Perda Ada Ada Ada Ada Ada
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2017

Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD hendaknya tidak hanyadipahami secara administratif, sebagai sebuah kewajiban untukmemenuhi ketentuan normative. Lebih dari itu ketersediaan dokumenperencanaan hendaknya memenuhi fungsi substantifnya. Dengandemikian perhatian terhadap visi dan misi menjadi sangat penting agardapat memaknai fungsi dari dokumen perencanaan RPJPD.Visi Kota Yogyakarta yang dirumuskan dalam RPJPD 2005-2025adalah “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisataberbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang berwawasan lingkungan.”Dengan visi tersebut maka Kota Yogyakarta dapat mengembangkan misiyang relevan. Terkait dengan detail misi maka dalam RPJPD KotaYogyakarta terdapat sepuluh misi yaitu:
a. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan;
b. Mempertahankan kota Yogyakarta sebagai kota Pariwisata, KotaBudaya dan Kota Perjuangan;
c. Mewujudkan daya saing kota Yogyakarta yang unggul dalampelayanan jasa;
d. Mewujudkan kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan;
e. Mewujudkan masyarakat kota Yogyakarta yang bermoral, beretika,beradab dan berbudaya;
f. Mewujudkan kota Yogyakarta yang good governance (tata kelolapemerintahan yang baik), clean governance (pemerintah yang bersih,berkeadilan dan berlandaskan hukum);
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g. Mewujudkan kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai;
h. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas,dan
i. Mewujudkan kota Yogyakarta yang sehat.Dari sepuluh misi ini dapat menjadi arahan program pembangunandan kegiatan pembangunan ke depan, khususnya dalam penyusunanRencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tentunya dalam rentangwaktu tahun 2005-2015 ini telah banyak capaian hasil pembangunan,khususnya pada Tahun 2012-2016 beberapa pencapaian sesuai denganarahan visi dan misi ini. Pada tahun 2015 indikator di atas tidak akanberubah sebab acuan yang digunakan relatif makro dan berlaku dari2005-2025.

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan
dengan PERDA/PERKADABertolak dari RPJPD selanjutnya diturunkan ke dalam perencanaandaerah yang lebih substansial yaitu RPJMD. Setiap RPJMD ditetapkan olehPeraturan daerah.  RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 ditetapkanmelalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2016.Sehingga dalam kurun waktu 2012 hingga 2016 terdapat dokumenperencanaan yang telah dilegalkan melalui Peraturan Daerah.

Tabel2.117
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan

Perda

No. Indikator 2012 2013 2014 2015 2016

1. Tersedianya dokumenperencanaan RPJMD yang telahditetapkan denganPerda/Perkada Ada Ada Ada Ada Ada
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2017Berdasarkan Perda-Perda penetapan RPJMD ini selanjutnyadilakukan pembangunan dalam jangka menengah. Di dalam pelaksanaanpembangunan secara terus-menerus dan terarah ini maka dokumen yangmenjadi dasar selanjutnya adalah RKPD. Jaminan keberlanjutan programakan sangat terdukung oleh adanya dokumen RPJMD. Konsistensi arahpembangunan menjadi lebih terjaga secara berkelanjutan, sehinggapencapaian visi dan misi lebih optimal.
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3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan
dengan PERKADAOperasionalisasi rencana pembangunan menjadi sebuahkebutuuhan eksplisit. Dengan rencana yang lebih operasional makamenjadi mudah untuk direalisasikan. Pelaksanaan pembangunan selamajangka waktu tertentu perlu diturunkan ke dalam dokumen yang lebihteknis dan operasional. Dengan demikian pembangunan dapat berjalansecara eksplisit. Untuk itulah RKPD disusun setiap tahun denganmenerjemahkan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Perda. Data mengenaitersedianya dokumen perencanaan RKPD Kota Yogyakarta tahun 2012hingga 2016 telah ditetapkan dengan:a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2011 Tentang RKPDKota Yogyakarta Tahun 2012b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2012 Tentang RKPDKota Yogyakarta Tahun 2013c. Peraturan Walikota YogyakartaNomor 38 Tahun 2013Tentang RKPDKota Yogyakarta Tahun 2014d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2014 Tentang RKPDKota Yogyakarta Tahun 2015e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 Tentang RKPDKota Yogyakarta Tahun 2016

Tabel2.118
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA

No. Indikator 2012 2013 2014 2015 20161. Tersedianya dokumen perencanaanRKPD yang telah ditetapkan denganPerkada Ada Ada Ada Ada Ada
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2017Ketersediaan RKPD memberikan acuan dalam pelaksanaanpembangunan sehingga setiap SKPD dapat bergerak secara terpadu danterarah menuju sasaran yang jelas dan memperjuangkan pencapaian visimisi dengan terkoordinasi satu sama lain. Dasar hukum berupa Perwaldalam penetapan RKPD memberikan kekuatan hukum. Dari data di ataspemenuhan dasar hukum berupa perwal yang selalu mengiringi RKPDmemberikan kepastian hukum dan keabsahan, sehingga menjadi dasarbertindak untuk merealisasikan program-program pembangunanmencapai target secara kuantitas dan kualitas, dan mengantarkanpencapaian outcome yang diharapkan.
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4. Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPDSebuah rencana yang semakin khusus dengan lingkup yang lebihterbatas tentunya berinduk kepada perencanaan di atasnya. RKPDmerupakan sebuah perencanaan tahunan yang berinduk kepada RPJMD.Untuk itulah RKPD merupakan bentuk turunan yang menerjemahkanRPJMD. Di samping itu keberadaan RKPD adalah bentuk “up date” sebuahrencana untuk menampung perkembangan capaian setahun sebelumnyadan perkembangan tuntutan baru yang dihadapi pada tahun yangbersangkutan. Data terkait penjabaran program RPJMD ke dalam RKPDdidapatkan dengan cara menghitung jumlah program RKPD tahunberkenaan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harusdilaksanakan pada tahun berkenaan dikalikan dengan bilangan 100,sehingga akan didapatkan penjabaran data seperti tabel di bawah ini.
Tabel2.119

Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016Jumlah program RKPDtahun berkenaan Buah 122 108 109 109 109Jumlah program RPJMDyang harus dilaksanakantahun berkenaan Buah 109 109 109 109 109Penjabaran ProgramRPJMD ke dalam RKPD Persen 111,9 99,1 100 100 100
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2017Diperlukan kecermatan dalam menerjemahkan RPJMD ke dalamRKPD. Dengan memperhatikan RPJMD dengan program yang sifatnyalebih umum diturunkan kepada program-program yang lebihimplementatif. Untuk itu semestinya jumlah maupun bentuk program diRKPD lebih bersifat detail, kecil satuannya, dan mencerminkan sequenceantar RKPD. Oleh karena itu dengan hanya melihat jumlah program yangada di dalam RKPD dibandingkan dengan jumlah program di RPJMDbelum dapat secara substansial dapat dimaknai. Jika dilihat dari jumlahprogram, karena bentuk program di RKPD lebih operasinal, makatentunya jumlahnya bisa lebih banyak, mengingat program di RPJMDmerupakan prediksi dalam jangka waktu yang lebih panjang, sedangkanmerencanakan RKPD untuk tahun depan sudah lebih eksplisit dengandidukung oleh data yang nyata.Jumlah program yang tertuang dalam RKPD dengan RPJMD belummemiliki perbedaan yang signifikan. Jarak perbedaan jumlah programdalam RPJMD sangat dekat dengan jumlah program dalam RKPD. Melihatfakta dan data tersebut dapat disimpulkan beberapa asumsi yaitu;pertama kecakapan dalam mendetailkan program dari RPJMD ke dalam
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RKPD perlu ditingkatkatkan; kedua kemungkinan rumusan programdalam RPJMD sudah sangat operasional sehingga tidak dapat diturunkanke dalam nama program yang lebih spesifik, sehingga nama program diRPJMD sama dengan nama program di RKPD.
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan

Dasar

A. Ketenagakerjaan

1. Tingkat Partisipasi Angkatan KerjaSumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu komponenpenting dalam pembangunan wilayah. Peranan individu dalam suatudaerah salah satunya terwujud dalam partisipasi mereka sebagai tenagakerja untuk menggerakkan perekonomian wilayah tersebut.Perekonomian wilayah yang baik berdampak pada keberhasilanpembangunan wilayah tersebut dari aspek ekonomi. Keterlibatanpenduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yangmasuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) yangdisebut sebagai Angka Partisipasi Angkatan Kerja.
Tabel 2.120

Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 AngkatanKerja 15Tahun keatas

jiwa 166.406 187.205 145.850 188.555 184.921 2,67
2 JumlahPendudukUsia 15tahun keatas

Jiwa 328.737 320.121 323.255 347.403 472.415 9,49
3 AngkaPartisipasiAngkatanKerja

% 50,62 58,48 45,12 54,28 39,14 -6,23
Sumber : Profil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun, 2013, 2014, dan 2015

(Dinsosnakertrans, 2012-2016), DiskopUKMnakertrans Kota Yogyakarta, 2017 dengan Hasil
Olahan, 2017.

Angka partisipasi angkatan kerja dihitung berdasarkanperbandingan antara angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun ke atasyang bekerja) dan penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas).Kedua komponen ini masing-masing mengalami perubahan seiringdinamika penduduk. Selama rentang tahun 2012-2016, angka partisipasiangkatan kerja Kota Yogyakarta menunjukkan tren negatif denganpertumbuhan rata-rata sebesar -6,32% per tahun. Pada tahun 2012,



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 151

angka partisipasi angkatan kerja di Kota Yogyakarta adalah sebesar50,62%, sedangkan pada tahun 2016, angka ini menurun hingga menjadi39,14%. Semakin menurunnya angka partisipasi angkatan kerja tersebutmenunjukkan bahwa semakin kecil proporsi penduduk usia kerja yangsedang bekerja. Hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan jumlahpengangguran di Kota Yogyakarta.

Gambar 2.70
Grafik Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017

2. Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja Per TahunHubungan antara pengusaha dan pekerja merupakan sebuahsimbiosis mutualisme dimana kedua pihak memiliki peranannya masing-masing dan hanya akan mencapai keuntungan seperti yang diinginkanapabila kerjsama antar kedua pihak terjaga dengan baik. Oleh karena itu,berbagai kasus sengketa antara yang mengakibatkan pertentangan antarapengusaha dengan pekerja/buruh, baik karena perselisihan mengenaihak, perselisihan kepentingan, maupun perselisihan pemutusanhubungan kerja akan memberikan efek buruk terhadap kinerjaperindustrian.Angka sengketa pengusaha-pekerja dihitung berdasarkan proporsijumlah sengketa yang terjadi dengan jumlah keseluruhan perusahaanyang ada dikalikan dengan 1.000. Selama tahun 2012-2016, angkasengketa pengusaha-pekerja di Kota Yogyakarta menunjukkan trenmenurun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -12,97% per tahun.Sementara itu jumlah perusahaan di Kota Yogyakarta semakin meningkatdengan pertumbuhan 3,83% per tahun. Pada tahun 2012, jumlahsengketa antara pengusaha dan pekerja mencapai 60 kasus, sempat turun
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hingga menjadi 35 kasus di tahun 2014, dan kembali naik menjadi 40kasus di tahun 2016.
Tabel 2.121

Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 Jumlah sengketapengusaha pekerja kasus 60 56 35 36 40 -9,64

2 Jumlah Perusahaan unit 1.256 1.300 1.341 1.405 1.460 3,83
3 Angka Sengketa

Pengusaha-Pekerja
47,77 43,08 26,10 25,62 27,40 -12,97

Sumber :Profil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2013, 2014, dan 2015
(Dinsosnakertrans, 2014, 2015): DiskopuKMnakertrans Kota Yogyakarta dengan Hasil Olahan, 2017.Penurunan angka sengketa merupakan sebuah pertanda baikkhususnya untuk dinamika perekonomian di Kota Yogyakarta. Turunnyaangka sengketa mengindikasikan bahwa komunikasi dan kebijakan yangditerapkan di dalam perusahaan mampu mengakomodasi kepentinganantara pengusaha dan juga pekerja. Selain itu, rendahnya angka sengketajuga mencerminkan bahwa kegiatan industri yang ada cukup kondusifdan mampu menjadi nilai plus bagi para investor yang ingin menanamkanmodalnya di Kota Yogyakarta.

3. Pencari Kerja yang DitempatkanIndikator pencari kerja yang ditempatkan merupakanperbandingan antara jumlah pencari kerja yang Indikator pencari kerjayang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerjayang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Daritahun 2012-2016, persentase pencari kerja yang ditempatkan cenderungnaik dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 19,54% per tahun. Meskipersentase pencari kerja yang ditempatkan terus meningkat, tetapisebenarnya jumlah pencari kerja yang mendaftar cenderung menurun.
Tabel 2.122

Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 Jumlah pencari kerjayang ditempatkan jiwa 2.306 2.593 1.592 2.044 2.151 -1,722 Pencari kerja yangmendaftar jiwa 3.422 4.950 1.849 1.866 1.563 -17,79

3 Pencari kerja yang
ditempatkan % 67,4 52,4 86,1 109,54 137,62 19,54

Sumber :Profil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2013, 2014, dan 2015
(Dinsosnakertrans, 2014, 2015),DiskopUKMnakertrans Kota Yogyakartadengan Hasil Olahan,
2017.
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Ketidaksesuaian antara jumlah pendaftar kerja dengan jumlahpencari kerja yang ditempatkan, dimana pencari kerja yang ditempatkanlebih besar dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang mendaftaradalah akibat dari penduduk yang mencari kerja tidak seluruhnyamencari kartu kuning. Sedangkan tenaga kerja yang mendaftar tersebutdidata dari penduduk yang mencari kartu kuning. Oleh karenanya, jumlahpencari kerja yang ditempatkan lebih besar dibandingkan dengan jumlahpencari kerja yang mendaftar, padahal lazimnya jumlah pencari kerjayang mendaftar adalah lebih besar atau sama dengan jumlah pencarikerja yang ditempatkan.

Gambar 2.71
Grafik Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber :Hasil Olahan, 2017

4. Tingkat Pengangguran TerbukaJumlah ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlahpencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnyapengangguran. Oleh karena itu, keberadaan pengangguranmencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersediadibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguranadalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun)namun belum/tidak bekerja.Tingkat pengangguran terbuka (TPT)dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkandengan angkatan kerja.
Tabel 2.123

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 Jumlahpengangguranterbuka jiwa 17.217 16.097 13.137 10.879 6.721 -20,96

2 Jumlahpenduduk jiwa 166.406 187.205 145.850 188.555 184.921 2,67
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No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)angkatan kerja3 TingkatPengangguranTerbuka % 10,34 8,59 9,01 5,77 3,63 -23,03

Sumber :Profil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2013, 2014, dan 2015
(Dinsosnakertrans, 2012-2014): Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota

Yogyakarta, 2017dengan Hasil Olahan, 2017.Selama tahun 2012-2016, tingkat pengangguran terbuka di KotaYogyakarta menunjukkan perkembangan fluktuatif dengan tren menurun.Pertumbuhan rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakartaadalah sebesar -23,03%. Pada tahun 2012, TPT di Kota Yogyakarta adalahsebesar 10,34% dan turun menjadi 3,63% pada tahun 2016. Apabiladilihat dari  jumlah pengangguran terbuka maupun jumlah angkatan kerjayang ada pada tahun 2014, besaran yang dimiliki memang relatif lebihrendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunantingkat pengangguran terbuka ini menunjukkan kesejahteraanmasyarakat yang lebih baik.

Gambar 2.72
Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber :Hasil Olahan, 2017

5. Keselamatan dan PerlindunganSalah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja adalahdengan memberikan perlindungan pada pekerja selama dia bekerja.Maksud dari pemberian perlindungan ini adalah agar pekerja merasaaman dan nyaman dalam bekerja. Perlindungan dan keselamatan kerjatersebut merupakan hak bagi pekerja yang wajib dipenuhi olehperusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakaninstrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, danmasyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja.
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Gambar 2.72
Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber :Hasil Olahan, 2017

5. Keselamatan dan PerlindunganSalah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja adalahdengan memberikan perlindungan pada pekerja selama dia bekerja.Maksud dari pemberian perlindungan ini adalah agar pekerja merasaaman dan nyaman dalam bekerja. Perlindungan dan keselamatan kerjatersebut merupakan hak bagi pekerja yang wajib dipenuhi olehperusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakaninstrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, danmasyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja.
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No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)angkatan kerja3 TingkatPengangguranTerbuka % 10,34 8,59 9,01 5,77 3,63 -23,03

Sumber :Profil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2013, 2014, dan 2015
(Dinsosnakertrans, 2012-2014): Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
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Selama tahun 2012-2016, persentase keselamatan danperlindungan yang diterapkan oleh perusahaan mengalami pertumbuhanpositif yaitu 3,78% per tahun. Peningkatan tersebut terjadi seiringbertambahnya jumlah perusahaan dan jumlah perusahaan yangmenerapkan K3. Pada tahun 2012, tercatat ada 1.016 unit perusahaanyang menerapkan K3 atau sekitar 80,89% dari total perusahaan sebayak1.256 unit. Sedangkan pada tahun 2016, dari total perusahaan sebanyak1.460 unit, sebanyak 1.370 unit perusahaan sudah menerapkan K3 atausetara dengan 93,84% dari total perusahaan.
Tabel 2.124Keselamatan dan Perlindungan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 Jumlah perusahaanyang menerapkan K3 unit 1.016 1.000 1.197 1.333 1.370 7,762 Jumlah perusahaan unit 1.256 1.300 1.341 1.405 1.460 3,83

3 Keselamatan dan
Perlindungan % 80,89 84,62 89,26 94,88 93,84 3,78

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2015, 2016: dengan Hasil
Olahan, 2017.Secara umum, jumlah perusahaan yang menerapkan K3 memilikipertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan totalperusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaanyang menerapkan K3. Pemberian pemahaman mengenai pentingnyapenerapan K3 bagi perusahaan, pekerja, dan lingkungan oleh dinasterkait kepada perusahaan turut membantu meningkatkan persentaseperusahaan yang menerapkan K3 sehingga akan tercipta perlindungankerja.

6. Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah
DaerahPerselisihan antar buruh dan pengusaha terhadap kebijakanpemerintah daerah di Kota Yogyakarta adalah mengenai upah minimumkota (UMR) dan tunjangan hari raya (THR). Penentuan besaran upah yangdapat memuaskan kedua pihak sangat sulit dilakukan sehinggadibutuhkan kearifan dari keduanya. Secara umum, perselesaian buruhdan pengusaha di Kota Yogyakarta dari tahun 2012-2016 semakinmenurun. Hal ini dikarenakan jumlah penyelesaian perselisihan danjumlah kejadian perselisihan juga cenderung menurun pada kurun waktuyang sama. Meski demikian, pada tahun 2015, terdapat satu dari duakasus yang belum terselesaikan. Kasus tersebut terkait dengan THR yangtidak diberikan pengusaha kepada buruh.
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Tabel 2.125
Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 Jumlah penyelesaianperselisihan kasus 50 50 30 25 27 -14,282 Jumlah kejadian perselisihan kasus 60 56 36 30 35 -12,61

3 Penyelesaian perselisihan
buruh dan pengusaha % 83,33 89,29 83,33 83,33 77,14 -1,91

Sumber : Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2017: dengan Hasil

Olahan.2017

B. Pemberdayaan dan Perlindungan Anak

1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga PemerintahanIndikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentasepartisipasi perempuan di lembaga pemerintahan. Cara untuk mengetahuipersentase partisispasi perempuan di lembaga pemerintahan adalahdengan membandingkan dari jumlah pekerja perempuan di lembagapemerintahan dengan jumlah seluruh pekerja perempuan. Jumlah pekerjaperempuan di lembaga pemerintahan di dapat dari BKD, dan jumlahseluruh pekerja perempuan didapat dari penjumlahan data dari BKDserta Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Berikut inimerupakan data presentasi partisipasi perempuan di lembagapemerintahan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.
Tabel 2.126

Presentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)

1. PekerjaPerempuandi LembagaPemerintah jiwa 4.267 4.152 4.178 4.145 3.229 -6,73
2. JumlahPekerjaPerempuan Jiwa 40.267 40.152 22.275 23.162 23.205 -12,87
3. PersentasePartisipasiPerempuandi LembagaPemerintah Persen 10,60 10,34 18,76 17,90 13,91 7,03

Sumber :
1. Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta, 2016
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2016
3. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta, 2015
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017
5. Hasil Olahan, 2016
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Berdasarkan data di atas, persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 bersifat fluktuatif. Jumlah pekerja perempuan di lembagapemerintahan mengalami penurunan dari 4.267 jiwa di tahun 2012,menjadi 3229 jiwa di tahun 2016. Namun, persentasenya meningkat dari10,60% tahun 2012, menjadi 13,91% di tahun 2016, karena jumlahseluruh pekerja perempuan yang juga mengalami penurunan sebesarkurang lebih tujuh belas ribu jiwa.Menurut Badan Kepegawaian Daerah, dari dua periode penerimaanCPNS terakhir, didominasi oleh CPNS perempuan yang diterima. Namunapabila dibandingkan dengan jumlah persentase pekerja perempuanseluruhnya di Kota Yogyakarta, persentase perempuan yang bekerja dilembaga pemerintah masih terbilang cukup rendah. Melihat kemungkinanyang akan terjadi di masa mendatang, dikabarkan akan ada penerimaanCPNS dari bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga diprediksikan pulaakan ada lebih banyak pekerja perempuan di lembaga pemerintah.

Gambar 2.73
Grafik Presentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota

YogyakartaTahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

2. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga SwastaPada indikator ini dihitung persentase partisipasi perempuan dilembaga swasta. Indikator ini berguna untuk melihat seberapa besarpersentase perempuan yang bekerja di lembaga swasta danperbandingannya dengan jumlah pekerja perempuan di Kota Yogyakarta.Data yang digunakan pada indikator ini merupakan data yang berasal dariDinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Sedangkan data jumlahseluruh pekerja perempuan di Kota Yogyakarta merupakan data yang
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didapat dari penjumlahan Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintahdan Pekerja Perempuan di Lembaga Swasta. Berikut adalah tabelpersentase partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kota YogyakartaTahun 2012-2016.
Tabel 2.127

Presentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)

1. PekerjaPerempuan diLembagaPemerintah jiwa 36.000 36.000 18.097 19.017 19.976 -13,69
2. Jumlah PekerjaPerempuan Jiwa 40.267 40.152 22.275 23.162 23.205 -12,87
3.

Persentase
Partisipasi
Perempuan di
Lembaga
Pemerintah

Persen 89,40 89,66 81,24 82,10 86,08 -0,94

Sumber :
1. Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta, 2016
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2016
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017
4. Hasil Olahan, 2016Berdasarkan data di atas, persentase partisipasi perempuan dilembaga swasta di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016bersifat fluktuatif. Jumlah pekerja perempuan di lembaga swastamengalami penurunan dari 36.000 jiwa di tahun 2012, menjadi 19.976jiwa di tahun 2016. Begitu pula dengan persentasenya yang mengalamipenurunan, dari 89,40% di tahun 2012, menjadi 86,08% di tahun 2016.Meskipun pada kurun waktu lima tahun terakhir persentase pekerjaperempuan mengalami penurunan, namun apabila dibandingkan dengandata tahun 2014, jumlah pekerja perempuan di lembaga swastamengalami peningkatan, begitu juga dengan persentasenya. Hal tersebutmengindikasikan makin terbuka luasnya kesempatan bekerja bagiperempuan di ranah lembaga swasta dibandingkan tahun 2014. Haltersebut juga dapat dianggap sebagai kondisi yang baik dimanaperempuan sudah mendapat kesetaraan dalam bidang ekonomi.
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Gambar 2.74
Grafik Presentasi Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

3. Rasio KDRTMenurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), KDRT adalahsetiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yangberakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancamanuntuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaansecara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Indikator inibertujuan untuk melihat seberapa besar rasio KDRT di Kota Yogyakarta.Rasio KDRT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah KDRTdengan jumlah rumah tangga. Berikut ini merupakan rasio KDRT di KotaYogyakarta Tahun 2012-2016,
Tabel 2.128

Rasio KDRT di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbuh
an Rata-

Rata
(%Tahun)1. JumlahKDRT jiwa 265 691 642 626 544 19,70

2. JumlahRumahTangga(KK) Jiwa 129.439 124.744 128.843 129.092 131.092 0,32
3. RasioKDRT Persen 0,20 0,55 0,50 0,48 0,41 19,66

Sumber : Seksi Perlindungan Kelompok Rentan (Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan, 2016), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Berdasarkan data di atas, rasio KDRT di Kota Yogyakarta dalamkurun waktu 2012-2016 berada dalam kondisi yang kurang baik,
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ditunjukkan dengan rasio KDRT yang meningkat hampir setiap tahunnya.Pada tahun 2012, ditemukan 256 kasus KDRT. Jumlah kasus ini semakinmeningkat hingga mencapai 544 kasus di tahun 2016. Rendahnya kasusKDRT di tahun 2012 bukan berarti memang hanya terjadi sedikit kasusKDRT, namun disebabkan karena masyarakat belum berani melaporkanadanya tindakan KDRT atau ketidaktahuan harus melaporkan kemana.Pada tahun 2013, terdapat peningkatan yang cukup besar, hal inimenandakan makin sadarnya korban KDRT untuk melaporkan kasusKDRT. Pada kurun waktu 2013-2016 terjadi penurunan rasio KDRT haltersebut mengindikasikan adanya kondisi yang sedikit demi sedikitmembaik dengan berkurangnya kasus KDRT.

Gambar 2.75
Grafik Rasio KDRT di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017Terjadinya kasus KDRT disebabkan karena beberapa faktordiantaranya: 1) budaya bahwa istri bergantung pada suami, khususnyaekonomi; 2) kepribadian dan kondisi psikologis suami yang tidak stabil;3) laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat,dan 4) pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturanmendidik istri, kepatuhan istri pada suami, penghormatan posisi suamisehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai istri.
4. Partisipasi Angkatan Kerja PerempuanIndikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentasepartisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerjaperempuan merupakan proporsi jumlah partisipasi angkatan kerjaperempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasiangkatan kerja perempuan ini menggambarkan jumlah pendudukperempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap totalpenduduk perempuan usia kerja. Semakin besar partisipasi angkatan
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kerja perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yangsecara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Berikut ini merupakan datapartisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.
Tabel 2.129

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Partisipasiangkatan kerjaperempuan Persen 57,88 57,89 57,94 63,37 63,37 2,29Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017Berdasarkan data di atas, partisipasi angkatan kerja perempuan diKota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung mengalamipeningkatan. Pada tahun 2012, partisipasi angkatan kerja perempuanmencapai 57,88%. Kemudian mengalami peningkatan hingga menjadi63,37% pada tahun 2016. Artinya, terdapat lebih dari setengah jumlahperempuan di Kota Yogyakarta ini yang secara aktif melakukan kegiatanekonomi. Sumber penghasilan keluarga tidak hanya dari suami, namunistri juga berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Selain bisa menambahpenghasilan keluarga, beberapa perempuan bekerja untukmengaktualisasikan diri, mengisi kegiatan sehari-sehari ataubersosialisasi, serta untuk menambah wawasan pengetahuan.

Gambar 2.76
Grafik Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

5. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari
Tindakan KekerasanIndikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentasepenyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakkekerasan. Tindakan kekerasan pada perempuan dan anak sama halnyadengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Penyelesaian
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pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasanmerupakan proporsi jumlah pengaduan perlindungan perempuan dananak yang terselesaikan terhadap jumlah pengaduan perlindunganperempuan dan anak. Berikut ini merupakan data penyelesaianpengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasandi Kota Yogyakarta tahun 2012-2016.
Tabel 2.130

Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan
di  Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlah PengaduanTerselesaikan Kasus 265 691 642 626 544 19,702. Jumlah Pengaduan Kasus 265 691 642 626 544 19,703. Penyelesaianpengaduan persen 100 100 100 100 100 0

Sumber :
1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, 2016
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017
3. Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, penyelesaian pengaduan perlindunganperempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Yogyakarta dalamkurun waktu 2012-2015 telah terselesaikan semuanya (100%).Kesadaran masyarakat untuk melaporkan semakin tinggi sehingga jumlahkasus yang dilaporkan semakin banyak. Namun untuk masa yang akandatang diharapkan jumlah kasus pengaduan semakin menurun, bukankarena hanya sedikit kasus yang dilaporkan, tapi memang benar-benarberkurang jumlah kasusnya.

Gambar 2.77
Grafik Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan

Kekerasandi Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017
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6. Indeks Pembangunan Gender (IPG)Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah penghitungan ukuranpencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia denganmemperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukurpencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yangsama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkanketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untukmengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki danperempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.Berikut ini merupakan data IPG di Kota Yogyakarta tahun 2012-2015.
Tabel 2.131

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di  Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. IndeksPembangunanGender 98,16 98,48 99,27 98,78 0,21

Sumber :
1) Badan Pusat Statistik, 2016
2) Hasil Olahan, 2016

Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik Kota Yogyaakrta(2016), IPG baru dihitung sampai tahun 2015, sedangkan setelah itubelum dilakukan pembaruan perhitungan. IPG di Kota Yogyakarta dalamkurun waktu 2012-2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, IPGdi Kota Yogyakarta mencapai 98,16 dan mengalami peningkatan menjadi98,78 pada tahun 2015. Jika dibandingkan IPG nasional tahun 2012 yanghanya mencapai 68,52,Kota Yogyakarta sudah mampu melampaui IPG nasional. Hal inimengindikasikan persamaan dan kesetaraan gender di Kota Yogyakartasudah semakin tinggi. Berikut ini merupakan grafik peningkatan IPG diKota Yogyakarta.
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Gambar 2.78
Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) di  Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2017

7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukurpersamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupanekonomi, politik dan pengembilan keputusan. IPG dan IDG diharapkanmampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan genderyang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapatdigunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yangberkaitan dengan peningkatan keadilan gender. IDG dibentukberdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalamparlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinandan ketatalaksanaan; dan sumbangan pendapatan. Berikut ini merupakandata IDG Kota Yogyakarta tahun 2012-2015.
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Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. IndeksPemberdayaanGender 70,70 71,75 79,44 79,33 3,91

Sumber :
1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, 2015
2) Hasil Olahan, 2016Berdasarkan informasi dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat danPerempuan Kota Yogyakarta, IDG baru dihitung sampai tahun 2015,sedangkan setelah itu belum dilakukan perhitungan. IDG di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami peningkatan,dapat dilihat dari pertumbuhan rata-rata pertahunnya yang bernilai3,91%. Pada tahun 2012, IDG Kota Yogyakarta mencapai 70,70 danmengalami peningkatan hingga mencapai 79,33 pada tahun 2015. IDG
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Gambar 2.78
Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) di  Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015
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Kota Yogyakarta sudah melebihi capaian IDG nasional yang mencapai70,5 pada tahun 2013 (BPS dalam BAPPENAS, 2014). Artinya, persamaanperanan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi,politik dan pengambilan keputusan di Kota Yogyakarta semakin tinggi.

Gambar 2.79
Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di  Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2017

C. Ketahanan Pangan

1. Regulasi Ketahanan PanganSelama tahun 2010, Kota Yogyakarta telah memiliki regulasiketahanan pangan. Regulasi ini berupa peraturan walikota yang tediridari Perwal No.64 Tahun 2010 Tentang Hygiene Sanitasi PengelolaanPangan dan Perwal No.51 Tahun 2010 Tentang Petunjuk PelaksanaanPercepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber DayaLokal. Peraturan daerah tersebut masih diberlakukan sampai pada tahun2016.
Tabel 2.133

Regulasi Ketahanan Pangan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator 2012 2013 2014 2015 2016Regluasi ketahanan pangan Ada Ada Ada Ada Ada
Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, 2016, Dinas

Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2017
2. Ketersediaan Pangan UtamaKetersediaan pangan utama di Kota Yogyakarta pada tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif. Pertumbuhan rata-rata ketersediaan panganutama mencapai 26,59% per tahun, sedangkan pertumbuhan rata-ratajumlah ketersediaan pangan yaitu sebesar 25,48% per tahun.Ketersediaan pangan utama di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 adalahyang paling besar pada kurun waktu 2012-2016. Pada tahun 2015,ketersediaan pangan utama Kota Yogyakarta mencapai 143,24 kg/jiwa,
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sedangkan pada tahun 2016, ketersediaan pangan utama turun menjadisebesar 135,76 kg/jiwa.Ketersediaan pangan yang ada di Kota Yogyakarta berasal daridaerah lain di sekitar Kota Yogyakarta dan juga hasil produksi di wilayahKota Yogyakarta. Di samping hal tersebut, perhitungan ketersediaanpangan di kota Yogyakarta didapat dari akumulasi cadangan panganketika bencana terjadiPerkembangan positif ketersediaan panagn utamadi Kota Yogyakarta ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pendudukakan pangan utama dapat tercukupi dengan baik.
Tabel 2.134

Ketersediaan Pangan Utama Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbuh
an Rata-

Rata
(%/tahun)

1 Rata-ratajumlahketersediaanpangan utama kg 22.603.000 25.882.000 23.892.000 58.656.000 56.029.000 25,48
2 JumlahPenduduk jiwa 427.591 406.660 413.936 409.487 412.704 -0,88
3 Ketersediaan

Pangan Utama kg/jiwa 52,86 63,65 57,72 143,24 135,76 26,59

Sumber :
1. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2017: dengan Hasil Olahan, 2017
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2016: dengan Hasil Olahan,

2017

D. PertanahanTerdapat tiga indikator yang termasuk dalam urusan pertanahan, yakniindikator persentase luas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah, penyelesaiankasus tanah negara, serta indikator penyelesaian izin lokasi. Dalam urusanpertanahan ini, terdapat beberapa indikator yang mengalami penyesuaian juduldan atau formula yang telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta.
1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas WilayahSesuai dengan Lampiran 1 Permendagri 54/2010, formula yangdigunakan untuk menghitung indikator persentase luas lahanbersertifikat adalah perbandingan antara jumlah luas lahan bersertifikatdengan jumlah penduduk dikalikan dengan bilangan 100. Formulatersebut dirasa meragukan dengan bilangan pembanding adalah jumlahpenduduk, sehingga indikator ini diganti dengan indikator persentaseluas lahan bersertifikat terhadap luas wilayah.
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Tabel 2.135
Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah di Kota YogyakartaTahun

2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbu
han Rata-

rata
(% /

Tahun)1. Luas lahanbersertifikat Ha 1.418,46 1.472,67 1.577,60 1.646,22 1.875,00 7,222. Luas Wilayah Ha 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250 3.250 0,00
3. Persentaseluas lahanbersertifikatterhadap luaswilayah % 43,64 45,31 48,54 50,65 57,69 7,23

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta Tahun 2017, dengan Hasil Olahan

Indikator pembentuk untuk persentase luas lahan bersertifikat diKota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2012 hingga tahun2016. Tercatat seluas 1.418,46 hektar lahan bersertifikat di tahun 2012kemudian meningkat di tahun 2016 menjadi 1.875 hektar lahanbersertifikat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,22% per tahun.Persentase luas lahan bersertifikat terjadap luas wilayah juga mengalamipeningkatan yakni 43,64% pada tahun 2012 meningkat menjadi 57,69%pada tahun 2016 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,23% pertahun.

Gambar 2.80
Grafik Persentase Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah di

Kota YogyakartaTahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

2. Penyelesaian Kasus TanahFormula yang digunakan untuk menghitung penyelesaian kasustanah adalah dengan perbandingan antara jumlah kasus yang
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diselesaikan dengan jumlah kasus yang terdaftar dikalikan denganbilangan 100.
Tabel 2.136

Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Jumlah kasusyangdiselesaikan Kasus 36 8 21 9 8 -31,34

2. Jumlah kasusyang terdaftar Kasus 38 16 22 16 23 -11,80
3. Penyelesaian

kasus sengketa
tanah

% 94,74 50,00 95,45 56,25 57,69 -22,16

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta Tahun 2017, dengan Hasil OlahanJumlah kasus sengketa yang dihitung merupakan data dari BadanPertanahan Nasional yang berupa kasus sengketa tanah dari semua tanahpersil milik perorangan. Secara umum, persentase penyelesaian kasussengketa tanah di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012hingga tahun 2016 menunjukkan nilai yang fluktuatif dengankecenderungan menurun, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -31,34% per tahun. Dalam kurun waktu yang sama (tahun 2012 hinggatahun 2016), tidak ada kasus yang dapat terselesaikan seluruhnya(100%), bahkan pada tahun 2013 hanya 50% kasus tanah saja yang dapatterselesaikan. Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2016 yanghanya berhasil menyelesaikan 8 kasus sengketa tanah dari 23 kasus yangterdaftar. Meskipun demikian, jumlah kasus dari tahun 2012 hinggatahun 2016 memiliki kecenderungan menurun dengan pertumbuhanrata-rata per tahun sebesar -11,80%. Hal tersebut dapat mengindikasikansemakin berkurangnya permasalahan dibidang pertanahan yangsekaligus mengindikasikan adanya peningkatan administrasi pertanahandi Kota Yogyakarta.
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Gambar 2.81
Grafik Penyelesaian Kasus Tanah di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

3. Penyelesaian Izin LokasiFormula yang digunakan untuk perhitungan indikator penyelesaianizin lokasi adalah dengan perbandingan jumlah izin lokasi denganbanyaknya jumlah permohonan izin lokasi dikalikan dengan bilangan100.
Tabel 2.137

Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 20161. Jumlah izin lokasi Unit 1 1 0 1 -2. Permohonan izinlokasi Unit 1 1 0 1 -3. Penyelesaian izinlokasi % 100 100 0 100 -
Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta Tahun 2017 dengan Hasil Olahan

Data penyelesaian izin lokasi Badan Pertanahan Nasional KotaYogyakarta mencatat jumlah izin lokasi di tahun 2012 merupakan izinlokasi untuk pembangunan kondominium/hotel seluas 12.227 m2terletak di Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron; sedangkanpada tahun 2013 merupakan izin lokasi untuk pembangunan hotel(semula Purawisata) seluas 24.690 m2 terletak di Jl. Brigjen Katamso,Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan. Sedangkan di tahun 2015permohonan izin lokasi dilakukan sebatas untuk mengganti kepemilikantanah gudang susu milik Perusahaan SGM.
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E. Lingkungan HidupDalam Lampiran 1 Permendagri disebutkan bahwa terdapat delapanindikator untuk urusan lingkungan hidup, yakni persentase penanganan sampah,persentase penduduk berakses air minum, persentase luas permukiman yangtertata, pencemaran status mutu air, cakupan penghijauan wilayah rawan longsordan sumber mata air, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, tempatpembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, dan penegakan hukumlingkungan.Dari kedelapan indikator tersebut, terdapat beberapa indikator yangmengalami penyesuaian judul dan atau formula yang telah disesuaikan dengankondisi wilayah Kota Yogyakarta, yaitu misalnya indikator persentase volumesampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang menggantikanindikator persentase penanganan sampah, indikator persentase volume sampahyang dikelola secara 3R yang menggantikan data tempat pembuangan sampah(TPS) per satuan penduduk, juga indikator persentase kegiatan pengawasanlimbah usaha yang menggantikan indikator cakupan pengawasan terhadappelaksanaan amdal. Adapun selain adanya beberapa indikator yang tidak dapatdiisikan, juga terdapat penggantian indikator yang dikarenakan belum adanyapendataan.
1. Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan

Akhir (TPA)Indikator persentase penanganan sampah didapatkan dariperbandingan antara volume sampah yang ditangani dengan volumeproduksi sampah dikalikan dengan bilangan 100. Tidak dijelaskan secaraterperinci mengenai definisi volume sampah yang ditangani, apakahmemiliki pengertian volume sampah yang dibuang ke TPA atau volumesampah yang diolah. Dengan kesepakatan yang telah dilakukan denganBadan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, untuk menghitung indikatorpersentase penanganan sampah di Kota Yogyakarta digunakanperbandingan antara volume sampah yang dibuang ke TPA denganperkiraan timbulan sampah dikalikan dengan bilangan 100, serta denganpenggantian judul indikator menjadi persentase volume sampah yangterangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA).
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Tabel 2.138
Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)

1.
Volumesampahdibuang keTPA(sampah yangterangkut)

ton/hari 180 175 200 179,4 176,4 -0,50
2. Perkiraantimbulansampah ton/hari 263 244 259 236,3 226,2 -3,70
3. Persentasevolumesampah yangterangkut keTPA % 68,44 71,72 77,22 75,92 77,98 3,32

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Tahun 2017 dengan Hasil Olahan

Jumlah timbulan sampah dalam kurun waktu tahun 2012 hinggatahun 2016 memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderunganmenurun, yakni 263 ton/hari pada tahun 2012 berkurang menjadi 226,2ton/hari pada tahun 2016. Penurunan volume timbulan sampah tersebutdisebabkan karena adanya pergeseran komposisi sampah yang saat inididominasi oleh sampah plastik. Sampah plastik memiliki volume yanglebih kecil dibandingkan jenis sampah lainnya , hal tersebutmenyebabkan volume perkitaan timbulan sampah cenderung menurun.Penurunan perkiraan volume timbulan sampah ini berbanding lurusdengan perkembangan jumlah volume sampah yang dibuang ke TPA yangcenderung menurun, di tahun 2012 volume sampah yang dibuang ke TPAsebesar 179,4 ton/hari, berkurang menjadi 176,4 ton/hari pada tahun2016. Dengan demikian pertumbuhan rata-rata volume sampah yangterangkut ke TPA dari tahun 2012 sampai 2016 adalah sebesar 3,32% pertahun dengan kecenderungan meningkat. Jumlah timbulan sampah diKota Yogyakarta sedikit banyak dipengaruhi oleh jumlah penduduk siangdi Kota Yogyakarta yang jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlahpenduduk malam hari. Selain itu sebagai kota pariwisata, jumlahwisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta juga diduga memilikipengaruh terhadap jumlah timbulan sampah.
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Gambar 2.82
Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melakukanbeberapa upaya pendekatan kepada masyarakat terkait penanganansampah di perkotaan. DLH telah melakukan pelatihan kepada sebagianmasyarakat untuk melakukan pengolahan sampah organik menjadipupuk dan pengolahan sampah yang bisa didaur ulang sehinggadiharapkan nantinya jumlah sampah yang dibuang ke TPS dan TPA akansemakin berkurang. TPS-TPS yang banyak tersebar di wilayah, sekarangini telah dikurangi karena keberadaannya banyak menimbulkan masalah,antara lain sampah yang berserakan, bau yang tidak sedap (menyengat),serta menjadi salah satu sumber penyakit karena lokasinya yang terlaludekat dengan permukiman penduduk. Selain itu TPS juga akandisentralkan pada satu titik tertentu (akan digantikan dengan instalasipengolahan sampah terpadu yang bersifat komunal). Berkurangnyajumlah TPS di suatu kawasan lingkungan permukiman akan membantumeningkatkan kualitas lingkungan permukiman tersebut. Telah dilakukanpenutupan 2 unit TPS dengan dipersiapkan pengganti di lokasi lain.Meskipun dilakukan penutupan TPS, daya tampung TPS di KotaYogyakarta mengalami peningkatan karena dilakukan peningkatanvolume pada TPS yang tersedia. Hal tersebut mengindikasikan bahwasetiap tahunnya Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengupayakanpenanganan masalah persampahannya secara lebih baik.
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2. Persentase Cakupan Playanan Air MinumIndikator persentase cakupan pelayanan air minum di KotaYogyakarta didapatkan dari persentase jumlah penduduk yang terlayanidengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk terlayani di Kota Yogyakartadalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 memilikikecenderungan yang meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar1,58%per tahun.
Tabel 2.139

Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbuh
an Rata-

rata
(% /

Tahun)1. Jumlahpendudukterlayani Jiwa 182.094 182.556 182.292 182.778 179.724 -0,33
2. Jumlahpendudukwilayahpelayanan

Jiwa 392.330 394.879 400.467 412.704 417.744 1,58
3. Persentase cakupanpelayananair minum

% 46,41 46,23 45,52 44,29 43,02 -1,88
Sumber : Kinerja PDAM, PDAM Tirtamarta, Tahun 2012-2016 dengan Hasil Olahan

Meningkatnya jumlah penduduk terlayani berbanding terbalikdengan persentase cakupan pelayanan air minum yang memilikikecenderungan menurun hingga -1,88% per tahun dalam kurun waktuyang sama (tahun 2012 hingga tahun 2016). Penurunan ini didugadipengaruhi oleh banyaknya sumur komunal yang dibangun oleh DinasPekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman KotaYogyakarta dalam beberapa tahun terakhir, selain itu juga banyaknyapenduduk yang masih menggunakan sumur pribadi untuk memenuhikebutuhan sehari-hari.
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Gambar 2.83
Grafik Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

3. Persentase Kualitas Air Sungai yang Sesuai Baku MutuPencemaran status mutu air didapatkan dari perbandingan antarajumlah kawasan permukiman atau industri dengan sumber mata air yangdipantau mutu airnya dibagi dengan jumlah kawasan permukiman atauindustri dan sumber mata air dikalikan dengan bilangan 100. Datapembentuk indikator ini sendiri belum pernah dilakukan oleh PemerintahKota Yogyakarta, baik oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayahmaupun Badan Lingkungan Hidup. Indikator pencemaran status mutu airini digantikan dengan indikator persentase kualitas air sungai yang sesuaibaku mutu.
Tabel 2.140

Persentase Kualitas Air Sungai yang Sesuai Baku Mutu Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 20161. Parameter yangmemenuhi baku mutu 72 74 75 72 782. Jumlah sampelparameter 100 100 135 135 136
3. Persentase peningkatankualitas air sungaisesuai baku mutu % 72 74 55,5 55,33 57,34

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Tahun 2017Indikator persentase kualitas air sungai diukur dengan carapemeriksaan laboratorium terhadap tiga parameter yakni BOD, COD, danDO, masing-masing pada lima titik lokasi pengambilan sampel pada tigasungai di wilayah Kota Yogyakarta yaitu Sungai Code, Winongo, danGajahwong. Di tahun 2016, diketahui bahwa terdapat 78 sampelparameter dengan hasil pengukurannya berada pada ambang batas bakumutu dari 136 jumlah sampel parameter kunci penentu, atau sebesar
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Sumber : Hasil Olahan, 2017

3. Persentase Kualitas Air Sungai yang Sesuai Baku MutuPencemaran status mutu air didapatkan dari perbandingan antarajumlah kawasan permukiman atau industri dengan sumber mata air yangdipantau mutu airnya dibagi dengan jumlah kawasan permukiman atauindustri dan sumber mata air dikalikan dengan bilangan 100. Datapembentuk indikator ini sendiri belum pernah dilakukan oleh PemerintahKota Yogyakarta, baik oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayahmaupun Badan Lingkungan Hidup. Indikator pencemaran status mutu airini digantikan dengan indikator persentase kualitas air sungai yang sesuaibaku mutu.
Tabel 2.140

Persentase Kualitas Air Sungai yang Sesuai Baku Mutu Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 20161. Parameter yangmemenuhi baku mutu 72 74 75 72 782. Jumlah sampelparameter 100 100 135 135 136
3. Persentase peningkatankualitas air sungaisesuai baku mutu % 72 74 55,5 55,33 57,34

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Tahun 2017Indikator persentase kualitas air sungai diukur dengan carapemeriksaan laboratorium terhadap tiga parameter yakni BOD, COD, danDO, masing-masing pada lima titik lokasi pengambilan sampel pada tigasungai di wilayah Kota Yogyakarta yaitu Sungai Code, Winongo, danGajahwong. Di tahun 2016, diketahui bahwa terdapat 78 sampelparameter dengan hasil pengukurannya berada pada ambang batas bakumutu dari 136 jumlah sampel parameter kunci penentu, atau sebesar
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57,34%. Terjadi peningkatan persentase kualitas air sungai yang sesuaibaku mutu, yang berarti terjadi pengurangan beban pencemaran airsungai, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan jumlah limbahpadat rumah tangga maupun limbah cair industri yang dibuang ke sungaitanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu.
4. Jumlah Taman di Bantaran Sungai dan Perkiraan LuasnyaFormula yang digunakan untuk menghitung cakupan penghijauanwilayah rawan longsor dan sumber mata air sesuai dengan Lampiran 1Permendagri 54/2010 adalah dengan perbandingan antara jumlahpenghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air dengan jumlahseluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air dikalikan denganbilangan 100. Indikator cakupan penghijauan wilayah longsor dansumber mata air ini seharusnya diaplikasikan untuk kabupaten, tidakrelevan apabila digunakan untuk lingkup Kota Yogyakarta, sehinggaindikator ini tidak dapat dihitung.Tidak didapatkan data dan informasi mengenai indikator cakupanpenghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air. Data yangbersumber dari Badan Lingkungan Hidup ini hanya sebatas jumlah tamanyang dibangun di bantaran sungai, beserta dengan perkiraan luas tamantersebut. Taman-taman tersebut dibangun di tepian sungai, selain untukmenambah ruang terbuka hijau yang bisa diakses oleh penduduk KotaYogyakarta sebagai sarana rekreasi, juga untuk melindungi daerah tepiansungai dari pembangunan yang tidak diharapkan, seperti permukimanliar. Tidak ada daerah rawan longsor maupun daerah tepian sungai yangrawan longsor di Kota Yogyakarta. Beberapa sungai yang ada mempunyaipotensi membawa  banjir lahar dingin bila musim penghujan tiba.

Tabel 2.141
Jumlah Taman di Bantaran Sungai dan Perkiraan Luasnya di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016

No. Indikator Kinerja Satuan 2012 2013 2014 2015 20161. Jumlah taman dibantaran sungai Unit 11 12 12 12 12
2. Perkiraan luastaman PinggirSungai m2 550 640 640 640 640

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2017Hingga tahun 2016, terdapat 12 taman di bantaran sungai yangdibangun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta denganperkiraan luasan taman sebesar 640 m2. Keterbatasan ketersediaanlahan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tidak adanyaperkembangan jumlah ataupun luas taman khususnya di bantaran sungai
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di Kota Yogyakarta. Meskipun demikian Dinas Lingkungan Hidup KotaYogyakarta terus melakukan perbaikan, dari segi penghijauan denganberbagai usaha salah satunya dengan meningkatkan luas Ruang TerbukaHijau (RTH) di lokasi-lokasi lainnya.Selain diketahui jumlah data taman yang dibangun di bantaransungai, menurut Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta disebutkan bahwaterdapat lima unit taman yang dibuat bekerjasama dengan FKWA (ForumKomunikasi Winongo Asri), yakni di Kricak (berupa jembatan dan ruangterbuka hijau); Pringgokusuman (berupa ruang terbuka hijau); Serangan,Notoprajan (berupa ruang terbuka hijau, pergola, flying fox, dan tamankuliner); Badran (berupa ruang terbuka hijau, kolam renang, gazebo),serta Dukuh (Gedongkiwo) yang berupa ruang terbuka hijau. Selain itujuga didapatkan data mengenai jumlah mata air yang terdapat di KotaYogyakarta, antara lain tujuh buah mata air yang terdapat di SungaiWinongo (yang telah dikelola 3 buah mata air); 22 mata air di SungaiGajah Wong (yang telah dikelola 4 buah mata air); dan beberapa mata airdi Sungai Code.
5. Persentase Kegiatan Pengawasan Limbah UsahaCakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dihitungdengan formula jumlah perusahaan wajib Amdal yang telah diawasidibagi dengan jumlah seluruh perusahaan wajib Amdal dikalikan denganbilangan 100. Sesuai kesepakatan yang telah dilakukan dengan pihakBadan Lingkungan Hidup, indikator cakupan pengawasan terhadappelaksanaan Amdal di Kota Yogyakarta ini diganti menjadi KegiatanPengawasan Limbah Usaha.

Tabel 2.142
Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)

1. Jumlah perusahaanyang diawasi dalampengelolaanlingkungan(realisasi) Unit 37 31 61 46 59 12,37
2. Jumlah perusahaanyang diawasi dalampengelolaanlingkungan (target) Unit 75 100 100 100 74 -0,34
3. Kegiatanpengawasanlimbah usaha % 49,33 31 61 46 79,3 12,75

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2017, dengan Hasil Pengolahan
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Formula yang digunakan untuk menghitung indikator kegiatanpengawasan limbah usaha adalah dengan perbandingan antara realisasijumlah perusahaan yang diawasi dalam pengelolaan lingkungan dengantarget jumlah perusahaan yang diawasi dalam pengelolaan lingkungandikalikan dengan bilangan 100. Persentase kegiatan pengawasan limbahdi Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016menunjukkan nilai yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat,yakni 49,33% pada tahun 2012 meningkat menjadi 79,3% pada tahun2016.

Gambar 2.84
Grafik Kegiatan Pengawasan Limbah Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Pertumbuhan rata-rata yang ditunjukkan oleh indikator kegiatanpengawasan limbah usaha pada tahun 2012 hingga tahun 2016 adalahsebesar 12,75% per tahun. Peningkatan ini mengindikasikan bahwakesadaran perusahaan untuk mengelola limbah dalam usaha menjaga(mengelola) lingkungan terus meningkat, hal ini mengindikasikan tingkatkesadaran pengelola perusahaan akan pentingnya menjaga kualitaslingkungan sudah semakin baik.
6. Persentase Volume Sampah yang Dikelola Secara 3RIndikator persentase volume sampah yang dikelola secara 3R telahdisusuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta yang menuju padasistem zero waste. Indikator persentase volume sampah yang dikelolasecara 3R didapatkan dengan menggunakan perbandingan antara volume
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sampah yang diolah atau dimanfaatkan kembali dengan volume timbulansampah kota dikalikan dengan bilangan 100.
Tabel 2.143

Persentase Volume Sampah yang Dikelola Secara 3R Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbu
han Rata-

rata
(% /

Tahun)

1. Volume sampahyang diolah/dimanfaatkankembali ton/hari 70 57 54 52,17 45,28 -10,32
2. Volume timbulansampah ton/hari 263 244 259 236,3 226,2 -3,70
3. Persentase volumesampah yangdikelola secara 3R % 26,62 23,36 20,85 22,07 20,01 -6,88
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2017 dengan Hasil OlahanVolume sampah yang diolah atau dimanfaatkan kembali didapatkandari pengurangan volume timbulan sampah dengan volume sampah yangdibuang ke TPA serta volume sampah yang tidak terbuang dan tidaktermanfaatkan kembali, sehingga mendapatkan hasil dengankecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun2016, yakni 70 ton/hari turun menjadi 45,28 ton/hari, atau denganpertumbuhan rata-rata sebesar -10,32% per tahun. Hal tersebutberbanding lurus dengan persentase volume sampah yang dikelola secara3R di perkotaan dimana nilai yang ditunjukkan juga memilikikecenderungan menurun, yakni 26,62% tahun 2012 menjadi 20,01%tahun 2016. Jika dibandingkan, pertumbuhan rata-rata volume sampahyang diolah kembali memiliki nilai penurunan yang lebih besar yaitu -10,32% pertahun jika dibandingkan dengan penurunan volume timbulansampah sebesar -3,70% pertahun. Angka persentase volume sampah yangdikelola secara 3R ini meliputi jumlah sampah yang dikelola oleh banksampah serta jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali oleh pihakpemulung.
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Gambar 2.85
Grafik Persentase Volume Sampah yang Dikelola Secara 3R di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

Penerapan upaya pengelolaan sampah secara 3R disertai dengankebijakan pengurangan jumlah TPS. Masyarakat dilatih untuk mengolahsampah organik menjadi pupuk dan mengolah sampah yang bisa didaurulang sehingga diharapkan jumlah sampah yang dibuang ke TPS dan TPAakan semakin berkurang. Di Kota Yogyakarta terdapat pula kelompokbank sampah yang dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 201memiliki pertumbuhan rata-rata yang cukup tinggi, yakni sebesar 60,52%pertahun.
Tabel 2.144

Kelompok Bank Sampah di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Jumlahkelompokbanksampah

Kelompok 61 136 315 405 405 60,52
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2017, dengan Hasil OlahanDi tahun 2012 terdapat 61 kelompok bank sampah di wilayah KotaYogyakarta, dimana semakin tahun antusiasme penduduk semakinmeningkat yang diidentifikasi dari peningkatan kelompok bank sampahyang sangat tinggi hingga pada tahun 2016 terdapat 405 kelompok banksampah di wilayah Kota Yogyakarta. Selain itu TPS akan disentralkanpada satu titik tertentu dan akan digantikan dengan instalasi pengolahansampah terpadu yang bersifat komunal. Berkurangnya jumlah TPS disuatu kawasan lingkungan permukiman akan membantu meningkatkan
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kualitas lingkungan permukiman tersebut. Selain itu pengelolaan sampahsecara kelompok melalui bank sampah juga mulai dikembangkan sebagaiusaha kreatif yang bernilai ekonomi, sehingga dapat  bermanfaat bagikeberlangsungan bank sampah dan masyarakat di wilayah itu sendiri.Adanya peningkatan jumlah bank sampah ini diharapkan dapatmendorong peningkatan angka pengelolaan sampah secara 3R.
7. Penegakan Hukum LingkunganPenegakan hukum lingkungan dihitung dengan menggunakanperbandingan antara jumlah kasus lingkungan yang diselesaikanpemerintah kota dengan jumlah kasus lingkungan yang ada dikalikandengan bilangan 100. Dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016,jumlah kasus lingkungan yang ada semuanya dapat diselesaikan, dengankata lain penegakan hukum lingkungan di Kota Yogyakarta dapatseluruhnya terselesaikan (100%). Jumlah kasus lingkungan yang terjadidi Kota Yogyakarta bersifat fluktuatif dengan  kecenderungan menurun,yakni sebanyak 15 kasus pada tahun 2012 menurun menjadi 11 kasuspada tahun 2016.

Tabel 2.145
Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Jumlah kasuslingkungan yangdiselesaikan Kasus 15 3 6 4 11 -7,46

2. Jumlah kasuslingkungan yangada Kasus 15 3 6 4 11 -7,46
3. Penegakan hukumlingkungan % 100 100 100 100 100 -

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2017, dengan Hasil Olahan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terus berupayameningkatkan sosialisasi tentang pengelolaan lingkungan dan dampakpencemaran lingkungan. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih peduliakan lingkungan di sekitarnya dan segera melakukan laporan ataupengaduan apabila terjadi pencemaran lingkungan di wilayahnya.Disamping itu juga senantiasa dilakukan koordinasi yang intensif denganpihak-pihak yang terkait dugaan pencemaran, agar penangananpencemaran dapat diselesaikan secepat mungkin.
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Gambar 2.86
Grafik Penegakan Hukum Lingkungan di Kota YogyakartaTahun 2010-2014

Sumber : Hasil Olahan, 2017

F. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan PendudukKartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlakudi seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepemilikan KTPadalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadapjumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan ataupernah/sudah menikah). Berikut merupakan data kepemilikan KTP diKota Yogyakarta.
Tabel 2.146

Kepemilikan KTP di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbu
han Rata-

Rata
(%Tahun)1. Pendudukber-KTP Jiwa 309.060 294.863 301.035 298.204 298.222 -0,89

2.
Jumlahpendudukwajib KTP(>17 danataupernah/sudahmenikah)

Jiwa 321.595 301.078 307.279 299.191 306.984 -1,16
3. KepemilikanKTP Persen 96,10 97,85 98,00 99,67 97 0,23

Sumber :
1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2017
2) Hasil Olahan, 2017
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Dapat dilihat pada data di atas, kepemilikan KTP di Kota Yogyakartadalam kurun waktu 2012-2016 cenderung menunjukkan peningkatan.Pada tahun 2012, persentase kepemilikan KTP hanya 94,88%, kemudianmengalami peningkatan hingga mencapai 99,67% pada tahun 2015,kemudian hanya menurun sekali pada tahun 2016 menjadi 97 persen.Penyebab meningkatnya jumlah kepemilikan KTP disebabkan olehmeningkatnya kesadaran masyarakat tentang tertib wajib KTP, sertaadanya kemudahan sistem dari Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Yogyakarta untuk pelayanan wajib KTP, seperti jemput bola danmobile E-KTP.

Gambar 2.87
Grafik Kepemilikan KTP  di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

2. Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1.000 PendudukKepemilikan akte lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telahdicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akte kelahiran tidakhanya penting bagi bayi yang baru lahir akan tetapi bagi orang dewasa.Manfaat memiliki akte kelahiran adalah kemudahan dalam mengaksespelayanan publik yang bersifat formal ataupun menjadi syarat untukpembuatan surat keterangan diri penduduk. Kepemilikan akta kelahiranper 1.000 penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk yangmemiliki akta kelahiran terhadap jumlah penduduk. Berikut merupakandata kepemilikan akte kelahiran per 1.000 penduduk di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.147

Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlahpendudukyang Jiwa 301.959 289.216 289775 257.977 273.447 -2,45
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memilikiaktekelahiran2. Jumlahpenduduk Jiwa 427.591 406.660 413.936 409.487 411.282 -0,97
3. Kepemilikan AktaKelahiranper 1000penduduk Persen 70,62 71,12 70,00 63,00 66 -1,68

Sumber :
1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2017
2) Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan data di atas, kepemilikan akte kelahiran per 1000penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderungmenunjukkan fluktuasi, dengan kecenderungan menurun. Pada tahun2012 kepemilikan akta kelahiran sebesar 70.62%, kemudian mengalamipeningkatan dan penurunan di tahun-tahun selanjutnya hingga mencapai66,00% pada tahun 2016.

Gambar 2.88
Grafik Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1.000 Penduduk di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

3. Rasio Pasangan Berakte NikahIndikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentasependuduk menikah yang memiliki akte. Akte nikah merupakan buktipernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama.Kepemilikan akte nikah memudahkan dalam administrasi dan identifikasikependudukan. Rasio pasangan berakte nikah dihitung berdasarkanperbandingan antara jumlah pasangan berakte nikah dengan jumlahseluruh pasangan nikah. Berdasarkan data dati Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Yogyakarta diketahui bahwa bahwa seluruh pasangan
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nikah yang ada di Kota Yogyakarta sudah berakte nikah. Berikut adalahdata rasio pasangan berakte nikah di Kota Yogyakarta tahun 2012-2016.
Tabel 2.148

Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlahpasangan nikahberakte nikah Jiwa 196.364 186.793 189.448 189.042 189.806 -0,85

2. Jumlahkeseluruhanpasangan nikah Jiwa 196.364 186.793 189.448 189.042 189.806 -0,85
3. Rasio PasanganBerakte Nikah Persen 100 100 100 100 100 0,00

Sumber :
1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2017
2) Hasil Olahan, 2017

Gambar 2.89
Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala KotaIndikator ini bertujuan untuk melihat apakah Kota Yogyakartamemiliki database kependudukan pada skala kota. Data mengenaiketersediaan database kependudukan skala kota berdasarkan informasidari instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaYogyakarta sudah tersedia. Database kependudukan di Kota Yogyakartadilakukan secara rutin melalui program SIAK (Sistem InformasiAdministrasi Kependudukan). Melalui program tersebut, databasekependudukan di Kota Yogyakarta dapat dilihat secara berkala dan dapatdiakses oleh siapa pun yang berkepentingan dengan data tersebut.Ditambah lagi, dengan adanya program yang dijalankan secara onlineterpadu, memudahkan koordinasi Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil di tingkat provinsi untuk dilakukan.
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Tabel 2.149
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kota di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016

No Indikator 2012 2013 2014 2015 2016

1. Ketersediaandatabasekependudukanskala kota Ada Ada Ada Ada Ada
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2017

5. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIKIndikator ini bertujuan untuk melihat apakah KTP yang diterbitkansudah berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Kartu TandaPenduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan formatKTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagaiidentitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah menerapkanprogram e-KTP dan penerapan KTP berbasis NIK. Berdasarkan data dariDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, penerapanKTP Nasional berbasis NIK telah dilaksanakan mulai tahun 2009. Berikutadalah tabel data penerapan KTP Nasional Berbasis NIK dari tahun 2012-2016 di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.150

Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No Indikator 2012 2013 2014 2015 2016

1. Penerapan KTPNasionalBerbasis NIK Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, 2017

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

1. Jumlah LPMKLembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembagakemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakatyang selanjutnya dimanfaatkan sebagai wahana partisipasi dan aspirasimasyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalianpembangunan masyarakat. Selain merupakan lembaga yang sifatnya dari,oleh dan untuk rakyat, LPM adalah mitra pemerintah dalam prosesperencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.Mengingat lembaga ini merupakan inisatif masyarakat, makabersifat mengakar secara sosial budaya di dalam lingkungan masyarakat.Kebutuhan terhadap lembaga ini didasarkan pada ikatan sosial budaya
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baik itu sifatnya kegotongroyongan maupun tanggung renteng, tidak jauhberbeda dengan LSM. Untuk itulah maka lembaga ini juga memilikitingkat kepedulian yang tinggi di dalam menyelesaikan masalah-masalahyang dihadapi oleh masyarakat lokal. Perbedaan dengan LSM adalahlembaga ini kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gerakpembangunan secara struktural dengan organisasi kelurahan. Dengandemikian LPM menjadi wadah dalam mensosialisasikan danmenggerakkan sebuah program pembangunan di kelurahan.Indikator jumlah kelompok binaan Lembaga PemberdayaanMasyarakat ini seharusnya dapat menggambarkan jumlah kelompokbinaan LPM, sehingga dapat diketahui berapa banyak kelompok binaanyang telah diberikan pemberdayaan dan penguatan kapasitas oleh LPM.Tetapi data yang diperoleh hanya menunjukkan jumlah LPMK di KotaYogyakarta. LPMK pada umumnya memiliki fungsi koordinatif denganPemda dan tidak memiliki kelompok binaan.
Tabel 2.151

Jumlah LPMK di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 20161. JumlahLPMK kelompok 45 45 45 45 45
Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakara 2015,2016, Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017Berdasarkan data di atas, seluruh kelurahan di Kota Yogyakartamemiliki LPMK. Salah satu fungsi LPMK adalah mengelola dana hibahyang diberikan oleh Pemda seperti Kantor Pemberdayaan Masyarakatdan Perempuan untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk memajukankelurahan. LPMK hendaknya menjadi mitra yang efektif dalampembangunan. Mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring danevaluasi dapat menjadi kontributor yang efektif. Untuk itulah pemerintahyang mampu memfungsikan LPMK ini akan mencapai tujuanpembangunan sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah.Koordinasi yang intensif perlu dilakukan di tingkat kelurahan, agaroptimalisasi peran LPMK menjadi lebih nyata kiprahnya dalampembangunan.
2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKKPKK atau yang biasa dikenal sebaga Pembinaan KesejahteraanKeluarga merupakan wadah  kegiatan untuk kaum wanita dengan tujuanuntuk mengembangkan kreativitas. Tujuan PKK adalah untukmewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera seperti tujuan awalpergerakan PKK adalah keluarga yang mampu menciptakan keselarasan,
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keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasanbatiniah serta mamu berperan dalam masyarakat berdasarkan pancasiladan UUD 1945.Dalam rangka mewujudkan kesejehtaraan keluarga, PKK memiliki10 program pokok PKK. Dalam geraknya PKK berorientasi kepada 10program pokok tersebut. Melalui 10 program pokok ini maka aktivitasdan kreativitas ibu-ibu dapat tersalurkan. Upaya menyumbangkan ide,karya dan pengabdian para wanita melalui PKK ini dapat lebih efektif.Pertemuan yang bersifat rutin bulanan dapat menjadi media kekompakanwarga dalam saling menginformasikan pembangunan yang berjalan ditingkat kampung maupun kelurahan. Bahkan PKK juga merupakan wadahkoordinasi strategis yang menyambungkan program-program KotaYogyakarta hingga menyentuh ke masyarakat terbawah.Data kelompok binaan PKK yang tersedia adalah data jumlahkelompok Dasawisma yang notabene merupakan kelompok binaan PKK.Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa jumlah PKK di Kota Yogyakartacukup banyak yang ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar0,48 persen per tahun. Sementara untuk data kelompok binaan PKKmengalami penurunan rata-rata sebesar 0,26 persen per tahun. Sehinggahal ini memengaruhi jumlah rata-rata kelompok binaan yang jugamengalami penurunan rata-rata sebesar 0,76 persen per tahun.Penurunan jumlah tiap tahunnya menunjukkan ada beberapa dasawismaataupun PKK yang bergabung menyesuaikan dengan RT maupun RW dilingkungannya.
Tabel2.152

Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)1. Jumlah kelompokbinaan PKK (Kel.Dasawisma) Kelompok 5.228 5.228 5.146 5.146 5173 -0,26

2. Jumlah PKK Kelompok 3.147 3.147 3.143 3204 3208 0,48
3. Rata-rata binaanPKK 1,66 1,66 1,64 1,61 1,61 -0,76

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakara 2015,2016, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017Jumlah organisasi PKK didasarkan pada keberadaan kampung,yaitu Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kampung dan kelurahan.Di bawah organisasi PKK ada organisasi kecil yang disebut dasa wisma.Dasa wisma yaitu kelompok yang terdiri atas sepuluh wisma (KepalaKeluarga), dengan mengambil peran ibu sebagai anggota dasa wisma.
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Dasa Wisma bertanggung jawab kepada PKK terbawah, sedangkan PKKtersebut dibina secara terstruktur terkait dengan integral kepada PKK diatasnya.
3. Jumlah LSMLembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan sebuah organisasinirlaba yang didirikan oleh perorangan atau kelompok orang yang secarasukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. LSMbiasanya melakukan fungsi pelayanan, fungsi kemanusiaan dan terkadangberperan sebagai jembatan penyalur aspirasi masyarakat.Dilihat dari bentuknya, lembaga ini merupakan inisatif danbentukan dari masyarakat, maka bersifat mengikat secara sosial budayadi dalam lingkungan masyarakat. Kebutuhan terhadap lembaga inididasarkan pada ikatan sosial budaya baik itu sifatnya kegotongroyonganmaupun tanggung renteng. Untuk itulah maka lembaga ini memilikitingkat kepedulian yang tinggi di dalam menyelesaikan masalah-masalahyang dihadapi oleh masyarakat lokal. Setiap masyarakat yang memilikiLSM tentunya memiliki daya tanggap yang lebih baik dalampembangunan segala bidang. Di bawah ini merupakan tabel informasijumlah LSM di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012 hingga 2016.

Tabel2.153
Jumlah LSM di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)1. Jumlah LSMyang Aktif unit 19 20 17 17 18 -1,34

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakara 2015,2016, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah LSM di Kota Yogyakartadalam kurun waktu 2012 hingga 2016 mengalami penurunan sebesar1,34 persen per tahun. Penurunan terjadi di tahun 2014 dan tahun 2015.Meskipun angka persentase penurunan relatif kecil akan tetapi perludiperhatikan karena kontribusi dalam pembangunan sekecil apapun itubermakna. Untuk itulah setiap penurunan LSM dalam masyarakat tetapdiperhatikan sebagai sebuah fenomena penting yang segera perluditindaklanjuti.
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Belum diketahui alasan penurunan jumlah LSM ini, kemungkinanpenurunan jumlah ini dikarenakan LSM bersangkutan belum melakukanperpanjangan surat keterangan terdaftar ke Pemkot Yogyakarta. Bentuktindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Pemkot adalah dengan bersikappro aktif untuk mendata LSM secara periodik dengan mengirimkanformulir atau menyediakan pelayanan SIM secara on line. Dengan hanyabersikap menunggu adalah kurang bijak. LSM yang merupakankelembagaan yang melekat dengan masyarakat harus dipelihara. Upayatindak lanjut lainnya yaitu memonitor aktivitas LSM dan mendatakegiatan serta prestasi yang dicapai.
Gambar2.90

Grafik Jumlah LSM di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017

LSM sebagai organisasi yang memiliki kekuatan di akar rumput,merupakan wadah efektif untuk menggerakkan masyarakat. Jika Pemkotmemberikan perhatian yang lebih baik tentunya mobilisasi energipembangunan, seperti sumberdaya manusia, bantuan moril dan materiilakan menjadi sangat besar. Dengan memperkuat LSM ini maka akansemakin banyak kampung dan kelurahan yang lebih mandiri dalambanyak aspek.
4. LPMK  BerprestasiAjang kompetisi dan mengooptimalkan daya saing perluditumbuhkan. Untuk menggapai hasil pembangunan yang optimal, makaperan serta kelembagaan sosial masyarakat perlu diberikan rangsanganuntuk mencapai prestasi. Untuk itulah dilakukan seleksi terhadap LPMKuntuk mendapatkan LPMK berprestasi merupakan kebijakan yang sangatstartegis untuk meningktakan gerak keaktifan lemabaga-lembagatersebut. LPMK berprestasi merupakan salah satu bentuk apresiasiKantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) Kota
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Yogyakarta untuk LPMK yang memiliki prestasi baik. KPMP memilikisepuluh kriteria dalam menentukan LPMK berprestasi, di antarnya:a. Ketaatan antara realisasi dengan proposal kegiatan,b. Ketaatan volume pekerjaan dengan proposal,c. Besarnya swadaya masyarakat,d. Perencanaan sesuai Musrenbang,e. Ketepatan waktu realisasi pelaksanaan,f. Fokus pelaksanaan,g. Realisasi pelaksanan,h. Ketertiban administrasi,i. Persentase pemegang KMS, danj. Persentase ketaatan membayar pajak PBB.
Tabel2.154

Jumlah LPM Berprestasi di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

1. JumlahLPMKBerprestasi kelompok 6 NA 6 6 -
2. JumlahLPMK kelompok 45 45 45 45 -
3. PersentaseLPMBerprestasi persen 13 NA 13 13 -
Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakara 2015,2016, Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa di tahun 2012, 2014 dan 2015terdapat enam LPMK yang berprestasi. Sementara untuk tahun 2016tidak ada data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan danPerlindungan Anak terkait LPM berprestasi. Pemberian apresiasi LPMKberprestasi ini diharapkan dapat memacu semangat dan motivasi seluruhLPMK di Kota Yogyakarta untuk semakin unggul dan meningkatkanpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Namun, LPMK berprestasiini tidak setiap tahun diselenggarakan sehingga terdapat kekosongandata di tahun 2013. Perlu dijaga rutinitas pemilihan LPMK berprestasisehingga setiap tahun diadakan. Antara pengorbanan alokasi anggaranPemkot untuk pemilihan LPMK berprestasi adalah tidak seberapadibandingkan dengan manfaat merangsang seluruh LPMK untukbergerak, melakukan inovasi-inovasi di tingkat lokal. Setidaknya LPMKberhasil mempertahankan keaktifan peran serta dalam pembangunan,menjaga stabilitas kondisi di tingkat lokal itu sudah merupakankontribusi yang sangat besar kepada pemerintah. Apalagi dengan seleksi
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LPMK berprestasi akan mampu mendongkrak semangat peningkatankualitas kegiatan yang dilakukan secara rutin maupun periodik.
5. PKK AktifPembinan Kesejahteraan Kelurga (PKK) adalah kegiatansekelompok kaum wanita yang bertujuan untuk menciptakankesejahteraan keluarga. Keaktifan PKK untuk mewujudkan kesejahteraankeluarga merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga.Pembangunan terkecil dilakukan oleh PKK di rumah tangganya masing-masing. Untuk itu peran PKK menjadi sangat strategis untukmerealisasikan visi dan misi pemerintah pada skup yang paling kecil.Pemantauan kegiatan PKK menjadi sangat penting untuk mengetahuiusaha-usaha aktif di tingkat akar rumput dalam merealisasikan programpembangunan.Monitoring terhadap kegiatan PKK dilakukan untuk melihat peranserta dalam mencapai tujuan pembangunan. Tabel informasi di bawah inimenunjukkan bahwa kegiatan PKK di Kota Yogyakarta muncul di tiap-tiapjenjang administrasi, mulai dari RT/RW, kelurahan, kecamatan hinggakota. Keaktifan PKK sebenarnya dapat membantu ibu-ibu untukmeningkatkan kreativas di berbagai bidang, yang mungkin dapatdikembangkan untuk membantu ekonomi keluarga.

Tabel2.155
Jumlah PKK Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)1. Jumlah TP PKKKotaYogyakarta kelompok 1 1 1 1 1 0,00

2. Jumlah TP PKKKecamatan SeKotaYogyakarta
kelompok 14 14 14 14 14 0,00

3. Jumlah TP PKKKelurahan SeKotaYogyakarta
kelompok 45 45 45 45 45 0,00

4. Jumlah kel.PKK RW seKotaYogyakarta
kelompok 625 625 627 615 616 -0,36

5. Jumlah kel.PKK RT kelompok 2.507 2.507 2501 2529 2532 0,25
6. Jumlah kel.Dasawisma kelompok 5.228 5.228 5146 5146 5173 -0,26

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakara 2015,2016, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017
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Pada tabel tertsebut di atas tampak bahwa organisasi PKK secaraterstruktur memiliki ikatan integral mulai dari kelompok terkecil yaitudasawisma, PKK RT, PKK RW, PKK Kelurahan, PKK Kecamatan dan PKKKota Yogyakarta. Pada organisasi PKK ini sesungguhnya terjadi integrasiantara pemerintah yang secara struktural menjadi pengatur denganinstitusi terbawah sebagai pembentuk suatu pemerintahan, yaitu unsurkeluarga. Sebenarnya jika mampu memaknai secara lebih hakiki kekuatanPKK ini maka suatu daerah akan berkembang. Namun sayangnya untukmencapai pemaknaan hakiki tersebut masih butuh kesungguh-sungguhanpemerintah dan para Pembina PKK untuk menggali hakikat organisasi ini.
6. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan MasyarakatSwadaya masyarakat merupakan total bantuan uang yang berhasildikumpulkan oleh masyarakat untuk membantu proses pembangunan dilingkungan masyarakat. Besaran swadaya masyarakat dapatmenunjukkan tingkat kesadaran dan kemandirian masyarakat dalammembangun kelurahannya. Semakin besar nilai swadaya masyarakatmenunjukkan besarnya kesadaran dan kemandirian masyarakat dalampembangunan lingkungan sekitar. Begitu pula sebaliknya, bahwa kecilnyajumlah swadaya masyarakat dapat mengindikasikan tingginya tingkatketergantungan masyarakat terhadap pemerintah.
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Tabel2.156
Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)1. JumlahSwadayaMasyarakat rupiah 1.046.371.829 1.060.000.694 1.125.343.579 1.207.896.050 1.308.416.080 5,75

2. Total Program rupiah 3.835.000.000 3.835.000.000 3.835.000.000 3.835.000.000 4.218.500.000 2,413. PersentaseSwadayaMasyarakatterhadapProgram
persen 27,28 27,64 29,34 31,49 31,50 3,66

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakara 2015,2016, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017
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Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaandihitung dengan membandingkan jumlah swadaya masyarakat terhadaptotal stimulan yang diberikan kepada 45 LPMK di Kota Yogyakarta yangkemudian dikali 100 persen. Tabel di atas menunjukkan bahwa dalamkurun waktu 2012 hingga 2016 jumlah  swadaya masyarakat mengalamipertumbuhan rata-rata sekitar 5,75 persen per tahun. Dana tersebutmerupakan dana swadaya masyarakat yang berhasil dihimpun oleh LPMKdi 45 Kelurahan di Kota Yogyakarta. Sementara total stimulan LPMK di 45Kelurahan merupakan dana hibah yang diberikan oleh DinasPemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak untukselanjutnya dipergunakan sebagai dana penunjang program pemberdayaanmasyarakat di Kelurahan. Pertumbuhan persentase swadaya masyarakatterhadap program dalam kurun waktu 2012 hingga 2016 dapat terlihatdalam grafik berikut.

Gambar 2.91
Jumlah Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017

Grafik di atas menunjukkan bahwa sumbangan swadaya masyarakatterhadap program pemberdayaan mengalami tren meningkat. Jika dirata-rata, pertumbuhan rata rata swadaya masyarakat terhadap programpemberdayaan mencapai 3,66 persen per tahun. Pertumbuhan tersebutbukan merupakan sumbangan yang kecil. Mengingat mobilisasi dana,tenaga, pikiran yang diberikan oleh masyarakat sebagai bentuk kekuatanbottom up maka perlu mendapatkan apresiasi. Jika pemerintah tanggapterhadap segala bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat, makasemangat untuk mandiri akan semakin besar. Untuk itulah diperlukanperhatian dan kemampuan untuk memonitor, membina serta memberikanperhatian terhadap kelembagaan sosial menjadi sangat penting dan
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menjadi pintu strategis untuk meningkatkan inspirasi pembangunan dikalangan bawah.
7. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan MasyarakatIndikator pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakatkota Yogyakarta sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 mencapai 100persen. Angka tersebut dihasilkan dari perbandingan jumlah programpemberdayaan masyarakat dengan monitoring dan evaluasi yangdilakukan untuk program yang bersangkutan pada tahun berkenaan.Berikut adalah data pemeliharaan pasca program perberdayaanmasyarakat kota Yogyakarta tahun 2012 hingga 2016:

Tabel2.157
Pemeliharaan Pasca Program Pemdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

1. Jumlah ProgramPemberdayaan Masyarakatyang Dikembangkan danDipelihara Masyarakat
2 2 2 2 -

2. Total Pasca ProgramPemberdayaan Masyarakat 2 2 2 2 -
3. Persentase PemeliharaanPasca ProgramPemberdayaan Masyarakat Persen 100 100 100 100 -

Sumber: Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakara 2015,2016, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017Program yang ada sesuai dengan program yang ada di KPMP dankecamatan. Program pertama adalah program pemberdayaan danpeningkatan peran serta masyarakat yang diampu oleh KantorPemberdayaan Masyrakat dan Perempuan Kota Yogyakarta. Berdasarkaninformasi dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan KotaYogyakarta, kegiatan pemeliharaan pasca program pemberdayaanmasyarakat dilakukan dengan memberikan dana bantuan kepadamasyarakat yang sifatnya berupa hibah dengan monitoring dan evaluasitahunan. Sedangkan program kedua adalah program pemberdayaanmasyarakat berbasis kewilayahan yang dilakukan oleh 14 kecamatan yangada di kota Yogyakarta. Monitoring dan evaluasi tahunan juga dilaksanakandalam program pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan. Namunberdasarkan informasi dari OPD Dinas Pemberdayaan MasyarakatPerempuan dan Perlindungan Anak tidak terdapat data untuk indikator inipada tahun 2016.
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Bentuk efektivitas penggunaan dana pembangunan melaluipendekatan pemberdayaan masyarakat memang sebaiknya diikuti denganprogram pendampingan secara berkelanjutan. Dengan demikian, ketikadana diberikan harus disertai dengan proses pendampingan yangmemberikan perhatian dan sikap proaktif dengan rencana-rencanapemberdayaan masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan jangan hanyadinilai dari keterserapan dana, namun hendaknya diikuti denganmonitoring dan konsultasi. Para penerima dana hibah dikumppulkansecara berkala dan diminta untuk memberikan laporan pencapaian hasil,mengkonsultasi kesulitan dan hambatan. Dengan demikian pemakaiananggaran pemberdayaan dapat tepat sasaran.
H. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Rata-Rata Jumlah Anak Per KeluargaRata-rata jumlah anak per keluarga dihitung berdasarkanperbandingan antara jumlah anak dan jumlah keluarga. Definisi anak dankeluarga menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yangbelum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalamkandungan. Sedangkan keluarga merupakan unit terkecil dalammasyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atauibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah samping dengan derajat ketiga. Berikut merupakan data rata-ratajumlah anak per keluarga di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.158

Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga di  Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)

1. Jumlah Anak(Pendudukusia di bawah17 tahun) Anak 118.531 11.1797 112.901 110.296 110.296 -1,78
2. JumlahKeluarga Keluarga 129.439 124.744 128.843 129.092 131.092 0,32
3. Rata-ratajumlah anakper jiwadalamkeluarga Anak 1,09 1,12 1,14 1,17 1,19 2,19

Sumber :
1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2017
3. Hasil Olahan, 2017
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Dalam hal ini, digunakan data jumlah penduduk dengan usia 0-17tahun menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta.Sedangkan untuk jumlah keluarga menggunakan data jumlah kartukeluarga yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaYogyakarta. Dari pendataan dari tahun 2012-2016 menunjukkankecenderungan peningkatan rata-rata jumlah anak dalam keluarga.Berdasarkan hasil perhitungan data di atas pula, rata-rata jumlahanak per keluarga di Kota Yogyakarta pada tahun 2012-2016 cenderungmenunjukkan bahwa dalam satu keluarga masih memiliki jumlah anakyang sama, yaitu satu anak per keluarga. Jumlah ini sudah memenuhi (tidakmelebihi) target program keluarga berencana dengan jumlah anak tidaklebih dari dua orang.
2. Cakupan Peserta KB AktifPeserta KB aktif merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) yang padasaat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupanpeserta KB aktif dilihat berdasarkan proporsi jumlah peserta program KBaktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Dalam rangka menekan lajupertumbuhan penduduk, salah satu cara yang digunakan adalah melaluiprogram KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkanuntuk mengetahui tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadapKB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanyapengendalian jumlah penduduk.  Berikut ini merupakan data cakupanpeserta KB aktif di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.159
Cakupan Peserta KB Aktif di  Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1 Jumlahpeserta KBaktif Jiwa 34.737 34.873 35.901 34.818 44.454 6,36

2 JumlahPasanganUsia Subur Jiwa 47.399 46.908 47.050 46.213 32.704 -8,86
3 Cakupanpeserta KBaktif Persen 73,29 74,34 76,3 75,34 73,57 0,10

Sumber :
1. Kantor Keluarga Berencana  Kota Yogyakarta, 2016
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2017
3. Hasil Olahan, 2017Berdasarkan data di atas, besaran cakupan peserta KB aktif di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung menunjukkan
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peningkatan, namun sayangnya persentase tersebut turun di tahun 2015dan 2016 walaupun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2012, cakupanpeserta KB aktif mencapai 73,29%. Kemudian mengalami peningkatan ditahun-tahun selanjutnya sehingga mencapai 73,57% pada tahun 2016.Meningkatnya jumlah peserta KB aktif menunjukkan keberhasilanpemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut sertadalam program keluarga berencana. Di masa yang akan datang diharapkanjumlah penduduk dapat ditekan dan tidak terjadi lagi ledakan jumlahpenduduk yang berdampak bagi kehidupan sosial dan ekonomimasyarakat.

Gambar 2.92
Grafik Cakupan Peserta KB Aktif di  Kota YogyakartaTahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

3. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera IMenurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),pengertian Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapatmemenuhi salah satu atau sebagian atau seluruh kebutuhan asar minimalyaitu dalam hal spiritual, sandang, pangan, papan dan pelayanan kesehatanyang sangat dasar. Sedangkan Keluarga Sejahtera I merupakan keluargayang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal dalam hal spiritual,
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sandang, pangan, papan, dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang sangatmendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya.Indikator keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera Iberdasarkan informasi dari Kantor KB Kota Yogyakarta tidak digunakanuntuk mengukur angka kemiskinan, melainkan untuk mengukur 8 fungsikeluarga menurut BKKBN, diantaranya fungsi agama, sosial budaya, cintakasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan fungsilingkungan. Berikut ini merupakan data keluarfa pra sejahtera dankeluarga sejahtera I di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.160

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di  Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)

1. Jumlah KeluargaPra Sejahtera danKeluargaSejahtera I Keluarga 34.284 43.159 48.121 - -
2. Jumlah Keluarga Keluarga 85.335 82.559 82.933 - -

3. Keluarga PraSejahtera danKeluargaSejahtera I Persen 40,18 52,28 58,02 - -
Sumber :

1. Kantor Keluarga Berencana  Kota Yogyakarta, 2016
2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2017
3. Hasil Olahan, 2017Berdasarkan data di atas, keluarga pra sejahtera dan keluargasejahtera I di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderungmengalami peningkatan. Pada tahun 2012, terdapat 40,18% keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I. Jumlah itu terus meningkat hinggamencapai 58,02% pada tahun 2014, atau terdapat 48.121 keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I.
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Gambar 2.93
Grafik Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

I. PerhubunganSesuai dengan yang tertulis dalam Lampiran 1 Permendagri 54/2010,terdapat sembilan indikator pada urusan perhubungan, di antaranya adalah jumlaharus penumpang umum, rasio ijin trayek, jumlah uji KIR angkutan umum, jumlahterminal bis, angkutan darat, kepemilikan KIR angkutan umum, lama pengujiankelayakan angkutan umum (KIR), biaya pengujian kelayakaan angkutan umum,serta pemasangan rambu-rambu. Dalam urusan perhubungan juga terdapatbeberapa indikator yang mengalami penyesuaian judul dan atau formula yang telahdisesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta, misalnya adalah indikatorangkutan umum yang melewati wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringanjalan kota yang menggantikan indikator jumlah arus penumpang umum.
1. Angkutan Umum yang Melewati Wilayah yang Tersedia Jaringan Jalan

untuk Jaringan Jalan KotaIndikator angkutan umum yang melewati wilayah yang tersediajaringan jalan untuk jaringan jalan kota merupakan indikator yang telahditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian StandarPelayanan Minimal Bidang Perhubungan. Indikator tersebut didapatkandari perbandingan antara jumlah angkutan umum yang sudah ada danyang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota denganjumlah angkutan umum yang seharusnya ada dan yang melayani wilayahyang telah tersedia jaringan jalan kota.
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Tabel 2.161
Persentase Angkutan Umum yang Melayani Wilayah yang Telah Tersedia Jaringan

Jalan untuk Jaringan Jalan Kota di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2014

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014

1. Jumlah angkutan umum yangsudah ada yang melayaniwilayah yang telah tersediajaringan jalan kota Unit 9640 9797 9650
2. Jumlah angkutan umum yangseharusnya ada yang melayaniwilayah yang telah tersediajaringan jalan kota Unit 9640 9797 9650
3. Persentase angkutan umumyang melayani wilayah yangtelah tersedia jaringan jalanuntuk jaringan jalan kota % 100 100 100

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
Tahun 2010-2014

Sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 seluruh jaringan jalan kota diKota Yogyakarta sudah terlewati angkutan umum. Sehingga persentasejaringan jalan kota terlewati angkutan umum sejak tahun 2013 hinggatahun 2016 sudah mencapai 100%. Keberhasilan tersebut dihitungberdasarkan kebutuhan yang diukur menggunakan panjang jalan. Adapunpanjang jaringan jalan di kota Yogyakarta adalah sebanyak 248.087,1meter sedangkan jaringan jalan yang terlayani adalah 64.155 meter untukkendaraan umum trayek dan 174.931,6 meter untuk jalur non trayek.
2. Rasio Izin TrayekFormula yang digunakan untuk menghitung persentase izin trayekadalah jumlah izin trayek yang dikeluarkan dibagi dengan jumlahpenduduk. Lampiran 1 Permendagri 54/2010 menjelaskan bahwan izintrayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/ ataumobil penumpang umum pada jaringan trayek, dimana jaringan trayekterdiri atas jaringan trayek lintas batas negara, jaringan trayek antar kotaantar provinsi, jaringan trayek antar kota dalam provinsi, jaringan trayekperkotaan, serta jaringan trayek perdesaan. Trayek diartikan sebagailintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang denganmobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap,dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.Indikator persentase ijin trayek untuk lingkup Kota Yogyakarta, tidakdapat diisikan datanya. Hal ini dikarenakan kewenangan ijin trayekdikelola langsung oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
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Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta hanya memiliki wewenang untukmemberikan rekomendasi izin trayek yang melewati wilayah KotaYogyakarta saja. Disamping itu, angkutan darat lainnya, seperti travel dantaksi juga merupakan kewenangan provinsi.Angkutan kota yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta hanya “Si Thole”yang merupakan angkutan wisata. “Si Thole” mulai dioperasikan padabulan November tahun 2014. Angkutan wisata ini memiliki tiga rute utama,yakni (1) dari Taman Parkir Ngabean menuju Keraton Yogyakarta, dimanarute ini melewati Jalan Agus Salim, Kauman, Alun-Alun Utara, KeratonYogyakarta, dan kembali ke Taman Parkir Ngabean; (2) dari Taman ParkirNgabean menuju Tamansari, dimana rute ini melintasi jalan Rotowijayan,Ngasem, Sompilan, Tamansari, dan kembali ke Taman Parkir Ngabean; (3)dari Taman Parkir Ngabean menuju Taman Pintar, dimana rute inimelintasi Jalan Agus Salim, Kauman, Alun-Alun Utara, Jalan Ibu Ruswo,Jalan Brigjen Katamso, Taman Parkir Senopati, Titik Nol Kilometer, dankembali ke Taman Parkir Ngabean.
3. Jumlah Uji KIR Angkutan UmumJumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud di sini merupakanpengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/ataudirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhipersyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian yang dimaksud meliputi (1) Ujitipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laikjalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dankendaraan bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancangbangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadaprumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dankendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya; dan (2) Uji berkala yaitudiwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang,kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan,meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor danpengesahan hasil uji.

Tabel 2.162
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)

1. Jumlah UjiKIRangkutanUmum Unit 14.497 14.867 15.076 15.352 15.694 2,00
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2017
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Jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta dalam kurunwaktu tahun 2012 hingga tahun 2016 memiliki nilai yang terus meningkat,yakni sebanyak 14.497 unit angkutan umum pada tahun 2012 meningkatmenjadi 15.694 unit angkutan umum pada tahun 2016 denganpertumbuhan rata-rata sebesar 2,00% per tahun.

Gambar 2.94
Grafik Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017Nilai indikator jumlah uji KIR angkutan umum yang fluktuatif didugakarena dalam satu tahun, uji KIR diadakan sebanyak dua kali, dan tidaksetiap kendaraan melakukan uji KIR sebanyak dua kali. Selain itu jugapengujian KIR tidak terikat batasan administratif, sehingga angkutanmaupun kendaraan yang berasal dari luar Kota Yogyakarta dapatmelakukan pengujian KIR di Kota Yogyakarta atau dikenal dengan istilah“numpang uji”.
4. Kepemilikan KIR Angkutan UmumFormula yang digunakan untuk menghitung indikator kepemilikanKIR angkutan umum adalah perbandingan antara jumlah angkutan umumyang memiliki KIR angkutan umum dengan jumlah angkutan umum padatahun n, sedangkan jumlah angkutan umum yang memiliki KIR didapatkandari formula jumlah uji KIR angkutan umum pada tahun berkenaan dibagidengan pembilang dua. Angkutan umum yang dimaksudkan adalahkendaraan umum yang terjaring di wilayah Kota Yogyakarta dan belumtentu berdomilisi di Kota Yogyakarta, dengan kata lain adalah angkutanumum atau kendaraan yang lewat wilayah Kota Yogyakarta.
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Tabel 2.163
Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No. Indikator
Kinerja Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbuhan
Rata-rata

(% / Tahun)

1.
Jumlahangkutanumum yangmemilikiKIRangkutanumum

Unit 7.249 7.434 7.548 7.676 7.849 1,99
2. Jumlahangkutanumum padatahun Unit 11.382 12.011 11.663 12.803 12.106 1,55
3. KepemilikanKIRangkutanumum % 63,68 61,89 64,7 59,95 64,83 1,49

Sumber : Data Sektoral Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2017Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB danpemeriksaan dilakukan oleh penguji yang memenuhi persyaratan yangditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akandisahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji. Indikatorkepemilikan KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta memiliki nilai yangfluktuatif dengan kecenderungan meningkat, dengan besaran pertumbuhanrata-rata sebesar 1,99% per tahun.

Gambar 2.95
Grafik Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017Menurunnya nilai kepemilikan KIR angkutan umum di KotaYogyakarta ini diduga karena adanya kendaraan yang hanya mengikuti ujiKIR sekali dalam satu tahun, sedangkan kegiatan uji KIR ini dilaksanakansebanyak dua kali dalam satu tahun, selain itu juga dimungkinkan ada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 205

Tabel 2.163
Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No. Indikator
Kinerja Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbuhan
Rata-rata

(% / Tahun)

1.
Jumlahangkutanumum yangmemilikiKIRangkutanumum

Unit 7.249 7.434 7.548 7.676 7.849 1,99
2. Jumlahangkutanumum padatahun Unit 11.382 12.011 11.663 12.803 12.106 1,55
3. KepemilikanKIRangkutanumum % 63,68 61,89 64,7 59,95 64,83 1,49

Sumber : Data Sektoral Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2017Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB danpemeriksaan dilakukan oleh penguji yang memenuhi persyaratan yangditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akandisahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji. Indikatorkepemilikan KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta memiliki nilai yangfluktuatif dengan kecenderungan meningkat, dengan besaran pertumbuhanrata-rata sebesar 1,99% per tahun.

Gambar 2.95
Grafik Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017Menurunnya nilai kepemilikan KIR angkutan umum di KotaYogyakarta ini diduga karena adanya kendaraan yang hanya mengikuti ujiKIR sekali dalam satu tahun, sedangkan kegiatan uji KIR ini dilaksanakansebanyak dua kali dalam satu tahun, selain itu juga dimungkinkan ada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 205

Tabel 2.163
Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No. Indikator
Kinerja Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbuhan
Rata-rata

(% / Tahun)

1.
Jumlahangkutanumum yangmemilikiKIRangkutanumum

Unit 7.249 7.434 7.548 7.676 7.849 1,99
2. Jumlahangkutanumum padatahun Unit 11.382 12.011 11.663 12.803 12.106 1,55
3. KepemilikanKIRangkutanumum % 63,68 61,89 64,7 59,95 64,83 1,49

Sumber : Data Sektoral Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2017Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB danpemeriksaan dilakukan oleh penguji yang memenuhi persyaratan yangditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akandisahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji. Indikatorkepemilikan KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta memiliki nilai yangfluktuatif dengan kecenderungan meningkat, dengan besaran pertumbuhanrata-rata sebesar 1,99% per tahun.

Gambar 2.95
Grafik Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017Menurunnya nilai kepemilikan KIR angkutan umum di KotaYogyakarta ini diduga karena adanya kendaraan yang hanya mengikuti ujiKIR sekali dalam satu tahun, sedangkan kegiatan uji KIR ini dilaksanakansebanyak dua kali dalam satu tahun, selain itu juga dimungkinkan ada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 205

Tabel 2.163
Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No. Indikator
Kinerja Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbuhan
Rata-rata

(% / Tahun)

1.
Jumlahangkutanumum yangmemilikiKIRangkutanumum

Unit 7.249 7.434 7.548 7.676 7.849 1,99
2. Jumlahangkutanumum padatahun Unit 11.382 12.011 11.663 12.803 12.106 1,55
3. KepemilikanKIRangkutanumum % 63,68 61,89 64,7 59,95 64,83 1,49

Sumber : Data Sektoral Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2017Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB danpemeriksaan dilakukan oleh penguji yang memenuhi persyaratan yangditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akandisahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji. Indikatorkepemilikan KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta memiliki nilai yangfluktuatif dengan kecenderungan meningkat, dengan besaran pertumbuhanrata-rata sebesar 1,99% per tahun.

Gambar 2.95
Grafik Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017Menurunnya nilai kepemilikan KIR angkutan umum di KotaYogyakarta ini diduga karena adanya kendaraan yang hanya mengikuti ujiKIR sekali dalam satu tahun, sedangkan kegiatan uji KIR ini dilaksanakansebanyak dua kali dalam satu tahun, selain itu juga dimungkinkan ada
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angkutan umum yang mengikuti uji KIR diluar wilayah Kota Yogyakarta.Faktor pembanding pada indikator kepemilikan KIR angkutan umum, yaknijumlah angkutan umum pada tahun n juga mengakibatkan rendahnyacapaian Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta terhadap indikator ini.Menurut data yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta di tahun2016 jumlah populasi kendaraan wajib uji di Kota Yogyakarta adalahsebanyak 9.509 kendaraan, jumlah ini cukup jauh tentunya apabiladibandingkan dengan jumlah data angkutan umum pada tahun n yangdijadikan pembanding dalam indikator ini.
5. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)Lama pengujian kelayakan angkutan umum di Kota Yogyakartaadalah 45 menit sesuai dengan Standar Operasional Prosesdur PengujianKendaran Bermotor (SOP PKB). Kegiatan pengujian meliputi pendaftarandan verifikasi data pemohon selama 5 menit, pengisian formulir selama 5menit, pengujian atau pemeriksaan selama 15-20 menit, pengetokan platdan pemberian tanda samping selama 5 menit, dan pengesahan hasil ujiselama 5 menit. Sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah 45 menituntuk masing-masing kendaraan.

Tabel 2.164
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 20161. Lamapengujiankelayakanangkutanumum(KIR)
menit 45menit 45menit 45menit 45menit 45menit

Sumber :Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2017

6. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan UmumData mengenai indikator biaya pengujian kelayakan angkutan umumdidapatkan dari Perda Nomor 17 Tahun 2009 yang dirinci sesuai denganjenis kendaraan bermotornya.
Tabel 2.165

Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

No. Macam Pelayanan Rincian Tarif
Retribusi

Jumlah Tarif
Retribusi1. Pengujian Kendaraan Bermotor:a. Kendaraan dengan JBB < 5500 kg,
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No. Macam Pelayanan Rincian Tarif
Retribusi

Jumlah Tarif
Retribusidengan rincian sebagai berikut :1) Biaya uji2) Penggantian buku uji3) Plat uji, kawat, segel4) Tanda samping/ stiker

Rp 30.000,-Rp 10.000,-Rp 10.000,-Rp 15.000,-
Rp 65.000,-b. Kendaraan dengan JBB 5500 – 15000 kg,dengan rincian sebagai berikut :1) Biaya uji2) Penggantian buku uji3) Plat uji, kawat, segel4) Tanda samping/ stiker

Rp 40.000,-Rp 10.000,-Rp 10.000,-Rp 15.000,-
Rp 75.000,-c. Kendaraan dengan JBB > 15000 kg,dengan rincian sebagai berikut :1) Biaya uji2) Penggantian buku uji3) Plat uji, kawat, segel4) Tanda samping/ stiker

Rp 50.000,-Rp 10.000,-Rp 10.000,-Rp 15.000,-
Rp 85.000,-2. Kendaraan uji lengkapa. Biaya ujib. Penggantian buku uji Rp 30.000Rp 10.000
Rp 40.000,-3. Pengujian khusus emisi gas buang :a. Mobil1) Biaya uji2) Stiker tanda lulus uji emisi Rp 11.000,-Rp  4.000,-
Rp 15.000,-b. Sepeda motor1) Biaya uji2) Stiker tanda lulus uji emisi Rp 6.000,-Rp 4.000,-
Rp 10.000,-4. Registrasi kendaraan bermotor:a. Baru dan mutasi masukb. Mutasi keluarc. Modifikasi/ perubahan bentuk atau tipe Rp 25.000,-
Rp 50.000,-
Rp 25.000,-5. Numpang uji keluar/ masuk dikenakan biayasebesar biaya uji berkala menurut JBB-nya Sebesar biaya
uji berkala6. Penggantian tanda lulus uji :a. Buku uji rusakb. Buku uji hilangc. Plat, kawat, dan segel rusakd. Plat, kawat, dan segel hilange. Tanda samping rusak
Rp 20.000,-
Rp 50.000,-
Rp 10.000,-
Rp 10.000,-
Rp 15.000,-7. Pengecatan identitas/ lokasi Rp 10.000,-

Sumber : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2009

7. Jumlah Terminal Bis dan Stasiun Kereta ApiTerminal bis diartikan sebagai prasarana transportasijalan untukkeperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intradan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan danpemberangkatan kendaraan umum. Hanya terdapat satu terminal bis diKota Yogyakarta, yakni Terminal Giwangan yang terdapat di Kecamatan
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Umbulharjo. Selain itu terdapat dua stasiun kereta api yang berada di KotaYogyakarta yakni Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan.
Tabel 2.166

Jumlah Terminal Bis, Halte Trans Jogja, dan Stasiun Kereta Api di Kota
YogyakartaTahun 2012-2016

No.
Indikator

Kinerja
Satuan 2012 2013 2014 2015 20161. JumlahTerminal Bis Unit 1 1 1 1 12. Jumlah HaltePermanenTransjogja Unit 34 34 34 34 110

3. Jumlah Halte
Portable BisTransjogja Unit - 23 23 30 40

4. JumlahStasiun KeretaApi Unit 2 2 2 2 2
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2017Terminal Giwangan merupakan terminal tipe A, dimana terminal tipeA berfungsi untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar KotaAntar Provinsi (AKAP) dan atau Antar Lintas Batas Negara, angkutan AntarKota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota, dan angkutan pedesaan.Disamping itu juga terdapat jumlah halte untuk armada atau busTransjogja. Bus Transjogja menggunakan dua jenis halte, yakni halte milikPemerintah Kota Yogyakarta dan halte milik Pemerintah Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta. Halte milik Pemerintah Kota Yogyakarta saat inidipinjam pakaikan ke provinsi, sehingga semua halte sekarangdioperasikan semuanya oleh provinsi. Selain terdapat halte permanen,mulai tahun 2013 terdapat pembangunan halte portable untuk busTransjogja, yakni sebanyak 23 unit dan tidak ada penambahan halteportable pada tahun 2014 kemudian bertambah lagi di tahun 2015 menjadi30 halte dan di tahun 2016 menjadi 40 halte portable.Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan beradadibawah naungan PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi 6. StasiunYogyakarta (Tugu) beserta rel kereta api yang membujur dari barat ketimur berada di wilayah Kecamatan Gedongtengen. Stasiun ini melayanipemberangkatan dan kedatangan kereta api kelas eksekutif dan bisnis.Sedangkan Stasiun Lempuyangan beserta rel kereta api yang membujurdari barat ke timur berada di wilayah Kecamatan Danurejan. StasiunLempuyangan melayani pemberangkatan dan kedatangan kereta api kelasekonomi.Masyarakat dapat memilih moda transportasi yang akan digunakanuntuk mobilitas masuk/keluar Kota Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan
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dan kemampuannya masing-masing, baik moda transportasi umummaupun moda transportasi pribadi. Melihat data arus penumpang di KotaYogyakarta yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun tersebut,diduga saat ini bus bukanlah sebuah moda yang menarik, atau dengandugaan yang lain adalah tidak adanya daya tarik yang dimiliki olehterminal. Untuk moda transportasi umum, pesawat terbang dan kereta apimerupakan primadona masyarakat untuk mobilitas masuk/keluar KotaYogyakarta. Bisa diamati tiket-tiket kereta api maupun pesawat terbangmasuk/keluar Kota Yogyakarta selalu habis (sold out)  di akhir pekan ataupada saat hari-hari libur nasional.
8. Persentase Angkutan Umum Terhadap Jumlah KendaraanIndikator persentase angkutan umum terhadap jumlah kendaraanmerupakan salah satu indikator kriteria transportasi berkelanjutan,dimana indikator ini didapatkan dari perbandingan antara jumlahpenumpang angkutan umum dengan jumlah kendaraan. Jumlah angkutanumum dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 memiliki nilaiyang cenderung meningkat, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,55%per tahun, hal tersebut diikuti juga dengan peningkatan jumlah kendaraanyang lebih besar dari peningkatan jumlah angkutan umum. Pada tahun2012, jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta sebanyak 257.233 unit yangmeningkat hingga mencapai 626.274 unit kendaraan pada tahun 2016, ataudengan pertumbuhan rata-rata sebesar 24,91% per tahun.

Tabel 2.167
Persentase Angkutan Umum Terhadap Jumlah KendaraanTahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Jumlah AngkutanUmum Unit 11.382 12.011 11.663 12.803 12.106 1,55

2. JumlahKendaraan Unit 257.233 300.444 441.708 430.177 626.274 24,91
3. PersentaseAngkutan Umumterhadap jumlahkendaraan % 4,42 4,00 2,64 2,98 1,93 -18,68

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2017Nilai yang ditunjukkan oleh indikator persentase angkutan umumterhadap jumlah kendaraan memiliki kecenderungan menurun dalamkurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016, yakni sebesar 4,42% di tahun2012 turun menjadi 1,93% di tahun 2016, atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -18,68% per tahun. Meskipun memiliki kecenderungan
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menurun, jumlah angkutan umum dari tahun 2014 sampai dengan tahun2016 justru cenderung bertambah. Namun dengan angka pertumbuhanrata-rata yang cenderung menurun mengindikasikan bahwa pendudukbanyak yang beralih dari angkutan umum ke kendaraan pribadi.

Gambar 2.96
Grafik Persentase Angkutan Umum Terhadap Jumlah Kendaraan

Sumber : Hasil Olahan, 2017

9. Pemasangan Rambu-rambuFormula yang digunakan untuk perhitungan indikator pemasanganrambu-rambu adalah jumlah pemasangan rambu-rambu dibagi denganjumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikalikan dengan bilangan100.
Tabel 2.168

Pemasangan Rambu-Rambu di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. JumlahPemasanganRambu-rambu Unit 4.618 5.410 5.770 6.071 6.095 7,18

2. JumlahRambu-rambuyangSeharusnyaTersedia Unit 7.027 7.027 7.027 7.027 7.027 -
3. PemasanganRambu-rambu % 65,72 76,99 82,11 86,40 86,73 7,18

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2017 dengan Hasil Olahan
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Secara umum, persentase yang ditunjukkan oleh indikatorpemasangan rambu-rambu di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun2012 hingga tahun 2016 menunjukkan nilai yang terus mengalamipeningkatan, yakni sebesar 65,72% pada tahun 2012 meningkat menjadi86,73% pada tahun 2016, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,18%per tahun.

Gambar 2.97
Grafik Pemasangan Rambu-rambu di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Pemasangan rambu-rambu di berbagai titik strategis dan beberaparuas jalan, serta lingkungan permukiman penduduk sangat pentingdilakukan untuk memberikan petunjuk dan mempermudah pengguna jalandalam mencari tempat tujuan. Selain itu, rambu-rambu tersebut jugaberfungsi untuk memberikan peringatan bagi pengguna jalan agar lebihwaspada terhadap sesuatu yang berbahaya di ruas jalan. Setiap tahunnya,Pemerintah Kota Yogyakarta berusaha untuk meningkatkan jumlah rambu-rambu yang ada di berbagai sudut kota.
10. Kinerja Lalu LintasAnalisis  kinerja  lalu  lintas  dilakukan   dengan  membandingkanantara  volume  dan kapasitas   jaringan   jalan  yang  ada  (V/C  ratio)  dankecepatan   perjalanan  dibandingankan dengan    standar    pada    MKJI.Berdasarkanhasilsurvei didapatkan  nilai volume lalu lintas  berdasarkanmasing-masing  jenis  kendaraan  dan  kecepatan  perjalanan  pada masing-masing  ruas.  Masing-masing  jenis  kendaraan  tersebut  dikonversi  untukmendapatkan volume lalu lintas dalam satuan mobil penumpang (smp).Secara teoretis nilai derajat kejenuhan tersebut (V/C) maksimal sebesar 1.
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Nilai derajat kejenuhan semakin mendekati angka 1, menunjukkan kondisilalulintas yang macet. Menurut Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)1997, nilai derajat kejenuhan lalulintas di jalan perkotaan lebih besar atausama dengan 0,8 menunjukkan adanya kemacetan lalulintas.Jaringan   jalan   di  Kota   Yogyakarta   berdasarkan   ketentuandalam   MKJI   1997 merupakan bagian dari jaringan jalan perkotaan.Segmen jalan perkotaan/semi perkotaan memiliki ciri-ciri: mempunyaiperkembangan secara permanen dan menerus sepanjang seluruh atauhamper seluruhnya, minimal pada satu sisi jalan tersebut, apakah itupengembangan pita  atau bukan.
Tabel 2.169

Nilai Rata-Rata Perbandingan Volume LaluLintas dengan Kapasitas Jalan
Berdasarkan Kelas Jalan di Kota Yogyakarta Tahun 2008 - 2013

Kelas jalan 2008 2009 2010 2011 2012 2013Arteri Sekunder 0,44 0,48 0,49 0,53 0,56 0,58Kolektor sekunder 0,60 0,65 0,67 0,72 0,76 0,81Lokal sekunder 0,57 0,60 0,64 0,67 0,71 0,77
Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015, dengan Hasil Olahan

Kinerja lalulintas kota Yogyakarta sejak tahun 2008 hingga 2013menunjukkan  penurunan terlihat dari nilai rata-rata perbandingan volumelalulintas dengan kapasitas jalan yang semakin meningkat. Semakin besarnilai V/C rasio suatu ruas jalan semakin buruk kondisi lalulintasnya yangditunjukkan dengan munculnya kemacetan lalulintas maupun penurunankecepatan kendaraan.
11. Kecepatan Lalu Lintas Rata-rataKinerja lalulintas dapat ditunjukkan pula dengan nilai kecepatanrata-rata yang diukur per ruas jalan.  Nilai kecepatan lalulintas rata-ratapada tahun 2013 dan 2014 menunjukkan adanya kecenderunganpenurunan kecepatan lalu lintas.

Tabel 2.170
Kecepatan lalulintas rata-rata (km/jam) Berdasarkan Kelas Jalan di

Kota YogyakartaTahun 2013-2014

Klas jalan 2013 2014Arteri Sekunder 31,54 34,11Kolektor sekunder 34,55 30,30Lokal sekunder 36,10 27,99
Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2015, dengan Hasil Olahan
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12. Fatalitas Kecelakaan LalulintasIndikator ini didasarkan pada nilai perbandingan antara jumlahkorban meninggal akibat kecelakaan dengan jumlah kecelakaan. Dari tabelberikut, terlihat ada kecenderungan fatalitas kecelakaan yang meningkatmeski jumlah kejadian kecelakaannya berkurang. Fatalitas sendirimencerminkan tingkat kekerasan kejadian kecelakaan. Dengan demikiankondisi lalulintas di Kota Yogyakarta dalm kurun waktu tahun 2007 hinggatahun 2013 belum menunjukkan kinerja keselamatan lalulintas yangmembaik.
Tabel 2.171

Fatalitas kecelakaan di Kota Yogyakarta Tahun 2007-2013

No. Indikator Satuan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1. Jumlahkorbanmeninggalakibatkecelakaan Orang 19 6 23 10 31 16 32
2. Jumlahkecelakaan Kejadian 728 497 551 680 831 678 5263. Tingkatfatalitas 0,0261 0,0121 0,0417 0,0147 0,0373 0,0236 0,0608

Sumber : DIY Dalam Angka Tahun 2014, Badan Pusat Statistik

J. Komunikasi dan InformatikaSesuai dengan Lampiran 1 Permendagri 54/2010, urusan komunikasi daninformatika memiliki lima indikator, yakni jumlah jaringan komunikasi, rasiowartel/warnet terhadap penduduk, jumlah surat kabar nasional/lokal, jumlahpenyiaran radio/TV lokal, serta website milik pemerintah daerah. Berdasarkankesepakatan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta,indikator jaringan komunikasi tidak relevan apabila diterapkan untuk wilayah KotaYogyakarta, sehingga indikator ini ditiadakan.
1. Rasio Wartel/Warnet Terhadap PendudukRasio wartel/warnet atau rasio ketersediaan wartel/warnet adalahjumlah wartel/warnet per 1.000 penduduk. Wartel atau warungtelekomunikasi adalah tempat usaha komersial yang dimiliki olehperorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungantelekomunikasi kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran darikonsumen secara langsung setelah  jasa diberikan. Sedangkan warnet atau
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warung internet adalah tempat usaha komersial yang dimiliki olehperorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan internetkepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secaralangsung setelah jasa diberikan.
Tabel 2.172

Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. JumlahWartel Unit 2 2 0 0 9 45,652. JumlahWarnet Unit 17 15 6 6 55 34,123. Jumlahpenduduk Jiwa 427.591 406.660 413.936 409.487 411.282 -0,97

4. Persentasewartelterhadappenduduk
Unit Per1.000penduduk 0,0005 0,0005 0 0 0,0022 44,64

5. Persentasewarnetterhadappenduduk
Unit Per1.000penduduk 0,0040 0,0037 0,0014 0,0015 0,0134 35,22

Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta, tahun 2017 dengan Hasil Olahan

Jumlah wartel dan warnet yang bersumber dari Dinas Perizinan KotaYogyakarta tersebut merupakan data wartel dan warnet yang berizin,dimana keduanya memiliki jumlah yang cenderung menurun dalam kurunwaktu tahun 2012 hingga tahun 2016. Akan tetapi, jumlah warnet danwartel mengalami peningkatan secara signifikan di tahun 2016. Jumlahwartel dan warnet di Kota Yogyakarta sebenarnya masih cukup banyak(diatas jumlah yang tertulis didalam data), namun tidak memiliki izin resmi(tidak melapor ke Dinas Perizinan).

Gambar 2.98
Grafik Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017
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Perkembangan zaman yang semakin canggih membuat masyarakatdapat semakin mudah untuk mengakses berbagai informasi danberkomunikasi via internet. Apalagi predikat Kota Yogyakarta sebagai kotapelajar sangat mendukung pertumbuhan warnet-warnet tersebut. Biayayang dikeluarkan juga tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan biayamengakses internet di kota-kota besar lainnya. Namun, keberadaan warnetsemakin terancam dengan adanya fasilitas hotspot di berbagai sudut KotaYogyakarta yang menawarkan akses internet gratis. Fasilitas hotspot initersebar di berbagai tempat, mulai dari pusat pendidikan, perkantoran,pusat perbelanjaan, cafe/restoran, hingga rumah-rumah pondokanmahasiswa (kos).
2. Jumlah Surat Kabar Nasional/LokalIndikator jumlah surat kabar nasional dan lokal seperti yang tertulisdalam Lampiran 1 Permendagri 54/2010 adalah jenis surat kabar nasionaldan lokal yang masuk ke daerah. Jumlah surat kabar nasional dan lokalyang tertulis dalam tabel merupakan surat kabar yang menjadi langganandari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta, yakni sebanyak 16surat kabar.

Tabel 2.173
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 20161. Jumlah SuratKabarNasional/Lokal Buah 17 17 17 16 16
Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta, Tahun 2017

Yang perlu dioptimalkan adalah pemanfaatan surat kabar lokal dannasional untuk mendukung semua SKPD umumnya dan pelaksanaantupoksi setiap pegawai/pejabat pada khususnya. Dalam upayameningkatkan kepekaan terhadap perubahan sosial, politik, ekonomi, dlldiperlukan surat kabar lokal dan nasional. Namun indikator pengukurankinerja hanya sebatas pada output yang berupa banyaknya langganan suratkabar lokal dan nasional. Untuk sampai pada indikator outcome, makaperlu ditindaklanjuti dengan mengukur pemanfaatan berita terkait dengantupoksi SKPD untuk kepentingan pengambilan keputusan, pengayaan datamaupun pertimbangan dan solusi.
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3. Jumlah Penyiaran Radio/TV LokalIndikator jumlah penyiaran radio dan televisi lokal adalah jumlahpenyiaran radio dan televisi yang masuk ke daerah. Menurut informasiyang diperoleh dari Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta, padatahun 2012 hingga tahun 2016 bekerjasama dengan empat televisi lokal,yakni TVRI, Jogja TV, RBTV, dan Adi TV. Dinas Kominfo dan PersandianKota Yogyakarta bekerjasama dengan delapan radio dari beberapa radioyang sering digunakan kurang lebih 13 stasiun radio, diantaranya adalahRRI, MBS, Sonora, Geronimo, PTDI Kota Perak, Q-Radio, Arma Sebelas, EMC,Retjo Buntung, Global FM, dan Star FM.
Tabel 2.174

Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 20161. Jumlahpenyiaran radio Channel 11 10 10 13 132. TV lokal Channel 3 3 3 4 5
Sumber : Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta, Tahun 2017

Yang perlu dioptimalkan adalah pemanfaatan radio/TV lokal dannasional untuk mendukung semua SKPD umumnya dan pelaksanaantupoksi setiap pegawai/pejabat pada khususnya. Dalam upayameningkatkan kepekaan terhadap perubahan sosial, politik, ekonomi, dlldiperlukan radio/TV lokal dan nasional. Namun indikator pengukurankinerja hanya sebatas pada output yang berupa banyaknya langgananradio/TV lokal dan nasional. Untuk sampai pada indikator outcome, makaperlu ditindaklanjuti dengan mengukur pemanfaatan berita terkait dengantupoksi SKPD untuk kepentingan pengambilan keputusan, pengayaan datamaupun pertimbangan dan solusi.
4. Website Milik Pemerintah DaerahKota Yogyakarta memiliki website yang rutin diisi oleh BagianHumas, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, yakni jogjakota.go.id. Websitetersebut memperbarui (update) berita dan foto hampir setiap hari. Selainitu juga memperbarui pengumuman berupa tulisan berjalan (running text).Disamping itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengampusubdomain kliping.jogjakota.go.id. Website tersebut mengunggah (upload)berita-berita mengenai kabar dan kegiatan yang dilakukan olehPemerintah Kota Yogyakarta yang dimuat pada surat kabar yang beredar di
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Yogyakarta. Website kliping.jogjakota.go.id juga diperbarui (update) setiaphari. Dalam website jogjakota.go.id terdapat 12 sub domain yangmerupakan website dinas dan beberapa lembaga terkait, seperti LayananPengadaan Secara Online (LPSE), Dinas Pariwisata Seni dan Budaya,Baznas Kota Yogyakarta, Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, DinasPerizinan, Kliping Berita, KPU Kota Yogyakarta, Konsultasi Belajar SiswaDinas Pendidikan, Bidang Kerjasama Kota Yogyakarta, Unit PelayananInformasi dan Keluhan, Dinas Pendidikan, serta Perpustakaan KotaYogyakarta.Secara konten atau isi dari sub domain tersebut secara umum cukuplengkap, misalnya website dari Bagian Hukum Setda. Konten dari websiteini mencakup produk hukum baik dari pusat, provinsi, dan juga pemerintahkota sendiri. Produk hukum tersebut diantaranya terdiri dari PeraturanDaerah Kota Yogyakarta (tahun 1951 hingga tahun 2015), PeraturanWalikota (tahun 1969, tahun 2005 hingga tahun 2015), Peraturan DPRD(tahun 2010 dan tahun 2014), serta memuat tentang Keputusan Walikota(tahun 2006, tahun 2013 hingga tahun 2014).Website Dinas Pendidikan memiliki konten yang cukup lengkap,diantaranya mengenai kelender pendidikan, informasi mengenai ujiannasional, jaminan pendidikan daerah, produk hukum, serta informasipendidikan lainnya. Selain itu juga terdapat website konsultasi siswadimana website ini dirasa cukup membantu siswa untuk menyelesaikansoal-soal yang dirasa sulit. Hal ini dikarenakan pertanyaan yang ditanyakanoleh siswa dijawab dengan relatif cepat. Hingga tanggal 20 April 2015(tanggal diaksesnya website konsultasi siswa), sudah terdapat 10.480pertanyaan masuk, dan 10.158 pertanyaan yang terselesaikan (terjawab).Dinas Perizinan Kota Yogyakarta memiliki konten yang dapatdikatakan lebih lengkap dari konten website sub domain lainnya. Kontenwebsite Dinas Perizinan diantaranya berisi jenis perizinan dan jenispermohonan yang memuat mengenai syarat pengajuan, dasar hukum,hingga formulir pengajuan. Disamping itu, Dinas Perizinan memiliki onlineservices atau pelayanan perizinan online yang dapat digunakan untukmembuat perizinan khususnya penelitian, KKN, PKL, SIUP, dan TDP yangdiakses melalui http://perizinan.joghakota.go.id/online. Pada web DinasPerizinan juga memuat tentang produk hukum mengenai penyelenggaraanperizinan di Kota Yogyakarta. Berbagai website pemerintah yang dimilikioleh pemerintah Kota Yogyakarta ini secara keseluruhan menyajikan
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informasi tentang berita, agenda, serta informasi dan keluhan dari masing-masing OPD.
5. Pameran/ExpoIndikator pameran/expo sesuai dengan Lampiran 1 Permendagri54/2010 merupakan jumlah yang menunjukkan banyaknya kegiatanpameran/expo yang dilaksanakan per tahun. Banyaknya pameran/expoyang dilaksanakan di Kota Yogyakarta bersumber dari data DinasPerindustrian dan Perdagangan dimana pameran dan atau expo tersebutterdiri dari dua jenis pameran/expo yang meliputi pameran perindustriandan perdagangan.Terdapat banyak jenis pameran baik yang diselenggarakan ataupundiikuti Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Namun dari data yang tersediabaru tercatat jumlah pameran/expo yang diselenggarakan dan diikuti olehDinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta.  Di tahun 2016sendiri jumlah pameran/expo  yang diselenggarakan dan diikuti olehDisperindagkoptan Kota Yogyakarta berjumlah 17 pameran yang terdiridari 3 pameran perindustrian dan 14 pameran perdagangan.. Jumlahtersebut termasuk di dalamnya berbagai kegiatan pameran baik yang adadi dalam Kota Yogyakarta maupun di luar kota. Disperindagkoptanmelibatkan Usaha Kecil Menengah dalam berbagai pameran/expo yangdiadakan setiap tahunnya.

Tabel 2.175
Jumlah Pameran/Expo Perdagangan yang Dilaksanakan per Tahun oleh

Pemerintah Kota YogyakartaTahun 2013-2016

No. Indikator Satuan 2013 2014 2015 20161. Jumlah pameran/expo Kali/tahun 13 11 13 17a. perindustrian 3b. perdagangan 14
Sumber : Dinas Perindustrian dan PerdaganganKota Yogyakarta, Tahun 2017

K. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1. Koperasi AktifKoperasi berperan penting dalam perekonomian suatu wilayah danberfungsi sebagai salah satu sarana perekonomian untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kalangan menengahkebawah, yaitu dengan mendukung usaha mikro, kecil dan menengah.Usaha kecil, mikro, menengah atau informal sebagai bentuk perekonomianrakyat mampu memberikan kesempatan kerja yang besar di luar sektor
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formal. Peran koperasi ini salah satunya melalui pemberian pinjamanmodal dengan bunga kecil kepada pelaku UMKM. Oleh karena itu,keberadaan koperasi, terutama simpan pinjam sangat membantu pelakuUMKM dalam mengembangkan usahanya.Jumlah koperasi di Kota Yogyakarta selama tahun 2012-2016cenderung menurun. Dari 565 unit koperasi di tahun 2012, turun menjadi556 unit koperasi pada tahun 2016. Jumlah koperasi aktif di KotaYogyakarta cenderung naik turun tetapi tidak signifikan. Pada tahun 2012,jumlah koperasi aktif yaitu sebanyak 464 unit. Jumlah tersebut sempatturun menjadi 456 unit di tahun 2014 kembali naik menjadi 469 unit ditahun 2015, dan turun lagi menjadi 465 unit di tahun 2016. Pada tahun2016, jumlah koperasi aktif yaitu sebesar 83,63% dari jumlah seluruhkoperasi. Persentase koperasi aktif pada tahun 2012-2016 juga naik turunseiring jumlah koperasi aktif.
Tabel 2.176

Persentase Koperasi Aktif Tahun 2012-2016

Variabel Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Rata-rata

pertumbuhan
(%/tahun)JumlahKoperasi Aktif unit 464 466 456 469 465 0,05Jumlah SeluruhKoperasi unit 565 565 554 556 556 -0,40PersentaseKoperasi Aktif % 82,12 82,48 82,31 84,35 83,63 0,46

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2017: dengan Hasil Olahan,
2017

Gambar2.99
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2012-2016

Sumber :Hasil Olahan, 2017

2. Jumlah BPR/LKMBPR merupakan lembaga keuangan bank yang menerima pelayanansimpanan dan menyalurkan data tersebut sebagai usaha BPR. SementaraLKM merupakan lembaga keuangan mikro non bank yang menyediaan
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formal. Peran koperasi ini salah satunya melalui pemberian pinjamanmodal dengan bunga kecil kepada pelaku UMKM. Oleh karena itu,keberadaan koperasi, terutama simpan pinjam sangat membantu pelakuUMKM dalam mengembangkan usahanya.Jumlah koperasi di Kota Yogyakarta selama tahun 2012-2016cenderung menurun. Dari 565 unit koperasi di tahun 2012, turun menjadi556 unit koperasi pada tahun 2016. Jumlah koperasi aktif di KotaYogyakarta cenderung naik turun tetapi tidak signifikan. Pada tahun 2012,jumlah koperasi aktif yaitu sebanyak 464 unit. Jumlah tersebut sempatturun menjadi 456 unit di tahun 2014 kembali naik menjadi 469 unit ditahun 2015, dan turun lagi menjadi 465 unit di tahun 2016. Pada tahun2016, jumlah koperasi aktif yaitu sebesar 83,63% dari jumlah seluruhkoperasi. Persentase koperasi aktif pada tahun 2012-2016 juga naik turunseiring jumlah koperasi aktif.
Tabel 2.176

Persentase Koperasi Aktif Tahun 2012-2016

Variabel Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Rata-rata

pertumbuhan
(%/tahun)JumlahKoperasi Aktif unit 464 466 456 469 465 0,05Jumlah SeluruhKoperasi unit 565 565 554 556 556 -0,40PersentaseKoperasi Aktif % 82,12 82,48 82,31 84,35 83,63 0,46
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berbagai jasa keuangan yang ditujukan bagi masyarakat miskin danpengusaha kecil. Terdapat tiga jenis LKM yang ada di  Kota Yogyakarta,meliputi Usaha Ekonomi Daerah Simpan Pinjam (UED-SP), Badan UsahaKredit Pedesaan (BUKP) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Ditinjau dariperkembangannya, jumlah LKM di Kota Yogyakarta secara umummengalami peningkatan selama tahun 2012-2016. Keberadaan LKM ini ikutmemengaruhi pengembangan UMKM yang ada di suatu wilayah melaluikegiatan simpan pinjamnya. Jumlah LKM ini mengalami peningkatanseiring dengan peningkatan jumlah UMKM. Meski demikian, hanyaKoperasi Simpan Pinjam yang meningkat jumlahnya pada tahun 2012-2016. Sedangkan jumlah Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) tidakmeningkat jumlahnya selama tahun 2012-2016. Bahkan, jumlah UED-SPmengalami penurunan dari 27 unit di tahun 2012 menjadi 20 unit di tahun2016. Secara umum, jumlah LKM di Kota Yogyakarta cenderung meningkat,sehingga diharapkan akan mampu mendorong perkembangan usaha kecildi Kota Yogyakarta.
Tabel 2.177

Jumlah BPR/LKM Kota Yogyakarta Tahun 2012 – 2016

No Variabel Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

rata-rata
(%/tahun)

1. UsahaEkonomiDaerahSimpanPinjam unit 27 27 27 20 20 -7,23
2. BadanUsahaKreditPedesaan unit 14 14 14 14 14 0,00
3. KoperasiSimpanPinjam unit 28 32 44 46 47 13,82

Jumlah unit 68 69 73 85 80 81
Sumber : Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2017: dengan Hasil

Olahan, 2017.

3. Usaha Mikro, Kecil dan MenengahUsaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)  merupakan usahainformal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak adahubungannya dengan usaha pada level di atasnya (bukan berupa cabang).Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagimasyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Perbedaan usahamikro dan usaha kecil dengan usaha menengah hanya terletak pada nilaiaset dan omzetnya. Usaha mikro dan kecil juga merupakan salah satu
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sektor usaha dalam perekonomian yang potensial, oleh karena itu sektorini perlu diperhatikan dan dikembangkan.Persentase usaha mikro dan kecil sangat mendominasi darikeseluruhan UKM di Kota Yogyakarta, yaitu berkisar pada 97% pertahunnya. Meski demikian, rata-rata pertumbuhan persentase usaha mikrodan kecil menunjukkan nilai negatif. Jumlah seluruh UKM maupun jumlahusaha mikro dan kecil sama-sama mengalami perkembangan positif padatahun 2012-2016. Hal ini merupakan sebuah sinyal yang baik bagi kegiatanperekonomian penduduk khususnya untuk kalangan menengah ke bawah.
Tabel 2.178

Banyaknya Pelaku UMKM di Kota Yogyakarta Tahun  2012-2016

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)Jumlah usahamikro dankecil unit n.a 21.965 22.165 22.418 22.707 1,11Jumlah seluruhUKM unit n.a 22.591 22.841 23.341 23.468 1,28

Usaha Mikro
dan Kecil % n.a 97,23 97,04 96,05 96,76 -0,16

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2017: dengan Hasil Olahan,
2017

L. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMAPenanaman modal merupakan salah satu sumber biayapembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanamanmodal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luarnegeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomianwilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektorlainnya. Penanaman modal yang ada di Kota Yogyakarta banyak diarahkanpada sektor tersier, seperti sektor penyediaan akomodasi dan makanminum; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan;informasi dan komunikasi; dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengankarakteristik Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan di Provinsi DIYdengan morfologi perkotaan.
Tabel 2.179

Realisasi Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

No Jenis
Perusahaan Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbuhan
Rata-Rata

(%/tahun)1 InvestorPMDN Unit 45 45 46 47 47 1,09
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No Jenis
Perusahaan Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbuhan
Rata-Rata

(%/tahun)2 InvestorPMA Unit 26 28 31 34 41 12,06
Total Unit 12 71 73 77 81 88

Sumber : BKM Provinsi DIY, 2017; dengan Hasil Olahan, 2017

Jumlah investor PMA dan PMDN pada tabel di atas merupakanjumlah kumulatif perusahaan investor yang mengurus izin investasi setiaptahunnya. Secara umum, jumlah perusahaan yang berinvestasi di KotaYogyakarta mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut ditandai denganpeningkatan jumlah investor dalam negeri maupun luar negeri yangberinvestasi di Kota Yogyakarta. Selama kurun waktu 2012-2016 terjadipeningkatan secara signifikan pada jumlah investor PMA, dimana padatahun 2012 hanya terdapat 26 perusahaan penanam modal yangmelakukan izin berinvestasi di Kota Yogyakarta dan pada tahun 2016meningkat menjadi 41 unit perusahaan. Sebaliknya, jumlah perusahaaninvestor PMDN hanya mengalami sedikit peningkatan, yaitu dari sebanyak45 unit perusahaan di tahun 2012 menjadi 47 perusahaan di tahun 2016.Sementara itu, dilihat dari komposisinya, perusahaan asing lebihmendominasi kegiatan penanaman modal di Kota Yogyakarta.

Gambar2.100
Jumlah Investor PMA dan PMDN Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber :BKM Provinsi DIY, 2017, Hasil Olahan, 2017

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMASejalan dengan jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang terusmeningkat setiap tahun, nilai investasi yang ditanamkan di KotaYogyakarta juga menunjukkan peningkatan yang cukup besar dari tahun2012-2016. Pada tahun 2012, nilai investasi yang ditanamkan oleh investoradalah sebesar 2.951.686 juta Rupiah, sedangkan pada tahun 2016, nilaiinvestasi yang ditambahkan adalah sebesar 5.118.645 juta Rupiah.
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Ditinjau dari kontribusinya, nilai investasi perusahaan PMDN padatahun 2012 lebih kecil dibandingkan dengan nilai investasi perusahaanPMA. Pada tahun 2012, nilai investasi perusahaan PMDN adalah sebesar1.303.134 juta Rupiah, sedangkan nilai investasi perusahaan PMA adalahsebesar 1.648.552 juta Rupiah. Secara umum, jumlah nilai investasiperusahaan PMA pada tahun 2012-2016 juga lebih besar dibandingkandengan perusahaan PMDN. Sementara itu, nilai investasi PMDN mengalamipeningkatan yang lebih kecil dibandingkan dengan PMA, dan nilainyaselama tahun 2012-2016 masih di bawah 2.000.000 juta Rupiah.
Tabel 2.180

Realisasi Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Jenis
Perusahaan Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbuh
an Rata-

Rata
(%/tahun)1 PMDN Juta Rp 1.303.134 1.311.868 1.551.559 1.722.410 1.814.799 8,632 PMA Juta Rp 1.648.552 2.157.338 2.193.868 3.220.222 3.303.846 18,98

Total Juta
Rp 2.951.686 3.469.206 3.745.427 4.942.632 5.118.645 14,75

Sumber : BKPM Provinsi DIY, 2017;  dengan Hasil Olahan,2017

3. Rasio Daya Serap Tenaga KerjaPertumbuhan jumlah perusahaan maupun nilai investasi PMA danPMDN diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomianpenduduk. Salah satu efek positif tersebut dapat dilihat dari segipeningkatan rasio daya serap tenaga kerja. Perkembangan rasio daya seraptenaga kerja PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta menunjukkan tren negatif,baik penyerapan tenaga kerja di perusahaan dalam negeri maupunperusahaan asing.Pertambahan tenaga kerja pada perusahaan PMA terkecil terjadipada tahun 2013, yaitu sebesar 39 orang dengan 11 jumlah perusahaanbaru.  Pada tahun tersebut, rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaanPMA adalah yang paling rendah selama rentang tahun 2012-2015, yaitusebesar 3,55. Penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada tahun 2012,yaitu sekitar 314 tenaga kerja mampu teserap di 7 perusahaan. Penyerapantenaga kerja perusahaan PMA ini cenderung menurun.
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Tabel 2.181
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA Kota Yogyakarta Tahun

2012-2016

No Variabel Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)

Penanam Modal Asing (PMA)1 Tenaga Kerja Jiwa 2.357 2.560 2.589 2.937 3.036 6,532 Perusahaan Unit 26 28 31 34 41 12,06
3 Rasio Daya Serap Tenaga

Kerja 90,65 91,43 83,52 86,38 74,05 -4,93
Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)1 Tenaga Kerja Jiwa 8.206 6.721 6.721 6.721 6.862 -4,372 Perusahaan Unit 45 45 46 47 47 1,09
3 Rasio Daya Serap Tenaga

Kerja 182,36 149,36 146,11 143,00 146,00 -5,41
Total Rasio Daya Serap
Tenaga Kerja 148,77 127,14 120,91 119,23 112,48 -6,75

Sumber : BKPM Provinsi DiY, 2017: dengan Hasil Olahan, 2017

Rasio daya serap tenaga kerja di perusahaan PMDN pada rentangtahun 2012-2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jumlahtenaga kerja di perusahaan PMDN pada tahun 2012 yaitu sebanyak 8.206orang, tetapi mengalami penurunan sejak tahun 2013-2016, hinggamenjadi 6.862 orang di tahun 2016. Penurunan jumlah tenaga kerja diperusahaan PMDN ini tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yanghanya mengalami sedikit peningkatan, sehingga rasio daya serap tenagakerja di perusahaan PMDN ikut menurun. Sementara itu, jumlah tenagakerja di perusahaan PMA selama tahun 2012-2016 cenderung meningkat,sebanding dengan peningkatan jumlah perusahaan PMA pada kurun waktuyang sama. Meski demikian, rasio daya serap tenaga kerja di perusahaanPMA cenderung menurun. Selanjutnya, jika ditinjau dari keseluruhan PMAdan PMDN, maka total rasio daya serap tenaga kerja cenderung menurun.
4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDNSecara umum, nilai realisasi PMA di Kota Yogyakarta menunjukkankenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan nilai realisasi PMA tertinggi adalahpada tahun 2011-2012, yaitu sebesar 467.725 juta Rupiah. Sedangkanperubahan nilai realisasi PMA yang terkecil ada pada tahun 2012-2013.Secara umum, nilai realisasi PMA selalu meningkat setiap tahunnya, tetapiperubahan/kenaikan nilai realisasi PMA selama kurun waktu tahun 2012-2016 cenderung menurun pertumbuhannya.Nilai realisasi pada PMDN secara umum mengalami fluktuasi dengantren meningkat. Kenaikan tertinggi pada PMDN terjadi pada tahun 2014-2015, yaitu sebesar 1.026.354 juta Rupiah. Namun, di tahun 2016,
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perubahan nilai realisasi PMDN tidak sebesar pada tahun 2015, yaituhanya sebesar 83.624 juta Rupiah. Jika ditinjau dari keseluruhankenaikan/penurunan pada PMA dan PMDN, maka total kenaikan realisasiPMA dan PMDN juga cenderung menurun pertumbuhannya.
Tabel 2.182

Kenaikan /Penurunan Nilai realisasi PMDN  dan PMA Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Variabel Satuan 2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

Penanam Modal Asing (PMA)1 Perubahan NilaiRealisasi PMA Juta Rp 467.725 8.734 236.691 170.851 92.3892 Pertumbuhan % 55,99 0,67 18,27 11,01 5,36
Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)1 Perubahan NilaiRealisasi PMDN Juta Rp 19.709 507.786 36.530 1.026.354 83.6242 Pertumbuhan % 1,21 30,86 1,69 46,78 2,60Total Kenaikan/PenurunanNilai Realisasi PMDN danPMA Juta Rp 487.434 517.520 276.221 1.197.205 176.013

Sumber : BKPM Provinsi DIY, 2017; dengan Hasil Olahan, 2017

M. Kepemudaan dan Olahraga

1. Jumlah Organisasi PemudaPemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi danperan aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akanmeningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masakrisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembanganpola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaanketerampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakankematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yangbermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaanobat dan terlarang dan perilaku berisiko di samping peningkatan hubungansosial yang positif dan partisipasif serta keterlibatan dalam komunitas dibidang sosio- ekonomi dan politik.
Tabel 2.183

Jumlah Organisasi Pemuda di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlahorganisasipemuda organisasi 157 162 162 64 94 -12,04

Sumber :Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2017, Hasil Olahan, 2017Data yang tersedia menunjukkan bahwa jumlah organisasi pemudadi Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun 2012-2014. Pada
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tahun 2012 hanya berjumlah 157 organisasi dan mengalami peningkatanpada tahun-tahun selanjutnya hingga mencapai 162 organisasi pada tahun2014 dan menurun menjadi 64 pada tahun 2015. Pada tahun 2015pendataan organisasi pemuda yang dilakukan adalah dengan mendataorganisasi pemuda yang aktif, sehingga antara tahun-tahun sebelumnyadengan tahun 2015 terdapat perbedaan yang signifikan. Dengan carapendataan yang sama didapatkan angka 94 organisasi pada tahun 2016.
2. Jumlah Organisasi OlahragaBerdasarkan informasi jumlah organisasi dari Kantor KesatuanBangsa Kota Yogyakarta, menjelaskan bahwa organisasi olahraga yangdimaksud merupakan cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan kota.Jumlah organisasi olahraga di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung menunjukkan peningkatan. Penurunan terjadi pada tahun2012 jumlah organisasi olahraga sejumlah 34 organisasi. Kemudian jumlahorganisasi mengalami peningkatan menjadi 48 organisasi pada tahun 2015dan 2016. Berikut merupakan data jumlah organisasi olahraga.

Tabel 2.184
Jumlah Organisasi Olahraga di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlahorganisasiolahraga organisasi 34 34 34 48 48 0,09

Sumber :
1) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2017
2) Hasil Olahan, 2017

3. Jumlah Kegiatan KepemudaanBerdasarkan informasi dari Kantor Kesatuan Bangsa KotaYogyakarta, jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Yogyakarta mengalamipeningkatan dari tahun 2012 ke 2014, namun terdapat penurunan padatahun 2016. Pada tahun 2012, jumlah kegiatan pemuda sebanyak 26kegiatan dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 64 kegiatanpada tahun 2015. Kemudian mengalami penurunan hingga berjumlah 24kegiatan pada tahun 2016. Angka 26 tersebut menunjukkan jenis kegiatankepemudaan. Berikut merupakan data perkembangan jumlah kepemudaandi Kota Yogyakarta.
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Tabel 2.185
Jumlah Kegiatan Kepemudaan di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlahkegiatankepemudaan kegiatan 26 37 43 64 26 0,00

Sumber :
1) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2017
2) Hasil Olahan, 2017

4. Jumlah Kegiatan OlahragaBerdasarkan informasi dari Kantor Kesatuan Bangsa KotaYogyakarta, dijelaskan bahwa data yang tersedia hanya tahun 2013, 2014,dan 2015. Dalam kurun waktu dua tahun terjadi peningkatan jumlahorganisasi olahraga, dari 221 organisasi pada tahun 2013, meningkatmenjadi 227 pada tahun 2014, kemudian mengalami penurunan padatahun 2015 menjadi 162 kegiatan olahraga kemudian menjadi 227 padatahun 2016.  Beberapa kegiatan olahraga yang ada di Kota Yogyakartaantara lain, kejuaraan kota, senam kesbang, Popnas, Popda, Tri LombaJuang, Porkar, dan Lomba Senam. Berikut adalah tabel jumlah kegiatanolahraga di kota Yogyakarta.
Tabel 2.186

Jumlah Kegiatan Olahraga di Kota YogyakartaTahun 2013-2015

No Indikator Satuan 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlahkegiatanolahraga organisasi 221 227 162 227 0,90

Sumber :
1) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2017
2) Hasil Olahan, 2017

5. Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta)Gelanggang remaja merupakan suatu bangunan yang digunakan pararemaja untuk memanfaatkan waktu luang dengan melakukan kegiatanpositif. Bangunan tersebut bertujuan untuk menjadi pemusatan aktivitasremaja dalam menampung dan menyalurkan minat serta bakat para remajadengan memanfaatkan fasilitas dalam bangunan tersebut baik untukkegiatan rutin maupun insidentil. Dengan tersedianya bangunan tersebutdiharapkan dapat mendorong pembentukan pribadi remaja yang mandiridan berprestasi, terutama di kegiatan olahraga dan seni budaya.Kota Yogyakarta pada tahun 2014 dan tahun 2015 melakukanpendataan jumlah gelanggang remaja yang berlokasi di dalam wilayah kota.
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Menurut data yang didapat dari Kantor Kesatuan Bangsa, terdapatpenurunan jumlah unit gelanggang/balai remaja dari tahun 2014-2015.Penurunan jumlah tersebut kemungkinan disebabkan karenapengalihfungsian gelanggang/balai remaja menjadi gedung untukkeperluan lainnya dan juga dilakukan pemutakhiran datagelangnggang/balai remaja di Kota Yogyakarta. Berikut merupakan jumlahgelanggang remaja yang ada di Kota Yogyakarta.
Gelanggang Remaja di Kota YogyakartaTahun 2014 - 2016

No Indikator
Kinerja Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

1 Jumlahgelanggang/balairemaja di kota unit N/A N/A 16 5 52 Jumlah penduduk jiwa N/A N/A 413.936 409.487 411.2823 Rasio jumlahgelanggang/balairemaja unit/1.000 iwa N/A N/A 0,04 0,01 0,01
Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2017

6. Lapangan OlahragaLapangan olahraga merupakan salah satu sarana pendukung bagikegiatan warga kota Yogyakarta. Berdasarkan informasi dari KantorKesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, jumlah lapangan olahraga mengalamipeningkatan dalam kurun waktu 2012-2016. Jumlah lapangan olahragatahun 2012 sebanyak 553 unit dan meningkat menjadi 604 unit pada tahun2014 hingga 2016. Peningkatan tersebut juga berpengaruh pada jumlahlapangan olahraga per 1.000 penduduk. Pada tahun 2012, tersedia 1,32unit lapangan olahrada per 1.000 penduduk dan mengalami peningkatanmenjadi 1,47 unit per 1.000 penduduk pada tahun 2016. Jumlah lapanganolahraga yang dimaksud adalah beragam sesuai dengan jenis kegiatanolahraga, bentuk, dan jenis lapangan olahraga, sehingga bukan hanyalapangan olahraga yang berumput. Berikut data lapangan olahraga di KotaYogyakarta.
Tabel  2.187

Lapangan Olahraga di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuha
n Rata-Rata
(%Tahun)1. Jumlahlapanganolahraga Unit 563 560 604 604 604 1,77

2. Jumlahpenduduk Jiwa 427.591 406.660 413.936 409.487 411.282 -0,97
3. Lapanganolah ragaper 1.000penduduk Unit 1,32 1,38 1,46 1,48 1,47 2,70
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Sumber :
1) Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, 2017
2) Hasil Olahan, 2017

N. Kebudayaan

1. Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan BudayaKota Yogyakarta merupakan kota budaya yang mempunyai banyakseniman serta potensi seni budaya di dalamnya. Banyak pertunjukkankesenian yang diselenggarakan di berbagai tempat di Kota Yogyakarta.Bahkan hampir setiap bulan ada pertunjukkan kesenian dan budaya baikdiselenggarakan secara gratis maupun berbayar. Berikut ini merupakandata penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya di Kota Yogyakarta.
Tabel 2.188

Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budayadi  Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)

1. Penyelenggaraanpertunjukan(festival) senidan budaya hari 128 143 166 311 251 18,34
Sumber :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2016
2. Dinas Kebudayaan, 2017
3. Hasil Olahan, 2017

Data menunjukkan bahwa jumlah penyelenggaraan pertunjukan senidan budaya di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2015 mengalamipeningkatan. Pada tahun 2015, diselenggarakan pertunjukan seni selama40 hari sehingga pertunjukan mencapai 311 hari di tahun tersebut.Peningkatan ini disebabkan oleh semakin tingginya minat masyarakatterhadap pertunjukan seni dan budaya, karena di Kota Yogyakarta ini tidakjarang mengadakan pertunjukan seni budaya tanpa memungut biayapenonton, jika berbayarpun biayanya masih terjangkau, jadi masyarakatdapat mendapatkan hiburan yang menarik dan menghibur dengan hargayang terjangkau. Pada tahun 2016 pertunjukan menurun sebab tahuntersebut merupakan tahun politik, pembatasan pertunjukan tersebut gunamengantisipasi acara yang berlangsung disisipi muatan politik kelompoktertentu. Selain itu durasi Pasar Malam Perayaan Sekaaten (PMPS)berkurang dari 40 hari menjadi 24 hari.
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Gambar 2.101
Grafik Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budayadi  Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

2. Sarana Penyelenggaraan Seni dan BudayaSarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kota Yogyakarta yangdimaksud adalah gedung kesenian. Berdasarkan informasi dari DinasPariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, jumlah saranapenyelenggaraan seni dan budaya di Yogyakarta ada 2 unit, yaitu PlazaNgasem dan XT Square. Kedua tempat ini dikelola oleh Pemerintah KotaYogyakarta. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kota Yogyakartasering kali digunakan untuk pameran kesenian maupun pertunjukanmusik. Fasilitas ini merupakan wadah untuk para seniman Kota Yogyakartadalam menunjukkan bakat seninya, sekaligus sebagai tempat publik yangbisa dimanfaatkan masyarakat untuk datang mencari hiburan tanpamengeluarkan banyak biaya.
Tabel 2.189

Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya di  Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)1. SaranaPenyelenggaraanSeni dan Budaya Unit 2 2 2 2 2 0

Sumber :
1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2016
2) Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta 2017
3) Hasil Olahan, 2017

3. Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang DilestarikanBenda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan peninggalansejarah yang harus dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budayaberguna untuk pembelajaran bagi generasi penerus agar tidak lupa padasejarah dan budaya bangsa. Berdasarkan data di bawah ini, persentase
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benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di KotaYogyakarta mengalami kenaikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir.
Tabel 2.190

Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%Tahun)

1. Benda, Situs danKawasan CagarBudaya yangdilestarikan Unit 469 501 534 567 586 5,73
2. Benda, Situs danKawasan CagarBudayaYangdimiliki Unit 648 648 648 648 648 0,00
3. Persentase Benda,Situs dan KawasanCagar Budaya yangdilestarikan % 72,38 77,31 82,41 87,5 90,43 5,72

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2016, Dinas Kebudayaan Kota
Yogyakarta,2017, Hasil Olahan, 2017

Pada tahun 2012, persentase benda, situs dan kawasan cagar budayayang dilestarikan hanya mencapai 72,38% dan terus mengalami kenaikanhingga menjadi 90,43% pada tahun 2016. Kenaikan jumlah benda, situsdan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Yogyakartamerupakan salah satu bukti bahwa memang Kota Yogyakarta memilikikeragaman benda budaya yang pantas dilestarikan.

Gambar 2.102
Grafik Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017
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O. Perpustakaan

1. Jumlah PerpustakaanPerpustakaan merupakan sumber ilmu dan sumber referensi dalampenyelenggaraan pendidikan baik formal maupun informal. Untuk itueksistensi perpustakaan menjadi sangat penting di daerah. Jumlahperpustakaan yang berada di wilayah Kota Yogyakarta sejak tahun 2012hingga tahun 2015 mengalami penurunan. Penurunan ini dikarenakanadanya regrouping dan beberapa sekolah swasta yang tutup. Kemudianpada tahun 2016 dimasukkan komponen baru yakni jumlah perpustakaanmilik OPD yang berdampak cukup signifikan. Berikut ini merupakan tabelterperinci tentang jumlah perpustakaan di Kota Yogyakarta dari tahun2012 hingga 2016.
Tabel2.191

Jumlah Perpustakaan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)Jumlah PerpustakaanMilik PemerintahDaerah (Pemda) Unit 1 1 1 1 1 0Jumlah PerpustakaanSekolah Negeri Unit 135 131 130 128 107 -5,65Jumlah PerpustakaanMilik Non Pemda(Sekolah Swasta) Unit 184 183 182 178 105 -13,09Total JumlahPerpustakaan Unit 112

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah  Kota Yogyakarta 2015,2016, Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan, 2017Jumlah perpustakaan yang bersifat minus meskipun hanya keciltetapi memiliki dampak yaitu berkurangnya fasilitas pelayanan pendidikan.Karena dengan berkurangnya jumlah perpustakaan tentu memiliki imbasterhadap berkurangnya garda depan dalam memberikan informasi kepadamasyarakat.

Gambar2.103
Grafik Jumlah Perpustakaan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017
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Selain menggambarkan jumlah perpustakaan perlu untukmenampilkan jumlah TBM (Taman Bacaan Masyarakat) di Kota Yogyakartakarena keberadaan TBM yang dapat diakses secara langsung olehmasyarakat dengan mudah.
Tabel2.192

Jumlah TBM di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016*JumlahPerpustakaan(TBM) unit 207 216 220 220 90
Sumber :

1. Kantor Arsip dan Perspustakaan Daerah  Kota Yogyakarta 2016
2. Dinas Pendidikan 2017Jumlah TBM dari tahun 2012 hingga 2014 terus mengalamipeningkatan dan stagnan pada tahun 2015. Sementara pada tahun 2015diperoleh informasi bahwa TBM sudah diampu oleh Dinas Pendidikansehingga data yang tercantum di bawah merupakan data terbaru yangdimiliki oleh dinas pendidikan terkait jumlah TBM. Kecenderunganmeningkatnya jumlah TBM ini memang suatu hal yang sangat baik, hal iniberarti minat membaca masyarakat dari tahun ke tahun dapat semakinlama semakin meningkat. Hal ini juga akan menambah wawasan daninformasi masyarakat. Berikut ini merupakan tabel dan grafikbertambahnya jumlah TBM di Kota Yogyakarta. Pertumbuhan TBMmemberikan bukti bahwa masyarakat memiliki motivasi yang besar untukmeningkatakan budaya membaca sesuai dengan Kota Yogyakarta sebagaikota pendidikan tentunya budaya membaca harus dikembangkan secaraterus menerus. Data pada tahun 2016 berbeda karena sudah melaluipemutakhiran data oleh Dinas Pendidikan. Sementara sumber data padatahun 2012-2015 didapat dari Kantor Arsip dan Perpustakaan KotaYogyakarta.

Gambar 2.104
Grafik Jumlah TBM di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Hasil Olahan, 2017
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Jika keaktifan pelayanan perpustakaan ditingkatkan dengan alokasibuku-buku yang dibutuhkan masyarakat, maka ke depan akan semakinmeningkat daya tarik perpustakaan di mata masyarakat. Kesanggupanmanajemen perpustakaan yang efisien dan efektif dengan menggunakanpelayanan on line dan SIM yang selalu ditingkatkan maka akan menambahgairah para pelajar dan masyarakat pada umumnya untuk mengaksespelayanan tersebut.
2. Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 PendudukPenting untuk mengetahui sejauhmana kemampuan dan dayatampung layanan perpustakaan dengan melihat rasio perpustakaandibandingkan dengan jumlah penduduk. Meskipun jumlah perpustakaan diKota Yogyakarta sempat mengalami penurunan, rasio jumlah perpustakaanper 10.000 penduduk mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,15persen per tahun.

Tabel2.193
Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)Jumlahperpustakaan unit 320 315 313 307 335 1,15JumlahPenduduk jiwa 427.591 406.660 413.936 409.487 411.282 -0,97Rasio jumlahperpustakaanterhadapjumlahpenduduk 7,48 7,75 7,56 7,50 8,15 2,15

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah  Kota Yogyakarta 2015,2016Rasio jumlah perpustakaan per 10.000 penduduk lebih jelasnyadigambarkan melalui grafik di bawah ini. Bahwa penurunan jumlahperpustakaan di tahun 2014 dan 2015 ternyata juga menurunkan rasioperpustakaan per 10.000 penduduk. Rasio perpustakaan meningkat padatahun 2016 karena jumlah perpustakaan juga bertambah. Rasio jumlahperpustakaan per 10.000 penduduk dapat dilihatdalam grafik berikut:
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Gambar2.105
Grafik Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017

Sementara itu rasio jumlah TBM per 10.000 penduduk mengalamipeningkatan hingga tahun 2015. Kemudian menurun pada tahun 2016sebab telah mengalami pemutakhiran data dari OPD baru yangmenanganinya (Dinas Pendidikan). Berikut ini merupakan tabel rasiojumlah TBM per 10.000 penduduk.
Tabel2.194

Rasio Jumlah TBM per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)Jumlah TBM unit 207 216 220 220 90 -18,80Jumlah Penduduk jiwa 427.591 406.660 413.936 409.487 411.282 -0,97Rasio jumlahperpustakaanterhadap jumlahpenduduk 4,84 5,31 5,31 5,37 2,19 -18,00

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah  Kota Yogyakarta 2015, Dinas Pendidikan
Kota Yogyakarta 2017

Kenaikan rasio jumlah TBM per 10.000 penduduk ini merupakansebuah pencapaian yang positif. Kenaikan ini berarti dapat meningkatkanaksesibilitas masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan informasi.Grafik di bawah ini menggambarkan rasio jumlah TBM per 10.000penduduk:

320 315 313 307 3357.48
7.75 7.56 7.50

8.15

7
7.5
8
8.5

280
300
320
340

2012 2013 2014 2015 2016

Pe
r 1

0.
00

0 
pe

nd
ud

uk

U
N

it

Tahun

Jumlah perpustakaan

Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 236

Gambar2.106

Grafik Rasio Jumlah TBM per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017

3. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per TahunKeberadaan sebuah perpustakaan tidak terlepas dari pengunjungnya.Untuk itulah pengunjung perlu dimonitor sehingga dapat diketahui animopengunjung dari waktu ke waktu. Indikator jumlah pengunjungperpustakaan per tahun menunjukkan pemakai perpustakaan yangberkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam kurunwaktu satu tahun. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkanpengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yangdiperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Data dalam tabel dibawah ini merupakan data pengunjung perpustakaan kota per tahun:
Tabel2.195

Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuha
n Rata-rata
(%/Tahun)Jumlah Kunjungan kePerpustakaan Jiwa 126.205 126.554 143.838 163.111 222.588 15,24Jumlah Penduduk Jiwa 427.591 406.660 413.936 409.487 411.282 -0,97Jumlah PengunjungPerpustakaan pertahun 0,29 0,31 0,35 0,40 0,54 16,82

Sumber : Kantor Arsip dan Perspustakaan Daerah  Kota Yogyakarta 2016, Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan, 2017 Data tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi kenaikanjumlah pengunjung perpustakaan, bahkan pada tahun 2016 lonjakanjumlah pengunjung dapat dikatakan paling menonjol dibandingkan dengantahun-tahun selanjutnya. Kenaikan jumlah pengunjung ini menunjukkanminat membaca masyarakat yang semakin besar. Berikut ini merupakangrafik perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan berdasarkan
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jumlah kunjungan dan perkembangan jumlah penduduk di KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2012 hingga 2016.

Gambar 2.107
Grafik Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017

Dilihat dari grafik tersebut pengunjung perpustakaan selalumeningkat dari tahun ke tahun. Dengan demikian daya tarik perpustakaandalam memberikan pelayanan juga meningkat. Namun kondisi ini perluditingkatkan dengan pelayanan yang lebih baik, dengan melengkapiinformasi yang selalu up date dan fasilitas yang lebih baik.
4. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan DaerahKoleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan memilikipengaruh besar terhadap jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknyavariasi judul buku dan jumlah buku yang dikoleksi perpustakaan akanmenimbulkan ketertarikan bagi masyarakat Kota Yogyakarta untukberkunjung mencari bahan pustaka. Di bawah ini merupakan tabelinformasi terkait koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah KotaYogyakarta dari tahun 2012 hingga 2016.
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Tabel 2.196
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(%/Tahun)Jumlah KoleksiJudul Buku yangTersedia diPerpustakaanDaerah Judul 14.777 15.934 16.773 18.388 20.362 8,34

Jumlah KoleksiJumlah Bukuyang Tersedia diPerpustakaan Eksemplar 28.330 29.736 30.861 32.808 36.177 6,30
Koleksi Bukuyang Tersedia diPerpustakaanDaerah 0,52 0,54 0,54 0,56 0,56 1,79

Sumber : Kantor Arsip dan Perspustakaan Daerah  Kota Yogyakarta 2015,2016, Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan, 2017 Kemudian pada kurun waktu lima  tahun, antara 2012-2016, jumlahkoleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan Kota Yogyakarta terusmengalami kenaikan. Kenaikan rata-rata jumlah koleksi judul bukumencapai 8,34 persen per tahun. Kenaikan ini juga diikuti dengan kenaikanjumlah buku yang tersedia di perpustakaan yaitu mencapai kenaikan rata-rata sebesar 6,30 persen per tahun.

Gambar 2.108
Grafik Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017
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Terdapat tren yang baik dalam penyediaan jumlah koleksi judul bukudan jumlah buku di perpustakaan. Peningkatan jumlah koleksi judul yangberangsur meningkat dari waktu-ke waktu menandakan bahwa ada upayauntuk merespon perkembangan. Sedangkan penambahan koleksi bukuyaitu menambah jumlah eksemplarnya merupakan pencerminan upayauntuk meningkatkan aksesibilitas.
P. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKPKegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP diselenggarakanoleh Kantor Kesatuan Bangsa secara rutin dua kali dalam setahun. Kegiatanpembinaan tersebut biasanya berupa sarasehan yang membicarakantentang wawasan kebangsaan dan berbagai informasi terkait pengelolaanlembaga yang baik. Sarasehan tersebut juga seringkali melibatkan personilTNI dari Kodim, Karang Taruna, dan dosen sebagai pemantiknya.
Tabel2.197

Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016Kegiatan Pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP Kali 2 2 2 8 9
Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakara 2017Sejak tahun 2012 hingga 2014, pembinaan terhadap LSM, Ormas danOKP diYogyakarta berlangsung 2 kali, kemudian pada tahun 2015meningkat drastis menjadi 8 kali dan menjadi 9 kali pada tahun 2016. Halini menunjukkan perbaikan kantor kesatuan bangsa yang menaruhperhatian lebih besar untuk mengembangkan dan membina LSM, Ormasdan OKP yang ada di Kota Yogyakarta. Pembinaan sebaiknya mencakupsubstansi pengorganisasian, manajemen, perencanaan program dan modelevaluasi. Pembinaan harus mampu menjawab kebutuhan pematanganorganisasi dalam memfungsikan diri sebagai wahana kreatif bagimasyarakat. Mungkin bentuk forum komunikasi (Forkom) perluditambahkan agar antar organisasi yang tumbuh dalam masyarakat dapatterhubung satu dengan lainnya. Pemanfaatan organisasi yang kuat untukmemberikan saling asah, asih dan asuh kepada organisasi yang barutumbuh akan sangat membantu pemerintah. Dengan memanfaatkanorganisasi yang sudah berkembang untuk memberikan kontribusi kepadaorganisasi yang lebih lemah, akan menopang kekuatan pemerintah
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mengingat keterbatasan sumberdaya. Namun visi dan misi tetap tercapaidengan menyambungkan antar organisasi ini.
2. Kegiatan Pembinaan Politik DaerahKegiatan pembinaan partai politik daerah ini merupakan kegiatanpembinaan politik yang dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa. Di tahuntahun 2012 hingga 2013 kegiatan pembinaan politik daerah dilakukanselama 38 kali. Banyaknya pembinaan yang diselenggarakan ini berkaitanerat dengan jumlah parpol yang ada. Banyak atau sedikitnya parpolbiasanya dipengaruhi oleh siklus pemilihan umum, jumlah parpol bisabertambah maupun berkurang ketika akan mendekati pemilihan umum.Sementara di tahun 2014 kegiatan pembinaan politik hanyadiselenggarakan delapan kali, kegiatan tersebut merupakan pemberiandana bantuan kepada delapan parpol. Tentunya pemberian dana bantuantidak cukup sebagai teknik pembinaan yang mumpuni. Pada tahun 2015bantuan politik kepada partai politik menurun menjadi 6 sebab 2 parpolGolkar dan PPP sedang memiliki kasus sengketa di pusat. Sedangkan padatahun 2016 meningkat tajam menjadi 51 kali karena  menuju pilkadaserentak. Mengingat keberadaan parpol seringkali menjadi sumbermobilisasi massa besar-besarnya, maka tentunya pembinaan hendaknyamencakup penumbuhan kepedulian parpol terhadap keharmonisan dankeselarasan lingkungan.

Tabel 2.198
Kegiatan Pembinaan Politik Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 20161. Kegiatan PembinaanPolitik Daerah kali 38 38 8 6 51
Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakara 2017

Antara kegiatan kepartaian dengan kegiatan pemerintah seringkalitidak berjalan secara linear. Hal ini dapat diatasi dengan menserasikangerak langkah antara eksekutif dengan legislatif. Bagaimanapun partaipolitik merupakan base home setiap anggota DPRD. Namun gerak langkahpembangunan pemerintah kurang didukung oleh partai politik.Komunikasi dengan partai politik tentunya akan dapat berjalan lancar jikakomunikasi dengan DPRD berjalan lancar. Dengan demikian pembinaanpartai politik bentuknya bukan sekedar memberikan dana bantuan, akantetapi melakukan komunikasi yang intensif. Kesadaran partai politik hidupdalam wilayah Kota Yogyakarta yang harus ikut bertanggungjawab dalammenjaga ketertiban dan ketentraman warga dan sekitarnya perlu
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ditekankan. Kegiatan politik dan geliat demokrasi yang sering muncul tidakmenyimpang dari tatakrama dan sopan santun sebagai penduduk kotaYogyakarta. Pembinaan terhadap sikap santun berpolitik perlu dilakukan,sebab selama ini aktivitas politik terutama ketika apel akbar danberkampanye sangat jauh dari tatakrama dan adat istiadat. Bahkan kesanarogansi yang berlebihan yang sering muncul. Ini menunjukkan bahwapembinaan terhadap partai politik perlu menekankan budaya Yogyakarta.Ke depan yang perlu diefektifkan dalam pembinaan parpol adalah upayauntuk menumbuhkan kesadaran berpolitik dan beraktivitas politik yangdamai dan menjaga ketertiban lingkungan.
Q. Statistik Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaandaerah. Tentunya semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisistatistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Olehkarena itu semestinya buku statistik ini dapat terinformasikan secaraprogresif. Kendati buku statistik yang dibutuhkan belum lengkap, akantetapi secara progresif data semestinya disajikan hingga satu bulanterakhir dalam setiap perjalanan tatakala waktu. Namun sebaliknya yangterjadi seringkali buku statistik terbit harus lengkap sehingga data yangdijadikan dasar perencanaan menjadi kurang up date.Untuk mengolah data statistik ini diperlukan indikator yang sesuai.Indikator pada aspek statistik meliputi tersedianya buku “Kota dalamAngka” dan buku “PDRB Kota”. Untuk buku “Kota dalam Angka” tahun2012 hingga 2016 telah terpenuhi. Sejalan dengan buku “Kota dalamAngka”,  buku “PDRB Kota” juga telah terpenuhi.

Tabel2.199
Publikasi Buku Statistik di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 20161. Buku “Kota DalamAngka” eksemplar Ada Ada Ada Ada Ada2. Buku “PDRB Kota” eksemplar Ada Ada Ada Ada Ada
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakara 2017Pada data tersebut hanya menginformasikan bahwa buku statistikKota Yogyakarta telah tersedia, namun belum menjawab kebutuhanpengukuran dari indikator jumlah eksemplar buku yang tersedia.Sementara itu tentunya penerbitan buku statistik ini merupakan pekerjaanyang melekat sebagai fungsi wajib yang harus dijalankan yang bersifat
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periodik, dengan batasan anggaran yang jelas. Semestinya penyebutanjumlah eskemplar sudah harus dapat dipenuhi karena sebenarnya dalamperencanaan dan alokasi anggaran sudah harus jelas.
R. KearsipanArsip merupakan dokumen penting yang diperlukan sebagai sumberinformasi hukum, historis, dan perkembangan kekinian. Untuk itu sistem informasikearsipan mestinya tersedia agar dapat mendukung efektivitas dan efisiensipenyelenggaraan kearsipan ini. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah telahmenyelenggarakan kegiatan pembinaan dalam pengelolaan arsip secara baku, tetapiinisiatif untuk mengelola arsip secara baku sangat tergantung dari kesadaran setiapSKPD di Kota Yogyakarta. Pada dasarnya arsip yang ada di setiap SKPD memilikiumur tertentu, sehingga ada arsip yang dalam periode waktu tertentu dimusnahkan,hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi penumpukan berkas dan arsip di tiap-tiapSKPD. Pengelolaan arsip secara baku sudah dilakukan oleh semua SKPD yang ada diKota Yogyakarta dan terus berlangsung hingga tahun 2016.

Tabel2.200
Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016Jumlah SKPD yang telahMenerapkan Arsip secara Baku Unit 150 150 156 156 154Jumlah SKPD Unit 150 150 156 156 154Persentase Pengelolaan Arsipsecara Baku Persen 100 100 100 100 100
Sumber : Kantor Arsip dan Perspustakaan Daerah  Kota Yogyakarta 2012,2015,2016, Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan, 2017Terkait dengan pengelolaan arsip, pemerintah Kota Yogyakarta telahmemiliki 21 pejabat fungsional arsiparis. Pejabat tersebut berada di Kantor Arsipdan Perpustakaan daerah yang memiliki tugas keliling ke setiap OPD. Sementara itu,untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan arsip, Kantor Arsip dan Perpustakaandaerah juga menyelenggarakan kegiatan peningkatan SDM dalam pengelolakearsipan.
Tabel2.201

Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 20161. Peningkatan SDM PengelolaKearsipan kali 4 6 6 6 6
Sumber : Kantor Arsip dan Perspustakaan Daerah  Kota Yogyakarta 2012,2015,2016, Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan, 2017
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Kegiatan peningkatan kemampuan SDM kearsipan ini di tahun 2012dilakukan 4 kali dalam setahun, dan diikuti oleh semua OPD. Empat kegiatantersebut adalah kegiatan bimbingan teknis, pendampingan pengelolaan arsip,kegiatan pembinaan untuk penyusutan arsip-arsip dan kegiatan akuisisi. Kegiatanpeningkatan pengelolaan SDM masih terus dilakukan hingga tahun 2013, 2014,2015 dan pada tahun 2016 meningkat menjadi enam kali. Kegiatan tersebut berupabimbingan teknis petugas arsip, bimbingan teknis pengembangan profesi Arsiparis,FKA (Forum Komunikasi Arsiparis Kota Yogyakarta), FKPK (Forum KomunikasiPetugas Kearsipan), FMK (Forum Masyarakat Kearsipan) DIY dan Pendampingan keOPD.

Gambar 2.109
Grafik Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di

Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
Sumber: Hasil Olahan, 2017Kendati telah terjadi kenaikan jumlah kegiatan peningkatan SDM untukmeningkatkan kualitas pengelolaan arsip di tingkat daerah, khususnya ke dalamOPD, akan tetapi masih perlu dioptimalkan terus menerus, seiring dengankebutuhan yang semakin meningkat.

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pertanian

1. Peningkatan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal
lainnya per hektarAnalisis produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal di suatudaerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah tersebut dalammemenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Nilai produktivitas ditentukanoleh jumlah panen serta luas lahan yang ada. Adapun faktor yangmemengaruhi produktivitas tanaman meliputi (1) genetik tanaman, (2)lingkungan tumbuh, serta (3) manajemen budidaya tanaman. Jika dilihatdari produksinya, padi merupakan jenis tanaman utama di KotaYogyakarta sementara bahan pangan lokal lainnya masih memiliki
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kontribusi yang sangat kecil. Sedangkan apabila dilihat dari perkembanganproduksi tanaman padi selama tahun 2012-2016, diketahui bahwaproduksinya cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan negatifsebesar -11,23% per tahun.
Tabel 2.202

Produksi Padi Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Jenis
Tanaman

Produksi (ton) Pertumbuhan
Rata-Rata

(%/tahun)2012 2013 2014 2015 20161 Padi 1.121 1.101 954 764 696 -11,23
Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta 2017

Penurunan produksi padi tersebut terjadi seiring dengan penurunanhasil panen serta luasan panen. Penurunan luas lahan pertanian di daerahperkotaan umumnya disebabkan adanya alih fungsi lahan pertanian kefungsi lain yang dianggap memberikan nilai ekonomi lebih tinggi.Sedangkan penurunan hasil panen lebih diakibatkan kualitas lahan yangmenurun karena pengaruh lingkungan maupun alam. Baik hasil panenmaupun luasan panen menunjukkan pertumbuhan yang negatif setiaptahunnya. Meski demikian, penurunan hasil panen terjadi lebih cepatdibandingkan penurunan luas panen, sehingga hal tersebut menyebabkanproduktivitas padi mengalami pertumbuhan negatif.
Tabel 2.203

Luas Panen Padi Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Jenis
Tanaman

Luas Panen (Ha) Pertumbuhan
Rata-Rata

(%/tahun)2012 2013 2014 2015 20161 Padi 169 166 149 130 108 -10,59
Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan  Kota Yogyakarta, 2017Hasil panen padi di tahun 2016 adalah sebesar 696 ton. Jumlahtersebut merupakan penurunan yang cukup besar dari tahun 2012, denganrata-rata pertumbuhan negatif sebesar -11,23% per tahun. Luas panen padijuga menurun dalam kurun waktu 2012-2016 dengan rata-ratapertumbuhan negatif sebesar -10,59%. Meskipun hal ini wajar terjadi diperkotaan, akan tetapi penurunan ini tetap harus dikelola dan dikendalikanagar Kota Yogyakarta memiliki ketahanan dalam penyediaan pangan untukpenduduknya dan tidak terlalu bergantung pada wilayah lainnya.

2. Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRBKontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian wilayah dapatdilihat berdasarkan kontribusi PDRB sektor pertanian/perkebunanterhadap PDRB total. Kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB
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cenderung menurun dari tahun 2012-2015 dengan pertumbuhan rata-ratasebesar -3,85% per tahun. Nilai PDRB sektor pertanian cenderung naikturun pada kurun waktu tahun 2012-2015. Pada tahun 2015, nilai PDRBsektor pertanian sedikit meningkat dari tahun 2014, yaitu menjadi 36,05miliar rupiah.Sektor pertanian di Kota Yogyakarta merupakan sektor minoritasdan perkembangannya kalah cepat dengan sektor-sektor basis di daerahperkotaan. Meski demikian, rata-rata pertumbuhan PDRB sektor pertanianbernilai positif yaitu sebesar 12,87% per tahun. Sebaliknya, kontribusisektor pertanian terhadap PDRB Kota Yogyakarta semakin menurun. Padatahun 2012, sektor pertanian hanya menyumbang sebesar 0,18% dari totalseluruh PDRB. Persentase tersebut terus menurun hingga sebesar 0,16% ditahun 2015. Meski kontribusi sektor pertanian cenderung menurun,pertumbuhan positif dari PDRB sektor pertanian menunjukkan bahwasektor ini masih mampu bertahan di tengah kompetisi perkembangansektor lainnya.
Tabel 2.204

KontribusiSektor Pertanian dalam PDRB ADHK Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

No Uraian Satuan 2012 2013 2014* 2015**
Pertumbuhan

rata-rata
(%/tahun)1 NilaiPDRB JutaRupiah 19.189.074,90 20.239.557,70 21.312.143,80 22.412.175,70 5,31

2 NilaiPDRBsektorPertanian JutaRupiah 35.066,90 36.100,00 35.733,80 36.052,70 0,93
3 KontribusipertanianterhadapPDRB % 0,62 2,95 -1,01 0,89 12,87

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015, (BPS Kota Yogyakarta, 2016):
dengan Hasil Olahan, 2017
Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

3. Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dalam PDRBSektor pertanian/perkebunan memiliki beberapa sub sektor dengankontribusi berbeda-beda. Kontribusi sub sektor pertanian tanaman panganmasih kalah besar bila dibandingkan dengan sub sektor peternakan danhasil-hasilnya. Nilai PDRB sub sektor pertanian tanaman pangan padatahun 2012-2015 cenderung fluktuatif, seiring dengan nilai PDRB sektorpertanian yang juga menunjukkan fluktuasi. Rata-rata pertumbuhan nilaiPDRB sub sektor pertanian tanaman pangan sebesar 0,04% per tahun jugalebih lambat dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan nilai PDRB
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sektor pertanian dengan besaran 0,32%. Meski pertumbuhan PDRB subsektor pertanian tanaman pangan tergolong lambat, tetapi pertumbuhantahunannya cenderung positif. Sebaliknya, kontribusi sub sektor pertanianpangan terhadap PDRB sektor pertanian cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -0,30% per tahun.
Tabel 2.205

Kontribusi Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan terhadap PDRB ADHK
Pertanian/Perkebunan

No Uraian Satuan 2012 2013 2014* 2015**

Pertumb
uhan

rata-rata
(%/tahu

n)1 Nilai PDRB  sektorpertanian/perkebunan JutaRupiah 19.189.074,90 20.239.557,70 21.312.143,80 22.412.175,70 5,31
2 Nilai PDRB sub sektorPertanian tanamanpangan JutaRupiah 35.066,90 36.100,00 35.733,80 36.052,70 0,93
3 Kontribusi sub sektor

pertanian tanaman
pangan terhadap
PDRB sektor pertanian
/ perkebunan

% 0,62 2,95 -1,01 0,89 12,87
Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015, (BPS Kota Yogyakarta, 2016):
dengan Hasil Olahan, 2017
Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

4. Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) dalam PDRBSektor pertanian/perkebunan memiliki beberapa sub sektor dengankontribusi berbeda-beda. Kontribusi sub sektor pertanian tanaman panganmasih kalah besar bila dibandingkan dengan sub sektor peternakan danhasil-hasilnya. Nilai PDRB sub sektor pertanian tanaman pangan padatahun 2012-2015 cenderung fluktuatif, seiring dengan nilai PDRB sektorpertanian yang juga menunjukkan fluktuasi. Rata-rata pertumbuhan nilaiPDRB sub sektor pertanian tanaman pangan sebesar 0,04% per tahun jugalebih lambat dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan nilai PDRBsektor pertanian dengan besaran 0,32%. Meski pertumbuhan PDRB subsektor pertanian tanaman pangan tergolong lambat, tetapi pertumbuhantahunannya cenderung positif. Sebaliknya, kontribusi sub sektor pertanianpangan terhadap PDRB sektor pertanian cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -0,30% per tahun.
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Tabel 2.206
Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB  Sektor Pertanian/Perkebunan

Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

No Uraian Satuan 2012 2013 2014* 2015**
Pertumbuhan

rata-rata
(%/tahun)1 Nilai PDRBsektorpertanian/perkebunan

JutaRupiah 35.709,10 36.100,0 35.733,80 36.052,70 0,32
2 Nilai PDRBsub sektorperkebunan JutaRupiah 3.163,10 3.165,90 3.119,40 3.166,70 0,04
3 Kontribusi

sub sektor
perkebunan
terhadap
sektor
pertanian/
perkebunan

% 0,75 0,09 -1,47 1,52 26,53

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015, (BPS Kota Yogyakarta, 2016) :
dengan Hasil Olahan, 2017
Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

5. Cakupan bina kelompok taniKelompok tani merupakan sebuah bagian penting dalam dinamikakegiatan pertanian di Kota Yogyakarta. Karena sektor pertanian di kota inirelatif sangat kecil, baik dilihat dari skala kegiatan maupun kontribusinyaterhadap PDRB, maka diperlukan adanya koordinasi untuk mempermudahpengarahan dan pengembangan sektor ini. Salah satu langkah yang tepatadalah dengan pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok tani.Seluruh kelompok tani di Kota Yogyakarta secara umum mendapatpembinaan dari pemerintah daerah, misalnya dalam bentuk penyuluhandan kegiatan pembinaan lainnya.
Tabel 2.207

Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Variabel Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 Kelompok petani yangmendapat bantuanpemda kelompok 53 6 0 19 24 -17,97

2 Total KelompokPetani/ Cakupan BinaKelompok Tani kelompok 165 175 175 206 210 6,21
Sumber: Dinas Pertanian  dan Pangan Kota Yogyakarta, 2017: dengan Hasil Olahan, 2017

Jumlah kelompok tani di Kota Yogyakarta menunjukkanperkembangan yang positif dengan pertumbuhan rata-rata mencapai6,21% per tahun pada rentang waktu 2011-2015. Namun, apabila dilihat
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dari segi kelompok petani yang mendapat bantuan dari pemda, jumlahnyacenderung fluktuatif, bahkan sempat mencapai angka 0 pada tahun 2014.Ketiadaan kelompok tani yang mendapat bantuan pada tahun 2014dikarenakan adanya peralihan pemerintahan (periode pergantianpresiden) sehingga pada saat itu terjadi banyak perubahaan sistem padainstansi-instansi pemerintah sehingga beberapa pelaksanaan programditunda, salah satunya adalah penyaluran bantuan sosial. Meski demikian,jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan pemda kembali meningkatdi tahun 2015 menjadi 19 kelompok dan di tahun 2016 terdapat 24kelompok yang mendapat bantuan tersebut.
B. Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Pertumbuhan Sektor penggalian dalam PDRBSama halnya dengan sektor pertanian, sektor pertambangan danpenggalian bukan merupakan sektor basis di Kota Yogyakarta. Dari tahun2012-2015, nilai PDRB sektor penggalian di Kota Yogyakarta hanya beradapada kisaran 830-850 juta rupiah. Rendahnya kontribusi sektor initerhadap PDRB Kota Yogyakarta disebabkan oleh sumber bahan galianberupa pasir yang hanya berasal dari endapan aliran sungai yang berhuludi Gunung Merapi.Apabila dilihat dari segi perkembangannya, nilai PDRB sektorpertambangan mengalami pertumbuhan yang positif meskipun lambat.Nilai sektor pertambangan ini terus meningkat setelah adanya letusanGunung Merapi pada tahun 2010 dengan pertumbuhan rata-rata mencapai0,56% per tahun. Pertumbuhan PDRB sektor penggalian danpertambangan yang paling tinggi selama tahun 2012-2015 yaitu sebesar1,31% di tahun 2014. Meski demikian, pada tahun 2012-2015, kontribusisektor ini cenderung tetap dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,00%per tahun.
Tabel 2.208

Kontribusi Sektor Penggalian dan Pertambangan terhadap PDRB ADHK Kota Yogyakarta
Tahun2012-2015

No Uraian Satuan 2012 2013 2014* 2015**
Pertumbuhan

rata-rata
(%/tahun)1 Nilai PDRB JutaRupiah 19.189.074,8 20.239.557,7 21.312.143,8 22.412.175,7 5,31

2 Nilai PDRBADHK sektorpertambangandan penggalian
JutaRupiah 837,1 839,0 850,0 851,2 0,56
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No Uraian Satuan 2012 2013 2014* 2015**
Pertumbuhan

rata-rata
(%/tahun)

3 Kontribusi
sektor
penggalian
dan
perdagangan
terhadap
PDRB

% 0,70 0,23 1,31 0,14 -41,29

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015  (BPS Kota Yogyakarta, 2016):
dengan Hasil Olahan, 2017
Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

C. Pariwisata

1. Kunjungan wisataPariwisata merupakan salah satu sektor penting dalamperekonomian Kota Yogyakarta. Keberadaan sektor ini bukan hanyasebagai pembentuk nilai PDRB namun juga sebagai stimulator bagi sektor-sektor lainnya. Selain memiliki potensi historis atau karakter budaya yangmenarik bagi wisatawan, Kota Yogyakarta juga menawarkan banyakpilihan wisata lain yang mampu menjadikannya salah satu destinasi wisatapaling populer di Indonesia.
Tabel 2.209

Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbuh
an Rata-

Rata
(%/tahun)1 KunjunganWisman Kunjungan 283.727 179.387 273.448 393.082 208.023 -7,472 KunjunganWisnu Kunjungan 2.611.453 2.536.093 2.733.805 2.857.599 3.053.725 3,99

Jumlah Kunjungan 2.891.703 2.895.180 2.715.480 3.007.253 3.250.681 3.261.748

Target Daerah Kunjungan 2.215.000 2.500.000 2.600.000 2.704.000 2.812.160 3.041.632

Tingkat
Realisasi
Kunjungan

% 115,67 111,35 100,42 106,93 111,15 107,24

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2017 :dengan Hasil Olahan, 2017

Selain nilai PDRB, cara lain yang dapat digunakan untuk melihatkeberhasilan sektor pariwisata dalam mendongkrak perekonomian KotaYogyakarta adalah dengan melihat perkembangan jumlah kunjunganwisatawan. Dilihat dari perkembangan realisasi kunjungan wisata, selamatahun 2012-2016, kunjungan wisatawan di Kota Yogyakarta berhasilmelampaui target kunjungan yang telah ditetapkan oleh pemerintahdaerah. Namun, persentase tingkat realisasi kunjungan pada tahun 2012-2016 memiliki rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -0,94% per tahun.
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Pada tahun 2012, kunjungan wisatawan mencapai 2.895.180 kunjungandan pada tahun 2016 meningkat menjadi 3.261.748 juta kunjungan. Jumlahkunjungan wisatawan nusantara cenderung naik, sedangkan jumlahkunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan fluktuasi. Peningkatanjumlah wisatawan di Kota Yogyakarta tentunya tidak terlepas dari promosiwisata dan branding yang telah banyak dilakukan pemerintah KotaYogyakarta.
2. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRBPerhitungan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tidaktersedia secara khusus. Selama ini, kontribusi sektor pariwisata ditinjaudari kontribusi sektor akomodasi dan makan minum. Dari tahun 2012-2015, nilai PDRB akomodasi dan makan minum terus menunjukkanperkembangan positif dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 5,95% pertahun. Dari segi kontribusinya, sektor ini juga mengalami pertumbuhanpositif dari tahun 2012-2015. Pertumbuhan rata-ratanya mencapai 0,61%per tahun. Pada tahun 2012, kontribusinya sebesar 11,38% dan pada tahun2015 meningkat menjadi 11,59%. Meski demikian, pertumbuhan tahunandari PDRB sektor akomodasi dan makan minum cenderung menurun daritahun 2012-2015.

Tabel 2.210
Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB ADHK Kota Yogyakarta

Tahun2012-2015

No Uraian Satuan 2012 2013 2014* 2015**
Pertumbuhan

rata-rata
(%/tahun)1 Nilai PDRB JutaRupiah 19.189.074,8 20.239.557,7 21.312.143,8 22.412.175,7 5,31

2 Nilai PDRBsektorakomodasidan makanminum
JutaRupiah 2.183.269,6 2.320.365,4 2.450.064,8 2.596.749,8 5,95

3

Kontribusi
sektor
akomodasi
dan makan
minum
terhadap
PDRB

% 7,18 6,28 5,59 5,99 -5,89

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015 (BPS Kota Yogyakarta, 2016):
dengan Hasil Olahan, 2017
Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara
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D. Perdagangan

1. Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRBSektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yangrelatif berkembang di Kota Yogyakarta. Sektor perdagangan dalam PDRBKota Yogyakarta tahun 2015 terdiri dari dua sub sektor, yaitu perdaganganbesar dan eceran serta perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya.Dilihat dari segi pertumbuhannya, nilai PDRB sektor perdagangan terusmeningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 5,39% per tahun.Namun, pertumbuhan tahunan dari sektor perdagangan ini cenderungmenurun. Sementara itu, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRBselama kurun waktu 2012-2015 cenderung fluktuatif dengan trenmeningkat serta rata-rata pertumbuhan yang lambat yaitu sebesar 0,10%per tahun.
Tabel 2.211

Kontribusi Sektor Perdagangandalam PDRB ADHK Kota YogyakartaTahun 2012-2015

No Uraian Satuan 2012 2013 2014* 2015**
Pertumbuhan

rata-rata
(%/tahun)1 Nilai PDRB JutaRupiah 19.189.074,80 20.239.557,70 21.312.143,80 22.412.175,70 5,31

2
Nilai PDRBsektorperdagangan(perdaganganbesar daneceran;raparasi mobildan sepedamotor)

JutaRupiah 1.326.260,70 1.407.238,60 1.468.894,10 1.552.644,80 5,39

3

Kontribusi
sektor
perdagangan
terhadap
PDRB

% 6,32 6,11 4,38 5,70 -3,39

Sumber:PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015, (BPS Kota Yogyakarta,
2016): dengan Hasil Olahan.2017
Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2012, kontribusi sektor perdagangan terhadapPDRB adalah sebesar 6,91%. Kontribusi sektor perdagangan tertinggi yaitupada tahun 2013, yaitu sebesar 6,95%, dan turun menjadi 6,93% di tahun2015. Penurunan kontribusi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektorperdagangan belum mampu mengimbangi pertumbuhan PDRB KotaYogyakarta secara keseluruhan dan rastic lebih lambat dari sektor-sektorpotensial lainnya seperti sektor informasi dan komunikasi.
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2. Ekspor Bersih PerdaganganEkspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspordan nilai impor suatu wilayah. Dari tahun 2012-2016, nilai ekspor bersihperdagangan di Kota Yogyakarta menunjukkan tren menurun yang cukupsignifikan dengan pertumbuhan rata-rata mencapai -41,91%/tahun. Nilaiekspor di Kota Yogyakarta pada tahun 2012 adalah sebesar 119 juta US$,tetapi turun rastic menjadi 17,2 juta US$ di tahun 2013, dan terus menurunhingga sebesar 13,5 juta US$ di tahun 2016. Meski menurun, nilai ekspormasih lebih besar dibandingkan nilai impor yang cenderung fluktuatifdalam kurun waktu tahun 2012-2016. Hal ini menyebabkan ekspor bersihperdagangan juga cenderung fluktuatif, bahkan sempat mencapai -20 jutaUS$ di tahun 2013 karena nilai impor di tahun tersebut 2 kali lipat lebihbesar dari nilai ekspor.
Tabel 2.212

Ekspor Bersih Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbuh
an Rata-

Rata
(%/tahun)1 NilaiEkspor US $ 119.048.049 17.217.091 16.626.476 13.057.831,64 13.555.070 -41,91

2 NilaiImpor US $ 13.061.918 37.269.427 228.241 6.832.100 8.198.257 -10,99
Ekspor Bersih
Perdagangan US $ 114.321.543 105.986.131 -20.052.336 16.398.235 6.225.731 5.356.813

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, 2017: dengan Hasil Olahan, 2017

Untuk meningkatkan nilai ekspor bersih perdagangan di KotaYogyakarta agar terus meningkat dan tetap positif, perlu diadakanintervensi secara intensif dari pemerintah daerah serta pengembangankegiatan-kegiatan pelatihan kewirausahaan. Intervensi ini difokuskanuntuk membantu UKM potensial seperti kerajinan kulit, kerajinan perakdan pemanfaatan limbah yang dijadikan produk kerajinan. Melaluiintervensi yang dilakukan, diharapkan kualitas barang yang dihasilkan olehpelaku usaha semakin baik dan berdaya saing.
3. Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha InformalSektor informal merupakan salah satu solusi efektif penyediaanlapangan kerja bagi negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar.Melalui sektor informal, gap yang timbul dari permintaan dan penawarantenaga kerja dapat diperkecil. Selain itu, sektor informal juga memiliki
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keunggulan dalam imunitas terhadap krisis perekonomian. Salah satupelaku usaha informal di Kota Yogyakarta adalah Pedagang Kaki Lima(PKL). Dari tahun 2012-2016, jumlah eksisting PKL di Kota Yogyakartaterus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 16,11% pertahun. Pada tahun 2012 tercatat jumlah PKL sebanyak 3.907 unit danmeningkat menjadi 7.100 unit di tahun 2016.
Tabel 2.213

Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 Jumlah EksistingPKL Unit 3.907 6.406 6.776 7.070 7.100 16,112 PKL Berizin Unit 1.858 2.242 2.371 5.495 5.495 31,143 Persentase PKLBerizin % 47,56 35,00 34,99 77,72 77,39 12,94

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, 2017Seluruh PKL di Kota Yogyakarta dari tahun 2012-2016 belumsepenuhnya memiliki izin dari pemerintah daerah. Persentase PKL yangberizin menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat padatahun 2014-2016 dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 12,94% pertahun. Rata-rata pertumbuhan PKL berizin jauh lebih tinggi dari jumlaheksisting PKL, sehingga diharapkan kedepannya seluruh eksisting PKL diKota Yogyakarta memiliki izin dari pemda. Untuk mewujudkan hal itu,perlu diadakan pendataan sekaligus pembinaan PKL agar seluruh PKL yangada di Kota Yogyakarta mendapat legalitas dalam berjualan danmengurangi resiko perselisihan dengan pemerintah.
E. Perindustrian

1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRBSektor industri pengolahan merupakan sektor yang berkontribusipaling besar dalam PDRB Kota Yogyakarta. Nilai PDRB sektor industripengolahan mengalami kenaikan dari tahun 2012-2015 denganpertumbuhan rata-rata sebesar 4,42% per tahun. Pada tahun 2012, nilaiPDRB sektor industri pengolahan sebesar 2,63 triliun rupiah danmeningkat menjadi 2,99 triliun rupiah di tahun 2015.Nilai PDRB sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhanpositif tetapi pertumbuhan tahunannya cenderung fluktuatif. Sebaliknya,kontribusi sektor industri cenderung menurun dari tahun 2012-2015.
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Pertumbuhan rata-rata kontribusi sektor industri pengolahan adalahsebesar -0,83% per tahun. Kontribusi yang terus menurun tersebutdiakibatkan pertumbuhan sektor lainnya yang lebih tinggi dibandingkansektor industri dalam konteks PDRB Kota Yogyakarta. Berdasarkan dataPDRB ADHK Kota Yogyakarta tahun 2012-2015, kontribusi terbesar dalamPDRB sektor industri disumbang dari sub sektor industri makanan danminuman.
Tabel 2.214

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015No Uraian Satuan 2012 2013 2014* 2015** Pertumbuhanrata-rata(%/tahun)1 Nilai PDRB JutaRupiah 19.189.074,80 20.239.557,70 21.312.143,80 22.412.175,70 5,31
2 Nilai PDRBsektorindustri JutaRupiah 2.630.976,60 2.813.952,70 2.943.834,50 2.995.839,50 4,42
3 KontribusisektorindustriterhadapPDRB % -2,87 6,95 4,62 1,77 2,62

Sumber . PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015 (BPS Kota Yogyakarta, 2016):
dengan Hasil Olahan, 2017
Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

2. Pertumbuhan industriIndustri yang ada di Kota Yogyakarta terdiri dari industri rumahtangga, kecil, sedang dan besar. Dari tahun 2012-2015, jumlah unit industriterus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 15% per tahun.Pada tahun 2012, jumlah unit industri di Kota Yogyakarta adalah sebanyak4.888 unit. Jumlah tersebut meningkat menjadi 6.968 unit  pada tahun2016. Pertumbuhan unit industri paling besar adalah pada tahun 2013,dimana pertumbuhan unit industri adalah sebesar 16,94% dari tahunsebelumnya.
Tabel 2.215

Pertumbuhan Industri di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)Unit usaha industri Unit 4.888 5.716 5.929 6.222 6.968 9,27Pertumbuhan % 6,86 16,94 3,73 4,94 12 15,00

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, 2017: dengan Hasil Olahan 2017
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Berdasarkan data PDRB ADHK tahun 2011-2015, diketahui bahwasub sektor industri tekstil dan pakaian jadi serta sub sektor industrimakanan dan minuman memiliki pertumbuhan paling pesat dibandingkandengan sub sektor industri lain dalam rentang waktu 2011-2015. Adanyakarakteristik masyarakat maupun morfologi wilayah yang mengarah padadaerah perkotaan mendorong tumbuhnya industri di Kota Yogyakarta.
3. Cakupan bina Kelompok PengerajinBerdasarkan informasi dari Dinas Perindustrian dan PerdaganganKota Yogyakarta, diketahui bahwa keseluruhan pengrajin di KotaYogyakarta pada tahun 2012-2016 tergabung dalam kelompok/paguyuban.Pada tahun 2012, terdapat 33 kelompok pengrajin dan pada tahun 2016jumlah tersebut meningkat menjadi 50 kelompok. Semua kelompok inimendapatkan bantuan dari pemerintah baik dalam bentuk modal alatmaupun pembinaan pada tahun 2012-2015, tetapi pada tahun 2016, hanya8 kelompok saja yang mendapatkan bantuan dari pemda.Jumlah kelompok pengrajin mengalami rata-rata pertumbuhanpositif setiap tahunnya sebesar 10,95%. Peningkatan jumlah kelompokpengrajin tersebut terjadi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakatakan barang industri. Namun, jumlah kelompok pengrajin yangmendapatkan bantuan dari pemda justru menurun cukup banyak padatahun 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok-kelompok pengrajinyang sudah ada, diharapkan dapat terus berkembang secara mandirimeskipun bantuan dari pemerintah tidak dapat menjangkau seluruhkelompok pengrajin. Selain itu, pengawasan dan pembinaan secara terusmenerus terhadap kelompok pengrajin diharapkan mampu meningkatkanproduktivitas dan pendapatan pelaku industri, terutama bagi yangtergabung dalam kelompok tersebut.

Tabel 2.216
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)

1 Kelompokpengrajin yangmendapatbantuanpemda kelompok 33 39 40 42 8 -29,83
2 TotalKelompokPengrajin kelompok 33 39 40 42 50 10,95

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, 2017
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F. Perikanan

1. Produksi Perikanan DaratBerdasarkan kondisi geografis Kota Yogyakarta, jenis kegiatanperikanan yang ada di kota ini adalah berupa perikanan darat yangdibudidayakan dalam keramba. Produksi perikanan budidaya ini cukupberaneka ragam antara lain nila, lele, dan bawal. Apabila dilihat dariperkembangannya selama tahun 2012-2016, diketahui bahwa tingkatrealisasi produksi yang ada menunjukkan fluktuasi dengan kecederunganmenurun. Pada tahun 2012, tingkat realisasi hanya sebesar 82,67%sedangkan pada tahun 2016 turun menjadi 55,59%. Rata-ratapertumbuhannya bernilai negatif sebesar -9,45% per tahun. Secara umum,produksi ikan tertinggi ada di tahun 2013, yaitu sebesar 132.351 kg. Padatahun itu pula, target daerah mencapai angka tertinggi, yaitu mencapai90.000 kg. Target produksi ikan yang ditetapkan mungkin terlalu tinggsehingga produksi ikan sulit untuk mencapainya.
Tabel 2.217

Produksi Perikanan Budidaya di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 Produksi Ikan Kg 72.662 132.351 63.000 46.183 36.132 -16,03

2 Target Daerah Kg 88.000 90.000 65.000 65.000 65.000 -7,29
Tingkat Realisasi % 19,20 82,67 147,06 96,92 71,05 55,59
Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2017: dengan Hasil Olahan, 2017

2. Konsumsi IkanKonsumsi ikan merupakan salah satu indikator yang mampumenunjukkan kemampuan penduduk untuk mengonsumsi ikan. Selain itukonsumsi ikan menunjukkan pula kemampuan daerah untuk menyediakanikan untuk penduduknya. Diketahui bahwa Kota Yogyakarta tidak memilikiwilayah perairan laut sehingga ikan yang ada di Kota Yogyakartamerupakan hasil budidaya penduduk kota dan juga hasil nelayan daridaerah lain.Konsumsi ikan di Kota Yogyakarta berada pada kisaran angka 32 tonsetiap tahunnya. Tingkat realisasi konsumsi ikan di Kota Yogyakarta daritahun 2012-2016 cenderung menurun dengan pertumbuhan rata-ratanegatif sebesar -1,21% per tahun. Secara umum, realisasi konsumsi ikan diKota Yogyakarta dari tahun 2012-2016 telah melebihi target yang
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dikehendaki. Namun, jumlah konsumsi ikan cenderung fluktuatif,sementara itu target konsumsi ikan terus meningkat. Pada tahun 2012,tingkat realisasi konsumsi ikan adalah sebesar 107,07% dan pada tahun2016 turun menjadi 102,00 %.
Tabel 2.218

Konsumsi Ikan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 Jumlah KonsumsiIkan Ton 32,12 32,14 32,15 32,15 32,13 0,012 Target Daerah Ton 30,00 30,50 30,50 31,50 31,50 1,23

Tingkat Realisasi % 101,69 107,07 105,38 105,41 102,06 102,00
Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2017: dengan Hasil Olahan,2017.

3. Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Perikanan BudidayaSalah satu indikator perkembangan kinerja penyelenggaraaanpemerintah adalah cakupan bina kelompok nelayan. Namun, karena di KotaYogyakarta tidak ada nelayan, maka indikator tersebut disesuaikanmenjadi bina kelompok pengusaha perikanan budidaya. Pembinaanterhadap kelompok budidaya perikanan ini meliputi kegiatan penyuluhandan sosialiasi terkait dengan budidaya perikanan sampai pemasaran.Dalam kurun waktu tahun 2012-2016, jumlah kelompok pengusahabudidaya perikanan di Kota Yogyakarta memiliki pertumbuhan negatifsebesar -10,18% per tahun. Pada tahun 2012, jumlah kelompok budidayaperikanan adalah sebesar 63 kelompok dan pada tahun 2016 turunmenjadi 41 kelompok. Pada tahun 2012, dari total kelompok pengusahaperikanan budidaya sebanyak 63 kelompok, hanya 5 kelompok yangmendapatkan bantuan/binaan dari pemerintah daerah. Pada tahun 2016,tidak ada kelompok pengusaha budidaya ikan yang mendapatkan bantuandari pemda. Sejak tahun 2014-2015, jumlah kelompok pengusaha budidayaikan yang mendapatkan bantuan dari pemda memang menurun.
Tabel 2.219

Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

No Variabel Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)

1 KelompokPengusahaBudidaya Ikan yangmendapat bantuanpemda Kelompok 5 8 5 1 0 -100,00
2 Total kelompokpengusahabudidaya Kelompok 63 51 38 58 41 -10,18
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No Variabel Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)perikanan

Sumber :Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2017 dengan Hasil Olahan, 2017

G. Ketransmigrasian

1. Jumlah Transmigran SwakarsaTransmigrasi merupakan salah satu langkah untuk meningkatkantaraf hidup masyarakat perkotaan yang tidak memiliki pekerjaan dankepemilikan aset di tempat mereka tinggal. Terdapat tiga jenistransmigrasi, yaitu transmigrasi swakarsa berbantu, transmigrasiswakarsa mandiri, dan transmigrasi umum. Transmigrasi Swakarsamerupakan jenis transmigrasi yang didorong oleh keinginan sendiri akantetapi tetap mendapatkan bimbingan dari pemerintah. Akan tetapi, padatahun 2012-2016, tidak terdapat transmigrasi swakarsa dari KotaYogyakarta menuju daerah lain, baik untuk jenis transmigrasi swakarsaberbantu maupun swakarsa mandiri. Rendahnya minat masyarakat untukmelakukan transmigrasi swakarsa ini salah satunya akibat kekhawatiranmasyarakat untuk hidup di daerah lain serta kurangnya akses danpengetahuan masyarakat untuk bertransmigrasi secara swakarsa.Sementara itu, jumlah KK dan individu yang mengikuti transmigrasi umumpada tahun 2012-2016 cenderung turun naik. Pada tahun 2012, jumlah KKyang mengikuti transmigrasi umum yaitu sebesar 19 KK (64 individu) dansempat turun menjadi hanya 5 KK saja pada tahun 2014. Namun, padatahun 2014-2015, jumlah KK dan individu yang ikut transmigrasi umumkembali meningkat.
Tabel 2.220

Jumlah Transmigran Swakarsa Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016
No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

1 Transmigrasi SwakarsaKepala Keluarga KK 0 0 0 0 0Individu Jiwa 0 0 0 0 02 Transmigrasi UmumKepala Keluarga KK 19 15 5 12 13Individu Jiwa 64 46 15 39 43
3 Jumlah Total TransmigrasiKepala Keluarga KK 19 15 5 12 13Individu Jiwa 64 46 15 39 43

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2017
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2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Pengeluaran Konsumsi per KapitaIndikator pengeluaran konsumsi rumah tangga berkaitan eratdengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumahtangga. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga (RT), maka secaraumum kemampuan ekonomi masyarakat  juga mengindikasikanperkembangan yang positif. Konsumsi rumah tangga ini dapatdiidentifikasi berdasarkan beberapa kelompok konsumsi, diantaranyaadalah konsumsi makanan dan non makanan. Dengan adanyapengelompokan pengeluaran tersebut, maka dapat diidentifikasiperkembangan karakteristik pengeluaran masyarakat selama ini.Selama rentang waktu tahun 2012-2015, pengeluaran per kapita diKota Yogyakarta yang mengalami pertumbuhan tertinggi ada padakelompok pengeluaran non makanan yaitu sebesar 9,82% per tahun.Sebaliknya, pengeluaran untuk makanan cenderung turun naik selama 5tahun terakhir. Nilai pengeluaran yang dihasilkan oleh kelompok makanantidak lebih besar dari kelompok non makanan karena kelompok nonmakanan ini mencakup pengeluaran oleh banyak hal, seperti kesehatan,pendidikan, dan lain-lain.
Tabel 2.221

Pengeluaran Menurut Kelompok Barang di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

Indikator Satuan 2012 2013 2014* 2015**
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)Pengeluaranmakanan JutaRupiah 3.029.122 3.113.589 3.200.650 2.324.031 -8.45Pengeluaran nonmakanan JutaRupiah 7.186.957 7.606.609 8.095.979 9.518.585 9.82Jumlahpengeluaran JutaRupiah 10.216.079 10.720.198 11.296.629 11.842.616 5,05Jumlah Penduduk Jiwa 394.012 402.679 400.467 409.487 1,29Pengeluaran perkapita per tahun Rupiah 25,93 26,62 28,21 28,92 3,70Pengeluaran perkapita per bulan Rupiah 2,16 2,22 2,35 2,41 3,72

Sumber: PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015 (BPS Kota Yogyakarta,
2016): dengan Hasil Olahan, 2017.
Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 260

2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan PerkapitaPengeluaran konsumsi non pangan per kapita tersusun atas enamkebutuhan utama baik berupa kebutuhan primer (perumahan, bahanbakar, pakaian dan sebagainya) sampai kebutuhan tersier (keperluanpesta). Berdasarkan analisis pengeluaran konsumsi non pangan per kapita,dapat diketahui perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk dalamsuatu wilayah khususnya dari segi pola konsumsinya.Selama rentang tahun 2012-2015, diketahui bahwa pola konsumsirumah tangga per kapita untuk non makanan lebih besar dibandingkandengan pengeluaran makanan. Lebih tingginya konsumsi non pangan diKota Yogyakarta disebabkan oleh tipologi masyarakat yang merupakanpenduduk perkotaan dimana kebutuhan penduduk relatif lebih kompleksbila dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Ditinjau daripertumbuhannya, persentase konsumsi non pangan terhadap konsumsirumah tangga seluruhnya mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,54% per tahun.
Tabel 2.222

Pengeluaran Konsumsi Non pangan Perkapita Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

Indikator Satuan 2012 2013 2014* 2015**
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)Pengeluarannon makanan JutaRupiah 7.186.957 7.606.609 8.095.979 9.518.585 9,82Jumlahpengeluaran JutaRupiah 10.216.079 10.720.198 11.296.629 11.842.616 5,05

Persentase
Pengeluaran
Non Pangan

% 70,35 70,96 71,67 80,38 4,54

Sumber: PDRB Menurut Penggunaan ADHK Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015, (BPS Kota Yogyakarta,
2016): dengan Hasil Olahan, 2017
Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

3. Produktivitas Total KotaPenghitungan produktivitas total daerah bertujuan untukmengidentifikasi kinerja sektor-sektor perekonomian secara lebih spesifikdengan didasarkan pada nilai kontribusi serta serapan tenaga kerjanya.Produktivitas total ini didapat dari jumlah penduduk yang bekerja padatiga lapangan usaha utama dengan PDRB yang dihasilkan dari ketigalapangan usaha utama tersebut. Dalam perhitungan ini, lapangan usahadibagi ke dalam 3 sektor besar yaitu agriculture, manufacture, dan services.Sektor agriculture terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.Sektor manufacture terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian;industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan
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sampah, dan daur ulang; serta konstruksi. Sedangkan sektor service terdiridari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepedamotor; transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi,; informasidan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; serta jasa-jasalainnya.Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa lapanganusaha yang paling produktif di Kota Yogyakarta adalah manufacture,meskipun jumlah tenaga kerja paling banyak terserap ada di sektorservices. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor services merupakansektor terbesar dalam struktur perekonomian Kota Yogyakarta, akan tetapiapabila dilihat dari segi produktivitasnya masih relatif lebih rendah biladibandingkan dengan sektor manufacture. Meskipun demikian,produktivitas sektor service ini mengalami pertumbuhan positif sebesar4,75%/tahun.
Tabel 2.223

Produktivitas Total Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

Nilai PDRB ADHK

Lapangan
Usaha Satuan 2012 2013 2014* 2015**

Pertumbuhan
rata-rata

(%/tahun)
Agriculture jutarupiah 35.709,1 36.100,1 35.733,8 36.052,7 0,32
Manufacture jutarupiah 4.233.608,80 4.493.200,10 4.699.987,50 4.818.686,30 4,41
Service jutarupiah 14.919.757,00 15.710.257,50 16.576.422,20 17.557.436,60 5,58

Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja

Lapangan
Usaha Satuan 2012 2013 2014* 2015**

Pertumbuhan
rata-rata

(%/tahun)
Agriculture jiwa 756 471 1.314 3.200 61,76
Manufacture jiwa 30.897 31.753 40.642 32.805 2,02
Service jiwa 169.987 162.512 174.212 174.044 0,79

Total Produktivitas

Lapangan
Usaha Satuan 2012 2013 2014* 2015**

Pertumbuhan
rata-rata

(%/tahun)
Agriculture jutarupiah/jiwa 47,23 76,65 27,19 11,27 -37,97
Manufacture jutarupiah/jiwa 137,02 141,50 115,64 146,89 2,35
Service jutarupiah/jiwa 87,77 96,67 95,15 100,88 4,75

Sumber: PDRB Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015, (BPS Kota Yogyakarta, 2016); Kota
Yogyakarta dalam Angka 2016 dengan Hasil Olahan, 2017.
Keterangan: (*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara
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2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/InfrastrukturFokus fasilitas wilayah/infrastruktur terdiri atas lima urusan, yakni urusanperhubungan; penataan ruang; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasikeuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; lingkunganhidup; serta komunikasi dan informatika. Sama halnya dengan fokus fasilitaswilayah/infrastruktur pada aspek pelayanan wajib, terdapat beberapa indikatoryang memiliki kesamaan juga adanya beberapa indikator dalam urusan yang tidakrelevan apabila diterapkan di Kota Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan indikatoryang berkaitan lebih cocok apabila diterapkan untuk wilayah kabupaten, bukanwilayah perkotaan seperti Kota Yogyakarta, sehingga indikator tersebut ditiadakan.
A. PerhubunganAspek daya saing dari segi perhubungan memiliki tiga indikator utama yakniindikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yangterangkut angkutan umum, serta indikator jumlah orang/barang melalui terminalper tahun. Pada indikator jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum danindikator jumlah orang/barang melalui terminal per tahun memiliki formula yangsama di Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta tidak memilikiterminal cargo (terminal barang) dan hanya memiliki satu terminal yakni TerminalGiwangan.

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah KendaraanFormula yang digunakan untuk menghitung rasio panjang jalandengan jumlah kendaraan adalah dengan perbandingan antara panjangjalan dengan jumlah kendaraan. Indikator rasio panjang jalan per jumlahkendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalandalam memberikan akses kepada setiap kendaraan yang melewatinya.
Tabel 2.224

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Panjang Jalan Km 248,09 248,09 248,09 248,09 248,09 0,002. JumlahKendaraan Unit 257.233 300.444 441.708 430.177 626.274 24,91

3. Rasiopanjang jalandenganjumlahkendaraan km/unit 0,00096 0,00083 0,00056 0,00057 0,00040 -19,85
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2017 dengan Hasil Olahan
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Panjang jalan yang digunakan untuk menghitung indikator rasiopanjang jalan per jumlah kendaraan adalah panjang jalan bernomor ruasjalan yang dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 memilikipanjang yang sama, yakni sepanjang 248,09 Km. Peningkatan jumlahkendaraan di Kota Yogyakarta terbilang cukup tinggi setiap tahunnya yangdibuktikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 24,91% per tahun,yakni 257.233 unit kendaraan pada tahun 2012 meningkat menjadi626.274 unit kendaraan. Meskipun demikian dari tahun 2014 sampaidengan tahun 2015 sebenarnya terjadi penurunan jumlah kendaraanbermotor sebesar 2,6% atau sejumlah 11.531 unit kendaraan.

Gambar 2.110
Grafik Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Jumlah panjang jalan yang cenderung tetap dan jumlah kendaraanyang terus meningkat menyebabkan nilai rasio panjang jalan per jumlahkendaraan dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2014 memilikikecenderunga menurun namun kembali meningkat hingga tahun 2016. Halini disebabkan jumlah kendaran yang bertambah setiap tahunnya cukupbesar dan tidak sebanding dengan pertambahan panjang jalan yang ada.Pertumbuhan jumlah kendaraan yang paling banyak adalah kendaraanpribadi, terutama roda dua yang harganya lebih terjangkau, irit bahanbakar, dan dapat melewati ruas-ruas jalan yang sempit. Jika hal ini terusdibiarkan maka akan semakin memperparah kemacetan yang sering terjaditerutama di beberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk.
2. Rasio Jumlah Angkutan Umum yang Melewati Kota Yogyakarta Per

1000 PendudukRasio jumlah angkutan darat per penumpang angkutan darat adalahangka yang memperlihatkan jumlah perbandingan banyaknya angkutan
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darat dengan jumlah orang yang menggunakan angkutan darat(penumpang) pada tahun tersebut. Formula yang digunakan untukmenghitung rasio jumlah angkutan darat adalah jumlah angkutan daratdibagi dengan jumlah penumpang angkutan darat pada tahun tersebut.
Tabel 2.225

Rasio Jumlah Angkutan Darat per Penumpang Angkutan Darat di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1. Jumlahangkutandarat Unit 11.737 12.011 11.663 12.803 12.106 0,78

2. Jumlahpenumpangangkutandarat Jiwa 2.324.913 2.488.859 2.364.416 2.121.076 1.970.096 -4,06

3.
Rasiojumlahangkutandaratdenganpenumpangangkutandarat

Unit/Jiwa 0,005 0,0048 0,0049 0,006 0,006 6,21
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Tahun 2017 dengan Hasil Olahan

Mulai tahun 2012 hingga tahun 2016, jumlah penumpang angkutandarat cenderung mengalami penurunan, meskipun demikian jumlah unitangkutan darat di Kota Yogyakarta tidak serta merta mengalamipenurunan yang sama, namun cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Ditahun 2016 jumlah kendaraan cenderung meningkat dari yang semula ditahun 2012 hanya berjumlah 11.737 unit menjadi 12.106 unit di tahun2016. Kenaikan jumlah ini memperbesar rasio jumlah angkutan daratdengan penumpang angkutan yang semula di tahun 2012 menunjukkanrasio 0,005 menjadi 0,006 di tahun 2016.
3. Jumlah Penumpang dan Barang yang Melalui Terminal dan StasiunTerminal Giwangan merupakan terminal penumpang yang terdapatdi wilayah Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta sendiri tidak memilikiterminal dengan tipe terminal barang (cargo). Jumlah penumpang bismelalui terminal di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hinggatahun 2016 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Haltersebut dibuktikan dengan nilai pertumbuhan rata-rata sebesar -4,06%per tahun, yakni 2.324.913 orang pada tahun 2012 menurun menjadi1.970.096 orang pada tahun 2016.
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Tabel 2.226
Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)

1.
Jumlahorangyangmelaluiterminalper tahun

Jiwa 2.324.913 2.488.859 2.364.416 2.121.076 1.970.096 -4,06
Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2017, dengan Hasil Olahan (Data Tahun
2015-2016) Data mengenai indikator jumlah arus penumpang angkutan umumdiperoleh dari jasa ruang tunggu terminal (Terminal Giwangan), bukandari penjualan karcis sehingga tidak diketahui apakah penumpang tersebutmenggunakan jasa bis antar kota atau dalam kota, sehingga diduga masihbanyak penumpang angkutan umum (bus khususnya) yang tidak terhitung.Dengan kata lain, jumlah arus penumpang angkutan umum masih lebihtinggi lagi apabila dibandingkan dengan data yang terdata oleh DinasPerhubungan tersebut, karena penumpang bis yang tidak turun ke ruangtunggu (tetap berada di dalam bis) tidak dihitung.

Gambar 2.111
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan pada tahun2012 hingga tahun 2015 memiliki jumlah penumpang dengankecenderungan meningkat, yakni 2.648.727 penumpang pada tahun 2012meningkat menjadi 3.543.139 penumpang pada tahun 2015. Jumlahpenumpang kelas ekonomi memiliki jumlah penumpang dengankecenderungan meningkat paling signifikan pada tahun yang sama (tahun
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2012 hingga tahun 2015) yakni dengan pertumbuhan rata-rata sebesar12,54% per tahun. Sementara itu penumpang kelas eksekutif  dan kelasbisnis juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 12,05%per tahun dan 2,20% per tahun. Dengan demikian, secara keseluruhanjumlah penumpang kereta dari tahun 2012 sampai tahun 2015 mengalamirata-rata pertumbuhan sebesar  10,18% per tahun.
Tabel 2.227

Jumlah Penumpang Melalui Stasiun Kereta Api Per Tahun di Kota Yogyakarta
Berdasarkan KelasnyaTahun 2012-2015

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Jumlahpenumpangkelas eksekutif Orang 697.261 775.144 801.674 980.982 12,05

2. Jumlahpenumpangkelas bisnis Orang 612.806 590.776 590.661 654.134 2,20
3. Jumlahpenumpangkelas ekonomi Orang 1.338.660 1.263.593 1.347.769 1.908.023 12,54
4. Totalpenumpangmelalui stasiun Orang 2.648.727 2.629.513 2.740.104 3.543.139 10,18

Sumber : DIY Dalam Angka Tahun 2016, Badan Pusat Statistik

Selain penumpang, kedua stasiun di wilayah Kota Yogyakarta jugamengangkut bahan bakar minyak dan barang hantaran potongan. Jumlahbahan bakar minyak yang melalui stasiun di Kota Yogyakarta memiliki nilaiyang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2012 hinggatahun 2015, yakni sebanyak 166.154 ton pada tahun 2012 meningkatmenjadi 190.640  ton pada tahun 2015. Hal tersebut berbanding terbalikdengan jumlah barang hantaran potongan yang melalui stasiun, yaknisebanyak 11.170 ton pada tahun 2012 menurun menjadi 8.910 ton padatahun 2015 (pertumbuhan rata-rata -7,26% per tahun).
Tabel 2.228

Jumlah Angkutan Barang Melalui Stasiun Kereta Api Per Tahun di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2015

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Bahan bakarminyak Ton 166.154 214.456 195.929 190.640 4,69

2. Baranghantaranpotongan Ton 11.170 12.465 13.040 8.910 -7,26
3. Totalangkutanbarang Ton 177.324 226.921 208.969 199.550 4,01
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No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)melaluiterminal

Sumber : DIY Dalam Angka Tahun 2016, Badan Pusat Statistik

B. Penataan RuangDalam urusan penataan ruang pada aspek daya saing daerah sesuai denganLampiran 1 Permendagri 54/2010 ini terdapat enam indikator, yakni ketaatanterhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayahkebanjiran, luas wilayah kekeringan, dan luas wilayah perkotaan. Seperti halnyadengan urusan yang lain, terdapat indikator yang tidak relevan apabila diterapkandi Kota Yogyakarta, seperti indikator luas wilayah perkotaan. Hal ini dikarenakanseluruh wilayah Kota Yogyakarta merupakan wilayah perkotaan, sehingga indikatorwilayah perkotaan pada urusan penataan ruang ini ditiadakan. Indikator tersebutlebih relevan apabila diterapkan untuk wilayah kabupaten. Selain itu juga terdapatbeberapa indikator yang menggunakan data isian yang lain, yang disesuaikandengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta.
1. Persentase Luas Wilayah ProduktifFormula yang digunakan untuk menghitung luas wilayah produktifadalah peerbandingan antara jumlah luas wilayah produktif dengan jumlahluas seluruh wilayah budidaya dikalikan dengan bilangan 100. Sebagaiwilayah perkotaan, wilayah produktif di Kota Yogyakarta didekati denganpenjumlahan luasan jenis penggunaan lahan perumahan, jasa, perusahaan,industri, dan pertanian yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Tabel 2.229
Persentase Luas Wilayah Produktif di Kota Yogyakarta

Tahun 2012-2015

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Jumlah luaswilayahproduktif Ha 2.842,89 2.843,40 2.827,5 2.112,50 -9,42

2. Jumlah luasseluruhwilayahbudidaya Ha 3.250 3.250 3.250 3.250 -
3. Persentase luaswilayahproduktif % 87,47 87,49 87 65,00 -9,42

Sumber : Badan Pusat Stasistik Kota Yogyakarta dalam Publikasi Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2013-
2016, dengan Hasil Olahan
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Jumlah wilayah budidaya yang digunakan sebagai faktor pembandingdalam indikator luas wilayah produktif merupakan data yang bersumberdari lampiran data RPJMD Kota Yogyakarta. Jumlah luas wilayah produktifdi Kota Yogyakarta berbanding lurus dengan persentase luas wilayahproduktif yang dihasilkan, yakni memiliki kecenderungan menurun dalamkurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2015, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -9,42% per tahun. Secara karakteristik wilayah, indikator yanglebih tepat digunakan untuk wilayah Kota Yogyakarta adalah denganmenggunakan indikator persentase penggunaan lahan hal ini dikarenakanhampir seluruh wilayah Kota Yogyakarta sudah dimanfaatkan untukberbagai kepentingan penggunaan lahan.
Tabel 2.230

Persentase Penggunaan Lahan Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2015

Peruntukan Satuan 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)Perumahan % 64,77 64,64 64,68 0 -100Jasa % 8,60 8,63 8,65 24 40,79Perusahaan % 9,05 9,25 9,33 27 43,96Industri % 1,61 1,61 1,61 5 45,90Pertanian % 3,44 3,36 3,25 9 37,79Non Produktif % 0,58 0,57 0,54 1 19,91Lain-lain % 11,94 11,94 11,94 34 41,74Jumlah % 100 100 100 100

Sumber : Badan Pusat Stasistik Kota Yogyakarta dalam Publikasi Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2013-
2016, dengan Hasil Olahan

Tabel di atas mengindikasikan bahwa peruntukan perumahanmemiliki luasan yang menurun dalam kurun waktu tahun 2012 hinggatahun 2015, meskipun demikian di tahun 2014 luas peruntukkanpermukiman justru mengalami peningkatan walaupun tidak cukupsignifikan menjadi 64,68%. Sehingga dari tahun 2012 sampai dengan tahun2015 pertumbuhan rata-rata untuk luasan perutukkan perumahan sebesar-100% per tahun. Peruntukan lahan selain perumahan mengalamipeningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2014 hingga tahun2015.
2. Persentase Luas Wilayah IndustriFormula yang digunakan untuk menghitung luas wilayah industriadalah peerbandingan antara jumlah luas wilayah industri dengan jumlahluas seluruh wilayah budidaya dikalikan dengan bilangan 100. Sama halnyadengan indikator luas wilayah produktif, perhitungan jumlah luas wilayah
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industri juga menggunakan sumber data dari publikasi Badan PusatStatistik.
Tabel 2.231

Persentase Luas Wilayah Industri di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 20161. Jumlah luas wilayahindustri Ha 52,23 52,23 52,23 52,23 52,232. Jumlah luas seluruhwilayah budidaya Ha 3.250 3.250 3.250 3.250 3.2503. Persentase luas wilayahindustri % 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61
Sumber : Badan Pusat Stasistik Kota Yogyakarta dalam Publikasi Kota Yogyakarta dalam Angka
tahun 2013-2016, dengan Hasil Olahan

Jumlah wilayah budidaya yang digunakan sebagai faktor pembandingdalam indikator luas wilayah industri juga bersumber dari lampiran dataRPJMD Kota Yogyakarta. Baik jumlah luas wilayah industri maupunpersentase luas wilayah industri menunjukkan nilai yang sama dalamkurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016, dengan nilai persentase luaswilayah industri sebesar 1,61%.Luas wilayah industri di Kota Yogyakarta relatif kecil karena sektorindustri memang bukanlah sektor utama dalam perekonomian KotaYogyakarta. Wilayah industri di Kota Yogyakarta lebih banyak berupasentra-sentra industri skala rumah tangga dan bukan industri skala besardengan pabrik yang modern. Menurut informasi yang diperoleh,seharusnya tidak ada lagi wilayah industri di Kota Yogyakarta. Hal inidikarenakan wilayah industri telah dipindahkan ke daerah pinggiran kota,misalnya ke wilayah Piyungan.
3. Persentase Luas Wilayah GenanganIndikator luas wilayah kebajiran sesuai dengan Lampiran 1Permendagri 54/2010 adalah dengan membandingkan antara jumlahwilayah kebanjiran dengan jumlah luas wilayah budidaya dikalikan denganbilangan 100. Tidak didapatkan data mengenai data luas wilayahkebanjiran, sehingga data mengenai luas wilayah kebanjiran digantidengan data luasan daerah rawan genangan.

Tabel 2.232
Luas Wilayah Rawan Genangan di Kota Yogyakarta

Tahun 2013-2016

No. Indikator Satuan 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan
Rata-rata (% /

Tahun)1. Luasan daerah rawan Ha 10,08 7,62 7,76 7,54 -9,22



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | II - 270

No. Indikator Satuan 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan
Rata-rata (% /

Tahun)genangan2. Jumlah luas seluruhwilayah budidaya Ha 3250 3250 3250 3250 0,003. Persentase luaswilayah genangan % 0,31 0,23 0,24 0,23 -9,22
Sumber : Bidang Sumberdaya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2017

Luas daerah rawan genangan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu2013-2016 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan berkurang. Padatahun 2012 luasan daerah rawan genangan mencapai 10,08 hektar,menurun hingga 7,54 hektar pada tahun 2016 dengan angka pertumbuhanrata-rata per tahun sebesar -9,22%.
Tabel 2.233

Jumlah Titik Genangan di Kota YogyakartaTahun 2012-2016

No. Indikator Satuan 2013 2014 2015 20161. Jumlah genangan Titik 50 35 31 28
Sumber : Bidang Sumberdaya Air Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun
2017

Jumlah titik genangan dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun2016 menunjukkan kecenderungan menurun, yakni 50 titik pada tahun2013 menurun menjadi 28 titik pada tahun 2016. Hal tersebutmengindikasikan bahwa ada usaha yang cepat dilakukan oleh pemerintahkota, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan KawasanPermukiman untuk memperbaiki sistem pembuangan air hujan agargenangan-genangan yang terjadi setelah hujan dapat diminimalisir.
C. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Jenis dan Jumlah Bank dan CabangBank merupakan badan usaha yang menghimpun dana darimasyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepadamasyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalamrangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bankdibagi menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).Pertumbuhan rata-rata jumlah bank umum dan BPR secara umum padatahun 2012-2015 adalah sebesar 1,85% per tahun. Bank umum mengalamipertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan BPR.Pertumbuhan BPR yang lebih tinggi ini salah satunya disebabkan oleh
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bunga pinjaman dari BPR lebih kecil dibandingkan bank umum sehinggabanyak masyarakat yang menggunakan BPR dibandingkan bank umumuntuk memperoleh pinjaman.
Tabel 2.234

Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Tahun 2012-2015

Variabel Satuan
Per

Desember
2012

Per
Desember

2013

Per
Desember

2014

Per
November

2015

Pertumbuhan
rata-rata

(%/tahun)KC Bank Umum unit 42 44 45 46 4,21KCP BankUmum unit 87 88 87 87 -14,13KK Bank Umum unit 40 41 43 43 3,83KP BPR unit 9 9 9 10 2,67KC BPR unit 4 6 7 7 62,66KK BPR unit 12 12 12 12 4,66
Jumlah unit 194 200 203 205 -5,5

Sumber: Data Perekonomian dan Perbankan Daerah Istimewa Yogyakarta Desember 2011-2015 dan
November 2015 (Bank Indonesia:2011-2015): dengan Hasil Olahan, 2017

2. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan CabangAsuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko nasabahdengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi denganpihak perusahaan asuransi. Usaha asuransi adalah usaha jasa keuanganyang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransiguna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasaasuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatuperistiwa yang tidak pasti.Berdasarkan fungsinya, terdapat empat kategori perusahaanasuransi di Kota Yogyakarta yang meliputi asuransi jiwa, kredit, kerugiandan lainnya. Data jumlah perusahaan asuransi pada tabel 4.2.3.B.1merupakan jumlah perusahaan yang mendapatkan izin berdiri pada tahun2011-2014 dan bukan merupakan data akumulasi jumlah perusahaanasuransi di Kota Yogyakarta. Pada rentang tahun tersebut, jumlahperusahaan asuransi terus meningkat dengan pertumbuhan rata-ratamencapai 22,3%/tahun dengan jumlah asuransi paling banyak yaituasuransi jiwa. Asuransi jiwa ini merupakan asuransi yang bertujuan untukmenanggung kerugian finansial akibat meninggalnya seseorang atau terlalulamanya hidup seseorang.
Tabel 2.235

Jumlah Perusahaan Asuransi di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

Jenis
Perusahaan Satuan 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuhan
Rata-Rata

(%/tahun)Asuransi Jiwa unit 9 11 13 13 14 11,68Asuransi Kredit unit 0 0 0 1 1
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Jenis
Perusahaan Satuan 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuhan
Rata-Rata

(%/tahun)AsuransiKerugian unit 3 6 8 8 8 27,79AsuransiLainnya unit 2 5 5 6 9 45,65
Jumlah unit 14 22 26 28 32 22,96
Sumber: Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, 2012-2016: dengan Hasil Olahan, 2017.

3. Jenis, Kelas, dan Jumlah RestoranRestoran merupakan tempat yang menyediakan dan menjualmakanan dan minuman di suatu bangunan tetap dengan pembeli yangmembayar pajak. Ketersediaan restoran dan rumah makan menunjukkanperkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yangditimbulkannya. Dari tahun 2012-2016, jumlah restoran dan jasa boga diKota Yogyakarta cenderung meningkat. Sementara itu, jumlah kafemenurun pada tahun 2016. Secara keseluruhan, jumlah restoran, kafe, danjasa boga mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,87% per tahun.Perkembangan kafe adalah yang paling tinggi dibandingkan denganperkembangan restoran dan jasa boga.
Tabel 2.236

Jumlah Restoran di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Jenis
Restoran Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbuhan
rata-rata

(%/tahun)Restoran unit 271 280 313 328 350 6,60Kafe unit 2 20 16 20 11 53,14Jasa Boga unit 86 92 103 118 125 9,80
Jumlah unit 359 392 432 466 486 7,87
Sumber : Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Yogyakarta, 2012-2016: dengan Hasil Olahan, 2017

4. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/HotelPenginapan atau hotel merupakan salah satu kebutuhan penunjangdalam kegiatan pariwisata di suatu wilayah, termasuk di Kota Yogyakarta.Kota Yogyakarta yang terkenal dengan wisata budayanya banyak menarikwisatawan dari luar daerah sehingga keberadaan penginapan atau hotelbanyak dibutuhkan oleh wisatawan. Beberapa tahun terakhir,pertumbuhan hotel atau penginapan di kota Yogyakarta menunjukkanpertumbuhan positif seiring berkembangnya pariwisata Kota Yogyakarta.Terdapat dua jenis hotel di Kota Yogyakarta, yaitu hotel berbintangdan hotel non bintang/melati. Selama kurun waktu 2012-2016, jumlahhotel kelas melati jauh lebih banyak dibandingkan hotel berbintang. Pada
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tahun 2016, jumlah hotel kelas melati di Kota Yogyakarta yaitu sebanyak358 unit, sedikit menurun dari tahun 2015. Sementara itu, jumlah hotelbintang di tahun 2015 yaitu sebanyak 62 unit. Jumlah hotel berbintangterus meningkat sejak tahun 2012-2016 dengan pertumbuhan rata-rata18,92% per tahun. Rata-rata pertumbuhan hotel bintang lebih besardibandingkan pertumbuhan rata-rata hotel melati yang hanya sebesar3,33% per tahun.
Tabel 2.237

Jenis dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 Hotel Bintang Unit 31 38 38 41 62 18,92Hotel Bintang 5 Unit 3 3 3 4 4 7,46Hotel Bintang 4 Unit 4 5 5 6 9 22,47Hotel Bintang 3 Unit 9 10 10 9 20 22,09Hotel Bintang 2 Unit 3 11 11 11 20 60,69Hotel Bintang 1 Unit 12 9 9 11 9 -6,942 Hotel NonBintang/ Melati Unit 314 330 353 367 358 3,33

Jumlah Unit 320 345 368 391 408 420
Sumber : Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Yogyakarta, 2012-2015; Direktori Hotel & Akomodasi Lain di

DIY, 2016 dengan Hasil Olahan, 2017

D. Komunikasi dan InformatikaUrusan terakhir pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur dalam aspek dayasaing daerah ini memiliki tiga indikator, yakni indikator rasio ketersediaan dayalistrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, serta indikatorpersentase penduduk yang menggunakan handphone/telepon. Sama halnya denganindikator-indikator sebelumnya, terdapat indikator yang tidak relevan apabiladigunakan untuk lingkup perkotaan seperti Kota Yogyakarta, yakni indikatormengenai persentase penduduk yang menggunakan handphone/telepon, sesuaidengan kesepakatan yang dilakukan bersama Badan Perencanaan PembangunanDaerah, indikator tersebut ditiadakan. Sedangkan indikator rumah tangga yangmenggunakan listrik sudah dibahas dalam urusan perumahan pada fokus layananurusan wajib.
1. Persentase Ketersediaan Daya ListrikIndikator rasio ketersediaan daya listrik merupakan hasilperbandingan antara jumlah daya listrik terpasang dengan jumlahkebutuhan listrik. Data yang didapatkan dari Kantor Perusahaan Listrik
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Negara adalah persentase ketersediaan daya listrik dengan menggunakanperbandingan antara daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhandikalikan dengan bilangan 100.
Tabel 2.238

Persentase Ketersediaan Daya Listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2015

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Daya listrikterpasang MVA 646 646 706 750 840 6,79

2. DayaterkontrakProvinsi DIY MVA 1.130,97 1.179,17 1.320,49 1.448,87 1.577,42 8,67
3. Persentaseketersediaandaya listrik % 57,12 54,78 53,47 51,76 53,25 -1,74

Sumber : Perusahaan Listrik Negara Kota Yogyakarta Tahun 2016, dengan Hasil Olahan

Daya listrik terpasang di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta dalamkurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2013 memiliki daya 646 MVAkemudian meningkat pada tahun 2014 sebesar 706 MVA hingga di tahun2016 sebesar 840 MVA, sehingga setiap tahun rata-rata pertumbuhan dayalistrik terpasang di Kota Yogyakarta mencapai 6,79%. Kondisi inidihadapkan dengan jumlah kebutuhan listrik dalam kurun waktu yangsama selalu mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-ratasebesar 8,67% per tahun, yakni 1.130,97 MVA pada tahun 2012 meningkatmenjadi 1.577,42 MVA pada tahun 2016. Kenaikan besaran daya listrikterpasang dan juga disertai dengan pertumbuhan rata-rata kebutuhanlistrik yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan rasio ketersediaan dayalistrik di Daerah Istimewa Yogyakarta menurun dalam kurun waktu tahun2012 hingga tahun 2016, yakni sebesar 57,12% pada tahun 2012 menurunmenjadi 53,25% di tahun 2016 atau dengan pertumbuhan rata-ratasebesar -1,74% per tahun.
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Gambar2.112
Grafik Persentase Ketersediaan Daya Listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2012-2016
Sumber : Hasil Olahan, 2017

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkanperekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenagalistrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatanekonomi dan kesejateraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untukmewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Kota berkewajiban untukmengaliri listrik hingga dapat diakses oleh masyarakat tidak mampu dandaerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaiansasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yangmenggunakan listrik.
2.1.4.3. Fokus Iklim BerinvestasiPertumbuhan suatu daerah sangat tergantung dari kemampuan investasi.Upaya memotivasi investasi daerah sangat diperlukan. Pemerintah hendaknyamemiliki cara strategis untuk menumbuhkan investasi di daerah. Kota Yogyakartayang sudah sangat padat tentunya tidak memungkinkan lagi untuk memilikikawasan industri. Namun demikian Kota Yogyakarta perlu meningkatkan investasidaerah dengan melalui pelayanan jasa. Sesuai dengan visi dan misi yangdicanangkan melalui RPJPD 2005-2025 tentunya sudah memberikan arahan untukmemperbesar investasi di bidang pelayanan jasa.
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianDukungan goodwill dan political will untuk meningkatkan investasi di bidangpelayanan jasa tidak terlepas dari image pelayanan SKPD. Pada implementasi UU No23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat urusan wajib dan urusan
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pilihan yang dapat diusahakan oleh daerah. Terkait dengan upaya meningkatkaniklim investasi lebih dekat dengan urusan yang bersifat konkuren atau pilihan.Keunggulan daerah khususnya dalam komoditas yang dapat mendongkrak investasiperlu dimunculkan. Jasa merupakan bagian komoditas unggulan yang dapatditingkatkan di Kota Yogyakarta. Jasa pariwisata, jasa pendidikan dan jasa lainnyamerupakan pintu masuk investasi yang dapat ditingkatkan. Setidaknyamenyambungkan antara kekayaan budaya, pariwisata, pendidikan, tata kehidupanyang tertib, aman dan damai sebagai prakondisi dalam peningkatan investasimerupakan modal dasar yang penting.
1. Angka Kriminalitas per 10.000 PendudukMasalah kriminalitas merupakan salah satu hambatan untukpeningkatan iklim investasi. Untuk itulah kondisi kota yang terkendali darikekacauan kriminalitas akan dapat memberikan jaminan bagi keamananinvestasi perlu ditumbuhkembangkan. Berikut adalah tabel mengenaiangka kriminalitas di Kota Yogyakarta.

Tabel 2.239
Angka Kriminalitas per 10.000 di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016Jumlah TindakKriminal Kasus 457 2.078 1.956 2002 1640Jumlah Penduduk Jiwa 427.591 406.660 413.936 409.487 411.282Angka Kriminalitasper 10.000penduduk Kasus 10,69 51,1 47,25 48,89 39,88
Sumber : Polresta Kota Yogyakarta 2016

Data angka kriminalitas di tahun 2013 dan 2014 dalam tabel di atasmerupakan jumlah kriminalitas di Kota Yogyakarta yang dicatat olehPolresta Kota Yogyakarta. Angka kriminalitas tersebut meliputi kejahatankonvensional, kejahatan transnasional, kejahatan pelanggaran HAM, dangangguan Kamtibnas. Dilihat dari data di atas terjadi fluktuasi tindakkriminalitas sejak tahun 2012 hingga 2016, pernah rendah pada tahun2012 namun meningkat tajam pada tahun 2013, sementara itu menurunlagi pada tahun 2014 dan 2016 Akan tetapi perbedaan angka kriminal yangcukup tajam dalam tabel di atas juga dipengaruhi oleh perbedaan caraperhitungan, perhitungan angka kriminalitas di tahun 2012 berbedadengan cara perhitungan di tahun 2013, 2014 dan 2015. Angka kejahatanyang relatif tinggi akan dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanandi Kota Yogyakarta. Tentunya angka tersebut harus ditekan dengan
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mengaktifkan banyak pihak terkait dan kelembagaan sosial di masyarakat.Kota Yogyakarta yang aman akan menimbulkan daya tarik investasi.
2. Jumlah DemoDemonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yangdilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Di satu sisi unjuk rasamerupakan sebuah fenomena geliat dan dinamika kesadaran masyarakatuntuk berpolitik, namun di sisi lain demonstrasi menjadi sebuah aktivitasyang menimbulkan gangguan baik kecil maupun besar terhadap rutinitasmasyarakat yang berada di lingkungan tersebut. Unjuk rasa biasanyadilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentangkebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagaisebuah upaya penekanan secara politis oleh kepentingan kelompok.Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah demonstrasi di Kota Yogyakartatahun 2012 hingga 2016 mengalami tren penurunan setiap tahunnya.

Tabel 2.240
Jumlah Demo di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016Jumlah Demodalam 1 Tahun Kasus 158 122 108 135 151
Sumber: Polresta  Kota Yogyakarta 2016

Jumlah demonstrasi dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, akantetapi cenderung menurun. Jika dilihat secara sepihak untuk memanfaatanstabilitas sosial ekonomi akan dapat memberikan rasa aman dalamberinvestasi. Namun jika dilihat dari dinamika masyarakat dalamberpolitik hal ini dapat pula diartikan penurunan responsivitas terhadapperkembangan kekinian. Hal ini sangat dimungkinkan ketika masyarakatlebih fokus kepada kepentingan sendiri dibandingkan dengan upaya untukmemperjuangkan rakyat. Terlepas dari masalah tersebut turunnya angkademonstrasi ini juga dapat dibaca dari perspektif positif bahwakemungkinan kebijakan pemerintah sudah diterima masyarakat luas.
3. Lama Proses PerizinanPerizinan merupakan sebuah instrumen penting dalammenumbuhkembangkan iklim investasi yang kondusif. Secara umum, lamaproses pelayanan perizinan merupakan salah satu hal yang dapatmenghambat atau mendorong investasi. Lama proses perizinan merupakanrata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan
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(dalam hari). Jenis perizinan yang dianalisis dalam indikator inidiantaranya:1. IMB : Izin Mendirikan Bangunan2. SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan3. TDP : Tanda Daftar Perusahaan4. IUI : Izin Usaha Industri5. TDI : Tanda Daftar Industri6. HO : Izin GangguanBerdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perizinan, lama prosesmengurus perizinan dalam rentang waktu 2012-2015 tidak banyakmengalami perubahan. Namun, pada tahun 2016, lama proses perizinanmenjadi 2-4 hari lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Proses untukpembuatan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda DaftarPerusahaan) yang sebelumnya rata-rata memerlukan waktu 12 hari, kinirata-rata hanya membutuhkan 7-10 hari saja.
Tabel 2.241

Lama Proses Perizinan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Jenis Perizinan
Lama Penyelesaian

Satuan 2012 2013 2014 2015 2016 2012IMBBangunan sederhana Hari 10 10 10 10 7 10Bangunan tidak pakaihitungan konstruksi Hari 14 14 14 14 10 14Bangunan pakaihitungan konstruksi Hari 17 17 17 17 15 17Gangguan kecil dansedang (non tim) Hari 8 8 8 8 5 8Gangguan besar Hari 11 11 11 11 7 11HOSIUP (Surat Izin UsahaPerdagangan) Hari 3 3 3 3 1 3TDP (Tanda DaftarPerusahaan) Hari 3 3 3 3 1 3IUI (Izin UsahaIndustri)/TDI (TandaDaftar Industri) Hari 6 7 7 7 5 6
Sumber :Dinas Perizinan Kota Yogyakarta 2017

Secara umum, lama izin untuk pengurusan sebuah usaha lebihsingkat dibandingkan dengan pengurusan IMB. Belum ada perubahan yangberarti sejak Kota Yogyakarta menyandang prestasi sebagai percontohandalam penyelenggaraan pelayanan perizinan yang efisien. Evaluasi perlu
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dilakukan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan perizinan. Terkaitdengan jumlah perizinan yang dilakukan dalam satu pintu juga perludicermati agar dapat semakin meningkat dari tahun ke tahun sehinggaiklim investasi dapat tetap meningkat terus.
4. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi DaerahPajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi ataubadan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsungyang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pajaktersebut  digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahandaerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundanganyang berlaku). Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagaipembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakandan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orangpribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Pajak dan retribusi daerahmerupakan sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran besardalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah yangbersangkutan.Pajak dan retribusi dapat dibagi menjadi beberapa jenis sesuaidengan kebijakan masing-masing daerah. Jumlah jenis pajak yangdiberlakukan di Kota Yogyakarta selama kurun waktu 2012-2016 masihkonstan dengan 10 jenis pajak. Beberapa pajak yang dahulu dipungut olehpemerintah pusat saat ini pengelolaannya menjadi kewenangan daerah.Pajak yang mengalami perubahan pengelolaan ini antara lain adalah PBBdan pajak BPHTB. Pada tahun 2015, pajak yang ada di Kota Yogyakartaterdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan,parkir, air tanah, sarang burung walet, BPHTB dan PBB. Sementara itu,jenis retribusi yang diberlakukan di Kota Yogyakarta selama tahun 2012-2016 cenderung fluktuatif. Jenis retribusi daerah yang awalnya sejumlah15 macam, sempat meningkat menjadi 16 macam di tahun 2014 dan turunmenjadi 14 macam pada tahun 2015-2016. Retribusi yang diberlakukan diKota Yogyakarta pada tahun 2016 meliputi pelayanan kesehatan;persampahan; pemakaman, parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar,pengujian kendaraan bermotor, pemakaian kekayaan daerah; tempatparkir khusus; rumah potong hewan; pengelolaan air limbah; penjualanproduksi usaha daerah; IMBB, ijin gangguan; perijinan usaha bidangpariwisata; dan retribusi terminal.
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Tabel 2.242
Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Variabel Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

rata-rata
(%/tahun)Pajak Daerah jenis 10 10 10 10 10 0,00RetribusiDaerah jenis 15 15 16 14 14 -1,71

Jumlah jenis 25 25 26 24 24 -1,02
Sumber :Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2017: dengan Hasil Olahan,

2017.

Ditinjau dari besaran nilai realisasi pajak dan retribusi yang diterimaoleh Kota Yogyakarta selama kurun waktu 2012-2016, penerimaan yangada terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 11,15% pertahun. Pada tahun 2012, nilai pajak dan retribusi daerah adalah sebesar246,5 miliar rupiah dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 376,17 miliarrupiah. Apabila dilihat dari perkembangan masing-masing pajak maupunretribusi, perkembangan yang relatif lebih besar dialami oleh pajak daerahdengan pertumbuhan rata-rata mencapai 12,61% per tahun dibandingkanpenerimaan retribusi yang hanya meningkat sebesar 2,09% per tahun.Sejak tahun 2012-2016, pajak daerah banyak dihasilkan oleh pajak hotel,sedangkan retribusi tertinggi dihasilkan oleh retribusi pelayanan pasar.
Tabel 2.243

Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 PajakDaerah JutaRupiah 207.703,5 227.748,9 253.461,9 304.434,5 334.057,9 12,612 RetribusiDaerah JutaRupiah 38.770,6 40.338,7 56.095,9 40.349,2 42.111,1 2,09

Jumlah JutaRupiah 154.866,0 246.474,1 268.087,6 309.557,8 344.783,7 376.169,0
Sumber :Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2017: dengan Hasil Olahan,

2017.

5. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim UsahaUntuk menumbuhkan iklim investasi perlu goodwill dan political willpemerintah yang secara umum diwujudkan ke dalam perda. Denganadanya perda yang mengatur tentang investasi, maka ada dasar hukumyang kuat untuk mendorong masyaraat melakukan investasi. PeraturanDaerah (Perda) merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yangsifatnya formal, melalui Perda inilah dapat diindikasikan ada atau tidaknyainsentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas
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perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu Perdaterkait dengan perizinan, Perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa,serta Perda terkait dengan ketenagakerjaan. Sejak tahun 2012 hinggatahun 2016 jumlah Perda di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi. Padatahun 2016 terdapat dua buah perda yang mendukung iklim usaha yangmerupakan perda baru. Jumlah perda yang mendukung iklim usaha dapatdilihat dalam tabel berikut.
Tabel 2.244

Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016Jumlah Perda yangMendukung Iklim Usaha Buah 34 23 24 28 30

Sumber :Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta 2017

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

A. KetenagakerjaanPeningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kuncikeberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini disebabkan karena manusiamerupakan tokoh utama yang berperan sebagai obyek sekaligus subyekpembangunan. Oleh karena itu, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin danprofesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan danmenguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaanpembangunan nasional.Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalammeningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikatorkualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapatdilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untukmelihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.
1. Rasio Lulusan S1/S2/S3Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting dalampembangunan daerah. Sehingga kualitas SDM tersebut sangat menentukan kualitaspembangunan daerah tersebut. Kualitas SDM ditentukan salah satunya oleh tingkatpendidikan yang ditempuh. Korelasinya adalah, semakin tinggi tingkat pendidikanSDM maka semakin tinggi juga kualitas SDM di suatu wilayah, sehingga semakinberkualitas tenaga kerja di dalam wilayah tersebut.Pada indikator ini kualitas tenaga kerja dilihat dari seberapa banyak jumlahlulusan S1/S2/S3 di Kota Yogyakarta. Pemaparan data dapat dilihat pada tabel di
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bawah yang besumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perkembanganrasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Yogyakarta selama tahun 2013-2016 menunjukkankecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2012 rasio lulusan S1, S2, dan S3merupakan angka yang tertinggi yaitu 1.768 per 10.000 penduduk. Tingginya rasiotersebut dikarenakan jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun terkait jugajumlah penduduk tertinggi selama kurun waktu 2012-2016. Pada tahun 2013, rasiolulusan ini hanya mencapai 1.530 per 10.000 penduduk sedangkan pada tahun 2016rasionya bertambah menjadi 1.663 per 10.000 penduduk. Hal tersebut menunjukanperubahan yang positif, meskipun jka dilihat dari pertumbuhan rata-rata pertahunnya mengalami penurunan sebesar 1,52%.
Tabel 2.245

Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 JumlahLulusan S1,S2, dan S3 Jiwa 75.603 62.218 63.196 67.268 68.428 -2,46

2 JumlahPenduduk Jiwa 427.591 406.660 413.936 409.487 411.282 -0,97
3

Rasio
Lulusan S1,
S2, dan S3

1.768 1.530 1.527 1.643 1.663 -1,52

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2017: dengan Hasil Olahan, 2017

Sementara pada tabel di bawah dapat dilihat data rasio lulusan S1/S2/S3yang didapat dari perhitungan jumlah kartu pencari kerja (AK-1) atau yang biasadisebut kartu kuning yang dikeluarkan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.Perkembangan rasio lulusan S1, S2, dan S3 yang mengajukan permohonanpenerbitan kartu AK-1 di Kota Yogyakarta selama tahun 2013-2014 menunjukkankecenderungan yang fluktuatif. Pada tahun 2012, rasio lulusan ini hanya mencapai42 sampai 43 per 10.000 penduduk sedangkan pada tahun 2015 rasionyabertambah menjadi 135 hingga 136 per 10.000 penduduk.
Tabel 2.246

Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

No Indikator Satuan 2010 2011 2012 2013 2014
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 JumlahLulusanS1/S2/S3 Jiwa 3.970 6.337 1.797 3.274 5.599 35,30

2 JumlahPenduduk Jiwa 457.668 440.143 427.591 406.660 413.936 -2,45
3

Rasio
Lulusan
S1/S2/S3

86,74 143,98 42,03 80,51 135,26 38,69

Sumber :Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi 2015,: dengan Hasil Olahan, 2016
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2. Rasio KetergantunganRasio ketergantungan (dependency ratio) atau angka beban ketergantunganadalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usiaproduktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usiaproduktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahunkeatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (dependency ratio)Kota Yogyakarta pada tahun 2016 adalah 40,70%. Itu artinya setiap 100 orang yangberusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 41 orang yangbelum produktif dan/atau dianggap tidak produktif lagi. Dari tahun 2012 hingga2016, rasio ketergantungan ini terus mengalami fluktuasi dengan kecenderunganmeningkat yang memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 0,63% per tahun. Hal inimenunjukkan bahwa beban tanggungan kelompok usia produktif atas pendudukusia non produktif di Kota Yogyakarta semakin besar setiap tahunnya.
Tabel 2.247

Rasio Ketergantungan Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 Penduduk usia <15 tahun + usia >64 tahun Jiwa 121.490 120.627 122.318 118.261 118.964 -0,52

2 Penduduk usia15-64 tahun Jiwa 306.101 285.827 291.648 291.226 292.318 -1,15
3 Rasio

Ketergantungan 39,69 42,20 41,94 40,61 40,70 0,63

Sumber :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta 2017: dengan Hasil Olahan.

Gambar 2.113
Grafik Perkembangan Rasio Ketergantungan Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan. 2016

B. Indeks Pembangunan ManusiaIndeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yangmenggambarkan capaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitashidup. Terdapat empat komponen yang dapat mencerminkan IPM yakni: angka
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harapan hidup saat lahir yang menjadi wakil bidang kesehatan; harapan lamasekolah dan rata-rata lama sekolah yang mengukur capaian pembangunan di bidangpendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yangdilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan yangmewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.IPM Kota Yogyakarta pada tahun 2015 sebesar 84,86 meningkat biladibandingkan dengan kondisi pada tahun 2013 dan 2014 yang masing-masingsebesar 83,61 dan 83,78. Bila diukur berdasar skala internasional nilai IPM inimasuk kategori tinggi (IPM diatas 80). Angka harapan hidup penduduk KotaYogyakarta pada tahun 2015 meningkat bila dibandingkan tahun 2014, sebesar74,05, hal ini menunjukan salah satu indikasi bahwa kualitas kesehatan pendudukKota Yogyakarta semakin baik.
Tabel 2.248

IPM Kota Yogyakarta Tahun 2010-2015

Indikator 2011 2012 2013 2014 2015Kota Yogyakarta 82,98 83,29 83,61 83,78 84,86Provinsi D.I. Yogyakarta 75,93 76,15 76,44 76,81 77,59
Sumber: IPM Kota Yogyakarta Tahun 2015

Kebijakan pembangunan sosial, karakteristik wilayah dan kondisi sosialekonomi serta demografi penduduk merupakan faktor yang turut menjadi penentukeberhasilan capaian pembangunan manusia.
2.2. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016 dan Evaluasi

Hasil Program RPJMD Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2016

2.2.1. Tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2016Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta pada Tahun 2016berdasarkan hasil pengukurannya di atas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagaiberikut :
Tabel 2.260

Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2016

No Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi %
Capaian(1) (2) (3) (4) (5) (6)I Terwujudnyakelembagaandanketatalaksanaapemerintahdaerahyangberkualitas

Nilai Kinerja InstansiPemerintahKotaYogyakarta B BB 100%
Opini LaporanKeuanganoleh AuditorEksternal Wajar(WTP) Wajar(WTP) -
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Nilai Evaluasi KinerjaPenyelenggaraanPemerintah Daerah(EKPPD)
Tinggi SangatTinggi -

II Terwujudnyapeningkatanderajatkesehatanmasyarakat
Angka Harapan Hidup(Tahun) 74 74 100%
Angka Kematian Ibu Perseratus ribu KelahiranHidup <102 104,14 97,90%
Angka Kematian BayiPerSeribu KelahiranHidup 6,7 7,81 83,43%
Prevalensi gizi burukdangizi kurang 8% 9,05% 86,88%

III Terwujudnyapelayanankesehatan yangbermutu danterjangkau
Indeks KepuasanLayananRumah Sakit 74 77,52 104,75%
Indeks KepuasanLayananKesehatan 80 78,67 98,34%

IV Terwujudnyasaranadan prasaranaperkotaan yangmemadai
Persentase cakupansistemjaringan drainase skalakawasan dan skala kota

100% 69,41% 69,41%
Persentase cakupansistem air limbah skalakomunitas/ kawasan/kota

18% 22,18% 123,28%
Persentase volumesampahyang terangkutke TempatPembuanganAkhir

80% 77,98% 97,48%

No Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi %
Capaian(1) (2) (3) (4) (5) (6)Persentase cakupanPelayanankesiapsiagaan danpengendalian bencanakebakaran

100% 100% 100%
Persentase cakupanPelayanankesiapsiagaandanpenanganan bencanaalam

100% 100% 100%
V Terwujudnyapelayananadministrasipublikyang baik

Indeks KepuasanMasyarakat 74,9 79,51 106%
Presentase tindak lanjutpengaduan masyarakatLewat Unit PelayananInformasi dan Keluhan(Upik)

94% 96,77% 102,95%
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VI Terwujudnyapendidikaninklusifuntuk semua
Angka PartisipasiSekolah(APS) 97% 94,92% 97,86%
Persentase jumlahsekolahyang melayanipendidikaninklusi 9,4% 11,96% 127,23%
Angka Melek Huruf 98,30% 99,92% 101,65%VII Terwujudnyapeningkatankualitasekonomimasyarakat
Pendapatan Perkapita(Rp) Rp. 53.739jt Rp 54.306jt 100%Jumlah koperasi aktifJumlah Pelaku UsahaMikro, Kecil, danMenengah(UMKM)

48123.341UMKM 46923.468UMKM 97,51%101%
VIII Terwujudnyapeningkatankualitassosialmasyarakat

Angka kemiskinan 8,40% 8,75% 95.83%Tingkat Intensitaspengendalian FrekuensiKonflik Sosial YangDitimbulkan Karena IsuSARA dan KesenjanganSosial
22,03% 21,01% 104,85%

IX Terwujudnyapeningkatankualitas sumberdaya manusiayangunggul
Indeks PembangunanManusia 80,1 - 83.0 84,56 102%
Tingkat Kelulusan UjianNasional (UN/UNPK) 99% 98,67 99,67%
Angka Pengangguranterbuka 8,10 -5,75% 5,52 105%

X Terwujudnyaperekonomiandaerah yangkuat
Pertumbuhan Ekonomi 5,2 - 5,5% 5,16% 99,23%Inflasi 6 - 7,5 % 4,06% 132,33Pendapatan Pajak danRetribusi Daerah 225 - 231Milyar 376.170.979.336 162,84%

No Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi %
Capaian(1) (2) (3) (4) (5) (6)XI Terwujudnyadaya dukungpengembanganusaha

Persentase penerbitanizinsesuai StandarOperasionalProsedur 100% 102,17 102,17%
Persentase penyelesaianpelanggaran ketertiban,ketentraman dankeindahan (K3)

94% 98,55 104,84%
Persentase luasanRuangTerbuka HijauKota 35,30% 33,77% 95,68%
Persentase Usaha YangMentaati PersyaratanAdministrasi Dan TeknisPencegahanPencemaranAir

100% 79,73% 79,73%
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Persentase Usaha YangMentaati PersyaratanAdministrasi Dan TeknisPencegahanPencemaranudara darisumber tidakbergerak
100% 79,73% 79,73%
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2.2.2. Evaluasi Hasil Program RPJMD Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2016Evaluasi hasil pelaksanaan program pada RKPD dan pencapaian RPJMD sampai dengan tahun 2016 sebagaimana tabel berikut:
Tabel 2.261

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2016 Kota Yogyakarta

PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Terlaksananyapelayananadministrasiperkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SeluruhSKPD KotaYogyakartaProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Terlaksananyapemeliharaansarana danprasaranaaparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SeluruhSKPD KotaYogyakarta
ProgramPeningkatanDisiplinAparatur

Terwujudnyaaparatur yangtertib dandisiplin
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SeluruhSKPD KotaYogyakartaProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

Terwujudnyapeningkatankapasitasaparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SeluruhSKPD KotaYogyakarta

ProgramPeningkatanPengembanganSistem
Terwujudnyatertibadministrasipelaporan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% SeluruhSKPD KotaYogyakarta
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMPelaporanCapaianKinerja danKeuangan
kinerja dankeuangan

ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaandanKetatalaksanaan PemerintahDaerah

Jumlahorganisasiperangkatdaerah yangtelah dianjab
100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% Organisasi

Jumlahorganisasiperangkatdaerah yangtelahterevaluasikelembagaannya

100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00%

Jumlah tatalaksana/mekanisme kerjayang bersifatumum/lintasSKPD
100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00%

Jumlahorganisasiperangkatdaerah yangtelah memilikiIKM
100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00%

Jumlahorganisasiperangkatdaerah yangtelah memilikistandar
90% 92% 102,57% 95% 98% 103,24% 100% 100% 100,00%
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMpelayanan
ProgramPelayananPengadaanBarang/jasa

Terpenuhinyapelayananpengadaanbarang/jasayang efisienakuntabel danprofesionalberbasisteknologiinformasi

100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% Dalbang

ProgramPeningkatanManajemenPenyelenggaraanPemerintahan
Jumlah SKPDyangmenyusunlaporan sesuaiketentuan dantepat waktu

48 SKPD 39 SKPD 81,25% 48 SKPD 48 SKPD 100,00% 48 SKPD 41 SKPD 85,42% Tapem

Jenis Dokumenpelaporandaerah tingkatPemkot yangdisusun tepatwaktu
7 jenis 7 jenis 100,00% 7 jenis 7 jenis 100,00% 7 jenis 7 jenis 100,00%

MeningkatnyaIndeksKepuasanLayananMasyarakattingkatKecamatan/Kelurahan

82 80,27 97,89% 83 80,94 97,52% 84 81,21 96,68%
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMProgramPeningkatanPelayananMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanTegalrejo

JumlahPelimpahankewenanganyangdilaksanakandengan baik
10 10 100,00% 10 10 100,00% 10 12 120,00% TR

ProgramPeningkatanPelayananMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanJetis

JumlahPelimpahankewenanganyangdilaksanakandengan baik
10 10 100,00% 10 10 100,00% 10 12 120,00% JT

ProgramPeningkatanPelayananMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanGondokusuman

JumlahPelimpahankewenanganyangdilaksanakandengan baik
10 10 100,00% 10 10 100,00% 10 12 120,00% GK

ProgramPeningkatanPelayananMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanDanurejan

JumlahPelimpahankewenanganyangdilaksanakandengan baik
10 10 100,00% 10 10 100,00% 10 12 120,00% DN
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMProgramPeningkatanPelayananMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanGedongtengen

JumlahPelimpahankewenanganyangdilaksanakandengan baik
10 10 100,00% 10 10 100,00% 10 12 120,00% GT

ProgramPeningkatanPelayananMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanNgampilan

JumlahPelimpahankewenanganyangdilaksanakandengan baik
10 10 100,00% 10 10 100,00% 10 12 120,00% NG

ProgramPeningkatanPelayananMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanKraton

JumlahPelimpahankewenanganyangdilaksanakandengan baik
10 15 150,00% 10 15 150,00% 10 12 120,00% KT

ProgramPeningkatanPelayananMasyarakatberbasiskewilayahanKecamatanGondomanan

JumlahPelimpahankewenanganyangdilaksanakandengan baik
10 10 100,00% 10 10 100,00% 10 12 120,00% GM
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMProgramPeningkatanPelayananMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanPakualaman

JumlahPelimpahankewenanganyangdilaksanakandengan baik
10 10 100,00% 10 10 100,00% 10 12 120,00% PA

ProgramPeningkatanPelayananMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanMergangsan

JumlahPelimpahankewenanganyangdilaksanakandengan baik
12 12 100,00% 12 12 100,00% 10 12 120,00% MG

ProgramPeningkatanPelayananMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanUmbulharjo

JumlahPelimpahankewenanganyangdilaksanakandengan baik
10 10 100,00% 10 10 100,00% 10 12 120,00% UH

ProgramPeningkatanPelayananMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanKotagede

JumlahPelimpahankewenanganyangdilaksanakandengan baik
10 10 100,00% 10 10 100,00% 10 12 120,00% KG
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMProgramPeningkatanPelayananMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanMantrijeron

JumlahPelimpahankewenanganyangdilaksanakandengan baik
10 10 100,00% 10 10 100,00% 10 12 120,00% MJ

ProgramPeningkatanPelayananMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanWirobrajan

JumlahPelimpahankewenanganyangdilaksanakandengan baik
10 10 100,00% 10 10 100,00% 10 12 120,00% WB

ProgramPenataanPeraturanperundang-undangan danPelayananHukum

JumlahRaperda/Perwal yangtersusun
10 Raperda

dan 50
Perwal

8 Raperdadan 94Perwal 170,00% 10 Raperda
dan 50
Perwal

10 Raperdadan 84Perwal 156,67% 10 Raperda
dan 50
Perwal

17 Raperdadan 125Perwal 210,00% Hukum
Jumlah ProdukHukum yangdisosialisasikan

12 Produk
Hukum

88 ProdukHukum 733,33% 12 Produk
Hukum

79 ProdukHukum 658,33% 12 Produk
Hukum

132 ProdukHukum 1100,00%
Jumlahpenangananpersoalanhukum PemkotYogyakarta

4 perkara/
sengketa

8 perkara/sengketa 200,00% 4 perkara/
sengketa

8 perkara/sengketa 200,00% 4 perkara/
sengketa

9 perkara/sengketa 225,00%
ProgramPeningkatanSistemPengawasanInternal

MenurunnyaJumlah temuanAparaturPemeriksaanInternalPemerintah
22 15 131,82% 20 75 -175,00% 18 60 -133,33% Inspektorat
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM(APIP)
Prosentasepengaduanmasyarakatyang telahditindaklanjuti

78% 66% 84,62% 81% 49% 60,49% 85% 84,04% 98,87%
ProgramPeningkatanKualitasKebijakanPengembanganPerekonomiandan InvestasiDaerah

Tersedianyadatapendukungkebijakanpenanamanmodal
100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% P3ADK

ProgramPeningkatanKualitasKebijakanPengembanganPendapatanDaerah

Tersedianyadata realisasipendapatanasli daerah
100% 95,83% 95,83% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% P3ADK

ProgramPengamananPenerimaanPajak Daerah
Meningkatnyapersentaserealisasipenerimaanpajak daerahterhadap targetpenerimaanpajak daerah

0,50% 0,51% 102,00% 0,5% 0,47% 94,00% 0,5% 2,21% 442,00% DPDPK
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMProgramPengelolaanBarang Daerah Meningkatnyakesesuaiandengan standarpelaksanaanprosedur dari89% menjadi94%

92% 92,17% 100,18% 93% 92,99% 99,99% 94% 93,99% 99,99% DBGAD

ProgramPeningkatanBarang Daerah Meningkatnyapemenuhankebutuhanbarang daerahsesuai standarkebutuhan dari80% menjadi85%

83% 83,07% 100,08% 84% 83,96% 99,95% 85% 85,00% 100,00% DBGAD

ProgramPengelolaanAnggaranDaerah
Terwujudnyapengelolaananggarandaerah yangtepat waktutransparan danakuntabel

Tepat
waktu

Tepatwaktu 100,00% Tepat waktu Tepat waktu 100,00% Tepat waktu Tepatwaktu 100,00% DPDPK

ProgramPengendalianBelanja DaerahdanPengelolaanDanaPerimbangan

Terwujudnyapengendalianbelanja daerah 93% 75% 80,65% 94% 95% 101,06% 95% 100% 105,26% DPDPK
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMProgramPenatausahaanPembiayaandanPertanggungjawabanPelaksanaanAPBD sesuaiperaturanperundang-undangan yangBerlaku

Terwujudnyalaporankeuangan tepatwaktu,transparan,akuntabel danlayak diaudit

93% 72% 77,42% 94% 94% 100,00% 95% 95% 100% DPDPK

ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
TersedianyadokumenperencanaanRPJMD yangtelahditetapkandalam bentukPERDA/PERWAL

Ada Ada 100,00% Ada Ada 100,00% Ada Ada 100,00% Bappeda

TersedianyadokumenperencanaanRKPD yangtelahditetapkandalam bentukPERWAL

Ada Ada 100,00% Ada Ada 100,00% Ada Ada 100,00%

ProgramPengendaliandan EvaluasiPembangunan
Kesesuaianprogramterhadapdokumenperencanaan

100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% Bappeda
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMProgramPengembanganData/Informasi Ketersediaandata dasar,sektoral, dankewilayahansesuaikebutuhan
90% 90% 100,00% 95% 95% 100,00% 100% 100% 100,00% Bappeda

Ketersediaaninformasipembangunan 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00%
ProgramPenelitian DanPengembanganDaerah

Kesesuaianhasil kajiandengandokumenperencanaanyang ada
100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% Bappeda

Kesesuaianhasil kajiandengan isustrategis
100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00%

ProgramPengendalianPelaksanaanPembangunan
Meminimalkanketidaksesuaian realisasikeluaran/output kegiatandengan targetkegiatan,pelaksanaankegiatandenganrencanatahapankegiatan, danpelaksanaankegiatandengan

8% 7,47% 106,63% 7% 7,4% 94,71% 6% 6,98% 83,67% Dalbang
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMketentuan yangberlaku

ProgramPengembanganKomunikasi,Informasi danMedia Massa
Disseminasidanpendistribusian informasimelalui mediamassa(majalah, radio,dan TV)

509 1766 346,95% 512 1965 383,79% 515 2665 517,48% Humas

Disseminasidanpendistribusian informasimelalui mediabaru sepertiwebsite(internet)

1 kali/hari 1 kali/hari 100,00% 1 kali/hari 1 kali/hari 100,00% 1 kali/hari 1 kali/hari 100,00%

Disseminasidanpendistribusian informasimelalui mediatradisionalsepertipertunjukanrakyat

1
kali/tahun

10kali/tahun 1000,00% 1 kali/tahun 8 kali/tahun 800,00% 1 kali/tahun 5kali/tahun 500,00%
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMDisseminasidanpendistribusian informasimelalui mediainterpersonalsepertisarasehan,ceramah, ataudiskusi

1
kali/tahun

15kali/tahun 1500,00% 1 kali/tahun 16 kali/tahun 1600,00% 1 kali/tahun 18kali/tahun 1800,00%

Disseminasidanpendistribusian informasimelalui medialuar ruangseperti buletin,leaflet, booklet,brosur, ataubaliho

77 kali 398 kali 516,88% 78 kali 427 kali 547,44% 79 kali 550 kali 696,20%

ProgramPengembanganKomunikasi,TeknologiInformasi danAplikasiTelematika

Meningkatnyajumlah aplikasitelematikayang terkelola
50 aplikasi 50 aplikasi 100,00% 52 aplikasi 56 aplikasi 107,69% 54 aplikasi 56 aplikasi 103,70% TIT

Tertanganinyakeluhantelekomunikasi 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00%
Kenaikanbandwithinternet 20 mbps 50 mbps 250,00% 26 mbps 150 mbps 576,92% 34 mbps 400 mbps 1176,47%
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMKenaikanbandwithintranet 1.5 mbps 2 mbps 133,33% 2 mbps 5 mbps 250,00% 2.5 mbps 25 mbps 1000,00%
ProgramPeningkatanPelayananAdministrasiUmum,KeuanganSekretariatDaerah, danKerumahtanggaan

Pelayananadministrasiumum,penatausahaanpersuratandinas,persandian,keuangansekretariatdaerah,kerumahtanggaan, danadministrasibarangsekretariatdaerah

100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% Umum

ProgramPeningkatanPelayananKedinasanKepala Daerah,Sekda, Asisten,Staf Ahli DanKeprotokolanPemerintahDaerah

JumlahPendampingankegiatanKepala Daerah,Sekda, Asistendan Staf Ahli
1370 1416 103,36% 1425 1210 84,91% 1482 1214 81,92% Protokol

JumlahPenyelenggaraan SeremonialKepala Daerah
788 718 91,12% 811 1088 134,16% 843 1010 119,81%
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMProgramPenyelamatandan PelestarianDokumen/Arsip Daerah
JumlahSKPD/UnitKerja yangmelaksanakanpengelolaanarsip dinamisaktif (SKPB)

20% 20% 100,00% 20% 100% 500,00% 20% 100% 500,00% Arpusda

JumlahSKPD/UnitKerja yangmelaksanakanpengelolaanarsip dinamisinaktif (SKPB)

20% 20% 100,00% 20% 100% 500,00% 20% 100% 500,00%

Terlaksananyapengelolaanarsip statis. 20% 20% 100,00% 20% 20% 100,00% 20% 30% 150,00%
PengadaanSarana danPrasaranaKearsipan

100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00%
Terlaksananyapeningkatankualitas SDMbidangkearsipan.

30% 30% 100,00% 30% 100% 333,33% 30% 100% 333,33%
Kemitraandenganlembagakearsipan danlembaga non-kearsipan

4 lembaga 4 lembaga 100,00% 4 lembaga 6 lembaga 150,00% 4 lembaga 4 lembaga 100,00%

Penyusunanpedomankearsipan. 4 pedoman 4 pedoman 100,00% 4 pedoman 4 pedoman 100,00% 4 pedoman 4 pedoman 100,00%
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMProgramPengembanganKerjasamaDaerah
Realisasiperumusanperikatankerjasamadaerah

20
perikatan

84perikatan 420,00% 20
perikatan

67 Perikatan 335,00% 20
perikatan

133perikatan 665,00% P3ADK
Terlaksananyaevaluasipelaksanaankerjasamadaerah

100% 51,01% 51,01% 100% 100% 100,00% 100% 98,34% 98,34%
ProgramPeningkatanLayanan PadaDPRD

Pengelolaanpelayanankesekretariatan DPRD
100% 48,06% 48,06% 100% 84% 83,53% 100% 85% 84,93% SekretariatDPRD

ProgramPengembanganManajemenKepegawaian
Presentasepemenuhankebutuhaninstrumenmanajemenkepegawaian

54% 127,88% 236,81% 62% 89.53% 144,40% 89.53% 94,46% 105,51% BKD

ProgramPengembanganKarier PejabatStruktural danFungsional
Presentasepemenuhanformasi pejabatstruktural danfungsionalsesuaikebutuhan

93% 109,90% 118,17% 94% 99.26% 105,60% 95% 95,35% 100,37% BKD

ProgramPeningkatanPelayananAdministrasiKepegawaian
Terpenuhinyapelayananadministrasikepegawaian

90,6% 123,92% 136,78% 90,8% 73.32% 80,75% 91% 100,0% 109,89% BKD
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMProgramPeningkatankapasitasLembaga SosialKemasyarakatan
Prosentaseregulasi atauperaturanterkaitkewilayahanyangterinformasikan kepadalembagamasyarakat

100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% Tapem

ProgramPeningkatanKualitasSumber DayaManusia
PersentasePemenuhanKebutuhanDiklat danJenjangPendidikanPNS

57% 98,87% 173,46% 59% 82.24% 139,39% 61% 191,57% 314,05% BKD

PersentasePerdabersanksiPidana yangdipahami olehpersonel PPNSdan Satpol PP

90% 89% 99,11% 95% 95% 99,62% 100% 100% 100,00% Dintib

Program UpayaPelayananKesehatan Cakupan mutupelayanankesehatandasar
73% 88,51% 121,25% 76% 91,11% 119,88% 80% 121,85% 152,31% Dinkes

Cakupanpelayanankesehatan bagimasyarakatmiskin
100% 151,70% 151,70% 100% 274,25% 274,25% 100% 303,52% 303,52%

Cakupanpenanganan 70% 97,27% 138,96% 75% 133,33% 177,78% 80% 112,86% 141,08%
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMkegawatdaruratanProgramPeningkatanMutuPelayananMedis
Pemberianpelayanankegawatdaruratan yangbersertifikasiyang masihberlaku (BPS/PPGD/GELS/ALS)

88% 89.22% 101,39% 94% 89,22% 94,91% 100% 100% 100,00% RSUD

Waktu tunggudi Rawat Jalan 69 menit 90 menit 69,57% 63 menit 90 menit 57,14% 57 menit 90,6 menit 41,05%
Waktu tungguoperasi elektif 2,1 hari 1,017 hari 151,57% 1,9 hari 1,017 hari 146,47% 1,7 hari 1,017 hari 146,47%

ProgramPeningkatanMutuPelayananPenunjang
MeningkatnyaMutuPelayananPenunjang

98% 99.5% 101,53% 99% 99% 100,00% 100% 99% 100,00% RSUD
Waktu tungguhasil pelayanan 135 menit 140,57menit 95,87% 125 menit 50,49 menit 159,61% 115 menit 50,49menit 159,61%
kejadiankegagalanpelayananrontgen karenakerusakan foto

1,8% 2% 88,89% 1,6% 2% 75,00% 1,4% 2% 75,00%

ProgramPeningkatanMutu MeningkatnyaMutuPelayanan 98% 81.2% 82,86% 99% 99% 100,00% 100% 99% 100,00% RSUD
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMPelayananKeperawatan Keperawatan
Kejadianpulang paksa 6% 6.13% 97,83% 5% 2,30% 157,41% 5% 2,30% 157,41%
Perawatpemberilayanan dirawat inapminimal D3

97% 92.16% 95,01% 98% 100% 101,63% 100% 100% 101,63%
ProgramPengembanganSarana danPrasaranaRumah Sakit

Meningkatnyakelancaransarana danprasaranarumah sakit
88% 79.7% 90,57% 90% 90% 100,00% 90% 90% 100,00% RSUD

Ketepatanwaktupenyediaanlinen untukrawat inap
72% 100% 138,89% 77% 100% 129,87% 85% 100% 129,87%

ProgramPeningkatanPelayananKefarmasiandanPengelolaanAlat Kesehatan

Cakupanketersediaanobat, vaksindan alatkesehatanuntukpelayanankesehatandasar diPuskesmas

93% 91,90% 98,82% 94% 99,98% 106,36% 95% 100,02% 105,28% Dinkes

ProgramKeluargaBerencana danKeluarga
Terkendalinya/ penurunanangkakelahiran

14,42 10,75 125,45% 14,212 9,67 131,96% 14 9,34 133,29% Kantor KB
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMSejahtera
Meningkatnyajumlahkeluarga prasejahtera dankeluargasejahtera Iyang mengikutiprogram KB

72,2% 71,50% 99,03% 72,6% 73,8% 101,65% 73% 75,78% 103,81%

Program UpayaPelayanan Gizidan KesehatanKeluarga
cakupan balitaditimbangberatbadannya (MDG's )

81% 74,90% 92,47% 85% 85,31% 100,36% 85% 89,47% 105,26% Dinkes
Prevalensibalitakekurangangizi (MDG's)

9% 7,93% 111,89% 8% 7,93% 100,88% 8% 9,05% 86,88%

cakupanpemberianmakananpendampingASI pada anakusia 6 - 24bulan keluargamiskin (SPM)

100% 54,53% 54,53% 100% 67,21% 67,21% 100% 85,35% 85,35%

Cakupan BalitaGizi BurukMendapatkanPerawatan(MDG's), (SPM)
100% 100,00% 100,00% 100% 100,00% 100,00% 100% 100,00% 100,00%
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMPrevalensianemia padaibu hamil 28% 28,10% 99,64% 27% 23,20% 114,07% 26% 22,78% 112,38%

Cakupankunjungan ibuhamil yangmendapatkanpelayananantenatalsesuai standar(K4) (SPM)

94% 92,85% 98,78% 95% 99,97% 105,23% 96% 94,75% 98,70%

Proporsikelahiran yangditolong tenagakesehatanterlatih (PN )
94% 99,89% 106,27% 95% 99,97% 105,23% 96% 99,97% 104,14%

Cakupankunjungan bayi(neonatal)lengkap (KNLengkap)(SPM)
87% 94,37% 108,47% 89% 82,6% 92,81% 90% 100,47% 111,63%

CakupanPeserta KBAktif (SPM) 76% 75,54% 99,39% 77% 59,88% 77,77% 78% 100,99% 129,47%
ProgramPengendalianPenyakit danPenyehatanLingkungan

Persentasebayi usia 0-11bulan yangmendapatimunisasidasar lengkap(MDG's)

94% 96,93% 103,12% 95% 90,74% 95,52% 95% 97,61% 102,75% Dinkes

Cakupanimunisasi anaksekolah dasar 99% 97,35% 98,33% 99,5% 96,91% 97,40% 100% 98,57% 98,57%
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM(SPM)
CakupanDesa/Kelurahan UniversalChildImmunization(UCI) (SPM)

100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00%

CakupanPenemuanPasien Baru TBBTA+ (SPM)
73% 85,00% 116,44% 94% 126,28% 134,34% 94% 154,30% 164,15%

CakupanPenemuan danPenangananPenderitaPenyakit DBD(SPM)
100% 100,00% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00%

PersentaseSarana SanitasiDasarMemenuhiSyarat
93% 98,22% 105,61% 94% 94,10% 100,11% 94% 105,01% 112,31%

SemuaKelurahanMelaksanakanSanitasi TotalBerbasisMasyarakat(STBM)(MDG's)

33
kelurahan

45kelurahan 136,36% 45
kelurahan

45 kelurahan 100,00% 45
kelurahan

45kelurahan 100,00%
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMProgramPembiayaandan JaminanPemeliharaanKesehatan
Persentasependudukmiskinmendapatkanjaminankesehatan

100% 100,00% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% Dinkes

Persentasependudukrentan miskinyang mendapatjaminankesehatan
100% 100,00% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00%

ProgramRegulasiPelayananKesehatan danPengelolaanSumber DayaManusiaKesehatan

PersentaseSaranaPelayananKesehatanyangMemenuhiStandar MutuMinimal dari87 % menjadi95%

92% 92,34% 100,37% 93% 97,00% 104,30% 95% 105,26% 110,80% Dinkes

CakupanKeamananMutu Pangandari 64 %menjadi 80 %
74% 100,00% 135,14% 76% 100,00% 131,58% 80% 118,97% 148,71%

Jumlah SDMKesehatanyang mengikutipendidikan
27 14 51,85% 36 17 47,22% 45 47 104,44%

Jumlah SDMKesehatanyang mengikutipelatihan
300 323 107,67% 400 448 112,00% 500 606 121,20%
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMProgramPemberdayaanMasyarakatdan promosiKesehatan
CakupanKelurahanSiaga Aktif(Mandiri)

70% 71,10% 101,57% 75% 71,10% 94,80% 80% 97,22% 121,53% Dinkes
PersentaseRumah TanggayangmelaksanakanPHBS

65% 77,22% 118,80% 70% 75,09% 107,27% 75% 103,40% 137,87%
CakupanPenjaringanKesehatanSiswa SD danSetingkat(SPM)

100% 98,50% 98,50% 100% 98,1% 98,10% 100% 97,45% 97,45%

ProgramPenelitian,Pengembangandan InformasiKesehatan
persentasepemanfaatandata daninformasikesehatan

98% 100,00% 102,04% 99% 100% 101,01% 100% 100% 100,00% Dinkes
CakupanDesa/Kelurahan MengalamiKLB yangDilakukanPenyelidikanEpidemiologi <24 jam (SPM)

100% 100,00% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%

ProgramPengembanganRencana RincidanInfrastrukturKawasan
Peningkatancakupanrencana rincitata ruang dankawasanstrategis kota

66% 66% 100,00% 68% 68% 100,00% 70% 70% 100,00% Kimpraswil
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMProgramPenataanKawasanSungai
Cakupanpenataankawasansungai

3 sungai 3 sungai 100,00% 3 sungai 3 sungai 100,00% 3 sungai 3 sungai 100,00% Bappeda
ProgramPeningkatandanPemeliharaanPeneranganJalan Umum

Meningkatnyakualitaspeneranganjalan umum
93% 93% 100,00% 94% 94% 100,00% 95% 95% 100,00% Kimpraswil

ProgramPeningkatandanPemeliharaanJalan danJembatan
Meningkatnyakualitas dankuantitassarana danprasarana jalandan jembatan

80% 83% 103,75% 81% 87% 107,41% 82% 83,45% 101,77% Kimpraswil

ProgramPeningkatandanPemeliharaanPengairan
Meningkatnyakualitassaluranpengairan

71,5% 71,5% 100,00% 72% 72% 100,00% 72,5% 72,5% 100,00% Kimpraswil
ProgramPeningkatandanPemeliharaanDrainase

Meningkatnyakualitassalurandrainase
87,18% 20,027% 22,97% 87,27% 69,01% 79,08% 87,36% 87,36% 100,00% Kimpraswil

ProgramPengembanganKinerjaPengelolaanSAL
Meningkatnyakinerjapengelolaan airlimbah

15,8% 22,19% 140,44% 17% 22% 130,41% 18% 22,18% 123,22% Kimpraswil
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMProgramPengembanganSarana danPrasaranaDasarPermukiman
Meningkatnyakualitas dankuantitassarana danprasaranadasarpermukiman

71% 71% 100,00% 75% 70% 93,33% 78% 78% 100,00% Kimpraswil

ProgramPengembanganKinerjaPengelolaanPersampahan
Meningkatnyapemeliharaankebersihanjalan yang adadi KotaYogyakarta

445
penggal

jalan

445penggaljalan 100,00% 500 penggal
jalan

500 penggaljalan 100,00% 556 penggal
jalan

505penggaljalan 90,83% BLH

Meningkatnyajumlahrumahtanggayang telahmelakukanpemilahansampah

22.100
rumah

21.720rumah 98,28% 23.800
rumah

19.981rumah 83,95% 25. 500
rumah

21.675rumah 85,00%

Peremajaansarana danprasaranapengangkutansampah yangtidak layakjalan

5 unit 0 unit 0,00% 5 unit 0 unit 0,00% 5 unit 4 unit 80,00%

Terkendalinyamunculnyapembuangansampah liar
30 titik 0 titik 0,00% 20 titik 20 titik 100,00% 10 titik 10 titik 100,00%

Meningkatnyajumlah wajibretribusikebersihan
75.600 WR 75.600 WR 100,00% 75.850 WR 75.686 WR 99,78% 76.100 WR 70.727 WR 92,94%
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMbaru
ProgramPeningkatandanPemeliharaanBangunanGedungPemerintah

Meningkatnyapemenuhankebutuhanbangunangedung sesuaistandarkebutuhan dari80% menjadi85%

83% 82,97% 99,96% 84% 83,99% 99,99% 85% 84,92% 99,91% DBGAD

ProgramKesiapsiagaandanPengendalianBahayaKebakaran
Tercapainyarespon timepemadamkebakaran 11menit (SPM)

100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% BPBD

ProgramKesiapsiagaandanPenanggulangan BencanaAlam
Tercapainyarespon timepenanggulangan bencana 30menit

100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% BPBD

ProgramPembangunan,Rehabilitasi,danPemeliharaanSaranaPrasarana danFasilitasPerhubungan

JumlahFasilitasPerlengkapanJalan
5529 5770 104,36% 5810 6071 104,49% 6091 6095 100,07% Dishub

Prosentasepengujiankendaraanbermotor
100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00%
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMProgramPeningkatanPengaturanLalu Lintas danAngkutan
Prosentaseangkutanumum yangmelayaniwilayah yangtersediajaringan jalan

75% 100% 133,33% 80% 100% 125,00% 85% 100% 117,65% Dishub

Jumlah halteyang telahdilayaniangkutanumum dalamtrayek
100 88 88,00% 300 93 31,00% 300 150 50,00%

Jumlahterminalangkutanpenumpangyang telahdilayaniangkutanumum dalamtrayek

100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00%

Jumlahperusahaanangkutanumum yangmemiliki SDMkompetensisebagaipengawaskelaikankendaraan

10 10 100,00% 10 10 100,00% 10 10 100,00%
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMProgramPengendalianKetertiban danKelancaranLalu Lintas
Prosentaseangkutanumum yangmelayanitrayek di dalamkota yangmemenuhistandarkeselamatan

100% 99,13% 99,13% 100% 97% 97,30% 100% 768 90,35% Dishub

ProgramOperasionaldanOptimalisasiPenyelenggaraan Perparkiran
ProsentaseKetertibanpenyelenggaraan perparkiran

82% 83,18% 101,44% 86% 90% 104,79% 90% 89,66% 99,62% Dishub

ProgramPelayananDokumen danSurat-SuratKependudukan
PenerbitanDokumen danSurat-suratKependudukan

100% 100% 100,00% 100% 96% 96,17% 100% 100% 100,00% Dukcapil
ProgramPelayananPermohonanDokumenPencatatanSipil

PenerbitanDokumenpencatatansipil
100% 100% 100,00% 100% 95% 94,78% 100% 100% 100,00% Dukcapil

ProgramImplementasiSistemInformasiAdministrasiKependudukan
SIAK berfungsidengan baik 100% 100% 100,00% 100% 90% 90,25% 100% 100% 100,00% Dukcapil

Program Wajar12 Tahun AP (AngkaPutus Sekolah) 0,02 0,027 65,00% 0,015 0,02 66,67% 0,01 0,01 100,00% Dindik
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMAM (AngkaMelanjutkan) 120% 133,50% 111,25% 125% 134% 107,54% 130,55% 158% 121,33%
ProgramPeningkatanKualitasKelembagaanKoperasi danLembagaKeuanganMikro

kenaikanomsetpertahun 10,0% 2,69% 26,90% 10% 18% 179,30% 10% 18% 179,30% Perindagkoptan

kenaikan asetpertahun 10% 0,99% 9,90% 10% 48% 481,50% 10% 48% 481,50%
ProgramPengembanganKewirausahaandanKeunggulanKompetitifUsaha KecilMenengah

meningkatnyaomset 5%
(151 M)

5% (151M) 100,00% 5%
(158 M)

6,00% 120,00% 5%
(165 M)

6,00% 120,00% Perindagkoptanmeningkatnyanilai Aset 10%
(1,900 M)

10%(1,900 M) 100,00% 10% (2.260
M)

12,00% 120,00% 10%
(2.550 M)

12,00% 120,00%
ProgramPeningkatanKetahananPangan

peningkatankonsumsipangan ygASUH danpenganekaragaman olahanpangan dgbahan dasarlokal yg diolahdi unit usahapangan ygmenerapkanstandar

PPH : 97,0;
120 unit
usaha;

pemotonga
n sapi:

7235 ekor,
kambing/

domba
5880 ekor

PPH : 80,0;120 unitusaha;pemotongan sapi:8667 ekor,kambing/domba9573 ekor

138,31% PPH : 100;
140 unit
usaha;

pemotongan
sapi: 7600

ekor,
kambing/do

mba 5980
ekor

PPH : 86,93;140 unitusaha;pemotongansapi: 8053ekor,kambing/domba 9880ekor

131,40% PPH : 100;
150 unit
usaha;

pemotongan
sapi: 7965

ekor,
kambing/

domba 6080
ekor

PPH : 92,3;150 unitusaha;pemotongan sapi:8265 ekor,kambing/domba9676 ekor

127,20% Perindagkoptan
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMhigiene-sanitasi

Programpemberdayaandanpeningkatanperan sertamasyarakat
Meningkatnyaperan sertamasyarakatmelaluiswadayamasyarakat

29% 29% 100,00% 30% 31% 104,93% 31% 78% 251,61% KPMP

ProgramPemberdayaanMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanTegalrejo

Meningkatnyaswadayamasyarakat 32,85% 31,30% 95,28% 32,89% 30,48% 92,67% 32,93% 32,54% 98,82% TR

ProgramPemberdayaanMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanJetis

Meningkatnyaswadayamasyarakat 25,28% 28,45% 112,54% 27,18% 30,08% 110,67% 28,98% 29,16% 100,62% JT

Rica
Line

Rica
Line
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMProgramPemberdayaanMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanGondokusuman

Meningkatnyaswadayamasyarakat 27,37% 29,34% 107,20% 28,37% 29,77% 104,93% 29,37% 29,41% 100,14% GK

ProgramPemberdayaanMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanDanurejan

Meningkatnyaswadayamasyarakat 26,23% 31,79% 121,20% 27,73% 29,88% 107,75% 29,23% 31,74% 108,59% DN

ProgramPemberdayaanMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanGedongtengen

Meningkatnyaswadayamasyarakat 26,79% 28,04% 104,67% 27,89% 33,31% 119,43% 28,99% 25,49% 87,93% GT

ProgramPemberdayaanMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanNgampilan

Meningkatnyaswadayamasyarakat 25,32% 24,59% 97,12% 26,92% 30,11% 111,85% 28,52% 29,26% 102,59% NG

ProgramPemberdayaanMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatan
Meningkatnyaswadayamasyarakat 28,93% 28,55% 98,69% 29,93% 32,81% 109,62% 30,93% 25,61% 82,80% KT

Rica
Line

Rica
Line

Rica
Line

Rica
Line
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMKraton
ProgramPemberdayaanMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanGondomanan

Meningkatnyaswadayamasyarakat 28,95% 30,32% 104,73% 29,95% 31,10% 103,84% 30,95% 32,56% 105,20% GM

ProgramPemberdayaanMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanPakualaman

Meningkatnyaswadayamasyarakat 26,07% 17,49% 67,09% 27,47% 30,00% 109,21% 28,87% 27,15% 94,04% PA

ProgramPemberdayaanMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanMergangsan

Meningkatnyaswadayamasyarakat 26,73% 30,55% 114,29% 27,93% 32,71% 117,11% 29,13% 33,72% 115,76% MG

Rica
Line

Rica
Line

Rica
Line

Rica
Line
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMProgramPemberdayaanMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanUmbulharjo

Meningkatnyaswadayamasyarakat 39,73% 32,56% 81,95% 39,77% 31,86% 80,11% 39,81% 35,48% 89,12% UH

ProgramPemberdayaanMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanKotagede

Meningkatnyaswadayamasyarakat 28,81% 29,57% 102,64% 29,81% 28,85% 96,78% 30,81% 30,71% 99,68% KG

ProgramPemberdayaanMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanMantrijeron

Meningkatnyaswadayamasyarakat 36,37% 31,20% 85,78% 36,41% 37,21% 102,20% 36,45% 36,41% 99,89% MJ

ProgramPemberdayaanMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanWirobrajan

Meningkatnyaswadayamasyarakat 26,64% 25,58% 96,02% 27,84% 32,41% 116,42% 29,04% 21,62% 74,45% WB

Rica
Line

Rica
Line
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMProgramPeningkatanKualitas HidupdanPerlindunganPerempuandan Anak

Cakupanperempuandan anakkorbankekerasan yangmendapatkanpenangananpengaduanoleh petugasterlatih didalam unitpelayananterpadu.

100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% KPMP

Cakupanperempuandan anakkorbankekerasan yangmendapatkanlayanankesehatan olehtenagakesehatanterlatih diPuskesmasmamputatalaksanaKtP/A danPPT/PKT diRumah Sakit

100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00%



Rencana Kerja Pembangunan Daerah | II - 323

PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMCakupanlayananrehabilitasisosial yangdiberikan olehpetugasrehabilitasisosial terlatihbagiperempuandan anakkorbankekerasan didalam unitpelayananterpadu

70% 100% 142,86% 75% 100% 133,33% 80% 100% 100,00%

Cakupanlayananbimbinganrohani yangdiberikan olehpetugasbimbinganrohani terlatihbagiperempuandan anakkorbankekerasan didalam unitpelayananterpadu

70% 100% 142,86% 75% 100% 133,33% 80% 100% 125,00%

Rica
Line
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMCakupanpenegakanhukum daritingkatpenyidikansampai denganputusanpengadilanatas kasus-kasuskekerasanterhadapperempuandan anak.

95% 100% 105,26% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00%

Cakupanperempuandan anakkorbankekerasan yangmendapatkanlayananbantuanhukum

75% 100% 133,33% 90% 100% 111,11% 100% 100% 100,00%

Cakupanlayananpemulanganbagiperempuandan anakkorbankekerasan

55% 100% 181,82% 70% 100% 142,86% 85% 2% 2,35%

Cakupanlayananreintegrasisosial bagi
100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00%
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMperempuandan anakkorbankekerasanProgramPemberdayaandanPeningkatanPartisipasiPerempuandan Anak

MeningkatnyaPartisipasiPerempuandan Anak
24% 24,03% 100,13% 24,5% 24,53% 100,12% 25% 24,53% 98,12% KPMP

ProgramPemberdayaanSosial MeningkatnyaJumlah PekerjaSosialMasyarakat
1610 orang 1057 orang 65,65% 1680 orang 1049 orang 62,44% 1750 orang 1049 orang 59,94% Dinsos

MeningkatnyaJumlahTAGANA 319 orang 56 orang 17,55% 347 orang 108 Orang 31,12% 375 orang 108 Orang 28,80%
CakupanpembinaanKarang Taruna 45 45 100,00% 45 45 100,00% 45 45 100,00%
CakupanpembinaanLembaga/Orsos

176 90 51,14% 176 67 38,07% 176 67 38,07%
CakupanpembinaanPantiPemerintah

3 panti 3 panti 100,00% 3 panti 3 panti 100,00% 3 panti 3 panti 100,00%
CakupanpembinaanPanti Swasta 15 panti 14 panti 93,33% 15 panti 14 panti 93,33% 15 panti 13 panti 86,67%
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMMeningkatnyaJumlahKelompokPeduli Napza
53

kelompok
33kelompok 62,26% 63

kelompok
150kelompok 238,10% 73

kelompok
10kelompok 14,29%

MeningkatnyaKUBE-FM 295
kelompok

461klmpok 156,27% 302
kelompok

553kelompok 183,11% 309
kelompok

452kelompok 146,28%
MeningkatnyaUSEP-KM 59

Kelompok
57 klmpok 96,61% 60

Kelompok
57 Kelompok 95,00% 61

Kelompok
56kelompok 91,80%

ProgramRehabilitasiSosial Meningkatnyapenanganananak jalanan 23% 25% 108,70% 24% 100% 416,67% 25% 25% 100,00% Dinsos
Meningkatnyapenangananlansia terlantar 22,52% 22,52% 100,00% 23,52% 41,95% 178,36% 24,52% 24,52% 100,00%
Meningkatnyapenangananpenyandangcacat

8,2% 8,2% 100,00% 8,2% 8,85% 107,93% 8,2% 8,20% 100,00%
ProgramPenanggulangan Kemiskinan Cakupanwilayahpenanggulangan kemiskinan

45 Kel 45 Kel 100,00% 45 Kel 45 Kel 100,00% 45 Kel 45 Kel 100,00% Bappeda
ProgramPengembanganWawasanKebangsaan

Cakupanpembinaanwawasankebangsaan
750 orang 750 orang 100,00% 750 orang 1875 Orang 250,00% 750 orang 1200 orang 160,00% Kesbang

ProgramPembinaan danPengembanganGenerasi Muda
Cakupanpembinaanorganisasipemuda

162
organisasi

162organisasi 100,00% 162
organisasi

94 Organisasi 58,02% 162
organisasi

94organisasi 58,02% Kesbang
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMProgramFasilitasiOlahraga CakupanPembinaan danPengembanganOlah Raga yangberprestasi
34

organisasi
olahraga

34organisasiolahraga 100,00% 34
organisasi
olahraga

34 organisasiolahraga 100,00% 34
organisasi
olahraga

34organisasiolahraga 100,00% Kesbang
ProgramPeningkatandanPemerataanKualitasPendidikanDasar

Rerata UNSD/SMP 7,75 7,57 97,68% 7,8 7,47 95,77% 7,85 7,46 95,03% Dindik

Jumlah siswaberprestasi Tk.Nasional 0,10% 0,09% 90,00% 0,20% 0,03% 15,00% 0,30% 0,02% 6,67%
Jumlah gurutersertifikasi 80% 85,32% 106,65% 85% 73% 86,07% 90% 96,95% 107,72%
Jumlah guruberkualifikasimin S1/D-IV 86% 89,52% 104,09% 94% 91% 96,78% 100% 92,93% 92,93%
Jumlah SekolahTerakreditasi 98% 99,60% 101,63% 99% 100% 101,01% 100% 100% 100,00%

ProgramPeningkatandanPemerataanKualitasPendidikanMenengah

Rerata UNSMA/SMK 7,7 7,01 91,04% 7,75 7,47 96,39% 7,8 6,3 80,77% Dindik

Rica
Line

Rica
Line
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMJumlah siswaberprestasi Tk.Nasional 0,10% 0,16% 160,00% 0,20% 0,03% 15,00% 0,30% 0,10% 33,33%
Jumlah gurutersertifikasi 90% 87,31% 97,01% 85% 73% 86,07% 100% 96,95% 96,95%
Jumlah guruberkualifikasimin S1/D-IV 95% 95,58% 100,61% 94% 91% 96,78% 100% 97,26% 97,26%
Jumlah SekolahTerakreditasi 94% 98,80% 105,11% 99% 100% 101,01% 98% 98,74% 100,76%

ProgramPeningkatandanPemerataanKualitasPendidikanNon Formaldan Informal

Jumlah PAUDterakreditasi 3% 4% 133,33% 4% 23% 575,00% 5% 5,97% 119,40% Dindik
KelulusanUNPK wargabelajar 85% 89% 104,71% 90% 97% 107,78% 95% 97,01% 102,12%
Jumlah LKPterakreditasi 18% 20% 111,11% 24% 21% 87,50% 30% 26,09% 86,97%

ProgramPengembanganPendidikan Jumlah Sarprasterstandar 85% 85% 100,00% 90% 89% 99,38% 95% 95% 100,00% Dindik
Jumlah TenagaKependidikansesuaikualifikasi

50% 50% 100,00% 60% 59% 98,77% 70% 70% 100,00%
Jumlah Sekolahterstandarnasional(SSN) 92% 92% 100,00% 93% 100% 107,53% 94% 94% 100,00%
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMProgramPengembanganTaman Pintar MeningkatnyakepuasanpengunjungTaman Pintar
78% 76,47% 98,04% 79% 77% 97,47% 80% 81% 101,35% Tapin

ProgramPembinaanPerpustakaandanPengembanganBudayaBaca/Literasi

Jumlahkunjunganpemustakaperpustakaan
naik 10% naik 10% 100,00% naik 10% naik 41,26 % 412,60% naik 10% naik88.63% 886,30% Arpusda

Rasio jumlahpenggunaperpustakaandigital (digitallibrary)terhadapanggotaperpustakaandigital

0:05 0,0451389 100,00% 0:05 0,0451389 100,00% 0:05 1.25:0.5 125,00%

Jumlah TBM diKotaYogyakarta 12 220 1833,33% 12 220 1833,33% 12 90 750,00%
Jumlahperpustakaankhusus/instansi

2 unit 2 unit 100,00% 2 unit 2 unit 100,00% 2 unit 85 unit 4250,00%
Jumlahpengelolaperpustakaansekolah yangdilatih

60 orang 60 orang 100,00% 60 orang 60 orang 100,00% 60 orang 60 orang 100,00%
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMJumlahpedomanperpustakaan 2 jenis 2 jenis 100,00% 2 jenis 2 jenis 100,00% 2 jenis 2 jenis 100,00%
ProgramPeningkatanKompetensiTenaga KerjadanProduktivitas

Meningkatnyapencari kerjatidak terlatihyang mengikutipelatihan
6577

pencaker
7538pencaker 114,61% 7077

pencaker
7494Pencaker 105,68% 7577

pencaker
551pencaker 7,27% Dinsos

ProgramPerlindungandanPengembanganLembagaTenaga Kerja
Menurunnyaperusahaankategori rawandan setengahrawan

658 perush 644 perush 102,13% 644 perush 630 Perush 102,17% 630 perush 630Perush 100% Dinsos

ProgramPenempatandan PerluasanKesempatanKerja
Menurunnyajumlahpenganggur 16981

orang
13137orang 122,64% 16561 orang 15181 Orang 108,33% 16141 orang 15181Orang 94,05% Dinsos

ProgramPengembanganKawasantransmigrasi
Prosentasetransmigrasiyangditempatkan

85 5 KK/15jiwa 18,75% 90 12 KK/39jiwa 43,33% 95 12 KK/39jiwa 41,05% Dinsos
ProgramPengembanganPromosi danKerjasamaPariwisata

Meningkatnyajumlahsebaraninformasi/promosipariwisata dankerjasamaantardaerahserta jejaringkerja dengan

3 daerah
pasar
wisata

potensial

4 daerahpasarwisatapotensial
133,33% 3 daerah

pasar wisata
potensial

6 daerahpasar wisatapotensial 200,00% 3 daerah
pasar wisata

potensial

7 daerahpasarwisatapotensial
233,33% Parbud
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMstakeholder

Meningkatnyakerjasamaantardaerahserta jejaringkerja denganstakeholder
1 daerah

kerjasama,
1 Jejaring
kerja dg

stakeholde
r

3 daerahkerjasama,1 Jejaringkerja dgstakeholder
200,00% 1 daerah

kerjasama, 1
Jejaring
kerja dg

stakeholder

5 daerahkerjasama, 3Jejaring kerjadgstakeholder
400,00% 1 daerah

kerjasama, 1
Jejaring
kerja dg

stakeholder

1 daerahkerjasama,2 Jejaringkerja dgstakeholder
150,00%

ProgramPengembanganDestinasiPariwisata
Meningkatnyajumlah danvarian obyekdaya tarikwisata

1 odtw 1 odtw 100,00% 1 odtw 1 odtw 100,00% 1 odtw 1 odtw 100,00% Parbud
ProgramPembinaan danPengembanganPariwisata

Naiknya IKMdari 72%menjadi 80% 76% 76,77% 101,01% 78% 79,70% 102,18% 80% 82,30% 102,88% Parbud
ProgramPembinaan,Pelestarian,danPengembanganNilai-nilai, Senidan CagarBudaya

Pengelolaankeragamanbudaya padakelompok/organisasi seni danbudaya
120

kelompok
seni

budaya

166kelompoksenibudaya
138,33% 120

kelompok
seni budaya

311kelompokseni budaya 259,17% 120
kelompok

seni budaya

251kelompoksenibudaya
209,17% Parbud

Cakupan kajianseni 100% 160% 160,00% 100% 173% 173,00% 100% 147% 147,00%

Rica
Line

Rica
Line
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMCakupanfasilitasi seni 93% 333% 358,06% 96% 286% 297,92% 100% 286% 286,00%
Cakupan gelarseni 100% 133% 133,00% 100% 294% 294,00% 100% 133% 133,00%
Cakupan misikesenian 100% 600% 600,00% 100% 800% 800,00% 100% 400% 400,00%
Cakupan SDMkesenian 100% 300% 300,00% 100% 400% 400,00% 100% 300% 300,00%
Cakupantempatkesenian 100% 600% 600,00% 100% 600% 600,00% 100% 600% 600,00%
Cakupanorganisasikesenian 100% 294% 294,00% 100% 294% 294,00% 100% 294% 294,00%
Tersosialisasikannya danteraktualisasikannya  nilai-nilai budaya dimasyarakat

4 nilai
budaya

6 nilaibudaya 150,00% 4 nilai
budaya

7 nilaibudaya 175,00% 4 nilai
budaya

6 nilaibudaya 150,00%

Jumlahkekayaanbudaya yangditetapkanmenjadiBangunanCagarBudaya/BendaWarisanBudaya dari437BCB/BWBmenjadi

85% 89% 104,71% 90% 95% 105,00% 100% 98% 98,00%

Rica
Line

Rica
Line
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM600BCB/BWB

PemeliharaanSaranaPrasaranaKebersihan,Ketertiban danKeamananPasar

Meningkatnyasaranaprasaranapasar
85% 100% 117,65% 85% 84% 98,82% 95% 92,60% 97,47% Dinlopas

Intensitaspenanganansampah pasar 20' 30' 50,00% 20' 20' 100,00% 15' 15' 100,00%
Menurunnyapelanggaranperda pasar 40% 39% 102,50% 35% 40% 85,71% 30% 52,61% 24,63%
Menurunnyajumlah kasuskriminalitas dipasar

51 32 137,25% 51 61 80,39% 33 34 96,97%
ProgramOptimalisasiPemanfaatanLahan danPengelolaanRetribusi

Optimalisasilahan pasar 96% 95,70% 99,69% 96% 96,00% 100,00% 100% 96,00% 96,00% Dinlopas

Optimalisasipengelolaanretribusi 16 M 19 M 118,75% 14,6 M 14,9 M 102,05% 18 M 14,9 M 82,7%
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMProgramPengembanganPasar Peningkatanjumlahpedagang yangdibina
8.625 6.975 80,87% 8625 6.070 70,38% 11925 11.648 97,68% Dinlopas

Peningkatanfrekuensipromosi 70 70 100,00% 70 89 127,14% 110 110 100,00%
ProgramPengembanganIndustri MikroKecil danMenengah(IMKM )

Jumlah pelakuUMKM ygdifasilitasi (diluar PEW)
950 orang 950 orang 100,00% 1050 orang 2214 orang 210,86% 1200 orang 2214 orang 184,5% Perindagkoptan

Jumlah pelakuusaha mikrokecil ygdifasilitasi
13.290
orang

13.290orang 100,00% 14420 orang 15510 orang 107,56% 14920 orang 15510orang 103,95%
ProgramPeningkatanPerdagangan meningkatnyakemampuandan daya saingusahapedagang kecil

173 kali 187 kali 108,09% 174 kali 174 kali 100,00% 175 kali 174 kali 99,4% Perindagkoptan
ProgramPerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan

meningkatnyakeamanankonsumenbarang danjasa
340 340 100,00% 340 340 100,00% 340 340 100,00% Perindagkoptan

ProgramPeningkatanKesejahteraanPetaniPerkotaan
Peningkatanpelayananpembenihanserta jumlahdankemampuankelompok

10%: klas
kelompok:
utama 16,
madya 39,
lanjut 101

dan
pemula

132

10%: klaskelompok:utama 16,madya 39,lanjut 101dan pemula132

100,00% 10%: klas
kelompok:
utama 19,
madya 45,
lanjut 111

dan pemula
133

10%;Total264 kel 91,67% 10%: klas
kelompok:
utama 26,
madya 56,
lanjut 169

dan pemula
117

10%;Total264 kel 71,7% Perindagkoptan
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMProgramPengembanganBudidayaPerikanan
Peningkatanpelayananpembenihanserta jumlahdankemampuankelompok

38762,35
kg &

pokdakan
80: klas

kelompok
utama ,

madya 3,
lanjut 14

dan
pemula 63

37.630,8kg&pokdakan80: klaskelompokutama ,madya 3,lanjut 14dan pemula63

42638,585
kg &

pokdakan
90: klas

kelompok
utama1,
madya 3,
lanjut 16

dan pemula
70

42.057 Kg &pokdakan 40:klaskelompok 1;madya 7;pemula 32
46902,4435

kg &
pokdakan

95: klas
kelompok
utama 2,
madya 4,
lanjut 18

dan pemula
71

42.057 Kg&pokdakan40: klaskelompok1; madya 7;pemula 32

Perindagkoptan

ProgramPeningkatanPelayananPerizinan
ketepatanwaktupenerbitan Izin 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% Dinzin

ProgramPeningkatanKetentramandan Ketertiban
ProsentasepenegakanPerdaPerUndang-Undangansecara  ProYustisi

81,21% 94,25% 116,06% 82,21% 93,95% 114,28% 82,21% 94,20% 114,58% Dintib

ProsentasepenegakanPeraturanPerUndang-Undangansecara NonYustisi

100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00%

ProgramPeningkatanKetaatanHukum
Penyelesaianpenindakanhukum terpaduterhadappelanggaranperaturandaerah (kasus)

180 180 100,00% 190 190 100,00% 200 200 100,00% Dintib
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMProgramPerlindunganMasyarakat Meningkatnyapemberdayaanperlindunganmasyarakat
100% 50% 50,00% 100% 75,96% 75,96% 100% 96,91% 96,91% Dintib

Persentasepetugasperlindunganmasyarakat
100% 113% 113,00% 100% 113% 113,00% 100% 113% 113,00%

ProgramPengelolaanRuang TerbukaHijau
Tersedianyaluasan RTHpublik(KeputusanMenteriPekerjaanUmum :14/PRT/M/2010 tentangSPM BidangPekerjaanUmum danPenataanRuang)

19,21% 19,02% 99,01% 19.71% 19,05% 96,65% 20.21% 17,68% 87,48% BLH

Tersedianyaluasan RTHprivat terhadapluas wilayahKotaYogyakarta
14.89% 14,72% 98,86% 14.99% 14,72% 98,20% 15.09% 14,49% 96,02%

Meningkatnyaluasan tamankota 67.180 m2 700 m2 1,04% 68.805 m2 69.535 m2 101,06% 70.430 m2 81.269 m2 115,39%
Bertambahnyajumlah pohonperindanguntuk jalur

36.237
pohon

1.770pohon 4,88% 39.737
pohon

21.387pohon 53,82% 43.237
pohon

18.882pohon 43,67%

Rica
Line

Rica
Line
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMhijau
TersedianyaRTHlingkungantingkat RW

135 RW 56 RW 41,48% 180 RW 66 RW 36,67% 225 RW 33 RW 0,15%
ProgramFasilitasiPertanahan Jumlahpengadaantanah untukruang terbukapublik

33 Kel 33 Kel 100,00% 35 Kel 36 Kel 102,86% 37 Kel 37 Kel 100,00% Tapem
ProgramPengendalianPencemarandan KerusakanLingkunganHidup

Menurunnyajumlahparameterkualitas airsungai yangtidakmemenuhibaku mutupada 4 sungaidi KotaYogyakarta

11
parameter

3parameter 172,73% 9
parameter

7 parameter 122,22% 7
parameter

7parameter 100,00% BLH

Terpantaunyausaha/kegiatan yangmengelolalimbah cairsesuai bakumutu Kep GubDIY Nomor281/KPTS/1998

80 usaha 32 usaha 40,00% 90 usaha 100 usaha 111,11% 100 usaha 74 usaha 74,00%

Rica
Line

Rica
Line
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMMenurunnyajumlahparameterkualitas udaraambien yangtidakmemenuhibaku mutupada 10 lokasipemantauan

5
parameter

0parameter 200,00% 4
parameter

0 parameter 200,00% 3
parameter

3parameter 100,00%

Terpantaunyausaha/kegiatan yangmentaatidokumenlingkungan danperaturanlingkunganhidup

150 usaha 61 usaha 40,67% 200 usaha 178 usaha 89,00% 250 usaha 250 usaha 100,00%

Meningkatnyajumlahusaha/kegiatanyang memilikidokumenlingkungan(AMDAL, UKL-UPL, SPPL,DPL)

400 usaha 482 usaha 120,50% 425  usaha 487 usaha 114,59% 450  usaha 74 usaha 16,44%
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMProsentaselahan dan/atautanah yangtelahdidtetapkanstatuskerusakanlahan dan/atautanah untukproduksibiomassa yangdiinformasikan(PeraturanMENLH No. 19Tahun 2008tentang SPMBidangLingkunganHidup DaerahProvinsi danKabupaten/Kota)

65% 100% 153,85% 70% 100% 142,86% 75% 100% 133,33%

ProgramPeningkatanKapasitas danAksesInformasiSumber DayaLingkunganHidup

Meningkatnyajumlahkelembagaanmasyarakatpengelolalingkunganpada tingkatkelurahan

27
kelurahan

29kelurahan 107,41% 36
kelurahan

35 kelurahan 97,22% 45
kelurahan

45kelurahan 100,00% BLH

Rica
Line

Rica
Line
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMTerlayaninyapengujianparameterkualitaslingkungan dilaboratoriumpengujiankualitaslingkungansesuai standarSNI

17
parameter

14parameter 82,35% 20
parameter

18 parameter 90,00% 24
parameter

18parameter 75,00%

Termanfaatkannya SistemInformasiLingkunganHidup dalampenyajian datadan informasilingkungan

6 menu 8 menu 133,33% 7 menu 7 menu 100,00% 8 menu 8 menu 100,00%

Meningkatnyajumlah sekolahberwawasanlingkungan
263

sekolah
124sekolah 47,15% 285 sekolah 165 sekolah 57,89% 339 sekolah 311sekolah 91,74%

TerpilihnyasekolahAdiwiyata Kota 12 sekolah 21 sekolah 175,00% 15 sekolah 48 sekolah 320,00% 18 sekolah 51 sekolah 283,33%
ProgramKonservasiSumber DayaAlam

Terpantaunyakualitas airtanah padasumur milikusaha/kegiatandan rumahtangga(domestik)

280 titik 715 titik 255,36% 300 titik 162 titik 54,00% 320 titik 242 titik 75,63% BLH

Rica
Line

Rica
Line
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PROGRAM INDIKATOR

2014 2015 2016

SKPD
PENGAMPU

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAM

TARGET
KINERJA

PROGRAM

REALISASI
KINERJA

PROGRAM

TINGKAT
CAPAIAN
KINERJA

PROGRAMTerkendalinyapenurunanpermukaan airtanah
10 cm 10 cm 100,00% 10 cm 10 cm 100,00% 10 cm 10 cm 100,00%
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2.2.3. Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun
2016A. Kinerja FisikBerikut disajikan tabel perbandingan target dan realisasi kinerja fisikpada tahun 2016

Tabel 2.262
Perbandingan Target dan Realisasi Fisik

Bulan Fisik
Target (%) Realisasi (%)

s.d. 31 Desember
2016

100% 97,7%
Adapun penyebab tidak tercapainya target fisik 100% adalahadanya belanja yang tidak terealisasi dikarenakan tidak bisa diprediksidalam perencanaan sejak awal. Seperti: suku cadang kendaraan,pemeliharaan alat-alat kantor, makan minum tamu, perjalanan dinas dandiklat.Selain itu juga terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan yang tidakmencapai 100% yakni :

Tabel 2.263
Kegiatan Yang Tidak Mencapai 100%

No Nama Kegiatan Output/Keluaran Keterangan1. PembangunanKantorInspektorat
PembangunanKantorInspektorat

Putus kontrak dengan progres fisikkonstruksi 53,9%Nilai Kontrak Rp 4.435.151.000Nilai PaguRp 4.825.000.000,002. RehabilitasiKantor KecamatanWilayah Barat
RehabilitasiKantor KecamatanWil. Barat (KecJetis)

Putus kontrak dengan progres fisikkonstruksi 87,86%Nilai Kontrak Rp 2.700.000.000Nilai Pagu Rp 3.300.000.000,003 RehabilitasiRuang Belajar TKdan SD WilayahTimur
Rehabilitasi RuangBelajar TK dan SD Putus kontrak rehab SDTegalpanggung dengan progresfisik konstruksi 46,69%Nilai Kontrak Rp 1.902.647.000Nilai Pagu Rp 2.050.000.000,004 RehabilitasiPuskesmas RehabilitasiPuskesmasPembantu Benerserta KantorKelurahan Bener

Putus kontrak, progress fisikkonstruksi 29,51%Nilai Kontrak Rp 2.516.070.600Nilai Pagu Rp 2.850.000.000,00
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Keempat pekerjaan tersebut putus kontrak dan dibayarkan sesuai progresfisik dan pada tahun anggaran 2017 sudah dianggarkan untuk penyelesaiaankeempat pekerjaan tersebut. Adapun faktor penghambatnya adalah penyediatidak bisa memaksimalkan percepatan pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasiteknis mengingat waktu pelaksanaan yang disediakan relatif singkat dimanapekerjaan tersebut berakhir pada tata kala akhir tahun anggaran.Adapun jika dilihat dari sisi pengadaan barang/jasa, kinerjanya dapatdilihat sebagai berikut :
Tabel 2.264

Relalisasi Paket Pengadaan  Yang  Dilelangkan

Jumlah Paket
Pengadaan

2016
(Yang Harus

melalui lelang)

Realisasi
Jumlah
Paket

selesai
lelang s.d.

Akhir 2016

Total Pagu Seluruh
Paket Pengadaan(Rp)
(Yang Harus melalui

lelang)

Realisasi  Paket
yang  selesai lelang

s.d. Akhir 2016
(dalam Rp)225  paket 214 paket Rp  216.948.456.260,- Rp 207.650.413.260,-Beberapa paket yang mengalami lelang gagal yakni :

 Belanja modal alat pemadam kebakaran (sarung tangan, baju, pagu Rp544.000.000,- dikarenakan waktu yang tidak mencukupi
 Pemeliharaan trotoar Jl. C Simanjuntak, pagu Rp 289.575.000,00 tidak adayang menawar, di lokasi tersebut dinilai oleh penyedia risiko sosial tidaksebanding dengan nilai paket (dianggarkan lagi di tahun 2017).
 Perkuatan dan Perbaikan Struktur UPT Bisnis Tahap I, pagu Rp1.750.000.000,00apabila dilakukan pelelangan ulang waktu pelaksanaantidak mencukupi. (dianggarkan kembali di tahun anggaran 2017)
 Konsultansi Pengembangan Support Manajemen Pengendalian InternalSKPD/Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta, pagu Rp 105.000.000,00efisiensi anggaran (pada tahun 2017 tidak dianggarkan untuk jasakonsultansi melainkan pelaksanaan swakelola monitoring SPIP)
 Sedangkan sisa 7 paket tidak dilaksanakan dengan pertimbangan efisiensi(belum dilimpahkan ke ULP namun sudah tertuang di RUP)

Tabel 2.265
Paket Pekerjaan Yang Belum Dilimpahkan ke ULP

No SKPD Kegiatan Pekerjaan Nilai Pagu
(Rp)1 Rumah SakitJogja PengembanganSarana danPrasaranaRumah Sakit

Pengadaan AlatKedokteran danAlat KesehatanPACS (Sumber DanaAPBD)
1.790.000.000
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2 Rumah SakitJogja PengembanganSarana danPrasaranaRumah Sakit
Pengadaan AlatKesehatan danKedokteran PaketNon E-Catalog(SumberDana DAK Sarpras)

3.150.000.000

3 KantorKesatuanBangsa Pembinaan danpengembangankeolahragaan Belanja pakaianolahraga 263.100.000
No SKPD Kegiatan Pekerjaan Nilai Pagu

(Rp)4 DinasPerindustrian,Perdagangan,Koperasi danPertanian
PelatihanPeningkatanSumber DayaManusia (SDM)

Belanja PengadaanAlat untukPelatihanKewirausahaanTahun 2016
610.000.000

5 DinasPerindustrian,Perdagangan,Koperasi danPertanian
PengawasandanPengamananPerdagangan

Pelatihan Animasidi BCIC/BDIDenpasar 280.000.000
6 DinasPengelolaanPasar OptimalisasiPelayananBLUD UPTPusat Bisnis

Pengadaan TravoUPT Pusat Bisnis 400.000.000
7 SekretariatDPRD PenjaringanAspirasiMasyarakat Belanja Cetak (cetakmajalah sebanyak16.000 eks) 208.000.000

B. Kinerja KeuanganUntuk kinerja keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dilihat padarealisasi belanja langsung berikut ini :
Tabel 2.266

Realisasi Belanja Langsung

Bulan

Jenis
Belanja

Keuangan (Belanja Langsung)

Target
(Rp)

Target
(%) Realisasi*(Rp) Realisasi*

(%)

s.d. 31
Desemb
er 2016

BelanjaPegawai 171.747.019.722,00 100 165.010.870.392,28 96,08
BelanjaBarangdan Jasa 521.782.567.591,00 100 468.194.525.280,18 89,73 89,73
BelanjaModal 287.443.350.391,00 100 258.987.412.638,97 90,10
TOTAL 980.972

.937.70
4,00

100,00 892.192.808.3
11,43

90,95
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Penyebab deviasi untuk belanja pegawai adalah adanya honor yangtidak terealisasi dikarenakan personil yang cuti, diklat, mutasi, tugas belajar,dan pensiun. Sedangkan untuk belanja barang dan jasa, deviasi dikarenakanadanya belanja yang tidak terealisasi dikarenakan tidak bisa diprediksi dalamperencanaan sejak awal. Seperti: suku cadang kendaraan, pemeliharaan alat-alatkantor, makan minum tamu, perjalanan dinas dan diklat. Untuk belanja modal,rendahnya penyerapan anggaran keuangan disebabkan adanya pengadaanbarang jasa yang lelang gagal, gagal lelang, dan tidak selesai 100% secara fisik.
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2.3. Permasalahan Pembangunan

2.3.1 Bidang Sosial

A. Kesehatan

1. Angka Kematian IbuAngka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitungberdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan,persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. AKI menjadi salahsatu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat.Indikator AKI dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum,pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinanoleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.AKI di Kota Yogyakarta pada kurun waktu 2012-2016 cenderungmengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun dengan AKI tertinggiadalah pada tahun 2013 (sebesar 204,3) dan tahun dengan AKI terendahadalah tahun 2014 (sebesar 45,78). AKI mengalami peningkatan cukupbesar pada tahun 2012-2013 dan 2014-2015, kemudian mengalamipenurunan pada tahun 2014 dan 2016. Fluktuasi angka kematian ibumelahirkan di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa kondisi kesehatan dankecukupan gizi bagi ibu hamil menjadi hal yang penting untuk diperhatikanagar risiko kematian ibu saat melahirkan dapat berkurang.Meskipun Angka Kematian Ibu di Kota Yogyakarta cenderung naikturun tetapi nilainya cukup besar (melebihi angka 100 per 100.000kelahiran hidup), kecuali pada tahun 2014. Tingginya Angka Kematian Ibudapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya pemeriksaan kehamilandiduga hanya dilakukan saat menjelang melahirkan saja sehinggameningkatkan resiko bagi ibu dan bayi. Selain itu, adanya penyakit menularjuga menyebabkan menurunnya kesehatan ibu, serta Program P4K yangdigerakkan oleh kader belum optimal sehingga masih memungkinkanadanya ibu hamil yang tidak terpantau kesehatannya.Pada tahun 2014, jumlah kematian ibu melahirkan menurun drastisdibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dipengaruhi adanya manualrujukan untuk periksa kehamilan maupun melahirkan. Selain itu, terdapatdukungan biaya dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pelayanankesehatan, serta kemudahan akses ke Puskesmas atau fasilitas kesehatanlainnya. Kenaikan AKI pada tahun 2015, kemungkinan disebabkan tidakdisiplinnya ibu dalam memeriksakan kesehatan selama kehamilan,sehingga terdapat penyakit-penyakit penyerta yang tidak terdeteksi selamakehamilan berlangsung dan menyebabkan semakin meningkatnya resiko
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kematian. Kematian Ibu melahirkan di Kota Yogyakarta pada tahun 2015beberapa diantaranya disebabkan oleh penyakit TBC Milier, TBC HIV,pendarahan, dan sepsis. Penyakit yang menyebabkan kematian ibu tersebutdominan dialami oleh ibu yang berdomisili di luar Kota Yogyakarta tetapimelahirkan di fasilitas kesehatan yang ada di Kota Yogyakarta.Angka Kematian Ibu di Kota Yogyakarta yang cenderung naik turunpada kurun waktu 2012-2016, sama halnya dengan capaian target AngkaKematian Ibu pada kurun waktu yang sama. Ketika jumlah kematian ibumeningkat, maka capaian target Angka Kematian Ibu menjadi turun.Tingginya Angka Kematian Ibu di Kota Yogyakarta dalam kurunwaktu tahun 2012-2016 sesungguhnya tidak sepenuhnya mencerminkanbahwa seluruh kasus kematian ibu di Kota Yogyakarta ini dialami oleh ibumelahirkan yang berdomisili di Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan tidaksemua ibu melahirkan di fasilitas kesehatan yang ada di Kota Yogyakartamerupakan penduduk yang berdomisili di Kota Yogyakarta. Jumlah ibumelahirkan di Kota Yogyakarta mungkin tidak terkait langsung denganjumlah penduduk yang datang (migrasi masuk) ke Kota Yogyakarta. Namun,jika ditinjau dari jumlah penduduk yang datang (migrasi masuk) ke KotaYogyakarta pada tahun 2012-2016, jumlah penduduk perempuan yangberpindah ke Kota Yogyakarta semakin meningkat dan lebih banyakdibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki yang datang (migrasimasuk) pada kurun waktu yang sama. Jika jumlah penduduk perempuanyang masuk ke Kota Yogyakarta terus meningkat hingga beberapa tahun kedepan dengan tidak disertai kondisi pendidikan, ekonomi, dan kesehatanyang memadai, maka ketika para penduduk perempuan ini melahirkan diKota Yogyakarta dapat berpotensi meningkatkan Angka Kematian Ibu.Sebenarnya terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkantingginya Angka Kematian Ibu di Kota Yogyakarta selama 5 tahun terakhir.Berdasarkan penyebabnya, faktor-faktor yang memicu tingginya AngkaKematian Ibu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu penyebab langsung danpenyebab tidak langsung. Penyebab langsung menjadi mayoritas penyebabkematian ibu yang diantaranya terdiri dari perdarahan, eklampsi, infeksi,dan persalinan macet. Sementara itu, terdapat penyebab tidak langsung,misalnya usia ibu yang terlalu tua saat melahirkan (>35 tahun), usia ibuyang terlalu muda saat melahirkan (akibat pernikahan dini maupunkehamilan di luar nikah), terlalu sering melahirkan (jeda waktuantarkelahiran terlalu dekat), terlambat mengetahui bahaya kehamilan,terlambat dalam memutuskan ke fasilitas untuk melahirkan, sertaterlambat mendapatkan fasilitas untuk melahirkan. Upaya-upaya yang
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dapat dilakukan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu antara lain denganmeningkatkan kualitas dan cakupan layanan bagi ibu hamil dan ibumelahirkan serta menjamin terpenuhinya kebutuhan nutrisi bagi ibu hamilhingga saat melahirkan.
2. Angka Kematian BayiAngka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematianbayi berusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada suatutahun tertentu. Kematian perinatal menurut Dinas Kesehatan KotaYogyakarta merupakan kematian bayi dengan umur kehamilan lebih dari22 minggu yang lahir dalam keadaan meninggal dalam masa 7 hari setelahpersalinan. Fungsi dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaansosial ekonomi masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Data AKBini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-programpelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi.Angka kematian bayi di Kota Yogyakarta tahun 2012-2014menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, kemudianmenurun pada tahun 2015-2016. Pertumbuhan rata-ratanya adalah -8,00%per tahun dengan penurunan dari 10,90 kematian bayi per 1.000 kelahiranhidup pada tahun 2012 menjadi 7,81 kematian bayi per 1.000 kelahiranhidup pada tahun 2016. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitaskesehatan masyarakat terutama ibu dan bayi.Realisasi kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup di Kota Yogyakartayang naik turun juga menyebabkan capaian target dari Angka KematianBayi ikut mengalami naik turun. Ketika angka kematian bayi meningkat,maka realisasinya menjadi turun.Perkembangan angka kematian bayi di Kota Yogyakarta dalam kurunwaktu tahun 2012-2016  menunjukkan kondisi yang fluktuatif, dengancapaian target indikator belum mencapai angka 100%. Capaian targettertinggi terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 86,19%, tetapi kembaliturun menjadi 83,43% di tahun 2016. Melihat capaian target angkakematian bayi per 1.000 kelahiran hidup yang cenderung fluktuatif tersebutmengindikasikan belum optimalnya kualitas kesehatan masyarakatterutama ibu dan bayi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tidakterpenuhinya capaian target indikator tersebut diantaranya tingginya kasuskehamilan yang tidak diinginkan (orangtua yang merasa malu untukmemeriksakan kandungan sehingga tidak terdeteksinya kesehatan bayi).Selain itu, masih kurangnya fasilitas kesehatan rujukan yang mempunyaisarana NICU. Sebenarnya masih banyak faktor-faktor yang kemungkinan
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menyebabkan Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta selama 5 tahunterakhir, hal ini memerlukan analisis lebih lanjut.
3. Angka Kematian BalitaPer 1.000 Kelahiran HidupAngka Kematian Balita (AKABA) adalah kematian yang terjadi padaanak sebelum mencapai usia lima tahun. Angka Kematian Balitamenunjukkan banyaknya kasus kematian anak balita per 1.000 kelahiranhidup di suatu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu. Berikutmerupakan data capaian target angka kematian balita di Kota Yogyakartatahun 2012-2016.

Tabel 2.267Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota YogyakartaTahun 2012-2016
No Indikator Kinerja Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

1 Target % 1,90 1,80 1,60 1,50 1,30

2. Realisasi % 1,50 2,27 1,60 1,51 2,60

3 Capaian Target % 121,05 73,89 100,00 99,33 0,00

Sumber :

1) Profil Kesehatan Tahun 2012-2015 (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 2016); Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2017
2) Hasil Olahan, 2017

Angka kematian balita dalam dalam kurun waktu 5 tahun terakhircenderung fluktuatif. Berdasarkan hasil analisis, capaian target indikatorkematian balita sudah mencapai angka 100% pada tahun 2014.Keberhasilan pencapaian target indikator tersebut antara lain disebabkanoleh (1) adanya dukungan biaya dari pemerintah Kota Yogyakarta untukpelayanan kesehatan dan, (2) kemudahan akses ke Puskesmas atau fasilitaskesehatan lain yang sangat mudah. Namun, capaian target menurun drastispada tahun 2016 ketika realisasi angka kematian bayi justru 2 kali lipat daritarget. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan target (angka target yangmakin kecil) selama 5 tahun terakhir belum bisa diimbangi.
B. Reformasi BirokrasiPelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukandengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu. Tujuanpenyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta adalahuntuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untukmencapai sasaran reformasi birokrasi yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih danbebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitasdan akuntabilitas kinerja pada seluruh tingkatan manajemen pemerintahan. Road
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Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta yang merupakan rencanateknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kota Yogyakartadievaluasi tiap tahunnya. Laporan evaluasi atas pelaksanaan Road Map ReformasiBirokrasi dilakukan dengan mengisi form yang kemudian dinilai oleh pusat. Berikutadalah aspek Road Map Reformasi Brokrasi yang mengalami perubahan dari tahun2015 dan 2016. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.
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Tabel 2.249
Perkembangan Laporan Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 dan 2016

POIN PENILAIAN TAHUN 2015 DOKUMEN PENDUKUNG TAHUN 2016 DOKUMEN PENDUKUNG
MANAJEMEN PERUBAHANPenyusunan Road Map telahmelibatkan seluruh unit organisasi Seluruh unit organisasitelah dilibatkan dalampenyusunan Road map Notulen penyusunan Road map Sebagian besar unitorganisasi telahdilibatkan dalampenyusunan Road map SK Tim keseluruhan dan notulen

Terdapat keterlibatan pimpinantertinggi secara aktif danberkelanjutan dalam pelaksanaanreformasi birokrasi
Seluruh jajaranpimpinan tertinggiterlibat secara aktif danberkelanjutan dalampelaksanaan ReformasiBirokrasi

Komitmen Walikota dalambentuk adanya kebijakan-kebijakan pendukung RBseperti Perwal Nomor 76 Tahun2014 tentang PedomanPembangunan Agen PerubahanReformasi Birokrasi danKepwal Nomor 441 Tahun 2014tentang Pembentukan Agenperubahan Reformasi Birokrasi

Sebagian besarpimpinan tertinggiterlibat secara aktif danberkelanjutan dalampelaksanaan ReformasiBirokrasi

Perwal budaya pemerintahan 58tahun 2015 tentang budayapemerintahan di PemerintahKota Yogyakarta, setiap SKPDmempunyai kelompok kerjabudaya pemerintahan, SENomor: 130/87/SE/2015tentang budaya pemerintahan.sudah 70% SKPD yang membuat.
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Telah dilakukan revisi peraturanperundang-undangan yang tidakharmonis / tidak sinkron
Revisi atas peraturanperundang-undanganyang tidak harmonis/tidak sinkron telahselesai dilakukan, atautidak ditemukanadanya peraturanperundangan-undangan yang tidakharmonis

Rekapitulasi data peraturanperundang-undangan yangsudah direvisi/disempurnakan
Upaya revisi atasperaturan perundang-undangan yang tidakharmonis/tidaksinkron telahdilakukan, namunbelum selesai

Data rekapitulasi produk hukumdaerah yang telah dilakukanharmonisasi dan KesepakatanProlegda Tahun 2015
Adanya Sistem pengendalianpenyusunan peraturanperundangan yang mensyaratkan Seluruh persyaratanlengkap dandiimplementasikan, SOP produk hukum masihberupa Keputusan KepalaBagian Hukum blm berupa Ada persyaratantersebut namun barusebagian SOP produk hukum BagianHukum Nomor Contohdokumen proses peraturan
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POIN PENILAIAN TAHUN 2015 DOKUMEN PENDUKUNG TAHUN 2016 DOKUMEN PENDUKUNGadanya Rapat Koordinasi, NaskahAkademis/kajian/policy paper, danParaf Koordinasi Keputusan Walikota, Jadwalkegiatan jasa konsultasi dan SE065/13/SE/2014 diimplementasikan perundangan dan notulen rapatpembahasan
Telah dilakukan evaluasi ataspelaksanaan sistem pengendalianpenyusunan peraturan perundang-undangan

Evaluasi ataspelaksanaan sistempengendalianpenyusunan peraturanperundang-undangandilakukan secaraberkala
Notulen rapat koordinasi

Evaluasi ataspelaksanaan sistempengendalianpenyusunan peraturanperundang-undangandilakukan secara tidakberkala
Data hasil evaluasi

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

Telah dilakukan evaluasi yangmenganalisis kemungkinan adanyapejabat yang melapor kepada lebihdari seorang atasan
Telah dilakukanevaluasi yangmenganalisiskemungkinan adanyapejabat yangmelapor kepada lebihdari seorang atasankepada sebagian unitkerja

Perwal 57 tahun 2013: PolaKoordinasi PerangkatDaerah/Instansi VertikalDi Pemerintah KotaYogyakarta
elah dilakukan evaluasiyang menganalisiskemungkinan adanyapejabat yangmelapor kepada lebihdari seorang atasankepada seluruh unitkerja

Hasil evaluasi implementasiPerwal 57 th 2013
PENATAAN TATALAKSANA

Telah memiliki peta proses bisnisyang sesuai dengan tugas danfungsi
Sebagian besar unitorganisasi telahmemiliki peta prosesbisnis yang sesuaidengan tugas dan fungs

Dokumen Peta ProsesBisnis/Mekanisme Kerja
Sebagian kecil unitorganisasi telahmemiliki peta prosesbisnis yang sesuaidengan tugas danfungsi

Dokumen peta prosesbisnis/mekanisme kerja. Perwalpedoman penyusunantatalaksana,SE Nomor060/….,Workshop,Keputusankepala SKPD tentang penetapanproses bisnis
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDMTelah dilakukan asessment kepadapegawai Telah dilakukanasessment kepadasebagian kecil pegawai Daftar jumlah pegawai yangdikirim untuk mengikutiassesmen psikologi Telah dilakukanasessment kepadasebagian besar pegawai Laporan Asesor kepada Ka.BKDKota Yogyakarta perihalsusunan hasil Pelaksanaan
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POIN PENILAIAN TAHUN 2015 DOKUMEN PENDUKUNG TAHUN 2016 DOKUMEN PENDUKUNGAsesmen Psikologis Tahun 2004s/d 2014 Pegawai yangmengikuti Assesment : Tahun2004 s/d 2014 sebanyak 1165orang -Surat Ka.BKD No x 812 /021 tanggal 20 Januari 2016perhal : Laporan HasilAsesmen Psikologis Tahun 2015- Surat Ka.BKD No x 893 / 080tanggal 15 Maret 2016 perihal:Laporan Hasil AsesmenPsikologis Tahun 2015 Pegawaiyang mengikuti asesmen Tahun2015Sebanyak 75 orang dan 87 orangRencana tahun 2016 : 140 orang( Sudah Dilaksanakan 2 angkatan) Nama, NIP dan jabatan pegawaiyang telah mengikuti assessmenttermuat didalam Surat LaporanHasil Asesmen
Kebijakan promosi terbuka telahditetapkan Tidak terdapatkebijakan tentangpromosi terbuka dantelah ditetapkan Tidak ada bukti dukungterkait hal ini Terdapat kebijakantentang promositerbuka dan telahditetapkan

Dokumen terkait Kebijakanpromosi terbuka telahditetapkan dengan Perwal No 63Tahun 2015 tentang Tata CaraPengisian Jabatan PimpinanTinggi Pratama secara terbukadan Perwal No 11 Tahun 2016tentang Perubahan atas PerwalNo 63 Tahun 2015 tentang tatacara pengisian Jabatan PimpinanTinggi Pratama secara terbuka
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POIN PENILAIAN TAHUN 2015 DOKUMEN PENDUKUNG TAHUN 2016 DOKUMEN PENDUKUNG

Promosi terbuka pengisian jabatanpimpinan tinggi telah dilaksanakan Belum ada promositerbuka jabatanpimpinan tinggi Tidak ada bukti dukungterkait hal ini Promosi terbukajabatan pimpinantinggi
Pengumuman Ketua Pansel JPTPratama No 01/Pansel/III/2016tanggal 17 Maret 2016 TentangSeleksi Terbuka JPT PratamaPemkot Tahun 2016

Promosi terbuka dilakukan secarakompetitif dan obyektif
Belum ada pelaksanaanpromosi dilakukandengan cara kompetitifdan penilaiandilakukan secaraobyektif

Tidak ada bukti dukungterkait hal ini
Promosi terbukajabatan pimpinantinggi terbatas padaposisi jabatanpimpinantinggi pratama

Kriteria dan tatacara Seleksi JPTtermuat dlmPengumuman Ketua Pansel JPTPratama No01/Pansel/III/2016 tanggal 17Maret 2016 TentangSeleksi Terbuka JPT PratamaPemkot Tahun 2016
Promosi terbuka dilakukan olehpanitia seleksi yang independen

Belum ditetapkansusunan panitia seleksiyang berasal daripihak-pihakindependen
Tidak ada bukti dukungterkait hal ini Diitetapkan susunanpanitia seleksi yangberasal dari pihak-pihak independen

Kepwal No 434 Tahun 2015Tentang pembentukan PanitiaSeleksi JPT Pratama di PemkotKepwal No 259 Tahun 2016Tentang Pembentukan PanitiaSeleksi dan SekretariatPanitia Seleksi JPT PratamaPemkot Yk Tahun 2016 Namadan Jabatan anggota Tim Seleksitermuat dalam lampiran Kepwal
Hasil setiap tahapan seleksidiumumkan secara terbuka

Belum ada tahapandiumumkan secaraterbuka melalui mediaIT seperti websitepanitia seleksi dsb
Tidak ada bukti dukungterkait hal ini

Tahapan diumumkansecara terbuka melaluimedia IT sepertiwebsite panitia seleksidsb

Tahap2 seleksi; jumlah tahap:ada 3 tahap pengumuman 1.Pengumuman Lowongan JPTPratama tgl 21 maret 016 s/d 30maret 016 2. Pengumuman HasilSeleksi Administrasi tanggal 4april 2016 3. Pengumuman HasilSeleksi Terbuka tanggal 27 April2016
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POIN PENILAIAN TAHUN 2015 DOKUMEN PENDUKUNG TAHUN 2016 DOKUMEN PENDUKUNG

Ukuran kinerja individu telahmemiliki kesesuaian denganindikator kinerja individu leveldiatasnya
Seluruh pegawai telahmemiliki ukurankinerja individu yangsesuai denganindikator kinerjaindividu diatasnya

Tapkin, DPA, Renja, RKT,SKP
Seluruh pegawai belummemiliki ukurankinerja individu yangsesuai denganindikator kinerjaindividu diatasnya

Naskah dinas/dokumen hasilevaluasi kesesuaianukuran kinerja individu denganindikator kinerjaindividu diatasnya; prosentaseyang memilikiukuran yang sesuai Menunggu E-Kinerja
Adanya pemberian sanksi danimbalan (reward)

Adanya pemberiansanksi dan imbalan(reward) kepadasebagian besar unitorganisasi
Data PNS yg dijatuhihukuman disiplin. SPJ TPPsetiap bulan dimasing-masing SKPD

Belum ada pemberiansanksi dan imbalan(reward) kepada unitorganisasi
Belum ada data terkaitpenerapan reward danpunishment untuk skala unitorganisasi

Kelas jabatan telah ditetapkan Seluruh unit organisasibelum menetapkankelas jabatan
Pemkot Yk sudah mengirimkanhasil evaluasi jabatan keMenpan RB, tetapi sampai saatini hasil validasi blm turun

Seluruh unit organisasitelah menetapkan kelasjabatan
Surat Walikota Yogyakartakepada Men PAN Nomor800/3939 tanggal 5 November2015 perihal Usulan ValidasiHasil Evaluasi Jabatan

PENGUATAN AKUNTABILITAS

Sistem Pengukuran Kinerja telahdirancang berbasis elektronik
Sistem PengukuranKinerja berbasiselektronik dalampengembangan tpbelum implementasI

SPK dengan pihak ketiga terkaitpembangunansistem e-LAKIP
Sistem PengukuranKinerja berbasiselektronik sudahterimplementasi tapibelum terintegrasi Printscreen SIM E-lakip

Sistem Pengukuran Kinerja dapatdiakses oleh seluruh unit Sistem pengukurankinerja belum dapatdiakses oleh unitorganisasi Belum ada bukti dukungyang terkait Sistem PengukuranKinerja dapat diaksesoleh seluruh unitorganisasi sistem E-lakip
PENGUATAN PENGAWASANTelah dilakukan evaluasi ataskebijakan penanganan gratifikasi Belum terdapatevaluasi atas kebijakan Belum ada bukti dukung Terdapat evaluasi ataskebijakan penanganan Dokumen hasil evaluasiimplementasi kebijakan
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POIN PENILAIAN TAHUN 2015 DOKUMEN PENDUKUNG TAHUN 2016 DOKUMEN PENDUKUNGpenanganan gratifikasi gratifikasi pedoman pengendaliangratifikasiHasil evaluasi atas penanganangratifikasi telah ditindaklanjuti Belum terdapatlaporan tindak lanjut Belum ada bukti dukung Terdapat laporantindak lanjut Dokumen laporan tindak lanjutpenanganan gratifikasi
Telah dilakukan kegiatanpengendalian untuk meminimalisirrisiko yang telahDiidentifikasi

Sebagian besarorganisasi telahmelakukan kegiatanpengendalian untukmeminimalisir risikoyang telahdiidentifikasi
Dokumen RTP, Dokumenhasil monev SPIP Th 2014

Seluruh organisasitelah melakukankegiatan pengendalianuntuk meminimalisirrisiko yang telahdiidentifikas
Dokumen Hasil Monev 2015

Whistle Blowing System telahdisosialisasikan Whistle blowingsystem belumdisosialisasikan keseluruh organisasi Belum ada bukti dukung Whistle blowingsystem disosialisasikanke sebagian kecilorganisaso
Whistle blowing system belumdisosialisasikan keseluruh organisasi baru sebagiankecil : pada forum koordinasi,konsultasi, pelaksanaan audiWhistle Blowing System telahdiimplementasikan Kebijakan whistleblowing system belumdiimplementasikan Belum ada bukti dukung Kebijakan whistle

blowing system telahdiimplementasikan Print srceen WBS
Telah terdapat PenangananBenturan Kepentingan Belum terdapatperaturan/kebijakanPenanganan BenturanKepentingan

Baru disusun draft perwaltentang Penanganan BenturanKepentingan
Terdapatperaturan/kebijakanPenanganan BenturanKepentingan

Perwal Yk No.17 Th.2015tentang pengaturan benturankepentingan di PemkotYogyakarta
Penanganan BenturanKepentingan telah disosialisasikan

Penanganan BenturanKepentingan belumdisosialiasikan keseluruh unitorganisasi
Baru disusun draft perwaltentang Penanganan BenturanKepentingan

Penanganan BenturanKepentingandisosialiasikan keseluruh unit organisasi Sosialisasi ke seluruh SKPD(daftar hadir, notulen)
Penanganan BenturanKepentingan telahdiimplementasikan

Belum PenangananBenturan Kepentingantelahdiimplementasikan
Baru disusun draft perwaltentang Penanganan BenturanKepentingan Penanganan BenturanKepentingan telahdiimplementasikan SKPD membuat identifikasibenturan kepentingan
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POIN PENILAIAN TAHUN 2015 DOKUMEN PENDUKUNG TAHUN 2016 DOKUMEN PENDUKUNGTelah dilakukan evaluasi atasPenanganan BenturanKepentingan
Penanganan BenturanKepentingan belumdimonitoring danevaluasi

Baru disusun draft perwaltentang Penanganan BenturanKepentingan
Penanganan BenturanKepentingandimonitoring danevaluasi tidak secaraberkala

Dokumen hasil evaluasiimplementasi kebijakanpengaturan benturankepentingan
Hasil evaluasi atas PenangananBenturan Kepentingan telahditindaklanjuti

Seluruh Hasil evaluasiatas PenangananBenturan Kepentinganbelumditindaklanjuti
Baru disusun draft perwaltentang Penanganan BenturanKepentingan

Sebagian besar Hasilevaluasi atasPenanganan BenturanKepentingan telahditindaklanjuti
Dokumen tindak lanjut hasilevaluasi

APIP didukung dengan SDM yangmemadai secara kualitas dankuantitas.
Sebagian besar fungsipengawasan internaltertangani oleh SDMyang kompeten baiksecara kuantitasmaupun kualitas

Dokumen hasil levelingtatakelola APIP catatan: untukkuantitas dukungan PFA <30%hasil anjab
Seluruh fungsipengawasan internaltertangani oleh SDMyang kompeten baiksecara kuantitasmaupun kualitas

Rekapitulasi jumlah SDM, dataDiklat , Dokumenpenilaian leveling APIP
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKTelah dilakukansosialisasi/pelatihan dalam upayapenerapan Budaya PelayananPrima (contoh: kode etik, estetika,capacity building, pelayananprima)

Sebagian besarsosialisasi/pelatihantelah dilakukan dalamupaya penerapanbudaya pelayananprima
Sertifikat serviceexcellent,Laporan kegiatanForkompanda

Seluruhsosilisasi/pelatihantelah dilakukan dalamupaya penerapanbudaya pelayananprima
Laporan kegiatan (forkompanda,sosialisasibudayakerja, workshoppelayanan publik, workshopPPK BLUD)

Sumber: Hasil Laporan Evaluasi Tahap 3 Tahun 2015 dan 2016
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Evaluasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi terkait Road Map Reformasi Birokrasi Kota Yogyakartaadalah berupa masukan untuk 8 area perubahan. Masukan untuk area ManajemenPerubahan adalah belum dilakukan evaluasi atas penerapan kebijakan “agenperubahan” sebagai upaya untuk melakukan perubahan pola pikir aparatur.Kemudian untuk area peraturan perundang-undangan adalah mengenai kajian atasperaturan perundangan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta belum optimalterutama terkait dengan identitikasi berbagai kebijakan yang tidak selaras, tidak lagidiperlukan serta kebijakan yang bersifat lintas sektor. Yang kedua adalah evaluasiatas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undanganbelum dilakukan secara berkala. Untuk area Penataan dan Penguatan Organisasimasukan yang diberikan mengenai struktur organisasi yang belum sepenuhnyarelevan dengan kinerja yang diharapkan dalam RPJMD. Sementara untuk areaPenataan Tatalaksana tercatat baru sebagian kecil unit organisasi yang telahmemiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi, kemudian hasilevaluasi atas bisnis proses dan SOP belum menunjukkan efisiensi dan efektivitas.Masukan pada Sistem Manajemen SDM tercatat belum dilakukan asessmen padaseluruh pegawai, kinerja individu belum sepenuhnya memiliki kesesuaian denganindkator kinerja individu level di atasnya serta penilaian kinerja individu belumselaras dengan kinerja organisasi. Pada area Penguatan akuntabilitas, catatan yangdiberikan antara lain sasaran dan indikator kinerja beberapa SKPD masih belumberorientasi hasil, Tujuan belum dilengkapi dengan indikator dan target.Selanjutnya monitoring atas rencana aksi belum dilaksanakan secara berkala, sertabelum dilakukan perjanjian kinerja secara berjenjang/cascade. Untuk areaPenguatan Pengawasan, evaluasi atas kebijakan pengawasan perlu disempurnakanterutama terkait dengan pengembangan manajemen risiko, penanganan benturankepentingan, whistle blowing system serta penanganan gratifikasi. Kemudian perludilakukan monev terkait pelaksanaan SPIP di seluruh SKPD. Terakhir, areaPeningkatan Kualitas Pelayanan memiliki catatan belum terdapatnya sistemsanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepadapenerima layanan bila layanan tidak sesuai standar serta belum dilaksanakanevaluasi terhadap SOP pelayanan.Berikut adalah penilaian yang diberikan oleh Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait 8 area perubahan Road MapReformasi Birokrasi Kota Yogyakarta.
Tabel 2.250

Nilai 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi  Kota Yogyakarta Tahun 2015 dan
2016

No Area Perubahan Nilai 2015 Nilai 2016 (Sementara)1 Manajemen Perubahan 3,13 3,442 Peraturan Perundang-undangan 2,71 2,71
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3 Penataan dan Peguatan Organisasi 1,66 2,164 Penataan Tatalaksana 3,09 3,635 Penataan Sistem Manajemen SDM 11,67 11,896 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 4,15 4,577 Penguatan Pengawasan 6,79 7,828 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 4,20 4,91Total 37,39 41,13
Sumber: Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Kota Yogyakarta,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Kementrian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait reformasi birokrasi, maka selama2015-2016 terjadi peningkatan nilai yang diperoleh Kota Yogyakarta terkaitreformasi birokrasi, yakni dari 37,39 tahun 2015 menjadi 41,13 tahun 2016. Kondisiini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjalankanreformasi birokrasi sudah mengalami perkembangan yang lebih baik, ditunjukkandengan peningkatan yang cukup baik. Pemerintah Kota Yogyakarta juga telahmembuat tindaklanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Brokrasi Tahun2016 oleh Kementerian PAN dan RB. Tindak lanjut terhadap catatan dari masing-masing area perubahan dapat dilihat dalam matriks di bawah ini.
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Tabel 2.251
Matriks Tidaklanjut Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016

No. Area
Perubahan Catatan Tindak lanjut OPD

Pengampu Keterangan

1 AreaManajemenPerubahan
 Belum dilakukan evaluasi atas penerapankebijakan “agen perubahan” sebagai upayauntuk melakukan perubahan pola pikiraparatur.

 Melaksanakan evaluasi manfaat “agenperubahan” menggunakan alat ukur yangsesuai
 Melaksanakan perubahan keputusanWalikota Yogyakarta tentang AgenPerubahan sebagai tindaklanjut dari hasilperubahan organisasi perangkat daerah
 Melaksanakan identiikasi lingkungan kerjadan menyusun rencana aksi
 Menambah agen perubahan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah
 Melaksanakan Workshop Agen Perubahan

BagianOrganisasiSetda KotaYogyakarta Tahun 2017

2 Area peraturanperundang-undangan
 Kajian atas peraturan perundangan dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakartabelum optimal terutama terkait denganidentitikasi berbagai kebijakan yang tidakselaras, tidak lagi diperlukan serta kebijakanyang bersifat lintas sektor.
 Evaluasi atas pelaksanaan sistempengendalian penyusunan peraturanperundang-undangan belum dilakukansecara berkala.

 Melaksanakan pendataan produk hukumyang berupa perda dan perwal yang masihberlaku
 Menyusun Peraturan Walikota tentangproses penyusunan produk hukum daerahuntuk level kota sesuai denganPermendagri No. 80 Tahun 2015
 Melaksanakan Bimtek Regulatory Impact

Assesment tentang Harmonisasi ProdukHukum
 Melaksanakan Harmonisasi Produk Hukum

Bagian HukumSetda KotaYogyakarta
Bimtek RIA Tahun 2017dengan menggunakananggaran perubahanHarmonisasi produk hukumtahun 2018

3 Area Penataandan PenguatanOrganisasi  Struktur organisasi yang belum sepenuhnyarelevan dengan kinerja yang diharapkandalam RPJMD.
 Melaksanakan evaluasi Kelembagaandisesuaikan dengan RPJMD
 Melaksanakan Evaluasi Tugas dan FungsiOrganisasi Perangkat Daerah

BagianOrganisasiSetda KotaYogyakarta Tahun 2017
4 Area SistemManajemen SDM  Belum dilakukan asessmen pada seluruhpegawai.  Melaksanakan Asesment untuk golonganIIIb keatas BadanKepegawaian, Tahun 2017
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No. Area
Perubahan Catatan Tindak lanjut OPD

Pengampu KeteranganPendidkan,dan PelatihanKotaYogyakarta
 Kinerja individu belum sepenuhnya memilikikesesuaian dengan indkator kinerja individulevel di atasnya.
 Penilaian kinerja individu belum selarasdengan kinerja organisasi.

 Melaksanakan Asesment ulang untuk calonJabatan Pimpinan Tinggi
 Melaksanakan Tunjangan Kinerja

BagianOrganisasiSetda KotaYogyakarta Tahun 2017

5 Area PenguatanPengawasan
 Evaluasi atas kebijakan pengawasan perludisempurnakan terutama terkait denganpengembangan manajemen risiko,penanganan benturan kepentingan whistle

blowing system, serta penanganan gratifikasi.
 Perlu dilakukan monev terkait pelaksanaanSPIP di seluruh SKPD.

 Melaksanakan Sosialisasi Wistle Blowing
System

 Menyusun model evaluasi benturankepentingan
 Melaksanakan evaluasi kebijakanpengawasan
 Melakukan optimalisasi monitoring danevaluasi SPIP

InspektoratKotaYogyakarta Sosialisasi WBS Tahun2017

6 AreaPeningkatanKualitasPelayanan
 Belum terdapatnya sistem sanksi/rewardbagi pelaksana layanan serta pemberiankompensasi kepada penerima layanan bilalayanan tidak sesuai standar.
 Belum dilaksanakan evaluasi terhadap SOPpelayanan.

 Melaksanakan penyusunan PeraturanWalikota tentang reward and punishmentpelayanan untuk pelaksana pelayanan
 Melaksanakan Evaluasi SOP PelayananPublik

BagianOrganisasiSetda KotaYogyakarta Tahun 2017

7 Area PenataanTatalaksana
 Baru sebagian kecil unit organisasi yangtelah memiliki peta proses bisnis yang sesuaidengan tugas dan fungsi.
 Hasil evaluasi atas bisnis proses dan SOPbelum menunjukkan efisiensi danefektivitas.

 Melaksanakan evaluasi proses bisnis
 Melaksanakan Workshop proses bisnisuntuk OPD yang baru
 Melaksanakan perubahan PeraturanWalikota tentang penyusunan prosesbisnis
 Melaksanakan evaluasi SOP denganmenyederhanakan nama jabatan

BagianOrganisasiSetda KotaYogyakarta Evaluasi Proses BisnisTahun 2017
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No. Area
Perubahan Catatan Tindak lanjut OPD

Pengampu Keterangan

8 Area Penguatanakuntabilitas
 Sasaran dan indikator kinerja beberapaSKPD masih belum berorientasi hasil.
 Tujuan belum dilengkapi dengan indikatordan target.
 Monitoring atas rencana aksi belumdilaksanakan secara berkala.
 Belum dilakukan perjanjian kinerja secaraberjenjang/cascade.

 Melaksanakan penyusunan danpenyelarasan RPJMD
 Melaksanakan Penyusunan Cascading
 Melaksanakan Integrasi SIM SAKIP
 Melaksanakan Monitoring dan EvaluasiRencana Aksi Akuntabilitas

Bappeda KotaYogyakarta
Sumber: Tindaklanjut Evaluasi RB oleh Kemenpan dan RB, 2017
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C. Kependudukan

1. NatalitasAnalisis kependudukan mengenai natalitas dapat dilakukan denganmelihat kecenderungan jumlah bayi lahir hidup. Jumlah bayi lahir hidup diKota Yogyakarta dalam kurun waktu 2012-2016 cenderung mengalamipenurunan. Pada tahun 2012, jumlah bayi lahir hidup mencapai 4.658 jiwa,kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 3.841 pada tahun 2016.Dugaan menurunnya jumlah kelahiran bayi adalah dikarenakanberhasilnya program keluarga berencana yang dilakukan oleh PemerintahKota Yogyakarta serta meningkatnya kondisi perekonomian masyarakat.Jumlah peserta KB aktif pada tahun 2016 mencapai 44.454 jiwa denganpertumbuhan rata-rata 6,63 persen per tahun. Sedangkan meningkatnyakondisi perekonomian masyarakat ini ditunjukkan dengan meningkatnyaPDRB per kapita Kota Yogyakarta tahun 2012-2016 dengan rata-ratapertumbuhan 8,05 persen. Melihat kondisi tersebut masyarakat cenderungtidak memiliki jumlah anak yang banyak.
2. MigrasiMigrasi baik masuk maupun keluar dibagi dalam 5 kategori yaknimigrasi dalam satu desa/kelurahan, migrasi antar desa/kelurahan, migrasiantar kecamatan, migrasi antar kabupaten/kota dan migrasi antarprovinsi.

a. Migrasi Masuk Per Kecamatan Per Bulan Tahun 2016Kondisi migrasi masuk tiap bulan cenderung fluktuatif selamatahun 2016. Migrasi masuk paling sedikit terjadi pada bulan Julidengan jumlah jiwa 698 dengan rincian 9 jiwa dalam satudesa/kelurahan, 24 jiwa antar desa/kelurahan, 114 jiwa antarkecamatan, 171 jiwa antar kabupaten/kota dan 380 jiwaantarprovinsi. Dugaan migrasi masuk tertinggi akan terjadi di bulanJuni-Juli sepertinya tidak relevan dengan data. Migrasi masuk padabulan Juni dan Juli saat tahun ajaran baru pendidikan dasar danmenengah cenderung stabil yakni 1.051 jiwa pada bulan Juni dan 698jiwa pada bulan Juli. Namun demikian jika melihat migrasi masuk yangcukup tinggi bulan Maret-April, dapat diartikan bahwa pada bulantersebut merupakan saat bagi migran yang akan masuk ke KotaYogyakarta untuk bersekolah mempersiapkan tempat tinggal ataudomisili terlebih dulu. Migrasi masuk tertinggi terjadi di bulanSeptember dengan jumlah 1.362 jiwa dengan rincian 72 jiwa antardesa/kelurahan, 216 jiwa antar kecamatan, 418 jiwa antar
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kabupaten/kota dan 656 jiwa Antarprovinsi. Pada bulan inimasyarakat yang masuk ke Kota Yogyakarta mayoritas berasal darikabupaten/ kota dan provinsi lain. Untuk kecamatan dengan jumlahmigrasi masuk tertinggi adalah Kecamatan Umbulharjo (2.336 jiwa)dan kecamatan dengan jumlah migrasi masuk terendah adalahKecamatan Pakualaman (322 jiwa).Tingginya migrasi masuk ke Kecamatan Umbulharjo salah satufaktor penyebab karena kecamatan tersebut merupakan kecamatanterluas di Kota Yogyakarta dengan total area 812 hektar. Kemudianjuga merupakan kecamatan dengan jumlah industri besar dan sedangterbanyak di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2013 jumlah industri besardi Kecamatan Umbulharjo sebanyak 4 buah dan jumlah industrisedang sebanyak 11 buah (Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2016: 260),yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang terkaitdengan industri. Kemudian migrasi tertinggi kedua ada di KecamatanGondokusuman. Dugaan tingginya jumlah migrasi yang terjadi diKecamatan Gondokusuman adalah letaknya yang berada dilingkungan Perguruan Tinggi sehingga dapat dipahami jika banyakmigrasi yang dilakukan di daerah tersebut. Sementara migrasiterendah ada di Kecamatan Pakualaman yang merupakan kecamatandengan luas terkecil (63 hektar) di Kota Yogyakarta.
b. Migrasi Keluar per Kecamatan per Bulan Tahun 2016Tidak berbeda dengan kecenderungan migrasi masuk, kondisimigrasi keluar tiap bulan juga cenderung fluktuatif selama tahun 2016.Migrasi keluar paling sedikit terjadi pada bulan Juli dengan jumlahjiwa 737 dengan rincian 5 jiwa dalam satu desa/kelurahan, 20 jiwaantar desa/kelurahan, 104 jiwa antar kecamatan, 296 jiwa antarkabupaten/kota dan 312 migrasi antarprovinsi. Bulan Juni-Julimerupakan tahun ajaran baru pendidikan dasar dan menengah. Hal inidapat menunjukkan kecenderungan masyarakat tetap berada di KotaYogyakarta untuk menyelesaikan urusan terkait persiapan tahunajaran baru pendidikan.Sementara migrasi keluar tertinggi terjadi di bulan Septemberdengan jumlah 1.450 jiwa dengan rincian 67 jiwa migrasi antardesa/kelurahan, 201 jiwa antar kecamatan, 687 jiwa antarkabupaten/kota dan 495 jiwa antarprovinsi. Pada bulan inimasyarakat yang keluar dari Kota Yogyakarta mayoritas menujukabupaten/kota lain kemudian diikuti dengan migrasi keluar ke
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provinsi lain. Untuk kecamatan dengan jumlah migrasi keluar tertinggiadalah Kecamatan Umbulharjo (1.868 jiwa) dan kecamatan denganjumlah migrasi keluar terendah adalah Kecamatan Pakualaman (286jiwa).
c. Migrasi Masuk dan Keluar Antar Provinsi per Kecamatan Tahun

2016 Kecenderungan masing-masing kecamatan dalam melakukanmigrasi masuk dan keluar antarprovinsi tidak jauh berbeda dengankecenderungan migrasi masuk dan keluar antar kabupaten/kota.Kecamatan Umbulharjo menjadi kecamatan tertinggi yang melakukanmigrasi baik migrasi masuk maupun keluar. Migrasi masuk sangattinggi yakni 1.115 jiwa, sementara migrasi keluar sebanyak 694 jiwa.Kemudian Kecamatan Gondokusuman kembali menjadi kecamatandengan migrasi tertinggi kedua yang memiliki jumlah migrasi masuksebanyak 634 jiwa dan migrasi keluar 634 jiwa. Sementara KecamatanPakualaman dengan luas wilayah terkecil juga menjadi yang palingsedikit dalam migrasi antarprovinsi baik masuk (154 jiwa) maupunkeluar (83 jiwa). Hal ini mengisyaratkan bahwa KecamatanPakualaman tidak menjadi kecamatan tujuan bagi para migran, selainkarena luas wilyah yang cukup kecil, dengan kepadatan cukup tinggitidak memungkinkan menjadi tempat tinggal baru bagi para migran.Secara umum dapat dilihat bahwa jumlah migrasi masukAntarprovinsi lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah migrasikeluar antarprovinsi. Tingginya migrasi masuk antarprovinsi dapatdipahami karena Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, yangmenjadikan daya tarik kota ini.
3. Bidang Ekonomi

A. Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)Ketimpangan pendapatan di suatu wilayah salah satunya dapat diidentifikasimenggunakan Indeks Gini. Indeks Gini merupakan hasil perhitungan kurva Lorenzyang menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompokpengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam IndeksGini adalah 0-1. Jika nilai Indeks Gini semakin mendekati angka 0, maka dapatdiartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, jika Indeks Gini semakinmendekati angka 1 maka ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakinbesar.
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Secara umum, Indeks Gini Kota Yogyakarta selama rentang waktu 2012-2015 cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,14% pertahun. Peningkatan Indeks Gini Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa ketimpanganpendapatan penduduk semakin besar. Peningkatan pendapatan penduduk denganpenghasilan 20% teratas tidak sebanding dengan penduduk yang berpenghasilan40% terbawah. Meski demikian, ketimpangan pendapatan di Kota Yogyakarta masihtergolong dalam kategori moderat.
B. Pemerataan Pendapatan Versi Bank DuniaIndikator lain yang menunjukkan ketimpangan pendapatan adalah indikatorpemerataan pendapatan versi Bank Dunia. Dalam versi Bank Dunia, pendapatanpenduduk dikategorikan menjadi 3 kelompok pendapatan, yaitu kelompok 40%berpendapatan terendah, 40% berpendapatan menengah, dan 20% berpendapatantertinggi. Tingkat ketimpangan diukur dengan melihat besaran bagian pendapatanyang dapat dinikmati oleh kelompok 40% penduduk berpendapatan terendah.Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:4. Ketimpangan rendah  40% penduduk berpendapatan terendah menerima>17% jumlah pendapatan5. Ketimpangan moderat  40% penduduk berpendapatan terendah menerima12-17% jumlah pendapatan6. Ketimpangan tinggi  40% penduduk berpendapatan terendah menerima<12% jumlah pendapatan.

Berdasarkan kriteria ketimpangan versi Bank Dunia, kelompok yang menjadifokus penggolongan ketimpangan adalah kelompok penduduk dengan pendapatan40% terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati olehkelompok tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin merata.Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia, predikat ketimpanganrendah dapat dicapai jika 40% penduduk dengan pendapatan terendah menikmati≥17% dari total pendapatan yang ada.Secara umum, 40% penduduk dengan pendapatan terendah di KotaYogyakarta memiliki persentase pendapatan yang terus menurun setiap tahunnyadengan pertumbuhan rata-rata -7,96% pertahun. Pada tahun 2012, persentasependapatan dari 40% penduduk dengan pendapatan terendah ada pada kategoriketimpangan rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase pendapatanmereka masih wajar dan belum menunjukkan ketimpangan dengan penduduk yangmemiliki pendapatan lebih tinggi. Namun, pada tahun 2013 persentase tersebutturun menjadi 15,57%. Jumlah tersebut terus menurun sampai tahun 2014 menjadi15,18% dan sedikit naik menjadi 14,01% di tahun 2015. Pada kedua tahun tersebut
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persentase pendapatan penduduk dengan penghasilan 40% terbawah termasukdalam kategori ketimpangan moderat.Pertumbuhan pendapatan antara penduduk dengan pendapatan 40%terbawah dengan penduduk yang berpendapatan 20% teratas tidak sebandingkarena penduduk dengan penghasilan 20% teratas tumbuh lebih cepat. Itu artinyapembangunan yang selama ini dilakukan belum banyak memberikan dampak positifterhadap penduduk berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, besarnya ketimpanganpendapatan dari kelompok-kelompok penduduk yang ada perlu diperhatikan agarkesenjangan/ketimpangan pendapatan tidak semakin besar.
C. PDRB Per KapitaPDRB per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahuipertumbuhan riil ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayah dan representatifdalam menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk. PDRB per kapita KotaYogyakarta selama rentang tahun 2012-2015 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,05% per tahun. Pada tahun 2012, PDRB per kapita KotaYogyakarta adalah sebesar 51,65 juta rupiah dan meningkat menjadi 65,15 jutarupiah pada tahun 2015.

Tabel 2.252
PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010

Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

No Lapangan Usaha
PDRB per Kapita (Juta Rupiah) Pertumbuha

n Rata-Rata
(%/tahun)

2012 2013 2014 2015A Pertanian, Kehutanan danPerikanan 0,1008 0,1076 0,1088 0,1091 2,67B Pertambangan danPenggalian 0,0022 0,0023 0,0025 0,0025 4,35C Industri Pengolahan 7,1065 7,8542 8,5944 8,8638 7,64D Pengadaan Listrik dan Gas 0,0916 0,0867 0,0892 0,0920 0,15E Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang 0,0804 0,0859 0,0967 0,1019 8,22F Konstruksi 4,2365 4,613 4,9222 5,2680 7,53G Perdagangan Besar danEceran; Reparasi Mobildan Sepeda Motor 3,6849 4,0285 4,3617 4,6796 8,29
H Transportasi danPergudangan 2,0755 2,2309 2,4812 2,6545 8,55I Penyediaan Akomodasidan Makan Minum 6,1551 7,0553 7,7936 8,6041 11,81J Informasi dan Komunikasi 6,5029 6,6017 6,562 6,7830 1,42K Jasa Keuangan danAsuransi 3,1101 3,5916 3,9744 4,3312 11,67L Real Estate 4,8535 5,1597 5,6537 6,1038 7,94M,N Jasa Perusahaan 0,6165 0,6123 0,6637 0,7175 5,19O AdministrasiPemerintahan, Pertahanan 4,8146 5,366 5,9089 6,4959 10,50
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No Lapangan Usaha
PDRB per Kapita (Juta Rupiah) Pertumbuha

n Rata-Rata
(%/tahun)

2012 2013 2014 2015dan Jaminan Sosial WajibP Jasa Pendidikan 4,8761 5,0129 5,5227 6,1435 8,01Q Jasa Kesehatan danKegiatan Sosial 1,9503 2,0645 2,2173 2,4634 8,10S,T,U Jasa Lainnya 1,3919 1,4967 1,6144 1,7396 7,72
PDRB per Kapita Kota

Yogyakarta ADHK
51,65

0
55,97

0
60,56

7
65,15

4 8,05

PDRB per Kapita Provinsi DIY
ADHK

21,74
5

23,62
4

25,69
3 22,7 1,44

Sumber: ProdukDomestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut lapangan Usaha 2011-2015 (BPS
Kota Yogyakarta, 2016)

Besaran PDRB per kapita Kota Yogyakarta jauh lebih besar jikadibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi DIY. Pada tahun 2015, nilai PDRBper kapita Kota Yogyakarta hampir tiga kali lipat dari PDRB per kapita DIY yanghanya sebesar 22,70 juta rupiah. Rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita ADHKKota Yogyakarta juga lebih tinggi (8,05% per tahun) dibandingkan dengan rata-ratapertumbuhan PDRB per kapita ADHK Provinsi DIY (1,44% per tahun). TingginyaPDRB per kapita Kota Yogyakarta dibandingkan dengan Provinsi DIY didukung olehkarakteristik wilayah Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan sehingga kegiatanperekonomiannya jauh lebih beragam dan kompleks. Sedangkan PDRB per kapitaProvinsi DIY dibentuk oleh kelima kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi yangtidak semuanya lebih baik dari Kota Yogyakarta.Sama halnya dengan PDRB per kapita menurut lapangan usaha, PDRBperkapita menurut kecamatan di Kota Yogyakarta pada kurun waktu tahun 2012-2015 juga cenderung mengalami peningkatan. Tiga kecamatan dengan nilai PDRBperkapita tertinggi pada tahun 2015 yaitu Kecamatan Gondomanan, KecamatanDanurejan, dan Kecamatan Gondokusuman. Selisih PDRB perkapita dari KecamatanGondomanan dengan Kecamatan Danurejan pada tahun 2015 yaitu sekitar 8 jutarupiah, sedangkan selisih PDRB perkapita Kecamatan Danurejan dengan KecamatanGondokusuman yaitu sekitar 11 juta rupiah. Sementara itu, selisih nilai PDRBKecamatan Gondomanan (posisi tertinggi) dengan Kecamatan Kotagede (posisiterendah) yaitu sekitar 37 juta rupiah. Tingginya nilai PDRB per kapita diKecamatan Gondomanan, salah satunya dapat disebabkan karena jumlahpenduduknya tidak sebanyak jumlah penduduk di kecamatan lain, sehingga ketikanilai PDRB kecamatan tersebut dibagi dengan jumlah penduduk yang sedikit, makanilai PDRB per kapita menjadi besar. Sebaliknya, rendahnya nilai PDRB per kapitaKecamatan Kotagede dapat disebabkan karena jumlah penduduk yang cukup besardibandingkan kecamatan lain, sementara nilai PDRB kecamatan tersebut tergolongrendah.
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Tabel 2.253
PDRB per Kapita per Kecamatan Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

Kecamatan
Nilai PDRB per Kapita per Kecamatan

(juta rupiah)
2012 2013 2014 2015Mantrijeron 9,21 9,59 10,05 10,24Kraton 8,97 9,40 10,05 10,31Mergangsan 9,98 10,44 11,08 11,36Umbulharjo 17,09 17,75 18,11 18,13Kotagede 8,21 8,44 8,50 8,50Gondokusuman 23,46 24,51 25,94 26,64Danurejan 32,02 34,35 36,55 37,77Pakualaman 8,11 8,50 9,08 9,35Gondomanan 40,62 42,74 44,76 45,91Ngampilan 8,01 8,39 8,77 8,94Wirobrajan 13,93 14,54 15,33 15.71Gedongtengen 14,46 15,40 16,07 16,44Jetis 20,30 21,44 23,06 23,82Tegalrejo 8,98 9,30 9,78 9,94

Rata-Rata PDRB per Kapita
Kota yogyakarta 15,61 16,33 17,09 18,08

Sumber: PDRB Menurut Kecamatan kota YogyakartaTahun 2011-2015 (BPS Kota Yogyakarta, 2016)

Ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Yogyakarta juga dapatdibuktikan dengan perhitungan Indeks Williamson. Ketimpangan wilayah biasanyadianalisis menggunakan Indeks Williamson. Perhitungan Indeks Williamson KotaYogyakarta didasarkan pada data PDRB per kapita kecamatan dan jumlah pendudukmasing-masing kecamatan. Jika nilai Indeks Williamson semakin mendekati angka 0,maka ketimpangan pembangunan ekonomi semakin kecil, sedangkan semakinmendekati angka 1, maka ketimpangan pembangunan ekonomi semakin besar.Berdasarkan hasil perhitungan, nilai Indeks Williamson Kota Yogyakarta selamatahun 2012-2015 yang tergolong dalam kategori tinggi karena besarannya masih diatas 0,5. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan pendudukantarkecamatan di Kota Yogyakarta juga tergolong tinggi.
D. Analisis PDRB KecamatanPDRB ADHK menurut kecamatan di Kota Yogyakarta pada kurun waktu2012-2015 cenderung meningkat. Tiga kecamatan dengan nilai PDRB ADHKterbesar pada tahun 2012-2015 yaitu Kecamatan Umbulharjo, KecamatanGondokusuman, dan Kecamatan Danurejan. Pada tahun 2015, nilai PDRB ADHKKecamatan Umbulharjo sebesar 1,57 triliun rupiah, Kecamatan Gondokusumansebesar 1,25 triliun rupiah, dan Kecamatan Danurejan sebesar 0,62 triliun rupiah.Meski nilai PDRB Kecamatan Danurejan berada di urutan ketiga terbesar, tetapi nilaiPDRB-nya terpaut cukup jauh dengan Kecamatan Umbulharjo dan KecamatanGondokusuman yaitu sekitar 0,53-0,85 triliun rupiah. Kecamatan Umbulharjo yangmemiliki PDRB kecamatan dengan nilai tertinggi di Kota Yogyakarta memang
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didukung oleh luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar dibandingkankecamatan lain. Sebaliknya, Kecamatan Pakualaman memiliki nilai PDRB kecamatanyang terendah di Kota Yogyakarta karena luas wilayahnya paling kecil di KotaYogyakarta, sehingga jumlah kegiatan ekonomi di kecamatan ini tidak sebanyak dikecamatan-kecamatan lain.
Tabel 2.254

PDRB ADHK Menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

Kecamatan ADHK (Juta Rupiah)
2012* 2013* 2014* 2015**KecamatanMantrijeron 292.144,10 306.835,70 320.772,45 335.863,71Kecamatan Kraton 157.582 166.117,60 173.088,96 180.875,99KecamatanMergangsan 294.049,70 309.305,70 327.560,72 343.880,14KecamatanUmbulharjo 1.347.707,47 1.421.816,13 1.503.796,09 1.570.116,09Kecamatan Kotagede 263.235,50 275.155,80 287.437,10 299.917,28KecamatanGondokusuman 1.068.439,10 1.122.395,20 1.185.665,77 1.247.994,86KecamatanDanurejan 590.385,10 636.938,20 674.675,28 713.992,12KecamatanPakualaman 76.017,60 80.138,90 83.299,07 87.320,94KecamatanGondomanan 532.017,80 562.812,10 589.616,09 620.047,77KecamatanNgampilan 131.406,50 138.428,30 144.224,41 150.427,46KecamatanWirobrajan 347.818,90 365.156,70 384.062,29 403.056,80KecamatanGedongtengen 249.915,80 267.531,70 282.146,79 296.630,74Kecamatan Jetis 478.566,40 508.306,80 538.130,12 567.665,75Kecamatan Tegalrejo 321.603,30 337.906,50 353.485,10 370.653,36

Sumber: PDRB Menurut Kecamatan Kota Yogyakarta 2013-2015 (BPS, 2014-2016)

E. Kontribusi Sektoral PDRB KecamatanJika ditinjau dari kontribusi sektoralnya, masing-masing kecamatandidominasi oleh sektor tersier dan sekunder. Secara umum, sektor perdagangan,hotel, dan restoran menjadi kontributor terbesar dari kecamatan-kecamatan di KotaYogyakarta. Meski demikian, terdapat beberapa kecamatan yang kontribusisektoralnya didominasi oleh sektor pengangkutan dan komunikasi; sektorkeuangan, sewa, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa. Berikut ini rincian tigakontributor terbesar PDRB dari masing-masing kecamatan di Kota Yogyakarta padatahun 2015.
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Gambar 2.114
Grafik Kecamatan di Kota Yogyakarta dengan Sektor Perdagangan, Hotel, dan

Restoran sebagai Kontributor Terbesar PDRB Kecamatan Tahun 2015
Sumber: Hasil Olahan, 2017Terdapat 8 kecamatan di Kota Yogyakarta yang PDRB-nya didominasioleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Delapan kecamatan tersebut yaituKecamatan Gedongtengen, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Pakualaman,Kecamatan Jetis, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Wirobrajan, KecamatanMergangsan, dan Kecamatan Ngampilan. Kontribusi sektor Perdagangan, Hotel, danRestoran di Kecamatan Gedongtengen menjadi yang tertinggi dibandingkan dengankecamatan lain, yaitu hingga sebesar 44,86% di tahun 2015. Hal ini dikarenakanKecamatan Gedongtengen mencakup Kawasan Malioboro bagian barat yangmemiliki banyak pertokoan dan hotel.

Gambar 2.115
Grafik Kecamatan di Kota Yogyakarta dengan Sektor Jasa-jasa sebagai

Kontributor Terbesar PDRB Kecamatan Tahun 2015
Sumber: Hasil Olahan, 2017
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Selain sektor perdagangan, hotel, dan restoran, terdapat sektor jasa-jasayang menjadi kontributor terbesar dalam PDRB Kecamatan Umbulharjo, KecamatanKraton, dan Kecamatan Kotagede. Sektor jasa-jasa ini mencakup kegiatan terkaitjasa pemerintahan umum dan jasa swasta (terdiri dari jasa sosial kemasyarakatan,hiburan dan rekreasi, serta jasa perorangan dan rumah tangga). Selanjutnya,terdapat 2 kecamatan yang PDRB-nya didominasi oleh sektor pengangkutan dankomunikasi, yaitu Kecamatan Gondomanan dan Kecamatan Danurejan.

Gambar 2.116
Grafik Kecamatan di Kota Yogyakarta dengan Sektor Pengangkutan dan

Komunikasi sebagai Kontributor Terbesar PDRB Kecamatan Tahun 2015
Sumber: Hasil Olahan, 2017

Pada tahun 2015, Kecamatan Tegalrejo menjadi satu-satunyakecamatan di Kota Yogyakarta yang kontribusi sektoral PDRB-nya didominasisektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan dengan persentase sebesar 25,13%.Sektor ini terdiri dari kegiatan terkait usaha perbankan dan moneter, lembagakeuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan, usaha persewaan bangunan  dantanah, serta jasa perusahaan. Selain itu, sektor perdagangan, hotel, dan restoranserta sektor industri pengolahan juga berkontribusi cukup besar dalam PDRBKecamatan Tegalrejo tahun 2015.

Gambar 2.117
Grafik Kecamatan di Kota Yogyakarta dengan Sektor Keuangan, Sewa, dan Jasa

Perusahaan sebagai Kontributor Terbesar PDRB Kecamatan Tahun 2015
Sumber: Hasil Olahan, 2017
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Ketidakmerataan antar wilayah dapat disebabkan oleh perbedaankepemilikan sumberdaya dan perbedaan kegiatan ekonomi. Untuk Kota Yogyakartasebenarnya tidak ada perbedaan yang mencolok atas kepemilikan sumberdaya alam,sementara untuk kegiatan ekonomi sebagian besar kegiatan ekonomi pendudukmasih dalam skala usaha kecil. Dari sisi sumberdaya manusia, Kota Yogyakarta jugamemiliki penduduk usia produktif yang cukup besar (71% dari total penduduk) dankelompok usia produktif ini tersebar merata untuk masing-masing kecamatan.Bila dilihat dari pendidikan, sebagian besar penduduknya sudah mengenyampendidikan menengah ke atas. Berdasarkan data yang sudah diolah, terdapat variasipersentase penduduk menurut tingkat pendidikan antar kecamatan. Apabiladipisahkan antara penduduk berpendidikan SMA dan berpendidikan Diploma I keatas maka terlihat bahwa proporsi penduduk berpendidikan SMA masih lebih besarbila dibandingkan dengan proporsi penduduk berpendidikan Diploma I ke atas.Untuk Kota Yogyakarta diperkirakan besaran penduduk berpendidikan SMA adalah53% dari total penduduk, sedangkan besaran penduduk berpendidikan Diploma I keatas adalah 41%. Angka tersebut merupakan angka perkiraan karena merupakanangka hasil olahan dengan berbagai asumsi yang digunakan khusus dalam penelitianini sesuai dengan ketersediaan data. Kecamatan Gondokusuman merupakankecamatan dengan proporsi penduduk berpendidikan Diploma I ke atas palingtinggi dan proporsi antara penduduk berpendidikan Diploma I ke atas danpenduduk berpendidikan SMA hampir sama. Untuk kecamatan lainnya perbedaanproporsi antara penduduk berpendidikan Diploma I ke atas dan pendudukberpendidikan SMA berkisar antara 5-29% dengan yang perbedaan terbesar ada diKecamatan Gedongtengen.Bila dilihat dari pekerjaan, sebagian besar penduduk Kota Yogyakartabekerja di sektor formal. Berdasarkan data, pada tahun 2016 diperkirakan terdapat25% penduduk yang bekerja di sektor formal, 17% penduduk bekerja di sektorinformal, 18% tidak/ belum bekerja (didalamnya terdapat anak dan orang lanjutusia), 13% mengurus rumah tangga, dan 22% pelajar/mahasiwa. Angka inimerupakan angka perkiraan  karena merupakan angka hasil olahan dengan berbagaiasumsi yang digunakan khusus dalam penelitian ini sesuai dengan ketersediaandata. Terdapat variasi pekerjaan untuk masing-masing kecamatan namun yangterbesar adalah penduduk yang bekerja di sektor formal. Data selengkapnya dapatdilihat dalam tabel 4.1.8 dan gambar 4.1.9.Berdasarkan hasil analisis, ketidakmerataan pendapatan antar wilayah yangterjadi di Kota Yogyakarta diduga terkait dengan tingkat pendidikan penduduk sertajenis mata pencaharian penduduknya. Proporsi penduduk dengan pendidikan SMAmasih relatif besar dan menyebabkan terbatasnya pekerjaan yang bisa didapat.
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Sebagian penduduk juga bekerja di sektor informal yang memiliki penghasilan lebihrendah dibandingkan dengan pekerjaan sektor formal. selain itu adanyaketerbatasan pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan-kawasan yang sifatnyaistimewa, misalnya di Kecamatan Kraton dan Pakualaman juga diduga menjadipenyebab relatif rendahnya pendapatan per kapita di daerah tersebut.
F. Tipologi KlassenPola perkembangan ekonomi antar kecamatan di Kota Yogyakarta dapatdiketahui dengan menggunakan perhitungan Tipologi Klassen yang menghasilkanklasifikasi pola perkembangan ekonomi wilayah berdasarkan laju pertumbuhanekonomi daerah (PDRB) dan tingkat PDRB per kapita, seperti berikut ini:a. Daerah maju dan tumbuh, yaitu daerah dengan laju pertumbuhan PDRB danPDRB per kapita lebih tinggi dari wilayah yang lebih luas.b. Daerah maju tetapi tertekan, yaitu daerah dengan laju pertumbuhan PDRB lebihcepat dari wilayah yang lebih luas (referensi) dan PDRB per kapita lebih rendahdari wilayah referensi.c. Daerah yang sedang berkembang atau berkembang cepat, yaitu daerah denganlaju pertumbuhanPDRB lebih lambat dari wilayah referensi dan PDRB per kapita lebih tinggi dariwilayah referensi.d. Daerah yang relatif tertinggal, yaitu daerah dengan laju pertumbuhan PDRB danPDRB per kapitayang lebih rendah dari wilayah referensi.Berikut ini peta yang menggambarkan klasifikasi pola perkembanganekonomi kecamatan-kecamatan di Kota Yogyakarta berdasarkan perhitunganTipologi Klassen tahun 2015.
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Gambar 2.118
Kondisi Ekonomi Kecamatan di Kota Yogyakarta Berdasarkan Tipologi Klassen

Tahun 2015
Sumber : PDRB Menurut Kecamatan Kota Yogyakarta 2015 (BPS, 2016); Hasil olahan, 2017

Berdasarkan perhitungan Tipologi Klassen tahun 2015, kecamatan diKota Yogyakarta masih memiliki 6 kecamatan yang tergolong tertinggal (KecamatanTegalrejo, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Kraton, Kecamatan Mantrijeron,Kecamatan Pakualaman, dan Kecamatan Kotagede). Kecamatan yang tergolongtertinggal tersebut lokasinya ada yang di tengah kota maupun di pinggiran KotaYogyakarta. Sementara itu, terdapat 3 kecamatan yang tergolong berkembangekonominya, yaitu Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Gedongtengen, danKecamatan Mergangsan. Kecamatan Umbulharjo menjadi satu-satunya kecamatanyang tergolong maju tetapi tertekan pada tahun 2015. Selanjutnya, terdapat 4kecamatan yang sudah tergolong maju dan tumbuh, yaitu Kecamatan Jetis,
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Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Danurejan, dan Kecamatan Gondomanan.Jika ditinjau dari lokasinya, sebagian besar kecamatan yang tergolong maju beradadi Kota Yogyakarta bagian utara.
G. Pergeseran Klasifikasi dalam Tipologi KlassenBerdasarkan hasil tipologi Klassen tahun 2012 – 2015 maka dapat diketahuigambaran perkembangan wilayah di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2012 terdapat 3daerah yang maju dan cepat tumbuh dan pada tahun 2015 terdapat 4 daerah majudan cepat tumbuh. Tiga kecamatan yang selalu dalam kategori maju dan cepattumbuh adalah Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Danurejan, dan KecamatanJetis, sedangkan satu kecamatan yang baru adalah Kecamatan Gondomanan.Sementara itu, pada tahun 2012 terdapat 7 daerah yang relatif tertinggal, sedangkanpada tahun 2015 terdapat 6 daerah tertinggal. Kecamatan yang masih tetap beradadalam kategori tertinggal adalah Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Kraton,Kecamatan Kotagede, Kecamatan Pakualaman, dan Kecamatan Tegalrejo, danKecamatan Ngampilan, sedangkan untuk Kecamatan Wirobrajan sudah masuk kekategori daerah berkembang.

Tabel 2.255
Klasifikasi Kecamatan di Kota Yogyakarta Menurut Tipologi Klassen Tahun 2012-

2015

Kecamatan Klasifikasi dalam Tipologi Klassen
2012 2013 2014 2015Mergangsan berkembang Tertinggal berkembang berkembangWirobrajan tertinggal Tertinggal tertinggal berkembangGedongtengen berkembang berkembang berkembang berkembangUmbulharjo majutertekan majutertekan majutumbuh maju tertekanGondokusuman majutumbuh majutertekan majutumbuh maju tumbuhDanurejan majutumbuh majutumbuh majutumbuh maju tumbuhGondomanan majutertekan majutumbuh majutertekan maju tumbuhJetis majutumbuh majutumbuh majutumbuh maju tumbuhMantrijeron tertinggal Tertinggal tertinggal tertinggalKraton tertinggal Tertinggal tertinggal tertinggalKotagede tertinggal Tertinggal tertinggal tertinggalPakualaman tertinggal Tertinggal tertinggal tertinggalNgampilan tertinggal Tertinggal tertinggal tertinggalTegalrejo tertinggal Tertinggal tertinggal tertinggal

Sumber: PDRB Menurut Kecamatan Kota Yogyakarta 2012, 2013, 2014, 2015, BPS; diolah

Empat kecamatan yang termasuk dalam kategori cepat maju dan cepattumbuh memang merupakan pusat kegiatan ekonomi Kota Yogyakarta terutamakegiatan perdagangan dan jasa. Sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala
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menengah dan besar maka PDRB ke-empat kecamatan ini relatif bila dibandingkandengan kecamatan lainnya. Kontribusi PDRB dari empat kecamatan ini terhadapPDRB Kota Yogyakarta mencapai 43,82%. Kecamatan-kecamatan ini juga bukandaerah yang jumlah penduduknya banyak sehingga PDRB per kapitanya juga relatifbesar bila dibandingkan dengan daerah lain. Sementara itu, untuk daerah yangmasih relatif tertinggal merupakan daerah dengan berbagai variasi kegiatanekonomi. Namun secara umum, kegiatan ekonomi yang dijalankan masih skala kecilsehingga outputnya tidak terlalu besar.
H. ICORPertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan produksi barang danjasa karena penambahan kapasitas sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.Kenaikan kapasitas ditentukan oleh adanya, antara lain kemajuan teknologi,kelembagaan, dan kemampuan SDM. Kemajuan teknologi dapat meningkatkanproduktivitas input dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.Teknologi diukur melalui efisiensi dan efisiensi diukur dengan ICOR.Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah suatu besaran yangmenunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untukmenaikkan/menambah satu unit output. Besaran ICOR diperoleh denganmembandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. Kapital danoutput dinilai dalam bentuk uang (nominal). Angka ICOR yang rendahmencerminkan efisiensi terhadap modal dan dengan adanya efisiensi maka akanmeningkatkan pertumbuhan ekonomi.Peningkatan output sebenarnya tidak semata-mata hanya disebabkan olehinvestasi, namun untuk perhitungan ICOR maka faktor-faktor lain di luar investasidianggap tidak berubah (ceteris paribus). Jadi perubahan output hanya disebabkanoleh perubahan kapital atau investasi. ICOR yang disajikan telah memperhitungkanperubahan inventori (selisih stok) baik bahan baku, barang setengah jadi, maupunbarang jadi. Perusahaan dianggap melakukan akumulasi stok denganmempertimbangkan kondisi ekonomi yang akan datang. Perubahan inventori/ stokmerupakan bagian dari pembentukan modal (investasi).
I. ICOR Sektoral TahunanICOR sektoral tahunan untuk Kota Yogyakarta dihitung dengan lag 0, artinyainvestasi yang ditanam pada tahun t akan menghasilkan nilai tambah pada tahunyang sama juga. Investasi dalam penghitungan ini sudah mempertimbangkanperubahan inventori. Hasil perhitungannya menunjukkan adanya variasi ICOR antarsektor. ICOR sektoral untuk Kota Yogyakarta tahun 2011-2015 disajikan dalam tabelberikut.
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Tabel 2.256
ICOR Sektoral Tahunan Metode Standar Lag 0 dengan Pendekatan Investasi

PMTB + Perubahan Inventori, 2012-2015
Lapangan Usaha 2012 2013 2014 2015A Pertanian, Kehutanan, danPerikanan 2,54 2,65 3,11 3,19B Pertambangan dan Penggalian 2,97 3,06 3,13 3,2C Industri Pengolahan 4,9 4,98 5,11 5,09D Pengadaan Listrik dan Gas 13,88 14,31 14,62 12,85E Pengadaaan Air, PengelolaanSampah, Limbah, dan Daur Ulang 5,32 5,5 5,62 5,74F Konstruksi 4,34 4,48 4,59 4,68G Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil & Sepeda Motor 4,18 4,24 4,4 4,39H Transportasi & Pergudangan 10,11 10,68 10,53 11,05I Penyediaan Akomodasi & MakanMinum 4,05 4,1 4,04 4,25J Informasi & Komunikasi 5,39 5,57 5,8 5,69K Jasa Keuangan & Asuransi 3,11 2,44 2,85 2,93L Real Estate 4,33 4,47 4,57 4,24M,N Jasa Perusahaan 4,99 5,15 5,27 5,37O Administrasi Pemerintahan,Pertahanan & Jaminan SosialWajib 6,28 6,48 6,63 6,76P Jasa Pendidikan 4,63 4,78 4,89 4,99Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4,98 5,14 5,26 5,36R,S,T,U Jasa Lainnya 4,81 4,96 5,08 5,18PDRB 4,91 4,83 5 5,03

Sumber: ICOR Sektoral Kota Yogyakarta 2015, BPSRendahnya ICOR untuk Kota Yogyakarta disebabkan dominasi kegiatanusahanya yang berupa jasa dan industri kecil. Tingginya ICOR di Kabupaten Slemanantara lain disebabkan oleh dominasi sektor industri pengolahan, konstruksi, danpenyediaan akomodasi makan minum yang bersifat padat modal. Sementara itu,tingginya ICOR Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo menunjukkan jenisinvestasi yang ditanamkan biasanya padat modal karena gencarnya pembangunandi kedua daerah tersebut.
J. Perbandingan ICOR antar Kabupaten/ KotaAngka ICOR Provinsi DIY dan kabupaten/ kota cenderung meningkat danmemiliki pola pergerakan yang relatif sama. Pada tahun 2015, angka ICOR ProvinsiDIY mencapai 5,92 dan cenderung meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal iniberarti kegiatan penanaman modal (investasi) yang dilakukan di DIY dapatdikatakan relatif kurang efisien.  Bila melihat koefisien ICOR kabupaten/ kota lain diPovinsi DIY maka koefisien ICOR Kota Yogyakarta merupakan yang paling rendahdengan 3,87. Sementara yang tertinggi adalah Kabupaten Sleman dengan 6,67,diikuti dengan Kabupaten Kulon Progo dengan 6,29, Kabupaten Gunungkiduldengan 5,55, dan Kabupaten Bantul dengan 4,9. Terdapatnya variasi angka ICOR ini
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dapat disebabkan oleh variasi investasi yang terdapat di kabupaten/ kota sesuaidengan karakteristik masing-masing wilayah.
K. Kebutuhan investasiInvestasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunanekonomi karena dalam jangka panjang akumulasi investasi dapat mendorongperkembangan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.Kebutuhan investasi untuk Kota Yogyakarta dapat diproyeksi berdasarkan angkaICOR dan pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan investasi ini dapat dipenuhi oleh pihakPemerintah Kota Yogyakarta maupun pihak swasta dan masyarakat.

Tabel 2.57
Skenario Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Investasi Kota Yogyakarta

Tahun 2017-2022

Tahun Target
Pertumbuhan

PDRB
Konstan (Juta

Rp)

Perubahan
Y

% Investasi
terhadap PDRB

Konstan

Perkiraan
Kebutuhan

Investasi (Juta
Rp)2017 5,12 24.759.968 1.207.013 25,46 5.878.1532018 5,16 26.038.698 1.278.730 25,64 6.227.4162019 5,20 27.391.918 1.353.219 25,77 6.590.1782020 5,23 28.824.046 1.432.129 25,94 6.974.4672021 5,27 30.343.446 1.519.400 26,10 7.399.4762022 5,30 31.951.836 1.608.390 26,25 7.832.857

Sumber: Hasil analisis 2017
Catatan: ICOR metode standar lag 0, 2011-2015 = 4,87

Kebutuhan investasi Kota Yogyakarta untuk 5 tahun ke depan dapatdiprediksi seperti terlihat dalam tabel di atas. Skenario tersebut menggunakanasumsi angka ICOR 4,87 dan asumsi pertumbuhan ekonomi seperti terlampir dalambab proyeksi ekonomi indikator makro (bab 7). Pada tahun 2017, untuk skenariopertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% maka diperkirakan membutuhkan investasisebesar 5,8 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2022, untuk skenariopertumbuhan ekonomi sebesar 5,30% maka diperkirakan membutuhkan investasisebesar 7,8 triliun rupiah. Besaran kebutuhan investasi ini dapat dipenuhi olehpemerintah dan swasta. Namun karena keterbatasan anggaran pemerintah makapihak swasta dan masyarakat (rumah tangga) dapat menjadi investor denganberbagai jenis bentuk investasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta perlumenciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor.Sektor/subsektor dengan koefisien ICOR kecil mendapat prioritas untukdilakukan investasi, karena dari segi ekonomi sektor ini menunjukkan tingkatefisiensi yang lebih tinggi. Selain itu, pilihan investasi juga harusmempertimbangkan serapan tenaga kerja, kepemilikan sumberdaya, dan kebijakanpemerintah. Jika dilihat dari besaran ICOR, maka sektor perdagangan, sektor
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penyediaan akomodasi makan dan minum, dan sektor jasa keuangan dapat menjadipilihan investasi. Sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalianmeskipun memiliki nilai ICOR yang relatif rendah tidak direkomendasikan untukmenjadi pilihan investasi karena Kota Yogyakarta tidak menonjol dalamkepemilikan sumberdaya pertanian dan sumberdaya alam tambang dan mineral.Demikian pula sektor pengadaan listrik, sektor pengadaan air, serta sektortransportasi dan pergudangan juga bukan merupakan pilihan prioritas investasikarena angka ICOR-nya relatif tinggi dan bersifat padat modal.
4. Bidang FisikAnalisis bidang fisik Kota Yogyakarta dilakukan dengan mengidentifkasi tingkatpermintaan penduduk dengan kemampuan supply layanan pemerintah. Adapun bidangfisik yang dimaksud meliputi air baku dan sanitasi (persampahan, limbah, dandrainase). Perhitungan demand masyarakat didasarkan pada jumlah penduduk KotaYogyakarta, dalam hal ini penduduk yang dimaksud tidak hanya penduduk yangterdaftar, tetapi juga penduduk yang berdomisili di wilayah Kota Yogyakarta. Sebagaisalah satu tujuan pariwisata dan pendidikan di Indonesia, Kota Yogyakarta memilikijumlah penduduk pendatang yang besar sehingga dalam perhitungan kebutuhansarana prasarana bidang fisik tidak dapat diabaikan. Jumlah penduduk domisilididefinisikan sebagai jumlah penduduk dari luar wilayah yang tinggal dan menetap diKota Yogyakarta dalam waktu yang cukup lama untuk suatu keperluan. Pendudukdomisili ini meliputi mahasiswa maupun tenaga kerja yang berasal dari luar KotaYogyakarta dan kos untuk sementara waktu. Jumlah penduduk domisili diasumsikansebesar 1/5 dari jumlah penduduk terdaftar di Kota Yogyakarta. Selain jumlahpenduduk terdaftar dan penduduk domisili, perhitungan jumlah penduduk untukmengidentifikasi demand sarana prasarana wilayah ini juga meliputi jumlah wisatawanyang singgah dalam waktu yang relatif singkat. Jumlah wisatawan ini dihitung dari
occupation rate kamar hotel di Yogyakarta dan dikalikan 60% dari kebutuhan ideal airbersih sebesar 60 liter/hari sesuai standar Dinas Pekerjaan Umum. Diambil angka 60%karena penggunaan air bersih oleh wisatawan bersifat tidak rutin dalam waktu yangterbatas.

A. Air Baku

1. Sumber dan Kapasitas Produksi Air BakuWilayah Kota Yogyakarta yang berbatasan dengan Kabupaten Slemansebagai lokasi Gunung Merapi menyebabkan Kota Yogyakarta memilikipotensi sumber daya air yang berasal dari curah hujan dan air tanah. Disamping itu, daerah Kota Yogyakarta memiliki potensi air tanah meliputidaerah lereng vulkan Merapi dan daerah endapan vulkanik. Lereng Gunung
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Merapi yang menjadi area tangkapan hujan dimanfaatkan pendudukmelalui pembuatan sumur dangkal yang menjadi sumber perolehan air nonperpipaan bagi masyarakat.Sumber air baku di Kota Yogyakarta diperoleh dari air permukaandan air tanah. Sumber mata air permukaan dikelola oleh PDAM Tirtamarta,meliputi 2 buah mata air yaitu Umbul Wadon dan Karang Gayam I, Airpermukaan sejumlah 1 (satu) buah yaitu Sungai Padasan dengan sistempengolahan semi lengkap, sedangkan sumur dalam sebanyak 39 (tiga puluhsembilan) buah, dan sumur dangkal sebanyak 20 (dua puluh) buah. Airyang berasal dari sumber-sumber tersebut selanjutnya diolah dandidistribusikan oleh PDAM Tirtamarta.Pada tahun 2016, kehilangan air di Kota Yogyakarta mencapai34,97% hal ini menunjukkan masih perlunya pengawasan yang lebih ketatdalam proses distribusi air bersih untuk masyarakat. Mengingat potensisumber daya air yang cukup melimpah di wilayah Kota Yogyakarta, jikadibandingkan dengan kondisi saat ini maka dapat diasumsikan jumlahproduksi air yang dapat dihasilkan PDAM Tirtamarta tetap.
2. Pengelolaan Air BakuSistem penyediaan air bersih (SPAB) di Kota Yogyakarta terdiri darisistem perpipaan dan non perpipaan. Penyediaan air bersih melalui sistemperpipaan dikelola oleh pemerintah daerah melalui PDAM Tirtamarta yangsekaligus menjadi supplier utama air minum untuk Kota Yogyakarta.Sementara penyediaan air bersih sistem non perpipaan dikelola olehmasyarakat atau rumah tangga dengan memanfaatkan sumur gali.Sistem penyediaan air minum di Kota Yogyakarta telah mencakupseluruh kecamatan di Kota Yogyakarta yang disuplai melalui 10 (sepuluh)sub sistem pelayanan yang terbagi berdasarkan instalasi pengolahan dandaerah pelayanan yang meliputi:a) Sub sistem Padasanb) Sub sistem Candi (Bak Pembagi)c) Sub sistem Ngaglik (Bak)d) Sub sistem Gemawange) Sub sistem Gemawang Wilayah Baratf) Sub sistem Bedogg) Sub sistem Karanggayamh) Sub sistem Kotagedei) Sub sistem Pengokj) Sub sistem Bener
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Sub sistem ini merupakan sistem jaringan yang sudah salingterinterkoneksi satu sama lain di jaringan pelayanan (terutama wilayahdistribusi). Masing-masing sub sistem disuplai oleh beberapa sumber airbaku yang berbeda kemudian dimasukkan dalam satu reservoir induk yangkemudian dialirkan ke area pelayanan masing-masing. Keberadaaninstalasi pengolahan air (IPA) sebagian besar diperuntukkan untuk sumberair baku yang berasal dari sungai dan sumur dalam yang cenderungmemiliki kandungan pencemar  di atas ambang.Sistem non PDAM merupakan sistem penyediaan air minum yanglangsung dikelola oleh masyarakat terutama untuk wilayah yang belumterjangkau oleh jaringan PDAM. Sarana prasarana sistem SPAM komunalini pada umumnya dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan danKawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang nantinya pengelolaandiserahkan oleh masyarakat. Pada tahun 2012, sistem penyediaan airminum komunal mampu melayani 11.636 jiwa atau 2,98% dari pendudukKota Yogyakarta.
3. Cakupan Pelayanan Air BersihCakupan pelayanan sistem perkotaan Yogyakarta sudah mencakupseluruh wilayah kecamatan di wilayah Perkotaan Yogyakarta yang meliputiKecamatan Mantrijeron, Kecamatan Kraton, Kecamatan Mergangsan,Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Kotagede, Kecamatan Gondokusuman,Kecamatan Danurejan, Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Gondomanan,Kecamatan Ngampilan, Keamatan Wirobrajan, Kecamatan Gedingtengen,Kecamatan Jetis dan Kecamatan Tegalrejo. Berdasarkan data PDAMTirtamarta tahun 2016, persentase cakupan pelayanan air minum untukmasyarakat mencapai 43,02% dari total jumlah penduduk KotaYogyakarta. Cakupan pelayananan air minum dari PDAM tersebut memilikikecenderungan yang menurun setiap tahunnya, hal ini mengindikasikanadanya penurunan jumlah pelanggan yang menggunakan sumber air PDAMyang mungkin beralih menggunakan sumber air bersih lainnya. Hal inimenunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih mengandalkansumur pribadi untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Disamping itu, adanya program pembangunan sumur komunal yangdilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan KawasanPermukiman Kota Yogyakarta menjadi alternatif lain bagi masyarakatuntuk dapat mengakses air bersih. Oleh karena itu adanya programtersebut mendorong terjadinya penurunan jumlah penduduk terlayaniPDAM.
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Jika ditinjau dari satuan rumah tangga pengguna air bersih yangbersumber dari PDAM, dalam kurun waktu tahun 2012-2016 jugamenunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan tren menurun.Adapun pertumbuhan persentase rumah tangga pengguna air bersih rata-rata sebesar -1,77% setiap tahunnya. Besarnya pemanfaatan sumur pribadidalam memenuhi kebutuhan masyarakat ini mengindikasikan bahwaketersediaan air tanah di Kota Yogyakarta sampai saat ini masih dapatmencukupi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Untuk mengantisipasipeningkatan kebutuhan air bersih di masa mendatang tidak cukup hanyadengan menggunakan sumber air tanah, oleh karena itu PDAM Tirtamartaperlu meningkatkan produksi air bersih untuk dapat memberikan cakupanpelayanan yang lebih besar.
4. Kebutuhan Air BersihBerdasarkan perhitungan proyeksi kebutuhan total air bersih KotaYogyakarta dalam kurun waktu 2017-2022, kebutuhan air bersih KotaYogyakarta mencapai 140.637.396 liter/hari pada tahun 2022. Jikadibandingkan dengan kapasitas produksi PDAM Tirtamarta KotaYogyakarta saat ini maka terdapat selisih angka yang cukup signifikan yaitumencapai 95.613.492 liter/hari di tahun 2022. Meskipun saat inipemenuhan air bersih di Kota Yogyakarta masih dapat mengandalkansumber air tanah, akan tetapi kapasitas produksi PDAM perlu ditingkatkanuntuk mengantisipasi terjadinya peningkatan jumlah kebutuhan air bersihmengingat ketersediaan air tanah yang dapat berkurang.

B. Sanitasi: Drainase, Sampah, dan Limbah.

1. DrainaseJaingandrainase berfungsi untuk mengalirkan air hujan ataupunkelebihan air di permukaan yang disebabkan luapan sungai yang masuk kepermukaan, sehingga tidak menimbulkan genangan. Jaringan drainase KotaYogyakarta merupakan satu kesatuan sistem jaringan drainase perkotaanYogyakarta. Sistem drainase perkotaan terdiri dari saluran primer, saluransekunder dan tersier. Fungsi utama dalam sistem drainase di KotaYogyakarta adalah sebagai saluran air hujan, namun demikian masihterjadi tumpang tindih pemanfaatan saluran air hujan. Saluran drainasetidak hanya digunakan sebagai saluran air hujan tetapi juga dipergunakanuntuk pembuangan air limbah dan saluran irigasi. Terdapat juga saluranyang difungsikan untuk ketiganya yaitu Kali Belik dan Kali Widuri.Keberadaan tiga sungai yang mengalir di wilayah Kota Yogyakarta yaitu
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Sungai Code, Winongo dan Gajahwong dimanfaatkan sebagai drainaseinduk saluran.Jaringan drainase dikatakan berfungsi dengan baik jika kapasitasdari saluran drainase itu mencukupi kebutuhan untuk mengalirkankelebihan air permukaan. Menurut Peraturan Menteri PUNo.01/PRT/M/2014 tersedianya sistem jaringan draniase adalah ukuranpencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaansistem drainase di wilayahnya. Guna menjamin kualitas ketersediaansistem drainase dilakukan penghitungan panjang drainase dalam kondisibaik/pembuangan aliran air tidak tersumbat yang dihitung dengan formulapanjang drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi dengan panjangseluruh drainase kota.Pada tahun 2016 panjang seluruh jaringan drainase di KotaYogyakarta mencapai 332,74 Km dengan 87,18% dari total panjangdrainase berada pada kondisi baik. Panjang drainase dengan kondisi baikdi Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tahun2012 hingga tahun 2016, yakni sepanjang 279,55 Km pada tahun 2012 danmeningkat menjadi 290,08 Km pada tahun 2016. Panjang drainase dengankondisi baik di Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan dari tahunke tahun dengan angka pertumbuhan rata-rata 0,93% pertahun. Hal inimengindikasikan bahwa upaya pengelolaan air permukaan untukmeningkatkan kualitas lingkungan terlaksana dengan baik.Keberadaan jaringan drainase ini erat hubungannya denganterjadinya genangan di wilayah Kota Yogyakarta. Sampai saat ini masihterdapat lokasi-lokasi rawan genangan terutama pada saat curah hujantinggi yang disebabkan berbagai faktor, meliputi faktor alam (morfologilahan/cekungan lahan yang menyebabkan limpasan air drainase) sertatersumbatnya saluran drainase. Oleh karena itu keberadaan salurandrainase yang baik dapat menjadi sarana mengatasi timbulnya genangan.Jumlah penduduk yang terus meningkat akan berdampak padapeningkatan jumlah kawasan terbangun. Hal ini akan mengurangi luas arearesapan yang dapat menyebabkan tingkat kehilangan air semakin besarsehingga meningkatkan peluang timbulnya luapan air dan genangan airhujan.Dalam kurun waktu tahun 2013 hingga 2016, jumlah titik genangandi Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun.Jika dibandingkan dengan tahun 2013, jumlah genangan saat ini mengalamipenurunan yang cukup signifikan yaitu 50 titik genangan di tahun 2012menurun menjadi 28 titik genangan di tahun 2016. Hal ini
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mengindikasikan bahwa jaringan drainase di Kota Yogyakarta berfungsidengan baik dan dapat mengurangi jumlah genangan yang ada.Terjadinya penurunan jumlah titik genangan sebanding denganpenurunan luas daerah rawan genangan di wilayah Kota Yogyakarta. Padatahun 2016 presentase luas wilayah genangan meliputi 0,23% dari seluruhluas wilayah, angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengankeseluruhan luas wilayah Kota Yogyakarta. Kejadian banjir di KotaYogyakarta tergolong sangat rendah dan hanya terjadi di beberapa lokasiyang berada di daerah bantaran sungai. Meskipun untuk saat ini presentasiluas wilayah genangan dibawah angka 1% namun perlu dilakukan tindakanpreventif untuk mengantisipasi peningkatan potensi genangan, mengingatsemakin bertambahnya jumlah penduduk Kota Yogyakarta.
2. Sampah

a. Pengelolaan Sampah di Kota YogyakartaPengelolaan sampah rumah tangga di Kota Yogyakartaumumnya dilakukan dengan mengumpulkan sampah untuk dibuangke TPS. Pengelolaan sampah secara regional menggunakan mekanismeoff-site management, sehingga sampah yang dikumpulkan kemudiandibuang di TPA yang terletak di Piyungan-Bantul. Luas TPA Piyunganini kurang lebih 12 hektar dan dikelola dengan sanitary landfill untuksampah residu akhir, yaitu sampah yang telah masuk ke TPA Piyungankemudian kembali diolah dengan dilakukan pengurugan sampahdengan menggunakan tanah urug (cover soil). Tetapi pada kenyataandi lapangan, pengolahan yang dilakukan lebih bersifat open dumping,sampah yang telah masuk TPA tidak dilakukan pengurugan dengantanah. Isu yang saat ini tengah disoroti adalah terkait kapasitas TPAPiyungan yang mendekati ambang batas maksimal untuk dapatmenampung sampah. Oleh karena itu diperlukan alternatifpengelolaan sampah untuk mengurangi volume sampah yang dibuangke TPA Piyungan sehingga dapat memperpanjang usia TPA tersebut.Hingga saat ini pengelolaan sampah rumah tangga yangdilakukan secara langsung oleh masyarakat di Kota Yogyakartadilakukan melalui beberapa model, yaitu:1. Produksi sampah (rumah tangga) dikumpulkan di depan rumahdengan bak sampah dan kemudian diambil oleh petugas sampahdengan gerobak sampah untuk ditampung di tempat pembuangansampah sementara (TPSS). Selanjutnya dari TPSS diangkut
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dengan truk sampah oleh petugas dari dinas terkait ke tempatpembuangan akhir.2. Sampah rumah tangga dibuang langsung ke TPSS, kemudian dariTPSS diangkut dengan truk sampah oleh petugas ke tempatpembuangan akhir.3. Sampah rumah tangga dipilah atau dikelompokkan dalambeberapa jenis yaitu organik, kertas, kaca, dan plastik oleh setiaprumah tangga, dan kemudian sampah kering dibawa ke banksampah terdekat. Selanjutnya dari bank sampah dijual kepengepul, sedangkan sampah organik dibuang ke tempatpembuangan sampah sementara untuk diangkut petugas sampah,dan dibuang ke tempat pembuangan akhir.4. Sampah rumah tangga dikumpul di armroll dan diangkut olehpetugas dengan truk sampah untuk dibuang ke tempatpembuangan akhir.5. Sampah rumah tangga dikumpul dan dibakar, sedangkan sampahorganik dikumpul di lubang tanah dan ditimbun.Di antara berbagai model pengelolaan sampah rumah tangga diKota Yogyakarta, sebagian besar masih dikumpulkan dan dibuang keTPS yang kemudian akan diangkut ke TPA Piyungan. Persentasepengelolaan sampah yang dibuang ke TPS mencapai 88%. Selaindikumpulkan dan dibuang ke TPS, sebanyak 5% pengelolaan sampahrumah tangga dikumpulkan ke kolektor informal untuk didaur ulangserta 4% dibakar. Tingginya angka pengelolaan sampah dengandikumpulkan ke TPS ini berimplikasi pada tingginya volume sampahKota Yogyakarta yang masuk ke TPA Piyungan.Pada tahun 2015 jumlah sampah Kota Yogyakarta yangterangkut ke TPA Piyungan mencapai lebih dari 204 ton/hari. Dalamkurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2015 jumlah sampah yangterangkut ke TPA Piyungan tergolong tinggi jika dibandingkan denganjumlah timbulan sampah, yaitu mencapai rata-rata lebih dari 211ton/hari. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidupdalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 jumlah timbulansampah penduduk Kota Yogyakarta memiliki besaran yang fluktuatifdengan kecenderungan menurun, yakni 263 ton/hari pada tahun 2012berkurang menjadi 226,2 ton/hari pada tahun 2016. Penurunanvolume sampah di Kota Yogyakarta disebabkan adanya pergeseran
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komposisi sampah yang sebagian besar berupa sampah plastik denganvolume yang lebih ringan.Penurunan volume timbulan sampah di Kota Yogyakartaberbanding lurus dengan perkembangan jumlah volume sampah yangdibuang ke TPA Piyungan. Di tahun 2012 volume sampah yangdibuang ke TPA sebesar 179,4 ton/hari, berkurang menjadi 176,4ton/hari pada tahun 2016. Dengan demikian pertumbuhan rata-ratavolume sampah yang terangkut ke TPA dari tahun 2012 sampai 2016adalah sebesar 3,32% per tahun dengan kecenderungan meningkat.Peningkatan presentase volume sampah yang dibuang ke TPA terjadikarena adanya penurunan jumlah perkiraan timbulan sampah sertavolume sampah yang terangkut ke TPA.Selain TPA Piyungan, Kota Yogyakarta sudah memiliki IPST(Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu) Migunani yang terletak diKelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo. Dalam IPST dapatdilakukan pengolahan terhadap sampah yang masuk untuk dijadikansebagai kompos. Kompos yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagaipupuk penyubur tanaman. Di samping itu, untuk mengurangi bebanTPA maka Pemkot Yogyakarta telah mendirikan TPST di beberapatempat. Sebelum sampah diangkut ke TPA maka diolah dulu di TPST(Tempat Pengolahan Sampah Terpadu), sehingga diharapkan yangdiangkut ke TPA berupa sampah residu.Beberapa Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) yangsudah ada di Kota Yogyakarta menjadi pekerjaan rumah tersendiribagi pemerintah kota agar dapat berjalan secara berkelanjutan danmemberikan manfaat secara optimal.Model pengelolaan di masyarakat yang lainnya adalah denganmemilah dan kemudian melakukan 3 R yaitu mengurangi (reduce),menggunakan kembali yang masi bisa dipakai (reuse), dan mendaurulang (recycle) sampah menjadi barang yang lebih bernilai.Pengelolaan 3R oleh masyarakat di Kota Yogyakarta ini dilakukanmelalui bank-bank sampah yang pada tahun 2016 berjumlah 405 unitbank sampah.
b. Timbulan Sampah di Kota YogyakartaPada tahun 2016 timbulan sampah di Kota Yogyakarta mencapai260.500 kg/hari atau 1.041 m3/hari dengan timbulan sampahterbesar berasal dari Kecamatan Umbulharjo, sementara sampah yang
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terangkut ke tempat pembuangan akhir sebesar 213.750 kg/hari atausebesar 82,05%. Timbulan sampah berbanding lurus denganpertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta. Jumlah penduduk yangterus mengalami peningkatan akan berimplikasi pada peningkatanproduksi sampah. Berdasarkan hasil studi lapangan, permasalahanyang timbul dalam pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta adalahbahwa masyarakat masih ada yang membuang sampah tidak padatempatnya, keterbatasan sarana prasarana, serta keterbatasan lahan.Sementara itu, kapasitas TPA yang semakin terbatas menyebabkanperlunya alternatif lain dalam pengelolaan sampah.Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melakukanbeberapa upaya pendekatan kepada masyarakat terkait penanganansampah di perkotaan. DLH telah melakukan pelatihan kepada sebagianmasyarakat untuk melakukan pengolahan sampah organik menjadipupuk dan pengolahan sampah yang bisa didaur ulang sehinggadiharapkan nantinya jumlah sampah yang dibuang ke TPS dan TPAakan semakin berkurang. Dalam kurun waktu tahun 2012 hinggatahun 2016 volume timbulan sampah mengalami penurunan.Penurunan volume sampah di Kota Yogyakarta salah satunyadisebabkan oleh ketersediaan sarana prasarana persampahan di KotaYogyakarta dalam memperlancar proses pengangkutan, di samping ituadanya pengelolaan sampah secara 3R juga menjadi salah satu upayadalam mengurangi volume timbulan sampah. Pengolahan sampahsecara 3R di Kota Yogyakarta menunjukkan kecenderungan menurundengan pertumbuhan rata-rata sebesar -6,68%. Penurunan persentasepengelolaan sampah secara 3R ini dimungkinkan sat ini telah terjadikejenuhan dalam pelaksanaan program 3R yang telah berlangsungsejak tahun 2009 sehingga untuk mengurangi volume timbulansampah di Kota Yogyakarta diperlukan metode alternatif yang lebihefiektif.Volume sampah yang diolah atau dimanfaatkan kembalididapatkan dari pengurangan volume timbulan sampah denganvolume sampah yang dibuang ke TPA serta volume sampah yang tidakterbuang dan tidak termanfaatkan kembali, sehingga mendapatkanhasil dengan kecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2012hingga tahun 2016, yakni 70 ton/hari turun menjadi 45,28 ton/hari,atau dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -10,32% per tahun.
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Penurunan volume sampah yang dikelola kembali berbandinglurus dengan persentase volume sampah yang dikelola secara 3R diperkotaan dimana nilai yang ditunjukkan juga memilikikecenderungan menurun, yakni 26,62% tahun 2012 menjadi 20,01%tahun 2016. Volume sampah yang dikelola secara 3R dilakukanmelalui bank sampah dan pemanfaatan kembali oleh pemulung.Keberadaan bank sampah berkontribusi dalam pengelolaan sampahsekitar 3%, sementara pihak pemulung mampu berkontribusi sekitar15%, dan sisanya merupakan perkiraan pemanfaatan kembali sampahdari perkantoran, industri, dan sumber produksi sampah lain yangtidak termasuk dalam cakupan perhitungan.Untuk menunjang penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)disertai dengan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta untukmengurangi jumlah TPS.TPS-TPS yang banyak tersebar di wilayah,sekarang ini telah dikurangi karena keberadaannya banyakmenimbulkan masalah, antara lain sampah yang berserakan, bau yangtidak sedap (menyengat), serta menjadi salah satu sumber penyakitkarena lokasinya yang terlalu dekat dengan permukiman penduduk.Selain itu TPS juga akan disentralkan pada satu titik tertentu (akandigantikan dengan instalasi pengolahan sampah terpadu yang bersifatkomunal). Telah dilakukan penutupan 2 unit TPS dengan dipersiapkanpengganti di lokasi lain. Meskipun dilakukan penutupan TPS, dayatampung TPS di Kota Yogyakarta tidak berubah karena dilakukanpeningkatan volume pada TPS yang masih tersedia.Meskipun angka persentase volume sampah yang dikelola secara3R menurun, kelompok bank sampah yang terbentuk dalam kurunwaktu tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan secarasignifikan dengan pertumbuhan rata-rata yang cukup tinggi, yaknisebesar 60,52% pertahun.Program pembentukan bank sampah ini merupakan programdari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Pembentukan banksampah dilakukan dalam lingkup RW sehingga terjadi peningkatanjumlah bank sampah di Kota Yogyakarta. Di tahun 2012 terdapat 61kelompok bank sampah di wilayah Kota Yogyakarta, jumlah tersebutterus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2016 terdapat 405kelompok bank sampah di wilayah Kota Yogyakarta. Keberadaan banksampah ini dapat menjadi usaha kreatif yang bernilai ekonomi,sehingga dapat bermanfaat bagi keberlangsungan bank sampah dan
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masyarakat di wilayah itu sendiri. Peningkatan jumlah kelompok banksampah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pengelolaansampah secara 3R di Kota Yogyakarta.Sementara itu, keberadaan sarana prasarana yang dimilikipemerintah Kota Yogyakarta menjadi salah satu kunci pengelolaansampah di perkotaan Yogyakarta untuk mengurangi volume timbulansampah di Kota Yogyakarta melalui proses pengangkutan sampah.Adapun kondisi dan sarana prasarana persampahan di KotaYogyakarta ditunjukkan oleh tabel berikut:Keberadaan sarana dan prasarana persampahan di KotaYogyakarta sebagian besar berada pada kondisi baik sehingga dapatdimanfaatkan untuk proses pengangkutan sampah secara optimal. Disamping itu, TPS dan depo sampah tersebar merata di seluruh KotaYogyakarta. Akan tetapi, identifikasi jumlah TPS, container dantransfer depo yang ada belum mencukupi untuk mewadahi totaltimbulan sampah, selain itu di beberapa tempat terdapat beberapakonstruksi TPS yang tidak sesuai dengan spesifikasi peraturan yangada (SNI 19-2454-2002) seperti:1. Tidak sesuai desain2. Letak/lokasi yang berada di trotoar sehingga mengganggupengguna jalan dan mencemari lingkungan sekitar3. Adanya penolakan dari masyarakat terkait penempatan TPS.Permasalahan lain muncul dari penduduk di sekitar bantaranSungai Winongo, Sungai Code, dan Sungai Gajahwong yang masihmembuang sampah di bantaran sungai disebabkan karena kurangnyasarana penampungan/pewadahan di kawasan tersebut. Selain itu,keberadaan sarana pengangkutan berupa 32 unit dumptruck dan 7unit armroll memiliki beberapa permasalahan sebagai berikut:1. Pengangkutan melebihi batas kapasitas sarana2. Ritasi pengangkutan bertambah3. Beberapa sarana melebihi masa aktif sehingga kurang optimal
c. Proyeksi Timbulan Sampah di Kota YogyakartaPerhitungan timbulan sampah di masa mendatang dapatdijadikan acuan dalam merumuskan rencana pengelolaan sampah diKota Yogyakarta. Perhitungan proyeksi timbulan sampah dilakukanmelalui dua pendekatan, yaitu perhitungan dengan melihat tren dari
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data lima tahun terakhir serta proyeksi timbulan sampah berdasarkanhasil proyeksi penduduk.Perhitungan proyeksi perkiraan timbulan sampah di KotaYogyakarta berdasarkan tren dalam kurun waktu 2012-2016menunjukkan bahwa timbulan sampah mengalami pertumbuhan yangmenurun dengan jumlah timbulan sampah sebesar 180,43 ton/hari ditahun 2022. Perhitungan tersebut didasarkan dengan angkapertumbuhan rata-rata (-3,70%) setiap tahunnya. Meskipunmenunjukkan tren yang menurun, diperlukan pengembangan programpengelolaan sampah secara mandiri mengingat keterbatasan kapasitasTPA serta persentase pengelolaan sampah secara 3R yang masih kecildan cenderung menurun.Sementara itu, perhitungan proyeksi timbulan sampahberdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk menunjukkankecenderungan yang meningkat. Di dalam SNI 3242:2008 tentangPengelolaan Sampah di Permukiman, standar timbulan sampah kotabesar adalah 3 liter/org/hari. Berdasarkan perhitungan menggunakanstandar tersebut, diperkirakan pada tahun 2022 timbulan sampah diKota Yogyakarta mencapai 1.579.653 L/orang/hari dengan trensebagai berikut:
Tabel 2.258

Proyeksi Timbulan Sampah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022
Berdasarkan Proyeksi Jumlah Penduduk

Sumber : Analisis 2017

Jika dibandingkan proyeksi timbulan sampah berdasarkan trendalam lima tahun terakhir dan berdasarkan proyeksi penduduk,terdapat perbedaan kecenderungan yang signifikan. Sebagai upayapencegahan, perlu disusun alternatif pengelolaan sampah secaramandiri untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPAdikarenakan keterbatasan kapasitas dan dampak yang ditimbulkanterhadap lingkungan.
3. LimbahLimbah domestik terbagi menjadi dua yaitu grey water dan blackwater. Air limbah yang termasuk dalam kategori grey water adalah limbahrumah tangga yang dapat berupa limbah cucian dapur, limbah air sabun

2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Jumlah Penduduk 506.855 510.442 513.888 517.503 522.200 526.551
2 Timbulan Sampah (L) 1.520.564 1.531.327 1.541.664 1.552.510 1.566.599 1.579.653

No
Standar Timbulan

Sampah (3 L/org/hari)
Proyeksi Jumlah Penduduk
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cucian pakaian dan air buangan kamar mandi. Sedangkan black waterberupa tinja manusia, urine, dan air limbah yang relatif terkelola denganbaik. Limbah rumah tangga selain tinja masuk dalam saluran air limbahataupun sumur peresapan, sedangkan limbah tinja diolah dengan tangkiseptik ataupun instalasi air limbah baik on site maupun off site.
a. Pengolahan LimbahPengelolaan air limbah yang baik dipengaruhi oleh beberapa hal,seperti: kesadaran masyarakat akan kesehatan, sarana dan prasaranainfrastruktur yang mendukung, dan kelembagaan yang ada. Sistempengelolaan air limbah masyarakat di Kota Yogyakarta dilakukanmelalui beberapa cara sebagai berikut:1. Black water, ditampung dengan tangki septik, selanjutnya airnyadiresapkan dalam sumur peresapan, sehingga meresap ke dalamtanah, dan menambah suplai air tanah.2. Black water ditampung di IPAL komunal, kemudian effluent-nyadibuang ke sungai.3. Black water langsung dibuang di IPAL regional dengan sistemperpipaann, dan effluent-nya dibuang ke sungai, masyarakat yangterhubung dalam saluran air limbah ini dikenakan wajib retribusi(WR).4. Black grey dibuang langsung ke sungai tanpa diolah di tangkiseptik, sehingga dari kloset dialirkan langsung ke sungai. Hal inidisebabkan lokasi penduduk yang dekat dengan sungai, namuntidak tersedia lahan untuk membangun tangki septik maupuntangki septik komunal. Sebagian penduduk buang air besarlangsung ke sungai dikarenakan lokasi permukiman dekat dengansungai dan telah menjadi kebiasaan penduduk.5. Grey water langsung diresapkan ke dalam sumur peresapan6. Grey water langsung dibuang ke sungai7. Grey water dibuang ke IPAL regional dengan sistem perpipaan,dan masyarakat dikenakan retribusi (WR)Pengelolaan limbah domestik sebagian besar dilakukan secarapribadi, sebagian besar rumah penduduk telah dilengkapi denganjamban dan septik tank. Kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi(Kawasan Malioboro, Ngasem, dan Gunung Ketur) pengelolaannyadilakukan dengan saluran yang terhubung ke fasilitas IPAL Sewon diKecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Sementara itu, pengelolaan pada
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permukiman di kawasan bantaran sungai dilakukan denganmendirikan MCK komunal yang dilengkapi dengan septik tank.Kawasan bantaran sungai yang belum terjangkau oleh pelayanananperpipaan air limbah, pengolahan limbah domestik dilakukan dengansistem komunal.Selain pengolahan limbah on-site yang dimiliki pribadi maupunkomunal, Kota Yogyakarta memiliki jaringan saluran pengolahanlimbah perkotaan yang terintegrasi dengan Kabupaten Bantul danSleman. Sistem pengelolaan terdiri dari jaringan pipa lateral, pipainduk, dan satu unit pengolahan air limbah (IPAL) di Sewon. Jaringanpengolahan limbah yang terintegrasi dengan sistem IPAL Sewon padatahun 2010 telah mencakup hampir seluruh kecamatan di KotaYogyakarta kecuali Kotagede dan Wirobrajan.
b. Cakupan PelayananPengolahan limbah rumah tangga dilakukan melalui septik tankpribadi serta septik tank komunal. Saptik tank yang baik merupakanseptik tank yang melayani pengolahan limbah sehingga dapatmelakukan proses penguraian bakteri sebagaimana mestinya. Dalamkurun waktu 2013 hingga 2016 presentase cakupan sistem air limbahsetempat yang memadai mengalami peningkatan. Jumlah tangki septiktank yang baik terus mengalami peningkatan yaitu 30% di tahun 2013meningkat hingga 60% di tahun 2016.Sementara itu, untuk sistem air limbah skala komunitas di KotaYogyakarta hingga tahun 2016 memiliki cakupan pelayanan sebesar22,19%. Cakupan pelayanan tersebut terus mengalami peningkatandari tahun ke tahun dalam kurun waktu 2012 hingga 2016 denganpertumbuhan rata-rata 4,61% pertahun. Hal ini mengindikasikanadanya peningkatan pelayanan sistem air limbah domestik di KotaYogyakarta. Sementara itu, untuk pengolahan air limbah industridilakukan dengan penerapan kewajiban untuk melakukan pengolahanlimbah secara mandiri sehingga tidak menyebabkan pencemaranlingkungan sekitarnya. Pelaksanaan kebijakan tersebut perlu disertaidengan pengawasan yang kuat agar dapat diberlakukan dengansebagaimana mestinya.
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Tabel 2.259
Persentase Cakupan Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota Tahun

2012-2016

No. Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-rata
(% / Tahun)1. Jumlah pendudukyang terlayani Jiwa 79.250 81.930 89.350 89.350 98.350 5,552. Jumlah penduduk Jiwa 427.591 406.660 413.936 403.110 403.110 0,903. Persentase cakupansistem air limbahskalakomunitas/kawasan/kota

% 18,53 20,15 21,59 22,20 22,19 4,61
Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota
Yogyakarta Tahun 2012-2016
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BAB 3
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi DaerahMendasarkan padaPeraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RencanaPembangunanJangka Menengah Nasional 2015-2019antara lain berisi misi pembangunanIndonesia tahun 2015-2019 khususnya misi yang pertama yaitu mewujudkan keamanannasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopangkemandirian ekonomidengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkankepribadian Indonesiasebagai negara kepulauan, bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2018diharapkandapat mencapai 5,8 persen.Untuk mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh maka lajuinflasi ditekan pada tingkat inflasi yang cukup rendah dan stabil dengan tetapmemperhatikan pertumbuhan ekonomi pada besaran inflasi 3,02 persen. Inflasi yangterkendali memungkinkan nilai tukar dan suku bunga yang kompetitif sehinggamendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat. Tingkat kemiskinannasional dapat ditekan pada angka 10,70 persen sedangkan tingkat pengangguran terbukadi kisaran angka 5,61 persen.Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dankeberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnyamengurangi tingkat kemiskinan.Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi :(1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisisekonomi dunia baru yang terjadi, (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ditetapkandalam agenda pembangunan dapat terlaksana.Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakanpembangunan ekonomi Kota Yogyakarta padatahun 2018 ditujukan dalam rangkamewujudkan masyarakat kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabatberlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah dalamrangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2018 dan diwujudkan denganmendorongserta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihakkepada masyarakat Kota Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasamenyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkanperekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angkakemiskinan.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah | III- 2

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017Indikator makro ekonomi dalam kerangka makro ekonomi daerah ini dilihat dariindikator pencapaian pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 Pertumbuhan EkonomiPertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2015dapat mencapai5,16persen. Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi terbesar sejak tahun 2012hingga 2014, pertumbuhannya cenderung naik, tetapi pada tahun 2015 mengalamipenurunan. Sedangkan sektor ekonomi dengan pertumbuhan terbesar dalamperekonomian Kota Yogyakarta adalah sektor jasa keuangan dan asuransi yang rata-rata pertumbuhannya mendapai 7,75 setiap tahunnya. Berikut disajikan PDRB tahun2012-2015.

Tabel 3.1. PDRB ADHK Menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

Kecamatan ADHK (Juta Rupiah)
2012* 2013* 2014* 2015**Kecamatan Mantrijeron 292.144,10 306.835,70 320.772,45 335.863,71Kecamatan Kraton 157.582 166.117,60 173.088,96 180.875,99Kecamatan Mergangsan 294.049,70 309.305,70 327.560,72 343.880,14Kecamatan Umbulharjo 1.347.707,47 1.421.816,13 1.503.796,09 1.570.116,09Kecamatan Kotagede 263.235,50 275.155,80 287.437,10 299.917,28KecamatanGondokusuman 1.068.439,10 1.122.395,20 1.185.665,77 1.247.994,86Kecamatan Danurejan 590.385,10 636.938,20 674.675,28 713.992,12Kecamatan Pakualaman 76.017,60 80.138,90 83.299,07 87.320,94Kecamatan Gondomanan 532.017,80 562.812,10 589.616,09 620.047,77Kecamatan Ngampilan 131.406,50 138.428,30 144.224,41 150.427,46Kecamatan Wirobrajan 347.818,90 365.156,70 384.062,29 403.056,80Kecamatan Gedongtengen 249.915,80 267.531,70 282.146,79 296.630,74Kecamatan Jetis 478.566,40 508.306,80 538.130,12 567.665,75Kecamatan Tegalrejo 321.603,30 337.906,50 353.485,10 370.653,36

Sumber: PDRB Menurut Kecamatan Kota Yogyakarta 2013-2015 (BPS, 2014-2016)Dengan melihat kecenderungan pada tahun-tahun sebelumnya, maka tahun 2018perekonomian Kota Yogyakarta diestimasikan tumbuh sebesar 5.16persen.Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran tingkat kemakmuransuatu wilayah. Pada kurun waktu 2012-2015, laju pertumbuhan ekonomi KotaYogyakarta cenderung mengalami perlambatan. Sektor-sektor utama Kota Yogyakartaadalah sektor tersier, antara lain akomodasi, transportasi, informasi dan komunikasiserta jasa pendidikan.Tabel dibawah ini menyajikan pertumbuhan dan proyeksi pertumbuhan ekonomiKota Yogyakarta.
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Tabel 3.2.
Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015 dan

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022
Realisasi/ Proyeksi Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%)Realisasi 2012 5,402013 5,472014 5,302015 5,16Proyeksi 2017 5,122018 5,162019 5,202020 5,232021 5,272022 5,30

Sumber;
1. PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta 2011-2015, BPS Kota Yogykarta
2. Hasil olahan 2017

Gambar 3.1.1
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015 dan
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

Sumber: Hasil Analisis 2016

Dengan menggunakan metode proyeksi geometrik maka pertumbuhan ekonomiKota Yogyakarta tahun 20018-2022 diperkirakan akan terus meningkat. Asumsi lain yangdigunakan dalam perhitungan ini adalah bahwa pertumbuhan sektor pertanian sertasektor pertambangan dan penggalian diperkirakan akan melambat, sementara untukpertumbuhan sektor-sektor lainnya diperkirakan akan meningkat. Agar pertumbuhanekonomi mengalami peningkatan maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatanproduksi dan produktivitas sektor-sektor utama serta peningkatan keterkaitan antarsektor. Sektor-sektor utama di Kota Yogyakarta adalah sektor informasi dan komunikasi,sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor industri pengolahan, dan sektorjasa pendidikan.
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 InflasiInflasi merupakan peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus.Kestabilan inflasi menjadi penting bagi perekonomian dengan pertimbangan bahwainflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat memberikan dampak negatif kepada kondisisosial ekonomi masyarakat. Pada tahun 2016, tingkat inflasi Kota Yogyakarta mencapai2,29%. Angka ini merupakan yang terendah selama beberapa tahun terakhir. Tingkatinflasi Kota Yogyakarta relatif lebih rendah daripada tingkat inflasi nasional yangmencapai 3,02%. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kemampuan masyarakatYogyakarta dalam merespon kondisi perekonomian terbaru serta peran TimPengendali Inflasi Daerah dalam menjaga kestabilan harga. Pada umumnya,peningkatan inflasi didorong adanya perubahan harga dalam kelompok bahanmakanan serta kelompok perumahan, gas, air, listrik, dan bahan bakar. Dibawah inidisajikan tingkat inflasi dan proyeksi tingkat inflasi Kota Yogyakarta.
Tabel 3.

Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 dan
Proyeksi Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

Realisasi/ Proyeksi Tahun Laju InflasiRealisasi 2012 4,312013 7,322014 6,592015 3,092016 2,29Proyeksi 2017 3,962018 3,792019 3,622020 3,442021 3,272022 3,10
Sumber:
1. Data Perekonomian dan Perbankan DIY Desember 2012-2015, Bank

Indonesia
2. Berita Utama Statistik Januari 2017

Gambar 3.
Grafik Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 dan
Proyeksi Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

Sumber: Hasil Analisis 2016
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Bila pola pergerakan inflasi diasumsikan sama dengan pola pergerakan inflasitahun-tahun sebelumnya maka tingkat inflasi Kota Yogyakarta diperkirakanmenurun. Walaupun begitu tetap terdapat faktor resiko yang dapat meningkatkantekanan inflasi. Beberapa faktor pendorong dan penghambat inflasi, antara lainadalah 1) ketersediaan bahan pangan utama, 2) fluktuasi kurs nilai tukar, 3) fluktuasiharga minyak dunia, dan 4) rasionalitas produsen dan konsumen. Pentingnyapengendalian inflasi akan memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraanmasyarakat.
 TenagaKerjaRasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerjaterhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi rasio menggambarkan bahwapenduduk di wilayah sudah banyak yang terserap dalam dunia kerja. Rasio pendudukyang bekerja di Kota Yogyakarta selama rentang tahun 2012-2016 menunjukkanangka yang cukup tinggi, yaitu mencapai 0,96 di tahun 2016. Tabel dibawah inimenyajikan rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta.

Tabel 3. Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 PendudukyangBekerja Jiwa 149.189 171.108 132.713 177.895 178.200 4,54

2 AngkatanKerja Jiwa 166.406 187.205 145.850 188.555 184.921 2,67
3 RasiopendudukyangBekerja 0,90 0,91 0,91 0,94 0,96 1,63

Sumber : Profil Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2012-2017, diolahBesarnya rasio penduduk yang bekerja menunjukkan bahwa serapan tenaga kerjadi Kota Yogyakarta tergolong baik. Sementara apabila dilihat dari trenperkembangannya, diketahui bahwa rasio penduduk yang bekerja cenderungmeningkat, meski pertumbuhannya lambat. Peningkatan rasio ini diiringi denganpeningkatan jumlah penduduk yang bekerja maupun jumlah angkatan kerja. Padatahun 2016, rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta mencapai 0,96 atausebesar 96% dari total angkatan kerja telah memperoleh kesempatan bekerja,sementara untuk 4% lainnya masih dalam proses mencari pekerjaan ataumenganggur. Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun2012-2016 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
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Gambar 3. Grafik Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta
Tahun 2012-2016

Sumber : Hasil Olahan, 2017

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018

A. Ekonomi Makro

1. Distribusi Pendapatan yang Tidak MerataTingkat kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta tergolong relatif baik. Selamakurun waktu 2012-2015, PDRB per kapita Kota Yogyakarta meningkat dari 51.652 jutarupiah di tahun 2012 menjadi 65.153 juta rupiah di tahun 2015. Meskipun demikian,peningkatan kesejahteraan ini tidak diikuti dengan distribusi pendapatan yang merata.Secara umum, Indeks Gini Kota Yogyakarta selama rentang waktu 2012-2015 cenderungmeningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,14% per tahun. Peningkatan IndeksGini Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk semakinbesar. Peningkatan pendapatan penduduk dengan penghasilan 20% teratas tidaksebanding dengan penduduk yang berpenghasilan 40% terbawah. Meski demikian,ketimpangan pendapatan di Kota Yogyakarta masih tergolong dalam kategori moderat.Gambar dibawah ini menunjukkan Perkembangan Indeks Gini di Kota Yogyakarta Tahun2012-2015.
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Gambar 3.
Grafik Perkembangan Indeks Gini di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

Sumber: Hasil Olahan, 2017

Berdasarkan kriteria ketimpangan versi Bank Dunia, kelompok yang menjadi fokuspenggolongan ketimpangan adalah kelompok penduduk dengan pendapatan 40%terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok tersebutmenunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin merata. Sesuai dengan standar yangditetapkan oleh Bank Dunia, predikat ketimpangan rendah dapat dicapai jika 40%penduduk dengan pendapatan terendah menikmati ≥17% dari total pendapatan yang ada.
Tabel 4.1.2

Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

No Kelompok Penduduk
Persentase Pendapatan (%) Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/Tahun)2012 2013 2014 20151 40 % PendudukBerpendapatan Terendah 17,97 15,57 15,18 14,01 -7,962 40% PendudukBerpendapatan Menengah 38,34 32,16 35,97 35,49 -2,543 20% PendudukBerpendapatan Tertinggi 43,68 52,27 48,85 50,50 4,95

Kriteria Ketimpangan Rendah Moderat Moderat Moderat
Sumber :Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015 (BPS Kota Yogyakarta, 2012-2016 diolah)Secara umum, 40% penduduk dengan pendapatan terendah di Kota Yogyakartamemiliki persentase pendapatan yang terus menurun setiap tahunnya denganpertumbuhan rata-rata -7,96% pertahun. Pada tahun 2012, persentase pendapatan dari40% penduduk dengan pendapatan terendah ada pada kategori ketimpangan rendah. Haltersebut menunjukkan bahwa persentase pendapatan mereka masih wajar dan belummenunjukkan ketimpangan dengan penduduk yang memiliki pendapatan lebih tinggi.Namun, pada tahun 2013 persentase tersebut turun menjadi 15,57%. Jumlah tersebutterus menurun sampai tahun 2014 menjadi 15,18% dan sedikit naik menjadi 14,01% ditahun 2015. Pada kedua tahun tersebut persentase pendapatan penduduk denganpenghasilan 40% terbawah termasuk dalam kategori ketimpangan moderat. Grafikdibawah ini menunjukkan Pemerataan Pendapatan Penduduk Versi Bank Dunia di KotaYogyakarta tahun 2012-2015.
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Sumber :Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015 (BPS Kota Yogyakarta, 2012-2016 diolah)Secara umum, 40% penduduk dengan pendapatan terendah di Kota Yogyakartamemiliki persentase pendapatan yang terus menurun setiap tahunnya denganpertumbuhan rata-rata -7,96% pertahun. Pada tahun 2012, persentase pendapatan dari40% penduduk dengan pendapatan terendah ada pada kategori ketimpangan rendah. Haltersebut menunjukkan bahwa persentase pendapatan mereka masih wajar dan belummenunjukkan ketimpangan dengan penduduk yang memiliki pendapatan lebih tinggi.Namun, pada tahun 2013 persentase tersebut turun menjadi 15,57%. Jumlah tersebutterus menurun sampai tahun 2014 menjadi 15,18% dan sedikit naik menjadi 14,01% ditahun 2015. Pada kedua tahun tersebut persentase pendapatan penduduk denganpenghasilan 40% terbawah termasuk dalam kategori ketimpangan moderat. Grafikdibawah ini menunjukkan Pemerataan Pendapatan Penduduk Versi Bank Dunia di KotaYogyakarta tahun 2012-2015.
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Gambar 3.
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Sumber: Hasil Olahan, 2017
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Gambar 3
Grafik Pemerataan Pendapatan Penduduk Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta tahun 2012-

2015
Sumber: Hasil Olahan, 2017Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pendapatanantara penduduk dengan pendapatan 40% terbawah dengan penduduk yangberpendapatan 20% teratas tidak sebanding karena penduduk dengan penghasilan 20%teratas tumbuh lebih cepat. Itu artinya pembangunan yang selama ini dilakukan belumbanyak memberikan dampak positif terhadap penduduk berpenghasilan rendah. Olehkarena itu, besarnya ketimpangan pendapatan dari kelompok-kelompok penduduk yangada perlu diperhatikan agar kesenjangan/ketimpangan pendapatan tidak semakin besar.

2. KemiskinanKemiskinan secara absolut merupakan ketidakmampuan untuk mencukupikebutuhan pokok minimum yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Nilaikebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan.Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan merupakan penduduk miskin.Tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta cenderung mengalami penurunan setiap tahunselama kurun waktu 2012-2016 walaupun untuk tahun 2015-2016 terdapat sedikitpeningkatan. Bahkan tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta relatif lebih rendah biladibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi DIY dan nasional. Pada tahun 2012,tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta mencapai 9,38% dan pada tahun 2016 menurunhingga 8,75%. Kondisi ini berkesesuaian dengan indikator-indikator makro lainnya,antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah pengangguran.Tabel dibawah ini menyajikan Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2004-2015danProyeksi Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.
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Tabel 3.Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2004-2015 danProyeksi
Tingkat Kemskinan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

Realisasi/ Proyeksi Tahun Tingkat Kemiskinan (%)Realisasi 2012 9,382013 8,822014 8,612015 8,602016 8,75Proyeksi 2017 8,642018 8,622019 8,602020 8,572021 8,552022 8,53
Sumber: Hasil Olahan 2017

Gambar 3. Grafik Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 danProyeksi
Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022

Sumber: Hasil Analisis 2017Dengan menggunakan metode proyeksi geometrik untuk memprediksi tingkatkemiskinan pada tahun-tahun mendatang, maka tingkat kemiskinan Kota Yogyakartadiperkirakan akan terus mengalami penurunan (Tabel 8.4). Untuk mencapai hal tersebutdiperlukan upaya-upaya baik dari pemerintah kota maupun dari masyarakat. Kemiskinantidak hanya dipengaruhi oleh kondisi kehidupan masyarakat yang minimum namun jugaoleh sikap mental penduduk miskin untuk berusaha keluar dari kemiskinan. Oleh karenaitu diperlukan program-program yang bersifat memberdayakan penduduk miskin agarmereka mau dan mampu berkarya bangkit dari kemiskinan.
B. Pertanian- Keterbatasan lahan dalam pengembangan usahaPengembangan pertanian di Kota Yogyakarta terbatas padaketersediaan lahan. Lahan kosong lebih menarik untuk dijadikan sebagaitempat usaha ataupun perumahan. Selain itu, tidak banyak warga yang
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tertarik untuk melakukan kegiatan pertanian terutama untuk pertaniantanaman pangan. Oleh karena itu, bilapun terdapat kegiatan pertanian,kegiatan tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bukan untukdijual kembali.Potensi pertanian Kota Yogyakarta adalah pada tanaman non bahanmakanan, seperti tanaman hias dan tanaman hortikultura. Kegiatan ini tidakmebutuhkan lahan yang luas sehingga cocok untuk daerah perkotaan. Untukkegiatan tanaman pangan, akan dikembangkan usaha pembenihan padi.Sebagian lahan pertanian di Kota Yogyakarta akan dimanfaatkan untukpembenihan padi guna mendukung kebutuhan benih DIY. Sementara itu,untuk kegiatan perikanan juga terkendala pada keterbatasan lahan danketersediaan air. Kegiatan perikanan yang umum dilakukan adalah budidayalele. Namun, kegiatan tersebut terkendala oleh penyediaan kolam sehinggaperkembangannya kurang memuaskan. Budidaya ikan hias juga sudahdikembangkan, namun karena masih dalam skala kecil sehinggaperkembangannya juga belum signifikan.
C. Perdagangan

1. Peningkatan Jumlah Toko Modern dan Pusat PerbelanjaanSeiring dengan pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta, prasaranaperdagangan juga mengalami perkembangan, terutama pusat perbelanjaandan pasar modern. Keberadaan pusat perbelanjaan dan pasar modern iniuntuk menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat kota yang cepat, mudah,lengkap, dan selalu tersedia. Dari tahun 2013-2017, secara umum jumlahpasar mengalami tetap 31 unit. Sedangkan keberadaan swalayan/supermarket/ mall di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan dari 49 unit ditahun 2013 menjadi 72 unit di pertengahan tahun 2017.
Tabel 3.6

Jumah Sarana Perdagangan di Kota Yogyakarta Tahun 2010-2013

No Jenis Sarana Perdagangan 2013 2014 2015 2016 20171. Jumlah Pasar 31 31 31 31 312. Swalayan/Supermarket/Mall 49 52 52 59 72
Sumber: SIPD Numerik Kota Yogyakarta 2013-2017Keberadaan pasar modern ini dirasa menguntungkan konsumen sertamampu menyerap tenaga kerja. Namun di sisi lain, dapat menjadi ancamanbagi pedagang kecil terutama pedagang pasar tradisional. Saat ini, di KotaYogyakarta, pendirian pasar modern sudah diatur melalui Peraturan Walikota.Perwal ini mengatur baik jumlah pasar/toko modern maupun jarak antar
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pasar modern dan jarak dengan pasar tradisional. Pembatasan jumlah danjarak ini diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat antarpedagang.Selain pengaturan jarak dan jumlah, hal lain yang perlu diperhatikanadalah pemilik modal. Untuk memulai usaha pasar/toko modernmembutuhkan modal yang tidak sedikit sehingga perlu dicermati apakahpemodal ini merupakan warga Kota Yogyakarta atau berasal dari luar. Denganadanya hal tersebut, diharapkan adanya pasar/toko modern ini mampumenyerap tenaga kerja lokal/masyarakat sekitarnya. Keberadaan pasartradisional juga diharapkan mampu menyerap pengusaha dan tenaga kerjalokal sebagai penggerak perekonomian kota. Oleh karena itu, diperlukankebijakan yang dapat mendukung tumbuhnya pasar tradisonal maupunpasar/toko modern agar keduanya bertumbuh bersama untuk menciptakankesejahteraan masyarakat.
2. Keterbatasan Lahan Pasar TradisionalKeterbatasan lahan pasar merupakan salah satu permasalahan dibidang ekonomi karena dengan lahan yang terbatas tentunya pasartradisional di Kota Yogyakarta akan sulit berkembang dan hal tersebut dapatberdampak pada perekonomian lokal. Pasar tradisional merupakan tempatjual beli dengan harga penawaran yang wajar sesuai dengan kemampuan belimasyarakat lokal. Kenyataan di lapangan, dari tahun ke tahun menunjukkanbahwa secara umum terdapat penambahan usaha-usaha di area pasar. Denganketerbatasan lahan yang ada memungkinkan pedagang pasar untuk tidakmendapat tempat usaha di dalam pasar sehingga mereka akan membukausaha di sekeliling pasar yang tidak tertata serta berdagang pada tempat-tempat yang tidak berizin.Lahan pasar tradisional di Kota Yogyakarta masih banyak yangmerupakan tanah sultan sehingga kepemilikannya tidak dapat dipastikanselamanya. Sedangkan lahan kosong di Kota Yogyakarta dengan luas minimaluntuk membangun pasar sudah mulai jarang ditemukan. Dengan adanya haltersebut maka perlu adanya pengembangan pasar, baik secara vertikalmaupun horisontal agar mampu menampung kegiatan jual beli pasar sehinggaterwujud ekonomi kerakyatan.
3. Keterbatasan Modal PedagangModal merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan seorangpedagang untuk membuka usahanya. Namun, bagi mereka yang tidakmemiliki modal tentu akan sulit untuk memulai atau melanjutkan usahanya.
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Kasus yang ada di Kota Yogyakarta, beberapa pedagang ada yang berhenti dantidak melanjutkan usahanya dikarenakan kekurangan modal (dana), dimanauntuk memulai usahanya mereka menggunakan dana pinjaman dari bank ataulembaga lainnya dan ketika barang dagangannya laku, keuntungan yangdidapat hanya bisa menutup pinjaman modal. Dengan adanya hal tersebutmaka beberapa pedagang tersebut gulung tikar, namun bagi mereka yangtidak putus asa memutuskan untuk melanjutkan usahanya dan memulai dariawal. Kedepannya, perlu diberikan kredit modal bagi pedagang dengan bungaringan serta pelatihan dalam memenejemen keuangan.
4. Belum Optimalnya Penataan Lahan PasarKeterbatasan lahan pasar di Kota Yogyakarta secara tidak langsungmenyebabkan lahan pasar kurang tertata. Kondisi di lapangan menunjukkanbahwa terdapat lokasi-lokasi parkir yang berada di pinggir jalan sehinggamenyebabkan kemacetan pada ruas jalan di sekitar pasar. Di samping itu,adanya pedagang-pedagang yang berjualan di luar pasar turut menyebabkankondisi pasar yang kurang tertata. Penataan ruang dalam pasar juga perludiatur ulang terkait masih adanya lapak dagang yang penempatannya kurangtepat. Kedepannya, perlu ada optimalisasi pengelompokan pedagang jenisbarang tertentu untuk mempermudah pembeli dalam berbelanja. Selain itu,penataan ruang diperlukan terkait dengan penempatan kelompok dagangbarang tertentu. Hal tersebut dikarenakan beberapa pasar di Kota Yogyakartatidak hanya terdiri dari 1 lantai saja sehingga penempatan barang dagangan dilantai atas perlu memperhatikan kondisi barang dan karakteristik konsumen.
5. Cakupan Bina Kelompok Pedagang / Usaha InformalSektor informal merupakan salah satu solusi efektif penyediaanlapangan kerja bagi negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar.Melalui sektor informal, gap yang timbul dari permintaan dan penawarantenaga kerja dapat diperkecil. Selain itu, sektor informal juga memilikikeunggulan dalam imunitas terhadap krisis perekonomian. Salah satu pelakuusaha informal di Kota Yogyakarta adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Daritahun 2012-2016, jumlah eksisting PKL di Kota Yogyakarta terus meningkatdengan pertumbuhan rata-rata mencapai 16,11% per tahun. Pada tahun 2012tercatat jumlah PKL sebanyak 3.907 unit dan meningkat menjadi 7.100 unit ditahun 2016. Berikut disajikan jumpah PKL di Kota Yogyakarta.
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Tabel 3. Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Indikator Satuan 2012 2013 2014 2015 2016
Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/tahun)1 Jumlah Eksisting PKL Unit 3.907 6.406 6.776 7.070 7.100 16,112 PKL Berizin Unit 1.858 2.242 2.371 5.495 5.495 31,143 Persentase PKL Berizin % 47,56 35,00 34,99 77,72 77,39 12,94

Sumber :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, 2017Seluruh PKL di Kota Yogyakarta dari tahun 2012-2016 belumsepenuhnya memiliki izin dari pemerintah daerah. Persentase PKL yangberizin menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada tahun2014-2016 dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 12,94% per tahun. Rata-rata pertumbuhan PKL berizin jauh lebih tinggi dari jumlah eksisting PKL,sehingga diharapkan kedepannya seluruh eksisting PKL di Kota Yogyakartamemiliki izin dari pemda. Untuk mewujudkan hal itu, perlu diadakanpendataan sekaligus pembinaan PKL agar seluruh PKL yang ada di KotaYogyakarta mendapat legalitas dalam berjualan dan mengurangi resikoperselisihan dengan pemerintah.
6. Menurunnya Nilai Ekspor PerdaganganEkspor perdagangan menunjukkan bahwa wilayah yang bersangkutandapat menembus perdagangan di pasar internasional. Namun, eksporperdagangan di Kota Yogyakarta selama tahun 2011-2015 cenderungmenurun berdasarkan data Disperindagkoptan. Pada tahun 2011, nilai eksporperdagangan yang tercatat di Kota Yogyakarta mencapai 117,7 juta US$. Nilaitersebut terus menurun sampai pada angka 13,1 juta US$ di tahun 2015.Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2012 ke tahun 2013.Selama ini, pendataan ekspor tidak dilakukan secara langsung olehDisperindagkoptan Kota Yogyakarta. Data nilai ekspor yang diperolehDisperindagkoptan Kota Yogyakarta berasal dari instansi Provinsi DIY karenapelaporan kegiatan ekspor merupakan wewenang di tingkat provinsi. Selainhal tersebut, kegiatan ekspor Kota Yogyakarta banyak yang tidaktermonitoring sehingga dari tahun ke tahun nilainya semakin menurun.Pelaku usaha biasanya melakukan pengiriman di pelabuhan sehingga dataekspor justru tersedia di pelabuhan. Selain itu, beberapa eksportir skala kecillebih memilih untuk menitipkan barang dagangannya lewat cargo sehinggamenghemat biaya produksi.Untuk meningkatkan nilai ekspor bersih perdagangan di KotaYogyakarta agar terus meningkat dan tetap positif, perlu diadakan intervensisecara intensif dari pemerintah daerah serta pengembangan kegiatan-kegiatan pelatihan kewirausahaan. Intervensi ini difokuskan untuk membantu
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UKM potensial seperti kerajinan kulit, kerajinan perak dan pemanfaatanlimbah agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing. Melaluiintervensi yang dilakukan, diharapkan kualitas barang yang dihasilkan olehpelaku usaha semakin baik dan berdaya saing. Selain hal tersebut, perluadanya monitoring terhadap kegiatan ekspor di Kota Yogyakarta karena biladilihat di lapangan, produk UMKM di Kota Yogyakarta sudah banyak yangmenembus pasar internasional, namun yang tercatat masih belum seluruhnya.

Gambar 3.6
Nilai Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

Sumber: Disperindagkoptan, 2016

D. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMAPenanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunanyang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskalanasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkanmampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampumenstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Penanaman modalyang ada di Kota Yogyakarta banyak diarahkan pada sektor tersier, sepertisektor penyediaan akomodasi dan makan minum; perdagangan besar daneceran; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; dan lainsebagainya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik Kota Yogyakarta sebagaipusat pertumbuhan di Provinsi DIY dengan morfologi perkotaan. Tabeldibawah ini menunjukkan Realisasi Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA diKota Yogyakarta Tahun 2012-2016.
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Tabel 3.
Realisasi Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016

No Jenis
Perusahaan Satuan 2012 2013 2014 2015 2016

Pertumbuhan
Rata-Rata

(%/tahun)1 Investor PMDN Unit 5 5 3 242 Investor PMA Unit 7 11 13 25
Total Unit 12 16 16 49

Sumber : Indikator Investasi PMA/PMDN Bagian P3ADK Setda Kota Yogyakarta, 2016: dengan Hasil Olahan,2016Jumlah investor PMA dan PMDN pada tabel di atas merupakanperusahaan investor yang mengurus izin investasi setiap tahunnya. Secaraumum, jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kota Yogyakarta mengalamikenaikan cukup signifikan. Kenaikan tersebut ditandai dengan peningkatanjumlah investor dalam negeri maupun luar negeri yang berinvestasi di KotaYogyakarta. Selama kurun waktu 2012-2015 terjadi peningkatan secarasignifikan, dimana pada tahun 2012 hanya terdapat 12 perusahaan penanammodal yang melakukan izin berinvestasi di Kota Yogyakarta dan pada tahun2015 meningkat menjadi 49 unit perusahaan. Dilihat dari komposisinya,perusahaan asing lebih mendominasi kegiatan penanaman modal di KotaYogyakarta. Grafik dibawah ini menunjukkan Jumlah Investor PMA dan PMDNKota Yogyakarta Tahun 2012-2015

Gambar 3.
Jumlah Investor PMA dan PMDN Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

Sumber : Hasil Olahan, 2016

E. Pariwisata

1. Kurangnya Pemahaman Sapta Pesona oleh Beberapa Pelaku WisataKota Yogyakarta meemiliki visi pariwisata berbasis budaya. Artinyakegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan mendasarkanpada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya KratonNgayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal, dan nilai-nilai luhur budayabangsa. Hal tersebut secara tersirat menempatkan Kraton Yogyakarta sebagai
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pusat budaya Kota Yogyakarta. Nilai-nilai Kraton diadopsi dan dikembangkandi masyarakat.Selama ini, cerminan pariwisata berbasis budaya masih terbatas padapenggunaan pakaian adat dan penyajian tarian daerah pada penyelenggaraanacara-acara di Kota Yogyakarta. Selain itu adanya event kesenian, festival, danpelestarian kesenian tradisi yang rutin diselenggarakan oleh Pemerintah KotaYogyakarta. Namun sesungguhnya kebudayaan dibangun dengan membangunmoral, perilaku, dan akhlak dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu,pengembangan pariwisata budaya tidak hanya penyelenggaraan festivalsemata namun juga menumbuhkan kesadaran akan pariwisata di masyarakat.Kunjungan wisata ke suatu daerah dipengaruhi oleh banyak hal, antaralain ketersediaan obyek wisata yang menarik serta kenyamanan dankeamanan wisatawan. Kenyamanan dan keamanan wisatawan menjadi halyang penting karena berkorelasi dengan kepuasan berwisata. Wisatawan yangmerasa puas berpeluang untuk kembali dan merekomendasikannya ke oranglain. Citra positif pariwisata Kota Yogyakarta sudah terbangun. Wisatawanmengingat Kota Yogyakarta sebagai kota dengan penduduk yang ramah dansuka menolong. Namun di sisi lain, masih ada pelaku usaha wisata yangberperilaku kurang baik terhadap wisatawan. Salah satu contohnya adalahpelaku usaha di bidang pariwisata yang rela menggunakan cara curang demimeningkatkan keuntungannya, misalnya pemaksaan kehendak tujuan wisata,penawaran harga yang tidak wajar, serta ketidaksesuaian harga barangdengan kualitas.  Di Kota Yogyakarta, pelaku usaha wisata tidak terbatashanya oleh warga asli Yogyakarta tetapi juga ada pendatang-pendatangbahkan dari luar Jawa. Pendatang ini memiliki karakteristik pribadi yangmungkin berbeda dengan penduduk asli sehingga memiliki pendekatan yangberbeda terhadap wisatawan. Namun, siapapun itu, mereka adalah pelakuwisata yang perlu memberikan nilai-nilai positif terhadap wisatawan.Kesadaran akan sikap dan perilaku positif terhadap wisatawan inilah yangperlu dibangun.Selain hal tersebut, pemahaman sapta pesona wisata tidak hanya perludilakukan oleh pelaku usaha di bidang pariwisata saja, melainkan olehpenduduk Kota Yogyakarta dan wisatawan yang berkunjung. Sikap sadarwisata perlu dimiliki oleh setiap warga Kota Yogyakarta. Partisipasimasyarakat diperlukan karena manusia tidak mungkin lepas dari keadaansekelilingnya. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar masyarakatterlibat dan tidak merasa terpinggirkan oleh majunya kegiatan pariwisataKota Yogyakarta. Fungsi sosial masyarakat dalam memberikan kemanan,ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahan, dan kenangan
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harus berfungsi dengan baik untuk mencapai tujuan pariwisata berdaya saingtinggi. Sedangkan pemahaman sapta pesona oleh wisatawan perlu dilakukan,terutama terkait dengan kebersihan di area wisata. Kebanyakan wisatawanyang datang ke Kota Yogyakarta merupakan wisatawan rombongan dan ketikamereka meninggalkan lokasi wisata cenderung menimbulkan lingkungankotor karena dipenuhi oleh sampah makanan. Oleh karenanya, pemahamansapta pesona wisata ini perlu dilakukan oleh semua orang yang terlibat dalampariwisata Kota Yogyakarta.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung PariwisataKurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata di KotaYogyakarta ditandai dari terbatasnya pos-pos yang melayani informasipariwisata serta keberadaan kantong parkir yang masih belum terkeloladengan baik. Pos-pos informasi pariwisata sangat membantu wisatawandalam memahami objek wisata di Kota Yogyakarta serta mendapatkanakomodasi wisata ketika ada di Yogyakarta. Adanya hal tersebut turutmenghindarkan wisatawan dari tindakan merugikan oleh pelaku usahawisata.Keberadaan kantong parkir di Kota Yogyakarta sejauh ini masih perlumelalui beberapa penataan ulang. Di awal tahun 2016, Pemerintah KotaYogyakarta sudah mulai melakukan penataan ruang di kawasan Malioborodengan merelokasi ruang parkir dari trotoar Jalan Malioboro ke taman parkirAbu Bakar Ali di sebelah utara kawasan malioboro. Sebenarnya, pada tahun2014 pemerintah Kota Yogyakarta sudah membangun kantong parkir untukkendaraan besar di daerah Ngabean. Namun, lokasi tersebut dirasa kurangstrategis karena sedikit jauh dari kawasan Malioboro dan keraton. Tidakadanya kendaraan yang mengangkut wisatawan menuju lokasi wisatamenyebabkan bus pariwisata enggan untuk memarkirkan busnya di Ngabean,mereka justru memilih memarkir kendaraan di depan Bank Indonesiasehingga tampak jurang tertata. Adanya kantong parkir Abu Bakar Ali menjadialternatif wisatawan untuk memarkirkan kendaraanya karena lokasinyaberdekatan dengan kawasan wisata Malioboro. Kedepannya, perlu adapenataan ruang parkir pada kawasan wisata lainnya, misalnya seperti daerahkeraton dan sebagainya.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan DaerahArah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh olehpemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanjadaerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
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Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud denganPendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilaikekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.Semua kewajiban Daerah yang diakuisebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yangbersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimaldiarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaranyang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
3.2. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka PendanaanSumber-sumber pendapatan daerah Kota Yogyakarta terdiri dari pendapatanasli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkandata tahun 2016, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta dalam realisasinyamampu menyumbangkan sebesar 35,44 persen dari total realisasi pendapatan daerah.Sementara porsi terbesar berasal dari Dana Perimbangan sebesar 57,41 persen daritotal pendapatan daerah, sedangkan sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan DaerahYang Sah sebesar 7,15 persen. Kenaikan Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta sebesar10,03 persen.Mendasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadaptantangan dan prospek perekonomian daerah serta pencapaian target pada sumber-sumber pendapatan daerah, maka secara umum dapat diperkirakan sumber-sumberpendapatan daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai pembangunan daerah.Secara umum Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta untuk tahun 2018 ditargetkansebesar Rp1.550.750.540.759,- (satu trilyun lima ratus lima puluh milyar tujuhratuslima puluh juta lima ratus empatpuluh ribu tujuh ratus lima puluh sembilanrupiah).Rincian Proyeksi pendapatan daerah untuk Tahun 2018 adalah sebagaiberikut:a. Pendapatan Asli Daerah Rp.541.156.670.627,-b. Dana Perimbangan Rp.893.448.864.132,-c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp.116.145.006.000,-Secara rinci Tabel 3.7 memperlihatkan realisasi pendapatan daerah diambildari Laporan Pertanggungjawaban APBD dan perkiraan pendapatan daerah untuktahun 2018.
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Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi/Target PendapatanKota Yogyakarta Tahun 2014-2018

URAIAN
Realisasi APBD Tahun

Berjalan
Proyeksi/Target
Tahun Rencana

2014 2015 (Perubahan) 2016 (Perubahan) 2017 2018

PENDAPATAN DAERAH 1,459,742,435,083,81 1,434,009,588,218.85 1,595,318,043,914.00 1,510,296,678,058 1,550,750,540,759

PENDAPATAN ASLI DAERAH 470,641,528,444.03 510,548,822,809.51 515,345,413,629.00 511,132,838,058 541,156,670,627Pajak Daerah 253,461,936,189.00 304,068,622,926.00 326,850,000,000.00 336,106,500,000 348,756,500,000Retribusi Daerah 56,095,909,175.00 40,057,651,205.00 38,638,041,078.00 35,045,667,950 33,934,346,301Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 14,087,531,070.13 12,938,168,143.00 16,270,773,163.00 25,909,452,193 25,924,504,087Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 146,996,152,009.90 153,484,380,535.51 133,586,599,388.00 114,071,217,915 132,541,320,239
DANA PERIMBANGAN 663,712,266,941.00 652,748,113,159.00 917,858,726,569.00 883,018,834,000 893,448,864,132Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 42,720,014,941.00 28,040,062,159.00 62,928,532,000.00 62,454,190,000 62,454,190,000
Dana Alokasi Umum 618,742,352,000.00 622,365,351,000.00 670,278,830,000.00 - 670,278,830,000 670,278,830,000
Dana Alokasi Khusus 2,249,900,000.00 2,342,700,000.00 184,651,364,569,00 150,285,814,000 160,715,844,132
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 352,388,639,698.78 270,712,652,250.34 162,113,903,716.00 116,145,006,000 116,145,006,000

Hibah - - 3,093,000,000.00 - -

Dana Darurat - - - - -Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan PemerintahDaerah lainnya 95,415,455,298.78 109,896,115,250.34 108,860,439,716.00 108,645,006,000 108,645,006,000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 217,566,892,000.00 150,891,200,000.00 40,424,864,000.00 7,500,000,000 7,500,000,000Bantuan Keuangan dari Provinsi atau PemerintahDaerah lainnya 12,406,292,400.00 9,925,337,000.00 9,735,600,000.00

Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta dan data diolah
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3.2.1. Arah Kebijakan Keuangan DaerahArah kebijakan Keuangan Daerah berpedoman pada ketentuan perundangan,realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinankebutuhan pendanaan dimasa mendatang, Arah Kebijakan Keuangan Daerah meliputiArah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
3.2.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan DaerahKebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasisumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapatterealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan.Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan Daerah KotaYogyakarta berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.Secara umum pendapatan daerah dalam APBD Kota Yogyakarta masihbertumpu pada dana perimbangan (sampai dengan tahun 2017 masih pada kisaran58,48 persen dan PAD menyumbang sebesar 33,84 persen. Kenyataan ini membuatPemerintah Kota masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayaipembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsungdengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikanpenetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikankepastian serta dasar hukum penerimaannya.Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerahTahun 2018 masih mengacu kebijakan tahun 2017 adalah sebagai berikut:1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentangpendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkanmsyarakat dan dunia usaha.2. Menggali potensi sumber pendapatan asli daerah yang masih memungkinkandioptimalkan.3. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutandan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.4. Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerahyang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabilaterjadi pelanggaran.5. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah  yangpatuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yangmelanggar.6. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dariDana Perimbangan.
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7. Mengoptimalkan pendapatan daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yangmemiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.8. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya.9. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta yang bertumpu pada sektor jasasangat berpengaruh pada penerimaan daerah yang bersumber pada PAD. Sumber PADyang dominan berasal dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33Tahun 2004 tentang Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber PAD yang memegang peranan penting dalampengelolaan keuangan daerah, yaitu:  (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasilpengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang sah.Pada tahun 2016, penerimaan PAD Kota Yogyakarta mencapai 540,5 Milyarrupiah atau melampaui target dengan persentase capaian sebesar 104,88%.. Tingginyapenerimaan PAD banyak disumbang oleh besarnya penerimaan Pajak Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi penerimaan dari seluruh sumber PADdapat memenuhi dan bahkan melebihi target (lihat tabel 3.8).

Tabel 3.8
Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014

URAIAN
2013 2014 2015 2016

Realisasi
(Rp juta)

Capaian
(%)

Realisasi
(Rp juta)

Capaian
(%)

Realisasi
(Rp juta)

Capaian
(%)

Realisasi
(Rp juta)

Capaian
(%)1. Hasil PajakDaerah 227.749 104,9 253.462 97,3 304,068 106,98 334,057 102,212. Hasil RetribusiDaerah 40.339 108,4 56.096 132,2 40,057 101,87 42,111 108,993. HasilPengelolaanKekayaanDaerah YangDipisahkan 12.596 99,9 14.088 111,9 12,938 100,00 16,27 100,00

4. Lain-lainPendapatanAsli DaerahYang Sah 102.368 117,0 146.996 165,8 153,484 109,90 148,064 110,84
Pendapatan Asli
Daerah 383.052 108,1 470.642 116,4 510,548 107,22 540.504 98,89

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2017; diolah.Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2018, meliputi:• Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan kondisiperekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhanekonomi tahun 2018, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, menggalipotensi PAD,  serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
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• Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.• Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upayatersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayarretribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan ataspemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatankualitas, kemudahan, ketepatanwaktu dan kecepatan pelayanan.• Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerahyang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaandaerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagaipenyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut.• Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan,untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatanPAD.
B. Dana PerimbanganBerdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang DanaPerimbangan, definisi dari Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber daripendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhandaerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terbagi atas tigakomponen utama yang meliputi: (a) Dana Bagi Hasil; (b) Dana Alokasi Umum; dan (c)Dana Alokasi Khusus.Dana Perimbangan merupakan sistem transfer dana dariPemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Proporsi dana perimbanganpada APBD tahun 2017 relatif besar mencapai 58,46 persen. Hal ini menunjukkanbahwa Kota Yogyakarta dalam pendanaan daerah masih sangat bergantung padapemerintah pusat. Capaian realisasi untuk DAU sebesar 100 persen sedangkan DAKsebesar 82,12 persen. Data selengkapnya mengenai Dana Perimbangan tersaji dalamTabel 3.9.

Tabel 3.9
Capaian Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016

URAIAN
2013 2014 2015 2016

Realisasi
(Rp juta)

Capaian
(%)

Realisasi
(Rp juta)

Capaian
(%)

Realisasi
(Rp juta)

Capaian
(%)

Realisasi
(Rp juta)

Capaian
(%)1. Bagi HasilPajak/Bagi HasilBukan Pajak 55.338 91,2 42.720 66,3 28.040 54,74 53,510 85,03

2. Dana AlokasiUmum 597.212 100,0 618.742 100,0 622.365 100,00 670.278 1003. Dana AlokasiKhusus 6.221 100,0 2.250 100,0 2.342 100,00 151.641 82,12
Dana Perimbangan 658.771 99,2 663.712 96,8 652.748 96,57 875.430 95,38

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2016; diolah.
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Mendasarkan pada realisasi, maka arah kebijakan dana perimbangan tahun2018 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sesuaiPeraturan Presidenmengenai Rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiperkiraan alokasi DBH TA 2018. Apabila Peraturan Presiden mengenai RincianAPBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH TA 2018belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH didasarkan pada (1) Realisasipendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2016, TA 2015 dan TA 2014 ;atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasitransfer ke daerah TA 2018.
 Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)dianggarkan sesuaiPeraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018 atauPeraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHTTA 2018. ApabilaPeraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2018 atau Peraturan MenteriKeuangan mengenai Alokasi DBH-CHT TA 2018 belum ditetapkan, perkiraanalokasi DBH-CHT didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga)tahun terakhir yaitu TA 2016, TA 2015 dan TA 2014 ; atau (2) Informasi resmi dariKementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2018.
 Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Presidenmengenai Rincian APBN TA 2018. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belumditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota TA 2018 yangdiinformasikan resmi oleh Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presidenatau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, makapenganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2017.
 Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presidenmengenai Rincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiAlokasi DAK TA 2018. Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan MenteriKeuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan padainformasi resmi dari Kementerian Keuangan.
 Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputigaji pokok dan tunjangan Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD), penganggaranuntuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dantunjangan PNSD,pemberian gaji ketiga belas, dan gaji keempat belas.
C. Lain-lain Pendapatan yang SahPos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Yogyakartaterdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian
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dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya. Secaraumum, penerimaan Lain-Lain Pendapatan Darah yang Sah selalu mencapai target yangditetapkan. Pada tahun 2016, nilai pendapatan ini mencapai161,745 Milyar rupiahdengan capaian target sebesar 99,77 %.
Tabel 3.10

Capaian Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kota Yogyakarta Tahun 2013-2016

URAIAN
2013 2014 2015 2016

Realisasi
(Rp juta)

Capaian
(%)

Realisasi
(Rp juta)

Capaian
(%)

Realisasi
(Rp juta)

Capaian
(%)

Realisasi
(Rp juta)

Capaian
(%)1. Pendapatan Hibah 0 0,00 0 0,00 - - 3.093 1002. Dana Darurat 0 0,00 0 0,00 - - 0 0

3. Dana Bagi HasilPajak dari Provinsidan PemerintahDaerah Lainnya 78.308 103,3 95.415 115,3 109.896 98,9 108.491 99,66
4. Dana Penyesuaiandan OtonomiKhusus 177.684 100,0 217.567 899,5 150.891 80,00 40.424 100
5. Bantuan Keuangandari Propinsi atauPemerintah DaerahLainnya 11.765 100,0 12.406 91,9 9.735 88,20 9.735 100

Lain-Lain Pendapatan
Daerah Yang Sah

267.757 100,9 325.389 270,2 153.484 109,90 161.745 99,77

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2017; diolah.Mendasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya dan kebijakanpemerintah pusat serta provinsi, maka kebijakan penganggaran Lain-lain PendapatanDaerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
 Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan sesuaidengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2018 atau PeraturanMenteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer LainnyaTA 2018.
 Dana Otonomi khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenairincian APBN TA 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai PedomanUmum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2018.
 Target pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima pemerintahprovinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintahprovinsi TA 2018. Dalam hal penetapan APBD Kota TA 2018 mendahuluipenetapan APBD Provinsi TA 2018, penganggarannya didasarkan pada alokasiBagi Hasil Pajak Daerah TA 2017dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil PajakDaerah TA 2016.
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 Bantuan keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yangditerima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnyadianggarkan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
 Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintahdaerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swastadalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang tidakmengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangankewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan setelah adanya kepastianpendapatan dimaksud.
3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja DaerahStruktur belanja dalam APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 terdiridari:1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secaralangsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenisbelanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) BelanjaHibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja BantuanKeuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga.2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsungdengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a)Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja modal.Komposisi belanja menunjukkan masih belum seimbangnya belanja langsungdan belanja tidak langsung yaitu proporsi Belanja Tidak Langsung masih pada kisaran45,52 persen pada tahun 2016 dan 41,52 pada tahun 2017, sedangkan proporsiBelanja Langsung hanya 54,48persen pada tahun 2016 dan 58,47pada tahun 2017.Dari pos Belanja Tidak Langsung, pengeluaran Belanja Pegawai merupakan yangterbesar jumlahnya. Proporsinya terhadap Belanja mencapai 46,06 persen danproporsinya terhadap Belanja Tidak Langsung mencapai 90,84 persen. Tingginyaalokasi belanja pegawai perlu diperhatikan imbal-baliknya kepada masyarakat berupapelayanan publik yang baik. Alokasi belanja langsung dituangkan dalam bentukprogram dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung olehmasyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakanuntuk kepentingan publik.Realisasi belanja pada tahun 2016 hanya mencapai 92,49 persen. RealisasiBelanja Tidak Langsung adalah sebesar 95,69 persen dan Belanja Langsung mencapai89,91 persen.
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Tabel 3.11

Realisasi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2016 (juta rupiah)

Uraian
2015 2016

Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %

Belanja Tidak Langsung 548.108 724.041 88,40 819.734 784.378 95,69

- Pegawai 527.196 669.675 89,39 741.905 716.343 96,55
- Bunga 21.719 - -- Subsidi - -
- Hibah 10.000 47.372 87,31 69.460 62.046 89,33
- Bantuan sosial 3.358 4.534 90,93 2.173 1.545 71,09
- Bantuan Keuangan 2.531 2.434 94,14 3.194 3.031 94,89
- belanja tidak terduga 8.055 25 0,31 3.000 1.411 47,06
Belanja langsung 705.833 815.658 85,36 980.972 881.04 89,81

- Pegawai 162.52 143.505 88,29 171.747 163.774 95,36
- Barang & jasa 502.616 415.757 82,7 521.782 457.678 87,71
- Modal 290.351 256.395 88,31 287.443 259.589 90,31
BELANJA 1.253 1.539 86,76 1.800.707 1.665.420 92,49

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2017; diolah.
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Mendasarkan pada data realisasi belanja baik belanja langsung maupun belanjatidak langsung, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajibdan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi danmeningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerahyang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,fasilitas  sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminansosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM).
A. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

1. Belanja PegawaiBelanja pegawai pada belanja tidak langsung adalah untuk membiayaigaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:a. Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan ketentuanperaturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencanakenaikan gaji pokok PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gajikeempat belas;b. Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhanpengangkatan CPNS sesuai formasi pegawai tahun 2017;c. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat,tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acressyang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlahbelanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;d. Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatanberpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SistimJaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun2011 tentangBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan PresidenNomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir  denganPeraturan Presiden Nomor 19Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
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2. Belanja BungaAlokasi belanja bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaranbunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangkapanjang.
3. Belanja SubsidiPemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembagatertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jualproduksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produkyang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hiduporang banyak. Dalam menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajianterlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.
4. Belanja HibahAlokasi belanja hibah mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 39Tahun 2012 tentangPerubahan atas Permendagri Nomor 32 tahun2011tentang PedomanPemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan PemerintahNomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
5. Belanja Bantuan SosialAlokasi belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan permendagriNomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosialyang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sertapermendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang  Perubahan atas PermendagriNomor 32 Tahun 2011.
6. Belanja Bagi HasilUntuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatanprovinsi kepada kabupaten/kota mempedomani Undang-undang Nomor 28Tahun 2009 dan memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah danretribusi daerah pada tahun 2017 dan pelampauan target Tahun Anggaran2016 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hakkabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
7. Belanja Bantuan KeuanganAlokasi belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada pemerintahdaerah lainnya dan kepada partai politik dengan memperhatikan kemampuankeuangan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait.
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8. Belanja Tidak TerdugaPerencanaan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasionaldengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 danmemperhitungkan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikansebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidakbiasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belumtertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran. 2018.
B. Kebijakan Belanja LangsungKebijakanbelanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatanuntuk Tahun Anggaran 2018, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:1. Alokasi belanja langsung terkait program dan kegiatan diupayakan untukpeningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasikerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajibpemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lebihberperspektif gender.2. Perencanaan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkankualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yangdiwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,fasititas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistemjaminan sosial.3. Alokasi belanja daerah untuk setiap kegiatan dilakukan analisis kewajaran biayayang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu,untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan direncanakandengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalamnegeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpamengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitaskemampuan teknis.4. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modaldiupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barangdan jasa dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan mendasarkanpada perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman TeknisPengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah,sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun2007.
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Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018

URAIAN
Realisasi APBD Tahun

Berjalan
Proyeksi/Target
Tahun Rencana

2014 2015 (perubahan) 2016 (perubahan) 2017 2018

BELANJA DAERAH 1,336,610,467,867.75 1,434,009,588,218.85 1,665,420,970,708.79 1,644,123,791,796
1,661,319,532,387

BELANJA TIDAK LANGSUNG 662,059,134,664.75 724,041,324,573,83 784,378,707,695.00 682,708,902,028
693,550,695,528

Belanja Pegawai 615,751,884,198.00 669,675,278,786.83 716,343,371,571.00 620,187,654,610 620,187,654,610Belanja Bunga 32,401,722.75 - - - -Belanja Subsidi - - - - -Belanja Hibah 40,179,300,498.00 47,372,262,832,00 62,046,692,034.00 56,403,185,000 67,785,178,500
Belanja Bantuan Sosial 3,060,900,000.00 4,534,392,000.00 1,545,555,000.00 1,907,400,000 1,836,200,000Belanja Bagi Hasil KepadaProvinsi/Kabupaten/Kota danPemerintahan Desa - - -Belanja Bantuan Keuangan KepadaProvinsi/Kabupaten/Kota danPemerintahan Desa , Partai Politik 2,490,776,524.00 2,434,210440.00
Bantuan Keuangan Kepada Parpol - 3,031,139,346.00 1,210,662,418 1,241,662,418
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URAIAN
Realisasi APBD Tahun

Berjalan
Proyeksi/Target
Tahun Rencana

2014 2015 (perubahan) 2016 (perubahan) 2017 2018Belanja Tidak Terduga 543,911,672.00 - 1,411,949,744.00 3,000,000,000 2,500,000,000

BELANJA LANGSUNG 674,551,333,203.00 815,658,019,711.61 881,042,263,013.79 961,414,889,768 967,768,836,859
Belanja Pegawai 127,625,790,224.00 143,505,508,220.50 163,774,278,478.28 173,574,964,230
Belanja Barang dan Jasa 353,847,263,385.0 415,757,355,058.11 457,678,643,111.66 493,438,681,176
Belanja Modal 193,078,279,594.00 256,395,156,433.00 259,589,341,423.85 294,401,244,362

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2017; diolah.
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3.2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan DaerahArah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaanpembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaanpembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebihperhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasilpenjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah,penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuaidengan kondisi keuangan daerah.Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan danacadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan denganPeraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjamandaerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaranpembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untukmeningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajibanyang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukandengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasikebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaandaerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harusdiantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaranpembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaanmodal. Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkanpada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaranpembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksipenerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1(satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada Tabel 3.13.
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Tabel 3.13
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota YogyakartaTahun 2014-2018

URAIAN
Realisasi APBD Tahun

Berjalan
Proyeksi/Target
Tahun Rencana

2014 2015(perubahan) 2016 (perubahan) 2017 2018
PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 311,627,539,666.89 434.785.926.378,05 205.392.523.805,46 138,827,113,738 124,568,991,628

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun AnggaranSebelumnya 303,377,090,556.89 434,397,854,728,05 205,342,170,311.46 138,827,113,738 124,568,991,628Pencairan Dana Cadangan - - - - -Hasil Penjualan Kekayaan  Daerah Yang Dipisahkan - - - - -Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - -Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 386,608,928.00 388,071,650.00 50,353,494.00 - -Penerimaan Piutang Daerah 7,863,840,182.00 - - - -

PENGELUARAN  PEMBIAYAAN 361,652,154.90 123,754,000,000.00 - 14,000,000,000 14,000,000,000Pembentukan   Dana Cadangan - -Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - 123,754,000,000.00 - 14,000,000,000 14,000,000,000Pembayaran Pokok Utang 361,652,154.90 - - - -
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URAIAN
Realisasi APBD Tahun

Berjalan
Proyeksi/Target
Tahun Rencana

2014 2015(perubahan) 2016 (perubahan) 2017 2018Pemberian Pinjaman Dan Pembayaran Pinjaman Derah - - - - -
- -

Pembiayaan Netto 311,265,887,511.99 311,031,926,378.05 205.,92,523,805.46 133,827,113,738 110,568,991,628

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
(SILPA) - 205,342,170,311.46 117,651,486,141.87 - -

Sumber: Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, 2017; diolah.
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Mendasarkan pada realisasi pencapaian dua tah un terakhir dan arah kebijakanpendapatan, belanja, dan pembiayaan, maka urusan yang menjadi kewenanganpemerintah Kota Yogyakarta diwadahi dalam kerangka anggaran, pendapatan dan belanjadaerah untuk tahun anggaran 2018 sebagai berikut:
Tabel 3.14

Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2018

No URAIAN
Anggaran 2018

(Rp)

1 PENDAPATAN DAERAH 1.550.750.540.759

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 541.156.670.627

1.1.1 Pajak Daerah 348.756.500.000
1.1.2 Retribusi Daerah 33.934.346.301
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 25.924.504.0871.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 132.541.320.239
1.2 DANA PERIMBANGAN 893.448.864.1321.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 62.454.190.0001.2.2 Dana Alokasi Umum 670.278.830.0001.2.3 Dana Alokasi Khusus 160.715.844.132
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 116.145.006.0001.3.1 Hibah1.3.2 Dana Darurat1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah DaerahLainnya 108.645.006.000
1.3.4 Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus 7.500.000.000
1.3.5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah DaerahLainnya
2 BELANJA DAERAH 1.550.750.540.759

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 693.550.695.5282.1.1 Belanja Pegawai 620.187.654.6102.1.2 Belanja Bunga2.1.3 Belanja Subsidi2.1.4 Belanja Hibah 67.785.178.5002.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.836.200.000
2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota DanPemerintahan Desa2.1.7 Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota DanPemerintahan Desa dan kepada Parpol 1.241.662.418
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000
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No URAIAN
Anggaran 2018

(Rp)

2.2 BELANJA LANGSUNG 967.768.836.8592.2.1 Belanja Pegawai2.2.2 Belanja Barang Dan Jasa2.2.3 Belanja Modal
Surplus/(Defisit) (110.568.991.628)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 124.568.991.628

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun AnggaranSebelumnya 124.568.991.6283.1.2 Pencairan Dana Cadangan3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman3.1.6 Penerimaan Piutan Daerah
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 14.000.000.0003.2.1 Pembentukan Dana Cadangan3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 14.000.000.0003.2.3 Pembayaran Pokok Utang3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

Pembiayaan Netto 110.568.991.628

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
(SILPA)

-

Sumber: Data diolah.
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BAB 4
TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan, Sasarandan Tema Pembangunan DaerahKebijakan padaRKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 memperhatikan temaRencanaKerja PembangunanJangka Menengah Nasional untuk tahun 2018 yaitu “Memacu

Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”.Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga perlu memperhatikandan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY tahun 2018 yang tercantumpada RKPD Provinsi DIY Tahun 2018yaitu“Meningkatkan Kualitas Sumberdaya

Manusia dan Infrastruktur untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi dan

Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan”.Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tema pembangunandaerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018adalah: “Meningkatnya Pelayanan

Publik yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta yang Mandiri dan Sejahtera

Berlandaskan Semangat Segoro Amarto.”Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:1. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas, dimaknai sebagai upayawilayah dalam memberikan pelayanan publik yang memadai dalam rangkamewujudkan daya saing daerah.2. Mandiri, dimaknai sebagai masyarakat yang dapat mengatasi permasalahannya dantantangan yang ditandai demgam tingkat partisipasi pendidikan, derajat kesehatandan jiwa sosial yang baik, tingkat perekonomian yang baik, serta angka harapanhidup tinggi.3. Sejahtera, dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhanhidupnya secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dengan menggunakan indikatorpertumbuhan ekonomi, pengangguran, penduduk miskin, Indeks PembangunanManusia (IPM) dan Indeks Pengembangan Gender (IPG).4. Berlandaskan Semangat Segoro Amarto, memiliki makna Semangat GotongRoyong Agawe Majune Ngayogyokarto. Segoro memiliki sifat dapat menampungsemua permasalahan sebagaimana menerima limpahan air yang sangat kotor daridaratan. Segoro sebagai tempat hidup dan menghidupi dan sebagai sumber dayaalam dengan segala kekayaannya. Segoro juga sebagai sarana interaksi dantransformasi antar bangsa dan budaya, juga menggambarkan semangat yangmenggelora, terus menerus dan tidak kenal menyerah, serta di dalamnya ada
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ketenangan. Sedangkan Amarto dalam kisah pewayangan adalah negara yangmenggambarkan kebaikan dimana sifat masyarakat dan pimpinannya dapatdipercaya dan diteladani. Secara keseluruhan filosofi Segoro Amarto dapat dimaknaisemangat bersama untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di lingkungannya,kampung, kelurahan, kota dan negara. Ditambahkan jiwa atau prinsip yang dibangundalam Segoro Amarto adalah Kemandirian, Kepedulian Sosial, Gotong Royong,danKedisiplinan.Segoro Amarto bertujuan memajukan keadilan sosial masyarakat, dan menjadikankehidupan yang lebih nyaman, sejahtera dan mandiri. Mendorong pembangunanmasyarakat dengan mengedepankan jiwa kepedulian sosial, gotong royong,kemandirian serta nilai nilai luhur yang berkembang. Selain itu, menjadi sebuahgerakan yang dapat menjadi roh seluruh lapisan masyarakat untuk bersamamenanggulangi kemiskinan.
Rencana kerja ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraanpemerintahan, antara lain:1. RKPD merupakan dokumen secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misidan program dalam RPJMD.2. RKPD merupakan acuan dalam menentukan kebijakan umum  dan prioritasprogram APBD.3. RKPD berisi arahan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagiOPD dalam penyusunan rencana kerja OPD.
4.2. Prioritasdan Sasaran PembangunanKeberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator meningkatnya derajatkesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokuspada penanganan permasalahan yang spesifik dan sangat mendasar, sehingga diperlukanprioritas pembangunan untuk setiap tahunnya.Dalam merumuskan prioritaspembangunan juga mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasionalserta mensinergikan denganrencana pembangunan Pemerintah DIY.Prioritas pembangunan pada RKPD 2018disusun dengan mendasarkan pada temadan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah(RKP)Tahun 2018. Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 disertai dengan9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita) dijadikan sebagai dasar penyusunanPrioritas Nasional, yaitu:
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Cita 1 : Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberirasa aman pada seluruh warga Negara.Cita 2 : Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis danterpercayaCita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dandesa dalam kerangka Negara Kesatuan.Cita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem danpenegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.Cita 6 : Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasionalCita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektorstrategis ekonomi domestik.Cita 8 : Melakukan reformasi karakter bangsaCita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
Rancangan Prioritas Nasional dalam rangka menjabarkan Nawacita tersebut padatahun 2018 adalah sebagai berikut:1) Pendidikan2) Kesehatan3) Perumahan dan Permukiman4) Pengembangan Dunia Usaha5) Ketahanan Energi6) Ketahanan Pangan7) Penanggulangan Kemiskinan8) Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman9) Pembangunan Wilayah10) Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Dalam RKPD DIY tahun 2018 ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:1) Pengembangan wilayah dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;2) Penguatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;3) Penguatan kapasitas ekonomi;4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;5) Pengembangan Pariwisata;6) Penguatan kapasitas infrastruktur;7) Pelestarian nilai budaya;8) Peningkatan tata nilai dan etika.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yangbertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan,
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pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun2018yaitu:1) Sosial Budaya;2) Kesehatan;3) Pendidikan;4) Pertumbuhan Ekonomi;5) Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur;6) Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;7) Kinerja Aparatur dan Birokrasi.
Lebih lanjut, keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2018dengan prioritas Pemerintah DIY dan Prioritas Nasional adalah sebagaimana tersaji padamatrik berikut:

Tabel 4.1
Matrik Sinkronisasi Keterkaitan Prioritas Pembangunan

Kota Yogyakarta Tahun 2018

No. PRIORITAS
NASIONAL

No. PRIORITAS DIY No. PRIORITAS KOTA
YOGYAKARTA1 Pendidikan; 1 Peningkatan kapasitasSDM 1 Pendidikan2 Kesehatan; 2 Kesehatan

3 PengembanganDunia Usaha danPariwisata;
2 Pengembangan Pariwisata 3 Pertumbuhan Ekonomi

4 Ketahanan Energi; 3 Penguatan KapasitasEkonomi
5 Ketahanan Pangan;

6 PenanggulanganKemiskinan; 4 Sosial Budaya
7 Infrastruktur,Konektivitas, danKemaritiman;

4 Penguatan KapasitasInfrastruktur 5 Pembangunan wilayahdan peningkatanInfrastruktur
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8 Perumahan danPermukiman;9 PembangunanWilayah; 5 Pengembangan Wilayahdan Peningkatan KualitasLingkungan 6 Lingkungan hidup danpemanfaatan ruang
6 Pelestarian nilai budaya

10 Politik, Hukum,Pertahanan danKeamanan.
7 Peningkatan Tata Nilai danEtika 7 Kinerja Aparatur danBirokrasi
8 Peningkatan KapasitasTata Kelola Pemerintahan

Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masingprioritas daerah Kota Yogyakarta dimaknai sebagai berikut:1. Sosial BudayaPrioritas pembangunan sosial budaya diarahkan untuk mewujudkan pemerataankesejahteraan dan distribusi pendapatan masyarakat. Lebih lanjut dari aspek budayalebih diprioritaskan pada pengembangan budaya yang bersinergi dengan nilai-nilaikeistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.2. KesehatanDari aspek kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan :1. pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;2. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;3. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;4. Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat.3. PendidikanPrioritas pendidikan diarahkan pada upaya mewujudkan pendidikan yangberkarakter melalui :1. Peningkatan aksesibilitas pendidikan, melalui pengembangan pendidikan usia dini,pendidikan tinggi, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, wajib belajarSembilan tahun, serta pendidikan menengah;2. Peningkatan angka melek huruf melalui peningkatan layanan pendidikan formaldan informal.4. Pertumbuhan EkonomiKebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya saing di bidang ekonomi danperluasan kesempatan kerja. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhanekonomi, serta meningkatkan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui
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pengembangan sektor ekonomi strategis yang didukung oleh pengembanganinfrastruktur wilayah sebagai bagian dari aktivitas distribusi komoditas.5. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan InfrastrukturKebijakan pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur ditekankan padapengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan,serta pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpanganwilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah. Dukungan terhadapupaya mewujudkan konektivitas nasional dan konektivitas regional memberikankonsekwensi pengembangan infrastruktur khususnya transportasi dan logistik diKota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan RuangPrioritas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skemapenataan ruang. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkunganyang diindikasikan dengan meningkatnya usaha perbaikan kualitas air (sungai,sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan yang terintegrasi denganpenanganan transportasi, serta kualitas tanah.Untuk mewujudkannya perlu didukung oleh pemanfaatan ruang yang selaras denganrencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah DaerahIstimewa Yogyakarta maupun Kabupaten/Kota.7. Kinerja Aparatur dan BirokrasiPrioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dankelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.
Lebih lanjut pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam sasaranpembangunan di Kota Yogyakarta, sebagai berikut :1 Kualitas sumber daya manusia meningkat2 Kemiskinan masyarakat menurun3 Kondusifitas iklim investasi meningkat4 Pendapatan daerah meningkat5 Pengangguran terbuka menurun6 Pendapatan masyarakat meningkat7 Keberdayaan masyarakat inklusif meningkat8 Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat9 Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat10 Pencemaran lingkungan hidup terkendali11 Daya serap sistem pendidikan meningkat12 Kesehatan keluarga meningkat13 Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni dan budayameningkat
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14 Cakupan layanan sarana prasarana perkotaan meningkat15 Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat
Tabel 4.2

Hubungan Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan
Misi Tujuan SasaranMeningkatkanKesejahteraan dan DayaSaing Kota Meningkatkan daya saing untukkesejahteraan masyarakat KotaYogyakarta Kualitas sumber daya manusiameningkatKemiskinan masyarakat menurunKondusifitas iklim investasimeningkatPendapatan daerah meningkatMemperkuat ekonomikerakyatan dankeberdayaan masyarakat Memperkuat pertumbuhanekonomi yang bertumpuekonomi kerakyatan Pengangguran terbuka menurun

Pendapatan masyarakat meningkat
Memperkuat keberdayaanmasyarakat yang inklusif Keberdayaan masyarakat inklusifmeningkat

Memperkuat moral,etika dan budayamasyarakat KotaYogyakarta
Meningkatkan moral, etika, danbudaya untuk mewujudkanketentraman masyarakat KotaYogyakarta

Ketertiban umum dan ketentramanmasyarakat meningkat
Memperkuat tata kotadan kelestarianlingkungan Meningkatkan kualitaslingkungan hidup Kinerja penyelenggaraan penataanruang meningkatPencemaran lingkungan hidupterkendaliMeningkatkan kualitaspendidikan, kesehatan,sosial dan budaya Meningkatkan Kualitaspendidikan Daya serap sistem pendidikanmeningkatMeningkatkan Usia harapanhidup Kesehatan keluarga meningkat

Meningkatkan pariwisataberbasis budaya Peran serta masyarakat dalampengembangan dan pelestarian senidan budaya meningkatMembangun sarana danprasarana publik danpermukiman Meningkatkan sarana danprasarana publik danpermukiman Cakupan layanan sarana prasaranaperkotaan meningkat
Meningkatkan tatakelola pemerintahanyang baik dan bersih Meningkatkan tata kelolapemerintahan yang baik danbersih Kapasitas tata kelola pemerintahanmeningkat
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Secara lebih jelasnya pengelompokan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan di Kota Yogyakarta dapat dilihatpada tabel berikut :
Tabel 4.3

Matrik Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta

No. PRIORITAS NASIONAL No. PRIORITAS DIY No. PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA SASARAN KOTA YOGYAKARTA1 Pendidikan; 1 Peningkatan kapasitas SDM 1 Pendidikan Kualitas sumber daya manusiameningkat.Daya serap sistem pendidikanmeningkat.2 Kesehatan; 2 Kesehatan Kesehatan keluarga meningkat
3 Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; 2 Pengembangan Pariwisata 3 Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan masyarakat meningkatPengangguran terbuka menurunKondusifitas iklim investasimeningkatPendapatan daerah meningkat4 Ketahanan Energi; 3 Penguatan Kapasitas Ekonomi
5 Ketahanan Pangan;
6 Penanggulangan Kemiskinan; 4 Sosial Budaya Kemiskinan masyarakat menurunKeberdayaan masyarakat inklusifmeningkat
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7 Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman; 4 Penguatan KapasitasInfrastruktur 5 Pembangunan wilayah danpeningkatan Infrastruktur Cakupan layanan sarana prasaranaperkotaan meningkat
8 Perumahan dan Permukiman;
9 Pembangunan Wilayah; 5 Pengembangan Wilayah danPeningkatan KualitasLingkungan 6 Lingkungan hidup dan pemanfaatanruang Kinerja penyelenggaraan penataanruang meningkatPencemaran lingkungan hidupterkendali6 Pelestarian nilai budaya Peran serta masyarakat dalampengembangan dan pelestarian senidan budaya meningkat10 Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. 7 Peningkatan Tata Nilai dan Etika 7 Kinerja Aparatur dan Birokrasi Kapasitas tata kelola pemerintahanmeningkatKetertiban umum dan ketentramanmasyarakat meningkat8 Peningkatan Kapasitas TataKelola Pemerintahan
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4.3. Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2018Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :
Tabel 4.3

Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2018

No Sasaran Pembangunan Daerah Indikator Sasaran Target

1 Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian senidan budaya meningkat Persentase rintisan desa budaya dan kampung wisata yang aktif dalampengembangan dan pelestarian budaya 74%
2 Kesehatan keluarga meningkat Indeks Kesehatan Keluarga 40%
3 Kualitas sumber daya manusia meningkat Rata-rata lama sekolah 11,41 tahun
4 Daya serap sistem pendidikan meningkat Angka Partisipasi Murni 118,5
5 Keberdayaan masyarakat inklusif meningkat Indeks Pemberdayaan Gender 79,33
6 Kemiskinan masyarakat menurun Angka kemiskinan 8,6%
7 Pendapatan masyarakat meningkat Pendapatan perkapita Rp 70.167.199,-
8 Pengangguran terbuka menurun Angka Pengangguran 5,52
9 Kondusifitas iklim investasi meningkat Nilai PMDN dan PMA 5.118.645 juta

10 Pendapatan daerah meningkat Pendapatan Asli Daerah 528,079 Milyar
11 Cakupan layanan sarana prasarana perkotaan meningkat persentase cakupan layanan sarana prasarana jalan, transportasi, drainase, airminum, air limbah dan perumahan yang layak 63,55
12 Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat Persentase penilaian penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan,pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang 96,12%
13 Pencemaran lingkungan hidup terkendali Indeks pencemaran lingkungan hidup 64
14 Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat jumlah pelanggaran/kejahatan 2000
15 Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah BBOpini pemeriksaan BPK WTP
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4.4. Penyelarasan Program Prioritas Kota Yogyakarta ke OPD terkaitDalam rangka mencapai target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta sebagaimana ditetapkan pada tabel 4.3 di atas, maka dilaksanakan dengan program dankegiatan tahun 2018. Penyusunan program kegiatan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta memperhatikan penjabaran dari visimisi sampai dengan program prioritas pada dokumen RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022. Program Prioritas pada dokumen RPJMD tersebut akan di intervensi olehOPD melalui program dan kegiatan OPD sebagaimana matriks bab V RKPD. Penyelarasan antara program prioritas RPJMD ke tiap OPD sebagaimana matriks berikut:
Tabel 4.4

Penyelarasan Program Prioritas ke OPD terkait

Misi Tujuan Sasaran Strategi Program Prioritas OPD IntervensiMeningkatkanKesejahteraan danDaya Saing Kota Meningkatkan dayasaing untukkesejahteraanmasyarakat KotaYogyakarta
Kualitas sumber dayamanusia meningkat Mengembangkansumber dayamanusia yangberkualitas unggul

ProgramPeningkatan AksesPendidikan DinasPendidikan jaminan pendidikan daerah(beasiswa), BOS dan BOSDA, aksespendidikan inklusi; pusat sumberpendidikan inklusiKemiskinan masyarakatmenurun Menurunkan angkakemiskinan ProgramPenanggulanganKemiskinanberbasis segoroamarto
Dinas Sosial Bansos, Kube,Usep KM, PKH,permodalan dan bantuan alat bagiwarga miskin
Dinas PUPKP RTLH, penanganan kawasan kumuh(air limbah, air minum, SPAH,drainase, jalan lingkungan)
Dinas Koperasi,UKM danNakertrans padat karya, transmigrasi
Dinas Kesehatan jaminan kesehatan bagi wargamiskin
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Kecamatan intervensi warga miskin
Bappeda Koordinasi TKPK dan optimalisasiCSR utk penanggulangankemiskinanKondusifitas iklim investasimeningkat Membangun dayadukungpengembanganusaha dankemudahan investasiyang kondusif danatraktif

ProgramPeningkatanKondusifitas IklimInvestasi
Dinas Perizinandan PenanamanModal kemudahan pelayanan perizinandan penanaman modal, promosiinvestasi

Pendapatan daerahmeningkat Meningkatkanpendapatan daerah ProgramPeningkatanPendapatan Daerah BPKAD intensifikasi dan ekstensifikasipajak
Bagian P3ADKdengankoordinasi OPDpenghasil

Optimalisasi pajak, retribusi, BUMD,BLUD, dan lain2 PAD yg sah;kerjasama utk peningkatan PAD
Memperkuat ekonomikerakyatan dankeberdayaanmasyarakat

Memperkuatpertumbuhan ekonomiyang bertumpu ekonomikerakyatan
Pengangguran terbukamenurun Meningkatkanpeluang kesempatankerja dan berusaha ProgramPenguranganPengangguran Dinas Koperasi,UKM danNakertrans pelatihan produktif, kerjasama dgperusahaan/institusi pemberi kerja,job fair
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Pendapatan masyarakatmeningkat MemperkuatpemberdayaanKoperasi dan UKMmenuju KotaYogyakarta sebagaiKota EkonomiKreatif

ProgramPengembanganKampung EkonomiKreatif
Dinas Koperasi,UKM danNakertrans gerai kampung ekonomi kreatif sbgwadah pertemuan, pelatihan danekspose hasil UKM (home bisnisskamp); kemitraan UKM dgpengusaha besar;  permodalanbunga rendah utk koperasi danUKM
Dinas Pariwisata Jogja Creative Week

DinasPerindustriandanPerdagangan
pengembangan industrikreatif(animasi, perak,kulit,batik,makanan, logam);pengembangan teknologi tepat gunaUKM; peningkatan promosi UKM

Memperkuatkeberadaan PasarTradisional ProgramRevitalisasi PasarTradisional DinasPerindustriandanPerdagangan
penataan pedagang, kios, los,kebersihan, keamanan pasar;peningkatan kapasitas pedagangpasar

Dinas PUPKP pembangunan/rehabilitasi beratbangunan pasar tradisionalmemperkuatekonomi berbasisindustri jasa ProgramPeningkatanEkonomi BerbasisIndustri Jasa
DinasPerindustriandanPerdagangan

kemitraan antara pelaku industrijasa dengan pelaku UKM;standarisasi produk UKM
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Dinas Pariwisata perbaikan akomodasi pendukungpariwisata(hotel, restoran,kuliner,pemandu wisata, agenperjalanan); paket wisata;penguatan kampung wisata;penambahan ODTW, kalenderevent; promosi wisataMemperkuatkeberdayaanmasyarakat yanginklusif
Keberdayaanmasyarakat inklusifmeningkat Memperkuatpemberdayaan danpengarusutamaangender untuk kaumperempuan, lanjutusia, difabel, miskindan perlindungananak

Programpemberdayaan danpengarusutamaangender
DPMP2A pemberdayaanperempuan(P2WKSS, PKK, rintisanusaha) , perlindungan anak,penanganan korban kekerasan,penguatan kota layak anak,kampung ramah anak
Dinas Sosial penanganan anak terlantar, lansiaterlantar,difabelDinasPengendalianPenduduk danKB

Penguatan UPPKS
Dinas Kesehatan jamkesus bagi penyandangdisabilitas, posyandu anak,posyandu lansia, pelayanan rumahsehat lansia (rusela), puskesmasramah anakDinasPendidikan sekolah ramah anak,Dinas Pariwisata operasional taman pintar
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DinasPerhubungan pembelajaran anak di tamanedukasi keselamatan lalulintasDinasKebakaran pembelajaran anak terkait tanggapbencana kebakaranDinasPengendalianPenduduk danKB
ketahanan keluarga; penguatanBina Keluarga Lansia (BKL), BinaKeluarga Anak;Bina KeluargaDissabilitasDinasKependudukandan Catatan Sipil Identitas anak (KIA), identifikasidifabelMemperkuat moral,etika dan budayamasyarakat KotaYogyakarta

Meningkatkan moral,etika, dan budaya untukmewujudkanketentramanmasyarakat KotaYogyakarta
Ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat
meningkat

Meningkatkankeimanan,ketakwaan, dan jiwanasionalisme dalamkehidupanbermasyarakatsecara cerdas, penuhtoleransi, danmengedepankanbudi pekerti luhur.

ProgramPenguatanKampung PancaTertib
Satpol PP penguatan kapasitas kampungpanca tertib (tertib daerah milikjalan, tertib bangunan, tertib usaha,tertib lingkungan, dan tertib sosial)

Kantor Kesbang penguatan nilaikebangsaan/nasionalisme,keagamaan, dan politikDPMP2A pencegahan dan penanganan KDRT
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Programpengembangankreatifitas pemuda Dinas Pemudadan OR fasilitasi dan ruang kreatifitaspemuda; penguatan pemudapelopor; fasilitasi pramuka,paskibraka, pemuda anti napza,pemuda cinta damai lintas agama;olahraga, pencegahan danpenanganan vandalismeDinas Sosial penguatan karang tarunaDinasPendidikan penguatan pendidikan karaktersiswa melalui Bimbingan Konseling(BK), muatan lokal pembelajarankarakter, budi pekertiDinasPengendalianPenduduk danKB
Bina Kelompok Remaja (BKR); PIK-R

Memperkuat tata kotadan kelestarianlingkungan Meningkatkan kualitaslingkungan hidup Kinerja penyelenggaraanpenataan ruang meningkat Meningkatkankualitas penataankota ProgramPenyelenggaraanpenataan ruang DinasPertanahan danTata Ruang turbinlakwas penataan ruangdengan dengan RTRW dan RDTRK,penyusunan RTBL,  Identifikasi danpemanfaatan pertanahan,Dinas Perijinandan PenanamanModal kesesuaian izin yang dikeluarkandengan pembangunanDinas PUPKP pembangunan kawasan strategis;ProgramPengembanganRuang TerbukaHijau
DinasLingkunganHidup pembangunan dan pemeliharaanRTH Publik
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DinasPertanahan danTata Ruang pengadaan tanah RTH
Pencemaran lingkunganhidup terkendali Meningkatkanpengendalianpembangunanberwawasanlingkungan

ProgramPengendalianPencemaranLingkungan Hidup
DinasLingkunganHidup pengendalian pencemaran air,udara; pemantauan dokumenlingkungan; penyusunanSLHD(status lingkungan hidupdaerah)DinasPerhubungan pengujian kendaraan bermotor

Meningkatkan kualitaspendidikan,kesehatan, sosial danbudaya
Meningkatkan Kualitaspendidikan Daya serap sistempendidikan meningkat Meningkatkankualitaspenyelenggaraanwajib belajar 12tahun

Proram PenguatanKota PusatPendidikan DinasPendidikan peningkatan kualitas pendidik;sapras terpenuhi sesuai standar;perbaikan managemen pendidikan
Meningkatkankualitas saranaprasaranapendidikan

Dinas PUPKP pembangunan dan pemeliharaangedung sekolah negeri
Meningkatkan Usiaharapan hidup Kesehatan keluargameningkat Meningkatkankualitas kesehatanmasyarakat ProgramPeningkatanPelayananKesehatan

Dinas Kesehatan Pelayanan Puskesmas, RS Pratama,RS Jogja, Penanganan PengendalianPenyakit Menular dan TidakMenularMeningkatkanpariwisata berbasisbudaya Peran serta masyarakatdalam pengembangan danpelestarian seni danbudaya meningkat
Mengembangkanpelestarian seni danbudaya untukmeningkatkan dayatarik bagi wisatawan

ProgramPenguatan KotaSeni dan Budaya DinasKebudayaan kampanye sadar budaya, pamongbudaya, pembangunan danpelestarian Kawasan Cagar Budayadan Bangunan Cagar Budaya;pelestarian nilai-nilai seni danbudaya
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Dinas Pariwisata operasional penanganan kawasanmalioboro, event budayaDinas Pariwisata pengembangan teknologi informasipariwisata, pengembangan jaringankerjasama pariwisata,pengembangan objek daya tarikwisata unggulan, pengembangankampung wisata, pentas  KangenJogjaDinas PUPKP pembangunan karakter dan citraKota Yogyakarta, penguatan KotaPusakaDinasPertanahan danTata Ruang RTBL kawasan budaya, insentif dandisintensif BCBMembangun saranadan prasarana publikdan permukiman Meningkatkan saranadan prasarana publikdan permukiman Cakupan layanan saranaprasarana perkotaanmeningkat Meningkatkanlayanan saranaprasarana perkotaanyang merata danberkualitas
ProgramPenguatan KotaNyaman Huni Dinas PUPKP Pembangunan dan pemeliharaanjalan dan jembatan, salurandrainase, air limbah, SAH, airminum non perpipaan, taludpermukiman dan energiDinasLingkunganHidup sekolah adiwiyata, program 3R,bank sampah
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DinasPerhubungan Penyelenggaraan dan optimalisasiperparkiran, manajemen danrekayasa lalu lintas, pembangunandan pemeliharaan sarprasperhubungan, penyelenggaraanangkutan umum orang dan barangdan pengaturan kendaraan tidakbermotor
Memperkuatkesiapsiagaanbencana berbasiskomunitas

ProgramKesiapsiagaan danPenanggulanganBencana
BPBD Kampung Tangguh Bencana; YES119
Dinas PUPKP Rehabilitasi dan Rekonstruksibangunan milik masyarakat yangterkena bencana level Kota
Dinas Kesehatan Pelayanan kesehatan khususpertolongan gawat daruratDinasPendidikan Pelatihan simulasi tanggap bencanadi sekolahDinas Sosial Bantuan logistik korban bencana,Bansos korban bencanaMembangun saranaprasaranalingkungan sungaiuntuk mendukungpermukiman layakhuni dan sehat

ProgramRevitalisasi Sungai Dinas PUPKP penataan kawasan kumuh di sekitarsungai, M3K (mundur munggahmadep kali)
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DinasPertanahan danTata ruang edukasi sempadan sungai,pembelian tanah M3K, sungai sbgpenyangga KCB
DinasLingkunganHidup RTH sempadan sungai, ujiparameter kualitas air sungai,sekolah sungai, merti sungai,prokasih(program kali bersih);penguatan peran lembaga forumkomunikasi sungaiDinas Koperasi,UKM dannakertrans peningkatan ekonomi masyarakatpinggir sungai

Meningkatkan tatakelola pemerintahanyang baik dan bersih Meningkatkan tatakelola pemerintahanyang baik dan bersih Kapasitas tata kelolapemerintahan meningkat Membentukkelembagaan,ketatalaksanaanpemerintah daerahdan pendayagunaanaparatur yangberkualitas danefisien dalampelayanan publikyang berbasis padateknologi informasi

ProgramPengembanganJogja Smart City Dinas Kominfodan Persandian pemanfaatan teknologi informasiutk pelayanan birokrasi danpelayanan publik, penyelenggarancall center 112, ruang commandcentre; UPIK; e-gov berbasisandroid dan internet; publikasiprogram pemerintah ke berbagaimedia
BagianOrganisasi konsep tunjangan kinerja;peningkatan kualitas pelayananpublikInspektorat pengawasan, SPIP
Dinas PUPKP penataan kompleks balaikota
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Bappeda RAD PPK; Ran Ham; penguataninovasiBPKAD peningkatan pengelolaan keuanganyang transparan dan akuntabelBKPP peningkatan kualitas ASN
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4.5. Tematik Dalam Mendukung Pembangunan di Kota Yogyakarta

4.5.1. Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan WilayahSecara garis besar, Kota Yogyakarta terletak antara 110°24’19” - 110o28'53” BujurTimur dan 07°15’24” –07°49’26”Lintang Selatan, dengan luas sekitar 32,5 km2 atau 1,02 %dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari 14 Kecamatan dan 45Kelurahan.Terdapat tiga sungai yang mengalir dari arah Utara ke Selatan, yaitu:- Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur kota.- Sungai Code yang mengalir di bagian tengah.- Sungai Winongo yang mengalir di bagian barat kota.Berdasarkan data dari BPS tahun 2016 jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2015sebanyak 412.704 jiwa, dengan luaswilayah 32,5 km2kepadatan penduduk KotaYogyakartasebesar 12.699 jiwa/km2(BPS, 2016).Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusiaberbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPMdibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umurpanjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebutmemiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensikesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukurdimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lamasekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuandaya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-ratabesarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaianpembangunan untuk hidup layak.
Tabel 4.5. Road Map Kemiskinan Kota Yogyakarta

DATA  AWAL RKPDTarget  RPJPD Penurunan AngkaKemisknan  Tahun 2025 3 %Angka Kemiskinan Tahun 2016 8.75 %Angka Kemiskinan yang akanditurunkan s.d tahun 2025 5.75 %Rencana penurunan tiap tahun dari2017 - 2025 0,72 %Jumlah Penduduk Miskin KotaYogyakarta (BPS) 2016 35.980Rencana target penurunan jumlahpenduduk miskin per tahun 2961 jiwa(740 KK)
Pendekatan Strategi Penanggulangan Kemiskinan yaitu:1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi2. Menekan laju inflasi
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3. Empat langkah strategi penanggulangan kemiskinan:a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;d. Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
Rencana Intervensi Penanggulangan Kemiskinan OPD

Matriks Penanggulangan Kemiskinan 2017No Instansi Program/Kegiatan Anggaran1 Dinas Kesehatan Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi 17.667.328.000Jaminan Pembiayaan  kesehatan bagi Masyarakat Kota Yang belummemiliki jaminan kesehatanPemberian PMT bagi penderita TB2 Dinas Pendidikan Jaminan Pendidikan Daerah 33.386.000.000Bantuan PendidikanBantuan Beasiswa3 Dinas Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial 6.422.968.994Advokasi dan Rehabilitasi SosialData, Informasi dan Pemberdayaan SosialHibah Bansos (APBD dan APBN) 25.864.130.000
4 DPMP2A Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 122.468.000
5 Dinas PUPKP Penataan Perumahann Permukiman dan Tata Bangunan 2.914.600.000
6 Dinas Dalduk & KB Pembinaan keluarga berencana dan pembangunan keluarga 3.129.199.294
7

DinasPerindustrian &Perdagangan
Pembinaan Perindustrian 24.300.000
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8
Dinas Koperasi,UKM, Tenaga Kerja& Transmigrasi

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UsahaKecil Menengah 2.835.536.000
Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja danTransmigrasi

Jumlah Total 92.366.530.288
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Indikasi Program/Kegiatan Mendukung Tematik di Kota Yogyakarta

No OPD Program Kegiatan Keterangan1 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH Program BidangEkonomi Perencanaan dan PengendalianPariwisata, Koperasi, UKM, dannakertrans Bappeda berkoordinasi dengan OPD terkait dalam hal ini DinasPariwisata dan Dinas Koperasi, UKM dan Nakertrans untukmeningkatkan ekonomi masyarakat dalam hal pengentasankemiskinan.Perencanaan dan PengendalianPerindustrian, Perdagangan, Pertaniandan Pangan Bappeda berkoordinasi dengan OPD terkait dalam hal ini DinasPerindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pertanian dan Pangandalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok untuk menjamindaya beli masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok.Perencanaan dan PengendalianEkonomi dan Keuangan Daerah Mengoptimalisasi program penanggulangan kemiskinan denganmencari sumber-sumber pembiayaan dana daerah melalui potensidan kapabilitas yang terstruktur melalui tahapan perencanaan yangsistematis, penggunaan dana yang efisien dan efektif sertapelaporan tepat waktu.Program Bidang Sosial Perencanaan dan PengendalianKesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan pembinaan dan kerjasama dengan lembaga danOPD terkait di bidang kesejahteraan rakyat dalam upayapenanggulangan kemiskinan.2 DINAS PENDIDIKAN Program Peningkatandan PemerataanKualitas PendidikanNon Formal dan PAUD
Pembinaan Lembaga Pendidikanketerampilan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakatmiskin/keluarga miskin yang memerlukan bekal pengetahuan,keterampilan dan kecakapan hidup untuk mengembangkan usahamandiri dan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebihtinggi dalam upaya perbaikan kualitas hidup.ProgramPengembanganPendidikan Pengelolaan Jaminan PendidikanDaerah Diberikan kepada peserta didik  pemegang Kartu Menuju Sejahtera(KMS) khususnya yang berasal dari keluarga miskin yangbersekolah di Kota Yogyakarta.Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA Pemberian Bosda oleh Pemkot Yogyakarta untuk  membantu biayaoperasional pendidikan sekolah yang diselenggarakan Pemkot atausekolah negeri untuk membantu anak yang berasal dari keluargamiskin agar dapat sekolah tanpa di bebani biaya operasionalsekolah.
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3 DINAS KESEHATAN Program UpayaPelayanan Kesehatan Pengelolaan Operasional RumahPemulihan Gizi Berada di bawah asuhan PKK Kota Yogyakarta yang memilikikepedulian terhadap upaya penurunan jumlah kasus balita giziburuk yang terjadi pada masyarakat miskin di Kota Yogyakarta.Jaminan Pembiayaan  kesehatan bagiMasyarakat Kota Yang belum memilikijaminan kesehatan Dengan mengikutsertakan masyarakat miskin/keluarga miskin diKota Yogyakarta yang belum memiliki jaminan kesehatan dalamprogram Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintahdaerah kota yang iuran Jaminan Kesehatan Daerah dibayar olehPemerintah Kota Yogyakarta. Maskin 60.215 jiwaPBI : 34.833 jiwaPBI APBD 2018 : 11.562 jiwaPenduduk miskin yg berKTP kota yg belum mempunyai jaminandijamin dg Jamkesda: 7.311 (Rp 14.075.712.000)Pemberian PMT bagi penderita TB Untuk memberikan makanan gratis kepada para penderita TB yangberasal dari keluarga miskin, sekaligus untuk memberikan edukasikepada penderita tentang pentingnya konsumsi tinggi protein bagipenderita TBC. Jadi pemberian makanan tambahan ini hanya untukmemberikan contoh dan membangkitkan kepedulian penderitaterhadap gizi penderita TB.4 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT,PEREMPUANDANPERLINDUNGANANAK
ProgramPemberdayaanMasyarakat Pembinaan KelembagaanKemasyarakatan memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunanpartisipatif dengan penguatan kelembagaan kemasyarakatan agarlebih peka terhadap warganya yang hidup di bawah gariskemiskinan.Pembinaan Partisipasi Masyarakatdalam Pembangunan Dalam perencanaan pembangunan partisipasi masyarakatmempunyai peran penting karena pembangunan sebenarnyaditujukan untuk memanfaatkan berbagai potensi serta sumber dayayang ada, maka dengan terlaksananya partisipasi masyarakat dalamproses pembangunan diharapkan hasil dari pembangunan dapatsesuai dengan yang diharapkan dan dapat mengurangi jumlahpenduduk miskin/keluarga miskin.ProgramPemberdayaan danPerlindungan Pembinaan Pengarusutamaan Gender Bertujuan untuk menyamakan persepsi pengintegrasian isu genderdan anak melalui PUG khususnya bagi masyarakat miskin danuntuk meningkatkan komitmen OPD melalui pelaksanaan program
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Perempuan kegiatan yang berbasis responsif gender.Pembinaan Partisipasi danPerlindungan Perempuan Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidangpemberdayaan dan perlindungan perempuan bagi masyarakatmiskin.5 DINAS SOSIAL Program Perlindungandan Jaminan Sosial Perlindungan Sosial kebijakan dan program yang dirancang untuk menurunkankemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan danperbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka daribencana dan kehilangan pendapatan.Pengelolaan Jaminan dan BantuanSosial salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan olehPemkot guna menjamin warganya yang miskin untuk memenuhikebutuhan hidup dasar yang layak.Pelayanan Anak di Rumah PengasuhanAnak Wiloso Projo melaksanakan dan membina pengasuhan bagi anak terlantar danmiskin dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan,pendidikan, keterampilan dan spiritual anak.Pelayanan di Rumah Pelayanan SosialLanjut Usia Terlantar Budhi Dharma Pelayanan Pemberian Makanan Tambahan bagi warga lansia yangmiskin tujuannya agar terpenuhinya kebutuhan pangan yangbernilai gizi setara dengan asupan gizi yang diperlukan. PelayananPemeriksaan  Kesehatan, Pengobatan Ringan dan Bimbingan,tujuannya agar tercapai taraf kesehatan yang memenuhi syaratuntuk menjalani kehidupan sehari-hari secara wajar, baik sehatsecara fisik, mental maupun sosial.Program Advokasi danRehabilitasi SosialProgram Data,InformasidanPemberdayaan
Rehabilitasi Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS) Diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidaklayak atau miskin secara kemanusiaan dan memiliki kriteriamasalah sosial yakni kemiskinan, ketelantaran, kecacatan,keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korbanbencana, korban tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
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Sosial Advokasi dan PendampinganPenyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga,kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya khususnyamasyarakat miskin. Advokasi dan pendampingan sebagaimanadimaksud diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban,pembelaan, dan pemenuhan hak.Kegiatan Pendataan PMKSdan PSKS Kegiatan Pendataan ini dilaksanakan untuk menggali/mengetahuisecara pasti data terkini masyarakat miskin Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan SumberKesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di masing-masing wilayahdesa/kelurahan se-Kota Yogyakarta.Kegiatan  PemberdayaanPotensiKesejahteraan Sosial(PSKS) Kegiatan Pemberdayaan PSKS untuk mendukung atau memperkuatusaha kesejahteraan sosial dalam hal pengentasan kemiskinan.Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifatmanusiawi, sosial dan alam.6 DINAS KOPERASI,USAHA KECILMENENGAH DANTENAGA KERJA
ProgramPengembanganKewirausahaan danKeunggulan KompetitifUsaha Kecil Menengah

Kemitraan dan Pembiayaan UMK Kemitraan memperkuat mekanisme pasar dan persaingan usahayang efisien dan produktif.Pembinaan, Pengembangan danPemberdayaan UMK Upaya yang dilakukan  meliputi peningkatan produktivitas,kemampuan pemasaran, dan pengembangan sumber daya manusiauntuk penanggulangan kemiskinan.ProgramPengembangan danPenempatan TenagaKerja danTransmigrasi
Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerjadan Pembinaan LembagaPelatihan Kerja memberikan bimbingan dan pengurusan pelatihan danproduktivitas tenaga kerja khususnya masyarakat miskin.- Pringgokusuman : Kampung preuneur manajemen wirausaha(olahan pangan) 20-30 org- Prawirodirjan : rajut- Pandeyan: jumputan- Prenggan : perak, kulit, bordir- Gedongkiwo :- Terban : pengembangan manajemen dan aneka usahaPembinaan dan Penempatan TenagaKerja pengembangan perluasan kesempatan kerja, penempatan tenagakerja dan standarisasi pelatihan kompetensi, produktivitas danpemagangan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan untukmengurangi angka kemiskinan.
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Penempatan  Transmigrasi Dilakukan monitoring dan pengecekan lokasi penempatanTransmigrasi bagi masyarakat miskin atau keluarga miskin untukkesempatan dalam memperbaiki kualitas hidup.Program Perlindungandan PengembanganLembaga Tenaga Kerja Pembinaan, Pengembangan Pekerjadan Pengupahan pembinaan, perlindungan tenaga kerja, pemahaman danpengawasan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan terhadappekerja miskin, penyelesaian perselisihan hubungan industrial,pengupahan Pemantauan dan Pengawasan upah Minimum Provinsi(UMP), Penilaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL), PemantasanTunjangan Hari Raya (THR) dan Jaminan Kesehatan.Pelayanan Hubungan Industrial danPerlindungan Tenaga Kerja Hubungan industrial harus diciptakan sedemikian rupa agar aman,harmonis, serasi dan sejalan, agar perusahaan dapat terusmeningkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kesejahteraansemua pihak khususnya pekerja miskin yang terkait atauberkepentingan terhadap perusahaan tersebut.7 DINAS PERINDUSTRIANDAN PERDAGANGAN Program Pembinaandan PengendalianPerdagangan Pembinaan Usaha Perdagangan memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha terhadapkebijakan perdagangan khususnya yang terkait dengan kebijakanbina usaha perdagangan terhadap masyarakat miskin.Pengawasan dan PengendalianPerdagangan dan Industri pengembangan usaha dan sarana usaha perdagangan dan industrimasyarakat miskin serta melakukan evaluasi serta peningkatankerjasama dengan dunia usaha di bidang usaha perdagangan danindustri.Program PembinaanPerindustrian Pembinaan Teknis Perindustrian Melaksanakan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan di bidangIndustri Sarana, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakatkhususnya masyarakat miskin.Pembinaan Sarana Produksi Menyiapkan dan melaksanakan bimbingan sarana produksi industrikecil menengah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakatmiskin dalam hal usaha mandiri. Target Kota : 60 UKM + pelatihankerajinan di Prenggan dan Terban @ 20 peserta 30 IKM, 6 IKM drlokasi Segoro Amarto.
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Program Penataan,Pengembangan danPendapatan Pasar Pengembangan Pasar Tradisional Pasar-pasar tradisional dikemas dalam tata ruang yang nyaman,bersih, dan sejuk sehingga masyarakat tertarik untuk berbelanja dipasar tradisional sebagai penopang perekonomian yang sekaligusberdampak pada penanggulangan kemiskinan.8 DINAS PEKERJAANUMUM,PERUMAHANDAN KAWASANPERMUKIMAN
Program PenataanPerumahan,Permukiman dan TataBangunan

Pengelolaan  Rusunawa Dalam pengelolaannya  rusunawa di peruntukkan bagi masyarakatmsikin atau keluarga miskin sehingga mereka dapat memperolehtempat tinggal yang layak.Penataan Perumahan dan Permukiman Pemerataan pembangunan untuk meningkatkan efektivitaspenanggulangan kemiskinan. Jumlah 167 RTLH di 2 kec: 1,5 MRTLH yg belum tertangani Kota  total : 2 rb-an9 DINAS PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGA BERENCANA Program KeluargaBerencana danPembangunanKeluarga
Pelayanan Keluarga Berencana membina peserta KB aktif bagi rumah tangga miskin dalam rangkakelembagaan dan pembudayaan NKKBS.Pembinaan Pembangunan Keluarga Membina jaringan pelayanan alat kontrasepsi  pada masyarakatmiskin sampai ke pos KB kelompok KB.10 KECAMATANTEGALREJO Program PeningkatanPelayanan MasyarakatKecamatanBerbasisKewilayahanKecamatan Tegalrejo
Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanTegalrejo Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat Kelurahan Bener Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanKricak Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanKarangwaru Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Sosial Budaya MasyarakatKecamatan Tegalrejo Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.
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Pembinaan Perekonomian MasyarakatKecamatan Tegalrejo Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.11 KECAMATAN JETIS Program PeningkatanPelayanan MasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatan Jetis
Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanBumijo Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanGowongan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanCokrodiningratan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Perekonomian MasyarakatKecamatan Jetis Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Sosial dan BudayaMasyarakat Kecamatan Jetis Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.12 KECAMATANGONDOKUSUMAN Program PeningkatanPelayanan danPemberdayaanMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanGondokusuman

Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanBaciro Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanDemangan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanKlitren Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanKotabaru Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.
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Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanTerban Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Perekonomian KecamatanGondokusuman Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Sosial dan BudayaMasyarakat kecamatanGondokusuman Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.13 KECAMATANDANUREJAN Program PeningkatanPelayanan danPemberdayaanMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatan Danurejan
Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Kelurahan Suryatmajan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Kelurahan Tegalpanggung Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Kelurahan Bausasran Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Perekonomian MasyarakatKecamatan Danurejan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Sosial Budaya MasyarakatKecamatan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.14 KECAMATANGEDONGTENGEN Program PeningkatanPelayanan danPemberdayaanMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatan
Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanPringgokusuman Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanSosromenduran Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.
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Gedongtengen Pembinaan Ekomoni MasyarakatKecamatan Gedongtengen Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Sosial dan BudayaMasyarakat Kecamatan Gedongtengen Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.15 KECAMATANPAKUALAMAN Program PeningkatanPelayanan danPemberdayaanMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanPakualaman

Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanPurwokinanti Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanGunungketur Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Sosial dan BudayaMasyarakat Kecamatan Pakualaman Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.16 KECAMATANNGAMPILAN Program PeningkatanPelayanan danPemberdayaanMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatan Ngampilan
Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanNotoprajan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanNgampilan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Sosial dan BudayaMasyarakat Kecamatan Ngampilan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Perekonomian MasyarakatKecamatan Ngampilan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.17 KECAMATANWIROBRAJAN Program PeningkatanPelayanan danPemberdayaan Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya MasyarakatKelurahanPatangpuluhan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.
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MasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatan Wirobrajan Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanWirobrajan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanPakuncen Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pmebinaan Perekonomian Masyarakatkecamatan Wirobrajan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Sosial dan BudayaMasyarakat Kecamatan Wirobrajan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.18 KECAMATANMANTRIJERON Program PeningkatanPelayanan danPemberdayaanMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanMantrijeron

Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanGedongkiwo Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanSuryodiningratan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanMantrijeron Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Sosial dan BudayaMasyarakat Kecamatan Mantrijeron Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi MasyarakatKecamatan Mantrijeron Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.19 KECAMATAN  KRATON Program PeningkatanPelayanan danPemberdayaan Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanPatehan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.
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MasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatan Kraton Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanPanembahan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanKadipaten Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Perekonomian masyarakatKecamatan Kraton Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Sosial dan BudayaMasyarakat Kecamatan Kraton Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.20 KECAMATANGONDOMANAN Program PeningkatanPelayanan danPemberdayaanMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanGondomanan

Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanPrawirodirjan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanNgupasan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Perekonomian Masyarakatkecamatan Gondomanan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Sosial Budaya MasyarakatKecamatan Gondomanan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.21 KECAMATANMERGANGSAN Program PeningkatanPelayanan danPemberdayaanMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatan
Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanBrontokusuman Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanKeparakan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.



Rencana Kerja Pemerintah Daerah |IV - 36

Mergangsan Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanWirogunan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan perekonomian masyarakatKecamatan Mergangsan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Sosial Budaya MasyarakatKecamatan Mergangsan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.22 KECAMATANUMBULHARJO Program PeningkatanPelayanan danPemberdayaanMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatanUmbulharjo

Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanGiwangan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanSorosutan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanPandean Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanWarungboto Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanTahunan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat Kelurahan MujaMuju Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanSemaki Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Perekonomian MasyarakatKecamatan Umbulharjo Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalam
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rangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Sosial dan BudayaMasyarakat Kecamatan Umbulharjo Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.23 KECAMATANKOTAGEDE Program PeningkatanPelayanan danPemberdayaanMasyarakatBerbasisKewilayahanKecamatan Kotagede
Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanPrenggan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanPurbayan Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Ekonomi, Sosial danBudaya Masyarakat KelurahanRejowinangun Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Perekonomian MasyarakatKecamatan Kotagede Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.Pembinaan Sosial dan BudayaMasyarakat Kecamatan Kotagede Penguatan kapasitas lembaga, peningkatan kapasitas SDM,peningkatan ciri khas tiap-tiap kelurahan se-Kota Yogyakarta dalamrangka pengentasan kemiskinan.24 Dinas Pertanian danKetahanan Pangan Program PembinaanPertanian Pembinaan Usaha dan BudidayaPertanian Pembinaan dan pendampingan dalam rangka meningkatkankapasitas dan keterampilan petani miskin untuk menggunakanbibit unggul guna meningkatkan hasil produksi pertanian .Pengawasan Mutu Komoditas danPelayanan Pertanian Pengawasan mutu merupakan penerapan ilmu pengetahuan danteknologi, serta manajerial dalam hal penanganan mutu padaproses produksi, perdagangan dan distribusi komoditas sehinggamasyarakat miskin juga dapat memenuhi kebutuhan hidup denganbahan yang bermutu.Program PembinaanKetahanan Pangan Pembinaan dan PengembanganKonsumsi, Kewaspadaan Pangan danPenyuluhan melaksanakan pemantauan, pembinaan dan analisis konsumsipangan dan pengendalian standarisasi mutu konsumsi sehinggakebutuhan dasar masyarakat miskin dapat terpenuhi.
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Pembinaan dan PengembanganKetersediaan dan Distribusi Pangan Melaksanakan pembinaan untuk mengidentifikasi, inventarisasidan pemantauan permasalahan ketahanan pangan melaluikoordinasi, untuk menyusun perumusan kebijakan dalam rangkapengaturan dan pembinaan, pengelolaan, distribusi, ketersediaandan cadangan pangan bagi masyarakat miskin sesuai denganketentuan yang berlaku.Program PembinaanKehewanan danPerikanan Pembinaan Usaha BudidayaKehewanan dan Perikanan standarisasi usaha peternakan dan kesehatan hewan dan perikananserta pengelolaan lingkungan dan teknologi pasca panen.Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil mendorongterciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebihluas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin.Pengawasan Mutu KomoditasKehewanan dan Perikanan untuk mewujudkan jaminan pangan komoditas hewan danperikanan yang aman, sehat, halal dan utuh sehingga dapat di capaioleh masyarakat miskin.TOTAL ANGGARANPENANGGULANGANKEMISKINANDANPENGANGGURANTOTAL BELANJADAERAHRATIO ANGGARANPENANGGULANGANKEMISKINANDANPENGANGGURAN
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4.5.2. KetimpanganPertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terus meningkat, dalam banyak kasus dinegara berkembang, tidak otomatis menghilangkan ketimpangan dalam pembangunan(disparity).Dari studi empiris terdapat dua jenis ketimpangan(Kuncoro, 2014) yaitu:Ketimpangan distribusi pendapatan antargolongan pendapatan. Diukur dengan indeks Giniatau Analisis Ketimpangan kriteria Bank dunia dan Ketimpangan antarwilayah. Diukurdengan Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil. Indeks Williamson merupakanpendekatan kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpanganwilayah. Perhitungan Indeks Williamson didasarkan pada data PDRB per kapitamasing-masing daerah dan jumlah penduduknya. Hasil pengukuran dari nilaiIndeks Williamson dikelompokkankedalamtigakategori, yaitu:a. IW <0,4 artinya tingkat ketimpangan rendah.b. 0,4 < IW< 0,5 artinya tingkat ketimpangan moderat.c. IW > 0,5 artinya tingkat ketimpangan tinggi.Jika indeks Williamson semakin mendekati angka 0 ituartinya semakinkecil ketimpangan pembangunan ekonomi dan jika indeks Williamson semakinmendekati  angka  1  maka  semakin  melebar  ketimpangan pembangunanekonomi.
Tabel2

PDRB per Kapita per Kecamatan Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

Kecamatan
Nilai PDRB per Kapita per Kecamatan (juta rupiah)

2012 2013 2014 2015Mantrijeron 9,21 9,59 10,05 10,24Kraton 8,97 9,40 10,05 10,31Mergangsan 9,98 10,44 11,08 11,36Umbulharjo 17,09 17,75 18,11 18,13Kotagede 8,21 8,44 8,50 8,50Gondokusuman 23,46 24,51 25,94 26,64Danurejan 32,02 34,35 36,55 37,77Pakualaman 8,11 8,50 9,08 9,35Gondomanan 40,62 42,74 44,76 45,91Ngampilan 8,011 8,39 8,77 8,94Wirobrajan 13,93 14,54 15,33 15.71Gedongtengen 14,46 15,40 16,07 16,44Jetis 20,30 21,44 23,06 23,82Tegalrejo 8,98 9,30 9,78 9,94
Rata-Rata PDRB
per Kapita Kota

Yogyakarta
15,61 16,33 17,09 18,08

Sumber: PDRB MenurutKecamatan Kota YogyakartaTahun 2011-2015
(BPS Kota Yogyakarta, 2016)
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Tabel 2.2
Jumlah  Penduduk Kota Yogyakarta per Kecamatan Tahun 2012-2015

No Kecamatan
Jumlah penduduk (jiwa)

2012 2013 2014 20151 Mantrijeron 31.695 32.383 31.901 32.7912 Kraton 17.561 17.874 17.217 17.5473 Mergangsan 29.448 29.965 29.537 30.2754 Umbulharjo 78.831 81.073 83.031 86.5805 Kotagede 32.052 32.986 33.811 35.2856 Gondokusuman 45.526 46.335 45.697 46.8407 Danurejan 18.433 18.764 18.454 18.9058 Pakualaman 9.366 9.533 9.164 9.3369 Gondomanan 13.097 13.327 13.171 13.50710 Ngampilan 16.402 16.696 16.429 16.82911 Wirobrajan 24.969 25.411 25.039 25.66212 Gedongtengen 17.273 17.583 17.549 18.04213 Jetis 23.570 23.992 23.331 23.83414 Tegalrejo 35.789 36.757 36.136 37.271
Jumlah 394.012 402.679 400,467 412.704

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka 2012-2016
(BPS Kota Yogyakarta, 2012-2016)Meski pertumbuhannya tergolong rendah, ketimpangan di Kota Yogyakartaselama tahun 2012-2015 tergolong kategori tinggi.Hal ini dikarenakan selisih nilaiPDRB per kapita antara kecamatan dengan PDRB per kapita tertinggi dankecamatan dengan PDRB per kapita terendah cukup jauh.Pada tahun 2015,Kecamatan Gondomanan menjadi kecamatan dengan PDRB per kapita tertinggi diKota Yogyakarta, yaitu sebesar 45,91 juta rupiah, sementara Kecamatan Kotagedeberada di posisi terendah dengan PDRB per kapitasebesar 8,50 juta rupiah.

Tabel 2.3
Indeks Williamson Kota Yogyakarta Tahun 2012-2015

Indikator
Indeks Williamson (%) Pertumbuhan

Rata-Rata
(%/Tahun)2012 2013 2014 2015Indeks Williamson 0,506 0,513 0,517 0,505 -0,07Kategori Ketimpangan Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Sumber: Hasil Olahan, 2017
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Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan upaya-upaya tepat sasaran padalokasi dengan ketimpangan ekonomi tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian karenameskipun ada daerah-daerah di Kota Yogyakarta yang maju secara ekonomi, namunternyata masih terdapat daerah-daerah yang relative tertinggal yang memerlukanpemberdayaan ekonomi sehingga ketimpangan antar daerah tidak semakinmelebar.Kota Yogyakarta melakukan intervensi terhadap ketimpangan wilayahantar kecamatan ini dengan cara mengoptimalkan potensi masing-masing wilayah,dengan cara menetapkan tematik pembangunanwilayah. Setiap kecamatanmemiliki tematik pembangunan masing-masing yang akan mewarnai prioritasprogram kegiatan yang direncanakan.
4.5.3. NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (NYIA)Sejalan dengan pembangunan bandara baru New Yogyakarta InternationalAirport (NYIA) maka Kawasan Perkotaan Yogyakarta dikembangkan sebagaiKawasan Prioritas yang mendukung Pengembangan Destinasi Wisata. Lebih jauhlagi, program/kegiatan lintas sektor yang memungkinkan untuk diinisiasi padatahun 2018 di Kawasan Perkotaan Yogyakarta yaitu adalah:1. PengembanganIndustriKreatif2. PenyediaanInfrastrukturPendukung3. PengembanganDestinasiWisata4. PeningkatanKualitasLingkunganHidup5. Pengembanganbudaya/atraksi seni6. PengembanganSistemTransportasiMassaldanTradisional

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kota Yogyakarta pada Tahun2018 yang mendukung tematik NYIA dapat dijelaskan sebagai berikut:



Rencana Kerja Pemerintah Daerah |IV - 42

Tabel 4.5.3
Program Kegiatan Terkait New Yogyakarta International AirportNo. OPD Program Kegiatan Keterangan1 DinasKesehatan Program UpayaPelayananKesehatan Pelayanan KesehatanKhusus Melaksanakan pelayanan kesehatan khusus baik itu masyarakat lokal maupunwisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta.Pengelolaan OperasionalPublic Safety Center 119 merupakan layanan kegawatdaruratan kesehatan terpadu untuk membantupenangan kesehatan terhadap masyarakat yang tidak hanya berhubungan dengankecelakaan tetapi juga dalam situasi kritis.2 DinasKebudayaan ProgramPemanfaatanSeni Budaya Kegiatan Festival KesenianYogyakarta Merupakan komitmen serius Yogyakarta untuk memajukan daerahnya yangdiharapkan mampu menyedot ribuan wisatawan domestik maupun mancanegarasehingga dapat mendorong penambahan jumlah wisatawan mancanegara.Kegiatan Gelar Budaya Jogja Sebagai wadah bagi seniman untuk memperkenalkan budaya Yogyakarta.3 DinasPerhubungan ProgramAngkutan Jalan,PengendalianOperasional danKeselamatanLalu Lintas

Penyelenggaraan Angkutan Sarana dan prasarana angkutan yang gampang di akses sehingga wisatawan maupunmasyarakat dapat mencapai destinasi pariwisata dengan mudah.Optimalisasi PelaksanaanPerda dan PengendalianOperasional di BidangPerhubungan
Perda yang telah di tetapkan dijalankan dengan sebenar-benarnya demi kenyamananmasyarakat dan wisatawan.

ProgramPenyelenggaraanPerparkiran OperasionalPenyelenggaraanPerparkiran Tersedianya kantong-kantong parkir yang cukup untuk menampung kendaraan dilokasi wisata.OptimalisasiPenyelenggaraanPerparkiran Adanya pengawasan tarif parkir yang sudah ditetapkan di Perda untuk menghindarikenaikan tarif parkir.
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4 DinasPerindustriandanPerdagangan
ProgramPembinaanPerindustrian Pelatihan Intensif IndustriKreatif Berbasis TI/Animasi Merupakan pengembangan ekonomi kreatif untuk menunjang pembangunanekonomi.

5 DinasPariwisata ProgramPengembangandan PemasaranPariwisata
Pengelolaan danPengembangan Obyek DayaTarik Wisata Dikembangkan Kampung Wisata di tiap-tiap Kelurahan sebagai daya tarik baru bagiwisatawan. Data kampung wisata di Kota Yogyakarta:

- Kampung Wisata Dipowinatan di Kel. Keparakan Kec. Mergangsan- Kampung Wisata Purbayan di Kel. Purbayan Kec. KotagedePromosi dan PemasaranPariwisata - Kampung Wisata Cokrodiningratan di Kel. Cokrodiningratan Kec. Jetis- Kampung Wisata Pandeyan di Kel. Pandeyan Kec. Umbulharjo- Kampung Wisata Kadipaten di Kel. Kadipaten Kec.Kraton- Kampung Wisata Tahunan di Kel. Tahunan Kec. Umbulharjo- Kampung Wisata Prenggan di Kel. Prenggan Kec. Kota Gede- Kampung Wisata Tamansari di Kel. Patehan Kec. Kraton- Kampung Wisata Sosromenduran di Kel. Sosromenduran Kec. Gedongtengen- Kampung Wisata Rejowinangun di Kel. Rejowinangun Kec. Kotagede- Kampung Wisata "SekarNiti" Gedongkiwo di Kel. Gedongkiwo Kec. Mantrijeron- Kampung Wisata Gunung Ketur di Kel. Gunung Ketur Kec. Mergangsan- Kampung Wisata Dewobronto di Kel. Brontokusuman Kec. Mergangsan- Kampung Wisata Warungboto di Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo- Kampung Wisata Kauman di Kel. Ngupasan Kec. Gondomanan
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- Kampung Wisata Sayidan di Kel. Prawirodirjan Kec. Gondomanan- Kampung Wisata Becak Maju di Kel. Kricak Kec. Tegalrejo- Kampung Wisata KetandanPengelolaan KawasanMalioboro Dibuat semakin menarik tanpa melupakan ciri khas Kota Yogyakarta untukmenghilangkan kebosanan pengunjung/wisatawan.ProgramPeningkatanKualitas AtraksiPariwisata danEkonomi Kreatif
Pembinaan danPengembangan EkonomiKreatif Bimbingan teknis di bidang pengembangan produk wisata, usaha pariwisata,pemberdayaan masyarakat, dan standarisasi ekonomi kreatif sesuai dengan aturanyang berlaku.Penyelenggaraan AtraksiPariwisata Untuk menarik pengunjung dalam  hal ini masyarakat lokal dan wisatawan.
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4.5.4. Pembiayaan PembangunanSumber-sumber pembiayaan terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah(PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil BUMD, (2) Dana Perimbangan,(3) Pinjaman Daerah dan (4) Penerimaan lain-lain yang sah. Daerah harus memilikikemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola danmenggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.Ketergantungan kepada bantuan Pusat masih sangat kuat, harus diupayakanseminimal mungkin. Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan.Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek-subyekpendapatan daerah, antara lain dilakukan dengan cara: memperluas basispenerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan,meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, danmeningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih terarah. Salahsatu pilar utama dalam melaksanakan pembangunan daerah adalah meningkatkankemampuan keuangan daerah.Pembiayaan non APBD dengan melibatkan CSR adalah salah satu carapembiayaan yang selalu dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahunke tahun. Tabel berikut akan menjabarkan pembiayaan pembangunan yang telahdilakukan oleh Kota Yogyakarta pada tahun 2017 dengan pembiayaan non APBD:
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I. Sektor Sosial Ekonomi

No Nama Kelompok Rencana Anggaran Dana Swadaya

CSR BPD 2017

Rencana Anggaran
dalam Pengajuan

Dana CSR
Pelatihan yang diinginkan

1. Kelompok Rintisan Usaha Rajut SejahteraKelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman Rp 15.560.000 ,- Rp 560.000 ,- Rp 15.000.000 ,- a. Pelatihan membuat tas sampaifinishingb. Pelatihan finishing.2. Kelompok Sekar Kinasih Jumputan,Patangpuluhan Rp 11.885.000 ,- Rp 0 ,- Rp 11.885.000 ,- Pelatihan batik cap kombinasijumputan dengan pewarnaan alami.
3. Kelompok Truntum Batik Craft, Mantrijeron Rp 13.680.750 ,- Rp 0 ,- Rp 13.680.750 ,- a. Membuat pecib. Membuat seni aplikasic. Membuat sprey dan sarung bantalbatik.4. Kelompok Batik Tulis, Rejowinangun Rp 14.960.000 ,- Rp 0 ,- Rp 14.960.000 ,- a. Pembuatan batik tulisb. Pembuatan batik capc. Pembuatan batik untuk busana(Penghilangan lilin/lorod dilakukanoleh panitia).5. Kelompok Jamu Mugi Waras, Kricak Rp 10.000.000 ,- Rp 0 ,- Rp 10.000.000 ,- a. Pelatihan untuk pembuatan jamudengan kemasan kapsulb. Pelatihan untuk mendapatkan ijinusaha dan ijin produksi (IRT).
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6. Kelompok disabilitas KUBE Mata Hati Rp 14.945.000 ,- Rp 0 ,- Rp 14.945.000 ,- Pelatihan peningkatan ketrampilanPijat Penyembuhan bagi KUBEpenyandang disabilitas Netra.
7. Kelompok disabilitas KUBE Rakhmat Abadi Rp 14.873.200 ,- Rp 0 ,- Rp 14.873.200 ,- Pelatihan Ketrampilan PembuatanKue Kering8. Kelompok P2WKSS “Aneka Kue Kering”,Brontokusuman Rp 10.960.000 ,- Rp 640.000 ,-
9. Paguyuban Batik Purwo Taruntum, Purwokinanti Rp 10.343.000 ,- Rp 338.000 ,-

10. Kelompok UP2K Jumput Shibori Noto Karyo,Notoprajan Rp 10.000.000 ,- Rp 325.000 ,-
11. Kelompok Mrican Kuliner, Giwangan Rp 12.137.000 ,- Rp 2.127.000 ,-
12. Kelompok Mrican Love Bird, Giwangan Rp 10.857.000 ,- Rp 857.000 ,-

Total Sektor Sosial Ekonomi Rp 95.343.950 ,-
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II. Sektor Pendidikan (Sekolah Ramah Anak)

No Nama
Rencana Anggaran

CSR BPD 2017 Uraian1. SD Jetisharjo Rp. 15.000.000,- SD Jetisharjo menuju Sekolah Ramah Anak.Menurut Perwal no. 40 Tahun 2016, Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadarberupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencanadan bertanggungjawab. Prinsip Sekolah Ramah Anak : tanpa kekerasan; non diskriminasi;kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program,dan kegiatan; penghargaan terhadap pendapat anak; partisipatif; akuntabilitas; transparansi; danpembudayaan.
RENCANA KEGIATAN yang akan dilaksanakan:1. Program Penguatan Pendidik dan Tenaga KependidikanKegiatan berupa Pelatihan, Workshop & Outbond, dengan materi : Konvensi Hak Anak dan HakAnak, Undang-Undang Perlindungan Anak, TeknikMengajar Menyenangkan / PAIKEM(Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan), Kekerasan dan PerlindunganDiri2. Program Penguatan Orang tuaKegiatan berupa sosialisasi, pelatihan/workshop dengan materi : Konvensi Hak Anak dan HakAnak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Pola Asuh Efektif dan Positif, Komunikasi yang Efektif3. Pelatihan SRA bagi siswa.Kegiatan :- Pelatihan SRA bagi siswa Kelas I s.d. VI secara bertahap. Tahap I : Kelas I - III & Tahap II : Kelas IV -VI.- Pembuatan buku DReAM (Daftar Rencana Anak Mandiri).Berisi rancangan dan usulan tentang kelas idaman anak, kegiatan sekolah yang diinginkan anak,tentang keluarga yang diidamkan anak,sesuai keinginan, minat, ataupun hobinya- Pohon harapan.Anak dapat menuliskan cita-citanya di kertas hias danmenggantungkannya di Pohon Harapan.4. Penyediaan Fasilitas Sekolah Ramah AnakSaat luang seperti menunggu bel apel pagi, waktu istirahat, dan saat menunggu dijemput orang tuasetelah selesai pembelajaran, anak dapat bermain dengan fasilitas bermain yang aman yang
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disiapkan oleh sekolah, diantaranya : catur, dakon, bekel,  sundamanda/ingklik, buku pustakahiburan.
Total Sektor Pendidikan Rp. 15.000.000,-

III. Sektor Kesehatan

No Nama
Rencana Anggaran

CSR BPD 2017 Uraian

A Posyandu (Posyandu
Ramah Anak)

Posyandu memiliki inovasi yang dapat membuat anak dan orang tua tertarik untuk mengikutiPosyandu.Posyandu dapat berperan dalam mengedukasi orang tua dan anak untuk menyiapkan anak masadepan. membuat anak dan orang tua tertarik untuk mengikuti Posyandu.1. Pare Ayam 4,Tegalpanggung Rp. 10.000.000,- Rencana Kegiatan :a. Sosialisasi SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang)b. Pelatihan membuat menu bergizi lengkap dan seimbangc. Sosialisasi Pola Asuh Anakd. Sosialisasi Kespro (Kesehatan Reproduksi) untuk Ibu Balita dan Catin (Calon Pengantin)e. FGD (Focus Group Discussion) menjadi orang tua hebatf. Sosialisasi penyakit tidak menular & kejiwaang. Pengadaan berbagai alat seperti : dudukan & tiang timbangan, alat ukur panjang badan daristainless, APE (Alat Permainan Edukatif) Indoor, dan ayunan mobil kayu.2. Dadap Lila 15,Prawirodirjan Rp. 10.000.000,- Rencana Kegiatan :a. Pelatihan mengolah menu sehat bagi ibu-ibu kelompok Dasa Wismab. Pembelajaran luar kelas tentang permainan tempo doeloe, misal : bekel, sundamanda, gobagsodor, lompat talic. Pelatihan administrasi untuk kader barud. Pembuatan taman bacaan/perpustakaan bagi anak-anake. Pengadaan berbagai alat seperti : tiang timbangan, APE (Alat Permainan Edukatif) untuk anak.
B Puskesmas (Puskesmas

Ramah Anak)
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1 Puskesmas Kotagede II Rp. 15.000.000,- Mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobatataupun anak sehat yang sedang berkunjung ke Puskesmas.
RENCANA : melengkapi playground/fasilitas penunjang anak di Poli Anak dan Tempat Bermain.

Total Sektor Kesehatan Rp. 35.000.000,-

IV. Sektor Fisik

No Nama Rencana Anggaran Dana Swadaya

CSR BPD 2017

Rencana Anggaran
dalam Pengajuan

Dana CSR

Uraian

1
-

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni terdiridari 10 unit rumah denganketentuan unit rumah belumpernah mendapat intervensi danstatus tanah adalah hak miliksendiri.Lokasi RTLH berada di 5kelurahan, yaitu :a. 2 unit di KecamatanMantrijeron, KelurahanMantrijeronb. 2 unit di KecamatanUmbulharjo, KelurahanWarungbotoc. 2 unit di KecamatanUmbulharjo, Kelurahan Muja

10 unit RTLH x Rp 15.000.000,-= Rp 150.000.000,-
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Mujud. 2 unit di KecamatanDanurejan, KelurahanSuryatmajane. 2 unit di KecamatanDanurejan, KelurahanBausasranRencana Anggaran berupabahan material dan upah tenagakerja, serta mengoptimalkanswadaya masyarakat sekitarmelalui Gerakan Segoro Amarto.a. Kelurahan Mantrijerona.n Yubiyanto Rp. 17.600.000,- Rp. 2.600.000,- Rp. 15.000.000,- Yang dikerjakan :- Perbaikan rangka atap- Atap- Peninggian atapb. Kelurahan Mantrijerona.n Darmo Sumarto Rp. 17.500.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 15.000.000,- Yang dikerjakan :- Perbaikan rangka atap- Atap- Terasc. Kelurahan Warungbotoa.n Siti Romzanah Rp. 21.777.000,- Rp. 6.777.000,- Rp. 15.000.000,- Yang dikerjakan :- Pengerjaan atap- Pengerjaan plafond. Kelurahan Warungbotoa.n. Abadi Rp. 18.370.000,- Rp. 3.370.000,- Rp. 15.000.000,- Yang dikerjakan :- Pengerjaan lantai- Pengerjaan atap- Pengerjaan ventilasi dan pintue. Kelurahan Muja Mujua.n Pujo Yuwono Rp. 19.410.000,- Rp. 4.410.000,- Rp. 15.000.000,- Yang dikerjakan :- Pembongkaran atap total- Mengganti usuk bambu denganusuk glugu- Mengganti reng bambu dengan
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reng kayu- Meninggikan pasangan bataruang samping setinggi 3,00 m- Mengganti bentuk atap ruangsamping dari panggang pe kepelana seng diganti genting(dengan catatan bila tidak adapenggantian blandar)f. Kelurahan Muja Mujua.n Dwiyanti Rp. 19.260.000,- Rp. 4.260.000 ,- Rp. 15.000.000,- - Pembongkaran atap total- Merubah bentuk atap (ceregancet) menjadi gedang selirang- Mengganti usuk bambu denganglugu/kayu- Mengganti reng bambu denganreng kayu- Memasang keramik kamarmandi/wc- Mengefektifkan ruang yang adasecara optimal.g. Kelurahan Suryatmajana.n Wagimin HarjoUtomo Rp. 19.453.000,- Rp. 4.453.000,- Rp. 15.000.000,-
h. Kelurahan Suryatmajana.n Suparno Rp. 19.500.000,- Rp. 4.500.000,- Rp. 15.000.000,-i. Kelurahan Bausasrana.n Asih Darmopawiro Rp. 19.692.000,- Rp. 4.692.000,- Rp. 15.000.000,- Yang dikerjakan :- Kolom dan plat kaki- Ring back- Pasangan batu bata (gunung-gunung)- Talang kanan kiri- Perbaikan atapj. Kelurahan Bausasrana.n Fitra Basriansyah Rp. 22.450.000,- Rp. 7.450.000,- Rp. 15.000.000,- Yang dikerjakan :
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- Atap
- 5 Unit RTLH x Rp. 15.000.000,- = Rp.75.000.000,-a. Kelurahan Prawirodirjan a.n Purwadi Rp. 18.910.000,- Rp. 3.910.000,-b. Kelurahan Purwokinanti a.n Sugiyarto Rp. 17.480.026,- Rp. 2.480.000,-c. Kelurahan Purwokinanti a.n Ny. Boniyem Rp. 17.100.248,- Rp. 2.100.000,-

Total Sektor Fisik Rp. 150.000.000,-
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4.6. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota YogyakartaDalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogyakarta yang telahdisampaikan. Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta sebagai berikut:
Tabel 4.6

Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta

No Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Kota Yogyakarta Tahun 2018

Lokasi OPD
Yang Terdapat di Rancangan Renja Belum Terdapat di Rancangan Renja

Rencana Tindak Lanjut
Tahun 2018 Anggaran (Rp) Keterangan Kebutuhan

Anggaran (Rp) Keterangan

KOMISI A1 Pengadaan Ruang Terbuka Hijau untuk setiapKelurahan DLH Penyempurnaan RTHPtersebar se-Kota Yk danpenyempurnaan RTHPGadjah Wong di Kel.Pandeyan, Umbulharjo
439.500.000 PemeliharaanRTH di DLH yangrusak berat,sedangkanpemeliharanringan diKec/LPMK

621.000.000 Digunakan untukjasa konsultanidentifikasi RTHP,DED pembuatanRTHP (4 lokasi) danpembangunanRTHP 2 lokasi: Kel.Pringgokusumandan Kel.Brontokusuman.DinasPertanahan danTata Ruang Pengadaan tanah untukRTH di Kel. Muja Muju 1.600.000.000 Sampai denganTahun 2016 sudahterdapat RTH di33 Kelurahan (41lokasi)
- -

2 Transparansi mengenai program-program yangtelah dilaksanakan dan belum terlaksana olehPemerintah Bappeda Telah disusun dokumenInformasi pembangunandi wilayah 200.000.000 Informasipembangunan diwilayah di OPDtingkat Kota YK
- -



Rencana Kerja Pemerintah Daerah |IV - 55

No Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Kota Yogyakarta Tahun 2018

Lokasi OPD
Yang Terdapat di Rancangan Renja Belum Terdapat di Rancangan Renja

Rencana Tindak Lanjut
Tahun 2018 Anggaran (Rp) Keterangan Kebutuhan

Anggaran (Rp) Keterangandisusun olehBappeda,sedangkan yangdilakukan olehKecamatandisusun olehKecamatan dansudah didistribusikan diKecamatan.KecamatanWirobrajan - - - 2.122.500 akan dimasukkanrenja 2018PenyusunanInformasi Program& KegiatanKecamatanGondomanan Telah disusun dokumenInformasi Pembangunandi wilayah. Penyusunanbuletin, sosialisasiPerundang-undangan
20.470.000 Buku InformasiPembangunan diwilayah disusunoleh kecamatankemudiandidistribusikan kewilayah melaluiketua RW.Dilaksanakan 2 xdalam setahunMurni danPerubahan

- -

KecamatanNgampilan Telah disusun dokumenInformasi Pembangunandi Wilayah 6.050.000 Informasipembangunan diwilayah di OPDtingkat Kota Yk
- -



Rencana Kerja Pemerintah Daerah |IV - 56

No Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Kota Yogyakarta Tahun 2018

Lokasi OPD
Yang Terdapat di Rancangan Renja Belum Terdapat di Rancangan Renja

Rencana Tindak Lanjut
Tahun 2018 Anggaran (Rp) Keterangan Kebutuhan

Anggaran (Rp) Keterangandisusun olehBappeda,sedangkan yangdilakukan olehKecamatandisusun olehKecamatan dansudahdidistribusikan diKecamatan dankelurahan3 Kemudahan dalam pengurusan akta kelahiran,akta kematian, serta dokumen kependudukanlainnya Disdukcapil telah diakomodir dalamRenja 2018 dalamProgram PelayananPencatatan Sipil
625.256.910 Pelayanan jemputbola, layanansecara online ,adanya kerjasamadengan RS,  danpelayanan MobilKeliling.

- Pelaksanaanpelayanan mobilkeliling  untukpelayananpencatatanperistiwa pentingdalam renja 2019,yaitu pelayananpenerbitan kutipanakta kelahiran dankematian.4 Usulan sosialisasi jemput bola pembuatan aktakelahiran ditingkatkan agar warga yangmempunyai kesibukan bekerja bisa mendapatkanpelayanan tersebut
Disdukcapil telah diakomodir dalamRenja 2018 dalamProgram PelayananPelayanan PencatatanSipil

- Pelayanan jemputbola di 45 Wilayahkelurahan. - -
5 Pemanfaatan sosial media untuk penyampaianinfo-info program Pemerintah Kota Yk Bappeda Sudah disusun JogjaSmart Info  kerjasamadengan UAD yaitu aplikasiinformasi berbasis

40.000.000 Melalui Jarlit ditahun 2017 - -
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No Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Kota Yogyakarta Tahun 2018

Lokasi OPD
Yang Terdapat di Rancangan Renja Belum Terdapat di Rancangan Renja

Rencana Tindak Lanjut
Tahun 2018 Anggaran (Rp) Keterangan Kebutuhan

Anggaran (Rp) KeteranganandroidDiskominfo Telah diakomodir diRenja 2018 -Pembentukan TimKoordinasi websitePemkot Yogyakarta
69.875.000 PemanfaaatanSosial media diDinas KomunikasiInformatika danPersandian untukpenyampaikanprogram PemkotYk sudahdilaksanakanbeberapa tahunsebelumnya,namunsebelumnya tidakada anggarankhusus untukpengelolaan MediaSocial (websitedan FB)

- -

6 Terkait banyaknya aksi vandalisme (corat-coretdan merusak fasum), terjebak narkoba, aksikekerasan seperti perkelahian dan tawuran,mohon untuk dibuatkan kegiatan-kegiatan positifsebagai sarana, minat-bakat. Dan segenappotensinya. Dalam hal ini segenap elemenpelajar,osis, kepemudaan, karang taruna harusdilibatkan

Kantor Kesbang kegiatan pencegahanpenyalahgunaan NAPZAdan penanganangangguan keamanan danketertiban di wilayah
1.094.601.164 Terkendalinyagangguankeamanan danketentramanketertiban wilayahkota Yk

- -

Dinsos Telah diakomodir dalamRenja 2018 dalamkegiatan Pemberdayaan 125.620.000 termasuk dalamprogram datainformasi dan - -
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No Telaah Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Kota Yogyakarta Tahun 2018

Lokasi OPD
Yang Terdapat di Rancangan Renja Belum Terdapat di Rancangan Renja

Rencana Tindak Lanjut
Tahun 2018 Anggaran (Rp) Keterangan Kebutuhan

Anggaran (Rp) KeteranganPotensi SumberKesejahteraan Sosial(PSKS) melalui subkegiatan Pembinaan bagiKarang Taruna danSarasehan PenanamanNilai-nilai Kepahlawanan

pemberdayaansosial

Dispora telah diakomodir
kegiatan Pembinaan
dan Pengembangan
Kepemudaan

1.849.861.455

1. Pemilihan PemudaPelopor 149.855.0002.  Jumlah peserta KemahBakti PemudaNusantara 77.290.000
3.  Frekuensi PemudaJogja mencari bakat 118.210.0004.  Frekuensi GebyarSumpah Pemuda 93.892.0005. Laporan seleksi,pendidikan,pelaksanaan danpembinaan Paskibraka

859.492.500
6. Frekuensi sosialisasipembentukan karakterPemuda Anti NAPZA 101.574.500 - - -
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7. PembinaanKepemudaan 449.547.455 - 566.122.659 Belum masuk Renja2018Satpol PP Tidak di akomodir - - - -Dindik Jembatan Persahabatan,Operasi Pelajar, OSN,O2SN, FLSN 128.210.000,210.885.000,165.593.000 - - -
7 Penguatan kelembagaan Pemuda melalui KarangTaruna Dinsos Yelah diakomodir dalamRenja 2018 dalamkegiatan PemberdayaanPotensi SumberKesejahteraan Sosial(PSKS) melalui subkegiatan Pembinaan bagiKarang Trauna

116.485.000 Termasuk dalamprogram informasidanpemberdayaansosial
- -

Dispora Diakomodir kegiatan
Pembinaan
kelembagaan
Kepemudaan

213.009.500

1. Pemuda Cinta DamaiLintas Agama 17.763.300a.  pertemuan bulananantar OKP 0 - - Jadi satu dengankegiatan lain2. Seminar ProgramPemerintah 17.713.000a. Kerjasama OrganisasiKepemudaan 0 - - Jadi satu dengankegiatan laina. Pemilihan AnjunganDaerah AsramaMahasiswa SabangMerauke
0 - - Jadi satu dengankegiatan lain

3. Diskusi kelembagaanantar OKP 17.393.300 - - -4. Fasilitasi kelembagaanOKP 17.393.000 - - -
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5. Pelatihan manajemenbagi PengurusOrganisasiKepemudaan
13.133.300 - - -

6. Pendataan potensikepemudaan 129.613.000 - - -8 Pertemuan rutin silaturahmi kepada RT/RWbentuk sosialisasi kebijakan-kebijakan ataupuninformasi-informasi dari pusat yang berkaitandengan kepentingan masyarakat
KecamatanWirobrajan telah terakomodirdidalam renja 2018 19.531.000 PenyuluhanKapasitasKelembagaan RTdan RWKec.Wirobrajan

- -
KecamatanGondomanan telah terakomodirdidalam renja 2018-Pemilihan RT/RW/LPMK-Sarasehan Kelembagaan

164.173.000 terbentuknyakepengurusankelembagaan RTdan RW ,pendampingankeagamaan,pemanfaatan hasil rakordalampengambilankebijakanpenyelenggaraanpemerintahan

- -

KecamatanNgampilan telah terakomodirdidalam renja 2018 untukkegiatan PemilihanPengurus RT/RW , RapatTokoh Masyarakat, RakorPemerintahan danTrantib

152.707.000 termanfaatkannyahasilkepengurusankelembagaan RTdan RW ,pendampingankeagamaan,pemanfaatan hasil rakordalampengambilankebijakanpenyelenggaraanpemerintahan

- -
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Bag. TAPEMKesra9 Sosialisasi ataupun penyuluhan-penyuluhan untukmenambah wawasan-wawasan atas kejadianterkini misalnya, mengenai terorisme danbagaimana solusi pencegahannya.
Dinsos Telah diakomodir dalamkegiatan PemberdayaanPotensi SumberKesejahteraan Sosial(PSKS) melalui subkegiatan Sosialisasi dansinkronisasi kegiatanbidang sosial

6.490.000 termasuk dalamprogram datainformasi danpemberdayaansosial
- -

Kantor Kesbang Frekuensi Sosialisasi cintatanah air dan wawasankebangsaan bagi pelajardan masyarakat sebanyak10 kali
1.094.601.164 - - -

KecamatanWirobrajan 7.432.000 Sosialisasi sadarbela negara,sosialisasikerukunan umatberagama
- -

KecamatanGondomanan Sarasehan antar umatberagama 5.420.000 Terciptanyakerukunan antarumat beragamayang harmonis
- -

10 Tindakan tegas terhadap keberadaan toko jejaringyang tidak berizin dan merugikan para pengusahakecil Dinzin, dinaskoperasi danUKMSatpol PP Telah diakomodir dalamrancangan Renja 2018pada Kegiatan OperasiKetertiban Umum danPenegakan PeraturanDaerah secara Yustisi,khususnya pada keluarankegiatan operasipenindakan hukum

5.295.996.416 Jumlah anggaranmerupakananggaran totalkegiatan padaProgramPenegakanPeraturanPerundang-undangan yang

- -
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terpadu dan operasipenegakan perda secarayustisi digunakan dalamrangkapenyelesaianpelanggaranKetertiban,Ketenteraman danKeindahan (K3)Kota Yogyakartamelalui operasipenegakan perdasecara yustisimaupun nonyustisi11 Keluhan mengenai banyaknya pembangunan hoteldan toko jejaring di kota Jogja, mohon adanyapenertiban mengenai ijin dan penutupan hotelbagi hotel-hotel yang belum mengantongi ijin
Satpol PP Telah diakomodir dalamrancangan Renja 2018pada Kegiatan OperasiKetertiban Umum danPenegakan PeraturanDaerah secara Yustisi,khususnya pada keluarankegiatan operasipenindakan hukumterpadu dan operasipenegakan perda secarayustisi

5.295.996.416 Jumlah anggaranmerupakananggaran totalkegiatan padaProgramPenegakanPeraturanPerundang-undangan yangdigunakan dalamrangkapenyelesaianpelanggaranKetertiban,Ketenteraman danKeindahan (K3)Kota Yogyakartamelalui operasipenegakan perdasecara yustisimaupun nonyustisi

- -
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Dinzin12 Penertiban bagi PKL yang mengganggu ruas jalan Satpol PP Telah diakomodir dalamrancangan Renja 2018pada Kegiatan OperasiKetertiban Umum danPenegakan PeraturanDaerah secara Yustisi,khususnya pada keluarankegiatan operasipenindakan hukumterpadu dan operasipenegakan perda secarayustisi

5.295.996.416 Jumlah anggaranmerupakananggaran totalkegiatan padaProgramPenegakanPeraturanPerundang-undangan yangdigunakan dalamrangkapenyelesaianpelanggaranKetertiban,Ketenteraman danKeindahan (K3)Kota Yogyakartamelalui operasipenegakan perdasecara yustisimaupun nonyustisi

- -

KecamatanWirobrajan - 3.960.000 Rapat OptimalisasiKetertiban PKL - -KecamatanGondomanan operasi ketertiban 61.020.000 - - -13 Pembuatan Brojong Kali Winongo Kec.Mantrijeron Dinas PUPKP Tidak diakomodir - - - -14 Pembuatan MCK RT 82 RW 18Mantrijeron Dinas PUPKP belum ada di rancanganrenja PUPKP - - 70.000.000 akan dimasukan kedalam Renja 201815 Renovasi MCK RW 08 Kel.Prawirodirjan KecamatanGondomanan sudah masuk dalam renja2018 5.000.000 Tersedianya MCKyang bersih dansehat - -
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16 Pembuatan kantor RW 18 RW 18 Dukuh Dinas PUPKP - - - 35.000.000 Penyusunan DEDcatatan Tanah harusmilik pemerintahkota Yogyakarta17 Penggantian konblok Gg. Harjoseno,RW 06,KumendamanMantrijeron
Dinas PUPKP - - KewenanganKecamatan - -

Gg. Harjoseno,RW 06,KumendamanMantrijeron
KecamatanMantrijeron diusulkan ke Dinas PUESDM Prov. DIY.Keterangan lokasi padaHasil Musrenbang: RW 07/ RT 23,24 (GgHardjoseno & Gg BadruKohiman)

101.750.000 - - -

18 Pembuatan/perbaikan plafon RW 06 RW 06KumendanMantrijeron Dinas PUPKP - - - - desentralisasipemeliharaan19 Perbaikan rumah korban kebakaran, SlametWahyudi RT 53 RW 14Suryodiningratan Dinas PUPKPdan DinasKebakaran - - - - -
20 Pembuatan Balai RW RW 01, 03,Bintaran,Mergangsan Dinas PUPKP tidak diakomodir - - - -
21 Pembuatan SAH RT 08,Bintaran,Mergangsan Dinas PUPKP tidak diakomodir - - - -
22 Penerangan RT 08, 09, 10,Bintaran,Mergangsan Dinas PUPKP,Kecamatan akan dimasukkan dalamusulan 2018 - - - -
23 Pengaspalan Jl. Nogosari RW02, Kadipaten,Kraton Dinas PUPKP akan dimasukkan dalamusulan 2018 - - - -
24 Pengaspalan Jl. Ngasem-Magangan,Kraton Dinas PUPKP akan dimasukkan dalamusulan 2018 - - - -
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25 Perbaikan kantor RW RW 06Kadipaten,Kraton Kecamatan
26 Rehab Gedung LPMK KelurahanNgupasan KecamatanGondomanan telah terakomodirdidalam renja 2018telah terakomodirdidalam renja 2018

40.000.000 TerpeliharanyaFasum - -27 Permohonan Konblokisasi dan perbaikan konblokrusak RT 3 RW 1Ngupasan 15.000.000 - -RT 6 RW 2Ngupasan 4.500.000 - -RW 7Ngupasan 45.000.000 RTHP, pagar,konblokRT 40 RW 12Prawirodirjan 10.000.000 TerpeliharanyaFasumRT 36 RW 11Prawirdirjan 15.000.000Pendopo RW06 Prenggan KecamatanKotagede pemeliharaan fasilitasumum tersebar di wilayah 1 kecamatan pada Tahun 2016sudah dilakukanmelalui TMMDRT 26 ke timur(RT 26 RW 6Prenggan) pemeliharaan jalantersebar di wilayah akan dilaksanakanpada Tahun 2019RT 29 RW 6Prenggan KecamatanKotagede Sudah masuk diusulanMusrenbangTahun 2018 danmasuk ke stimulanLPMKRT 30 belakangbalai RW 6Prenggan KecamatanKotagede pemeliharaan jalantersebar di wilayah 18.000.000 Masuk di UsulanRenja Tahun 2018 - -
Jl. Tahunan RT8 Tahunan KecamatanUmbulharjo untuk jl tahunan RT 8belum terdapat dalamrancangan renja 2018 116.875.000 pemasanganpaving blok GgDerkuku Rt 12RW03, blok Rt23,Rt 44, RT 20, Gang

- Karena bukanmerupakantermasuk dalamskala prioritas yangakan dilaksanakan
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kunthi RT 20 pada tahunanggaran 2018Kompleksdalem gedeNgdiwinatan Kecamatan
Perbatasanwilayah RW 13dan RW 09jalanmemanjangnke utarakurang lebih150 meter

Kecamatan

RW 04 wilayahRT 18KelurahanBumijo Kec.Jetis dibelakangmesjid kuranglebih 70 meter

Kecamatan untuk RT 18 tidak adadalam renja 2018 - RT 08 RW 13 dan16 - RW 04 wilayah RT13-16sedang kan untukbelakang masjid al-Mansyurin berada diperbatasan RW 13dan RW 04 (RT16)utuk jalan dari utaramasjid sudah adaperbaikan pavingtahun 2016 melaluianggaran SKPDsedangkan untukselanjutnyamerupakan jalan corbeton kondisimemang kurangbagus dan tidakdiusulkan dalammusrenbang.sedangkan untukmasjid al-iman
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berada di RT 18 RW05 untuk jalan disebelah barat masjidsudah bagussedangkan untukjalan sebelah timurmasjid kepemilikanpersil.28 Mohon pembuatan fasum bekas SD impresKadipaten Kulon wilayah RW 05 KelurahanKadipaten dikarenakan gedung rusak dan sangatmembahayakan keselamatan
Bekas SDImpresKadipatenKulon diwilayah RW 05Kelurahan

Dinas PUPKP - - - - Penghapusan asetuntuk disampaikanke BPKAD,mengubah fungsikekancingantanahnya diDispertaru baru bisadi buat DED29 Mohon perbaikan pintu gardu Pojok BetengLor demikeamananwilayah diLingkunganNjeron BetengRW 05KelurahanKadipaten

Dinas PUPKP tidak diakomodir - - - -

30 Perbaikan pos ronda Wilayah RT 07keparakanRW 01Ngupasan KecamatanGondomanan terakomodir dalam renja2018
10.000.000

TerpeliharanyaFasum
- -

RW 17Prawirodirjan 8.000.000 - -
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KOMISI B1 Dana hibah untuk koperasi yang sudah berbadanhukum Dinas Koperasidan UKM
2 Fasilitas UMKM untuk pameran baik dalamYogyakarta maupun luar Yogyakarta Dinas Koperasidan UKM
3 Dana hibah untuk koperasi yang sudah berbadanhukum Dinas Koperasidan UKM4 Pemanfaatan lahan kosong untuk pertanianperkotaan Dinas pertaniandan pangan Sudah dilakukan olehkelompok tani dandianggarkan padakegiatan pembinaan danbudidaya usaha pertanian5 Usulan pembuatan perda yang mengatur tentangpramuwisata untuk meningkatkan kualitaspariwisata di Yogyakarta DinasPariwisata6 Pengembangan potensi kesenian lokal kota Jogjauntuk meningkatkan jumlah wisatawan yangdatang ke Yogyakarta Dinaskebudayaan Pengembangan potensikesenian lokal telahterakomodir dengansasaran kegiatan pada 18rintisan desa/kelurahanbudaya dan terintegrasidalam tiga program,program Pelestarian danPengembangan seniTradisi, ProgramPelestarian danPengembangan Sejarahdan Bahas serta ProgramPelestarian warisan dan

188.100.500 KelurahanKotabaru, Semaki,Baciro,Tegalpanggung,Bausasran,Prawirodirjan,Keparakan,Warungboto,Purbayan,Prenggan,Pandeyan,Gedongkiwo,Wirobrajan,Ngampilan,

396.000.000 untuk mendukungpencapaian sasarankota urusankebudayaan, denganmenambah tenagateknis pendampingseni budaya di 18kelurahan rintisanbudaya
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nilai budaya Pringgokusuman,Cokrodiningratan,Purwokinanthidan KelurahanGunungketur7 Kurangnya transportasi penunjang pariwisata danperlu penambahan armada lagi Dishub Untuk penambahanarmada belum adadalam rancanganRenja Dinhub
Diampu denganDanais oleh DishubPropinsi, angkutanpariwisata "Si Tole"yang sudah adasebanyak 5 armada,tahun 2016 gagallelang, untuk tahun2017 direncanakantambahan sebanyak10 unit . DishubPropinsi sudahmenjalin kerjasamadengan KoperasiFKAU dan hal inisudah persetujuanGubernur. Apabiladilaksanakan olehDishub Kota untukproses hibahmengalami kesulitankarena syarat-syarathibah mengalamikesulitan untukdipenuhi dishubkota.Untuk angkutanpenunjang pariwisatasudah diakomodir diRenja 2018 pada KegiatanPenyelenggaraan

30.440.000 DenganOptimalisasiKendaraan TidakBermotor sebagaiAngkutan
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Angkutan PenunjangPariwisata, dengankegiatanpemberianReflektor KTB,TNKTB, SIOKTB,Identitaspengemudi KTPdan PembinaanKetertiban KTB8 Pelatihan kewirausahaan Dinas Perindag kegiatan pembinaanekonomi sosial danbudaya kelurahannotoprajan,terselenggaranyapelatihan kewirausahaan
81.549.000 kel. Notoprajan,kec. Tegalrejo, kec.Pakualaman 81.549.000 PelatihanKewirausahaanterdapat di kegiatanPembinaan SaranaProduksi,ProgramPembinaanPerindustrian,sudahmasuk pada RenjaTA 2018KecamatanKotagede - 22.950.000 terdapat diKegiatanKecamatanKotagede Tahun2017

- -
Dinas koperasidan UKM9 Pembentukan fasilitas dan kampung wisata DinasPariwisata

KOMISI C1 Pembuatan dan Perbaikan SAH di beberapa lokasi Perbaikantutup SAH diRW 8 Baciro Dinas PUPKP akan diakomodir diperubahan tahun2018PembuatanSAH ukuran Dinas PUPKP akan diakomodir ditahun 2019
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60cm x 100cmdan plat betonsepanjang 20 mdi Gg Mawar VRW 12 BaciroPelumpuranSAH sepanjang200 m danperbaikantutup SAH diGg. Mawar RW12 Baciro

Dinas PUPKP - - - - akan dilaksanakanswakelola SAHtahun 2019
MemperbanyakSPAH di RW 12Jogoyudan Dinas PUPKP - - - - SPAH merupakankewenangan DLHPembangunanSAH di RT 13RW 4 Baciro Dinas PUPKP - - - - Sudah dikerjakan ditahun 2016Rehab SAH RT37 RW 11Ngupasan KecamatanGondomanan 7.500.000 sudahterakomodirdalam renja 2018 - -
Rehab SAH RT38 RW 11Ngupasan KecamatanGondomanan 7.500.000 sudahterakomodirdalam renja 2019 - -
Rehab danPelumpuranSAH RT 17 RW6Prawirodirjan

KecamatanGondomanan 10.000.000 sudahterakomodirdalam renja 2020 - -
Rehab danPelumpuranSAH RT 28,29RW 10Prawirodirjan

- 4.000.000 sudahterakomodirdalam renja 2021 - -
Rehab danPelumpuran - 5.000.000 sudahterakomodir - -
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SAH RT 49,53RW 15Prawirodrjan dalam renja 2022
Rehab danPelumpuranSAH RT 61 RW18Prawirodrjan

- 5.000.000 sudahterakomodirdalam renja 2023 - -
Rehab danPelumpuranSAH RT46,47,48 RW14Prawirodrjan

- 26.000.000 sudahterakomodirdalam renja 2024 - -

RW 8KelurahanNgampilan Dinas PUPKP
Jalan GotongRoyongKarangwaruRW 3

Dinas PUPKP
SAH di penggalJalan Jembeganatau sisi baratwilayah RW 11

Dinas PUPKP
2 Pelumpuran dan Normalisasi SAH, Saluran Irigasi Pengerukansalurah airhujan (SAH) diwilayah RW 6Prenggan

Dinas PUPKP dilaksanakan denganswakelola - - - -
SaluranpembuanganAir hujan(SAH) di JalanMondorakanPrenggan

Dinas PUPKP - - - - Kewenangan DIY
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sepanjang 400meter
Irigasi selokandi wilayah RW12 KelurahanRejowinangun

Dinas PUPKP - - - - Kewenangan DIY
Daerah PakelMulyo ,samping RS.Bhakti Ibu

Dinas PUPKP dilaksanakan denganswakelola - - - -

Revitalisasisaluran irigasidi belakangsoto Sholeh RW6 Tegalrejo
Dinas PUPKP - - - - KewenanganSDA Propinsi

Perbaikan SAHdari RW 04sampeai RW 06dantersambungsampai ke jalanWiratama,Tegalrejo

Dinas PUPKP akan dilaksanakan ditahun 2018 - - - -

PengerukanSAH RT 6 RW 2Ngupasan KecamatanGondomanan terakomodir dalam renja2018 5.000.000 - - -

3 Perbaikan SAL di beberapa lokasi Penyambungansaluran rumahtangga ke SALdi wilayah RW06 Tegalrejo
Dinas PUPKP - 120.000.000 - - -

Wilayah RT 56dan RW 14 Kel.Panembahan , Dinas PUPKP - 90.000.000 - - -
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Kraton4 Perbaikan di beberapa ruas jalan yang rusak Samping MallMalioborosampai jalanMataram
Dinas PUPKP - - - - perlu survey danperencanaan

Pengaspalanjalan di wilayahRT 16-17 RW 4Kalangangan ,Pandeyan
Dinas PUPKP - - - - perlu survey danperencanaan

Sisi utara JalanLempuyangan Dinas PUPKP diusulkan dipemeliharaan jalan tahun2018 - - - -
PengaspalanJalan MayjenSutoyo kuranglebih 23 meter

Dinas PUPKP - - - - Jln. Mayjen Sutoyokondisi masih baik
Pengaspalan Jl.Pojok BetengKulon keselatan (Jl.Bantul) sampaiPasty

Dinas PUPKP - - - - perlu survey danperencanaan
5 Pemasangan dan Perbaikan PJU, Pemindahan tiangPJU yang mengganggu jalan. PemasanganPJU 15 titik diGg. Sukandaradan Jl. WidayatiSutardjo RW 5Baciro

Dinas PUPKP diusulkan di tahun 2018 - - - -

70 titikdisepanjangpinggir sungaiGajahwong diSambirejo RT1, RT 2, RT 5,
Dinas PUPKP - - - - Anggaran per tahun400 titik sehinggapermohonan 70 titikbelum bisadiakomodir.
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dan RT 6 RW 1PrengganRW 7PonggalanGiwangan 80titik
Dinas PUPKP - - - - Anggaran per tahun400 titik sehinggapermohonan 70 titikbelum bisadiakomodir.Gardu PojokBeteng LorKulon diWilayah RW 05KelurahanKadipatenKulon

Dinas PUPKP dimasukan diusulantahun 2018 - - - -

KampungKalangan,Pandeyan Dinas PUPKP - - - - perlu survey lokasi
RW 14KarangwaruKIdul Dinas PUPKP dimasukan diusulantahun 2018RW 10Pringgokusuman Dinas PUPKP dimasukan diusulantahun 2018Pemasanganlampu PJUpada RT 51, 56dan 57 RW 11Ngampilan

Dinas PUPKP dimasukan diusulantahun 2018
Pemasanganlampu PJU diRT 58,59,60,61RW 12Ngampilansampai JalanKHA Dahlan

Dinas PUPKP dimasukan diusulantahun 2018
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6 Pemerataan tinggi trotoar, sehingga tidakmenyulitkan kaum difabel - Dinas PUPKP - - - - Perlu survey lokasi7 Permohonan agar tepi troroar diberi tiang/pathokuntuk lindungi pejalan kaki di se-jogja - Dinas PUPKP - - - - perlu studykelayakan8 Pembuatan jembatan penyeberangan orang diSungai Code - Dinas PUPKP - - - - perlu pembebasantanah9 Permohonan untuk renovasi balai kampung Balai RW 3Jlagran KecamatanGedongtengen belum ada di rancanganrenja 2018 - - - Sertifikat Balai RWmasih berupakekancingan dariKraton/PengagengPanitikismo,sedangkan yangdikerjakanKecamatan,sertifikat milikPEMKOTKampungBausasran KecamatanDanurejan belum ada di rancanganrenja 2018 - - - -BalaiTegalkemuning KecamatanDanurejan beluum ada dirancanganrenja 2018 - - - belum menjadiprioritas musrenbang2017 dan belumteranggarkan di OPDTahun 2018Ruangpertemuan danruang kantorRT 28 RW 8,RW 9 dan RW10
Kecamatan

10 Pembangunan dan Perbaikan Talud Sungai RT 21 dan RT22 RW 5Terban yangrawan longsor
Dinas PUPKP - - - 250.000.000 dilaksanakan tahun2019
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Winongo diwialyah RW 1Pringgokusuman danWilayah RW 1Karangrejo
Dinas PUPKP - - - 1.050.000.000 Pekerjaan bertahapmulai tahun 2019

Talud Kali Codedi wilayah RT08 sebelahselatanjembatanGondolayu
Dinas PUPKP - - - - Wewenang BBWSO

Talud Kali Codedi wilayah RT42 RW 10KelurahanGowongankarenasebagian tebinglongsorsepanujang 16meter sejaktahun 2009

Dinas PUPKP - - - - Wewenang BBWSO

Kali GajahWongkhususnya diRT 12 BintaranKidul,Mergangsan
Dinas PUPKP - - - 975.000.000 Mulai tahun 2019

RT 09 sampaiRT 12 BintaranKidul,Mergangsan
Dinas PUPKP - - - 975.000.000 Mulai tahun 2019

Kalicode RW XIJogoyudan Dinas PUPKP - - - 225.000.000 Mulai tahun 2019
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RW 11Jogoyudan RT44 KelGowongan
Dinas PUPKP - - - 975.000.000 Mulai tahun 2019

11 Perbaikan jalan aspal yang mengalami kerusakandi beberapa ruas jalan Pengaspalanulang diwilayahkampungPilahankhususnya dijalan RetnoDumilah danJalan Nyi AgengNis

Dinas PUPKP diusulkan dipemeliharaan jalan tahun2018 - - - -

Jalan disampinglapangan tenisRW 10KelurahanBausasran
Dinas PUPKP - - - - Sudah dilaksanakandi tahun 2016

Perbaikan JalankampungPaleman RW10Rejowinangun
Dinas PUPKP - - - - perlu cek lokasi

12 Pengadaan MCK di sepanjang Jalan Malioboro Dinas PUPKP - - - - KEWENANGAN DIY13 Pengadaan Water Torn dan mesin pompa airuntuk ketersediaan air bersih Dinas PUPKP - - - - Kelengkapan MCKada di Kecamatan14 Pembangunan Pos Ronda Dinas PUPKP - - - - Bukan TupoksiDPUPKP15 Perbaikan Pasar Tradisional Dinas PUPKP desentralisasipemeliharaan16 Perbaikan fisik beberapa kelurahan Dinas PUPKP Pembangunan KantorKelurahan Panembahan,Wirobrajan, Keparakan 8.000.000.000 - - -
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dan GedongkiwoPenyusunan DED KantorKelurahan Tahunan,Ngupasan, Patehan danBrontokusuman
200.000.000 - - -

17 Mohon pembangunan infrastruktur dilakukansecara merata, tidak hanya dilakukan di bagianutara Kota Yogyakakarta saja, tapi jugamemperhatikan pinggiran kota yang berada dibagian selatan
Dinas PUPKP Diselaraskan denganprogram ecodistrictuntuk pengembanganwilayah selatan

- BekerjasamadenganKementrian PU - -
18 Bantuan water drink RTH RT 15 RW05Brontokusuman Mergangsan

Dinas PUPKP - - - - Tidak ada yangmengelola danmenggunakan karenadi RTH19 Belum adanya pembuatan gapura di gang Nakula,Arjuna, dan selatan Asri Medical Center Dinas PUPKP - - - - Bukan TupoksiDPUPKPKecamatanWirobrajan - - - 48.000.000 Belum termasukdalam usulanMusrenbangKec.Wirobrajan20 Dalam mengentaskan kemiskinan perlu ditopangdengan penataan kawasan kumuh wilayah RW 08,RW 09, RW 11,RW 13 diKelurahanPandeyan
Dinas PUPKP - - Pandeyan sudahmenjadi sasaranpenataan kawasanbaik dari Satkermaupun dariEcodistrik(Rencana 2018)

- -

21 Pembangunan fasilitas (pendopo) di fasum Jl.Bakung Baciro, Gondokusuman Dinas PUPKP - - - 40.000.000 Penyusunan DEDcatatan Tanah harusmilik pemerintahkota Yogyakarta
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22 Pembangunan kantor guru SD Lempuyangan IDanurejan Dinas PUPKP - - - 35.000.000 Penyusunan DED
23 Pembuatan bronjong, batu dan anggaranpengerjaan Dinas PUPKP Tidak diakomodir - - - -
24 Pengaspalan Jalan Dinas PUPKP Tidak diakomodir - - - -
25 Penggantian alarm di Sungai Winongo karenasudah tidak berfungsi lagi BPBD Pemeliharaan EWWS 30.000.000 - - -26 Bantuan pengadaan alat penanggulangan bencana(gergaji mesin, dll) di setiap RW BPBD Pengadaan RadioKomunikasi 97.500.000 peralatan radiokomunikasi untuk15 KTB 750.000.000 Peralatan (Genset,pompa air, gergajimesin, peralatanrescue, dan motorroda 3) danPelatihan untuk 15KTB27 Rintisan Kampung Tanggap Bencana di KampungKepuh BPBD Rintisan KampungTangguh Bencana 600.000.000 15 kampung - -
28 Program Penghijauan ditingkatkan sepertipenanaman pohon - pohon di jalan tabulapot Tersebar seKotaYogyakarta DLH Penanaman pohonperindang sebanyak 500batang pohon. 385.000.000 - - -
29 Permohonan adanya aturan mengenai sampah -sampah berbahaya (sampah beracun dan bekasobat ) agar tidak bertebaran di TPS - TPS diwilayah baciro

DLH Pembinaan danpemantauan pengelolaanlimbah B3 1.147.597.000 - - -
30 Mohon bantuan modal untuk pengolahan limbahsampah agar menjadi bermanfaat DLH Belum terakomodir untukpengolahan limbahsampah - Terkait aturanhibah Bansos - -
31 Pemeliharaan dan penataan taman-taman DLH Pemeliharaan taman kota 1.577.818.000 - - -32 Usulan Program Kampung Hijau DLH Pembinaan kampungHijau dan evaluasi 1.162.801.000 - - -
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Kampung Hijau di 14kecamatan33 Usulan untuk membentuk Tim di setiap RT untukmengatasi permasalahan sampah dan mendapatpelatihan dan juga penyuluhan DLH - - - - Sebaiknya Timberada di wilayahkecamatan ataukelurahan34 Permohonan untuk dibuat aturan waktupembuangan sampah, supaya sampah tidakmenumpuk di jam-jam sibuk yang mengakibatkanbau tidak sedap dan membuat Jogja terlihat kotor
DLH Sudah dipasang papaninformasi untuk waktupembuangan sampahpada TPS atau transferdepo

- - - -
35 Mohon bimbingan dan bantuan alat teknis untukprogram bank sampah yang dikelola berbasis RW DLH Pelatihan pemanfaatansampah di 14 wilayahkecamatan 2.318.397.320 - - -
36 Bantuan tanaman buah dan sayur yang nantinyaakan dikelola warga sekitar sebagai lahan hijau Dinas Pertanian& Pangan - - - 1.162.750.000 Bantuan tanamanmelekat padakegiatan KampungAgro. Dalam tahappenyusunan RAB37 Adanya penindakan/sanksi terhadap juru parkiryang menarik tarif parkir di luar peraturan yangberlaku karena pada saat weekend atau pada saathari libur nasioanal sering terjadi lonjakan tarifparkir

DISHUB Sudah diakomodir padaKegiatan OperasionalpenyelenggaraanPerparkiran dan KegiatanOptimalisasiPenyelenggaraanPerparkiran

- - - -

- Adanya pembinaanterhadap jukir 42.075.000 - - -- Adanya penertibanparkir 45.292.500 - - -
- Adanya Pokja parkir 87.450.000 - - -- Sosialisasi terhadapjukir 59.200.000 - - -
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- Himbauan dalam bentukpapan - papan tarif parkiryang dipasang di TJU danTKP
44.000.000 - - -

38 Penertiban becak motor (bentor) yang mulaibanyak di Kota Jogja DISHUB Diakomodir padakegiatan OptimalisasiPelaksanaan Perda danPengendalian Operasionaldi Bidang Perhubungan
97.405.000 Operasi yustisiyang dilaksanakansecara  gabungansudah masuk padaKegiatanOptimalisasiPelaksanaan Perdadan PengendalianOperasional diBidangPerhubungan

- Mengingatkewenanganpenegakan hukumada di Kepolisian,maka pelaksanaankegiatan ini denganOperasi Gabungan.
39 Adanya kantong-kantong parkir tambahan di KotaYogyakarta DISHUB - - - Belum ada dalamRenja Dishub Perlu kordinasidengan instansiterkait tentangpenambahankantong-kantongparkir di wiayahKotaYogyakarta,menurutinformasi dariDishub Propinsibahwa Propinsimerencanakanpembebasan lahanuntuk menambahfasilitas / kantongparkirDishub mendoronguntuk munculnyakantong-kantongparkir milik swastadengan
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mengeluarkanproses pemberianijin pengelolaanperparkiran, yangnantinya nanti PADbukan sebagairetribusi parkirtetapi menjadi PajakParkir yang dikelolaoleh BPKAD40 Pencegahan kemacetan di beberapa ruas jalan diKota Yogyakarta DISHUB Sudah diakomodir padakegiatan Manajemen danrekayasa lalu lintas 502.260.000 Kegiatan meliputiSurveynormalisasisimpang,Manajemen danrekayasa lalulintas sertakegiatan forumkomunikasi LLAJ

- -

Sudah diakomodir padaKegiatan kajian danpengembangan lalu lintas 560.720.000 Kegiatan meliputi :kajian saranatransportasiberbasis non jalan,survey bangkitandan tarikanperjalanan dankebutuhan parkirgedung pertemuandan restoran,updating kinerjalalu lintas dankajian andalalinyang terverifikasi

- -

Diakomodir padaKegiatan OptimalisasiPelaksanaan Perda dan 58.575.000 Pengendaliankelancaran lalulintas - -
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Pengendalian Operasionaldi Bidang Perhubungan41 Adanya pembuatan zebra cross di beberapa ruasjalan yang membutuhkan DISHUB - - - - belum ada dirancangan renjaDinhub42 Penataan area parkir bis pariwisata supaya tidakmengganggu pengguna jalan lainnya DISHUB Diakomodir padakegiatan Optimalisasipenyelenggaraanperparkiran
209.600.000 DenganPemeliharaan danpenambahanSarpras TJU danTKP

- Mengoptimalkanpenggunaan TKP-TKP milikPemerintahManajemen jalur buspariwisata merupakanbagian dari KegiatanManajemen RekayasaLalu Lintas
- - - Misal pemasanganwater barrier dilokasi sekitar Jl.KSTubun untukmengatur arus lalulintas bus-buspariwisata43 Adanya antisipasi dari kemacetan menjelang liburpanjang di Yogyakarta DISHUB Ada di kegiatanManajemen dan rekayasalalu lintas 502.260.000 - - -

include pada kegiatanOptimalisasi PelaksanaanPerda dan PengendalianOperasional di BidangPerhubungan
682.472.147 - - -

- Pengaturan lalu lintassaat car free day - - - -- Pengaturan lalu lintassaat hari libur, Lebaran,natal Tahun Baru - - - -
44 Pemasangan cermin cembung di beberapa ruasjalan untuk menghindari kecelakaan DISHUB Sudah diakomodir padakegiatan Pengadaan danPemeliharaan sarana,Prasarana dan FasilitasPerhubungan

494.000.000
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Wilayah RW 14KarangwaruKidulWilayah RW 01Pingit KelurahanBumijo 6 titikWilayah RW 02Pingit KelurahanBumijo 4 titikWilayah RW 03Pingit KelurahahBumijo 2 titikWilayah RW 04Pingit KelurahanBumijo 3 titikWilayah RW 05RT 18 PingitKelurahanBumijo 3 titikWilayah RW 13Pingit KelurahanBumijo 4 titikWilayah RW 03Pingit KelurahahBumijo 2 titikWilayah RW 06Pingit KelurahanBumijo 1 titikUtara makampingit kel Bumijo1 titik5 buah spionlingkungan diwilayah RT 50RW13 Sorosutan
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karena seringterjadikecelakaan dijalan Sidat danGg. Lauhan RT50 RW 133 cermincembung untukRW 7 Kel.Purbayan diTimur PasarKota GedeJl Wora Wari, Jl.Pacar, Baciro,Gondokusuman(Cermintikungan ganda)Jl. Mayang, JlAnggrek, Baciro(Cermintikungan45 Bantuan kereta keranda untuk wilayah Dinsos - - Sudah diberikan 1setiap kelurahantahun 2016, bilaRW mengusulkanmaka diharapkanlewat anggaranLPMK. UntukTahun 2018adanya ialahbantuan santunankematian danpelayanan mobiljenazah

- -

46 Pengadaan hidran di beberapa lokasi DinKar Belanja Modal PengadaanKonstruksi Jaringan Air 195.375.000 1 lokasi 1.200.000.000 Ketersediaananggaran
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47 Pengadaan/Perluasan tanah untuk kebutuhansarana pemakaman Dinas Petarung tidak diakomodir - - - -
KOMISI D1 Masyarakat masih banyak yang kesulitan dalammemenuhi biaya pendidikan yang semakin mahal,meskipun sudah dianggarkan, terutama biayadaftar

Dinsos Pada kegiatan Advokasidan PendampinganPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS)  terdapat subkegiatan Advokasi danSurat Rekomendasi bagiPMKS, salah satu jenissurat rekomendasitersebut adalahrekomendasi keringananbiaya pendidikan

- Termasuk dalamprogram Advokasidan RehabilitasiPenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS)

- -

2 Usulan agar dana Bansos dapat langsung diberikankepada RT/RW tanpa melalui LPMK Dinsos dana bansos telahdianggarkan dalam Renja2018 2.640.450.000 - - -
3 Mohon ketelitian dalam mensurvei masyarakatyang akan mendapat bantuan dari pemerintahseperti KMS dan KIP, karena masih banyak yangsalah sasaran

Dinsos telah diakomodir dalamRenja 2018 dalamkegiatan PemberdayaanPotensi SumberKesejahteraan Sosial(PSKS) melalui subkegiatan PelatihanBimbingan Dasar danBimbingan Sosial Lanjutbagi PSM (PendampingSosial Masyarakat)

707.060.100 termasuk dalamprogram datainformasi danpemberdayaansosial
- -

4 Permohonan dibuatnya kampung pedulidisabilitas sebagai bentuk perhatian Pemerintahterhadap penyandang disabilitas Dinsos Telah diakomodir dalamRenja 2018 pada kegiatanAdvokasi danPendampinganPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial
33.180.000 Termasuk dalamprogram Advokasidan RehabilitasiPenyandangMasalahKesejahteraan

- -
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(PMKS) melalui subkegiatan Penumbuhandan PemantapanKecamatan Inklusi
Sosial (PMKS)

5 Permohonan bantuan dana bagi kaum rois yangsudah bekerja tanpa mengenal jam Dinsos tidak diakomodir - bukankewenangan DinasSosial - -
6 Permohonan bantuan sarana pendidikan untuk"PKBM Rangsang Imojoyo" (kelompok belajarmasyarakat untuk menempu kerja paket A dan C)selama ini mengalami kesulitasn karena terbenturpersyaratan jumlah minimal peserta/siswa

KecamatanWirobrajan akan masuk renja 2018diakomodir dalamsosialisasi PKBMRangsang Imojoyo
4.465.000 - - -

7 Pemberian dana intensif bagi kader jentik-jentik Dinkes - - Kementriankesehatan sudahmencanangkansatu jurupemantau jentikuntuk satu rumah,dan yang menjadijuru pemantaujentik di saturumah  adalahanggota keluargarumah tersebut,jadi masingmasing jurupemantau jentikharus bertanggungdi rumah masingmasing.

- -

8 Perlu perbaikan pelayanan puskesmas daninfrastrukturnya perbaikan kualitas layanan,perbaikan kualitas SDM dan perbaikan kualitasobat
Dinkes - 12.269.472.284 Mutu pelayananKesehatan, selaluditingkatkanantara laindengan: AkreditasiPuskesmas (secara

- -
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bertahap padatahun 2015: 4puskesmas,tahun2016 : 9puskesmas, tahun2017 : 5puskemas. Polapengelolaankeuangan secaraBLUD ( tahun2012 : 4puskesmas, tahun2013 : 8puskesmas, tahun2014 : 18puskesmas )sehinggaPuskesmas bisadengan fleksibelmelakukanpemenuhansarana, prasaranadan peningkatankualitas SDMdengan pelatihanteknis maupunpelatihanpelayanan primayang sudahdianggarkanmelalui kegiatanupaya kesehatanperoranganmaupun kegiatanupaya kesehatanmasyarakat,
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meskipun sudahBLUD untukpemenuhan obatdan alat kesehatanPuskesmas masihmendapatdukungan penuhdari APBD yangdianggarkanmelalui kegiatanPengelolaanFarmasi, alatkesehatan danmakananminuman tahun2018.9 Jaminan kesehatan sosial masyarakat yang tidakmendapatkan layanan kesehatan terus terjadi,khususnya kelompok masyarakat miskin Dinkes Sudah dianggarkanjaminan kesehatan untukmasyarakat miskin  tahundalam  kegiatanpengelolaan penjaminandan peningkatan mutukesehatan tahun 2018

20.441.078.010 - - -

10 Prosedur pendaftaran dan penggunaan BPJSKesehatan dan jangkauan pelayanan Dinkes - - Saat ini Dinaskesehatan DIYsudah membuatkebijakan rujukanberjenjang bagipelayanankesehatan denganmelibatkan DinasKesehatankabupaten/kotabersama kolegiumKedokteran untukmembuat

- -
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pemetaankompetensi RSberdasar SKDI(StandarKompetensiDokter Indonesia)2012. Kebijakantersebut akandiujicobakanselama 6 bulansejak bulan Maret2017.10 Keluhan belum sinkronnya data yang dimiliki olehJKN, JKD, dan Jamkesda Dinkes - - Kerja samaJamkesda Kotadengan beberapaRS di luar Kotasudah kamilakukandiantaranyadengan RS QueenLatifa Sleman, RSCondong CaturSlemaan, RS KIASakina IdamanSLeman, RS UGMSleman, RSGhrasia Sleman,RS Sarjito Sleman,RS Respira Bantul,RS PatmasuriBantul, RSKB RingRoad SelatanBantul, dan RSSoeroyo Magelang.Kerja samaberdasar

- -
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spesifikasi RS dankebutuhan aksespelayanan wargaKota Yogyakarta.Sampai saat inikebutuhantersebut kamianggap sudahcukup memenuhidari sisi jumlahdan kemudahanakses.  Untukkasus KecelakaanLalu Lintas yangsudah dan bisadibiayai oleh PTJasa Raharja,Jamkesda tidakbisa membiayailagi. Hal inidikarenakanmekanismeverifikasipenjaminan yangberbeda denganmekanisme INACBGs. Kesulitanyang lain adalahbila jumlah pasienyang mengaksesRS luar kota tsbsangat sedikit,bisanya RS engganbekerja sama.Jamkesda Kotamasih membuka
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kesempatan bilasekiranya ada RSluar kota yangingin bekerjasama.11 Perlu peningkatan pelayanan puskesmaspembantu Dinkes Telah diakomodir dalamRenja 2018 dalamProgram PelayananKesehatan Dasar
44.456.581.125 Mutu pelayananKesehatan, selaluditingkatkanantara lain dengan:AkreditasiPuskesmas (secarabertahap padatahun 2015: 4puskesmas,tahun2016 : 9puskesmas, tahun2017 : 5puskemas. Polapengelolaankeuangan secaraBLUD ( tahun2012 : 4puskesmas, tahun2013 : 8puskesmas, tahun2014 : 18puskesmas )sehinggaPuskesmas bisadengan fleksibelmelakukanpemenuhansarana, prasaranadan peningkatankualitas SDMdengan pelatihan

- -
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teknis maupunpelatihanpelayananprimayang sudahdianggarkanmelalui kegiatanupaya kesehatanperoranganmaupun kegiatanupaya kesehatanmasyarakat,meskipun sudahBLUD untukpemenuhan obatdan alat kesehatanPuskesmas masihmendapatdukungan penuhdari APBD yangdianggarkanmelalui kegiatanPengelolaanFarmasi, alatkesehatan danmakananminuman tahun2018.12 Program Kampung Tanggap Bencana agar terusdilanjutkan BPBD Rintisan KampungTangguh Bencana 600.000.000 15 Kampung - -13 Mohon pelatihan sembelih hewan Qurban Dinas Pertanian &Pangan Difasilitasi pada outputPembinaan danPengawasan KualitasHewan Qurban kegiatanPengawasan MutuKomoditas Kehewanan
68.715.500 - - -
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dan Perikanan pada DinasPertanian dan pangan14 Permohonan penambahan anggaran dibidangpertanian di wilayah Kelurahan Rejowinangunkhususnya kampung Pilahan karena ditetapkansebagai Kampung Agro
Rejowinangun Dinas Pertanian &Pangan Belum ada di rancanganDinas pertanian danpangan - - 1.083.950.000 Tidak ada SDM yangmengelola

15 Permohonan agar Pemerintah Kota Yogyakartabisa memberikan dana stimulant kembali padapaguyuban seni Kelurahan agar bisa memfasilitasikegiatan seni di masyarakat
DinasKebudayaan Stimulan bagi groupkesenian diberikan dalambentuk kegiatan sepertigelar macapat, workshop,festival/lomba senibudaya, Pelestarian TataNilai Budaya, updatingdata seni budaya, festivaladat tradisi, sesorahbahasa jawa, kampanyesadar budaya, dll yangterintegrasi dalamprogram Pelestarian danPengembangan seniTradisi, ProgramPelestarian danPengembangan Sejarahdan Bahas serta ProgramPelestarian warisan dannilai budaya

1.751.931.915 Anggaran terdapatpada limakegiatan,Pelestarian danPengembanganWarisan Budaya,Pengetahuan danTeknologi,Pelestarian TataNilai Budaya,Pelestarian danPengembanganBahasa dan Sastra,Pelestarian danPengembanganSeni dan Film, dankegiatanPelestarian danPengembanganAdat dan Tradisi

- Untuk pemberianHibah/bansosdiberikan denganmemperhatikanPermendagri No. 32tahun 2011,permendagri Nomor39 tahun 2012 danpermendagri nomor14 tahun 2016

16 Pendirian perpustakaan/taman bacaanmasyarakat di tiap kampung untuk menumbuhkanbudaya gemar membaca dilingkungan masyarakatdan anak-anak
Dinas Arsip &Perpustakaan Diakomodir dalamkegiatan PengelolaanPendidikan Masyarakatdan Kesetaraan denganbentuk bimtek untuklembaga (Menjadi tupoksiDinas Pendidikan)

1.863.129.996 anggaranmerupakananggaran satukegiatanpengelolaanpendidikanmasyarakat dankesetaraan

- -

17 Fasilitas penunjang pendidikan termasukpengembangan perpustakaan keliling belum Dinas Arsip &Perpustakaan Frekuensi kunjunganMobil  keliling 220 kali, 858.505.045 Anggaran yangdimaksud adalah - -
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memadai Frekuensi KunjunganMobil Internet Keliling220 kali, Frekuensikunjungan motorperpustakaan keliling 220kali
anggaran satukegiatanPengelolaanPerpustakaan

18 Bidang pendidikan ada ketimpangan dalampendidikan dan masih terjadi kasus anak yangsudah lulus ditahan ijazahnya Dindik JPD masihmenganggarkan bantuanpengambilan ijazah yangditahan untuk SD, SMPNegeri dan Swasta
150.000.000 - - -

19 Fasilitasi beasiswa rutin untuk mahasiswaberprestasi non KMS Dindik Tahun 2018 belumterfasilitasi  karenaPendidikan Tinggi bukanKewenangan DindikKota.Sedangkan Yang berKMS dianggarkan
- - - -

20 Bantuan pendidikan hanya bagi warga yangmendapatkan KMS menjadi keluhan Dindik Kalau Non KMS akankesulitan menentukanparameternya dan adabantuan biaya pendidikandi akhir jenjangPendidikan denganrekomendasi Dinsos

1.000.000.000 - - -

21 Masyarakat masih banyak yang kesulitan dalammemenuhi biaya pendidikan yang semakin mahal,meskipun sudah dianggarkan, terutama biayadaftar
Dindik Mekanisme PenggunaanDana JPD sudhdisesuaikan dengankebutuhan siswa sekolah

- - - -
22 Untuk pendidikan PAUD sangat membutuhkanguru. Sejauh ini hanya ada pelatihan guru PAUDtetapi hanya untuk lulusan SLTA. Padahal banyakkader potensial tetapi latar belakang pendidikanmereka dibawah SLTA

Dindik Sudah ada BimtekPedagogik Pendidik PAUD 13.000.000 - - -
23 Tempat yang kurang memadai untuk pendidikanPAUD TK N 3Yogyakarta Dindik Sesuai permintaan TK N 3Yogyakarta untukbantuan TK 40.000.000 Belumdianggarkan - -
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24 Permohonan bantuan pengelolaan PKBM Nastiti diWilayah Bausasran yang bergerak untukmembantu anak-anak yang putus sekolah agarbisa mengikuti program Paket B maupun C
Dindik Pertanyaan kami : Kokada permohonan tersebutsementara bulan April,Mei sudah di ikutkan  UN2017

Dianggarkanlewat  1. InsentifTutor 2. PanitiaUjian 3.Pengawas Ujian4. Penyusun Soal
Ada jumlahminimal siswa darisetiap PKBM yangbisa diajukanlewat BOP

- -

25 Pendirian perpustakaan/taman bacaanmasyarakat di tiap kampung untuk menumbuhkanbudaya gemar membaca dilingkungan masyarakatdan anak-anak
Dindik Pembinaan SDM TamanBacaan Mayarakat - - - -

26 Fasilitas penunjang pendidikan termasukpengembangan perpustakaan keliling belummemadai Dindik Pemberian BantuanSarana tidak bisadilakukan - - - -
27 Mohon bantuan honor bagi guru PAUD/TPAKadipaten Kulon RW 05 Kelurahan Kadipaten Dindik Insentif guruTPA/SPS/KB sudahdianggarkan sekotadengan Syarat : Pendidikyang sudah mengikutidan lulus BimtekPedagogik/ Diklat Dasar/Diklat Lanjut

1.310.700.000 - - -

28 Mengoptimalkan teknologipendidikan/komunikasi dan informasi untuktujuan pendidikan Dindik - - Belum diakomodir - -
29 Meningkatkan pendidikan berbasis keterampilan(life skill) Dindik - - Belum diakomodir - -30 Pusat kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang adasupaya ditingkatkan kembali Dindik - - Belum diakomodir - -31 Permohonan agar Guru Tetap Yayasan (GTY)intensif APBD Kota Yogyakarta untuk sekolahswasta disamakan dengan sekolah negeri Dindik 11.133.830.000 diakomodir dalamkegiatanPengelolaankesejahteraanPendidik danTenagaKependidikan

- -
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32 Menjadikan TKA dan TPA yang ada disetiap masjidmenjadi bagian dari PNF (Pendidikan Non Formal)sehingga memungkinkan ustadnya mendapatkaninsentif sebagai pengajar PNF
Dindik - - Belum diakomodir - -

33 Penggantian Alat Bermain Edukatif (APE)dibeberapa kampung yang sudah rusak KelurahanNgampilan KecamatanNgampilan Tidak ada usulanpenggantian yang adaanggaran Pelatihanpembuatan APE
4.872.000 - - -

34 Permohonan lanjutan program Kampung RamahAnak KelurahanPrenggan DPMP2A telah diakomodir dalamRenja 2018 dalamprogram perlindungananak di kegiatanpengarusutamaan hakanak
615.000.000 akan ada 10kampung ramahanak di kotaYogyakarta

- -
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BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan daerahyang berisikan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.Sebagai dokumen rencana maka dokumen ini memuat program dan kegiatan yangdiperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dankerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dansasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akandilaksanakan oleh OPD dan masyarakat.Guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui, selain berisiprogram dan kegiatan prioritas, RKPD ini juga mengakomodir prakiraan maju programdan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2019. Rencana programdan kegiatan tahun 2018 diprioritaskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan kota untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupanmasyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentukpeningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umumyang layak serta optimalisasi pengembangan sistem jaminan sosial. Pemenuhanpencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi bagian yang tidak terpisahkandalam rangkaian program dan kegiatan untuk memenuhi target capaian kinerjapembangunan yang optimal.Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini bersifatindikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentangsumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalamdokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku.Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnyamenjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaranuntuk Tahun 2018. Prioritas Program dalam RKPD tahun 2018 terdiri dari programinternal dan program eksternal yang akan dilaksanakan secara terpadu meliputi urusanwajib dan urusan pilihan. Secara rinci rumusan program dan kegiatan tersebut dapatdilihat pada Tabel 5.1 berikut.



Dinas Pertanian dan Pangan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah meningkat

Terwujudnya kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 1,636,551,700 1,664,423,779

1.1
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi

Dinas Pertanian dan 
Pangan Makan Minum Pegawai 75 pegawai

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan 
dan operasional perkantoran 100% 199,950,000 203,399,850 sedang berjalan

Dinas Pertanian dan 
Pangan

Rapat Koordinasi 45 kali

Tamu 1000 orang

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 92 kali

1.2
Penyediaan Jasa, Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Dinas Pertanian dan 
Pangan Materai 6000 yang tersedia 1.800 lembar

Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi, Keuangan, 
dan Operasional 100% 1,166,721,700 1,186,555,969 sedang berjalan

Dinas Pertanian dan 
Pangan

Materai 3000 yang tersedia 1.200 lembar

STNK Roda 4 Yang Terbayar 8 unit

STNK Roda 3 Yang Terbayar 6 unit

STNK Roda 2 Yang Terbayar 29 unit

Bahan dan Peralatan kebersihan yang tersedia 25 jenis

Jasa Kebersihan kantor 12 bulan

Alat Tulis Kantor yang tersedia 56 jenis

Jasa Cetak 1 jenis

Jasa Penggandaan
200.000 
lembar

Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 10 jenis

Pembayaran Listrik 2 lokasi

Bahan Bacaan /surat kabar yang tersedia 3 jenis

Jasa Perbaikan peralatan kerja 4 jenis
Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang 
Tersedia 10 jenis

Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40 kali

Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia 2 jenis

Jasa Keamanan 12 bulan

1.3
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 
Perkantoran

Dinas Pertanian dan 
Pangan

Dokumentasi Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, 
SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi Yang Tersusun 4 jenis

Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi, Keuangan, 
dan Operasional 100% 269,880,000 274,467,960 sedang berjalan

Dinas Pertanian dan 
Pangan

Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola
14 dokumen 

ASN

Jasa Tenaga bantuan 10 orang

Jasa Pengelola Arsip 1 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah meningkat

Terwujudnya sarana dan prasarana 
aparatur yang memadai 100% 538,593,000 547,749,081

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Gedung/Bangunan Kantor

Dinas Pertanian dan 
Pangan Pemeliharaan Bangunan Kantor Rutin 8 lokasi

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana 
aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi 
OPD 100% 240,780,000 244,873,260 sedang berjalan

Dinas Pertanian dan 
Pangan

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional

Dinas Pertanian dan 
Pangan

Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ 
operasional: kendaraan roda 4 8 unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana 
aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi 
OPD 100% 297,813,000 302,875,821 sedang berjalan

Dinas Pertanian dan 
Pangan

Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ 
operasional : kendaraan roda 3 6 unit
Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ 
operasional : kendaraan roda 2 29 unit

3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah meningkat

Terwujudnya peningkatan kapasitas 
sumber daya aparatur 100% 6,000,000 6,102,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

3.1
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 
Perundang-undangan

Dinas Pertanian dan 
Pangan Frekwensi diklat formal yang diikuti 2 kl Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100% 6,000,000 6,102,000 sedang berjalan

Dinas Pertanian dan 
Pangan

4

Program Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah meningkat

Terwujudnya peningkatan capaian 
kinerja dan keuangan 100% 93,298,000 94,884,066

4.1

Penyusunan Dokumen Perencanaan, 
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja 
SKPD

Dinas Pertanian dan 
Pangan

Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran 
(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan 
penganggaran 100% 93,298,000 94,884,066 sedang berjalan

Dinas Pertanian dan 
Pangan

Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, 
SKM, SPIP, Profil) 5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD 100%

5 Program Pembinaan Pertanian Pertumbuhan Ekonomi
Pendapatan Masyarakat 
Meningkat Terwujudnya Pelayanan Pertanian 100% 729,096,670 741,491,313

Peningkatan Cakupan Bina Kelompok 
Tani

148 klp 
menjadi 153 

klp

5.1 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian Kota Yogyakarta Kebun yang terkelola dengan baik 4 lokasi 5 jenis 625,994,250 636,636,152 sedang berjalan
Dinas Pertanian dan 
Pangan

Kelompok tani /Gapoktan yang dibina

153/45 
poktan/gapokta

n 4 keg

Kontes tanaman hias 1 kl
5 

pemenang

Monitoring dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida 4 kl 5 kec

Dokumen data statistik pertanian 1 dokumen
1 

dokumen

5.2
Pengawasan Mutu Komoditas dan 
Pelayanan Pertanian Kota Yogyakarta Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu pangan 12 bulan Data mutu pangan tersedia

1 
dokumen 103,102,420 104,855,161 sedang berjalan

Dinas Pertanian dan 
Pangan

Uji mutu bahan pangan 250 sampel
Data deteksi bahan berbahaya pada bahan pangan segar 
tersedia

1 
dokumen

6 Program Pembinaan Ketahanan Pangan Pertumbuhan Ekonomi
Pendapatan Masyarakat 
Meningkat Skor Pola Pangan Harapan 85,2 1,002,605,895 1,019,650,195

6.1
Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi, 
Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan Kota Yogyakarta Dokumen Analisa Pola Pangan Harapan (PPH) 1 dokumen Data SKPG tersusun

1 
dokumen 810,999,715 824,786,710 sedang berjalan

Dinas Pertanian dan 
Pangan

Dokumen Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 
(SKPG) 1 dokumen Kegiatan Ketahanan Pangan terinformasikan

1 
dokumen

Frekwensi Pameran, Promosi, dan Informasi Pangan 7 kali
Pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pangan 
B2SA bertambah 7 kali

Sosialisasi Pangan B2SA (Beragam Begizi Seimbang Aman) 3 kali Motivasi pelaku ketahanan pangan meningkat 3 kali

Sosialisasi Lumbung Pangan Keluarga 7 kali 7 kl

Penyuluhan Ketahanan Pangan 3 jenis 14 kec

6.2
Pembinaan dan Pengembangan 
Ketersediaan dan Distribusi Pangan Kota Yogyakarta Laporan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 1 dokumen Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan terlaksana 1 kl 191,606,180 194,863,485 sedang berjalan

Dinas Pertanian dan 
Pangan

Dokumen Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 dokumen Data NBM tersusun 1 dok

Sosialisasi Distribusi beras baru 5 kali Pangan di Kota Yogyakarta tersedia 5 kali

7
Program Pembinaan Kehewanan dan 
Perikanan Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Masyarakat 
Meningkat

Terwujudnya Pelayanan Kehewanan dan 
Perikanan 100% 2,076,007,152 2,111,299,274

Peningkatan Unit Usaha Hasil 
Peternakan Yang ASUH 

163 unit 
menjadi 173 

unit 

Peningkatan Unit Usaha Hasil Perikanan 
Yang Sehat dan Aman 

13 unit 
menjadi 14 

unit 

Peningkatan Cakupan Bina Kelompok 
Ternak 

15 klp 
menjadi 17 

klp 

Peningkatan Cakupan Bina Kelompok 
Perikanan 

11 klp 
menjadi 13 

klp 

7.1
Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan 
dan Perikanan Kota Yogyakarta Pelayanan Poliklinik Hewan 12 bulan Pelayanan Poliklinik Hewan terlaksana

59.191.00
0 rupiah 1,316,214,462 1,338,590,108 sedang berjalan

Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Cakupan Pengendalian penyakit zoonosa 100 persen Penyakit Zoonosa di Kota Yk terkendali
100 

persen

Balai Benih Ikan yang terkelola dengan baik 2 lokasi
Target pendapatan BBI tercapai dan Sub Raiser Ikan Hias 
terkelola

74.320.00
0 rupiah

Penguatan jejaring komunitas 5 kl Komunikasi dan relasi antar komunitas terjalin 1 Kota Yk

Dokumen Updating Data Peternakan 1 dokumen Data Peternakan tersedia
1 

dokumen

Dokumen Updating Data Perikanan 1 dokumen Data Perikanan tersedia
1 

dokumen

Restocking Ikan 20.000 bibit Restocking ikan terlaksana 3 sungai

Peningkatan Sumber Daya Kelompok Peternakan 2 kelompok Sumber Daya Kelompok Peternakan meningkat 12 bulan

Peningkatan Sumber Daya Kelompok Perikanan 11 klp Sumber Daya Kelompok Perikanan meningkat 11 klp

7.2
Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan 
dan Perikanan Kota Yogyakarta Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Hewan Qurban 415 TPH Pengetahuan pemotongan hewan qurban meningkat 415 TPH 759,792,690 772,709,166 sedang berjalan

Dinas Pertanian dan 
Pangan

Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan 7 kl Pengetahuan tentang keamanan pangan meningkat 7 kl
Jumlah unit usaha yang dipantau, dibina dan diawasi mutu 
dan keamanan pangannya 149 unit Mutu dan keamanan pangan terkendali 149 unit

Pelayanan Rumah Potong Hewan 12 bulan Pelayanan Rumah Potong Hewan terlaksana 12 bulan

Uji Mutu Laboratoris 2200 sampel Uji Mutu Laboratoris terlaksana
2200 

sampel
Frekuensi Promosi, Informasi, dan pemasaran hasil 
peternakan dan perikanan 9 kali

Frekwensi promosi,Informasi, dan pemasaran hasil 
peternakan dan perikanan meningkat 9 kali

6,082,152,417 6,185,599,708Total
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Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
Daerah Meningkat

Terwujudnya kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 1,017,382,190 1,017,382,190

Tersedianya makanan dan minuman untuk:

Dukungan terhadap kelancaran 
administrasi, keuangan dan 
operasional perkantoran 100%

rapat koordinasi 79 kali

tamu 48 kali

Minum harian pegawai 70 orang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah 124 kali

1.2
Penyediaan Jasa, Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor Kec Umbulharjo Perangko 150 lbr

Dukungan terhadap kelancaran 
administrasi, keuangan dan 
operasional perkantoran 100% 498,331,850 498,331,850 sedang berjalan DinKop

Materai 6000 yang tersedia 950 lbr

Materai 3000 yang tersedia 2550 lbr

Jasa Pengiriman / Paket 175 buah

STNK roda 4 yang terbayar 6 unit

STNK roda 2 yang terbayar 23 unit

bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 18 jenis

Retribusi Kebersihan Kantor 12 bln

alat tulis kantor yang tersedia 89 jenis

barang cetakan 3 jenis

Penggandaan 431.000 lbr

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 11 jenis

Bahan Bacaan / Surat Kabar Yang Tersedia 5 jenis

Peraturan Perundang - Undangan Yang Tersedia 53 jenis

Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2 bh
Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang 
Tersedia 53 jenis

Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40 kali

Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia 5 jenis

Jasa Pemeliharaan Kebersihan 12 bulan

Jasa Pemeliharaan Komputer 12 bulan

Belanja Telepon 12 bulan

Belanja Pengadaan Alat - Alat Studio 2 unit

1.3
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 
Perkantoran Kec Umbulharjo

Dokumentasi Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, 
SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi Yang Tersusun 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran 
administrasi, keuangan dan 
operasional perkantoran 100% 185,770,340 185,770,340 sedang berjalan DinKop

Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 53 dokumen ASN

Jasa Tenaga bantuan 5 orang

Jasa Pengelola Arsip 1 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur Kinerja Aparatur dan Birokrasi 

Terwujudnya kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan Pemerintah 
Daerah yang berkualitas

Terwujudnya kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% Pemeliharaan gedung kantor 2 gedung 544,357,000 544,357,000

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Gedung/Bangunan Kantor Kec Umbulharjo Pemeliharaan Griya UMKM 1 paket 251,325,000 251,325,000 sedang berjalan DinKop

Pemeliharaan Gedung Dinas Kopukmnakertrans 1 paket

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional Kec Umbulharjo kendaraan roda 4 6 unit

Pemeliharaan kendaraan 
dinas/operasional 29 unit 293,032,000 293,032,000 sedang berjalan DinKop

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | V-5



Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional Kec Umbulharjo kendaraan roda 2 23 unit 293,032,000 293,032,000 sedang berjalan DinKop

3

Program Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

terwujudnya kelembagaan dan 
ketatalaksanaan pemerintah daerah 
yang berkualitas

Terwujudnya kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 183,050,000 183,050,000

3.1

Penyusunan Dokumen Perencanaan, 
Pengendalian dan laporan Capaian 
Kinerja SKPD Kec Umbulharjo

Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran 
(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen

Dokumen perencanaan, pengendalian 
dan penganggaran (Renstra, Renja, 
PK, RKA, DPA) 5 dokumen 183,050,000 183,050,000 sedang berjalan DinKop

Laporan Capaian kinerja dan Keuangan SKPD (LKIP, SKM, 
Laporan Keuangan dan Fisik) 3 dokumen

Laporan Capaian kinerja dan 
Keuangan SKPD (LKIP, SKM, Laporan 
Keuangan dan Fisik) 3 dokumen

4
Program Peningkatan Kualitas 
Koperasi Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT 

220 
koperasi 1,003,910,800 1,003,910,800

4.1 Pembinaan Kelembagaan Koperasi Kota Yogyakarta Bimbingan Kelembagaan Koperasi 20 koperasi
Peningkatan kelembagaan dan usaha 
koperasi 20 koperasi 401,512,000 401,512,000 sedang berjalan DinKop

Penyuluhan Peningkatan Kelompok Pra Koperasi 10 kelompok
Kepastian hukum bagi Kelompok Pra 
Koperasi

10 
kelompok

Penilaian Pra Koperasi 14 Kecamatan 14 kelompok
Peningkatan kelembagaan bagi 
Kelompok Pra Koperasi

14 
kelompok

Bimtek bagi Pengurus Koperasi Konvensional 25 koperasi

Peningkatan pengetahuan dan 
motivasi bagi Pengurus Koperasi 
Konvensional 25 koperasi

Bimtek bagi Pengurus Koperasi Syariah 20 koperasi

Peningkatan pengetahuan dan 
motivasi bagi Pengurus Koperasi 
Syariah 20 koperasi

Bimtek bagi Pengawas Koperasi Konvensional 20 koperasi

Peningkatan pengetahuan dan 
motivasi bagi Pengawas Koperasi 
Konvensional 20 koperasi

Bimtek bagi Pengawas Koperasi Syariah 20 koperasi

Peningkatan pengetahuan dan 
motivasi bagi Pengawas Koperasi 
Syariah 20 koperasi

Sosialisasi Perkoperasian di 7 Kecamatan 20 koperasi
Peningkatan pengetahuan 
perkoperasian bagi masyarakat 20 koperasi

Lomba Koperasi Berprestasi menurut Kelompok 20 koperasi
Peningkatan tata kelola koperasi 
sesuai dengan ketentuan 20 koperasi

Pelaksanaan Kegiatan Harkopnas ke-71 20 orang
Partisipasi pada peringatan Harkopnas 
ke-71 20 orang

Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian 15 SMP, 15 SMA, 5 PT
15 SMP, 15 
SMA, 5 PT

Workshop /Sarasehan dalam Rangka Harkop ke-71 50 orang 50 orang

Monev Koperasi Syariah 15 koperasi 15 koperasi

Monev Koperasi yang belum RAT 30 koperasi 30 koperasi

Monev Kantor Cabang KSP/USP Koperasi 20 koperasi 20 koperasi

4.2 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Kota Yogyakarta Monitoring dan Evaluasi 17 macam

Tersedianya data perkembangan 
program-program pembiayaan dan 
bantuan perkuatan kepada koperasi, 
LKM/BUKP dan PKL 17 macam 602,398,800 602,398,800 sedang berjalan DinKop

Penilaian Kesehatan Koperasi 1 kegiatan Data koperasi sehat 75 kegiatan

Pengawasan Koperasi 3 kegiatan
Koperasi yang patuh terhadap 
perundang undangan yang berlaku

330 
koperasi

Forum Pembina Koperasi 1 kegiatan
Sinergitas dan koordinasi antar forum 
pembina koperasi 1 kegiatan

Klinik Koperasi Sehat (KKS) 2 kegiatan

Tersedianya layanan berbasis online 
tentang perkoperasian yang 
memberikan kemudahan layanan 
pendampingan, konsultasi, informasi, 
sistem pelaporan dan 
rekomendasi.dengan instasi terkait. 2 kegiatan

Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP 1 kali

Meningkatnya pengetahuan dan 
kualitas kinerja dalam menjalankan 
organisasi BUKP 1 kali
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Cooperative Fair 1 kali
Sarana Promosi melalui Cooperative 
Fair 1 kali

Gelar Produk Koperasi dan UKM 2 kali
Sarana Promosi melalui Gelar Produk 
Koperasi dan UKM 2 kali

Jogja Expo 1 kali Sarana Promosi melalui Jogja Expo 1 kali

Pemeringkatan Koperasi 1 paket
Data Koperasi Berdasarkan Peringkat 
Lembaga dan Usahanya 1 paket

5

Program Pengembangan 
Kewirausahaan dan Keunggulan 
Kompetitif Usaha Kecil Menengah Pertumbuhan Ekonomi

Kesenjangan Pendapatan 
Masyarakat Menurun Jumlah Wirausaha Baru 40 orang 2,664,415,136 2,664,415,136

Jumlah Pelaku Usaha Mikro 60 orang

5.1 Kemitraan dan Pembiayaan UMK Kota Yogyakarta Terlaksananya : 1,200,315,121 1,200,315,121 sedang berjalan DinKop

Pendampingan Izin usaha Mikro (IUM) 14 Kecamatan
Terlaksananya Pemberian Izin Usaha 
Mikro (IUM) di Kecamatan

14 
Kecamatan

Pameran dan Promosi Produk UMK 6 kali Meningkatnya Pemasaran UMK 70 UMK

Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik 
dan Media Cetak 5 kali

Pemberitaan Mengenai UMKM di 
Media elektronik dan Media Cetak

5 
Pemberitaa

n

Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan Bagi Pelaku UMK 8 kali
Penambahan Wawasan Bagi Pelaku 
UMKM

530 Pelaku 
UMK

Penyusunan Mekanisme Tentang UMK 1 draft
Tersusunnya Mekanisme Tentang 
UMK 1 draft

Fasilitasi Legalitas bagi UMK 10 pelaku UMK
Meningkatnya Pengakuan Terhadap 
Produk UMK

10 pelaku 
UMK

Kemitraan dengan Perhimpunan Hotel dan Restauran 
Indonesia (PHRI) dan Perguruan Tinggi 2 draft

Terjalinnya Kemitraan dengan Hotel 
dan Perguruan Tinggi 2 draft

5.2
Pembinaan, Pengembangan dan 
Pemberdayaan UMK Kota Yogyakarta Penumbuhan Wirausaha Baru (HBC) 2 kali Bertambahnya Wirausaha Muda Baru 80 UMK 1,464,100,015 1,464,100,015 sedang berjalan DinKop

Pembinaan dan Pengembangan Dekranasda 2 kali
Menambah wawasan pengurus dan 
member dekranasda 185 UMK

Operasional Pusat Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan 
Manajemen bagi Usaha Mikro 1 kali

Meningkatnya kualitas dan kuantitas 
Produk yang dihasilkan pelaku usaha 300 UMK

Promosi Produk UMK 8 lokasi
Sarana Informasi dan Promosi Produk 
UMK 8 lokasi

Kajian Promosi Usaha Mikro 1 kali

Adanya pasar baru untuk 
mempromosikan dan mengembangkan 
produk UMK di luar daerah 1 dokumen

Pelatihan Manajemen Pemasaran 1 kali

Pelaku Usaha Mikro memahami dan 
mengetahui cara memasarkan 
produknya dengan baik dan benar 30 UMK

Updating Database UMK 1 kali Bertambahnya Update data base UMK 4.000 UMK

6

Program Pengembangan dan 
Penempatan Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Kesenjangan Pendapatan Masyakat 
Menurun

Jumlah Tenaga Kerja Penganggur yang 
mengikuti Pelatihan 6400 orang 4,082,266,100 4,082,266,100

Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui 
AKAD, AKAL, AKAN dan transmigrasi serta 
Perluasan Kesempatan Kerja 1000 orang 

Jumlah Angkatan Pelatihan Kerja 
32 

angkatan 

6.1
Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan 
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Kota Yogyakarta Pencari Kerja yang dilatih melalui:

Dukungan terhadap peningkatan 
jumlah pencari kerja yang terlatih 100% 2,686,912,800 2,686,912,800 sedang berjalan DinKop

Pelatihan MTU:

Pelatihan Membatik (Kec. Gedongtengen) 20 orang

Pelatihan Membatik Lanjutan (Kec. Jetis & Kec. Kotagede) 20 orang

Pelatihan Pembuatan Kue Roti (Kec. Umbulharjo) 20 orang

Pelatihan Institusional :

Satpam 20 orang

Stir Mobil dan SIM A 140 orang
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Perhotelan 20 orang

Front Office 20 orang

Travel Agent 20 orang

Pembuatan Kue Roti 40 orang

Tata Boga 40 orang

Tata Rias Kecantikan 40 orang

Tata Rias Pengantin 40 orang

Tata Rias Pengantin Paes Ageng 40 orang

Pelatihan Menjahit Dasar 40 orang

Menjahit Mahir 40 orang

Menjahit kebaya dan Surjan 40 orang

Spa Terapis 20 orang

Pelatihan untuk Difabel 20 orang

Pelatihan Komputer Desain Grafis dan Website 20 orang
Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 
R 20 orang

Peserta Pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan 20 orang

Calon Peserta Pelatihan yang mendapat Sosialisasi 
Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 100 orang
Peserta Pemagangan yang ditingkatkan pengalaman 
kerjanya 30 orang

Peserta Sertifikasi Kompetensi Perhotelan 20 orang

Peserta Bimtek Customer Service Excelent bagi LPK 20 orang

Peserta Bimtek Persiapan Akreditasi bagi LPK 20 orang

Peserta Bimtek Jurnalistik bagi LPK 20 orang
LPK yang mendapat Pendampingan dalam rangka 
Akreditasi 5 LPK

LPK yang memperoleh penilaian Kinerja 20 LPK

LPK yang memperoleh pembinaan (2 kali) 20 LPK

6.2
Pembinaan dan Penempatan Tenaga 
Kerja Kota Yogyakarta Calon tenaga kerja terseleksi 1200 orang

Dukungan terhadap pengurangan 
pengangguran di Kota Yogyakarta 100% 1,395,353,300 1,395,353,300 sedang berjalan DinKop

Pembekalan Pra Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui 
mekanisme AKAD, AKL, dan AKAN 1000 orang

Job Canvasing 7 lokasi

Temu konsultasi BKK, PPTKIS, PPTKS 4 laporan

Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang terbentuk 7 angkatan
Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja AKAL,AKAD dan 
AKAN 300 orang

Data penganggur Kota YK yang tersedia 1 dokumen
Perusahaan yang diberi Bimtek tentang Informasi Pasar 
Kerja Online (IPKOL) 50 perusahaan

Sosialisasi PBJ dan IPKOn Line di BKK 22.000 orang/15BKK

Dokumen Pelayanan Pencaker berstandar ISO 9001-2015 1 dokumen

Bursa kerja ( Job Fair ) 2 kali

Data IPK KotaYk yang tersedia 12 laporan

Sosialisasi Perda Retribusi Perpanjangan IMTA 30 perusahaan

Padat Karya Infrastruktur 1 dokumen

Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) 1 dokumen

6.3 Penempatan Transmigrasi Kota Yogyakarta Calon Transmigran trampil Pra PDU pertanian 12 KK
Peningkatan Transmigran yang 
ditempatkan 12 KK 850,803,200 850,803,200 sedang berjalan DinKop

Calon transmigran yang mendapat pengarahan dan 
perpindahan 14 Kali

Komunikasi transmigran ke Kab se DIY dan pusat 6 Kali

Calon transmigran yang terealisir penempatannya 12 KK
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Lokasi Penjajagan /checking/monitoring dan pengawalan 
transmigrasi dengan daerah penempatan 12 lokasi

Seleksi calon transmigran yang siap berangkat 50 orang

Uang saku , alat dan bibit pertanian yang tersedia 12 KK

Calon transmigran Metode Sharing 5 KK

7
Program Perlindungan dan 
Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Kesenjangan Pendapatan Masyakat 
Menurun Upah Minimum Kota 10% 1,038,127,100 1,038,127,100

Menurunnya tingkat kerawanan di bidang 
ketenagakerjaan antara pengusaha dan 
pekerja 2%

Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial 1500

7.1
Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan 
Pengupahan Kota Yogyakarta Hasil Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 1 laporan Usulan Upah Minimum Kota 100% 397,975,500 397,975,500 sedang berjalan DinKop

Pembinaan Kepesertaan Jaminan Sosial 24 perusahaan

Pembinaan dan Pengembangan Kesejahteraan Pekerja 24 perusahaan

Pembinaan Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 24 perusahaan

Pemantauan THR Keagamaan dan uang servis 24 perusahaan

Sosialisasi Penetapan UMK 2019 200 perusahaan

7.2
Pelayanan Hubungan Industrial dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Kota Yogyakarta Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan. 100 perusahaan

Dukungan terhadap kondisi usaha 
yang kondusif 100% 640,151,600 640,151,600 sedang berjalan DinKop

Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 30 kasus

Deteksi Dini Ketenagakerjaan 24 perusahaan

Pembinaan, Pengembangan PK/PP/PKB 40 perusahaan

Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah 3 kesepakatan

Lokakarya terhadap Pengusaha/SP/Buruh. 1 kali

Peringatan Hari Buruh Nasional Kota Yogyakarta 1 kali
Laporan hasil Temu Regional Fungsional Mediator 
Ketenagakerjaan se-DIY. 1 dokumen

Workshop Teknik Negoisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 1 kali

Laporan Pelaksanaan Pencatatan penyerahan sebagian 
Pelaksanaan Pekerjaan kpd Perusahaan lain. 11 dokumen

11,384,311,526 11,384,311,526Total
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Dinas Lingkungan Hidup

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat

Terwujudnya kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional 
perkantoran. 100%

Administrasi, keuangan dan operasional 
perkantoran lancar. 100% 2,324,097,256 2,236,025,734

1.1
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi DLH Makanan dan minuman untuk pegawai. 321 orang

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran. 100% 403,992,000 388,682,748 sedang berjalan DLH

Makanan dan minuman untuk koordinasi. 71 kali

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 32 laporan

1.2
Penyediaan Jasa, Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor DLH Alat tulis kantor . 64 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran. 100% 855,476,000 823,057,790 sedang berjalan DLH

Alat listrik dan elektronik. 2 jenis

Materai. 400 lembar

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih. 8 jenis

Bahan komputer. 10 jenis

Peralatan rumahtangga. 3 jenis

Pembayaran tagihan listrik dan telepon. 12 bulan

Bahan bacaan/surat kabar. 2 jenis

Jasa keamanan kantor. 12 bulan

Pembayaran STNK Kendaraan Dinas dan Operasional 130 unit

Barang cetakan. 6 jenis

Penggandaan surat-surat dan dokumen lainnya. 30.000 lembar

Pakaian kerja lapangan. 10 set

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja. 4 jenis

Jasa kebersihan kantor dan Lab. 12 bulan

Pemeliharaan komputer. 3 jenis

Pengadaan perlengkapan kantor dan alat kerja. 15 jenis

Pengadaan kelengkapan komputer. 7 jenis

1.3
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 
Perkantoran DLH

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, 
SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun. 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran. 100% 1,064,629,256 1,024,285,196 sedang berjalan DLH

Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola. 283 dokumen

Dokumen arsip yang tertata. 50 box

Dokumen penatausahaan barang yang terkelola. 7 dokumen

Jasa tenaga bantuan (NABAN) 41 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat

Terwujudnya sarana dan prasarana 
aparatur yang memadai. 100%

Sarana dan prasarana aparatur terpelihara 
dengan baik. 100% 2,298,220,000 2,211,129,095

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Gedung/Bangunan Kantor DLH

Jasa pemeliharaan bangunan gedung kantor DLH, 
laboratorium lingkungan dan kantor sektor. 9 unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana yang mendukung kelancaran tugas 
dan fungsi SKPD. 100% 201,325,000 193,695,802 sedang berjalan DLH

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional DLH

Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional 
roda 2 22 unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana yang mendukung kelancaran tugas 
dan fungsi SKPD. 100% 2,096,895,000 2,017,433,293 sedang berjalan DLH

Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional 
roda 3 41 unit
Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional 
roda 4 15 unit

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokas
i

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokas
i

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional 
roda 6 50 unit
Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional 
alat berat 3 unit

3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat

Terwujudnya peningkatan kapasitas 
sumber daya aparatur. 100% Kapasitas sumber daya aparatur meningkat. 100% 68,000,000 65,423,144

3.1
Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan 
Kapasitas Aparatur DLH Diklat pegawai yang diikuti. 7 jenis Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur. 100% 68,000,000 65,423,144 sedang berjalan DLH

4

Program Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat

Terwujudnya peningkatan sistem 
pelaporan capaian kinerja dan 
keuangan. 100%

Sistem pelaporan capaian kinerja dan 
keuangan meningkat. 100% 196,800,000 189,342,276

4.1

Penyusunan Dokumen Perencanaan, 
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja 
SKPD DLH

Dokumen perencanaan, penganggaran dan 
pengendalian kegiatan. 9 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan, 
pengendalian dan penganggaran tepat waktu 
dan kualitas. 100% 196,800,000 189,342,276 sedang berjalan DLH

Laporan kinerja OPD. 7 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD. B

5
Program Penataan dan Pengendalian 
Dampak Lingkungan Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup 
meningkat.

% usaha yang telah memiliki dokumen 
lingkungan. 67,07% 1,740,127,000 1,674,184,994

% usaha yang telah memiliki izin PPLH. 8,92%

5.1 Kajian Dampak Lingkungan
Kota 
Yk Kajian lingkungan hidup yang tersusun. 2 dokumen

Pedoman dalam penataan lingkungan hidup 
tersedia. 28% 592,530,000 570,076,112 sedang berjalan DLH

Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) yang 
dinilai dan diverifikasi sesuai peraturan. 855 dokumen

Usaha/kegiatan yang memiliki dokumen 
lingkungan meningkat. 12,92%

Kebijakan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan. 2 regulasi
Peraturan dalam penataan lingkungan hidup 
tersedia. 25%

5.2 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3
Kota 
Yk Fasilitas konservasi air tanah yang dibangun. 76 unit Permukaan air tanah terkendali. 10-20 cm 1,147,597,000 1,104,108,882 sedang berjalan DLH

Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(PPLH) yang diterbitkan. 25 izin Usaha yang memiliki izin PPLH meningkat. 16,56%
Usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan yang 
dipantau.

40 usaha / 
kegiatan

Potensi pencemaran dari kegiatan usaha 
terkendali. 18,18%

6
Program Pengembangan Kapasitas 
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup 
meningkat.

Penghargaan lingkungan yang 
diterima. 

2 
pengharg

aan 2,477,584,000 2,383,696,107
% sekolah yang telah berwawasan 
lingkungan. 84,16%
% perusahaan yang telah mentaati 
dokumen lingkungan. 28,87%

% layanan pengujian parameter 
kualitas air yang telah terakreditasi. 15,56%

6.1
Optimalisasi Sumber daya Lingkungan 
Hidup

Kota 
Yk

Sekolah/PP yang dibina menjadi sekolah/PP 
berwawasan lingkungan. 17 sekolah/PP Sekolah berwawasan lingkungan meningkat. 5,28% 1,165,801,000 1,121,623,043 sedang berjalan DLH
Kelembagaan masyarakat yang memenuhi kriteria 
sebagai kampung hijau. 14 kampung Kampung hijau di kota Yogyakarta meningkat. 11,57%

Informasi lingkungan hidup yang dipublikasikan. 18 publikasi Cakupan publikasi lingkungan meningkat. 10,59%

6.2 Penaatan dan Pemantauan Lingkungan
Kota 
Yk Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas udara. 5 dokumen Laporan kualitas udara tersedia. 20,83% 443,283,000 426,484,818 sedang berjalan DLH

Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas air. 3 dokumen Laporan kualitas air tersedia. 20,00%

Perusahaan telah memiliki izin lingkungan yang dipantau. 115 usaha
Perusahaan yang mentaati pengelolaan 
lingkungan meningkat. 13,56%

6.3 Pengujian Kualitas Lingkungan
Kota 
Yk Parameter kualitas air yang dapat dilayani pengujiannya. 33 parameter

Parameter kualitas air yang dapat terlayani 
meningkat. 73,33% 868,500,000 835,588,246 sedang berjalan DLH

Parameter kualitas udara yang dapat dilayani 
pengujiannya. 11 parameter

Parameter kualitas udara yang dapat terlayani 
meningkat. 64,71%

Parameter pengujian kualitas air yang telah terakreditasi 
pengujiannya. 7 parameter

Parameter kualitas air yang terakreditasi 
meningkat. 53,85%

7
Program Pengelolaan Ruang Terbuka 
Hijau Publik Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup 
meningkat. IKM layanan pengelolaan RTH Publik. 67,81 7,596,283,654 7,308,422,952

% RTH Publik yang dikelola DLH dari 
seluruh RTH Publik. 0,45%

7.1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik RTH Publik yang dibangun. 3 lokasi RTH Publik meningkat. 4,65% 1,709,034,850 1,644,271,079 sedang berjalan DLH
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokas
i

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

RTH Publik yang kondisinya terpelihara. 35 lokasi
RTH Publik yang kondisinya terpelihara 
meningkat. 6,06%

RTH Publik yang direnovasi dengan penambahan 
elemen taman. 4 lokasi

RTH Publik yang dapat diakses oleh semua 
kelompok afirmatif gender meningkat 12%

7.2 Pertamanan dan Perindang Jalan
Kota 
Yk Taman kota yang kondisinya terpelihara. 154 lokasi Taman kota dalam kondisi terpelihara. 100,00% 5,887,248,804 5,664,151,873 sedang berjalan DLH

Taman kota yang direnovasi dengan penambahan 
elemen taman dekoratif. 6 lokasi Taman yang kondisinya terenovasi meningkat. 20,00%
Pot taman, pergola dan elemen taman yang kondisinya 
terpelihara. 3.132 unit

Pot taman, pergola dan elemen taman 
terpelihara. 100,00%

Pot taman, pergola dan elemen taman yang dipasang. 80 unit
Pot taman, pergola dan elemen taman 
bertambah. 2,46%

Pohon perindang jalur hijau yang kondisinya terpelihara. 19.182 pohon Pohon perindang dalam kondisi terpelihara. 100,00%

Pohon perindang jalur hijau yang ditanam. 500 pohon Pohon perindang jalan bertambah. 2,45%

8 Program Pengelolaan Persampahan Lingkungan Hidup
Kualitas Lingkungan Hidup 
meningkat.

Sampah yang diolah/dimanfa-atkan 
kembali. 

50 
ton/hari 18,340,236,060 17,645,233,943

Retribusi Kebersihan/ Persampahan 
meningkat 2% per tahun. 3,38 M 
IKM layanan pengelolaan kebersihan 
dan persampahan. 70,11

8.1 Pengurangan Sampah
Kota 
Yk

Kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan 
pemanfaatan kembali sampah. 448 kelompok

Pendaurulangan sampah di masyarakat 
termasuk penyandang disabilitas masyarakat 
miskin dan perempuan 1,15% 2,315,697,320 2,227,944,112 sedang berjalan DLH

Fasilitas pendaur ulangan sampah yang dikelola. 2 lokasi Volume sampah yang didaurulang meningkat. 11,11%

8.2 Penanganan Sampah
Kota 
Yk

Sarana/prasarana pengelolaan sampah yang telah 
menggunakan teknologi modern. 12 unit

Kualitas sarana dan prasarana pengelolaan 
sampah meningkat. 38% 7,849,741,000 7,552,275,548 sedang berjalan DLH

Sarana prasarana TPS/Depo/Landasan container yang 
direnovasi. 8 unit Sarana prasarana TPS kondisi sesuai standar. 19%

8.3 Pemungutan Retribusi Kebersihan
Kota 
Yk

Wajib Retribusi yang dipungut Retibusi Kebersihan/ 
Persampahan. 51.153 WR Retribusi kebersihan meningkat. 1,28% 1,653,081,040 1,590,437,636 sedang berjalan DLH

8.4
Operasional Pembersihan dan 
Pengangkutan Sampah

Kota 
Yk Sampah yang diangkut dari TPS ke TPA. 170,4 ton/hari Seluruh sampah dari TPS terangkut ke TPA. 100,00% 6,521,716,700 6,274,576,647 sedang berjalan DLH

Penggal jalan yang disapu 2 kali dalam sehari. 66 penggal Kebersihan jalan meningkat. 13,79%

35,041,347,970 33,713,458,245Total
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Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran

Kinerja aparatur dan 
birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah 
meningkat

Outcome : Terwujudnya Kelancaran 
administrasi, keuangan dan operasional 
perkantoran 100% 1,032,919,750 1,084,565,738

1.1
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi Dinas Kominfosandi Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah 52 kali

Dukungan terhadap kelancaran administrasi 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 310,260,000 325,773,000 sedang berjalan Sekretariat

Makan dan Minum Yang Tersedia 115 kali

1.2
Penyediaan Jasa, Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor Dinas Kominfo sandi Materai 3000 yang tersedia 340 buah

Dukungan terhadap kelancaran administrasi 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 582,759,050 611,897,003 sedang berjalan Sekretariat

Materai 6000 yang tersedia 290 buah

Frekwensi sewa mesin foto kopi 12 bulan

STNK Roda 2 Yang diperpanjang Izinnya 24 unit

STNK Roda 4 Yang diperpanjang Izinnya 4 unit

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 13 Jenis

Jasa kebersihan kantor 12 bulan

Frekwensi perbaikan peralatan kerja 46 kali

Alat Tulis Kantor yang tersedia 109 kali

Jasa Penggandaan 70.000 lembar

Penjilidan 230 buku

Percetakan 5 jenis
Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 
yang tersedia 11 jenis

Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia 38 jenis
Bahan Bacaan/surat kabar dan peraturan perundangan yang 
tersedia 3 jenis

Pengadaan taman 1 paket

Pembayaran telepon 12 bulan

1.3
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 
Perkantoran Dinas Kominfo sandi

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan yang 
tersusun (SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 139,900,700 146,895,735 sedang berjalan Sekretariat

Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 50 dokumen ASN

Jasa Tenaga bantuan 3 orang

Jasa Pengelola Arsip 1 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur

Kinerja aparatur dan 
birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah 
meningkat

Outcome : Terwujudnya sarana dan 
prasarana aparatur yang memadai 100% 288,892,400 303,337,020

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Gedung/Bangunan Kantor Dinas Kominfo sandi Pembuatan Kanopi parkir kendaraan 1 paket

Dukungan terhadap peningkatan sarana 
dan prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 118,991,400 124,940,970 sedang berjalan Sekretariat

Jasa pemeliharaan peralatan gedung/kantor 1 unit
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 
dinas/operasional roda 4 (empat) 4 unit
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 
dinas/operasional roda 2 (dua) 24 unit

3

Program Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan

Kinerja aparatur dan 
birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah 
meningkat

Outcome : Terwujjudnya peningkatan 
capaian kinerja dan keuangan 100% 89,758,750 94,246,688

3.1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas Kominfo sandi

Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran : 
Renstra, renja, RKT, RKA DPA, Tapkin yang tersusun 6 jenis

Tersedianya dokumen perencanaan dan 
penganggaran 100% 89,758,750 94,246,688 sedang berjalan Sekretariat

Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, 
SKM, SPIP, Profil) 5 dokumen Nilai akuntabilitas kinerja OPD B

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Dokumen SKM 1 dokumen Nilai SKM Diskominfosn B

4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur

Kinerja aparatur dan 
birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah 
meningkat

Outcome : peningkatan kapasitas sumber 
daya aparatur 100% 100,000,000 105,000,000

4.1
Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan 
Kapasitas Aparatur Kec. UH Frekwensi Pendidikan dan Pelatihan formal 15 orang

Meningkatnya kapasitas sumber daya 
aparatur 100% 100,000,000 105,000,000 sedang berjalan Sekretariat

5
Program Optimalisasi Pemanfaatan 
Teknologi Informasi dan Telematika

Kinerja aparatur dan 
birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah 
meningkat Persentase aplikasi yang terintegrasi 30% 12,239,237,700 12,851,199,585

5.1
Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan 
Telematika Kota Yogyakarta E-Gov yang terkelola 26 unit Kelancaran akses data 50 OPD 1,614,110,000 1,694,815,500 sedang berjalan

Seksi Perangkat 
Lunak

Aplikasi Publik yang terkelola 24 unit

Perawatan dan perbaikan perangkat lunak dan aplikasi 10 paket

Pembangunan/Pengembangan/redisain aplikasi 5 paket

5.2
Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan 
Teknologi Informasi dan Telematika Kota Yogyakarta monitoring jaringan informasi 12 kali 10,379,330,300 10,898,296,815 sedang berjalan

Seksi Perangkat 
Keras dan 
infrastruktur 
telematika

Perawatan dan Perbaikan perangkat keras dan jaringan TI 3 jenis

perawatan dan perbaikan server 12 bulan

perawatan dan perbaikan jaringan internet/intranet
45 

kelurahan/bulan
Pengadaan belanja modal komputer pendukung Aplikasi E 
Gov 1 paket

pengadaan CCTV 1 paket

pengadaan hardware ruang riset teknologi 1 paket

Pengadaan perangkat free hotspot 1 paket

Jasa koneksi internet 8 jenis

.Jasa koneksi internet layanan E-Gov, 200 Mbps 12 bulan

koneksi internet perpustakaan, 30 Mbps 12 bulan

koneksi internet DPRD, 20 Mbps 112 bulan

koneksi internet pendidikan , 50 Mbps 12 bulan

koneksi internet sub domain, 50 Mbps 12 bulan

koneksi internet non SKPD 12 bulan

koneksi internet Pengelola TI 12 bulan

Jasa Koneksi Intranet Luar Komplek Balaikota 12 bulan

Pengadaan licency pengamanan jaringan 1 paket

Pengadaan layanan Virtual Server Privat (VPS) 12 bulan

Pembangunan Jaringan optik luar komplek Balaikota 1 paket

5.3 Pengelolaan dan Pengembangan Smart City Kota Yogyakarta
Perencanaan Infrastruktur Ruang Smart City Operation 
Center 1 dokumen Implementasi Smart City 3 layanan 245,797,400 258,087,270 sedang berjalan

Seksi 
Pengembangan 
Smart City

Implementasi dan sosialisasi aplikasi Smart City 45 kelurahan

Perangkat Lunak/aplikasi yang terintegrasikan 2 aplikasi

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Aplikasi Egoverment 46 aplikasi

Pelayanan Call Center 1 dokumen

6
Program Pengelolaan Informasi dan 
Statistik 

Kinerja aparatur dan 
birokrasia

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah 
meningkat

Terwujudnya Pengelolaan Informasi Melalui 
semua media dan statistik 100% 1,639,328,265 1,721,294,678

6.1 Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi Kota Yogyakarta Pameran Sekaten 1 kali
Terlaksananya deseminasi hasil 
pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta 100% 1,401,976,965 1,472,075,813 sedang berjalan

Seksi Promosi, 
Publikasi dan 
Kemitraan Informasi

Penerbitan Media Pemerintah 8 kali

Deseminasi hasil pembangunan 
Pemerintah Kota Yogyakarta dan best 
praktis masyarakat

Pengelolaan Website Jogjakota.go.id 12 bulan
-Deseminasi dan disitrubusi informasi 
melalui media baru internet
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Pengelolaan Kelompok Informasi Masyarakat 12 bulan
-Deseminasi dan disitrubusi informasi 
melalui media tatap muka

Sosialisasi kebijakan Pemkot Yogyakarta melalui Media 
Radio 1514 kali

TerlaksananyaDeseminasikebijakan 
Pemkot Yogyakarta melalui melalui Media 
Radio

Sosialisasi kebijakan Pemkot Yogyakarta melalui Media 
Televisi 522 kali

Terlaksananya Sosialisasi kebijakan 
Pemkot Yogyakarta melalui Media Televisi

Sosialisasi kebijakan Pemkot Yogyakarta melalui Media Luar 
Ruang 365 kali

Terlaksananya Sosialisasi kebijakan 
Pemkot Yogyakarta melalui Media Luar 
Ruang

Sosialisasi kebijakan Pemkot Yogyakarta melalui 
PERTUNRA 3 kali

Terlaksananya Sosialisasi kebijakan 
Pemkot Yogyakarta melalui PERTUNRA 
yang bisa disaksikan oleh seluruh lapisan 
masyarakat baik laki-laki /perempuan 
dewasa maupun anak-anak

Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta 6 dokumen
Tersusunnya dokumentasi kegiatan 
Pemerintah Kota Yogyakarta

6.2 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik Kota Yogyakarta Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka Terbitan Tahun 2018 1 dokumen

Tersedianya data penunjang Materi 
Perencanaan Pembangunan Kota 
Yogyakarta 100% 237,351,300 249,218,865 sedang berjalan Seksi Statistik

Buku Saku Kota Yogyakarta Dalam Angka Terbitan Tahun 
2018 1 dokumen

Buku Kecamatan Dalam Angka Terbitan Tahun 2018 1 dokumen
Buku Analisis PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan 
Usaha Tahun 2017 1 dokumen
Buku Analisis PDRB Kota Yogyakarta Menurut Penggunaan 
Tahun 2017 1 dokumen

Buku Analisis PDRB Kecamatan Kota Yk. Tahun 2017 1 dokumen

Buku ICOR Kota YogyakartaTahun 2017 1 dokumen

Buku Indeks Kesejahteraan Rakyat Kota Yk. Tahun 2017 1 dokumen
Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yk. Tahun 
2016 1 dokumen

Buku Statistik Perhotelan Kota Yk. Tahun 2016 1 dokumen

Buku SUSENAS Kota Yk. Tahun 2016 1 dokumen

Buku Indikator Ekonomi Kota Yk. Tahun 2016 1 dokumen

Buku Gini Rasio dan Pemerataan Pendapatan Tahun 2016 1 dokumen
Buku Indeks Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
Tahun 2016 1 dokumen

7 Program Peningkatan Komunikasi Publik
Kinerja apariatur dan 
birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah 
meningkat Terwujudnya Komunikasi Publik 100% 1,457,447,242 1,530,319,604

7.1 Kehumasan dan Pelayanan Informasi Kota Yogyakarta Pengkajian Berita 1 tahun 904,862,828 950,105,969 sedang berjalan

Seksi Humas dan 
Pelayanan Informasi 
Publik

Deseminasi Perda / Perwal 2 kali

Deseminasi LPPD Akhir Tahun 2017 2 kali

Sosialisasi APBD Tahun 2018 2 kali

Sosialisasi Hasil Audit BPK Tahun 2017 1 kali

Sosialisasi melalui Iklan Layanan Masyarakat 2 kali

Kerjasama penulisan 86 kali

Advetorial 1 kali

Ucapan Selamat 17 kali

Jumpa Pers Wartawan 55 kali

Peliputan Wartawan 44 kali

7.2 Pengelolaan Keluhan dan Aduan Kota Yogyakarta Pegeloalan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) 12 bulan
Terkelolanya keluhan dan aduan 
masyarakat 100% 552,584,414 580,213,635 sedang berjalan

Seksi Pengelola 
Keluhan dan Aduan

Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 12 bulan
Terkelolanya permohonan informasi di 
PPID Kota Yogyakarta
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Dialog Interaktif Walikota Menyapa 360 kali
Terlaksananya komunikasi Pemkot dengan 
warga masyarakat melalui media radio

Deseminasi PPID 6 kali Tersosialisasikannya fungsi PPID

Pengelolaan Call Center 112 12 bulan
Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan 
informasi kegawatdaruratan

8
Program Peningkatan Pelayanan 
Persandian

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah 
meningkat

Presentase Pelayanan Pengamanan 
Informasi. 100% 923,261,250 969,424,313

8.1 Operasional Persandian dan Telekomunikasi Kota Yogyakarta Pengamanan Sinyal Frekuensi 11 bulan
pelayanan persandian untuk pengamanan 
informasi 155 lokasi 480,555,000 504,582,750 sedang berjalan

Seksi Operasional 
Persandian dan 
Telekomunikasi

Pemeliharaan Peralatan Persandian 30 unit

Perawatan dan Perbaikan Perangkat Telekomunikasi 12 bulan

Penggantian dan Penataan terminal jaringan telepon 1 paket

Pembayaran pajak komunikasi radio (HT) 2 unit

8.2
Pengembangan Persandian dan 
Telekomunikasi Kota Yogyakarta

Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Kota 
Yogyakarta 59 JKS

Terlaksananya jaring komunikasi 
persandian 100% 360,501,250 378,526,313 sedang berjalan

Seksi 
Pengembangan 
Persandian dan 
Telekomunikasi

Laporan Forum Komunikasi Persandian
1 dokumen FK 

sandi

Pengadaan Peralatan Sandi 1 paket

8.3
Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi 
dan Informatika Kota Yogyakarta

Laporan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian 
komunikasi dan informatika 1 dokumen

meningkatnya ketertiban penyelenggaraan 
komunikasi dan informatika

3 jenis 
usaha 82,205,000 86,315,250 sedang berjalan

Seksi Pengawasan 
dan Pengendalian 
Komunikasi dan 
Informatika

Seminar pembinaan operasional warnet/game online 50 peserta

Pengadaan Peralatan Pengawasan Persandian 1 paket

17,770,845,357 18,659,387,626Total
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Dinas Perhubungan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
Daerah Meningkat

Terwujudnya kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 1,989,245,109 2,029,030,012

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinhub Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 145 kali
Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan 
dan operasional perkantoran 100% 341,400,000 348,228,000 sedang berjalan Dinas Perhubungan

Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 100 orang

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 34 laporan

1.2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinhub ATK yang tersedia 64 jenis
Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan 
dan operasional perkantoran 100% 1,181,434,333 1,205,063,020 sedang berjalan Dinas Perhubungan

Komponen Alat Listrik dan Elektronik yang tersedia 11 jenis

Materai 6000 yang tersedia 1500 bh

Materai 3000 yang tersedia 2400 bh

Perangko yang tersedia 4500 bh

Jasa Pengiriman Paket 5 kali

STNK Sky Lift yang terbayar 1 unit

STNK roda 2 yang terbayar 38 unit

STNK roda 4 yang terbayar 11 unit

KIR yang terbayar 5 unit
Jasa Pembayaran Listrik, Telepon, dan Bantuan 
Komunikasi 12 bulan

Peralatan dan Bahan Kebersihan yang tersedia 13 jenis

Retribusi sampah TKP yang terbayar 12 bulan

Retribusi repeater yang terbayar 1 kali

Jasa Pemeliharaan Taman 5 jenis

Jasa Pemeliharaan Kerumahtanggaan 7 jenis

Bahan komputer/printer yang tersedia 11 jenis

Sewa Lokasi Repeater yang terbayar 1 lokasi

Jasa Cetak foto 2 lembar

Jasa Percetakan 45 jenis

Jasa Penggandaan 306.000 lembar
Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 
tersedia 54 unit

Peralatan-peralatan Rumah Tangga yang tersedia 4 jenis

Buku perpustakaan yang tersedia 15 buah

Bahan Bacaan/Surat Kabar yang tersedia 12 bulan

Pengadaan Pakaian Dinas Harian 4 jenis

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 6 jenis

1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Dinhub
Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, 
SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun 4 dokumen

Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan 
dan operasional perkantoran 100% 466,410,776 475,738,992 sedang berjalan Dinas Perhubungan

Dokumen administrasi barang berjalan lancar 12 bulan

Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 81 dokumen ASN

Informasi Website terkelola 1 dokumen

Jasa Pengelolaan Arsip 3 orang

Jasa Tenaga Bantuan 15 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
Daerah Meningkat

Pemeliharaan sarana dan prasarana 
aparatur 100% 656,142,050 669,264,891

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Dinhub Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat 2 lokasi

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana 
aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi 
OPD 12 bulan 301,875,000 307,912,500 sedang berjalan Dinas Perhubungan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kebersihan kantor 12 bulan

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional Dinhub

Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 
operasional :

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana 
aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi 
OPD 100% 354,267,050 361,352,391 sedang berjalan Dinas Perhubungan

roda 2 (dua) 38 unit

roda 4 (empat) 11 unit

Sky Lift 1 unit

3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
Daerah Meningkat

Terwujudnya peningkatan kapasitas 
sumber daya aparatur 100% 54,000,000 55,080,000

3.1
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan Dinhub Pengiriman pegawai mengikuti Diklat Teknis 9 kali Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100% 54,000,000 55,080,000 Baru Dinas Perhubungan

4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
Daerah Meningkat

Terwujudnya peningkatan capaian kinerja 
dan keuangan 100% 145,078,000 147,979,560

4.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 
laporan Capaian Kinerja SKPD Dinhub

Dokumen perencanaan, pengendalian dan 
penganggaran (Renstra, Renja,Renja 
Perubahan,KUAPPAS,KUPPA, Penetapan Kinerja, 
RKA,RKA Perubahan, DPA,DPPA,RUP Murni,RUP 
Perubahan) 11 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan 
pengganggaran tepat waktu 100% 145,078,000 147,979,560 sedang berjalan Dinas Perhubungan

Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan 
Fisik, Laporan Pencapaian Penetapan Kinerja, 
LPPD/LKPJ) 3 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 1 dokumen Tersedianya dokumen Indeks kepuasan masyarakat

5 Program Pengelolaan Lalu Lintas 
Pembangunan Wilayah dan 
Peningkatan Infrastruktur

Ketimpangan Antar Wilayah 
Menurun Kinerja Lalu Lintas Jalan Kota (Visi Rasio) 80% 5,219,091,000 6,064,604,100

5.1 Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas

sekota 
Yogyaka
rta

Dokumen Survey bangkitan dan tarikan perjalanan dan 
kebutuhan parkir bangunan perkantoran dan jasa 
keuangan 1 dokumen Peningkatan perencanaan manajemen lalu lintas 100% 599,435,000 611,423,700 sedang berjalan Dinas Perhubungan

Dokumen Survey bangkitan dan tarikan perjalanan dan 
kebutuhan parkir gedung pertemuan dan restoran 1 dokumen

Dokumen Updating Kinerja Lalu Lintas Tahun 2018 1 dokumen

Kajian Andalalin yang terverifikasi 1 laporan

5.2 Manajemen dan Rekayasa lalu lintas Dokumen Kajian Normalisasi Simpang 1 dokumen Peningkatan perencanaan manajemen lalu lintas jalan 100% 502,260,000 512,305,200 sedang berjalan Dinas Perhubungan

Laporan Manajemen dan Rekayasa LL 2 laporan

Laporan Koordinasi Forum Komunikasi LLAJ 1 dokumen

5.3
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan 
Fasilitas Perhubungan

sekota 
Yogyaka
rta Cermin tikungan yang tersedia & terpasang 200 unit

Peningkatan jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan bidang 
Perhubungan dan Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan 
Jalan bidang Perhubungan 4,117,396,000 4,940,875,200 sedang berjalan Dinas Perhubungan

Rambu Lalu Lintas yang tersedia dan terpasang 100 unit

Papan Nama Jalan Antik yang tersedia dan terpasang 10 unit

RPPJ yang tersedia dan terpasang 10 unit

FO ATCS yang terpasang 1 paket

APILL ATCS yang tersedia dan terpasang 2 unit

APILL Tenaga Surya yang tersedia dan terpasang 1 unit

Rambu Lalu Lintas yang terpelihara 100 unit

Marka Jalan yang terpelihara 5000 m2

Marka Jalur Sepeda yang terpelihara 500 m2

Marka Ruang Tunggu Sepeda yang terpelihara 500 m2

Marka ZOSS yang terpelihara 500 m2

APILL yang terpelihara 50 unit
Papan Nama Jalan Antik Lingkungan yang tersedia dan 
terpasang 30 unit

Baterai yang terbeli 20 buah

6
Program Angkutan Jalan , Pengendalian Operasional 
dan Keselamatan lalu Lintas Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
Daerah Meningkat

Persentase pemenuhan standart 
keselamatan bagi angkutan umum di 
dalam kota 95% 2,629,586,806 2,682,178,542
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6.1 Penyelenggaraan Angkutan

sekota 
Yogyaka
rta Perijinan Angkutan yang diterbitkan

1000 ijin dispensasi 
jalan, 30 

rekomendasi
Optimalisasi perizinan angkutan dan Peningkatan 
Ketertiban kendaraan tidak bermotor 100% 473,140,000 482,602,800 sedang berjalan Dinas Perhubungan

Dokumen Penyusunan Database Perusahaan Angkutan 
Umum, Agen Angkutan Umum, dan Pool Angkutan 
Umum di Kota Yogyakarta 1 dokumen
Kendaraan Tidak Bermotor (KTB) yang mengikuti 
kampanye ketertiban tahap V 600 KTB

Plat KTB/TNKTB yang tersedia 200 pasang

SIOKTB yang tersedia 200 set

Reflektor KTB yang tersedia 500 unit

Identitas Pengemudi KTB yang tersedia 200 set

Dukungan APEKSI 3 jeni

6.2 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

sekota 
Yogyaka
rta

Perlengkapan operasional pengujian kendaraan 
bermotor/PKB yang direhab

1 UPT, 2 line alat 
Pengujian 
kendaraan 
bermotor

Peningkatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, 
Prasarana dan Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor 100% 1,059,414,659 1,080,602,952 sedang berjalan Dinas Perhubungan

Stiker tanda samping yang tersedia 18.200 set

Buku uji berkala yang tersedia 8.000 buku

Tanda uji berkala yang tersedia 35.300 set
Retribusi pengujian kendaraan bermotor/PKB yang 
dipungut Rp. 1.161.468.400

Jasa Keamanan PKB 4 orang

6.3 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas

sekota 
Yogyaka
rta

Pelajar dan masyarakat umum yang mengikuti 
bimbingan keselamatan lalu lintas 420 orang

Peningkatan pengetahuan keselamatan transportasi 
untuk anak dan masyarakat baik laki-laki, perempuan, 
lansia, disabilitas, kaum miskin 100% 414,560,000 422,851,200 sedang berjalan Dinas Perhubungan

Alat peraga taman keselamatan LL yang dibangun 1 paket

Taman keselamatan LL yang terpelihara 1 paket

Operasional kegiatan taman keselamatan LL 11 bulan
Laporan inspeksi keselamatan lalu lintas dan 
keselamatan angkutan jalan 1 dokumen

6.4
Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian 
Operasional di bidang Perhubungan

sekota 
Yogyaka
rta

Patroli, pengendalian dan pengawasan penegakan 
perda bidang perhubungan 240 kali Peningkatan ketertiban dan keselamatan transportasi 100% 682,472,147 696,121,590 sedang berjalan Dinas Perhubungan
Operasi bersama penegakan Perda bidang 
perhubungan 44 kali

Piket di hari libur 120 kali

Pengaturan dan pengendalian angkutan dan lalu lintas 
lebaran, natal, tahun baru, hari besar keagamaan dan 
Sekaten 72 hari

7 Program Pengelolaan Perparkiran
Pembangunan Wilayah dan 
Peningkatan Infrastruktur

Ketimpangan Antar Wilayah 
Menurun Kinerja Lalu Lintas Jalan Kota (Visi Rasio) 80% 7,870,598,500 8,028,010,470

7.1 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran

sekota 
Yogyaka
rta Operasional penyelenggaraan perparkiran 12 bulan Peningkatan operasional penyelenggaraan perparkiran 100% 7,389,483,500 7,537,273,170 sedang berjalan Dinas Perhubungan

Pengadaan karcis parkir dan tanda bukti 
setoran/penerimaan 15 jenis

Pengadaan pakaian jukir 900 bh

Retribusi parkir yang dipungut Rp. 7.398.000.000

Pengawasan perparkiran 12 bulan

7.2 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran

sekota 
Yogyaka
rta Laporan koordinasi di bidang perparkiran 1 dokumen Peningkatan operasional penyelenggaraan perparkiran 91% 481,115,000 490,737,300 sedang berjalan Dinas Perhubungan

Laporan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan 
perparkiran, 1 dokumen

Juru parkir yang terbina 850 jukir

Petugas parkir dan pedagang TKP yang terbina 4 TKP

Papan tarif parkir TJU yang tersedia 20 buah

Papan tarif parkir TKP yang tersedia 8 bh

Papan tarif parkir yang diperbaiki 200 buah

TKP (Ngabean, Senopati, Sriwedani) yang diperlihara 3 buah
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TKP Limaran yang dipelihara 1 buah
Sarpras parkir TJU (marka, rambu, papan informasi) 
yang tersedia 1 paket

18,563,741,465 19,676,147,575Total
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Dinas Pariwisata

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Terwujudnya kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan Pemerintah 
Daerah yang berkualitas

Terwujudnya Kelancaran 
Administrasi, keuangan dan 
operasional perkantoran 100% 509,985,499 535,484,774

1.1
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi Dinas Pariwisata makan minum harian karyawan 28 orang

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 92,770,000 97,408,500

sedang 
berjalan Dinas Pariwisata

makan minum tamu 58 kali

makan minum rapat 100 kali

Langganan Telepon Dinas 12 bulan

Langganan Telepon UPT 12 bulan

Bantuan biaya komunikasi Kepala 12 bulan

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 16 laporan

1.2
Penyediaan Jasa, Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor Dinas Pariwisata Materai 6000 an yang tersedia 100 buah

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 316,058,157 331,861,065

sedang 
berjalan Dinas Pariwisata

Materai 3000 an yang tersedia 400 buah

STNK Roda 4 yang diperpanjang izinnya 3 Unit

STNK Roda 3 yang diperpanjang izinnya 1 Unit

STNK Roda 2 yang diperpanjang izinnya 8 Unit

Jasa Cleaning Service 1 paket

bahan kebersihan 14 jenis

Alat tulis kantor Dinas 49 jenis

Alat tulis kantor UPT Malioboro 49 jenis

Jasa Percetakan 4 jenis

Jasa penggandaan 134.000 lembar
Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan 
kantor yang tersedia 6 jenis

pemeliharaan peralatan kantor 10 jenis

pemeliharaan peralatan kantor 10 jenis

Bahan Komputer 22 jenis

Pemeliharaan komputer 2 jenis

Bahan/Peralatan Kantor/Rumah tangga 9 jenis

Surat Kabar/majalah Dinas dan UPT 3 jenis

White board 3 buah

Kursi kerja putar 3 buah

Meja rapat 2 buah

Kursi rapat 15 buah

Kabinet besi laci 4 2 buah

Mesin fax 1 unit

Jam dinding 5 buah

Wireless microphone 2 buah

Tiang microphone 1 buah

Amplifier 1 unit

Laptop 2 unit

LCD Projector 2 unit

Layar Proyektor 2 unit

Printer toner 3 unit

Sofa TIC 1 unit

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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1.3
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 
Perkantoran Dinas Pariwisata

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, 
SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun 5 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 101,157,342 106,215,209

sedang 
berjalan Dinas Pariwisata

Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola 12 dokumen ASN

Tenaga bantuan 2 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
Daerah Meningkat

Terwujudnya sarana dan prasarana 
aparatur yang memadai 100% 123,453,500 129,626,175

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Gedung/Bangunan Kantor Dinas Pariwisata

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor UPT 
malioboro 1 paket

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi OPD 100% 25,840,000 27,132,000

sedang 
berjalan Dinas Pariwisata

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Dinas 1 paket

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional Dinas Pariwisata

Kendaraan Roda 4 , Kendaraan Roda 3 , Kendaraan 
Roda 2

Roda 4 : 3 Unit , 
Roda 3 : 1 Unit , 
Roda 2 : 8 Unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi OPD 100% 97,613,500 102,494,175

sedang 
berjalan Dinas Pariwisata

3

Program Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan

Kinerja aparatur dan 
birokrasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
Daerah Meningkat

Terwujudnya peningkatan capaian 
kinerja dan keuangan 100% 86,080,000 90,384,000

3.1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas Pariwisata

Tersusunnya Perencanaan Kerja dan Penganggaran 
OPD (Renstra, RENJA, PK, RKA, DPA) 5 Dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan, 
pengendalian, dan penganggaran 100% 86,080,000 90,384,000

sedang 
berjalan Dinas Pariwisata

Tersusunnya Laporan Kinerja OPD (LAKIP, Laporan 
Fisik dan Keuangan, SKM, SPIP, Profil SKPD) 5 Dokumen Nilai akuntabilitas kinerja OPD

4
Program Pengembangan dan Pemasaran 
Wisata 

Wisatawan, stakeholder 
pariwisata, objek daya tarik 
wisata Jumlah kunjungan wisatawan 

Jumlah kunjungan wisatawan 
meningkat 

3.250.681 
orang 9,385,868,202 9,855,161,612

4.1 Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Kota Yogyakarta, 
Jawa, Luar Jawa, 
Luar Negeri Analisa pasar wisatawan 2 kegiatan

Dukungan terhadap Promosi dan Pemasaran 
Pariwisata 100% 3,657,859,244 3,840,752,206

sedang 
berjalan Dinas Pariwisata

Penghitungan jumlah kunjungan wisatawan 1 kali

Pengembangan Teknologi Informasi pariwisata 1 kegiatan

Pengembangan jaringan kerjasama pariwisata 4 kegiatan

Promosi dalam dan luar negeri 2 kegiatan

Pelayanan informasi pariwisata 3 kegiatan

Event pariwisata unggulan 1 kegiatan

4.2
Pengelolaan dan Pengembangan Obyek 
Daya Tarik Wisata

Tersebar se kota 
Yogyakarta Pengembangan ODTW unggulan 2 kegiatan

Dukungan terhadap pengembangan dan 
peningkatan ODTW 100% 974,699,900 1,023,434,895

sedang 
berjalan Dinas Pariwisata

Pengembangan ODTW unggulan 3 kegiatan

Pengembangan sarana dan prasarana ODTW 2 kegiatan

Pengembangan kampung wisata 4 kegiatan

Sadar wisata 5 kegiatan

Monitoring ODTW 1 kegiatan

4.3 Pengelolaan Kawasan Malioboro
Kawasan 
Malioboro

Pengamanan Kawasan Malioboro / Jaga Kawasan 
Malioboro 12 bulan

dukungan terhadap Pengembangan dan 
Penataan Kawasan Malioboro 100% 4,753,309,058 4,990,974,511

sedang 
berjalan Dinas Pariwisata

Pengawasan CCTV 12 laporan
Penyapuan Jl.Ahmad Yani ( Margo Mulyo), Jl.Malioboro 
dan TKP ABA 12 bulan

Penyemprotan Jalan dan trotoar 300 kali

Pemeliharaan Jaringan Listrik kawasan Malioboro 1 paket

Pemeliharaan CCTV
1 ruang kendali, 22 

cctv

Pemeliharaan Studio Radio dan jaringan bawah tanah
1 studio dan 
jaringannya

Prunning 2 kali

Pengelolaan Radio Kawasan Wisata Malioboro 12 dokumen

TIC dan Layanan Pengaduan dan Perijinan 12 bulan

Cetak blanko 8 jenis cetak
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Pengelolaan bagi hasil retribusi TKP 1 dan TKP 2 12 dokumen

5
Program Peningkatan Kualitas Atraksi 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Pelaku ekonomi kreatif, 
usaha jasa pariwisata, SDM 
pariwisata, atraksi 
pariwisata, wisatawan Lama tinggal wisatawan Lama tinggal wisatawan meningkat 2,35 hari 2,757,824,040 2,895,715,242

5.1
Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi 
Kreatif

Tersebar se kota 
Yogyakarta Gelar potensi ekonomi kreatif 2 kali

Dukungan terhadap pengembangan ekonomi 
kreatif, usaha jasa pariwisata, dan SDM pariwisata 100% 786,081,000 825,385,050

sedang 
berjalan Dinas Pariwisata

Updating Jasa Usaha Pariwisata 1 kali

Pembinaan Usaha dan SDM Pariwisata 40 kali

Pelatihan Pembinaan Pemandu Pariwisata 2 dokumen

Survey Kepuasan Wisatawan 1 laporan

Jogja Kreatif 10 kali

5.2
Pembinaan dan Pengembangan Atraksi 
Wisata

Tersebar se kota 
Yogyakarta Pentas Kangen Jogja 10 kali

Dukungan Terhadap Pembinaan & 
Pengembangan Atraksi Wisata 100% 1,971,743,040 2,070,330,192

sedang 
berjalan Dinas Pariwisata

PMPS 1 kali

Pentas Kawasan 4 kali

Event Khusus 20 kali

Pengiriman misi kesenian luar DIY 2 kali

Pengiriman misi kesenian dalam DIY 1 kali

6 Program Pengembangan Taman Pintar Pengunjung Taman Pintar Jumlah pengunjung Taman Pintar Pengunjung Taman Pintar meningkat 
820.000 
orang 14,500,000,000 14,650,000,000

6.1 Operasional Layanan BLUD Taman Pintar Taman Pintar
Terlaksananya layanan kepada pengunjung Taman 
Pintar 12 bulan

Dukungan terhadap pengelolaan dan 
pengembangan Taman Pintar 100% 14,500,000,000 14,650,000,000

sedang 
berjalan Dinas Pariwisata

27,363,211,241 28,156,371,803Total
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Dinas Kebudayaan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat

Terwujudnya Kelancaran Administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 655,595,888 531,606,409

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Kebudayaan Makan dan Minum yang tersedia untuk
Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 33,30% 188,420,000 108,724,195 sedang berjalan

Dinas 
Kebudayaan

a. Koordinasi 100 kali

b. Pegawai 242 kali

c. makan minum tamu 58 kali

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 38 laporan

1.2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kebudayaan Materai 6000 an yang tersedia 100 buah
Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 33,30% 363,391,728 310,558,677 sedang berjalan

Dinas 
Kebudayaan

Materai 3000 an yang tersedia 400 buah

STNK Roda 4 yang diperpanjang izinnya 2 unit

STNK Roda 3 yang diperpanjang izinnya 1 unit

STNK Roda 2 yang diperpanjang izinnya 5 unit

Jasa tenaga teknis taman 1 orang

Jasa Retribusi sampah 12 bulan

Jasa Kebersihan Kantor 1 paket

bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 16 jenis

Alat tulis kantor Yang tersedia 60 jenis

Jasa percetakan 3 jenis

Jasa Penggandaan / FC 100.000 lembar
Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan 
kantor yang tersedia 6 jenis

Jasa perbaikan peralatan kerja 10 jenis
Komponen Peralatan dan Perlengkapan kantor yang 
tersedia 13 jenis

Komponen Komputer yang tersedia 22 jenis

Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 2 jenis

Peralatan Rumah tangga yang tersedia 9 jenis

bahan bacaan atau surat kabar yang tersedia 2 jenis

Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi 12 bulan

Jasa Keamanan Kantor 1 paket

1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Dinas Kebudayaan
- Dokumen administrasi penatausahaan keuangan yang 
tersusun 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 33,30% 103,784,160 112,323,537 sedang berjalan

Dinas 
Kebudayaan

- Dokumen Admisistrasi Kepegawaian yang terkelola 12 dokumen ASN

- Jasa pengelola arsip 4 orang

- Jasa Tenaga Bantuan 2 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
Daerah Meningkat

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur 
yang memadai 100% 100,895,146 105,844,704

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Dinas Kebudayaan - Jasa pemiliharaan gedung / bangunan kantor / tempat 1 unit 31,595,446 32,574,009 sedang berjalan
Dinas 
Kebudayaan

- Bahan baku bangunan 3 jenis

- Bahan / Bibit Tanaman 2 jenis

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional Dinas Kebudayaan

Jasa pemiliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas / 
operasional

Dukungan terhadap peningkattan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi OPD 50% 69,299,700 73,270,695 sedang berjalan

Dinas 
Kebudayaan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta
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- Roda 4 2 unit

- Roda 3 1 unit

- Roda 2 5 unit

3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat

Terwujudnya peningkatan capaian kinerja 
dan keuangan 100% 74,067,600 76,306,145

3.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 
laporan Capaian Kinerja SKPD Dinas Kebudayaan

Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 
Penganggaran 5 dokumen

Tersedianya dokumen Perencanaan, 
Pengendalian dan Penganggaran 100% 74,067,600 76,306,145 sedang berjalan

Dinas 
Kebudayaan

Laporan Kinerja OPD 6 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD BB

4 Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya Sosial Budaya

Peran serta masyarakat dalam 
pengembangan dan pelestarian 
budaya meningkat

Jumlah Pelestarian Warisan dan nilai Budaya 
yang tersosialisasikan di masyarakat 43% 833,144,705 945,234,550

4.1
Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, 
Pengetahuan dan Teknologi Kota Yk 1. Frekuensi Updating Data Kebudayaan 1 kali

Dukungan Terhadap Program Pelestarian 
Warisan dan Nilai Budaya 33,30% 197,225,000 299,791,195 sedang berjalan

Dinas 
Kebudayaan

2. Dokumen Kajian Budaya 1 dokumen

3. Frekuensi Kemitraan kebudayaan 1 kali

4.2 Pelestarian Tata Nilai Budaya Kota Yk 1. Laporan pelestarian tata nilai budaya 4 laporan
Dukungan Terhadap Program Pelestarian 
Warisan dan Nilai Budaya 33,30% 260,731,705 258,842,160 sedang berjalan

Dinas 
Kebudayaan

2. Dokumen potensi tata nilai Budaya 1 dokumen

4.3 Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman Kota Yk
1. Laporan pelayanan Rekomendasi Bentuk Arsitektur 
Bangunan 1 laporan

Dukungan Terhadap Program Pelestarian 
Warisan dan Nilai Budaya 33,30% 375,188,000 386,601,195 sedang berjalan

Dinas 
Kebudayaan

2. Jumlah penghargaan Pelestari Bangunan Heritage 10 orang

3. Laporan Pelestarian Permuseuman 1 laporan

5
Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah 
dan Bahasa Sosial Budaya

Peran serta masyarakat dalam 
pengembangan dan pelestarian 
budaya meningkat

Persentase Pelestarian dan Pengembangan 
Sejarah yang tersosialisasikan di masyarakat 18% 499,823,450 507,755,890

Persentase Pelestarian dan Pengembangan 
Sastra yang tersosialisasikan di masyarakat 31%

5.1 Pelestarian dan Pengembangan Sejarah Kota Yk 1. Frekuensi Inventarisasi Data Kesejarahan 1 kali
Dukungan Terhadap Program Pelestarian dan 
Pengembangan Sejarah , Bahasa dan Sastra 50% 181,100,500 185,066,695 sedang berjalan

Dinas 
Kebudayaan

2. Dokumen Kajian Sejarah 1 dokumen

5.2 Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Kota Yk
1. Laporan pelestarian dan pengembangan bahasa dan 
sastra 5 laporan

Dukungan Terhadap Program Pelestarian dan 
Pengembangan Sejarah , Bahasa dan Sastra 50% 318,722,950 322,689,195 sedang berjalan

Dinas 
Kebudayaan

6
Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan 
Tradisi Sosial Budaya

Peran serta masyarakat dalam 
pengembangan dan pelestarian 
budaya meningkat

Persentase Pelestarian Pengembangan Seni 
dan Tradisi 13% 1,096,045,714 917,785,340

6.1 Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film Kota Yk
1. Laporan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan 
Film 3 laporan

Dukungan terhadap Program Pelestarian dan 
Pengembangan Seni dan Tradisi 50% 675,657,914 477,574,145 sedang berjalan

Dinas 
Kebudayaan

2. Jumlah Film Dokumenter 1 film

3. Data Tempat dan Sarana Kesenian 1 dokumen

6.2 Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi Kota Yk
1. Laporan Pelestarian dan Pengembangan Adat dan 
Tradisi 2 laporan

Dukungan terhadap Program Pelestarian dan 
Pengembangan Seni dan Tradisi 50% 420,387,800 440,211,195 sedang berjalan

Dinas 
Kebudayaan

2. Frekuensi Kampanye Sadar Budaya 8 kali

3,259,572,503 3,084,533,038Total
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Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
Daerah Meningkat

Terwujudnya kelancaran 
administrasi, keuangan dan 
operasional perkantoran 100% 2,447,704,398 2,570,089,618

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi UH Penyediaan makanan dan minuman pegawai 95 orang
Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 706,607,500 741,937,875 sedang berjalan Dinzin

Penyediaan makanan dan minuman rapat 11 bulan

Penyediaan makanan dan minuman tamu 11 bulan

laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 44 laporan

1.2
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor UH Materai 450 buah

dukungan terhadap kelancaran 
administrasi,keuangan dan operasional 
perkantoran 100% 1,198,117,650 1,258,023,533 sedang berjalan dinzin

Perangko 7000 buah

STNK roda 4 yang terbayar 4 unit

STNK roda 2 yang terbayar 15 unit

bahan dan peralatan kebersihan 10 jenis

jasa kebersihan kantor 12 bulan

alat tulis kantor yang tersedia 75 jenis

jasa percetakan 16 jenis

jasa penggandaan 90.000 lbr
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 
yang tersedia 19 jenis

bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 4 eksemplar

jasa perbaikan peralatan kerja 9 jenis
komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang 
tersedia 34 jenis

peralatan rumah tangga yang tersedia 10 jenis

jasa pemeliharaan taman 12 bulan

penyediaan pakaian dinas harian 95 stel

peralatan kantor dan perlengkapan kantor 10 jenis

1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran UH
dokumen administrasi penatausahaan keuangan: 
SPP,SPM,SPJ dan laporan akuntansi yang tersusun 4 jenis 542,979,248 570,128,210 sedang berjalan dinzin

dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 64 dok ASN

jasa tenaga bantuan 20 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur Kinerja Aparatur dan Birokrasi

terwujudnya kelembagaan dan 
ketatalaksanaan pemerintah daerah 
yang berkualitas

terwujudnya sarana dan 
prasarana aparatur yang 
memadai 100% 464,193,000 487,402,650

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan 
Kantor UH jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor dinas PMP 7 jenis

dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 335,075,000 351,828,750 sedang berjalan dinzin

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional UH pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 129,118,000 135,573,900 sedang berjalan dinzin

kendaraan roda 4 4 unit

kendaraan roda 2 15 unit

3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
Daerah Meningkat

terwujudnya peningkatan 
capaian kinerja dan keuangan 100% 87,119,000 91,474,950

3.1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD UH

- dokumen perencanaan , pengendalian dan 
penganggaran ( renstra, reiew renstra, Renja, PK, RKT, 
RKA, DPA, Tapkin yang tersusun ) 6 dokumen

dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 87,119,000 91,474,950 sedang berjalan dinzin

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

- laporan kinerja SKPD (LAKIP,Laporan keuangan dan 
fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun) 6 jenis laporan

4
Program Pelayanan Penanaman Modal dan 
Perizinan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

penerbitan izin sesuai standar 
pelayanan perizinan

Penerbitan Izin sesuai standar 
pelayanan perizinan 100% 3,016,083,380 3,166,887,549

4.1 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan UH
1. pengecekan permohonan izin oleh tim penelitian 
lapangan dan pengendalian perizinan 400 izin

1. meningkatnya kegiatan membangun 
bangunan gedung dan kegiatan berusaha yang 
memiliki izin melalui Dinas PMP 2.798 izin 692,753,380 727,391,049 sedang berjalan dinzin

2. penelitian dan koordinasi penyelenggaraan perizinan 
di DinPMP 2798 izin

2. meningkatnya kepastian hukum di bidang 
pembangunan gedung dan usaha di Kota 
Yogyakarta 2.798 izin

3. analisa gambar situasi di Dinas PMP 900 GS 3. selesainya gambar situasi IMB di Dinas PMP 900 GS

4. analisa struktur bangunan gedung 129 IMB
4. perhitungan struktur bangunan gedung sesuai 
dengan standar nasional indonesia (SNI) 129 IMB

5. pengolahan berkas permohonan IMB 1.300 berkas
5. meningkatnya kepastian berkas yang 
terkendali 1.300 berkas

6. klinik pelayanan perizinan 129 berkas
6. meningkatnya kesesuaian pemanfaatan tata 
ruang 129 berkas

7. koordinasi pengesahan gambar dan uraian pertelaan 
rumah susun 10 dok

7. terselesaikannya dokumen gambar dan 
uraian pertelaan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku 10 dok

8. koordinasi pencermatan dan penelitian dokumen 
pertelaan 10 dok

8. selesainya dokumen gambar dan pertelaan 
sesuai persyaratan teknis dan adminstrasi 10 dok

4.2 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan UH 1. pelayanan pemohon izin 8000 pemohon

izin terbit tahun 2018 termasuk pelayanan 
blangko huruf braile dan loket khusus 
penyandang disabilitas 8000 izin 2,087,565,000 2,191,943,250 sedang berjalan dinzin

2. Pelaksanaan pencermatan berkas pendaftaran izin 8000 berkas
3. pelaksanaan Pencermatan Permohonan Advice 
Planing 500 berkas

4. laporan hasil pengendalian administrasi perizinan 12 laporan

5. pelaksanaan pencermatan permohonan SKKTR 200 berkas

6. pelaksanaan koordinasi izin PM 50 izin

4.3 Pelaksanaan Penerbitan Perizinan UH 1. pelaksanaan pencermatan berkas permohonan izin 8000 pemohon izin terbit tahun 2018 8000 izin 235,765,000 247,553,250 sedang berjalan dinzin
2. laporan hasil tindak lanjut dan pengendalian pasca 
penerbitan izin 12 kali laporan
3. penyediaan sarana pendukung administrasi perizinan 
dalam bentuk dokumen cetak 8 kel izin

5
Program Pengawasan dan Penanganan 
Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

terwujudnya kelembagaan dan 
ketatalaksanaan pemerintah daerah 
yang berkualitas

kesesuaian pelaksanaan izin 
dengan izin yang diterbitkan 60% 517,366,000 543,234,300

5.1 Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta UH
1. pelaksanaan pengawasan izin yang diterbitkan Dinas 
PM dan Perizinan 1500 izin

1. terlaksananya pengawasan izin yang 
diterbitkan di Kota Yogyakarta 1500 Berita Acara 316,909,000 332,754,450 sedang berjalan dinzin

2. Analisa dan tindak lanjut hasil pengawasan izin 1 dokumen
2. tersusunnya dokumen hasil analisa dan tindak 
lanjut hasil pengawasan izin 1 dok

3. Evaluasi Pelaksanaan Perizinan di Kota Yogyakarta 1 dokumen
3. tersusunnya laporan hasil evaluasi 
pelaksanaan perizinan di kota yogyakarta 1 laporan

4. Proses permohonan sertifikat laik fungsi ( SLF ) 50 permohonan
4. terlaksananya proses pencermatan 
permohonan SLF 50 dok

5.2 Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta UH 1. pelayanan pengaduan perizinan 60 pengaduan
1. terlaksananya pelayanan pengaduan 
perizinan dari masyarakat 60 pengaduan 200,457,000 210,479,850 sedang berjalan dinzin

2. analisa permasalahan pengaduan perizinan 1 dokumen
2. tersusunnya dokumen hasil analisa 
permasalahan pengaduan perizinan 1 dok

3. pengecekan lokasi pengaduan 30 pengaduan
3. terlaksananya pengecekan lokasi pengaduan 
perizinan 30 pengaduan

4. evaluasi permasalahan perizinan 1 dokumen
4. tersusunnya laporan hasil evaluasi 
permasalahan perizinan 1 dokumen

6 Program Pengembangan Penanaman Modal Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
Daerah Meningkat investasi meningkat 10% 1,101,435,000 1,156,506,750

6.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan UH
- pemeliharaan aplikasi SIM PM dan Perizinan, 
SPIPISE,SIPO,Simjaki 4 aplikasi SIM

- tersedianya aplikasi SIM PM dan Perizinan, 
SPIPISE,SIPO,Simjaki 4 aplikasi SIM 597,220,000 627,081,000 sedang berjalan dinzin
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

- pemeliharaan sub domain Dinas PM dan Perizinan 1 sub domain - sub domain Dinas PM dan Perizinan 1 sub domain
- pengembangan SIM aplikasi penanaman modal dan 
perizinan 1 unit - tersedianya SIM di bidang Perizinan 1 unit

- penyediaan hardware 2 macam - tersedianya hardware 2 macam

a. printer dot matrik 4 unit - tersedia berkas arsip dalam pelayanan data 92.400 berkas

b. monitor 10 unit
- tersedianya alih media ( scan & entri ) gambar 
pada berkas IMB 19.482

- berkas arsip perizinan terkelola dengan baik 31 jenis izin - tersusutnya arsip in aktif 7.500 berkas
- alih media (scan & entri) dokumen gambar pada 
berkas IMB 19.482 lembar - terlayaninya duplikat dan legalisir izin 220 pemohon

- penyusutan arsip perizinan sesuai prosedur 7500 berkas

- duplikat dan legalisir proses izin sesuai prosedur 220 pemohon

6.2
Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi 
Penanaman Modal UH identifikasi potensi PM 1 dok teridentifikasinya potensi PM 1 dok 291,280,000 305,844,000 sedang berjalan dinzin

penyusunan bahan promisi investasi 1 jenis tersusunnya bahan promosi investasi 1 jenis

pelayanan informasi PM 1 dok terlaksananya pelayanan informasi PM 1 dok

updating materi isi sub domain investasi.jogjakota.go.id 18 update sub domain investasi.jogjakota.go.id terupdate 18 update

6.3 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan PM UH pemantauan pelaksanaan penanaman modal 1 dok tersedianya data perkembangan investasi 1 dok 212,935,000 223,581,750 sedang berjalan dinzin

pembinaan pelaksanaan PM 1 dok
terfasilitasinya permasalahan yang dihadapi oleh 
penanam modal 1 dok

monev kegiatan PM 1 dok terkumpulnya LKPM 1 dok

7

Program Penguatan Regulasi dan 
Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman 
Modal dan Perizinan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
Daerah Meningkat

ketersediaan Regulasi sebagai 
dasar pelayanan perizinan 100% 800,346,000 840,363,300

7.1 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan UH
1. kajian peraturan dibidang palayanan PM dan 
perizinan

3 dokumen 
kajian

kepastian hukum dalam bidang PM dan 
perizinan 100% 318,182,000 334,091,100 sedang berjalan dinzin

2. draft rancangan peraturan daerah/peraturan 
walikota/keputusan kepala dinas

4 dok draft 
peraturan 
perizinan

3. sosialisasi peraturan perizinan melalui:

-dialog interaktif melalui radio 3 x siaran

-sosialisasi/dialog tatap muka 2x pertemuan

-penyederhanaan perizinan IMB dan izin gangguan
proses izin lebih 

sederhana

-penyelenggaraan izin IMB dan HO di Kec. Sesuai 
dengan ketentuan

proses izin IMB 
dan HO sesuai 
dengan SPP 

dan SOP

7.2 Pengukuran Kinerja Pelayanan UH 1. Pengukuran kinerja melalui: Peningkatan kinerja pelayanan PM dan perizinan 81,26 (skor) 482,164,000 506,272,200 sedang berjalan dinzin

-Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 6000 resp

-pelaksanaan IHT 6 kali

-pelaksanaan evaluasi pelayanan PM dan Perizinan 12 laporan
2. Pemantapan pelembagaan ISO pada DinPMP Kota 
Yogyakarta 1 dok

8,434,246,778 8,855,959,117Total
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Dinas Pemuda dan Olah Raga

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat

Terwujudnya kelancaran administrasi 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 441,045,725 570,000,000

1.1
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi Dispora makan dan minum yang tersedia untuk

Dukungan terhadap kelancaran administrasi 
keuangan dan operasional 100% 131,828,000 150,000,000 sedang berjalan

Dinas Pemuda dan 
Olahraga

a. Koordinasi 30 kali

b. Pegawai 22 orang

c. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke laur daerah 15 laporan

1.2
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor Dispora Materi 6000 yang tersedia 75 buah

Dukungan terhadap kelancaran administrasi 
keuangan dan operasional 100% 204,517,365 350,000,000 sedang berjalan

Dinas Pemuda dan 
Olahraga

Materi 3000 yang tersedia 250 buah

STNK roda 4 yang terbayar 2 unit

STNK roda 2 yang terbayar 6 unit

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 19 jenis

Jasa kebersihan kantor 12 bulan

Alat Tulis Kantor tersedia 69 jenis

Jasa percetakan 30 bendel

Jasa penggandaan 125.000 lb
Jasa Pembayaran pembayaran telepon dan bantuan 
komunikasi tersedia 12 bulan
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 
tersedia 12 jenis
Bahan bacaan/surat kabar nasional tersedia, bahan 
bacaan lokal tersedia 2 jenis

Peraturan perundang-undangan yang tsersedia 5 buah

Bahan bahan komputer tersedia 8 jenis

Jasa perbaikan peralatan kerja 6 jenis
Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang 
tersedia 12 jenis

Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 22 jenis

Peralatan rumah tangga yang tersedia 20 jenis

1.3
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 
Perkantoran Dispora

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan 
SPP,SPM,SPJ dan laporan Akuntansi yang tersusun 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 104,700,360 70,000,000 sedang berjalan

Dinas Pemuda dan 
Olahraga

dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 35 dokumen ASN

Jasa pengelola arsip 1 orang

Jasa Tenaga bantu 2 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat

Terwujudnya sarana dan prasarana 
Aparatur yang memadai 100% 95,320,000 110,000,000

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan 
Kantor Dispora Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat 1 jenis

dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana apaaratur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 39,940,000 50,000,000 sedang berjalan

Dinas Pemuda dan 
Olahraga

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional Dispora

Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 
dinas/opers

dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana apaaratur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 55,380,000 60,000,000 sedang berjalan

Dinas Pemuda dan 
Olahraga

a. Roda 4 (empat ) 2 unit

b. Roda 2 (dua ) 6 unit

3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas 
sumber Daya Aparatur 100% 6,000,000 10,000,000

3.1
Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan 
Kapasitas Aparatur Dispora Fekuensi diklat formal yang diikuti 1 kali Meningkatnya kapasitas sumberdaya Aparatur 100% 6,000,000 10,000,000 sedang berjalan

Dinas Pemuda dan 
Olahraga

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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4

Program Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat

Terwujudnya peningkatan capaian kinerja 
dan keuangan 100% 15,125,000 30,000,000

4.1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dispora

Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran 
(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen

tersedianya dokumen perencanaan, 
pengendalian dan pengganggaran 100% 15,125,000 30,000,000 sedang berjalan

Dinas Pemuda dan 
Olahraga

Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan keuangan dan Fisik, 
SKM, SPIP, Profil) 5 dokumen

5 Program Pengembangan Kepemudaan pemuda dalam berorganisasi 
Keaktifan pemuda dalam berorganisasi 
meningkat

Terwujudnya lembaga organisasi 
kepemudaan yang berperan aktif 86% 2,346,700,164 3,043,589,500

5.1 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dispora Pemilihan Pemuda Pelopor 1 dokumen terpilihan Pemuda Pelopor 100% 2,133,690,664 2,372,500,000 sedang berjalan
Dinas Pemuda dan 
Olahraga

frekuensi Pelatihan Kepemimpinan pemuda 3 kali Jiwa kepemimpinan Pemuda terlatih

Jumlah peserta Kemah bakti Pemuda Nusantara 1 kali
terselenggarakannya Kemah bakti Pemuda 
Nusantara

Frekuensi Pemuda Jogja mencari Bakat 1 kali terpilihnya Pemuda Jogja berbakat

Frekuensi Gebyar Sumpah Pemuda 1 kali Terselengarakanya Gebyar Sumpah Pemuda
Laporan seleksi, pendidikan, pelaksanaan, dan 
pembinaan Paskibraka 1 laporan

terselengaranya seleksi, pendidikan, 
pelaksanaan, dan pembinaan Paskibraka

Frekuensi sosialisasi pembentukan karekter Pemuda anti 
NAPZA 3 kali

Tersosialisasi pembentukan karekter Pemuda 
anti NAPZA

frekuensi Road show anti NAPZA 5 kali Terselengaranya Road show anti NAPZA

Fekuensi Pembinaan Kepemudaan 3 kali Terlaksananya pembinaan kepemudaan

5.2 Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan Dispora Pemuda Cinta Damai Lintas Agama 2 kali terlaksananya kegiatan Pemuda Cinta Damai 100% 213,009,500 671,089,500 sedang berjalan
Dinas Pemuda dan 
Olahraga

Seminar Program Pemerintah 2 kali terinfentarisir Program Pemerintah

Diskusi Kelembagaan antar OKP 2 kali terlaksannya diskusi Kelembagaan antar OKP

Fasilitasi Kelembagaan OKP 2 kali terfasilitasinya Kelembagaan OKP
Pelatihan Manajemen bagi Pengurus Organisasi 
Kepemudaan 2 kali

terselengarakanya pelatihan Manajemen bagi 
Pengurus Organisasi Kepemudaan

Pendataan Potensi Kepemudaan 1 kali terdatanya Potensi Kepemudaan

6 Program Pengembangan Olahraga olahraga masyakarat Minat olahraga masyarakat meningkat kelompok olahraga masyarakat yang aktif 70% 5,586,902,079 5,238,002,959

6.1 Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat Dispora
Pengiriman Kontingen Kota Yogyakarta Dalam Tri Lomba 
Juang 1 laporan

terkirimnya Kontingen Kota Yogyakarta Dalam 
Tri Lomba Juang 100% 4,621,627,700 4,154,722,700 sedang berjalan

Dinas Pemuda dan 
Olahraga

laporan Seleksi Penerimaan dan pembinaan Kelas 
Khusus Olahraga 2 laporan

terseleksi dan terbinanya Kelas Khusus 
Olahraga

frekuensi Pekan Olahraga bagi masyarakat dan olahraga 
prestasi 1 kali

terselengaranya pekan Olahraga masyarakat 
dan olahraga prestasi

Cabang olahraga yang terfasilitasi pelatihanya 6 cabor terlatihan Atlet Kota Yogyakarta

jumlah Pertandingan Walikota CUP 4 cabor terselengaranya Pertandingan Walikota CUP
Laporan seleksi dan Penngiriman POPDA Kota YK ke tk. 
Propinsi 1 laporan

terseleksinya dan terkirimnya Altit Kota Yk. Ke 
Tk Propinsi

Frekuensi Pelatihan keolahraga pegawai pemerintah kota 1 laporan
terfasilitasi pelatihan keolahraga pegawai 
pemerintah kota

6.2 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan Dispora Kelompok senam yang terbina 7 kelompok Kelompok senam yang terbina 100% 965,274,379 1,083,280,259 sedang berjalan
Dinas Pemuda dan 
Olahraga

frekuensi Lomba Senam anatar kecamatan se Kota 
Yogyakarta 1 kali

terselengaranya Lomba Senam anatar 
kecamatan se Kota Yogyakarta

laporan pelaksanaan Internasional Disability Day 1 kelompok terselengaranya Internasional Disability Day

frekuensi Pelatihan Pelaku Olahraga 1 kegiatan terlatihnya Pelaku Olahraga

Peningkatan Sarana dan Prasarana yang tersedia 1 jenis terpenuhinya Sarana dan Prasarana olahraga

laporan Pendataan kelompok/kumunitas/organisasi 
Olahraga 1 laporan

terterkoordinasinya 
kelompok/kumunitas/organisasi Olahraga 
termasuk NPC(National Paralympic 
Committee) yang membina atlet penyandang 
disabilitas

Fasilitasi Goes Pesona Nusantara 2018 1 laporan terlaksananya goess Pesona Nusantara 2018

8,491,092,968 9,001,592,459Total
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Dinas Sosial

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran

Kinerja aparatur dan 
birokrasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 
Meningkat

Kelancaran administrasi perkantoran 
meningkat 100% 1,236,913,510 1,360,604,861

1.1
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi Dinsos Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 75 pegawai

Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan 
dan operasional perkantoran 100% 226,770,000 249,447,000 sedang berjalan Sekretariat

Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 50 kali

Makan dan minum yang tersedia untuk tamu 29 kali

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 18 laporan

1.2
Penyediaan Jasa, Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor Dinsos Materai 6000 1.050 buah 691,976,798 761,174,478 sedang berjalan Sekretariat

Materai 3000 1.950 buah
Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan 
dan operasional perkantoran 100%

Jasa pengiriman/paket 100 paket

STNK Roda 4 yang terbayar 17 unit

STNK Roda 3 yang terbayar 1 unit

STNK Roda 2 yang terbayar 35 unit

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 13 jenis

Jasa kebersihan kantor 1 paket

Jasa tenaga keamanan 1 paket

Alat Tulis Kantor yang tersedia 50 jenis

Jasa Percetakan 2 jenis

Jasa Penggandaan 330.000 lembar
Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 
yang tersedia 10 jenis

Jasa Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi 12 bulan

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 3 jenis

Buku Peraturan perundang-undangan yang tersedia 4 jenis

Jasa perbaikan perlengkapan kerja 3 jenis
Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang 
tersedia 12 jenis

Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 4 kali

1.3
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 
Perkantoran Dinsos

1. Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : 
SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun 5 dokumen

Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan 
dan operasional perkantoran 100% 318,166,712 349,983,383 sedang berjalan Sekretariat

2. Dokumen administrasi kepegawaian yang tersedia 5 dokumen

3. Jasa Tenaga Bantuan 11 orang

4. Jasa pengelola arsip 3 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur

Kinerja aparatur dan 
birokrasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 
Meningkat

Kelancaran tugas dan fungsi OPD 
meningkat 100% 714,115,670 785,527,237

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Gedung/Bangunan Kantor Dinsos Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor 3 jenis Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 202,522,600 222,774,860 sedang berjalan Sekretariat

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional Dinsos Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 4 17 unit Dukungan terhadap kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 511,593,070 562,752,377 sedang berjalan Sekretariat

Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 3 1 unit

Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 2 35 unit

3

Program Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan

Kinerja aparatur dan 
birokrasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 
Meningkat

Nilai Akuntabilitasi Kinerja Perangkat 
Daerah B 74,750,000 82,225,000

3.1

Penyusunan Dokumen Perencanaan, 
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja 
SKPD Dinsos

1. Dokumen perencanaan, pengendalian dan 
penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen Dukungan terhadap nilai akuntabilitas kinerja OPD 100% 74,750,000 82,225,000 sedang berjalan Sekretariat

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

2. Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan 
Fisik, SKM, Profil) 4 dokumen

4
Program Perlindungan dan Jaminan 
Sosial Sosial Budaya Kemiskinan masyarakat menurun

Prosentase PMKS yang mendapat 
perlindungan sosial 80%

Persentase lansia potensial yang mendapatkan 
perlindungan sosial 100% 3,943,599,259 4,337,959,185

4.1 Perlindungan Sosial Kota Yk
1. Frekuensi Gelar Potensi Anak Panti Asuhan Kota 
Yogyakarta 1 kali Persentase korban bencana yang menerima bantuan 100% 801,776,100 881,953,710 sedang berjalan

Bidang 
Perlindungan 
dan Jaminan 
Sosial

2. Laporan Hasil evaluasi Penyaluran Bantuan Korban 
Bencana Bantuan Korban Bencana 12 laporan

3. Jasa piket Tagana 56 orang
4.Jumlah Kelompok Lanjut Usia Potensial yang 
mendapat pembinaan 8 kelompok
5. Frekuensi Komunikasi Informasi dan Edukasi Lanjut 
Usia Potensial 2 kali

6. Frekuensi Gelar Potensi Lansia Dalam Rangka HLUN 1 kali

7. Frekuensi Sarasehan Komisi Daerah Lansia 15 kali

8. Frekuensi Peningkatan Kapasitas Tagana 3 kali

9. Laporan seleksi penghuni RPLU dan RPA 1 laporan

10. Laporan Sarasehan Pelopor Perdamaian 1 laporan

4.2 Jaminan dan Bantuan Sosial Kota Yk
1. Frekuensi fasilitasi penyaluran bantuan sosial lanjut 
usia terlantar 3 kali

Persentase lansia terlantar yang memperoleh asistensi 
lanjut usia terlantar 100% 844,137,950 928,551,745 sedang berjalan

Bidang 
Perlindungan 
dan Jaminan 
Sosial

2. Frekuensi fasilitasi penyaluran Bantuan Pangan Non 
Tunai (BPNT) 12 kali

Persentase jenazah terlantar dan orang terlantar 
kehabisan bekal dalam perjalanan yang dilayani 100%

3. Frekuensi fasilitasi penyaluran bantuan Program 
Keluarga Harapan (PKH) 4 kali

4. Laporan pelayanan Santunan Kematian. 1 laporan

5. Jasa Pelayanan Mobil Jenazah 12 bulan

6. Laporan Jenazah terlantar yang dimakamkan 1 laporan

7.Laporan fasilitasi pengaduan subsidi listrik 1 laporan

8. Laporan Penanganan Orang Terlantar yang 
kehabisan bekal dalam perjalanan di Kota Yogyakarta 1 laporan

4.3
Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan 
Anak Wiloso Projo JT Anak terlantar yang dilayani 12 bulan Persentase anak terlantar yang dilayani RPA 100% 886,353,100 974,988,410 sedang berjalan

Bidang 
Perlindungan 
dan Jaminan 
Sosial

4.4
Pelayanan di Rumah Pelayanan Lanjut Usia 
Budhi Dharma UH Lanjut usia yang dilayani 12 bulan Persentase lanjut usia yang dilayani RPLU 100% 1,411,332,109 1,552,465,320 sedang berjalan

Bidang 
Perlindungan 
dan Jaminan 
Sosial

5 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial Sosial Budaya Kemiskinan masyarakat menurun Prosentase PMKS yang tertangani 70% 2,029,231,300 2,232,154,430

5.1
Rehabilitasi Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Yk

1. Penyandang disabilitas dan keluarga penyandang 
disabilitas yang mengikuti kursus dan mendapatkan 
bantuan modal usaha 55 orang

Pesentase PMKS yang mendapatkan bimbingan mental 
dan keterampilan 100% 589,105,700 648,016,270 sedang berjalan

Bidang 
Perlindungan 
dan Jaminan 
Sosial

2. Keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti 
pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha 20 orang

Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan modal 
usaha 100%

3. Klien pemasyarakatan yang mengikuti pelatihan dan 
bantuan modal usaha 40 orang
4. Korban Tindak Kekerasan yang mengikuti pelatihan 
keterampilan dan bantuan modal usaha 20 orang

5. Anak rentan hidup di jalan, gelandangan dan 
pengemis yang mengikuti pelatihan keterampilan dan 
bantuan modal usaha 40 orang
6. Laporan Anak jalanan, gelandangan dan pengemis 
yang mendapatkan motivasi 1 laporan
7. Perempuan rawan sosial ekonomi yang mengikuti 
pelatihan 20 orang

8. Penyandang sakit jiwa yang dikirim ke RS Jiwa 55 oarng
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

9. ODHA yang mengikuti Penguatan Sosial Psikologis 20 orang

5.2
Advokasi dan Pendampingan Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Yk

1.Laporan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-
hak Disabilitas 1 laporan

Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh 
alat bantu 100% 1,440,125,600 1,584,138,160 sedang berjalan

Bidang 
Perlindungan 
dan Jaminan 
Sosial

2. Laporan penyaluran alat bantu bagi penyandang 
disabilitas 1 laporan Persentase PMKS yang memperoleh layanan advokasi 100%

3. Laporan penanganan dan rekomendasi anak terlantar 1 laporan
Persentase PMKS yang mendapat pendampingan 
pengembangan potensi 100%

4. Laporan advokasi dan surat rekomendasi bagi PMKS 1 laporan
5. Laporan pembinaan dan pendampingan KUBE dan 
USEP 1 laporan

6. Frekuensi Peringatan HDI 1 kali
7. Laporan Pendampingan SNPA (Standar Nasional 
Pengasuhan Anak) bagi LKSA 1 laporan

8. Buku KUBE yang tersusun 1 dokumen

6
Program Data, Informasi dan 
Pemberdayaan Sosial Sosial Budaya Kemiskinan masyarakat menurun Prosentase PSKS yang aktif 80% 2,119,331,300 2,331,264,430

6.1 Pendataan PMKS dan PSKS Kota Yk
1. Data base Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan 
Sosial 1 dokumen

Database keluarga sasaran jaminan perlindungan 
sosial, PSKS, PBI Jaminan Kesehatan, Penyandang 
Disabilitas 100% 1,323,818,600 1,456,200,460 sedang berjalan

Bidang Data 
Informasi dan 
Pemberdayaa
n Sosial

2. Data base PSKS 1 dokumen

3. Data base PBI Jaminan Kesehatan Hasil Validasi 1 dokumen

4. Data base Penyandang Disabilitas 1 dokumen

6.2
Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan 
Sosial (PSKS) Dinsos

1. Jumlah PSM yang memperoleh Pelatihan Bimbingan 
Sosial Dasar dan Bimbingan Sosial Lanjut 80 orang Persentase PSM, TKSK yang dibina 100% 795,512,700 875,063,970 sedang berjalan

Bidang Data 
Informasi dan 
Pemberdayaa
n Sosial

2. Jumlah Pengurus Karang Taruna yang mendapat 
pelatihan 45 orang

Persentase organisasi sosial/LKS, KT, WKSBM yang 
dibina 100%

3. Anak tidak mampu yang ikut sunatan massal/HKSN 100 anak

4. Jenis seleksi PSKS berprestasi 5 jenis

5. Frekuensi Optimalisasi PSKS 5 kali
6. Peserta Sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan bidang 
sosial 80 orang

7. Laporan pelaksanaan Workshop PSKS 1 laporan

8. Laporan Pendampingan LOTA Kota Yk 1 laporan

9.Frekuensi KIE LKS Panti se Kota Yogyakarta 1 kali
10. Frekuensi Sarasehan Peningkatan Nilai-nilai 
Kepahlawanan 1 kali

10,117,941,039 11,129,735,143Total
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 
Meningkat

Terwujudnya Kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 997,782,680 1,047,112,800

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Bappeda Kota Yogyakarta Makan dan minum koordinasi 60 kali
Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan 
dan operasional perkantoran 100% 354,200,000 383,482,000 lanjutan Bappeda

Makan dan minum pegawai 46 orang

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah 40 laporan

1.2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bappeda Kota Yogyakarta Materai 6000 1000 buah
Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan 
dan operasional perkantoran 100% 563,870,000 584,730,800 lanjutan Bappeda

Materai 3000 750 buah

Jasa pengiriman / paket 10 kali

STNK kendaraan dinas/operasional yang terbayar 19 unit

Roda 4 3 unit

Roda 2 16 unit

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 1 paket

Jasa kebersihan kantor 12 bulan

Alat Tulis Kantor yang tersedia 20 jenis

Jasa percetakan 1 jenis

Jasa penggandaan 1.500.000 lembar
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 
yang tersedia 9 jenis

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 4 jenis

Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 15 jenis

Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 20 kali

Jasa pemeliharaan taman 12 bulan

Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi 12 bulan

1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Bappeda Kota Yogyakarta
Dokumen administrasi penatausahaan keuangan:SPP, SPM, 
SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, 
dan operasional pekantoran 100% 79,712,680 78,900,000 lanjutan Bappeda

Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 46 dokumen pegawai

Jasa Pengelola Arsip 1 orang

Jasa Tenaga Bantuan 1 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 
Meningkat

Terwujudnya Sarana dan Prasarana 
Aparatur yang memadai 100% 340,955,000 288,589,400

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Bappeda Kota Yogyakarta Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat 1 unit
Dukungan sarana dan prasarana aparatur kenyamanan 
dan kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 173,435,000 161,095,000 lanjutan Bappeda

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional Bappeda Kota Yogyakarta

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 
dinas/operasional 19 unit

Dukungan sarana dan prasarana aparatur kenyamanan 
dan kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 167,520,000 127,494,400 lanjutan Bappeda

Roda 4 3 unit

Roda 2 16 unit

3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 
Meningkat

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur 100% 29,600,750 32,560,825

3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Bintek Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 1 kali
Terlaksananya Bintek Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan 29,600,750 32,560,825 lanjutan Bappeda

4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 
Meningkat

Terwujudnya Peningkatan Laporan 
Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 178,720,000 196,592,000

4.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 
laporan Capaian Kinerja SKPD Bappeda Kota Yogyakarta

Dokumen perencanaan , pengendalian dan penganggaran ( 
Renstra, Renja, PK, RKA, DPA ) 5 dokumen

Dokumen perencanaan, pengendalian dan 
penganggaran SKPD 100% 178,720,000 196,592,000 lanjutan Bappeda

Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, 
IKM, SPIP, Profil ) 5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD BB

5
Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang 
Ekonomi

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 
Meningkat

Persentase capaian kinerja target 
program sektoral ekonomi 95% 1,001,315,850 1,101,447,435

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

5.1
Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, 
Perdagangan, Pertanian dan Pangan Bappeda Kota Yogyakarta

Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Sektor 
Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan:

Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, 
Perdagangan, Pertanian dan Pangan 100% 395,155,700 434,671,270 lanjutan Bappeda

1. Dokumen Review Renstra OPD Sektor Perindustrian, 
Perdagangan, Pertanian & Pangan 1 dokumen

Tersedianya dokumen Review Renstra OPD Sektor 
Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan 
sebagai tindak lanjut evaluasi 100%

2. Dokumen Renja Tahun 2019 Sektor Perindustrian, 
Perdagangan, Pertanian & Pangan 1 dokumen

Tersedianya dokumen Renja Tahun 2019 Sektor 
Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan 100%

3. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 Sektor 
Perindustrian, Perdagangan, Pertanian & Pangan 1 dokumen

Tersedianya dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 
Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan 
Pangan 100%

4. Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor 
Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan 1 dokumen

Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Renstra OPD Sektor 
Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan 100%

5. Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan 
Renja, Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja Triwulan I, II, III 
dan IV OPD Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian 
dan Pangan 1 dokumen

Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan 
Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil 
Renja Triwulan I,II,III dan IV OPD Sektor Perindustrian, 
Perdagangan, Pertanian dan Pangan 100%

6. Kajian Pengembangan Potensi Pasar Tradisional 1 dokumen
Tersedianya dokumen Kajian Pengembangan Potensi 
Pasar Tradisional 100%

5.2
Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi 
UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bappeda Kota Yogyakarta

Dokumen Perencanaan dan Pengendalian 
Pariwisata,Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM 100% 282,381,200 310,619,320 lanjutan Bappeda

Dokumen Review Renstra Pariwisata, Koperasi UKM,Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi 1 dokumen

Tersedianya dokumen Review Renstra OPD Sektor 
Pariwisata, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM sebagai 
tindak lanjut evaluasi 100%

Dokumen Renja Tahun 2019 Pariwisata, Koperasi UKM, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 dokumen

Tersedianya dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor 
Pariwisata, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM 100%

Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 Pariwisata, 
Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 dokumen

Tersedianya dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 
OPD Sektor Pariwisata, Tenaga Kerja, Koperasi dan 
UKM 100%

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Renstra dan Hasil Renstra Pariwisata, Koperasi UKM, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1 dokumen

Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD 
Sektor Pariwisata, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM 100%

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan 
Renja, Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja Triwulan I, II, III 
dan IV Pariwisata, Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi 1 dokumen

Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan 
Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil 
Renja Triwulan I,II,III dan IV OPD Sektor Pariwisata, 
Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM 100%

Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Kampung Wisata 1 laporan
Tersedianya Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi 
Kampung Wisata 100%

Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Ekonomi Kreatif 1 laporan
Tersedianya Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi 
Ekonomi Kreatif 100%

Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi Pelatihan 
Bersertifikasi 1 laporan

Tersedianya Laporan Koordinasi Monitoring Evaluasi 
Pelatihan Bersertifikasi 100%

5.3 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah Bappeda Kota Yogyakarta
Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi 
Daerah 100% 323,778,950 356,156,845 lanjutan Bappeda

Dokumen Review Renstra OPD Sektor Ekonomi dan 
Keuangan Daerah 1 dokumen

Tersedianya dokumen Review Renstra OPD Sektor 
Ekonomi dan Keuangan Daerah sebagai tindak lanjut 
evaluasi 100%

Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Ekonomi dan 
Keuangan Daerah 1 dokumen

Tersedianya dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor 
Ekonomi dan Keuangan Daerah 100%

Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor 
Ekonomi dan Keuangan Daerah 1 dokumen

Tersedianya dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 
OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah 100%

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Ekonomi dan 
Keuangan Daerah 1 dokumen

Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD 
Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah 100%

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan 
Renja, Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja Triwulan I, II, III 
dan IV OPD Sektor Ekonomi dan Keuangan Daerah 1 dokumen

Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan 
Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil 
Renja Triwulan I, II, III, IV OPD Sektor Ekonomi dan 
Keuangan Daerah 100%

Updating Data dan Analisa Indikator Fiskal Daerah 1 laporan
Tersedianya laporan Updating Data dan Analisa 
Indikator Fiskal Daerah 100%

Kajian Potensi Investasi di Kota Yogyakarta 1 dokumen
Tersedianya dokumen Kajian Potensi Investasi di Kota 
Yogyakarta 100%

Laporan Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi Daerah 1 laporan
Tersedianya Laporan Pengendalian Evaluasi Sektor 
Ekonomi Daerah 100%

Laporan Koordinasi Pengelolaan BLUD dan BUMD 1 laporan
Tersedianya Laporan Koordinasi Pengelolaan BLUD dan 
BUMD 100%
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6
Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang 
Fisik

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 
Meningkat

Persentase capaian kinerja target 
program sektoral fisik 95% 2,033,525,000 2,328,747,830

6.1
Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan 
Kominfo Bappeda Kota Yogyakarta

Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan 
dan Kominfo 100% 402,228,300 442,451,130 lanjutan Bappeda

Dokumen Review Renstra OPD Sektor Perhubungan dan 
Kominfo 1 dokumen

Tersedianya dokumen Review Renstra OPD Sektor 
Perhubungan dan Kominfo sebagai tindak lanjut evaluasi 100%

Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Perhubungan dan 
Kominfo 1 dokumen

Tersedianya dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor 
Perhubungan dan Kominfo 100%

Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor 
Perhubungan dan Kominfo 1 dokumen

Tersedianya dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 
OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo 100%

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Renstra dan Hasil Renstra OPD Sektor Perhubungan dan 
Kominfo 1 dokumen

Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Hasil Renstra OPD 
Sektor Perhubungan dan Kominfo 100%

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan 
Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III 
dan IV OPD Sektor Perhubungan dan Kominfo 1 dokumen

Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan 
Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil 
Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Perhubungan 
dan Kominfo 100%

Laporan Strategis Perhubungan 1 laporan
Tersedianya Laporan Perencanaan Strategis 
Perhubungan 100%

Laporan Strategis Kominfo 1 laporan Tersedianya Laporan Perencanaan Strategis Kominfo 100%

Laporan Koordinasi Pokja Smartcity 1 laporan Tersedianya Laporan Koordinasi Pokja Smartcity 100%

Kajian Model Rekayasa Lalu Lintas Perkotaan 1 dokumen
Tersedianya dokumen Kajian Model Rekayasa Lalu 
Lintas Perkotaan 100%

6.2
Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan 
Permukiman Bappeda Kota Yogyakarta

Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan 
Umum dan Permukiman 100% 729,814,680 849,814,680 lanjutan Bappeda

Dokumen Pendampingan Review Renstra OPD Sektor 
Pekerjaan Umum dan Permukiman 1 dokumen

Tersedianya dokumen Review Renstra OPD Sektor 
Pekerjaan Umum dan Permukiman 100%

Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Pekerjaan Umum 
dan Permukiman 1 dokumen

Tersedianya dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor 
Pekerjaan Umum dan Permukiman 100%

Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor 
Pekerjaan Umum dan Permukiman 1 dokumen

Tersedianya dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 
OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman 100%

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Pekerjaan Umum 
dan Permukiman 1 dokumen

Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD 
Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman 100%

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan 
Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, 
dan IV OPD Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman 1 dokumen

Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan 
Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil 
Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Pekerjaan 
Umum dan Permukiman 100%

Laporan Koordinasi Strategis Sektor PU 1 laporan
Tersedianya dokumen Laporan Perencanaan Strategis 
Sektor PU 100%

Laporan Koordinasi Strategis Sektor Permukiman 1 laporan
Tersedianya Laporan Perencanaan Strategis Sektor 
Permukiman 100%

Laporan Koordinasi Sanitasi 1 laporan Tersedianya Laporan Koordinasi Sanitasi 100%

Iuran Sekber Kartamantul 1 kali Iuran Sekber Kartamantul 100%

Kajian Energi Berkelanjutan Perkotaan 1 dokumen
Tersedianya dokumen Kajian Energi Berkelanjutan 
Perkotaan 100%

6.3
Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan 
dan Lingkungan Hidup Bappeda Kota Yogyakarta

Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, 
Pertanahan dan Lingkungan Hidup 100% 901,482,020 1,036,482,020 lanjutan Bappeda

Dokumen Review Renstra OPD Sektor Tata Ruang, 
Pertanahan dan Lingkungan Hidup 1 dokumen

Tersedianya dokumen Review Renstra OPD Sektor Tata 
Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup 100%

Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Tata Ruang, 
Pertanahan dan Lingkungan Hidup 1 dokumen

Tersedianya dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor 
Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup 100%

Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Tata 
Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup 1 dokumen

Tersedianya dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 
OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan 
Hidup 100%

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Tata Ruang, 
Pertanahan dan Lingkungan Hidup 1 dokumen

Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD 
Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup 100%

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan 
Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III 
dan IV OPD Sektor Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan 
Hidup 1 dokumen

Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan 
Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil 
Renja Triwulan I, II, III dan IV OPD Sektor Tata Ruang, 
Pertanahan dan Lingkungan Hidup 100%

Laporan Koordinasi Strategis Pertanahan 1 laporan Tersedianya Laporan Perencanaan Strategis Pertanahan 100%

Laporan Koordinasi Strategis Tata Ruang 1 laporan Tersedianya Laporan Perencanaan Tata Ruang 100%
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Laporan Koordinasi Strategis Lingkungan Hidup 1 laporan
Tersedianya Laporan Perencanaan Strategis Lingkungan 
Hidup 100%

Laporan Koordinasi Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan 
Pengawasan Tata Ruang (Turbinlakwas) 1 laporan

Tersedianya Laporan Koordinasi Pengaturan, 
Pembinaan, Pelaksanaan Pengawasan Tata Ruang 
(Turbinlakuwas) 100%

Laporan Koordinasi Ecodistrict 1 laporan Tersedianya Laporan Koordinasi Ecodistrict 100%

Laporan Pengendalian Evaluasi Strategis Lingkungan 1 laporan
Tersedianya Laporan Pengendalian Evaluasi Strategis 
Lingkungan 100%

Kajian Perhitungan Karbon Footprint Kota Yogyakarta 1 dokumen
Tersedianya dokumen Kajian Perhitungan Karbon 
Footprint Kota Yogyakarta 100%

Laporan Koordinasi Monitoring Alih Fungsi Lahan 1 laporan
Tersedianya Laporan Koordinasi Monitoring Alih Fungsi 
Lahan 100%

Laporan Koordinasi Tata Ruang Kawasan Strategis 1 laporan
Tersedianya Laporan Koordinasi Tata Ruang Kawasan 
Strategis 100%

Laporan Koordinasi Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim 1 laporan
Tersedianya Laporan Koordinasi Adaptasi Mitigasi 
Perubahan Iklim 100%

7
Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang 
Sosial

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 
Meningkat

Persentase capaian kinerja target 
program sektoral sosial 95% 1,566,397,400 1,723,037,140

7.1
Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan 
Kebudayaan Bappeda Kota Yogyakarta

Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan 
dan Kebudayaan 100% 280,248,700 308,273,570 lanjutan Bappeda

Dokumen Review Renstra OPD Sektor Pendidikan dan 
Kebudayaan 1 dokumen

Tersedianya dokumen Review Renstra OPD Sektor 
Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tindak lanjut 
evaluasi 100%

Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Pendidikan dan 
Kebudayaan 1 dokumen

Tersedianya dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor 
Pendidikan dan Kebudayaan 100%

Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor 
Pendidikan dan Kebudayaan 1 dokumen

Tersedianya dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 
OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan 100%

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Pendidikan dan 
Kebudayaan 1 dokumen

Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD 
Sektor Pendidikan dan Kebudayaan 100%

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan 
Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, 
dan IV OPD Sektor Pendidikan dan Kebudayaan 1 dokumen

Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan 
Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil 
Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor Pendidikan 
dan Kebudayaan 100%

Laporan Koordinasi Sektor Pendidikan 1 laporan
Tersedianya Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor 
Pendidikan 100%

Laporan Koordinasi Sektor Kebudayaan 1 laporan
Tersedianya Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor 
Kebudayaan 100%

7.2 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat Bappeda Kota Yogyakarta
Dokumen Perencanaan dan Pengendalian 
Kesejahteraan Rakyat 100% 986,346,500 1,084,981,150 lanjutan Bappeda

Dokumen Review Renstra OPD Sektor Kesejahteraan 
Rakyat 1 dokumen

Tersedianya dokumen Review Renstra OPD Sektor 
Kesejahteraan Rakyat 100%

Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Kesejahteraan 
Rakyat 1 dokumen

Tersedianya dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor 
Kesejahteraan Rakyat 100%

Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor 
Kesejahteraan Rakyat 1 dokumen

Tersedianya dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 
OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat 100%

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Kesejahteraan 
Rakyat 1 dokumen

Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD 
Sektor Kesejahteraan Rakyat 100%

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan 
Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III, 
dan IV OPD Sektor Kesejahteraan Rakyat 1 dokumen

Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan 
Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja, dan Hasil 
Renja Triwulan I, II, III, dan IV OPD Sektor 
Kesejahteraan Rakyat 100%

Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
(TKPK) 1 laporan

Tersedianya Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan (TKPK) 100%

Laporan Koordinasi Sektor Kesehatan 1 laporan Tersedianya Laporan Kota Sehat 100%

Laporan Koordinasi Sektor Sosial 1 laporan Tersedianya Laporan Kota Sehat 100%

Laporan Koordinasi Implementasi Segoro Amarto 1 laporan
Tersedianya Laporan Koordinasi Implementasi Segoro 
Amarto 100%

Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan 1 dokumen
Tersedianya Dokumen Grand Design Pembangunan 
Kependudukan 100%

7.3 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Aparatur 100% 299,802,200 329,782,420 lanjutan Bappeda

Dokumen Review Renstra OPD Sektor Aparatur 1 dokumen
Tersedianya dokumen Review Renstra OPD Sektor 
Aparatur 100%

Dokumen Renja Tahun 2019 OPD Sektor Aparatur 1 dokumen
Tersedianya dokumen Pendampingan Penyusunan 
Renja Tahun 2019 OPD Sektor Aparatur 100%

Dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor 
Aparatur 1 dokumen

Tersedianya dokumen Pendampingan Penyusunan 
Renja Perubahan Tahun 2018 OPD Sektor Aparatur 100%
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Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Renstra, dan Hasil Renstra OPD Sektor Aparatur 1 dokumen

Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Renstra, dan Hasil Renstra OPD 
Sektor Aparatur 100%

Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja, 
Pelaksanaan Renja, dan Hasil Renja Triwulan I, II, III dan IV 
OPD Sektor Aparatur 1 dokumen

Tersedianya dokumen Verifikasi Pengendalian dan 
Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral 100%

Laporan Koordinasi Sektor Pemerintahan 1 laporan Tersedianya Laporan Strategis Sektor Pemerintahan 100%
Laporan Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi 
Manusia 1 laporan

Tersedianya Laporan Koordinasi Rencana Aksi Nasional 
Hak Asasi Manusia 100%

Laporan Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi 1 laporan Tersedianya Laporan RAD PPK 100%

8
Program Perencanaan dan Pengendalian 
Pembangunan Daerah

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 
Meningkat

Persentase capaian kinerja target 
program pengembangan 95% 3,860,168,290 4,246,185,119

8.1 Perencanaan Program Pembangunan Daerah Dokumen Perencanaan Program Pembangunan Daerah
Tersedianya Dokumen Perencanaan Program 
Pembangunan Daerah 100% 1,870,684,450 2,057,752,895 lanjutan Bappeda

Dokumen Review RPJMD 2017-2021 1 dokumen Tersedianya Dokumen Review RPJMD 2017-2021 100%

Dokumen RKPD Tahun 2019 1 dokumen Tersedianya Dokumen RKPD Tahun 2019 100%

Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018 1 dokumen Tersedianya Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2018 100%

Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Tahun 2019 1 dokumen
Tersedianya Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS 
Tahun 2019 100%

Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Perubahan Tahun 
2018 1 dokumen

Tersedianya Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS 
Perubahan Tahun 2018 100%

Dokumen Renja OPD 1 dokumen Tersedianya Dokumen Renja OPD 100%

Dokumen Review Renstra OPD 1 dokumen Tersedianya Dokumen Review Renstra OPD 100%

Dokumen Review Indikator Kinerja Utama OPD 2017 - 2022 1 dokumen
Tersedianya Dokumen Review Indikator Kinerja Utama 
OPD 2017 - 2022 100%

Dokumen Laporan Hasil Pendampingan RPJMD Kelurahan 1 dokumen
Tersedianya Dokumen Laporan Hasil Pendampingan 
RPJMD Kelurahan 100%

Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan Yogyakarta 2019 1 dokumen
Tersedianya Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan 
Yogyakarta 2019 100%

Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan Yogyakarta 2019 1 dokumen
Tersedianya Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan 
Yogyakarta 2019 100%

Dokumen Hasil Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2019 1 dokumen
Tersedianya Dokumen Hasil Musrenbang Kota 
Yogyakarta Tahun 2019 100%

Dokumen Hasil Forum OPD 1 kali Tersedianya Dokumen Hasil Forum OPD 100%

Dokumen Hasil Forum Gabungan OPD 1 dokumen Tersedianya Dokumen Hasil Forum Gabungan OPD 100%

Dokumen Laporan Perencanaan Usulan Dana APBN, DAK, 
dan Dekon dan Tugas Pembantuan 1 dokumen

Tersedianya Dokumen Laporan Perencanaan Usulan 
Dana APBN, DAK, dan Dekon dan Tugas Pembantuan 100%

Dokumen Laporan Perencanaan Usulan Dana 
Keistimewaan, APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan 
Keuangan 1 dokumen

Tersedianya Dokumen Laporan Perencanaan Usulan 
Dana Keistimewaan, APBD I/Bantuan Khusus 
Keuangan, Bantuan Keuangan 100%

Dokumen Analisis "Money Follow Program" dalam RPJMD 
2017-2022 1 dokumen

Tersedianya Dokumen Analisis "Money Follow Program" 
dalam RPJMD 2017-2022 100%

Dokumen Analisis Tindak Lanjut Perencanaan Teknokratis 1 dokumen
Tersedianya dokumen analisis tindak lanjut perencanaan 
teknokratis 100%

Buku Pedoman Musrenbang RKPD 2019 1 dokumen Tersedianya Buku Pedoman Musrenbang RKPD 2019 100%
Dokumen Telaah Pokok - Pokok Pikiran dan Hasil Reses 
DPRD 1 dokumen

Tersedianya Dokumen Telaah Pokok - Pokok Pikiran 
dan Hasil Reses DPRD 100%

Dokumen SDG's Kota Yogyakarta 1 dokumen Tersedianya Dokumen SDG's Kota Yogyakarta 100%

8.2 Pengendalian Program Pembangunan Daerah Bappeda Kota Yogyakarta Dokumen Pengendalian Program Pembangunan Daerah
Tersedianya Dokumen Pengendalian Program 
Pembangunan Daerah 100% 782,295,900 860,525,490 lanjutan Bappeda

Dokumen Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil RPJMD 2 dokumen
Tersedianya Dokumen Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil 
RPJMD 100%

Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil RKPD 
Triwulan I,II,III dan IV 6 dokumen

Tersedianya Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan 
dan Hasil RKPD Triwulan I,II,III dan IV 100%

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
dan Hasil Renstra SKPD 2 dokumen

Tersedianya Dokumen Verifikasi Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil Renstra SKPD 100%

Dokumen Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan, 
Pelaksanaan dan Hasil Renja SKPD Triwulan I,II,III dan IV 6 dokumen

Tersedianya Dokumen Verifikasi Pengendalian dan 
Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil Renja SKPD 
Triwulan I,II,III dan IV 100%

Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan 
Bersumber dari Pusat 1 laporan

Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Program 
Kegiatan Bersumber dari Pusat 100%

Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan 1 laporan
Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana 
Keistimewaan 100%

Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan 
Bersumber dari DIY 1 laporan

Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Program 
Kegiatan Bersumber dari DIY 100%
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Laporan Pengendalian Kinerja Pembangunan 1 laporan
Tersedianya Laporan Pengendalian Kinerja 
Pembangunan 100%

Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas 
Pembangunan Daerah 1 laporan

Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi Program 
Prioritas Pembangunan Daerah 100%

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 
Internal 1 laporan

Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi 
Pelaksanaan Kegiatan Internal 100%

Kajian Evaluasi Hasil Musrenbang 1 laporan Tersedianya Kajian Evaluasi Hasil Musrenbang 100%

8.3 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan Bappeda Kota Yogyakarta Dokumen Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan
Tersedianya Data Penunjang Materi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 100% 1,207,187,940 1,327,906,734 lanjutan Bappeda

Dokumen Data Kewilayahan Tahun 2018 1 dokumen Tersedianya Dokumen Data Kewilayahan Tahun 2018 100%

Dokumen Data Sektoral Tahun 2018 1 dokumen Tersedianya Dokumen Data Sektoral Tahun 2018 100%

Analisa Data Tahun 2018 1 dokumen Tersedianya Dokumen Analisa Data Tahun 2018 100%

Data Series SIPD Tahun 2018 1 dokumen Tersedianya Dokumen Data Series SIPD Tahun 2018 100%

Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD 
Perubahan Tahun 2018 dan Rencana Program dan Kegiatan 
Pembangunan APBD Murni Tahun 2019 1 dokumen

Tersedianya Dokumen Informasi Program dan Kegiatan 
Pembangunan APBD Perubahan Tahun 2018 dan 
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan APBD 
Murni Tahun 2019 100%

Laporan Pemetaan Data Pembangunan Berbasis GIS 1 laporan
Tersedianya Laporan Pemetaan Data Pembangunan 
Berbasis GIS 100%

Dokumen Pendataan Jamban Tidak Aman Kota Yogyakarta 1 dokumen
Tersedianya Dokumen Pendataan Jamban Tidak Aman 
Kota Yogyakarta 100%

9 Program Penelitian dan Pengembangan
Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat

Kesesuaian hasil kajian dengan 
dokumen perencanaan yang ada dan 
Kesesuaian hasil kajian dengan isu 
strategis 100% 1,646,840,500 1,811,840,500

9.1 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah Bappeda Kota Yk Dokumen Penelitian 5 dokumen Tersedianya dokumen penelitian 100% 597,276,250 682,276,250 lanjutan Bappeda

Buku Jurnal Jarlit 2018 1 jenis buku Tersusunnya Buku Jurnal Jarlit 2018 100%

Buku Inventarisasi Hasil Penelitian 2018 1 jenis buku Tersusunnya Buku Inventarisasi Hasil Penelitian 2018 100%

Dokumen Penelitian Strategis Tematik 1 dokumen
Tersedianya dokumen Dokumen Penelitian Strategis 
Tematik 100%

Laporan Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Penelitan di OPD 1 dokumen
Tersedianya dokumen laporan koordinasi hasil penelitian 
di OPD 100%

9.2
Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan 
Penanganan Isu Strategis Bappeda Kota Yk Dokumen Analisa Kebijakan 4 dokumen Tersusunnya dokumen analisa kebijakan 100% 455,997,800 525,997,800 lanjutan Bappeda

Kajian Review Pemanfaatan Aset Daerah 1 dokumen
Tersedianya dokumen Kajian Review Pemanfaatan Aset 
Daerah 100%

Kajian Optimalisasi Aset Daerah (Idle Strategis) 1 dokumen Tersedianya dokumen Kajian Optimalisasi Aset Daerah 100%

9.3 Pemantapan Inovasi Daerah Bappeda Kota Yogyakarta Anugerah Inovasi dan Penelitian 2 jenis
Anugerah/Apresiasi terhadap Inovasi Daerah dan 
Penelitian 100% 593,566,450 603,566,450 lanjutan Bappeda

Laporan Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi 1 laporan
Terlaksananya Laporan Pendampingan Seleksi Lomba 
Inovasi 100%

Dokumen Perancangan Inovasi Daerah 1 dokumen Tersusunnya Dokumen Perancangan Inovasi Daerah 100%

Laporan Forum Inovasi Daerah 1 laporan Tersusunnya laporan Forum Inovasi Daerah 100%
Kajian Penguatan Rencana Kerja Sistem Inovasi Daerah 
(SIDa) 1 dokumen

Tersusunnya dokumen Kajian Penguatan Rencana Kerja 
Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 100%

11,655,305,470 12,776,113,049Total
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Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat

Terwujudnya kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 1,777,860,990 2,050,000,000

1.1
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi DPUPKP Makan dan minum yang tersedia untuk :

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 332,820,000 450,000,000 sedang berjalan

Dinas Pekerjaan 
Umum, Perumahan, 
dan Kawasan 
Permukiman

a.koordinasi, 145 kali

b.pegawai 180 orang

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 16 laporan

1.2
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor DPUPKP Materai 6000 yang tersedia 2.490 buah

Dukungan terhadap kelancaran administrasi , 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 932,849,550 1,000,000,000 sedang berjalan

Dinas Pekerjaan 
Umum, Perumahan, 
dan Kawasan 
Permukiman

Materai 3000 yang tersedia 700 buah

Jasa Pengiriman/paket 6 kali

STNK roda 4 yang terbayar 14 unit

STNK roda 2 yang terbayar 12 unit

STNK roda 3 yang terbayar 11 unit

STNK roda 6 yang terbayar 9 unit

KIR roda 6 9 unit

KIR roda 4 14 unit

SIM B 1 buah

Jasa kebersihan kantor 12 bulan

Alat tulis kantor yang tersedia 20 jenis

Jasa percetakan 17 jenis

Jasa Penggandaan 400.000 lembar
Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 
yang tersedia 5 jenis

Pembayaran listrik 12 bulan

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 3 jenis

Peraturan perundang-undangan yang tersedia 2 paket

Jasa perbaikan peralatan kerja 4 jenis
Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang 
tersedia 19 jenis

Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 20 kali

Peralatan rumah tangga yang tersedia 5 jenis

Rekening telepon 12 bulan

Bantuan komunikasi 12 bulan

1.3
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 
Perkantoran DPUPKP

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: 
SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi , 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 512,191,440 600,000,000 sedang berjalan

Dinas Pekerjaan 
Umum, Perumahan, 
dan Kawasan 
Permukiman

dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 50 dokumen ASN

Jasa Tenaga Bantuan 13 orang

Jasa Pengelola arsip 2 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat

Terwujudnya Sarana dan Prasarana 
Aparatur yang memadai 100% 1,053,381,000 1,225,000,000

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan 
Kantor DPUPKP Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat 1 jenis

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi OPD 100% 200,000,000 350,000,000 sedang berjalan

Dinas Pekerjaan 
Umum, Perumahan, 
dan Kawasan 
Permukiman

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional DPUPKP

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 
dinas/operasional,

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi OPD 100% 853,381,000 875,000,000 sedang berjalan

Dinas Pekerjaan 
Umum, Perumahan, 
dan Kawasan 
Permukiman

a.roda 2 ( dua ) 12 unit

b.roda 3 ( tiga) 11 unit

c.roda 4 (empat), 14 uni

d.roda 6 ( enam) 8 unit

3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat

Terwujudnya peningkatan capaian kinerja 
dan keuangan 100% 291,500,000 350,000,000

3.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan, 
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD DPUPKP

Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran 
(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan, 
pengendalian dan pengganggaran tepat waktu 100% 291,500,000 350,000,000 sedang berjalan

Dinas Pekerjaan 
Umum, Perumahan, 
dan Kawasan 
Permukiman

Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan 
Fisik, SKM, SPM, Ev Renja, Profil) 6 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD B

4 Program Pembangunan Gedung Pemerintah
Pembangunan Wilayah dan 
Peningkatan Infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun

Persentase pemenuhan bangunan gedung 
sesuai dengan standar kebutuhan 87% 20,500,000,000 47,250,000,000

4.1 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah

Kota 
Yogyakart
a DED Pembangunan Gedung Pemerintah 16 Dokumen

Terpenuhinya perencanaan gedung sesuai 
dengan standar kebutuhan Kota Yk 1,804,002,416 2,250,000,000 Rutin

Dinas Pekerjaan 
Umum, Perumahan, 
dan Kawasan 
Permukiman

Updating Data Ledger Bangunan 1 Bidang Bangunan

Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung 2 Dokumen
Pembinaan /Pendampingan Teknis Bangunan Gedung 
Pemerintah 51 OPD

4.2 Pembangunan Gedung Pemerintah

Kota 
Yogyakart
a Renovasi Bangunan Pemerintah 15 lokasi

Berfungsinya secara optimal gedung-gedung 
milik pemerintah Kota Yk 18,695,997,584 45,000,000,000 Rutin

Dinas Pekerjaan 
Umum, Perumahan, 
dan Kawasan 
Permukiman

Pemeliharaan Jaringan Listrik/Tambah Daya 1 paket

5
Program Peningkatan dan Pemeliharaan 
Saluran Pengairan dan Drainase

Pembangunan Wilayah dan 
Peningkatan Infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun

Persentase kualitas saluran Pengairan 
/Penyediaan Bangunan Talud 73,50% 39,215,056,000 33,000,000,000

Persentase drainase kondisi 
baik/pembuangan air tidak terhambat 93,50%

5.1
Peningkatan dan Pembangunan Saluran 
Pengairan dan Drainase

Kota 
Yogyakart
a Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase 2.000 m

Terbangunannya Saluran Pengairan dan 
Drainase Kota Yk 8,000,000,000 25,000,000,000 Rutin

Dinas Pekerjaan 
Umum, Perumahan, 
dan Kawasan 
Permukiman

5.2 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase

Kota 
Yogyakart
a Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase 10.000 m Terpeliharanya Pengairan dan Drainase Kota Yk 31,215,056,000 8,000,000,000 Rutin

Dinas Pekerjaan 
Umum, Perumahan, 
dan Kawasan 
Permukiman

6
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan 
dan Jembatan

Pembangunan Wilayah dan 
Peningkatan Infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun

Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana 
Jalan , Jembatan dan Bangunan Pelengkap 
Jalan 92,85% 44,572,489,000 54,000,000,000
Persentase kualitas penerangan jalan 
umum 96%

6.1 Peningkatan Jalan dan Jembatan

Kota 
Yogyakart
a Peningkatan Jalan 3125 m2 Terciptanya kenyamanan lalu lintas jalan 3 ruas jalan 8,000,000,000 15,000,000,000 Rutin

Dinas Pekerjaan 
Umum, Perumahan, 
dan Kawasan 
Permukiman

6.2 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kota 
Yogyakart
a Pemeliharaan jalan 14.097 m2

Terlaksananya Pemeliharaan Jalan dan 
Jembatan 5 ruas jalan 10,402,489,000 11,000,000,000 Rutin

Dinas Pekerjaan 
Umum, Perumahan, 
dan Kawasan 
Permukiman

Pemeliharaan Jembatan 1 unit

6.3 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

Kota 
Yogyakart
a Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel Jaringan 1.900 titik

Terlaksananya Pemeliharaan Lampu PJU dan 
Panel Jaringan Kota Yk 26,170,000,000 28,000,000,000 Rutin

Dinas Pekerjaan 
Umum, Perumahan, 
dan Kawasan 
Permukiman

Penggantian Lampu PJU habis umur pakai 442 titik
Terlaksananya penggantian Lampu PJU habis 
umur pakai

Pembayaran rekening air dan rekening listrik 12 bulan
Terlaksananya pembayaran rekening air dan 
rekening listrik

Peningkatan PJU Kampung 150 titik Terlaksananya peningkatan PJU kampung
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Pemeliharaan lampu Hias 13 unit Terlaksananya pemeliharaan lampu hias

7
Program Penataan Perumahan, Permukiman 
dan Tata Bangunan

Pembangunan Wilayah dan 
Peningkatan Infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun

Persentase kualitas perumahan dan 
permukiman 93,50% 14,207,392,038 15,150,000,000
Persentase cakupan saluran air limbah 
yang memadai 80%

7.1 Penataan Perumahan dan Permukiman

Kota 
Yogyakart
a Pekerjaan Talud Permukiman 62,5 m

Tersedianya sarana prasarana dasar 
permukiman wilayah kota Yk 4,485,189,445 5,000,000,000 Baru

Dinas Pekerjaan 
Umum, Perumahan 
dan Kawasan

Sumur Komunal 2 unit

Sambungan Rumah 175 SR

Pemeliharaan Sarparas Permukiman 3 unit

7.2 Penataan Bangunan dan Lingkungan

Kota 
Yogyakart
a Penataan Kawasan 2 kawasan

Terpeliharanya sarana prasarana dasar 
permukiman Kota Yk 5,130,000,000 5,500,000,000 Baru

Dinas Pekerjaan 
Umum, Perumahan 
dan Kawasan

Peningkatan Kualitas RTLH 80 unit

Pemeriksaan Kelaikan Bangunan 13 unit bangunan

7.3 Pengelolaan Rusunawa Kec DN Operasional pengelolaan Rusunawa 2 unit Terkelolanya rusunawa 2 unit 509,363,391 650,000,000 Baru

Dinas Pekerjaan 
Umum, Perumahan 
dan Kawasan

7.4 Pengelolaan Air Limbah

Kota 
Yogyakart
a Operasional Pengelolaan Saluran air limbah 540 m Terpeliharanya saluran air limbah Kota Yk 4,082,839,202 4,000,000,000 Baru

Dinas Pekerjaan 
Umum, Perumahan 
dan Kawasan

121,617,679,028 153,025,000,000Total
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Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat

Terwujudnya kelancaran administrasi 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 1,853,414,202 2,224,097,042

1.1
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor

Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan Materai 3000 900 buah

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 1,448,849,531 1,738,619,437 sedang berjalan

Dinas 
Perpustakaan dan 
Kearsipan

Materai 6000 1.800 buah

Jasa pengiriman/ paket 50 kali

Jasa pembayaran telepon 2 lokasi

Jasa pembayaran Modem Internet 20 buah

Bantuan komunikasi kepala 12 bulan

Jasa pembayaran Handphone 1 buah

KIR roda 4 yang diperpanjang izinnya 3 unit

STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya 6 unit

STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya 3 unit

STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya 5 unit

Plat Kendaraan roda 2 yang diganti 2 unit

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 18 jenis

Jasa retribusi 12 bulan

Jasa kebersihan kantor 2 paket

jasa perbaikan peralatan kerja 11 jenis

Alat Tulis Kantor yang tersedia 67 jenis

Jasa percetakan 25 jenis

Jasa penggandaan 125.000 lembar

Jasa penjilidan 100 bendel

Jasa Laminating 50 lembar
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 
yang tersedia 14 jenis

Bahan komputer/printer yang tersedia 6 jenis

Peralatan Kantor yang t ersedia 8 jenis

Peralatan rumah tangga yang tersedia 8 jenis

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 5 jenis

Jasa Keamanan 1 paket

Genset yang tersedia 3 unit

1.2
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 
Perkantoran

Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, 
SPM, SPJ, dan laporan akuntansi yang tersusun 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 106,654,671 127,985,605 sedang berjalan

Dinas 
Perpustakaan dan 
Kearsipan

dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola
44 dokumen 

pegawai

Jasa Pengelola Arsip 1 orang

Jasa Tenaga Bantuan 1 orang

1.3
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi

Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan Makan dan minum yang tersedia untuk:

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 297,910,000 357,492,000 sedang berjalan

Dinas 
Perpustakaan dan 
Kearsipan

- pegawai 46 orang

- Koordinasi 308 kali

- pengunjung 880 galon

- Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 27 laporan

2
Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat

Terwujudnya sarana dan prasarana 
aparatur yang memadai 100% 357,023,000 428,427,600

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Gedung/Bangunan Kantor DPK Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat 1 paket

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 201,455,000 241,746,000 sedang berjalan

Dinas 
Perpustakaan dan 
Kearsipan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional DPK

Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 
dinas/operasional

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 155,568,000 186,681,600 sedang berjalan

Dinas 
Perpustakaan dan 
Kearsipan

roda 2 8 unit

roda 3 3 unit

roda 4 5 unit

3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat

Terwujudnya peningkatan kapasitas 
sumber daya aparatur 100% 20,000,000 24,000,000

3.1
Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan 
Kapasitas Aparatur DPK Frekuensi diklat yang diikuti 10 kali

Meningkatnya kapasitas sumber daya 
aparatur 100% 20,000,000 24,000,000 sedang berjalan

Dinas 
Perpustakaan dan 
Kearsipan

4

Program Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat

Terwujudnya peningkatan capaian kinerja 
dan keuangan 100% 39,050,000 46,860,000

4.1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DPK

Dokumen Perencanaan, pengendalian & Penganggaran : 
(Renstra, Renja, PK,RKA, DPA) 5 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan, 
pengendalian dan penganggaran 100% 39,050,000 46,860,000 sedang berjalan

Dinas 
Perpustakaan dan 
Kearsipan

Laporan Kinerja OPD :LKIP, Lap Keuangan & Fisik, 
SPIP, Profil 5 dokumen nilai akuntabilitas kinerja OPD BB

5
Program Pengelolaan Pengembangan 
Kearsipan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat Penambahan khasanah arsip statis di LKD 2 buah 715,310,420 858,372,504

Meningkatnya jumlah OPD/Unit Kerja yang 
dibina 

152 
SKPD/Uni

t Kerja 

5.1 Pengelolaan Arsip Kota Yk Buku Inventaris Arsip yang tercipta 2 buku
Meningkatnya pengelolaan Arsip inaktif 
sesuai standar 4000 berkas 362,068,500 434,482,200 sedang berjalan

Dinas 
Perpustakaan dan 
Kearsipan

Daftar Arsip statis yang tercipta 2 dokumen
Meningkatnya pengelolaan Arsip Statis 
sesuai standar

6 
buah/khasana

h

Arsip Pemerintah Kota yang dinilai 2 dokumen

Arsip Pemerintah Kota yang dimusnahkan 2 dokumen

Arsip inaktif yang diolah 4.000 berkas
Jumlah Personil yang menangani arsip Dinamis 
OPD/Unit Kerja 152 orang

Jenis Sarana dan Prasarana Penyimpanan Arsip 1 paket

Jenis Sarana dan Prasarana Kendali Arsip 1 paket

Pedoman Kearsipan JRA 1 dokumen

5.2 Pengembangan Arsip Kota Yk Jumlah pengelola arsip yang dibina 152 orang

1. Meningkatnya OPD/Unit Kerja yang 
melaksanakan pengelolaan arsip dinamis 
sesuai standar

24 OPD 
menjadi 42 

OPD 353,241,920 423,890,304 sedang berjalan

Dinas 
Perpustakaan dan 
Kearsipan

Jumlah Pengelola arsip Ormas/orpol yang dibimtek 35 orang
2. Meningkatnya pengetahuan pengelola 
arsip OPD/Unit Kerja 235 orang

Frekuensi Bintek Pengelola Arsip 1 kali

Frekuensi Koordinasi Forum Komunikasi Arsiparis (FKA) 12 kali FKA
Jumlah OPD yang terdampingi pengelolaan arsip 
dinamis konvensional dan elektronik nya

152 
OPD/Unitkerja

Laporan Forum Masyarakat Kearsipan (FMK) DIY 1 laporan

Frekuensi Lomba Pengelolaan Arsip OPD/Unit Kerja 1 kali

6
Program Perlindungan, Penyelamatan, 
Data dan Informasi Arsip Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat

Khasanah arsip yang terlindungi dan 
terselamatkan setiap tahun 2 buah 548,350,850 658,021,020

6.1 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Kota Yk Jasa Fumigasi Arsip Depo Arsip Pemkot Yogyakarta 277,109,000 332,530,800 sedang berjalan

Dinas 
Perpustakaan dan 
Kearsipan

Jumlah Arsip yang direstorasi 200 lembar arsip

Jumlah Arsip yang dialih mediakan
3000 lembar 

arsip foto

Jumlah Khasanah Arsip yang ditelusuri 2 dokumen
Jumlah dokumen OPD yang teridentifikasi dan 
terlindungi arsip vitalnya 3 dokumen

Jumlah Arsip OPD yang diakuisisi 3 dokumen

Jumlah Arsip yang selamat dari bencana 2 lokasi

Jumlah Masyarakat yang diberikan sosialisasi 60 orang
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Pedoman Kearsipan 1 pedoman

6.2
Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi 
Kearsipan Nasional Kota Yk Frekuensi Pameran Kearsipan 1 kali Publikasi Kearsipan Pemkot Yogyakarta 1 kali 271,241,850 325,490,220 sedang berjalan

Dinas 
Perpustakaan dan 
Kearsipan

Frekuensi penerbitan majalah ARYA 4 kali

Tersedianya Publikasi Kearsipan Pemkot 
Yogyakarta melalui media elektronik dan 
cetak

1400 lbr 
buletin

Frekuensi Sosialisai Aplikasi Kearsipan 2 kali

Pedoman Kearsipan 1 pedoman

Jumlah Buletin yang diterbitkan untuk Publikasi 
Kearsipan 1200 lbr buletin

Tersedianya Publikasi Kearsipan Pemkot 
Yogyakarta melalui media elektronik dan 
cetak

Prosentase Jumlah perpustakaan yang 
dibina 2%

7
Program Pengelolaan dan Pengembangan 
Perpustakaan Pendidikan Aksesibilitas pendidikan meningkat

Meningkatnya angka kunjungan 
Perpustakaan Kota Yogyakarta 2% 1,117,240,045 1,340,688,054
jumlah pengelola perpustakaan sekolah 
yang dilatih 60 orang
jumlah pengelola perpustakaan khusus 
instansi yang dilatih 60 orang

jumlah pedoman perpustakaan 1(satu) 

jumlah inovasi layanan perpustakaan 1 jenis

7.1 Pengelolaan Perpustakaan Kota Yk 1. Frekuensi kunjungan Mobil keliling 220 kali
1. Intensitas layanan perpustakaan keliling di 
masyarakat 220 kali 858,505,045 1,030,206,054 sedang berjalan

Dinas 
Perpustakaan dan 
Kearsipan

2. Frekuensi Kunjungan Mobil Internet Keliling 220 kali
2. Intensitas layanan Kunjungan Mobil 
Internet Keliling 220 kali

3. Operasionali Pelayanan Perpustakaan Kota 
Yogyakarta 12 bulan 3. Implementasi Pelayanan perpustakaan 1 kali

4.Frekuensi kunjungan motor perpustakaan keliling 220 kali
4. Intensitas layanan motor perpustakaan 
keliling 220 kali

5.Pedoman pengelolaan perpustakaan khusus 1 dokumen
5. Pedoman perpustakaan sebagai panduan 
dalam pelayanan di bidang perpustakaan 1 dokumen

6. Jumlah Peserta Pelatihan Pengelola Perpustakaan 
sekolah dan pengelola perpustakaan khusus 120 orang

6. Implementasi pengelolaan Perpustakaan 
sekolah yang berbasis IT 60 orang

7. Jumlah Peserta pendampingan perpustakaan sekolah 
dan perpustakaan khusus/ OPD 100 perpustakaan

7. Implementasi pembinaan perpustakaan 
sekolah

50 sekolah, 6 
bulan

7.2 Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca Kota Yk
1. Jumlah Peserta Lomba Bercerita Siswa SD Tingkat 
Kota Yk. 100 peserta

1. Minat dan Kemampuan membaca siswa 
SD berkembang

40 peserta; 2 
angkatan 258,735,000 310,482,000 sedang berjalan

Dinas 
Perpustakaan dan 
Kearsipan

2. Pembacaan Cerita Rakyat di Radio 30 kali
2. Pelestarian cerita rakyat melalui media 
radio 30 kali

3. Jumlah Siswa SD Peserta Sanggar Menulis "Cahaya" 40 peserta 3. Anak-anak berani dan gemar menulis
40 peserta, 2 

angkatan

4. Peserta kegiatan "Lomba Minat Baca" 60 peserta
4. Masyarakat dan pemustaka meningkat 
minat bacanya 60 peserta

5. Frekuensi Diskusi Buku 6 kali
5. Masyarakat dan pemustaka memperoleh 
info buku terbitan terbaru yang berkualitas 300 peserta

6. Frekuensi Diskusi Komunitas Gemar Membaca 2 kali
6. Jalinan antar komunitas dalam 
menumbuhkan budaya literasi 100 peserta

7. Frekuensi Festival Literasi 1 kali 7. Budaya literasi masyarakat berkembang
1 kali, 200 

peserta

8. Frekuensi Ramadan di Perpus Kota 1 kali
8. Peran Perpus Kota dalam menyemarakkan 
bulan Ramadan 1 kali

9. Frekuensi aktivitas Liburan di Perpus Kota: liburan di 
perpus kota, movie maker, junior smart camp 1 kali

9. Peran Perpus Kota dalam mengisi Liburan 
sekolah 150 peserta

10. Operasional Gerakan Sumbang Buku melalui Bank 
Buku 12 bulan

10. Distribusi buku sumbangan dari 
masyarakat untuk yang membutuhkan 
meningkat 12 bulan

11.Frekuensi Seminar Regional Perpustakaan 1 kali
11. Kajian komprehensif untuk kemajuan 
perpustakaan Kota Yk 1 kali

12.Frekuensi Koordinasi Forkom Perpustakaan Kab/Kota 
se_DIY 1 kali

12. Jaringan kerjasama antar perpustakaan 
umum kab/Kota dan DIY 100 peserta

13. Frekuensi Lomba Perpustakaan Sekolah dan 
Perpustakaan Instansi di lingkungan Pemkot Yk 1 kali

13. Kemampuan berkompetisi dalam 
pengelolaan perpustakaan sekolah

6 pemenang 
dari 100 
peserta
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8
Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan 
Data Informasi Perpustakaan Pendidikan Aksesibilitas pendidikan meningkat Jumlah sistem perpustakaan yang dikelola 1 sistem 258,593,000 310,311,600

Jumlah otomasi dan digital library yang 
dikelola 2 aplikasi

Jumlah dokumen data perpustakaan yang 
selalu ter-update 

1 
dokumen

8.1 Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno Kota Yk 1. Bahan pustaka kuno yang dilestarikan 20 buku 1. Naskah kuno semakin terpelihara 20 naskah 173,678,000 208,413,600 sedang berjalan

Dinas 
Perpustakaan dan 
Kearsipan

2. Koleksi pustaka yang dipelihara 12 bulan 2. Bahan pustaka semakin terpelihara 12 bulan

3. Operasional Stock Opname Bahan Pustaka 1 kali
3. Koleksi bahan pustaka semakin tertata 
sesuai kaidah perpustakaan 1 kali

4. Koleksi bahan pustaka baru 1000 eks
4. Masyarakat dan pemustaka memperoleh 
info buku terbitan terbaru yang berkualitas 1000 eks

8.2
Pengelolaan Data, Sistem Informasi 
Perpustakaan Kota Yk 1. Operasional pengelolaan otomasi dan digital library 12 bulan

1. Implementasi pengelolaan otomasi dan 
digital library 12 bulan 84,915,000 101,898,000 sedang berjalan

Dinas 
Perpustakaan dan 
Kearsipan

2. Laporan aktivitas perpustakaan 1 dokumen
2. Data perpustakaan semakin tertata dan 
akurat 1 kali

3. Frekuensi penerbitan Majalah Bookie (Triwulanan) 4 kali
3. Kegiatan Perpus Kota semakin dikenal 
oleh masyarakat melalui Majalah Bookie 4 kali

4,908,981,517 5,890,777,820Total
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Badan Kepegawaian, Pendidikan Pelatihan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kinerja aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 1,161,937,612 1,032,031,044

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Kota 
Yogyakarta Makan dan minum yang tersedia untuk Koordinasi 32 orang

Dukungan terhadap kelanncaran administtrasi, 
keuangan daan operasional perkantoran 100% 458,646,000 504,510,600 Lanjutan BKPP

Makan dan minum yang tersedia untuk Pegawai 66 orang

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 40 laporan

1.2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota 
Yogyakarta Materai 6000 yang tersedia 156 lmbr

Dukungan terhadap kelanncaran administrasi 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 525,771,436 350,000,000 Lanjutan BKPP

Materai 3000 yang tersedia 420 lbr

Jasa pengiriman/paket 10 kali

STNK kendaraan roda 4 yang terbayar 3 unit

STNK kendaraan roda 2 yang terbayar 16 unit

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 5 jenis

Jasa kebersihan kantor 12 bln

Alat tulis kantor yang tersedia 51 jenis

Jasa penggandaan 433.666 lbr

Jasa percetakan 2 jenis
Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang 
tersedia 5 jenis

Jasa Pembayaran listrik, air, dan telepon 12 bulan

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 714 exlempar

Peraturan perundang-undangan yang tersedia 24 buku

Jasa perbaikan peralatan kerja 3 jenis

Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 51 jenis

Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 45 macam

Peralatan rumah tangga yang tersedia 3 jenis

Jasa pemeliharaan taman 12 bulan

Jasa Pengadaan printer 5 unit

1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Kota 
Yogyakarta

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ 
dan laporan akuntansi yang tersusun 5 dokumen

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan daan operasional perkantoran 100% 177,520,176 177,520,444 Lanjutan BKPP

Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 59 Dokumen ASN

Jasa tenaga bantuan 5 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur

Kinerja aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur 
yang memadai 100% 258,849,000 258,848,000

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
Kota 
Yogyakarta Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/tempat 3 jenis

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi SKPD 100% 159,840,000 159,840,000 Lanjutan BKPP

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional

Kota 
Yogyakarta

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 
4 3 unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi SKPD 100% 99,009,000 99,008,000 Lanjutan BKPP

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 16 unit

3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur

Kinerja aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 100% 28,000,000 20,000,000

3.1
Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 
Aparatur

Kota 
Yogyakarta Frekwensi Diklat formal yang diikuti 2 kali Meningkatnya kapasitas sumber daya apatarur 100% 28,000,000 20,000,000 Lanjutan BKPP

4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kinerja aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya peningkatan capaian kinerja 
dan keuangan 100% 100% 45,460,000 45,460,000

4.1
Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil 
Pengawasan

Kota 
Yogyakarta

Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra 
Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, 
dan penganggaran. 100% 45,460,000 45,460,000 Lanjutan BKPP

Laporan kinerja SKPD (LAKIP, laporan keuangan dan fisik, SKM, 
SPP, dan Profil). 5 dokumen Nilai kinerja akuntabilitas kinerja SKPD 100%

5
Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil 
Negara

Kinerja aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah 
Kota Yogyakarta 100% 1,802,748,900 1,839,228,750

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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5.1 Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara
Kota 
Yogyakarta Dokumen Formasi pegawai 3 dokumen

Terlaksananya penataan dan rekrutmen Aparatur 
Sipil Negara 100% 1,002,459,500 1,002,459,500 Lanjutan BKPP

Laporan Pelaksanaan Rekruitment ASN 1 dokumen

Jumlah Penataan ASN Pemkot Yk 50 orang

Laporan pemrosesan Pindah masuk/keluar/titipan ASN 1 dokumen

5.2 Pengembangan Karier ASN
Kota 
Yogyakarta Jumlah ASN yang dinilai kompetensinya 120 orang Terlaksananya pengembangan 100% 716,904,400 746,685,000 Lanjutan BKPP

Jumlah ASN yang dikelola Talent Pool 50 orang karier Aparatur Sipil Negara

Jumlah Pengiian formasi JPT Pratama Secara Terbuka 13 orang

Jumlah JPT Pratama Administrator dan pengawas yang ditata 82 org

5.3 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian
Kota 
Yogyakarta Website kepegawaian yang dikelola 12 bulan

Terlaksananya pengelolaan data dan informasi 
kepegawaian. 100% 83,385,000 90,084,250 Lanjutan BKPP

Data elektronik pegawai yang dikelola 15.000 data

Data manual pegawai yang dikelola 15.000 data

6 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Kinerja aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya pelayanan administrasi 
kepegawaian yang akuntabel 100% 1,069,983,300 1,089,330,450

6.1 Mutasi Data Kepegawaian
Kota 
Yogyakarta Frekuensi Crash program kenaikan pangkat ASN 2 kali Terlaksananya mutasi kepegawaian 100% 394,854,300 399,339,750 Lanjutan BKPP

Laporan Peninjauan Masa Kerja 1 dokumen

Laporan Status kepegawaian 1 dokumen

Penilaian Angka Kredit 1.024 Pjb. Fgs

Terbitnya SK jabatan fungsional 50 SK

Pembinaan pejabat fungsional 120 orang

Terbitnya SK Kenaikan Pangkat 800 orang

6.2 Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
Kota 
Yogyakarta Laporan Terlaksananya pemberian hukuman disiplin pegawai 1 dokumen 384,556,000 395,747,500 Lanjutan BKPP

Laporan presensi dan tambahan penghasilan pegawai 12 laporan

Laporan Administrasi perceraian 1 dokumen

Frekuensi Pembinaan mental spiritual 10 kali

Jumlah pegawai yang melaksanakan uji kesehatan 10 orang

Frekuensi Konseling pegawai 50 kali

Jumlah ASN yang diproses pemberhentian dan pensiun 350 orang

Frekuensi Fasilitasi Korpri 4 kali

6.3 Penatausahaan Kepegawaian
Kota 
Yogyakarta Laporan Rekapitulasi Surat keterangan cuti 1 dokumen

Terlaksananya penatausahaan kepegawaian sesuai 
SOP. 100% 290,573,000 294,243,200 Lanjutan BKPP

Karis/Karsu/Karpeg/ KPE yang diterbitkan 300 kartu

Jumlah ASN yang mendapatkan Satyalancana 500 orang

Jumlah yang terlayani Bapertarum 150 orang

Jumlah yang terlayani TASPEN 150 orang
Jumlah yang terlayani Kenaikan gaji berkala, KP4, dan inpassing 
gaji 60 orang

Laporan Penilaian kinerja pegawai 1 dokumen
Jumlah yang terproses jaminan kecelakaan kerja dan jaminan 
kesehatan 3 orang

Jumlah yang terlayani LHKPN dan LHKASN 100 orang

Laporan pegawai non PNS BLUD yang diproses 1 dokumen

Jumlah tenaga bantuan yang dikelola 1.031 orang

Jumlah Tanda pengenal pegawai 5.500 orang

7
Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil 
Negara

Kinerja aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terlaksana-nya pendidikan dan pelatihan 
Aparatur Sipil Negara. 100% 4,092,489,852 4,371,018,200

7.1 Analisa Kebutuhan Diklat
Kota 
Yogyakarta

Laporan Perencanaan Diklat JPT Pratama dan Jabatan 
Administrasi 1 dokumen

Tersedianya data kebutuhan Diklat, ujian dinas, dan 
standar kompetensi. 100% 278,281,352 278,281,300 Lanjutan BKPP

Laporan Perencanaan peningkatan kualifikasi pendidikan formal 1 dokumen

Laporan Analisaa kebutuhan Diklat 1 dokumen

Laporan Data kepegawaian alumni Diklat 1 dokumen
Jumlah yang mengikuti Ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat 
penyesuaian ijazah 40 orang

Laporan Penyusunan standar kompetensi 1 dokumen
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7.2 Penyelengaraan Pendidikan dan Pelatihan
Kota 
Yogyakarta Jumlah Pengiriman Diklat teknis / fungsional bagi PNS 53 Org

Terlaksananya penyelenggaraan Diklat struktural dan 
Diklat teknis. 100% 2,785,284,000 3,063,812,400 Lanjutan BKPP

Jumlah Pengiriman Diklatpim II 2 orang

Jumlah Pengiriman Diklatpim III 15 orang

Jumlah Pengiriman Diklatpim IV 50 orang

Jumlah Diklat teknis/fungsional bagi ASN 950 orang

Frekuensi praktek kerja lapangan bagi peserta Diklat 24 kali

Jumlah Sosialisasi jabatan fungsional 60 orang

7.3 Pengendalian dan Pengembangan Diklat
Kota 
Yogyakarta Laporan Monitoring dan evaluasi pasca-Diklat 1 dokumen

Terlaksananya pengendalian dan pengembangan 
Diklat, izin belajar, tugas belajar, dan izin keluar 
negeri. 100% 1,028,924,500 1,028,924,500 Lanjutan BKPP

Frekuensi Monitoring dan evaluasi pegawai 2 kali

Jumlah Seleksi calon peserta diklat dan tugas belajar 165 orang

Jumlah yang diberi izin belajar dan tugas belajar PNS 67 orang

Jumlah yang diberi bantuan biaya tugas belajar bagi PNS 40 oang
Jumlah yang dimonitoring dan evaluasi peserta tugas belajar dan 
izin belajar 67 orang

Jumlah usulan izin keluar negeri khusus ke-Diklat-an 25 orang

8,459,468,664 8,655,916,444Total
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Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja aparatur dan Birokrasi
Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya Kelancaran 
administrasi, keuangan dan 
operasional perkantoran 100% 217,708,816 227,996,213

1.1
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi

Bag Adm & 
Pengendalian Pemb Makan minum yang tersedia untuk koordinasi 242

Dukungan terhadap kelancaran administrasi 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 15,884,000 16,678,200

sedang 
berjalan

Bagian 
Administrasi 
Pengendalian 
Pembangunan

Koordinasi 33 kali

Pegawai 14 orang

Tamu 22 kali

1.2
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor

Bag Adm & 
Pengendalian Pemb Alat tulis kantor yang tersedia 60 Jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 176,049,916 184,254,368

sedang 
berjalan

Bagian 
Administrasi 
Pengendalian 
Pembangunan

Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 
tersedia 3 jenis

Materai 3000 yang tersedia 350 buah

Materai 6000 yang tersedia 120 buah

Bahan dan peralatan Kebersihan yang tersedia 17 Jenis

Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia 19 Jenis

Peralatan rumah tangga tersedia 6 Jenis

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 2 Jenis

STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya 2 Unit

STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya 3 Unit

Jasa Penggandaan 167421 lembar

Jasa perbaikan peralatan kerja 30 Unit

Jasa pemeliharaan komputer 10 Unit

Peraturan perundang-undangan yang tersedia 16 buku

Jasa Penyediaan bantuan Komunikasi Kepala 12 bulan

1.3
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 
Perkantoran

Bag Adm & 
Pengendalian Pemb

Dokumen administrasi keuangan yang tersusun (SPP, SPM, 
SPJ dan Laporan Akuntansi) 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi 
keuangan dan operasional perkantoran 25,774,900 27,063,645

sedang 
berjalan

Bagian 
Administrasi 
Pengendalian 
Pembangunan

Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 11 dokumen ASN

Jasa Pengelola arsip 1 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur Kinerja aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya Sarana dan Prasarana 
Aparatur yang Memadai 100% 170,137,209 178,644,069

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan 
Kantor

Bag Adm & 
Pengendalian Pemb Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/kantor 1 unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 121,234,209 127,295,919

sedang 
berjalan

Bagian 
Administrasi 
Pengendalian 
Pembangunan

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional

Bag Adm & 
Pengendalian Pemb

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
roda 4 2 unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 48,903,000 51,348,150

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
roda 2 3 unit

3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya peningkatan capaian 
kinerja dan keuangan 100% 38,265,250 40,178,460

3.1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Bag Adm & 
Pengendalian Pemb

Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran 
(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen

Tersedianya dokumen perencanan, 
pengendalian dan penganggaran 100% 38,265,250 40,178,460

sedang 
berjalan

Bagian 
Administrasi 
Pengendalian 
Pembangunan

Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, 
SKM, SPIP, Profil) 5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD BB

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | V-50



Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

4
Program Pengendalian Pelaksanaan 
Pembangunan Kinerja aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya kesesuaian realisasi 
keluaran/output kegiatan dengan 
target kegiatan 

Prosentase 
capaian 
kegiatan 

pembangu
nan 93% 8% 1,076,295,898 1,130,706,689

4.1
Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan Setda

Bag Adm & 
Pengendalian Pemb Renja Setda 1 dokumen

Tersusunnya renja Sekda yang menjadi acuan 
penyusunan RKA dan DPA Sekda 100% 142,585,666 142,417,449

sedang 
berjalan

Bagian 
Administrasi 
Pengendalian 
Pembangunan

LAKIP Setda 1 dokumen
Tersusunnya dokumen lakip setda sebagai 
wujud akuntabilitas dan alat perbaikan kinerja 100%

RUP Setda 1 laporan

Tersusunnya RUP setda sebagai unsur 
perencanaan dan pengendalian dalam proses 
pengadaan barang/jasa 100%

Review Renstra Setda 1 dokumen
Tersusunnya review renstra setda untuk 
mengakomodir perubahan perencanaan 100%

Laporan Pokja Sanitasi 1 Laporan

Perjanjian kinerja setda 1 dokumen

Pengukuran Kinerja Setda 1 dokumen

4.2
Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan 
Kegiatan

Bag Adm & 
Pengendalian Pemb Laporan Evaluasi Dokuman Kontruksi 1 laporan Terwujudnya laporan evaluasi dokumen kontrak 100% 631,990,466 674,884,226

sedang 
berjalan

Bagian 
Administrasi 
Pengendalian 
Pembangunan

Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM 
Pelaporan 12 laporan

Terwujudnya Laporan bulanan pelaksanaan 
kegiatan dan laporan evaluasi SIM Pelaporan 100%

Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 4 laporan
Terwujudnya Laporan Monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan 100%

Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan 1 dokumen
Terwujudnya Laporan hasil pengendalian 
perencanaan kegiatan 100%

Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik kontruksi 1 dokumen
Terwujudnya Laporan hasil pengendalian fisik 
kegiatan 100%

Laporan pengendalian Kontrak Kritis 1 laporan Terwujudnya laporan pengendalian kontrak kritis 100%

Laporan uji teknik dan bahan hasil pekerjaan kontruksi 1 laporan Tersedianya Uji Lab Konstruksi 100%

Laporan peta pembangunan berbasis digital 1 laporan Tersedianya peta pembangunan berbasis digital 100%

Laporan Expose hasil pekerjaan koonstruksi 1 laporan

4.3 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan
Bag Adm & 
Pengendalian Pemb Pedoman Pelaksanaan Kegaiatn APBD 1dokumen Tersedianya pedoman pelaksanaan kegiatan 100% 301,719,766 313,405,014

sedang 
berjalan

Bagian 
Administrasi 
Pengendalian 
Pembangunan

Kajian AHS Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya 1 laporan Tersedianya kajian AHS 100%

Buku Daftar Registrasi Perusalan 1dokumen Tersedianya Buku Daftar Register Perusahaan 100%

Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan 1 laporan
Tersedianya Peraturan Walikota tentan Analisa 
Harga Satuan 100%

Laporan Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan APBD 1dokumen
Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan 
Pelaksanaan APBD 100%

1,502,407,173 1,577,525,431Total
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Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
Daerah Meningkat

Terwujudnya kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 7,558,350,734 7,558,350,734

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi BPKAD Makan dan minum koordinasi 144 kali

Dukungan terhadap kelancaran 
administrasi, keuangan dan operasional 
perkantoran 100% 325,500,000 325,500,000 sedang berjalan BPKAD

Makan dan minum pegawai 130 orang

Makan dan minum tamu 48 kali

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah 26 laporan

1.2
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor BPKAD Materai @6000 yang tersedia 320 lembar

Dukungan terhadap kelancaran 
administrasi, keuangan dan operasional 
perkantoran 100% 6,974,098,500 6,974,098,500 sedang berjalan BPKAD

Materai @3000 yang tersedia 1.384 lembar

Perangko @5100 yang tersedia 17.760 lembar

Jasa pengiriman / paket 865 kali

Jasa komunikasi yang tersedia 1 OPD

Jasa kebutuhan air yang tersedia 36 OPD

Jasa Kebutuhan listrik yang tersedia
44 OPD dan 8 unit 

kerja

STNK Roda 4 yang dibayar 16 Unit

STNK Roda 2 yang dibayar 35 Unit

STNK Roda 3 yang dibayar 1 unit

Jasa KIR kend roda 4 6 Unit

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 26 jenis

Jasa kebersihan kantor 12 bulan

Jasa perbaikan peralatan kerja 7 jenis

Alat tulis kantor yang tersedia 86 jenis

Jasa percetakan 5 jenis

Jasa Penggandaan 574.600 lembar
Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang 
tersedia 12 jenis

Komponen Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 36 jenis

Peralatan Rumah tangga yang tersedia 12 jenis

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 4 jenis

Peraturan perundang-undangan yang tersedia 5 jenis

Bahan logistik kantor jas hujan 96 buah

Bahan logistik tas kerja 69 buah

Jasa pemeliharaan dan perbaikan mebelair 10 Jenis

1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran BPKAD
Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ, 
dan Laporan Akuntansi yang tersusun 4 jenis

Dukungan kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 258,752,234 258,752,234 sedang berjalan BPKAD

Dokumen ASN yang terkelola 130 orang

Jasa tenaga bantuan 5 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
Daerah Meningkat

Prosentase pemeliharaan sarana dan 
prasarana aparatur yang memadai 100% 496,298,915 496,298,915

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan 
Kantor BPKAD Jasa pemeliharaan gedung kantor 2 jenis pekerjaan

Dukungan terhadap peningkatan sarana 
dan prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 148,215,000 148,215,000 sedang berjalan BPKAD

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional BPKAD Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 16 unit

Terwujudnya kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 348,083,915 348,083,915 sedang berjalan BPKAD

Kendaraan Dinas/Operasional Roda 3 1 unit

Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 35 unit

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
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3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur Kinerja aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat.

Prosentase meningkatnya kelancaran 
pengembangan sistem pelaporan capaian 
Kinerja dan keuangan 100% 69,375,000 69,375,000

3.1
Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 
Aparatur BPKAD Frekuensi diklat formal yang diikuti 4 kali

Meningkatnya kapasitas sumber daya 
aparatur 69,375,000 69,375,000 sedang berjalan BPKAD

4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat.

Prosentase meningkatnya kelancaran 
pengembangan sistem pelaporan capaian 
Kinerja dan keuangan 100% 179,613,000 179,613,000

4.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 
dan laporan Capaian Kinerja SKPD Kec. UH

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran :Renstra, Renja, 
RKA/RKPA, DPA/DPPA, IKU, Perjanjian Kinerja 6 dokumen

Dukungan terhadap kelanncaran 
administtrasi, keuangan daan operasional 
perkantoran 4 keg 179,613,000 179,613,000 sedang berjalan BPKAD

Laporan kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Fisik dan Keuangan, SPIP, 
SPeKOP, SKM, Profil SKPD) 6 dokumen

Meningkatnya kapasitas sumber daya 
aparatur

Frekuensi diklat formal yang diikuti 4 kali Buku profil keuangan daerah

Dokumen Profil Keuangan Daerah 1 dokumen

5
Program Perencanaan dan Pengendalian 
Anggaran Kinerja aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat.

Terwujudnya kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% tepat waktu 364,245,415 364,245,415

5.1 Perencanaan Anggaran BPKAD
Dokumen tentang Perda APBD TA. 2019 dan Perwal tentang 
Penjabaran APBD TA. 2019 2 dokumen Penetapan Raperda APBD tepat waktu. 95% 259,426,415 259,426,415 sedang berjalan BPKAD
Dokumen Perda Perubahan APBD TA. 2018 dan Perwal tentang 
Penjabaran Perubahan APBD TA. 2018 2 dokumen 2 dokumen
Dokumen tentang Nota Keuangan Perubahan RAPBD TA. 2018 dan 
Nota Keuangan RAPBD TA. 2019 2 dokumen 1 dokuman
Dokumen Penyempurnaan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 
2018 3 dokumen 4 dokuman
Pengujian usulan RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD TA. 2018 dan 
RKA-SKPD dan RKA-SKPKD TA. 2019 2 kegiatan 40 SKPD

Dokumen tentang Kode Rekening 1 dokumen

5.2 Pengendalian Anggaran Kec. UH
SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPDdan 
DPA-SKPKD TA. 2018 44 SKPD

DPA SKPD & DPA SKPKD, DPPA & DPPA 
-SKPKD sebagai dasar SKPD di 
lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta 
dalam merealisasi kegiatan 44 SKPD 104,819,000 104,819,000 sedang berjalan BPKAD

SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPPA SKPD 
dan DPPA-SKPKD TA. 2018 44 SKPD

Fasilitasi pencairan dana hibah 22 SKPD Fasilitasi pencairan dana hibah 22 SKPD

Fasilitasi pencairan dana Bantuan Sosial 2 SKPD Fasilitasi pencairan dana Bantuan Sosial 2 SKPD

Rancangan Perwal tentang Anggaran Kas 2 dokumen Rancangan Perwal tentang Anggaran Kas 2 dokumen

Ijin diatas/diluar SHBJ 10 SKPD Ijin diatas/diluar SHBJ 10 SKPD

6
Program Pengendalian Belanja Daerah dan 
Pengelolaan Dana Tranfer

Prosentase Pengendalian Belanja Daerah 
sesuai perencanaan yang tepat waktu dan 
akuntabel 100% 607,021,406 607,021,406

6.1 Pengendalian Anggaran Belanja Daerah BPKAD OPD yang mendapatkan dana untuk pelaksanaan Belanja Daerah 44 OPD
Pelaksanaan Belanja Daerah dapat 
terealisasi sesuai dengan ketentuan. 44 OPD 500,958,406 500,958,406 sedang berjalan BPKAD

Dokumen TPTGR 6 dokumen
Terselesaikannya penerimaan Ganti Rugi 
Daerah. 6 dokumen

Penyusunan Form 1721 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji 
seluruh PNS Pemkot Yk, dan 2 pejabat negara untuk pelaporan 
SPT tahunan Tahun 2017 dan persiapan Penyusunan Form 1721 
Tahun 2018 1 dokumen

Jumlah Form 1721 Pajak Penghasilan 
(PPh) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS 
Pemkot Yk, dan 2 pejabat negara untuk 
pelaporan SPT tahunan Tahun 2017 dan 
persiapan Penyusunan Form 1721 Tahun 
2018

Laporan proses pengembalian kelebihan Gaji 12 dokumen Pengembalian kelebihan gaji
12 

dokumen

Dokumen Laporan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PFK 
(IWP, Taperum 3% iuran Pemda kepada BPJS Kesehatan dan 
0,54% iuran Pemda kepada PT. TASPEN : 12 dokumen

Jumlah Laporan pemotongan, penyetoran, 
dan pelaporan PFK (IWP, Taperum 3% 
iuran Pemda kepada BPJS Kesehatan dan 
0,54% iuran Pemda kepada PT. TASPEN :

12 
dokumen

Laporan SKPP yang diterbitkan 12 dokumen Jumlah SKPP yang diterbitkan
12 

dokumen

Cakupan OPD yang mendapat pembinaan pengelolaan administrasi 
keuangan dan aset daerah 44 OPD

OPD yang mendapat pembinaan 
pengelolaan administrasi keuangan dan 
aset daerah 44 OPD

6.2 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Tranfer BPKAD Laporan Dana perimbangan dan dana transfer yang dikelola 6 dokumen
Laporan Dana perimbangan dan dana 
transfer yang dikelola 6 dokumen 106,063,000 106,063,000 sedang berjalan BPKAD
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7
Program Pengelolaan Pembiayaan dan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kinerja aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat.

Terwujudnya kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 1,155,215,406 1,155,215,406

7.1
Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD BPKAD

Dokumen Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
TA. 2017 1 dokumen

Data dan informasi tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
TA. 2017 1 dokumen 784,958,406 784,958,406 sedang berjalan BPKAD

Dokumen Peraturan Walikota tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban APBD TA. 2017 1 dokumen

Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan 
APBD berbasis sistem informasi keuangan 
daerah

44 OPD, 1 
SKPKD/OP

D

Dokumen LRA, LP-SAL, LAK dan CaLK Pemerintah Daerah 1 dokumen
Terwujudnya laporan keuangan sesuai 
Standar Akuntansi Pemerintah

44 
SKPD/OPD, 

1 
SKPKD/OP

D

Dokumen Neraca, LO, LPE dan Calk Pemerintah Daerah 1 dokumen

Laporan Realisasi APBD TA.2018, Semester I 1 dokumen
Laporan Realisasi APBD TA.2017 Tribulan Iv dan TA. 2018 Tribulan 
I, II, III 4 dokumen

Cakupan Pelayanan implementasi SIPKD berbasis akrual
44 OPD, 1 

SKPKD/OPD

Data modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit 2 kali

Data keuangan ke pemerintah pusat dan masyarakat 12 dokumen
Pendampingan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 
(SAPD) berbasis akrual

44 OPD, 1 
SKPKD/OPD

7.2
Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola 
Pengelolaan Keuangan BLUD BPKAD Frekuensi Penempatan dana idle di Bank Pemerintah 16 kali

Laporan piutang dan dana cadangan 
dapat disajikan secara akuntabel 2 kali 370,257,000 370,257,000 sedang berjalan BPKAD

Frekuensi evaluasi Investasi Dana Daerah 20 kali Pendapatan bunga deposito

Rp 
6.000.000.0

00,-

Penyusunan Laporan Realisasi Penyertaan Modal 24 dokumen

Terwujudnya Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 
yang transparan dan akuntabel

23 BLUD (1 
SKPD/OPD, 

22 unit 
kerja)

Penyusunan Laporan perforasi 4 dokumen

Penyusunan Laporan piutang daerah 4 dokumen

Penyusunan Laporan hasil kerjasama dengan Pihak ke3 12 dokumen

Penyusunan Laporan pendapatan diterima di muka 12 dokumen

Penyusunan Laporan Dana Cadangan 2 kali

Cakupan Pengesahan laporan bulanan BLUD
23 BLUD (1 OPD, 

22 unit kerja)
Cakupan OPD yang mendapat Pembinaan Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

23 BLUD (1 OPD, 
22 unit kerja)

8
Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan 
Pajak Daerah Kinerja aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat.

Terwujudnya kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 4,00% 1,933,093,020 1,933,093,020

8.1 Pelayanan Pajak Daerah BPKAD Sinkronisasi Data Obyek Pajak PBB-P2 dengan BPHTB 240 objek pajak Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah 414,434,720 414,434,720 sedang berjalan BPKAD

Pemeliharaan Obyek PBB-P2 Hasil Penilaian Individu 12 objek pajak

Pemeliharaan Data SISMIOP dan Data SIG PBB-P2 300 objek pajak

Pemeliharaan Data SIMPADA 500 wajib pajak 0,50%
Wajib Pajak Daerah yang melaksanakan Pelaporan Pajak Hotel dan 
Pajak Restoran secara Online 100 wajib pajak

8.2 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah Kec. UH Pemantauan SPTPD yang dikirim 22.000 SPTPD Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah 426,407,000 426,407,000 sedang berjalan BPKAD

Peremajaan data Objek Pajak, Subjek Pajak dan WP 60 WP

Penjaringan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah baru 500 WP

8.3 Penetapan Pajak Daerah Kec. UH WP BPHTB yang diteliti 2000 WP Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah 1,092,251,300 1,092,251,300 sedang berjalan BPKAD

WP Hotel yang diperiksa secara lengkap 140 WP 3300 WP

WP Hotel yang diperiksa secara sederhana 25 WP

WP Restoran yang diperiksa secara lengkap 110 WP

WP Restoran yang diperiksa secara sederhana 30 WP

WP Hiburan yang diperiksa secara lengkap 20 WP 400 WP

WP Hiburan yang diperiksa secara sederhana 20 WP

WP Parkir yang diperiksa secara lengkap 20 WP
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WP Parkir yang diperiksa secara sederhana 20 WP

WP yang dilakukan penilaian individu 12 WP

WP yang dilakukan pendataan & penilaian massal (Kec.Ngampilan) 4000 WP

Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah
9.500 Surat 
Ketetapan

Penyampaian SPPT PBB-P2
95.000 SPPT PBB-

P2

9
Program Pembukuan dan Penagihan Pajak 
Daerah Kinerja aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat.

Terwujudnya kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 4,00% 3,645,758,955 3,645,758,955

9.1
Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan 
Pajak Daerah BPKAD Tunggakan pajak daerah yang ditagih 500 WP

Tercapainya realisasi tunggakan pajak 
daerah 3,041,830,000 3,041,830,000 sedang berjalan BPKAD

Buku kendali wajib pajak yang dilaporkan 84 laporan

Surat Teguran Pajak Daerah yang dikirim ke WP 3000 WP

Surat permohonan keringanan Pajak Daerah yang ditelaah 600 WP 0,50%

SPPT PBB-P2 yang ditagih 7500 WP

WP yang mendapat pembinaan 750 WP
WP yang mendapat kompensasi /Pengembalian kepada WP Hotel 
dan WP Restoran 425 WP 279 WP
WP yang mendapat Kompensasi/Pengembalian kepada WP PBB-
P2 BCB dan BWB 325 WP 3240 WP

WP daerah yang mendapat penghargaan 30 WP

WP yang mendapat penyuluhan 3250 WP

9.2 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah Kec. UH Wajib pajak PBB yang terverifikasi 4500 wajib pajak Laporan WP PBB yang telah diverifikasi
4500 wajib 

pajak 603,928,955 603,928,955 sedang berjalan BPKAD

Wajib pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan Reklame yang 
terverifikasi 1000 wajib pajak

Laporan WP Pajak Hotel, Restoran, Parkir 
dan Reklame yang telah diverifikasi

1000 wajib 
pajak

Laporan realisasi penerimaan pajak daerah 24 dokumen
Laporan realisasi penerimaan pajak 
daerah

24 
dokumen

Telaah restitusi pajak daerah 12 dokumen Laporan telaah restitusi pajak daerah
12 

dokumen

Laporan jaminan bongkar reklame 12 dokumen Laporan jaminan bongkar reklame
12 

dokumen

Laporan realisasi tunggakan pajak daerah 12 dokumen
Laporan realisasi penerimaan tunggakan 
pajak daerah

12 
dokumen

Perforasi karcis, tiket, bill dll 27.000 buku
Laporan pengoperasian tiket, karcis dan 
bill dll

27.000 
buku

Pengoperasian komputer POS PBB 62 KomputeAr
Laporan pengoperasian komputer POS 
PBB

62 
KomputeAr

Laporan rekonsiliasi PPJ dan PBB 24 dokumen
Laporan Hasil Rekonsiliasi PPJ yang telah 
dicapai

24 
dokumen

10
Program Perencanaan, Pemanfaatan dan 
Inventarisasi Aset Kinerja aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat. 5,498,250,940 5,498,250,940

10.1 Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset BPKAD Dokumen RKBMD Pengadaan 2 dokumen RKBMD Pengadaan 2 dokumen 2,118,222,500 2,118,222,500 sedang berjalan BPKAD

Dokumen RKBMD Pemeliharaan 2 dokumen RKBMD Pemeliharaan 2 dokumen

Dokumen RKBMD Pemanfaatan 2 dokumen RKBMD Pemanfaatan 2 dokumen

Dokumen RKBMD Pemindahtanganan 2 dokumen RKBMD Pemindahtanganan 2 dokumen

Dokumen RKBMD Penghapusan 2 dokumen RKBMD Penghapusan 2 dokumen

Buku Agenda 800 buah Buku Agenda 800 buah

Kalender 10.000 eksemplar Kalender
10.000 

eksemplar

Alat Tulis Kantor 1 paket Alat Tulis Kantor 1 paket

Bendera Merah Putih dan Umbul-umbul 1 paket Bendera Merah Putih dan Umbul-umbul 1 paket

Gambar Walikota dan Wakil Walikota 1 paket Gambar Walikota dan Wakil Walikota 1 paket

Alat Angkutan Darat Bermotor Pemerintah Kota Yogyakarta Station 
wagon/minibus 2 unit

Alat Angkutan Darat Bermotor Pemerintah 
Kota Yogyakarta Station wagon/minibus 2 unit

Alat Angkutan Darat Bermotor Pemerintah Kota Yogyakarta Sepeda 
motor 34 unit

Alat Angkutan Darat Bermotor Pemerintah 
Kota Yogyakarta Sepeda motor 34 unit

Alat Kantor & Rumah Tangga Pemkot. Yogyakarta Perlengkapan 
Kantor 1 paket

Alat Kantor & Rumah Tangga Pemkot. 
Yogyakarta Perlengkapan Kantor 1 paket
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Barang Cetakan 4 paket Barang Cetakan 4 paket

10.2 Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset Kec. UH Dedaktible klaim asuransi 1 tahun
Terjaminnya resiko kerugian atas kerugian 
yang timbul 1 tahun 2,382,781,425 2,382,781,425 sedang berjalan BPKAD

Jasa asuransi bangunan gedung Pemerintahan 1 paket 1 paket

Jasa asuransi bangunan gedung Kesehatan 1 paket 1 paket

Jasa asuransi bangunan gedung Perekonomian 1 paket 1 paket

Jasa Asuransi Kendaraan Pemkot Yogyakarta 1 paket
Terjaminnya resiko Kendaraan Milik 
Pemerintah Kota Yogyakarta 1 paket

Penataan dan Penyelesaian Status Barang Milik Daerah 1 paket Tertatanya Status Barang Milik Daerah 1 paket

Survey pemanfaatan barang daerah 1 dokumen Termanfaatkannya Barang Milik daerah 1 dokumen

Distribusi barang stok /barang lama 10 SKPD/ OPD
Terdistribusikannya Barang Stok/Barang 
lama

10 SKPD/ 
OPD

Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah 1 dokumen
Tersedianya data optimalisasi 
pemanfaatan barang milik daerah 1 dokumen

Penilaian Barang Milik Daerah 1 dokumen Ternilainya barang milik daerah 1 dokumen

10.3
Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang 
Persediaan Kec. UH

Penghapusan barang tidak bergerak (bangunan gedung) milik 
Pemkot Yogyakarta 4 bangunan

Efisiensi pemanfaatan dan biaya 
pemeliharaan barang daerah 4 bangunan 997,247,015 997,247,015 sedang berjalan BPKAD

Pelayanan implementasi SIPKD Modul Non Core Aset 44 SKPD/OPD

Penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan 
APBD berbasis sistem informasi barang 
daerah

44 
SKPD/OPD

Data yang tersedia pada modul agen konsolidator BPK RI dalam 
rangka e-audit 2 Dokumen

Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan 
Evaluasi 1 buku

Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD 44 SKPD/OPD
Tercapainya efisiensi pemanfaatan dan 
biaya pemeliharaan barang daerah

44 
SKPD/OPD

Penghapusan barang bergerak(kendaraan dan alat kantor/Rumah 
tangga) milik Pemkot Yogyakarta 2 kali

Kejelasan status kepemilikan dan 
pengamanan Barang Milik Daerah 2 kali

Pengujian fisik kendaraan yang akan dihapus 1 dokumen
Terinventarisasinya barang milik daerah se-
Kota Yogyakarta 1 dokumen

Pemasangan dan penggantian papan nama OPD dan Papan RTHP 
yang rusak 22 unit

Pelaksanaan Sensus Barang Daerah 1 dokumen
Nilai Barang Persediaan Pemkot 
Yogyakarta 1 dokumen

Laporan Barang Persediaan Pemerintah Kota Yogyakarta 1 dokumen
21,507,222,79

1 21,507,222,791Total
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Sekretariat DPRD

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran Kinerja aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 10,418,504,939 11,460,355,434

1.1
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi Sekretariat DPRD Makan dan minum yang tersedia untuk Frekuensi Koordinasi 375 kali

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 5,383,629,658 5,921,992,624 sedang berjalan Sekretarit DPRD

Makan dan minum yang tersedia untuk Pegawai 47 orang

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah 47 laporan

Frekuensi Bimtek DPRD 4 kali

Frekuensi Adeksi DPRD 3 kali

1.2
Penyediaan Jasa, Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor Materai 6000 yang tersedia 720 buah

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 4,840,076,866 5,324,084,553 sedang berjalan Sekretarit DPRD

Materai 3000 yang tersedia 1200 buah

Frekuensi Jasa pengiriman / paket 100 kali

STNK roda 4 yang terbayar 22 unit

STNK roda 2 yang terbayar 16 unit

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 8 jenis

Jasa kebersihan kantor 12 bulan

Alat Tulis Kantor yang tersedia 65 jenis

Jasa Percetakan 17 jenis

Jasa Penggandaan 500.000 lembar
Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang 
tersedia 34 jenis

Jasa Pembayaran listrik dan telepon 12 bulan

Jasa perbaikan peralatan kerja 9 jenis

Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 18 jenis

Peralatan rumah tangga yang tersedia 64 jenis

Jasa pemeliharaan taman 12 bulan

Jasa Tenaga Keamanan 12 bulan

1.3
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 
Perkantoran Sekretariat DPRD

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : 
SPP,SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 194,798,415 214,278,257 sedang berjalan Sekretarit DPRD

Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 47 ASN

Jasa Pengelola Arsip 1 orang

Jasa Tenaga Bantuan 6 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur Kinerja aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya sarana dan prasarana 
aparatur yang memadai 100% 892,537,660 981,791,426

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Gedung/Bangunan Kantor Sekretariat DPRD Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor / tempat 3 jenis

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi OPD 100% 100,360,000 110,396,000 sedang berjalan Sekretarit DPRD

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional Sekretariat DPRD Jasa pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 4 unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi OPD 100% 792,177,660 871,395,426 sedang berjalan Sekretarit DPRD

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
Roda 4 ( empat ) 18 unit
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
Roda 2 ( dua ) 16 unit

3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur Kinerja aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya peningkatan kapasitas 
sumber daya aparatur 100% 527,400,000 580,140,000

3.1
Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan 
Kapasitas Aparatur Sekretariat DPRD Frekuensi diklat formal dan Asdeksi yang diikuti 74 kali Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100% 527,400,000 580,140,000 sedang berjalan Sekretarit DPRD

4

Program Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan Kinerja aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya peningkatan capaian 
kinerja dan keuangan 100% 56,725,000 62,397,500

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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4.1

Penyusunan Dokumen Perencanaan, 
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja 
SKPD Sekretariat DPRD

Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran ( 
Renstra, Renja, PK, RKA, DPA ) 5 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian 
dan penganggaran 100% 56,725,000 62,397,500 sedang berjalan Sekretarit DPRD

Laporan kinerja OPD ( LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, 
IKM, SPIP, Profil , LHKPN DPRD ) 6 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD BB

5
Program Fasilitasi Penyusunan 
Perundang-undangan Kinerja aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah 
meningkat.

Presentase Jumlah Produk Hukum yang 
dibahas 100% 24,686,885,000 27,155,573,500
Persentase jumlah media publikasi 
informasi ke masyarakat 100%

Draft Raperda Prakarsa DPRD 8 dokumen
Naskah Akademik dan Draft Raperda Prakarsa 
DPRD

Draft Peraturan DPRD 1 draft Rancangan Peraturan DPRD yang siap dibahas
1 

dokumen

Draft Keputusan DPRD 25 draft Keputusan DPRD
25 

dokumen

Draft Keputusan Pimpinan DPRD 25 draft Keputusan Pimpinan DPRD
25 

dokumen

Draft Persetujuan Bersama 20 draft Persetujuan Bersama
20 

dokumen

Pengkajian / Telaah Hukum 15 telaah Kajian / telaahan yang disusun
15 

dokumen

Buku Peraturan Perundang-undangan 30 buku
Buku Peraturan Perundang-undangan yang 
dibutuhkan 30 buku

5.2
Penyelenggaraan Pembahasan 
Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD Kota Yogyakarta

Raperda yang mendapatkan Persetujuan Bersama antara 
Walikota dan DPRD 20 Raperda

Raperda yang mendapatkan Persetujuan Bersama 
antara Walikota dan DPRD ditindaklanjuti sampai 
Penetapan Perda

20 
Raperda 19,285,175,000 21,213,692,500 sedang berjalan Sekretarit DPRD

Keputusan DPRD / Peraturan DPRD

4 Keputusan 
DPRD/Peraturan 

DPRD Keputusan DPRD/Peraturan DPRD yang ditetapkan

4 
Keputusa

n 
DPRD/Pe

raturan 
DPRD

Penyusunan Rencana Kerja DPRD 2 Rencana Kerja Rencana Kerja DPRD

2 
Rencana 

Kerja
Kajian Ilmiah bid pemerintahan, perekonomian dan keuangan, 
pembangunan, kesejahteraan rakyat 5 Kajian Dokumen Kajian

5 
Dokumen

Propemperda yang disusun 1 Dokumen Propemperda
1 

Dokumen

Buku Risalah Rapat Paripurna 60 Risalah Risalah Rapat Paripurna yang tersusun
60 

Risalah

Data Hasil Rapat Alat Kelengkapan DPRD

108 Catatan Hasil 
Rapat Alat 

kelengkapan DPRD Data hasil Rapat Alat Kelengkapan yang tersusun
108 

Dokumen

5.3
Pelayanan Kehumasan dan Publikasi 
Kegiatan DPRD Kota Yogyakarta

Frekuensi Publikasi Draft Raperda dan Perda Inisiatif di Media 
Cetak 6 kali

Terpublikasikannya Draft Raperda dan Perda 
Inisiatif untuk mendapatkan masukan dari 
masyarakat 6 kali 3,001,725,000 3,301,897,500 sedang berjalan Sekretarit DPRD

Frekuensi Publikasi kegiatan Dewan di media cetak 40 kali

Masyarakat dapat memberikan masukan dan 
mendapatkan informasi program dan kegiatan 
DPRD melalui berbagai media massa 99 kali

Frekuensi Talkshow DPRD di Radio 22 kali

Frekuensi Talkshow DPRD di Televisi 21 kali

Frekuensi Kolom Khusus DPRD di media cetak 16 kali

Plaquet cinderamata 200 buah
Plaquet cinderamata untuk tamu dan daerah 
kunjungan yang dituju 200 buah

Frekuensi Ucapan selamat di media cetak 10 kali Profil DPRD tersampaikan ke masyarakat 19 kali

Frekuensi Greetings di Televisi 6 kali

Pembuatan kalender DPRD 4000 eks
Publikasi kegiatan DPRD, gagasan dan profil DPRD 
melalui media kalender sampai ke masyarakat 4000 eks

Majalah DPRD 4 edisi

Publikasi kegiatan DPRD, gagasan dan profil DPRD 
melalui media majalah DPRD sampai ke 
masyarakat 4 edisi

Frekuensi Penerimaan tamu DPRD dan Sekretariat DPRD 143 kali

Tamu DPRD dan Sekretariat DPRD mendapat 
informasi Program dan Kegiatan di DPRD dan 
Sekretariat DPRD 143 kali

Website DPRD, SIM Agenda Dewan dan pengelola media 
sosial lainnya yang dikelola 12 bulan

Kegiatan DPRD diketahui masyarakat lewat 
berbagai media website, SIM Agenda Dewan dan 
Media Sosial lainnya 12 bulan
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6
Program Fasilitasi Penganggaran dan 
Pengawasan Kinerja aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah 
meningkat.

Persentase Jumlah Pembahasan 
Penganggaran dan Pengawasan 100% 19,591,295,000 21,550,424,500
Persentase Jumlah kerjasama dan 
Penjaringan Aspirasi Masyarakat 100%

Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Raperda

Persetujuan Bersama antara DPRD dan Walikota 
terhadap Raperda Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD

1 
Persetuju

an 
Bersama

Raperda APBD danPerubahan APBD 2 Raperda
Persetujuan Bersama antara DPRD dan Walikota 
terhadap Raperda APBD dan Perubahan APBD

2 
Persetuju

an 
Bersama

Nota Kesepakatan KUAPPAS dan KUAPPAS Perubahan 4 Nota Kesepakatan
Dokumen Nota Kesepakatan KUAPPAS dan 
KUAPPAS Perubahan

4 Nota 
Kesepaka

tan

6.2
Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan 
DPRD Kota Yogyakarta Frekuensi Pengawasan Mitra Kerja Komisi 163 kali Laporan Pengawasan Mitra Kerja Komisi

163 
Laporan 11,603,475,000 12,763,822,500 sedang berjalan Sekretarit DPRD

Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota 1 Rekomendasi Keputusan DPRD atas LKPJ Walikota

1 
Keputusa

n

Rekomendasi DPRD atas Penyelenggaraan Pemerintahan 4 Rekomendasi Keputusan DPRD

4 
Keputusa

n

6.3
Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan 
Aspirasi Masyarakat Kota Yogyakarta

Aspirasi masyarakat dari wilayah Kecamatan se Kota 
Yogyakarta 12 dokumen

Dokumen Aspirasi masyarakat dari wilayah 
Kecamatan se Kota sebagai materi penyusunan 
perencanaan berikutnya

12 
dokumen 4,633,795,000 5,097,174,500 sedang berjalan Sekretarit DPRD

Frekuensi Audiensi 48 kali
Aspirasi masyarakat yang terserap melalui Audiensi 
dengan DPRD

48 
Laporan

Frekuensi Kaukus Perempuan 2 kali
Aspirasi masyarakat yang terserap melalui Kaukus 
Perempuan 2 Laporan

Frekuensi Reses DPRD 3 kali
Dokumen reses Sebagai masukan bagi 
perencanaan berikutnya 3 Laporan

Draft Pokok Pokok Pikiran DPRD 1 Pokir
Dokumen Pokir sebagai masukan bagi 
perencanaan berikutnya 1 Pokir

56,173,347,599 61,790,682,360Total
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Bagian Hukum

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran Kinerja aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya Kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 534,675,540 588,143,094

1.1
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi Bagian Hukum Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 21 orang

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional Perkantoran 100% 359,006,000 394,906,600 sedang berjalan Bag. Hukum

Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 12 kali

Makan dan minum yang tersedia untuk tamu dinas 14 kali

Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 34 laporan

1.2
Penyediaan Jasa, Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor Bagian Hukum alat tulis kantor yang tersedia 63 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 96,491,580 106,140,738 sedang berjalan Bag. Hukum

Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang 
tersedia 3 jenis

Materai 6000 yang tersedia 200 buah

Materai 3000 yang tersedia 300 buah

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 17 jenis

Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 5 jenis

Peralatan rumah tangga 3 jenis

Bantuan Komunikasi 12 bulan

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 2 surat kabar

STNK Roda 2 yang terbayar 4 unit

STNK Roda 4 yang terbayar 2 unit

Jasa percetakan 1 jenis

jasa Penggandaan 2 jenis

pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer 10 kali

Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia 14 buku

1.3
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 
Perkantoran Bagian Hukum

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, 
SPJ, dan Laporan Barang yang tersusun 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 79,177,960 87,095,756 sedang berjalan Bag. Hukum

Jasa Tenaga Bantuan 2 orang

Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola
15 dokumen 

ASN

Jasa Pengelola Arsip 1 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur Kinerja aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya sarana dan prasarana 
aparatur yang memadai 100% 45,200,000 49,720,000

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional Bagian Hukum

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
roda 2 4 unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 45,200,000 49,720,000 sedang berjalan Bag. Hukum

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
roda 4 2 unit

3
Program Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur Kinerja aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur 100% 18,000,000 19,800,000

3.1
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 
Perundang-undangan Bagian Hukum frekuensi bintek yang diikuti 5 kali

Meningkatnya kapasitas sumber daya 
aparatur 100% 18,000,000 19,800,000 sedang berjalan Bag. Hukum

4

Program Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan Kinerja aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya Peningkatan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 100% 41,464,000 41,464,000

4.1

Penyusunan Dokumen Perencanaan, 
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja 
SKPD UH

Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, 
Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, RKA, DPA 6 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan, 
pengendalian dan penganggaran 100% 41,464,000 41,464,000 sedang berjalan Bag. Hukum

Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, 
SPIP, Profil yang tersusun 5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah BB

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

5
Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan dan Pelayanan hukum Kinerja aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Jumlah Produk hukum yang 
disosialisasikan 

60 produk 
hukum 3,173,524,730 3,548,025,803

Jumlah Perda/Perwal yang Tersusun 

8 Raperda 
& 40 

Perwal 

Jumlah Penanganan persoalan Hukum 
Pemerintah Kota YK 

8 perkara/ 
sengketa 

5.1
Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan DIY Draft Raperda 8 Raperda Tersusunnya Produk Hukum Daerah

448 produk 
hukum 1,445,660,000 1,590,226,000 sedang berjalan Bag. Hukum

Naskah Paripurna Raperda 8 naskah

Perwal 40 perwal Terpublikasikannya Raperda Ke Media Cetak 5 Raperda

Kepwal 400 kepwal

Analisis Perwal 7 perwal

Publikasi Raperda ke media cetak 3 raperda

Naskah Akademik Raperda
3 Naskah 
Akademik

5.2 Layanan Bantuan Hukum Perkara/sengketa yang ditangani 8 perkara
Terselesaikannya perkara/sengketa yang 
ditangani 8 perkara 1,018,740,000 1,177,762,600 sedang berjalan Bag. Hukum

konsultasi hukum untuk masyarakat 11 Bulan
Terdampinginya masyarakat yang mempunyai 
permasalahan hukum 11 Bulan

Jumlah Raperda/Raperwal terkait nilai Ham yang terharmonisasi
3 Raperda, 3 

Raperwal
Terwujudnya nilai-nilai HAM dalam 
Raperda/Raperwal Kota Yogyakarta

3 Raperda, 
3 Raperwal

5.3
Penyusunan Dokumentasi dan Informasi 
Hukum Daerah DIY

Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi & Informasi 
Hukum dengan BPHN 11 Bulan

Terselenggaranya kerjasama pengembangan 
JDIH dengan BPHN 11 Bulan 709,124,730 780,037,203 sedang berjalan Bag. Hukum

Database Produk Hukum Pemkot Yk
1 program 
database

Terbentuknya database produk hukum 
Pemkot Yk

1 program 
database

Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah 250 buku
Tersusunnya Himpunan Lembaran Daerah 
dan Berita Daerah 250 buku

Anggota JDIH Pemkot Yk yang dibina 14 kecamatan Terbinanya Anggota JDIH Pemkot Yk
14 

kecamatan

Dokumen inventarisasi dan Evaluasi Produk Hukum 1 dokumen
Inventarisasi dan Evaluasi Produk Hukum 
yang terdokumentasi 1 dokumen

Buku Saku Peraturan 3300 buku
Tersusun dan tersampaikannya buku saku 
peraturan 3300 buku

Website Hukum yang dikelola 1 website
Terinformasikannya produk hukum Pemkot Yk 
melalui website 1 website

Masyarakat Sadar Hukum yang dibina 14 kecamatan Terbinanya masyarakat sadar hukum
14 

kecamatan

Frekuensi Sosialisasi Produk Hukum kepada masyarakat 6 kali sosialisasi
Terselenggaranya sosialisasi produk hukum 
kepada masyarakat

4 kali 
sosialisasi

Frekuensi Penyuluhan Hukum kepada masyarakat

2 kali 
penyuluhan 

hukum Terselenggaranya penyuluhan hukum

2 kali 
penyuluha
n hukum

3,812,864,270 4,247,152,897Total
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Inspektorat

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kinerja aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya Kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 1,083,674,649 1,013,525,750

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Inspektorat Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 70 kali
Dukungan terhadap kelancaran administrasi; 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 354,480,000 355,000,000 sedang berjalan

Inspektorat Kota 
Yk

Makan dan minum yang tersedia untuk Pegawai 55 orang

Makan dan minum yang tersedia untuk Tamu 24kali

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 44 laporan

1.2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Inspektorat Materai 6000 yang tersedia, 150 buah
Dukungan terhadap kelancaran administrasi; 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 655,339,969 583,525,750 sedang berjalan

Inspektorat Kota 
Yk

Materai 3000 yang tersedia, 450 buah

Jasa pengiriman/paket 15 kali

STNK roda 4 yg terbayar 4 unit

STNK roda 2 yg terbayar 13 unit

Jasa kebersihan kantor 12 bulan

Bahan peralatan kebersihan yg tersedia 5 jenis

Retribusi 2 jenis

Jasa perbaikan peralatan kerja 2 jenis

Alat tulis kantor yang tersedia 61 jenis

Jasa percetakan 8 jenis

Jasa Penggandaan 176,000 lembar
Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang 
tersedia 9 jenis

Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 14 jenis

Peralatan rumah tangga yang tersedia 7 jenis

peraturan per uu yang tersedia 5 jenis

Bahan bacaan surat kabar yang tersedia 5 jenis

Jasa tenaga keamanan 3 orang

Jasa pemeliharaan taman 1 paket

Jasa pembayaran telepon dan komunikasi 12 bulan

Jasa pemeliharaan sarana prasarana kantor 1 jenis

1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Inspektorat
Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP,SPM,SPJ dan 
Laporan akuntansi yg tersusun. 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi; 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 73,854,680 75,000,000 sedang berjalan

Inspektorat Kota 
Yk

Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 51 dokumen ASN

Jasa pengelola arsip 1 orang

Jasa tenaga bantuan 1 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur

Kinerja aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya sarana dan prasarana Aparatur 
yang memadai 100% 108,697,000 108,697,000

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Inspektorat Jasa pemeliharaan Gedung/ bangunan kantor /tempat 2 jenis

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 18,000,000 18,000,000 sedang berjalan

Inspektorat Kota 
Yk

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional Inspektorat Jasa pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan dinas/operasional roda 4 4 unit 100% 90,697,000 90,697,000 sedang berjalan

Inspektorat Kota 
Yk

Jasa pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan dinas/operasional roda 2 13 unit

3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur

Kinerja aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber 
daya Aparatur 100% 211,154,500 211,000,000

3.1
Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 
Aparatur Inspektorat Frekuensi Diklat formal (Pengawasan) yang diikuti 6 kali

Meningkatnya kapasitas sumber daya 
aparatur 100% 211,154,500 211,000,000 sedang berjalan

Inspektorat Kota 
Yk

4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kinerja aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya peningkatan Capaian kinerja dan 
keuangan 100% 36,365,250 37,000,000

4.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 
laporan Capaian Kinerja SKPD Inspektorat

Dokumen perencanaan. pengendalian dan penganggaran (Renstra, 
Renja,RKA,DPA, PK) 6 dokumen

% kesesuaian (konsistensi) dokumen perenc, 
pengendalian dan penganggaran 100% 36,365,250 37,000,000 sedang berjalan

Inspektorat Kota 
Yk

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Laporan Kinerja SKPD: LAKIP, laporan fisik keuangan, IKM, 
SPIP,Pengkin, Eval renja 6 jenis Nilai akuntabilitas kinerja OPD BB

5 Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan
Kinerja aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat. % tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan APIP 80% 265,044,563 265,000,000

5.1 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan Inspektorat Nilai kapabilitas APIP Level 3 (3 elemen) 265,044,563 265,000,000 sedang berjalan
Inspektorat Kota 
Yk

Sistem Prosedur Pengawasan 1 dokumen

Dokumen PKPT 1 dokumen

Dok.Hasil Pemutakhiran data TLHP 1 dokumen Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan 80%

Laporan Gelar Pengawasan Daerah 2 laporan

Dokumen Statistik Pengawasan 1 dokumen

Laporan Hasil Pendampingan Pemeriksaan Eksternal 1 laporan

Dokumen Mekanisme Pengawasan 1 dokumen

6

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 
dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan 
dan Aparatur

Kinerja aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

% rekomendasi hasil pengawasan yang 
ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan 
aparatur 83% 933,383,800 919,500,000

6.1 Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur Kota Yk Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pemerintahan dan aparatur 20 dokumen
%Tindak lanjut hasil pengawasan bid. 
Pem.aparatur 80% 296,104,800 300,000,000 sedang berjalan

Inspektorat Kota 
Yk

6.2 Pembinaan Kepatuhan Aparatur Laporan Pemantauan Jalan Raya 2 laporan Kepatuhan aparatur meningkat 10% 637,279,000 619,500,000 sedang berjalan
Inspektorat Kota 
Yk

Laporan rekapitulasi verifikasi LP2P 1 laporan

Laporan rekapitulasisi pemantauan LHKASN 1 laporan

Laporan SPIP 1 lap evaluasi

Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi 2 lap evaluasi

laporan PMPRB online 1 laporan

Lap. Monitoring eval. PPK 4 laporan

laporan pengendalian gratifikasi 2 Laporan
Laporan pembangunan ZIWBK (Zona Integritas Wilayah Bebas 
Korupsi) 1 laporan

Laporan Hasil PPI (Penelitian Penelaahan Informasi) 12 laporan

Laporan Satgas Saber Pungli 11 laporan

laporan hasil Whistle Blower System 1 laporan

7

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 
dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang 
pengelolaan Keuangan dan Aset

Kinerja aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

% rekomendasi hasil pengawasan yang 
ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset 83% 465,824,000 466,264,000

7.1 Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Yk
Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pengelolaan keuangan dan 
aset 20 dokumen

%Tindak lanjut hasil pengawasan bid keu dan 
aset 80% 276,264,000 276,264,000 sedang berjalan

Inspektorat Kota 
Yk

7.2
Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan 
Pelaporan Keuangan Laporan hasil reviu LKPD 2 laporan %Tindak lanjut hasil Reviu Keu dan aset 80% 189,560,000 190,000,000 sedang berjalan

Inspektorat Kota 
Yk

Laporan Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahunan 
Daerah 2 Dokumen

Laporan Reviu Penyerapan Anggaran 4 laporan

Laporan stock opname 1 Dokumen

8

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang 
Pembangunan Fisik

Kinerja aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

% rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak 
lanjuti di bidang Pembangunan Fisik 83% 315,519,000 305,000,000

8.1 Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik Kota Yk Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pembangunan fisik 20 dokumen
%Tindak lanjut hasil pengawasan bid pemb 
fisik 75% 286,264,000 275,000,000 sedang berjalan

Inspektorat Kota 
Yk

8.2 Review Pengadaan Barang dan Jasa Laporan hasil reviu PBJ 4 laporan %Tindak lanjut hasil Reviu PBJ 75% 29,255,000 30,000,000 sedang berjalan
Inspektorat Kota 
Yk

Laporan hasil monitoring PBJ 4 laporan %Tindak lanjut hasil monitoring PBJ 75%

9

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang 
Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya

Kinerja aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

% rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak 
lanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi 
Budaya 83%

% OPD yang Nilai Evaluasi SAKIP kategori B 
ke atas 75% 486,671,200 475,000,000

9.1
Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi 
Budaya Kota Yk

Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pembangunan sosial 
ekonomi budaya 20 dokumen

%Tindak lanjut hasil pengawasan bid pemb. 
sosekbud 80% 276,264,000 265,000,000 sedang berjalan

Inspektorat Kota 
Yk

9.2 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja Lap evaluasi SAKIP 51 LHE
% OPD yang Nilai Evaluasi SAKIP kategori B 
ke atas 75% 210,407,200 210,000,000 sedang berjalan

Inspektorat Kota 
Yk

Juklak evaluasi SAKIP 1dokumen

Juklak Reviu laporan kinerja 1dokumen
%Tindak lanjut hasil Reviu akuntabilitas 
kinerja 80%

Laporan reviu capaian kinerja 4 laporan

Laporan hasil reviu Lap kinerja Pem Kota 1 laporan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Notisi Hasil Revie LKJ 4 dokumen

3,906,333,962 3,800,986,750Total
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Kantor Kesatuan Bangsa

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kinerja aparatur 
dan Birokrasi Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.

Terwujudnya pelayanan administrasi 
perkantoran dengan baik

3 bentuk 
kegiatan 376,896,421 412,586,000

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kota Yogyakarta Makan minum yang tersedia untuk koordinasi 48 kali
Terwujudnya pelayanan administrasi 
perkantoran dengan baik 100% 125,590,000 138,149,000 sedang berjalan

Kantor 
Kesatuan 
Bangsa

Makan minum yang tersedia untuk tamu 24 kali

Laporan hasil koordinasi dan konsulktasi luar daerah 15 dokumen

1.2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kota Yogyakarta Materi 6000 yang tersedia 75 lembar
Terwujudnya pelayanan administrasi 
perkantoran dengan baik 100% 181,827,750 198,010,500 sedang berjalan

Kantor 
Kesatuan 
Bangsa

Materi 3000 yang tersedia 250 lembar

STNK roda 4 yang terbayar 2 unit

STNK roda 2 yang terbayar 2 unit

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 10 jenis

Jasa kebersihan kantor 12 bulan

Alat tulis kantor yang tersedia 53 jenis

Jasa percetakan 1 jenis

Jasa penggandaan 135.000 lembar

Komponen instalasi listrik / penerangan kantor yang tersedia 7 jenis

Komponen printer yang tersedia 8 jenis

Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia 2 jenis

peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 10 jenis

Peraturan perundang-ndangan yang tersedia 5 jenis

Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja 12 jenis

Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 5 jenis

1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Kota Yogyakarta
Dokumen administrasi penatausahaan keuangan (SPP, SPM, 
SPJ dan Laporan Akuntansi) yang tersusun 5 jenis Terwujudnya administrasi keuanagn 100% 69,478,671 76,426,500 sedang berjalan

Kantor 
Kesatuan 
Bangsa

Dokumen admionistrasi kepegawaian yang terkelola 15 dokumen

Jasa tenaga bantuan 1 orang

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kinerja aparatur 
dan Birokrasi Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

2 bentuk 
kegiatan 

Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 81,905,000 90,095,500

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kota Yogyakarta Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat 1 unit gedung / kantor
Terwujudnya sarana dan prasarana 
aparatur yang memadai 100% 20,000,000 22,000,000 sedang berjalan

Kantor 
Kesatuan 
Bangsa

2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kota Yogyakarta
Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 
roda 4 2 unit

Terwujudnya sarana dan prasarana 
aparatur yang memadai 100% 61,905,000 68,095,500 sedang berjalan

Kantor 
Kesatuan 
Bangsa

Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 
roda 2 2 unit

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kinerja aparatur 
dan Birokrasi Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

2 bentuk 
kegiatan 

Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 15,000,000 16,500,000

3.1 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Kota Yogyakarta Diklat Formal dan Non Formal 5 paket SDM Aparatur meningkat 100% 15,000,000 16,500,000 sedang berjalan

Kantor 
Kesatuan 
Bangsa

4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan Keuangan

Kinerja aparatur 
dan Birokrasi

Terbangunnya Sistem pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan yang baik 

1 bentuk 
kegiatan 

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
meningkat 12,650,000 13,915,000

4.1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD Kota Yogyakarta

Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran 
(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen 100% 12,650,000 13,915,000 sedang berjalan

Kantor 
Kesatuan 
Bangsa

Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, 
SPIP, Profil) 5 dokumen

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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5 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kinerja aparatur 
dan Birokrasi Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.

Terwujudnya peningkatan kualitas sosial 
masyarakat 

Kulitas dan kuantitas pemahaman 
terhadap wawasan kebangsaan dan 
rasa nasionalisme di masyarakat 3 kegiatan 1,194,601,164 1,304,000,000

5.1 Pemantapan Wawasan Kebangsaan Kota Yogyakarta
Frekuensi Sosialisasi cinta tanah air dan wawasan kebangsaan 
bagi pelajar dan masyarakat 10 kali

Menurunnya konflik sosial di 
masyarakat 100% 1,194,601,164 1,304,000,000

Peringatan Serangan Umum 1 Maret 1 kali
Frekuensi Koordinasi komunitas intelejen daerah (kominda0 
Kota Yogyakarta 24 kali
Frekuensi Koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat 
(FKDM) Kota Yogyakarta 7 kali
Frekuensi Koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial di 
Kota Yogyakarta 4 kali
Frekuensi Koordinasi Penanganan gangguan keamanan dan 
ketertiban di wilayah 2 kali
Frekuensi Pendidikan dan Fasilitasi Politik Bagi Masyarakat dan 
Partai Politik 10 kali

Frekuensi Pengawasan Orang Asing (PORA) 4 kali

Penguatan organisasi kemasyarakatan di Kota Yogyakarta 13 kali
Frekuensi Sarasehan bagi penghayat kepercayaan masyarakat 
dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM) Kota 
Yogyakarta 1 kali
Frekuensi Koordinasi Antar Forum yang Ada Di Kota 
Yogyakarta 18 kali

1,681,052,585 1,837,096,500Total
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Bagian Organisasi

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran k

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah 
meningkat.

terwujudnya kelancaran 
administrasi,keuangan dan operasional 
perkantoran 100% 649,082,757 681,536,895

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kec. Umbulharjo makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 49 kali

dukungan terhadap kelancaran 
administrasi keuangan dan operasional 
perkantoran 100% 273,628,000 287,309,400 sedang berjalan

Bagian 
Organisasi

makan dan minum yang tersedia untuk tamu 25 orang

makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 23 kali

Laporan hasil Koordinasi dan Konsultansi ke luar daerah 21 laporan

1.2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Umbulharjo Alat Tulis Kantor yang tersedia 61 jenis

dukungan terhadap kelancaran 
administrasi keuangan dan operasional 
perkantoran 100% 266,206,966 279,517,314 sedang berjalan

Bagian 
Organisasi

komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia 9 jenis

Materai 3000 yang tersedia 620 buah

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 21 jenis

komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 25 jenis

Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia 2 surat kabar

Jasa Pengiriman/paket 21 kali

Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi 12 bulan

STNK Roda 4 yang terbayar 2unit

STNK Roda 2 yang terbayar 3 unit

jasa percetakan 7 jenis

Jasa penggandaan 309.933 lembar

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer

2 mesin ketik, 10 
komputer/laptop,5 AC, 2 

kipas angin, 8 printer

buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia 8 buku

1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Kec. Umbulharjo
dokumen administrasi keuangan : SPP, SPM,SPJ, dan Laporan 
Akuntansi yang tersusun 4 jenis

dukungan terhadap kelancaran 
administrasi keuangan dan operasional 
perkantoran 100% 109,247,791 114,710,181 sedang berjalan

Bagian 
Organisasi

dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 50 dokumen ASN

Jasa Pengelola arsip 1 orang

Jasa Tenaga bantuan 3 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur

Kinerja aparatur 
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan 
Prasarana Aparatur yang memadai 100%

dukungan terhadap peningkatan sarana 
dan prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 48,958,500 51,406,425

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional

Bagian 
Organisasi

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 
(empat) 2 unit 48,958,500 51,406,425 sedang berjalan

Bagian 
Organisasi

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 
(dua) 3 unit

3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur

Kinerja aparatur 
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah 
meningkat.

terwujudnya peningkatan kapasitas sumber 
daya aparatur 100% 25,000,000 26,250,000

3.1
Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 
Aparatur

Bagian 
Organisasi frekuensi diklat formal yang diikuti 5 kali

Meningkatnya kapasitas sumber daya 
aparatur 100% 25,000,000 26,250,000 sedang berjalan

Bagian 
Organisasi

4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kinerja aparatur 
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah 
meningkat.

terwujudnya peningkatan capaian kinerja 
dan keuangan 100% 41,628,000 43,709,000

4.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 
laporan Capaian Kinerja SKPD

Bagian 
Organisasi

Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran ( 
renstra,renja,PK,RKA,DPA) 5 dokumen

tersedianya dokumen perencanaan, 
pengendalian dan penganggaran 100% 41,628,000 43,709,000 sedang berjalan

Bagian 
Organisasi

Laporan kinerja SKPD( LKIP,Laporan keuangan dan 
fisik,SKM,SPIP,Profil) 5 dokumen nilai akuntabilitas kinerja SKPD BB

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

5
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah

Kinerja aparatur 
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah 
meningkat.

persentase implementasi indikator standar 
pelayanan yang tercapai 70% 3,578,084,015 3,756,988,216

5.1
Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan 
Aparatur Kec. UH -Laporan Pembinaan Analisa Jabatan 1 dokumen laporan

sebagai bahan penataan kelembagaan, 
penataan pegawai, dan penyusunan 
formasi 100% 846,675,415 889,009,186 sedang berjalan

Bagian 
Organisasi

-Laporan Pembinaan pendayagunaan aparatur 1 dokumen

-Laporan Penyelarasan hasil Analisa Jabatan 1 dokumen

- Laporan Analisa jabatan evaluasi dinas 21 OPD/ unit kerja

-Laporan Analisa Jabatan Evaluasi Badan, Setda dan Setwan 13 OPD/unit kerja

sebagai bahan penataan kelembagaan, 
penataan pegawai, dan penyusunan 
formasi 100%

-Laporan Analisa Jabatan Evaluasi Kecamatan 14 OPD/unit kerja

-Laporan Analisa Jabatan Komprehensif 12 OPD / unit kerja

-Laporan Evaluasi Jabatan 1 dokumen

- Laporan analisa jabatan fungsional tertentu 1 dokumen

- Laporan informasi jabatan badan, Setda dan Setwan 15 OPD/Unit Kerja

- Laporan Pengembangan Aparatur 1 dokumen
bahan penataan, pengembangan dan 
pendayagunaan aparatur 100%

- Laporan Implementasi dan pengembangan sistem pengukuran 
kinerja 2 dokumen

- Laporan evaluasi pola karier 1 dokumen

5.2
Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan 
Akuntabilitas Kec. UH

draft perwal/kepwal sistem & prosedur ketatalaksanaan pemerintah 
daerah 1 draft perwal/kepwal

pengembangan sistem & prosedur 
ketatalaksaan

1 
dokume

n 1,609,323,185 1,689,789,344 sedang berjalan
Bagian 
Organisasi

ForkomPAN Tingkat Propinsi dan Kota 2 kali penyelenggaraan
Pengembangan kebijakan pendayagunaan 
aparatur daerah

2 kali 
penyele
nggaraa

n

Workshop Hospitality Management 1 kali penyelenggaraan
Diseminasi Informasi Hospitality 
Management

1 kali 
penyele
nggaraa

n

Rancangan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang 
dan Jasa 1 draft perwal

Penerapan standarisasi harga barang dan 
jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta

1 draft 
perwal

Rancangan Peraturan Walikota tentang Analisa Standar Belanja 1 draft perwal
Penerapan analisa standar belanja di 
Pemerintah Kota Yogyakarta

1 draft 
perwal

Laporan Pendampingan penyusunan SOP SOP 45 kelurahan kesesuaian SOP dengan tupoksi

SOP 45 
keluraha

n

Laporan Pendampingan Tatalaksana 15 OPD/unit kerja
Kesesuaian Penyusunan Ketatalaksanaan 
dengan tupoksi Fungsi OPD

15 
OPD/uni
t kerja

Laporan Pembinaan Pelayanan Publik 1 dokumen
Bahan rekomendasi kebijakan 
peningkatan pelayanan publik

1 
dokume

n

Laporan Monev Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik

1 dokumen monev 
ketatalaksanaan dan 

pelayanan publik
sebagai bahan peningkatan dan perbaikan 
kualitas pelayanan publik SKPD/unit kerja

1 
dokume
n monev 
ketatala
ksanaan 

dan 
pelayan

an 
publik

Laporan Pendampingan SPP 1 OPD/Unit Kerja peningkatan pelayanan OPD/unit kerja

1 
OPD/Un
it Kerja
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Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM 2 laporan pencapaian SPM

Pencapaian target SPM sesuai yang telah 
ditetapkan sehingga terjadi peningkatan 
pelayanan OPD/unit kerja

2 
laporan 
pencapa
ian SPM

Frekuensi lomba SINOVIK yang diikuti 1 kali

Partisipasi dalam kompetisi inovasi 
pelayanan publik sehingga dapat 
memberikan inovasi pelayanan kepada 
masyarakat 1 kali

Laporan Grand design regulasi pelayanan perizinan
1 Dokumen pelayanan 

perizinan Grand Design pelayanan perizinan

1 
Dokume

n 
pelayan

an 
perizina

n

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM di Kota 
Yogyakarta 1 Dokumen

sebagai bahan rekomendasi kebijakan 
SKM

1 
Dokume

n

Dokumen LKIP Kota Yogyakarta dan Laporan Pendampingan LKIP 
OPD 2 Dokumen

sebagai capaian akuntabilitas Pemerintah 
Kota Yogyakarta dan peningkatan capaian 
akuntabilitas OPD

2 
Dokume

n

Dokumen perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja 2 dokumen
kinerja akuntabilitas yang diukur 
Pemerintah Kota Yogyakarta dan OPD

2 
dokume

n

Laporan Monev pengukuran capaian perjanjian kinerja 1 dokumen
bahan monitoring capaian kinerja 
akuntabilitas Kota Yogyakarta dan OPD

1 
dokume

n

5.3 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah Kec. UH - Dokumen evaluasi kelembagaan RSUD 1 dokumen kapasitas kelembagaan yang righsizing 100% 1,122,085,415 1,178,189,686 sedang berjalan
Bagian 
Organisasi

- Dokumen evaluasi kelembagaan Pengelolaan Taman Pintar dan 
pasar 1 dokumen

- Dokumen evaluasi kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa 1 dokumen

- Laporan evaluasi rincian tugas Dinas 1 dokumen
penjabaran tugas dan fungsi sesuai 
dengan urusan 100%

- Laporan evaluasi rincian tugas Setda dan Setwan 1 dokumen 100%

- Laporan evaluasi rincian tugas Badan,Inspektorat, Kecamatan 1 dokumen

1 
dokume

n

Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan SIM organisasi 1 laporan
rekomendasi penyempurnaan SIM Aplikasi 
Organisasi

1 
laporan

-Dokumen Kajian Kelembagaan 1 dokumen kajian
rekomendasi kebijakan peningkatan 
kelembagaan

1 
dokume
n kajian

-Laporan penataan kelembagaan UPT 1 dokumen kelembagaan UPT yang rightsizing

1 
dokume

n

-Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area 
managemen perubahan 1 dokumen

rekomendasi kebijakan tindaklanjut dan 
pemantapan pelaksanaan RB area 
managemen perubahan

1 
dokume

n

-Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area penataan 
organisasi 1 dokumen

rekomendasi kebijakan tindaklanjut dan 
pemantapan pelaksanaan RB area 
penataan organisasi

1 
dokume

n

-Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area penataan 
peraturan perundang-undangan 1 dokumen

rekomendasi kebijakan tindaklanjut dan 
pemantapan pelaksanaan RB area 
penataan peraturan perundang-undangan

1 
dokume

n

-Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area penataan 
ketatalaksanaan 1 dokumen

rekomendasi kebijakan tindaklanjut dan 
pemantapan pelaksanaan RB area 
penataan ketatalaksanaan

1 
dokume

n

-Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area penataan 
pelayanan publik 1 dokumen

rekomendasi kebijakan tindaklanjut dan 
pemantapan pelaksanaan RB area 
penataan pelayanan publik

1 
dokume

n
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-Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area 
akuntabilitas 1 dokumen

rekomendasi kebijakan tindaklanjut dan 
pemantapan pelaksanaan RB area 
akuntabilitas

1 
dokume

n

-Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area 
pengawasan 1 dokumen

rekomendasi kebijakan tindaklanjut dan 
pemantapan pelaksanaan RB area 
pengawasan

1 
dokume

n

-Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area 
Penataan dan managemen SDM Aparatur 1 dokumen

rekomendasi kebijakan tindaklanjut dan 
pemantapan pelaksanaan RB area 
penataan dan managemen SDM Aparatur

1 
dokume

n

-Laporan Evaluasi Kinerja Organisasi 1 dokumen peningkatan kinerja organisasi

1 
dokume

n

-Laporan Kajian Kebijakan 1 dokumen
rekomendasi kebijakan di Pemerintah 
Kota Yogyakarta

1 
dokume

n

-Laporan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan 1 dokumen
rekomendasi peningkatan kualitas 
kebijakan di Pemerintah Kota Yogyakarta

1 
dokume

n

-Laporan Pengukuran Indeks Administrasi Pemerintahan yang baik 1 dokumen

rekomendasi peningkatan kualitas 
pemerintahan di Pemerintah Kota 
Yogyakarta

1 
dokume

n

4,342,753,272 4,559,890,536Total
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Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja aparatur dan Birokrasi
Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya kelembagaan dan 
ketatalaksanaan pemerintah daerah 
yang berkualitas 100% 491,391,110 500,000,000

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi UH Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 44 kali
Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional Perkantoran 100% 216,058,000 200,000,000 sedang berjalan P3ADK

Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 21 pegawai

Makan dan minum yang tersedia untuk tamu 18 kali

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 20 laporan

1.2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Materai 3000 yang tersedia 300 buah
Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional Perkantoran 100% 164,699,150 200,000,000 sedang berjalan P3ADK

Materai 6000 yang tersedia 175 buah

Jasa Pengiriman/paket 2 paket

STNK roda 4 yang terbayar 2 kendaraan

STNK roda 2 yang terbayar 4 kendaraan

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 9 jenis

Jasa kebersihan kantor 1 paket

Alat tulis kantor yang tersedia 34 jenis

Jasa percetakan 3 jenis

Jasa penggandaan 120.000 lembar
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang 
tersedia 6 jenis

Peraturan perundang-undangan yang tersedia 2 jenis

Jasa perbaikan peralatan kerja 7 jenis

Komponan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 14 jenis

Peralatan rumah tangga yang tersedia 1 jenis

Jasa pemeliharaan taman 6 bulan

Jasa bantuan komunikasi 12 bulan

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 4 jenis

1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, 
SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional Perkantoran 100% 110,633,960 100,000,000 sedang berjalan P3ADK

Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola 20 dokumen ASN

Jasa tenaga bantuan 3 orang

Jasa pengelolaan arsip 1 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur Kinerja aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya pemeliharaan sarana dan 
prasarana aparatur 100% 100,007,140 195,000,000

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan 
Kantor UH Jasa pemeliharaan gedung pemerintah 1 paket

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas SKPD 100% 30,800,000 120,000,000 sedang berjalan P3ADK

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
Roda 4 2 buah

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas SKPD 100% 69,207,140 75,000,000 sedang berjalan P3ADK

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
Roda 2 4 buah

3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur Kinerja aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya kelembagaan dan 
ketatalaksanaan pemerintah daerah 
yang berkualitas 100% 20,000,000 20,000,000

3.1
Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 
Aparatur UH Frekuensi Diklat Formal yang Diikuti 4 kali

Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan 
manajemen program, SDM aparatur untuk 
mendukung kelancaran tugas dan fungsi 
SKPD 100% 20,000,000 20,000,000 sedang berjalan P3ADK

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya kelembagaan dan 
ketatalaksanaan pemerintah daerah 
yang berkualitas 100% 28,845,000 30,000,000

4.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 
dan laporan Capaian Kinerja SKPD UH

Dokumen perencanaan dan penganggaran ; review renstra, 
renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun

Laporan kinerja 
SKPD (LKIP, 

Laporan 
keuangan dan 

fisik, SKM, SPIP, 
Profil) 28,845,000 30,000,000 sedang berjalan P3ADK

Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran 
(Renstra, Renja, PK, RKA,DPA) 6 jenis laporan

5

Program Peningkatan Perekonomian, 
Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan 
Kerjasama Kinerja aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat. Target Pendapatan Asli Daerah 473 Milyar 100% 2,554,900,640 1,313,695,884

5.1
Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) UH Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah 1 dokumen

Tersedianya Data Target Pendapatan Asli 
Daerah 100% 674,143,800 500,000,000 Baru P3ADK

Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Retribusi Daerah 1 dokumen
Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah dan Lain-lain 
PAD yang sah 1 dokumen

Penyusunan Rencana Target Perubahan Pajak Daerah Th 2018 1 rencana target
Penyusunan Rencana Target Perubahan Retribusi Daerah Th 
2018 1 rencana target
Penyusunan Rencana Target Perubahan Lain-lain PAD yang sah 
th 2018 1 rencana target

Penyusunan Rencana Target pajak Daerah th 2019 1 rencana target

Penyusunan Rencana Target Retribusi Daerah th 2019 1 rencana target

Penyusunan Rencana Target Lain-lain PAD yang sah th 2019 1 rencana target

Bahan Pendukung kebijakan Pajak Daerah 1 dokumen

Bahan Pendukung kebijakan retribusi daerah 1 dokumen

Studi/kajian Perekonomian 1 dokumen

Update Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta 1 dokumen

Update Data Perekonomian Daerah 1 dokumen

5.2 Pembinaan BUMD dan BLUD Data Pendapatan BLUD 1 dokumen
Tersedianya Data Pendapatan BLUD dan 
BUMD 100% 625,781,840 413,695,884 sedang berjalan P3ADK

Data Pendapatan BUMD 1 dokumen

Updating Laporan Kinerja BUMD 1 dokumen

Bahan pendukung Kebijakan BLUD 1 dokumen

Bahan Pendukung Kebijakan BUMD 1 dokumen

Monitoring dan Evaluasi BLUD 1 dokumen

Monitoring dan Evaluasi BUMD 1 dokumen

Rencana Target Pendapatan BLUD APBDP 2018 1 rencana target

Rencana Target Pendapatan BLUD APBD 2019 1 rencana target

Rencana Target Bagi Hasil Pendapatan BUMD Tahun 2019 1 rencana target

Penyusunan Inventarisasi Kebijakan Pengelolaan BUMD 1 kali

Pengelolaan data SIM BLUD 1 data BLUD

Pengelolaan data SIM BUMD 1 data BUMD

5.3 Kerjasama Daerah Kajian/telaah rencana kerjasama daerah 50 kajian/telaah
Tersedianya Data kerjasama baik dan baik 
untuk ditingkatkan 100% 1,254,975,000 400,000,000 sedang berjalan P3ADK

Penawaran kerjasama daerah 2 penawaran

Jumlah dokumen kerjasama daerah 50 dokumen
Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen 
pendukungnya 1 dokumen

Updating sistem informasi kerjasama daerah 24 update

Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah 1 dokumen
Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tengah 
tahun 1 dokumen

Dokumen hasil evalusi dan pengawasan kerjasama tahunan 1 dokumen
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Jumlah dokumen kerjasama daerah yang dibuat/dicatatkan di 
notaris 10 dokumen
Koordinasi kerjasama dengan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, 
LHC 10 koordinasi
Pembayaran iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, 
LHC 4 iuran

Terselenggaranya Rakerkomwil III APEKSI 2018 1 kali

3,195,143,890 2,058,695,884Total
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Bagian Layanan Pengadaan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kinerja aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat.

Terwujudnya sarana dan prasarana 
aparatur yang memadai 100% 519,038,885 544,990,829

1.1
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi BLP Makan dan Minum yang tersedia Untuk koordinasi 33 Kali

Dukungan terhadap kelancaran administrasi 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 74,614,000 78,344,700 sedang berjalan

Bagian Layanan 
Pengadaan

Makan dan Minum yang tersedia Untuk pegawai 32 Orang

Makan dan Minum yang tersedia Untuk tamu 22 Kali

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah 6 Laporan

1.2
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor BLP Materai 3000 yang tersedia 600 buah

Dukungan terhadap kelancaran administrasi 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 281,710,525 295,796,051 sedang berjalan

Bagian Layanan 
Pengadaan

Materai 6000 yang tersedia 100 buah

STNK Roda 2 Yang terbayar 4 Unit

STNK Roda 4 Yang terbayar 2 Unit

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 18 jenis

Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan

Alat Tulis Kantor yang tersedia 70 Jenis

Jasa Percetakan 1 Jenis

Jasa Penggandaan 30,000 lembar

jasa Sewa Mesin Foto Copy 1 Unit

komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 8 jenis

Bahan Bacaan/Surat kabar yang tersedia 2 Jenis

Peraturan perundang-undangan yang tersedia 20 Jenis

Jasa Perbaikan peralatan kerja 5 Jenis

Komponen peraltan dan perlengkapan kantor tersedia 3 Jenis

Jasa pemeliharaan pAeralatan dan perlengkapan kantor 2 Kali

Bahan Bacaan/Surat kabar yang tersedia 2 Jenis

Peralatan rumah tangga tersedia 7 jenis

Bantuan komunikasi 12 Bulan

Bahan Bacaan/Surat kabar yang tersedia 2 Jenis

1.3
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 
Perkantoran BLP

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP,SPM,SPJ 
dan Laporan Akuntansi yang tersusun 4 Jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 162,714,360 170,850,078 sedang berjalan

Bagian Layanan 
Pengadaan

Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola 32 Dokumen ASN

Jasa Pengelola Arsip 1 Orang

Jasa Tenaga Bantuan 5 Orang

2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur

Kinerja aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat.

Terwujudnya sarana dan prasarana 
aparatur yang memadai 100% 413,556,000 434,233,800

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 
Gedung Kantor BLP Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan/kantor/tempat 1 Jenis

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi SKPD 100% 360,250,000 378,262,500 sedang berjalan

Bagian Layanan 
Pengadaan

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional

Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
Roda 4 2 Unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi SKPD 100% 53,306,000 55,971,300 sedang berjalan

Bagian Layanan 
Pengadaan

Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
Roda 2 4 Unit

3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur

Kinerja aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat.

Terwujudnya peningkatan capaian kinerja 
dan keuangan 100% 76,400,000 80,220,000

3.1
Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan 
Kapasitas Aparatur BLP Frekuensi Diklat Formal yang diikuti 6 Kali Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100% 76,400,000 80,220,000 sedang berjalan

Bagian Layanan 
Pengadaan

4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kinerja aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat. 100% 36,630,000 38,461,500

4.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan, 
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD BLP

Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran : 
(Review Renstra,Renja,PK,RKA,DPA) 5 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan, 
pengendalian dan penganggaran 100% 36,630,000 38,461,500 sedang berjalan

Bagian Layanan 
Pengadaan

Laporan kinerja OPD(LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, 
SPIP, Profil) 5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD 100%

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

5 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Kinerja aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat.

Prosentase Paket Pengadaan melalui 
pelelangan terlaksana secara efisien 
akuntabel dan professional berbasis 
teknologi informasi 100% 100% 1,706,270,029 1,791,583,531

5.1 Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa Kec. UH Aplikasi SPSE yang terkendali 1 laporan
Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan 
Aplikasi SPSE 100% 377,715,897 396,601,692

Laporan Pendampingan SIRUP 1 laporan Terwujudnya kelancaran dalam entry SIRUP 100%

Laporan Pendampingan Institusi 1 laporan Terwujudnya kelancaran implementasi SPSE 100%

Laporan Pendampingan Bidding/Helpdesk 1 laporan
Terwujudnya kemudahan implementasi SPSE 
kepada Penyedia Barang/Jasa 100%

Implementasi Surveilance ISO 1 laporan Terlaksananya implementasi ISO 100%

Berkas Penyedia Barang/Jasa yang terverifikasi 1 Laporan Terwujudnya Laporan'Verifikasi Berkas 100%

Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 1 Laporan Terselenggaranya Pelatihan Penyedia/Institusi 100%

Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan 1 Aplikasi
Terwujudnya pengembangan aplikasi layanan 
pengadaan 100%

5.2 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kec. UH Laporan Pendampingan RPP dan RUP 1 Laporan Terselenggranya Pendampingan RPP dan RUP 100% 890,192,216 934,701,827 sedang berjalan
Bagian Layanan 
Pengadaan

Laporan Pelaksanaan Katalog Daerah 1 Laporan Terwujudnya Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 100%
Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa 
Pemerintah 1 Laporan Meningkatnya Pengelolaan Proses Pelelangan 100%

Pengembangan ULP Percontohan 1 Laporan Meningkatnya Pengembangan ULP Percontohan 100%

Penyusunan Analisa Survey 1 Laporan Terwujudnya Analisa Survey 100%

Penyusunan SOP Pengadaan 1 Laporan Tersusunnya SOP Pengadaan Barang/Jasa 100%

Evaluasi dan tindak lanjut Pelaksanaan lelang 1 dokumen
Terlaksananya evaluasi dan tindak lanjut 
pelaksanaan lelang 100%

5.3
Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan 
Pengadaan Barang/Jasa Kec. UH Laporan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan 1 laporan

Terdokumentasikan Penyelesaian Permasalahan 
Pengadaan 100% 438,361,916 460,280,012 sedang berjalan

Bagian Layanan 
Pengadaan

Layanan Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa 1 laporan
Terselenggaranya Layanan Konsultasi dan 
Informasi Pengadaan Barang/Jasa 100%

Laporan Manajemen Resiko Pengadaan 1 laporan
Terwujudnya Laporan Manajemen Resiko 
Pengadaan Barang/Jasa 100%

Laporan Peningkatan Kapasitan SDM Pengadaan 1 laporan
Terdokumentasikan aktifitas peningkatan 
kapasitas SDM Pengadaan Barang/Jasa 100%

Laporan Pelaksanaan Strategi Pengadaan Barang/jasa 1 Dokumen Tersusunnya Strategi Pengadaan Barang/Jasa 100%

Penyusunan Peraturan Walikota Pengadaan Barang/jasa 1 Dokumen
Tersusunnya Perwal tentang kebijakan 
pengadaan barang/jasa pemerintah 100%

2,751,894,914 2,889,489,660Total
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Bagian Protokol

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kinerja aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan 
dan operasional perkantoran 100% 1,363,755,100 1,431,942,855

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Bagian Protokol Koordinasi dan konsultasi luar daerah 50 kali
Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 454,144,000 476,851,200

sedang 
berjalan Bagian Protokol

Makan dan minum pegawai 41 orang

1.2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bagian Protokol Alat tulis kantor yng tersedia 70 jenis
Dukungan terhadap kelancaran administrasi , 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 620,108,500 651,113,925

sedang 
berjalan Bagian Protokol

Materai 6000 650 buah

Materai 3000 1000 buah 1000 buah

Perangko 70 buah

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 17 jenis

Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 9 jenis

Peralatan rumah tangga yang tersedia 5 jenis

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 11 jenis

jasa Pengiriman 15 kali

STNK roda 4 yang terbayar 14 unit

STNK roda 2 yang terbayar 8 unit

Cetak 3.695 eks dan 26 box

Penggandaan 45.000 lembar

Jilid 50 jilid

Sewa mesin fotokopi 12 bulan

Kelengkapan Pakaian dinas walikota dan wakil walikota 4 buah

Servis HT 10 kali

Bantuan komunikasi 12 bulan

Belanja modal 8 jenis

1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan 
Laporan Akuntansi yang tersusun 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi , 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 289,502,600 303,977,730

sedang 
berjalan Bagian Protokol

Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 41 dokumen ASN

Jasa Pengelola Arsip 1 orang

Jasa Tenaga Bantuan 9 orang

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kinerja aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur 
yang memadai 100% 342,693,750 359,828,438

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Bagian Protokol
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 
4(empat) 14 unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi SKPD 100% 342,693,750 359,828,438

sedang 
berjalan Bagian Protokol

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 
2(dua) 8 unit

3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan Keuangan

Kinerja aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan 
keuangan 100% 44,220,000 46,431,000

3.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan 
Capaian Kinerja SKPD Bagian Protokol

Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, 
Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian 
dan pengganggaran 100% 44,220,000 46,431,000

sedang 
berjalan Bagian Protokol

Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPIP, IKM) 4 dokumen Tersedianya dokumen kinerja 100%

4

Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil 
Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan 
Keprotokolan Pemerintah Daerah

Kinerja aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Persentase Pimpinan dan Tamu yang 
Menyatakan puas terhadap layanan yang 
diberikan 79 1,963,119,200 2,061,275,160

4.1 Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Frekuensi Pemanduan Walikota dan Wakil Walikota di luar jam kerja 300 kali Terlaksananya pemanduan kegiatan kepala daerah 100% 243,260,800 255,423,840
sedang 
berjalan Bagian Protokol

Frekuensi Penerimaan Audiensi dan silaturahmi 296 kali

Medical Check Up Walikota dan Wakil Walikota beserta keluarga 8 orang

4.2
Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota 
Yogyakarta Kota Yogyakarta Frekuensi Apel dan Upacara 13 kali

Terselenggaranya Upacara dan Seremonial 
Pemerintah Kota Yogyakarta 100% 1,376,192,900 1,445,002,545

sedang 
berjalan Bagian Protokol

Frekuensi Latihan Korps musik 20 kali

Frekuensi Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Yogyakarta 200 kali

Frekuensi Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta 45 kali

JUmlah Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah 580 naskah

4.3
Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota 
Yogyakarta Kota Yogyakarta Frekuensi Koordinasi Sekda, Asisten,Staf Ahli dan Tenaga Ahli 176 kali

Terselenggaranya pemanduan dan rapat Sekda, 
Asisten, Staf Ahli dan Tenaga Ahli 100% 343,665,500 360,848,775

sedang 
berjalan Bagian Protokol

Frekuensi Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli 240 kali

Frekuensi Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli 70 kali

3,713,788,050 3,899,477,453Total

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja aparatur dan Birokrasi
Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat.

Kelancaran administrasi, keuangan dan 
operasional perkantoran 100% 562,559,744 615,212,851

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 22 kali
Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 337,304,000 371,034,400

sedang 
berjalan Bag. Tapem

makan dan minum yang tersedia untuk rapat dinas walikota 10 kali

makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 16 orang

makan dan minum yang tersedia untuk tamu 5 kali

Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 21 laporan

Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah 5 laporan

1.2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan materai 6000 457 buah
Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 153,198,400 168,518,240

sedang 
berjalan Bag. Tapem

- Penyediaan materai 3000 599 buah

- STNK kendaraan dinas roda 4 yang diperpanjang 2 unit

- STNK kendaraan dinas roda 2 yang diperpanjang 4 unit

- Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 8 jenis

- Pemeliharaan gedung pemerintah 5 jenis

- Jasa perbaikan peralatan kerja 6 jenis

- Alat Tulis Kantor yang tersedia 33 jenis

- Bantuan komunikasi kepala 12 bulan

- Penyediaan barang cetakan 3 jenis

- Penyediaan penggandaan 80.000 lembar

- Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 7 jenis

1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
- Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP, SPM 
dan laporan akuntansi yang tersusun 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 72,057,344 75,660,211

sedang 
berjalan Bag. Tapem

- Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola 18 dokumen

- Jasa Tenaga bantuan 2 orang

- Jasa pengelola kearsipan 1 orang

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kinerja aparatur dan Birokrasi 62,123,000 68,000,000

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 
roda empat 2 unit 100% 62,123,000 68,000,000

sedang 
berjalan Bag. Tapem

asa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - 
roda dua 3 unit

3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja aparatur dan Birokrasi x 37,300,000 39,165,000

3.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan 
Capaian Kinerja SKPD

Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan 
manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi SKPD 5 dokumen

Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan 
keuangan dan manajemen pencapaian kinerja 
program yang mendukung kelancaran tugas dan 
fungsi SKPD 100% 37,300,000 39,165,000

sedang 
berjalan Bag. Tapem

Laporan Kinerja SKPD,Laporan Keuangan dan fisik, SPM, IKM, 
SPIP, Profil yang tersusun 5 jenis laporan

4 Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kinerja aparatur dan Birokrasi
Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat. Ketepatan waktu penyusunan laporan 100% 4,444,295,153 4,600,706,489

4.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kota Yogyakarta Buku LKPJ TA. 2016 beserta lampiranya 4 buku, 600 eksp
terinformasikannya penyelenggaraan pemerintahan 
daerah kepada DPRD 100% 747,435,898 822,000,000

sedang 
berjalan Bag. Tapem

Dokumen Tindak lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ TA.2017 1 dokumen
tersusunnya penjelasan rekomendasi atas LKPJ TA. 
2017 100%

Buku LPPD Kota Yogyakarta tahun 2017 1 buku, 65 eksp
terinformasikannya Kinerja Penyelenggaraan 
Pemda Tahun 2017 100%

ILPPD Kota Yogyakarta tahun 2016 1 dokumen
terinformasikannya ILPPD melalui media massa 
kepada masyarakat 100%

Jumlah anggota Forpi yang difasilitasi 6 orang terlaksananya pemantauan pakta integritas 100%

Buku toponimi 25 eksp inventarisasi unsur buatan toponimi 100%

Jumlah pathok batas antar kota dan kabupaten yang terpelihara 50 buah terpeliharanya pathok batas wilayah 100%

Jumlah Peta Administrasi Kelurahan yang tercetak 22 kelurahan kejelasan batas wilayah administrasi antar kelurahan 100%

Jumlah Papan Batas Wilayah yang terpelihara 15 buah
kejelasan batas wilayah administrasi antar kota dan 
kabupaten 100%

4.2
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi 
Kecamatan Umbulharjo Dokumen Monev Pelaksanaan Urusan Pemda 1 dok

Adanya Dukungan bahan pertimbangan untuk 
pelaksanaan UPD 3 dok 3,170,762,446 3,200,000,000

sedang 
berjalan Bag. Tapem
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Dokumen Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014 1 dok

Dokumen Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah 1 dok
Dokumen Monev Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian 
Kewenangan Walikota kepada camat 1 dok

Adanya Laporan Monev Pelaksanaan Pelimpahan 
Kewenangan Walikota 1 dok

Frekuensi sosialisasi Perwal Pelimpahan Kewenangan 1 kali
Dukungan terhadap peningkatan pelaksanaan 
Pelimpahan kewenangan sesuai peraturan yang ada 1 kali

Evaluasi Perwal Pelimpahan Kewenangan 1 dok
Adanya Dukungan bahan Pertimbangan Evaluasi 
Perwal Pelimpahan Kewenangan 1 dok

Frekuensi bimbingan teknis Pendampingan Teknis pelimpahan 
Kewenangan 1 kali

Dukungan peningkatan terhadap kualitas petugas 
teknis pelaksanaan pelimpahan kewenangan 1 kali

.Buku Rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta 2 buku
Penyediaan bahan dan data perencanaan 
pembangunan masyarakat di Tingkat Kelurahan

2 
dokumen 
(semester 

I dan II)

Data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta 1 dok
Penyediaan data potensi, perkembangan dan data 
dasar keluarga berbasis Kelurahan 1 dok

Frekuensi rakor camat dan lurah 12 kali
Pemanfaatan hasil rakor dalam pengambilan 
kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan

14 
Kecamata
n dan 45 

Kelurahan

SIM Pelayanan kecamatan dan kelurahan yang di upgrade 1 SIM
Peningkatan kualitas pelayanan perizinan maupun 
non perizinan di Kecamatan dan Kelurahan

14 
Kecamata
n dan 45 

Kelurahan

Laporan evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota 
Yogyakarta 1 laporan

Penetapan status tertentu dari capaian hasil 
perkembangan Kel

45 
Kelurahan

Penyediaan bahan dan data pengembangan 
pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan 
berbasis Kel

6 
Kelurahan

frekuensi pelepasan, perkenalan kepengurusan lembaga RT, 
RW, dan LPMK se-Kota Yogyakarta 1 kali

Termanfaatkannya hasil pemilihan kepengurusan 
kelembagaan RT dan RW sebagai bahan untuk 
penguatan kapasitas kelembagaan RT dan RW

45 
Kelurahan

Frekuensi pembekalan kepengurusan lembaga RT dan RW 
masa bakti 2018-2021 1 kali

4.3 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta
Frekuensi Pembimbingan manasik haji dan pelayanan 
transportasi pelaksanaan ibadah haji 1 dokumen

Terwujudnya pendampingan pelaksanaan ibadah 
haji

1 
dokumen 526,096,809 578,706,489

sedang 
berjalan Bag. Tapem

Frekuensi fasilitasi peringatan hari besar keagamaan 1 dokumen Terwujudnya pendampingan kegiatan keagamaan
1 

dokumen
Frekuensi Pemantapan Nasionalisme Ormas dan Organisasi 
Keagamaan 1 dokumen

Terwujudnya Penguatan Kelembagaan bagi Ormas 
dan Organisasi Keagamaan

1 
dokumen

Dokumen Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Rakyat 1 dokumen

Tersedianya Bahan Perumusan Kebijakan 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat

1 
dokumen

5,106,277,897 5,323,084,340Total
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Bagian Umum

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja aparatur dan Birokrasi
Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya Kelancaran Administrasi, 
Keuangan dan Operasional Perkantoran 100% 647,323,025 712,055,328

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Bagian 
Umum Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 35 orang

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 32,098,000 35,307,800 sedang berjalan Bagian Umum

Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 44 kali

1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Alat tulis kantor yang tersedia 76 Jenis 100% 320,258,525 352,284,378 sedang berjalan Bagian Umum

Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang 
tersedia 17 Jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran. 100%

Materai 6000 yang tersedia 200 Buah

Materai 3000 yang tersedia 500 Buah

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 22 Jenis

Jenis BBM dan pelumas genset 5 Jenis

Bahan Komputer dan Printer yang tersedia 13 Jenis

Peralatan rumah tangga yang tersedia 12 bulan

Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi 12 bulan

Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia 2 Jenis

STNK roda 6 yang terbayar 1 Unit

STNK roda 4 yang terbayar 8 Unit

STNK roda 2 yang terbayar 7 Unit

Jasa percetakan 5 Jenis

Jasa penggandaan 85.000 Lembar

Jasa pemeliharaan peralatan kerumahtanggaan 8 Jenis

Belanja bahan/ bibit tanaman 8 Jenis

Jasa pemeliharaan peralatan kerja 1 Jenis

Mesin pompa air 2 Jenis

Tangga lipat 1 unit

Notebook 1 unit

Kursi rapat 50 unit

Meja TV LED 2 unit

Mic 5 unit

Mesin Fax 1 unit

Dispenser 1 unit

1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, 
dan Laporan Akuntansi yang tersusun 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 294,966,500 324,463,150 sedang berjalan Bagian Umum

Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola
35 dokumen 
kepegawaian

Jasa tenaga bantuan 5 orang

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kinerja aparatur dan Birokrasi
Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 100% 189,224,000 208,146,400

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
Bagian 
Umum Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat 2 unit gedung

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 50,250,000 55,275,000 sedang berjalan Bagian Umum

2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Bagian 
Umum

Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 
Roda 6 (enam) 1 Unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 138,974,000 152,871,400 sedang berjalan Bagian Umum

Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 
Roda 4 (empat) 8 Unit
Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 
Roda 2 (dua) 7 Unit

3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya Peningkatan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 100% 43,586,400 47,945,040

3.1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD

Bagian 
Umum

Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran : 
Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, yang tersusun 5 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan, 
pengendalian dan penganggaran 100% 43,586,400 47,945,040 sedang berjalan Bagian Umum

Laporan Kinerja OPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, 
SPIP, Profil Organisasi yang tersusun 5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
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4
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, 
Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan Kinerja aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat.

Terwujudnya kelembagaan dan 
ketatalaksanaan pemerintah daerah yang 
berkualitas 73 3,080,551,556 3,388,606,712

4.1 Pelayanan Kerumahtanggaan
Bagian 
Umum Laporan Administrasi Barang Sekretariat Daerah 1 Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat 73 2,321,932,896 2,554,126,186 sedang berjalan Bagian Umum

Laporan Pelayanan Sarana Prasarana Acara Pemerintah Kota 
Yogyakarta 1 Dokumen
Laporan Pelayanan Insidentil Kegiatan di Lingkungan Pemerintah 
Kota Yogyakarta 10 Lokasi

Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar 2 Lokasi Almari
Jasa Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil 
Walikota 12 bulan
Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil 
Walikota 2 Lokasi
Jasa Pemeliharaan tanaman, taman, dan penyapuan dilingkungan 
komplek Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi 
Perangkat Daerah masing-masing

1 Kompleks 
Balaikota

Almari 1 unit

TV 2 unit

Meja Rapat Lipat 20 unit

Kursi Kerja 2 unit

Kursi Hadap 4 unit

Kursi Rapat 24 unit

Kasur sping bed 4 unit

Kasur lipat 1 unit

Dispenser 4 unit

Mesin Coffee Maker 2 unit

Jam Dinding 9 unit

Gorden 2 Lokasi

Cover kursi 4 set

4.2 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah
Bagian 
Umum Laporan Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda 1 Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat 73 635,714,160 699,285,576 sedang berjalan Bagian Umum

Laporan Optimalisasi Kegiatan untuk Pelaporan Akuntansi Setda 1 Dokumen
Laporan Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Belanja 
Setda 1 Dokumen

Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas 1 Dokumen

Laporan Dokumen Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah 1 Dokumen

4.3
Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota 
Yogyakarta

Bagian 
Umum

Laporan Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota 
Yogyakarta 1 Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat 73 122,904,500 135,194,950 sedang berjalan Bagian Umum
Laporan Pengolahan, Penilaian dan Penyusutan Arsip Sekretariat 
Daerah Kota Yogyakarta 3 Dokumen

3,960,684,981 4,356,753,480Total
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Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah Daerah 
Meningkat

Terwujudnya Kelancaran Administrasi, 
Keuangan dan Operasional Perkantoran 100% 5,513,897,306 5,875,103,056

1.1
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi Kecamatan Gondokusuman Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 208 orang

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 343,222,000 363,222,000 Sedang Berjalan

Dinas Perindustrian 
dan Perdaganagn

Makan dan minum rapat yang tersedia untuk koordinasi 88 kali

Makan dan minum tamu yang tersedia untuk tamu 11 bulan

Makan dan minum harian umum 11 bulan

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 50 laporan

1.2
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor Materai 6000 yang tersedia 2182 buah

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 3,408,632,250 3,649,838,000 Sedang Berjalan

Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan

Materai 3000 yang tersedia 2090 buah

Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia 5 jenis

STNK roda 6 yang diperpanjang izinnya 8 unit

STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya 10 unit

STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya 5 unit

STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya 30 unit

KIR roda 6 yang diperpanjang izinnya 8 unit

KIR roda 4 yang diperpanjang izinnya 6 unit

Jasa kebersihan kantor 12 bulan

Jasa perbaikan peralatan kerja 8 jenis

Alat tulis kantor yang tersedia 96 jenis

Jasa Percetakan 2 jenis

Jasa Penggandaan 400.000 lembar
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 
yang tersedia 24 jenis
komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang 
tersedia 37 jenis

Peralatan rumah tangga yang tersedia 63 jenis

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 5 jenis

1.3
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 
Perkantoran Kecamatan Gondomanan

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, 
SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 1,762,043,056 1,862,043,056 Sedang Berjalan

Dinas Perinustrian 
dan Perdagangan

Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 50 jenis

Jasa Tenaga Bantuan 73 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi 

Akuntabilitas Kinerja 
Aparatur Daerah Meningkat

Terwujudnya sarana dan prasarana 
aparatur yang memadai 100% 674,478,150 674,478,150

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional Kecamatan Gondomanan

Jasa pemeliharaan ruti/berkala kendaraan 
dinas/operasional 53 unit

Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan 
kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 674,478,150 674,478,150 Sedang Berjalan

Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan

3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah Daerah 
Meningkat

Terwujudnya peningkatan kapasitas 
sumberdaya aparatur 100% 40,000,000 46,000,000

3.1
Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan 
Kapasitas Aparatur Kecamatan Gondomanan

Kursus-kursus singkat/pelatihan peningkatan kapasitas 
sumberdaya aparatur 10 orang

Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan 
kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 40,000,000 46,000,000 Sedang Berjalan

Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan

4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah Daerah 
Meningkat

Terwujudnya peningkatan capaian 
kinerja dan keuangan 100% 149,538,500 159,538,500

4.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan, 
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD Kecamatan Gondomanan

Dokumen perencanaan dan penganggaran: review 
renstra, renja, RKT,RKA,DPA, TAPKIN yang tersusun 6 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian 
dan penganggaran tepat waktu 100% 149,538,500 159,538,500 Sedang Berjalan

Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan

Laporan kinerja SKPD: LAKIP, Laporan keuangan fisik 
dan keuangan, SOP dan SPIP yang tersusun 4 dokumen Nilain Akuntabilitas Kinerja SKPD BB
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5 Program Pembinaan Perindustrian
Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah Daerah 
Meningkat

Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan 
teknologi bagi IKM 80% 4,666,820,200 4,716,820,200

Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan 
sarana produksi bagi IKM 6%

5.1 Pembinaan Teknis Perindustrian Kota Yogyakarta Pelatihan teknis industri bagi IKM 14jenis
Meningkatnya pengetahuan pemasaran dan 
ketrampilan bagi IKM 320o rang 1,649,290,000 1,659,290,000 Sedang Berjalan

Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan

Sosialisasi Sertifikasi PIRT, Sertifikasi Halal dan Merk 90orang
meningkatnya pemahaman PIRT, sertifikasi halal 
dan merk 90 orang

Ekspo Produk Sentra, Produk Unggulan Daerah dan 
OVOP 6 IMK

Meningkatnya produktifitas sehingga potensi 
pangsa pasar dapat tercapai 6 IMK

Pengembangan Sentra produksi Batik 1Sentra
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produksi di 
Sentra Batik 1 Sentra

Pengembangan Sentra Produksi Kulit 1 Sentra
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produksi di 
Sentra Kulit 1 Sentra

Pengembangan OVOP Produk Batik 1 OVOP Terjaganya Batik sebagai Produk OVOP 1 OVOP

Pengembangan OVOP Produk Kulit 1 OVOP Terjaganya Kulit sebagai Produk OVOP 1 OVOP

Pengembangan Produk Unggulan Batik 1PUD

Meningkatnya daya saing dan potensi Sumber Daya 
Lokal serta meningkatnya pendapatan & 
kemampuan SDM 1 PUD

Pengembangan Produk Unggulan Kulit 1 PUD

Meningkatnya daya saing dan potensi Sumber Daya 
Lokal serta meningkatnya pendapatan & 
kemampuan SDM 1 PUD

Pendataan Industri Mikro Kecil 1300 IMK
Tersedianya Data Industri Mikro Kecil di Kota 
Yogyakarta 1300 IMK

5.2 Pembinaan Sarana Produksi Kota Yogyakarta Laporan Survey Monitoring kelompok PEW oleh fasilitator 4 dokumen
Pengelolaan dana bergulir PEW dapat dipantau dan 
dimanfaatkan dengan baik

836 
kelompok 3,017,530,200 3,057,530,200 Sedang Berjalan

Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan

Koordinasi Program dan Pengembangan PEW di 
Kecamatan 14 kali

Terfasilitasinya Kordinasi Forum Komunikasi 
Kelompok PEW di 14 Kecamatan 14 forkom

Kajian Pengembangan Kelompok PEW menjadi Koperasi 
Induk berbasis Kelompok 1 dokumen

Analisa Metode Pengembangan Kelompok PEW 
menjadi Koperasi berbasis kelompok

1 
dokumen

Pelatihan E-Commerce 80 IKM
Meningkatnya kemampuan dan pemanfaatan 
Teknologi Informasi dalam mengelola usaha 80 IKM

Pelatihan Managemen Resiko Bencana Bagi IKM 90 IKM
Kesiapsiagaan IKM dalam menghadapi keadaan 
darurat bencana 90 IKM

Pelatihan Kewirausahaan Lanjut 90 IKM Meningkatnya kemampuan dalam berwirausaha 90 IKM

Pelatihan Pengolahan Makanan 120 IKM Meningkatnya kemampuan pengolahan makanan 120 IKM

Pelatihan Intensif Industri Kreatif Berbasis TI/Animasi 30 Orang
Meningkatnya kemampuan pelaku usaha kreatif 
animasi 30 Orang

Penyuluhan Penerapan Gemba Kaizen IKM Aluminium 10 IKM Mampu menerapkan Perbaikan Tempat Usaha 10 IKM

Kajian Analisa Kebangkrutan IKM Aluminium Kota 
Yogyakarta berdasar Siklus Hidup Produk dan Trend 
Pasar 1 dokumen

Meningkatnya Pemahaman tetang Resiko 
Kebangkrutan Usaha IKM Aluminium

1 
dokumen

Kajian Benchmarking Produktivitas IKM Fashion dan 
Konveksi Jogja, Solo dan Pekalongan 1 dokumen

Meningkatnya Pemahaman Potensi Peningkatan 
Produktivitas IKM Fashion dan Konveksi

1 
dokumen

Pameran/Expo Industri Kreatif TI (Animasi, Film, DKV) 4 IKM

Meningkatnya kemampuan dan pengalaman dari 
masing-masing IKM Industri Kreatif Berbasis 
Animasi 4 IKM

Pameran/Expo Industri Kreatif Fesyen dan Kerajinan 16 IKM

Meningkatnya kemampuan dan pengalaman dari 
masing-masing IKM Industri Kreatif Berbasis 
Fashion 16 IKM

Perancangan Teknologi Tepat Guna bagi IKM 4 alat

Rancangan Teknologi / Peralatan untuk 
meningkatkan daya saing produk IKM Rancangan 
Teknologi / Peralatan untuk mengurangi emisi 
berbahaya ke lingkungan

3 alat 1 
alat

6 Program Pengembangan Industri Logam
Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah Daerah 
Meningkat

Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT 
Logam 1 Kegiatan 3,237,118,222 3,354,397,229

6.1 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam Kec. Umbulharjo Operasional Pelayanan UPT Logam 12 bulan Pelayanan prima terhadap semua pelanggan 12 bulan 1,088,068,000 1,088,068,000 Sedang Berjalan
Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan

Pemeliharaan dan penggantian sparepart mesin UPT 
Logam 22 mesin

Mesin dapat diandalkan dalam memberikan 
pelayanan pemesinan 22 mesin

Pendampingan tenaga ahli untuk revitalisasi pelayanan 
UPT Logam 6 dokumen laporan hasil pendampingan tenaga ahli

6 
dokumen

Pengadaan Komputer 5 unit
Tersedianya sarana pelayanan desain berbasis 
komputer yang memadai 5 unit
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Pengadaan Furniture 4 jenis
Tersedianya prasarana furniture ruang Seminar 
yang memadai 4 jenis

Pengadaan Projector dan kelengkapannya 3 jenis Tersedianya sarana presentasi yang memadai 3 jenis

6.2 Optimalisasi Pelayanan UPT Logam Kec. Umbulharjo Pameran INAPA 2018 1 kali
Dikenalnya potensi IKM Logam Kota Yogyakarta di 
tengah persaingan komponen presisi internasional 1 kali 2,149,050,222 2,266,329,229 Sedang Berjalan

Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan

MOU Kerjasama dengan industri besar untuk market 
share produk IKM Logam 5 perusahaan

Meningkatkan daya tawar (bargaining posotion) 
IKM Logam di tingkat Nasional

5 
perusahaa

n

Pelatihan Casting Injeksi IKM Logam 12 bulan
Meningkatkan Teknologi proses produksi IKM 
Logam 12 bulan

Penelitian dan Pengembangan Inovasi Produk IKM Logam 10 produk Berkembangnya teknologi produksi IKM Logam 10 produk

Pengadaan Mesin dan Peralatan UPT Logam 1 unit Meningkatkan kapasitas pelayanan pemesinan 1 unit

7
Program Pembinaan dan Pengendalian 
Perdagangan 

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah Daerah 
Meningkat Meningkatnya PKL berijin 5% 5,197,439,400 5,092,139,400

Meningkatnya optimalisasi nilai eksport 4%
Meningkatnya jumlah ter, tera ulang 
UTTP 5%

7.1 Pembinaan Usaha Perdagangan Kota Yogyakarta Pameran dan gelar potensi di 12 lokasi 132 pengusaha

Telah diikutsertakannya UKM dalam event pameran 
dan bertambahnya informasi peluang pasar yang 
baru

132 
UMKM 3,257,789,100 3,280,789,100 Sedang Berjalan

Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan

Kontak Dagang Potensi Bisnis bagi UMKM 5 UMKM
Kemitraan UMKM dengan pelaku Usaha Luar 
daerah 5 UKM

Pameran produk UKM dan potensi Kecamatan pada 
PMPS 45 hari

Sarana promosi produk UKM dan potensi 
Kecamatan serta pelayanan publik 42 UKM

Pemanfaatan lahan di area PMPS 5 zona Sarana lahan bagi UMKM 5 zona

Pelatihan Tata Cara Ekspor 1 kali
Peningkatan pengetahuan UMKM tentang tata cara 
ekspor 1 kali

Pelatihan Pemasaran Online 1 kali
Peningkatan pengetahuan UMKM tentang 
pemasaran secara online 1 kali

Pengembangan Kemitraan Pedagang dengan 
Distributor/Toko Modern 6 kali

Terjalin Kemitraan pedagang eceran dengan 
distributor/Toko Modern 6 kali

Operasi pasar 14 kecamatan
Masyarakat mendapatkan harga bahan pokok 
dibawah harga pasar yang tinggi

14 
kecamata

n

Pengembangan Kemitraan UMKM dengan Toko Modern 2 kali
Terjalin Kemitraan antar Toko modern dengan 
UMKM 2 kali

Workshop Display Toko Kelontong 2 kali
Pedagang menjadi lebih paham mengenai 
penataan display yang benar 2 kali

Pelatihan Manajemen dan Pemasaran warung Kelontong 2 kali
omzet penjualan para pemilik warung kelontong 
meningkat 2 kali

Sosialisasi Konsumen Cerdas 4 kali
Konsumen lebih kritis dan selektif dalam membeli 
suatu produk 4 kali

Pasar Rakyat 1 kali
Masyarakat mendapatkan kebutuhan menjelang 
Hari Raya dengan harga dibawah harga pasar 1 kali

7.2
Pengawasan dan pengendalian Perdagangan 
dan Industri Kota Yogyakarta Monitoring harga bahan pokok 8 pasar Data monitoring harga sembako 8 pasar 871,875,300 871,875,300 Sedang Berjalan

Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan

Kemitraan Stabilisasi Ketersediaan Bahan dan Pasar 1 kali Terjalin kemitraan ketersediaan bahan dan pasar 1 kali

Pengawasan Peredaran Barang Berbahaya 2 kali Data Pengawasan barang berbahaya 2 dok

Monitoring Penggunaan BTM/P Kota YK, 4 kali Data Pengawasan BTMP
Kota Yk, 4 

lokasi

Monitoring LPG 3 Kg dan BBM

12 agen, 40 
pangkalan, 16 

SPBU Data Pengawasan LPG 3 kg dan BBM

12 agen, 
40 

pangkalan
, 16 SPBU

Monitoring Distributor dan Pergudangan

12 distributor, 30 
gudang 12 

distributor, 30 
gudang Data Pengawasan Distributor dan Gudang

12 
distributor, 
30 gudang
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Pengendalian Harga

Data Harga 
Sembilan Bahan 
Pokok Terkendali 

Data Harga 
Sembilan Bahan 
Pokok Terkendali Data Ketersediaan Pasokan Sembilan Bahan Pokok

Data 
Harga 

Sembilan 
Bahan 
Pokok 

Terkendali 
Data 

Harga 
Sembilan 

Bahan 
Pokok 

Terkendali

Pengawasan UTTP

Pasar, 
Perorangan, 

Lembaga Data Pengawasan UTTP

Pasar, 
Peroranga

n, 
Lembaga

Sosialisasi Penataan PKL 4 kali
Meningkatnya pemahaman PKL ttg penataan dan 
penertiban PKL 160 PKL

Pengelolaan SIM PKL Kota Yogyakarta 1 SIM PKL Pengelolaan SIM PKL lebih baik 1 system

Lomba Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan se 
Kota Yk 1 kali Lebih tertatanya PKL di Kota Yogyakarta

14 
Kecamata

n

7.3 Penyelenggaraan Metrologi Legal Kec. Mergangsan Penyuluhan dan Sosialisasi Kemetrologian 42 kali
Peningkatan Pemahaman Konsumen tentang 
Kegiatan Metrologi Legal di Kota Yogyakarta 42 kali 1,067,775,000 939,475,000 Sedang Berjalan

Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan

Pengawasan UTT dan BDKT 40 kali
Peningkatan Pengawasan kemetrologian untuk 
meningkatkan tertib ukur di bidang perdagangan 40 kali

Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP 60 kali

Meningkatkan UTTP yang di tera dan tera 
ulang/bertanda tera sah untuk perlindungan 
konsumen dan produsen 60 kali

Ketertelusuran standar untuk jaminan mutu standar 12 jenis

Pengelolaan standar termasuk Sertifikasi standar, 
Kalibrasi, verifikasi standar dengan tujuan Akurasi 
Peralatan dan standar Ukuran Adanya kepastian 
hukum dalam pemakaian UTTP untuk 
meningkatkan daerah tertib ukur di Kota Yogyakarta

12 jenis 
Interkomp
arasi/uji 
banding 

Laboratori
um

Updating Data Potensi UTTP 1 Dokumen Data potensi UTTP ter Update
1 

dokumen

8
Program Pemeliharaan Sarana Prasarana 
Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah Daerah 
Meningkat

Prosentase kondisi pasar memenuhi 
standar sarpras, kebersihan, ketertiban 
dan keamanan pasar 84,50% 10,547,479,449 10,650,918,299

8.1 Pengelolaan Kebersihan Pasar Kota Yogyakarta Jumlah pasar yang dipelihara kebersihannya 31 Pasar Kebersihan pasar yang terpelihara 31 Pasar 5,817,914,800 5,817,914,800 Sedang Berjalan
Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan

Jumlah pasar yang dipantau kebersihannya 31 Pasar Kebersihan pasar yang terpantau 31 Pasar

Jumlah pasar yang dipelihara tamannya 22 Pasar Taman pasar yang terpelihara 22 Pasar

Peralatan kebersihan pasar yang dibutuhkan 1 paket Peralatan Kebersihan yang tersedia 1 paket

Pengolahan dan Pemilahan Sampah yang dikelola 1 pasar Sampah pasar yang terpilah dan terolah 1 pasar

8.2 Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar Kota Yogyakarta Pengamanan pasar menjelang dan sesudah hari besar 15 kali Keamanan dan kertertiban pasar yang terwujud 31 pasar 2,825,228,480 2,817,728,480 Sedang Berjalan
Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan

Pengamanan dan penertiban pasar 31 pasar
Pengetahuan kesiapsiagaan pedagang pasar dalam 
menghadapi bencana/bahaya meningkat 31 pasar

Pelatihan penanggulangan/penanganan kejadian 
bencana/bahaya 17 kegiatan

8.3 Pemeliharaan Pasar - Pasar se Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Sarana dan prasarana pasar yang dipelihara 31 pasar Sarana dan prasarana pasar yang terpelihara 31 pasar 1,904,336,169 2,015,275,019 Sedang Berjalan
Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan

Instalasi air dan listrik yang dipelihara 21 pasar
Instalasi dan distribusi listrik dan air yang 
terpelihara dan terpantau 21 pasar

Alat listrik dan elektronik yang dibutuhkan 1 paket Alat listrik dan elektronik yang tersedia 1 paket

Genset pasar yang dipelihara 2 pasar Cadangan listrik yang tersedia 2 pasar

9
Program Penataan, Pengembangan dan 
Pendapatan Pasar

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah Daerah 
Meningkat Optimalisasi pengelolaan retribusi 15 M 7,980,087,263 8,395,936,713

9.1 Pengelolaan Pendapatan Pasar Kec. Gondomanan Pendapatan retribusi pelayanan pasar yang dikelola 31 pasar Target pendapatan retribusi yang tercapai 14,90 M 403,792,000 433,981,000 Sedang Berjalan
Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan

Pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang 
dikoordinasikan 44 kali

Sarana administrasi dan pemungutan retribusi yang 
tersedia 100,00%

Cetak sarana administrasi pedagang 1 kali Barang cetakan yang tersedia 1,00 kali
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Pakaian Juru Parkir 1 kali Pakaian juru parkir yang tersedia 1 kali

9.2 Penataan Lahan dan Pedagang Penataan Fasilitas Penunjang Pasar 10 kali Intensitas fasilitas penunjang pasar 10 kali 1,225,686,500 1,447,920,000 Sedang Berjalan
Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan

Pemutakhiran data pedagang pasar 31 pasar data pedagang pasar yang termutakhir 31 pasar

Sosialisasi pedagang pasar 15 kegiatan Tersampaikannya informasi pelayanan pasar
15 

kegiatan

Pelayanan Administrasi Pedagang 88 kali Administrasi Pedagang yang terlayani 88 kali

Workshop Peningkatan SDM 1 Keg Pengetahuan SDM yang meningkat 1 kegiatan

Sewa Tanah Pasar 3 pasar Lahan pasar yang tersedia 3 pasar

Pra Revitalisasi pasar tradisional 1 dokumen Terencanakannya revitalisasi pasar tradisional
1 

dokumen

9.3
Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan 
Pasar Wilayah I Kota Yogyakarta Retribusi pelayanan pasar yang dipungut 16 pasar Pendapatan retribusi pasar yang tercapai 100% 1,662,345,950 1,730,490,000 Sedang Berjalan

Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan

Petugas pungut yang dibina 55 orang Tertib administrasi pemungutan 55 orang

Jumlah Pengguna listrik pasar yang dikelola 16 pasar Tagihan biaya penggunaan Listrik pasar 16 pasar

Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan 4 jenis
Pendapatan retribusi pelayanan pasar yang 
diterima sesuai MOU 4 jenis

Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis 
quick response code 2 pasar

pelayanan retribusi pasar berbasis quick response 
code 2 pasar

9.4
Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan 
Pasar Wilayah II Kota Yogyakarta Retribusi pelayanan pasar yang dipungut 16 pasar Pendapatan retribusi pasar yang tercapai 100% 1,467,323,700 1,527,300,000 Sedang Berjalan

Dinas Perindutrian 
dan Perdagangan

Petugas pungut yang dibina 55 orang Tertib administrasi pemungutan 55 orang

Jumlah Pengguna listrik pasar yang dikelola 16 pasar Tagihan biaya penggunaan Listrik pasar 16 pasar

Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan 4 jenis
Pendapatan retribusi pelayanan pasar yang 
diterima sesuai MOU 4 jenis

Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis 
quick response code 2 pasar

pelayanan retribusi pasar berbasis quick response 
code 2 pasar

9.5
Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan 
Tanaman Hias Yogyakarta Kec. Minggiran

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas 
Pasar 6 kegiatan

Tersedianya Sarana prasarana dan Fasilitas pasar 
yang terpelihara 6 kegiatan 1,213,773,400 1,251,480,000 Sedang Berjalan

Dinas Perindutrian 
dan Perdagangan

Pelatihan dan Pembinaan Pedagang PASTY 360 pedagang
Pengetahuan dan integritas Pedagang PASTY 
meningkat

360 
pedagang

Pelayanan dan Promosi Pasar 2 Lokasi Terlaksananya Pelayanan dan Promosi Pasar 2 lokasi

Pendapatan Retribusi pelayanan pasar yang dipungut 420 pedagang Pendapatan retribusi Pelayanan pasar meningkat
420 

pedagang

Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan 2 jenis
Pendapatan retribusi pelayanan pasar yang 
diterima sesuai MOU 2 jenis

Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis 
Quick Response Code 1 pasar

pelayanan retribusi pasar berbasis Quick Response 
Code 1 pasar

9.6 Pengembangan Pasar Tradisional Gondomanan Promosi melalui berbagai kegiatan 5 kegiatan Eksistensi pasar tradisional terjaga 31 pasar 2,007,165,713 2,004,765,713 Sedang Berjalan
Dinas Perindustriuan 
dan Perdagangan

Kajian pasar tradisional 4 dokumen Dokumen hasil kajian
4 

dokumen

Pengelolaan data pedagang menggunakan SIM Pasar 3 pasar Database pedagang pasar melalui SIM Pasar 3 pasar

Pengelolaan radio pasar 3 pasar Radio pasar yang dikelola 3 pasar

Sarasehan pedagang pasar 12 keg Intensitas sarasehan pedagang pasar 12 keg

Pelatihan bisnis bagi pedagang 2 keg
Meningkatnya pengetahuan pedagang dalam 
berbisnis 120 orang

FGD Pedagang Pasar Tradisional 2 Keg Rancangan kegiatan hasil FGD

57 
paguyuba

n

Grand desain Pengembangan Pasty 1 dokumen Dokumen Grand Desain Pengembangan Pasty
1 

dokumen
Sistem pelayanan retribusi pasar berbasis Quick Respon 
Code 5 pasar Meningkatkan efektivitas Pelayanan retribusi pasar 5 pasar

10 Program Pengembangan Pusat Bisnis
Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah Daerah 
Meningkat

Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat 
Bisnis 77% 6,752,871,532 6,752,871,532

10.1 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis Gondomanan
Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis yang 
dilaksanakan 1 kegiatan

Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 
yang terlaksana 1 kegiatan 6,752,871,532 6,752,871,532 Sedang Berjalan

Dinas Perindustrian 
dan Perdaganagn

44,759,730,022 45,718,203,079Total
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Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat

Terwujudnya kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 921,887,620 981,956,382

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dinas Pertanahan dan 
Tata Ruang Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 132 kali

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 251,445,000 276,589,500 Sedang Berjalan

Dinas 
Pertanahan dan 
Tata Ruang

Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 50 orang

Makan dan minum yang tersedia untuk tamu 180 orang

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 24 laporan

1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Pertanahan dan 
Tata Ruang Materai 6000 yang tersedia 300 buah

Dukungan terhadap kelancaran administrasi , 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 529,035,676 554,439,244 Sedang Berjalan

Dinas 
Pertanahan dan 
Tata Ruang

Materai 3000 yang tersedia 300 buah

Jasa Pengiriman/paket 17 kali

STNK roda 4 yang terbayar 4 unit

STNK roda 2 yang terbayar 15 unit

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 12 jenis

Jasa kebersihan kantor 12 bulan

Alat tulis kantor yang tersedia 69 jenis

Jasa Percetakan 23 jenis

Jasa Penggandaan 170.000 lbr
Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang 
tersedia 8 jenis

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 3 jenis

Peraturan perundangan-undangan yang tersedia 4 jenis

Jasa perbaikan peralatan kerja 14 jenis

Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 5 jenis

Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 10 jenis

1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Dinas Pertanahan dan 
Tata Ruang

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: 
SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 141,406,944 150,927,638 Sedang Berjalan

Dinas 
Pertanahan dan 
Tata Ruang

Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 38 dokumen ASN

Jasa Pengelola Arsip 4 orang

Jasa Tenaga Naban 3 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat

Terwujudnya Sarana dan Prasarana 
Aparatur yang memadai 100% 351,315,000 386,446,500

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
Dinas Pertanahan dan 
Tata Ruang Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat 1 Jenis

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi SKPD 100% 220,100,000 242,110,000 Sedang Berjalan

Dinas 
Pertanahan dan 
Tata Ruang

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional

Dinas Pertanahan dan 
Tata Ruang

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
roda empat 4 unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi SKPD 100% 131,215,000 144,336,500 Sedang Berjalan

Dinas 
Pertanahan dan 
Tata Ruang

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
roda dua 15 unit

3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat

Terwujudnya peningkatan capaian kinerja 
dan keuangan 100% 174,477,832 178,615,615

3.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 
laporan Capaian Kinerja SKPD

Dinas Pertanahan dan 
Tata Ruang

Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran 
(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan, 
pengendalian dan pengganggaran tepat waktu 100% 174,477,832 178,615,615 Sedang Berjalan

Dinas 
Pertanahan dan 
Tata Ruang

Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, 
SKM, SPIP, Profil) 5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD B

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | V-86



Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

4 Program Pengelolaan Pertanahan
Lingkungan Hidup dan 
Pemanfaatan Ruang. Tertib administrasi pertanahan.

Prosentase tertib administrasi 
pertanahan. 41,91% 19,489,324,248 28,622,765,000

4.1 Inventarisasi dan identifikasi Pertanahan Kec. Umbulharjo Pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta 25 bidang tanah

Persentase aset Pemerintah Kota Yogyakarta 
yang sudah disertifikatkan atas nama 
Pemerintah Kota Yogyakarta. 70% 671,137,832 450,000,000 Sedang Berjalan

Dinas 
Pertanahan dan 
Tata Ruang

Pelacakan dan inventarisasi tanah negara/Pemkot sepanjang 
pinggiran sungai. 3 kelurahan

Teridentifikasi dan terinventarisasi tanah negara/ 
Pemkot yang berada di sepanjang sungai. 100%

Inventarisasi Data Pertanahan se Kota Yogyakarta yang belum 
jelas haknya baik tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan 
Tanah Pemkot Yk. 9 Kelurahan

Validitas Data Pertanahan se Kota Yogyakarta 
yang belum jelas haknya baik tanah Kasultanan, 
Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yk. 100%

Digitalisasi dokumen-dokumen vital pertanahan 1 dokumen
terdokumentasi secara digital dokumen-
dokumen pertanahan 100%

database sistem inventarisasi pertanahan 1 dokumen
tersedia data inventarisasi pertanahan sebagai 
database sistem informasi pertanahan 100%

4.2 Penyelesaian Masalah Pertanahan Kec. Umbulharjo Penyelesaian masalah pertanahan 1 dokumen Kejelasan status pertanahan

1 
dokum

en 85,630,000 72,765,000 Sedang Berjalan

Dinas 
Pertanahan dan 
Tata Ruang

Pencegahan Permasalahan Pertanahan 1 dokumen

Prosentase pemenuhan kebutuhan tanah 
untuk kepentingsn umum 94,46%

4.3 Pemanfaatan Pertanahan Kec. Umbulharjo Pengadaan tanah pembangunan kantor. 2 kelurahan
Bertambahnya aset/fasilitas publik milik pemkot 
Yogyakarta 8 lokasi 18,732,556,416 28,100,000,000 Sedang Berjalan

Dinas 
Pertanahan dan 
Tata Ruang

Pengadaan tanah untuk RTHP 3 lokasi

Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum. 3 lokasi
Penyelesaian permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah 
negara. 60 Permohonan

Persentase permohonan rekomendasi yang 
dapat diselesaikan 100%

5 Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang
Lingkungan Hidup dan 
Pemanfaatan Ruang.

Kesesuaian penyelenggaraan 
penataan ruang yang tertib dan 
Berkelanjutan.

Persentase Penilaian pengaturan dan 
pembinaan tata ruang. 61,39% 1,519,040,748 1,592,731,000

5.1 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci Kec. Umbulharjo Naskah Akademik Revisi Perda RTRW 1 dokumen
Tersedianya Draft Revisi Peraturan Daerah 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.

1 
dokum

en 601,111,416 631,240,500 Sedang Berjalan

Dinas 
Pertahanan dan 
Tata Ruang

Draft Album Peta Revisi Perda RTRW 1 dokumen

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 1 dokumen

Draft Revisi Perda RTRW 1 dokumen

5.2 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan Kec. Umbulharjo Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 2 dokumen
Meningkatnya Pengaturan Tata Bangunan dan 
Tata Lingkungan Perkotaan.

2 
dokum

en 648,861,416 678,990,500 Sedang Berjalan

Dinas 
Pertanahan dan 
Tata Ruang

Draft Perwal RTBL 2 dokumen

5.3 Pembinaan Tata Ruang Kec. Umbulharjo Laporan Telaah penataan ruang 1 peraturan
Meningkatnya pemahaman dan akses informasi 
penataan ruang Kota Yogyakarta.

14 
kecam
atan 269,067,916 282,500,000 Sedang Berjalan

Dinas 
Pertahanan dan 
Tata Ruang

Sosialisasi/Pembinaan Tata Ruang Kota Yogyakarta 1 dokumen
Studi model dan bentuk kompensasi terhadap pemanfaatan 
ruang di Kota Yk. 1 dokumen
Kajian evaluasi dan identifikasi potensi rumah susun di Kota 
Yogyakarta 1 dokumen

6 Program Pengendalian Tata Ruang
Lingkungan Hidup dan 
Pemanfaatan Ruang.

Kesesuaian penyelenggaraan 
penataan ruang yang tertib dan 
Berkelanjutan.

Persentase Penilaian Pelaksanaan, 
pengendalian dan pengawasan tata 
ruang. 33,78% 1,211,552,658 1,394,335,173

6.1 Pengendalian Tata Ruang Kec. Umbulharjo Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan 1 dokumen

Tersedianya data rinci pemanfaatan ruang kota 
Yogyakarta dan kesesuaian terhadap 
perencanaan tata ruang daerah

2 
dokum

en 285,027,600 375,157,610 Sedang Berjalan

Dinas 
Pertahanan dan 
Tata Ruang

Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 1 dokumen

6.2 Pengawasan Tata Ruang Kec. Umbulharjo
Laporan Penaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengawasan Tata 
Ruang (Turbinlakwas) 1 dokumen

Meningkatnya kesesuaian penyelenggaraan 
Penataan Ruang yang tertib dan berkelanjutan.

5 
dokum

en 579,825,058 637,807,563 Sedang Berjalan

Dinas 
Pertahanan dan 
Tata Ruang
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Laporan Standar Pelaksanaan Minimal (SPM) Penataan Ruang. 1 dokumen
Laporan Penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria 
(NSPK) Penataan Ruang. 1 dokumen

Neraca Penatagunaan Tanah. 1 dokumen

Penyusunan Kajian Perangkat Pengendalian Penataan Ruang 1 dokumen

6.3 Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang Kec. Umbulharjo Kajian database spasial penataan ruang 1 dokumen Terpenuhinya kebutuhan informasi tata ruang.

2 
dokum

en 346,700,000 381,370,000 Sedang Berjalan

Dinas 
Pertanahan dan 
Tata Ruang

Updating Peta Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1 dokumen

23,667,598,106 33,156,849,670Total
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Akuntabilitas Kinerja Peemerintah 
Meningkat

Terwujudnya kelancaran 
administrasi, keuangan dan 
operasional perkantoran 764,840,680 787,785,900

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dindukcapil Makanan dan minuman yang tersedia untuk pegawai 63 orang
Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan 
dan operasional perkantoran 100% 178,732,000 184,093,960 Sedang Berjalan

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Makanan dan minuman yang tersedia untuk koordinasi 88 kali

Makanan dan minuman yang tersedia untuk tamu dinas 151 kali

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 41 laporan

1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dindukcapil Materai Rp. 3000 400 buah
Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan 
dan operasional perkantoran 100% 400,534,200 412,550,226 Sedang berjalan

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Materai Rp. 6000 400 buah

Perangko 150 buah

Jasa Pengiriman 1 kali

Pembayaran Jasa Komunikasi 12 bulan

STNK roda 4 yang terbayar 4 unit

STNK roda 2 yang terbayar 18 unit

Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan

Jasa Perbaikan peralatan kerja 7 jenis

Alat tulis kantor yang tersedia 55 jenis

Jasa Percetakan 1 jenis

Jasa Penggandaan 9000 lembar

Jasa Penjilidan 150 buku
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 
yang tersedia 13 jenis
Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang 
tersedia 17 jenis

Peralatan rumah tangga yang tersedia 7 jenis

Buku kependudukan/capil dan surat kabar yang tersedia 2 jenis

1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Dindukcapil
Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, 
SPM, SPJ, dan laporan Akuntansi tersusun 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan 
dan operasional perkantoran 100% 185,574,480 191,141,714 Sedang berjalan Dindukcapil

Dokumen administrasi kepegawaian terkelola 63 dokumen ASN

Jasa tenaga bantuan 6 orang

Jasa pengelola kearsipan 2 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 
Meningkat

Terwujudnya Sarana dan 
Prasarana Aparatur Yang 
Memadai 100% 173,250,000 178,447,500

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional Dindukcapil

Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ 
Operasional kendaraan roda 2 17 unit

Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur yang mendukung Kelancaran 
Tugas dan Fungsi OPD 100% 173,250,000 178,447,500 Sedang Berjalan

Dinas 
Kependudukan 
dan Catatann 
Sipil

Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ 
Operasional kendaraan roda 4 4 unit

3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja pemmerintah 
Mi=eningkat

Terwujudnya Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 59,000,000 60,770,000

3.1
Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 
Aparatur Dindukcapil Pelaksanaan diklat teknis jaringan 1 Paket Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100% 59,000,000 60,770,000 Sedang Berjalan

Dinas 
Kkependudukan 
dan Catatan Sipil

Pelaksanaan diklat teknis servis excellent 1 Paket

4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintaha 
Meningkat

Terwujudnya penigkatan capaian 
kinerja keuangan 100% 88,643,000 91,302,290

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | V-89



Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

4.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 
laporan Capaian Kinerja SKPD Dindukcapil

Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran: 
RENSTRA, RENJA, PK, RKA, DPA, DPPA 5 dokumen

Tersedianya nilai akuntabilitas OPD, dokumen 
perencanaan, pengendalian dan penganggaran, dan 
meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100% 88,643,000 91,302,290 Sedang Berjalan

Dina 
Kependudukan 
dan Catatan Sipil

Laporan Kinerja OPD: LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, 
SPM, IKM, SPIP, LPPD, Profil yang tersusun 7 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD 100%

5 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 
Meningkat

Persentase Pelayanan Dokumen 
dan Surat - Surat Kependudukan 100% 819,614,320 844,202,749

5.1 Pelayanan Identitas Penduduk Kota YK
Jumlah Pemberian Dokumen KK KTP bagi pemegang 
SKOT 25 dokumen

Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen 
dan surat - surat kependudukan 100% 549,043,740 565,515,052 Sedang Berjalan

Dinas 
Kependudukan 
dan Catatan Sipil

Frekuensi Pengawalan pelayanan pendaftaran penduduk 154 kali

Frekuensi Pelayanan Percepatan KTP-EL di 14 Kecamatan 154 kali
Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pelayanan Jemput Bola 
Pendaftaraan Penduduk 18 lokasi
Jumlah Lokai Pelaksanaan Mobile KTP EL untuk lansia dan 
keterbatasan fisik 45 kelurahan

Sekolah Dasar yang Dikunjungi Pelayanan Mobile KIA 44 sekolah

Laporan Penilaian dan Penghapusan Arsip Adminduk 1 laporan

Laporan Pelayanan Identitas Penduduk 66 laporan

5.2 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk Kota YK Laporan Evaluasi pelaksanaan pindah datang penduduk 20 laporan
Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen 
dan surat - surat kependudukan 100% 270,570,580 278,687,697 Sedang Berlangsung

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Jumlah Orang Rentan Adminduk Yang Diverifikasi 150 orang

Data Penduduk Non Permanen 1 dokumen

Laporan Pelayanan Pindah Datang Pendaftaran Penduduk 22 laporan

6 Program Pelayanan Pencatatan Sipil Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 
Meningkat

Persentase Pelayanan Dokumen 
Pencatatan Sipil 100% 625,256,910 644,014,617

6.1 Pelayanan Kelahiran dan Kematian Kota YK
Jasa Pengadaan Documen Sekurity dan Non Sekurity 
Pencatatan Sipil 22 jenis

Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen 
pencatatan sipil 100% 482,612,870 497,091,256 Sedang Berlangsung

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Frekuensi Sosialisasi Pencatatan Kelahiran dan 
Penyelenggaraan Adminduk lainnya 45 kali

Frekuensi Layanan Percepatan Akta di wilayah 45 kali
Rumah Sakit Yang Bekerjasama Dalam Pelayanan 
Pencatatan Kelahiran 4 rumah sakit
Laporan Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian 
Pencatatan Sipil 33 laporan

6.2
Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status 
Anak, Dan Pewarganegaraan Kota YK Jumlah Persidangan & Pencatatan Perkawinan di Lokasi 450 persidangan

Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen 
pencatatan sipil 100% 142,644,040 146,923,361 Sedang Berjalan

Dinas 
Kependudukan 
dan Pecatatan 
Sipil

Data Register Perkawinan dan Perceraian Lama yang 
Dientry dalam Database SIAK 5000 data

Jasa Cetak Non Sekurity 30 jenis
Laporan Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian 
Pencatatan Sipil 11 laporan

7
Program Pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan dan Pemanfaatan Data SIAK berfungsi dengan baik 100% 943,053,890 971,345,507

7.1 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Kota YK Laporan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan 1 laporan SIAK berfungsi dengan baik 100% 380,045,000 391,446,350 Sedang Berjalan

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Jumlah Kerjasama Administrasi Kependudukan 4 kerjasama

Frekuensi Sosialisasi Administrasi kependudukan 2 kali
Pengadaan sarpras kerjasama pelayanan administrasi 
kependudukan 4 paket

7.2 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kota YK Profil Perkembangan Penduduk Tahun 2017 1 buku profil SIAK berfungsi dengan baik 100% 563,008,890 579,899,157 Sedang Berjalan

Dinas 
Kependudukan 
dan Pencatatan 
Sipil

Laporan Pengelolaan Data Kependudukan Tahun 2018

19 buku laporan ( 
bulanan, triwulan, 

semester, tahunan )
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Web Adminduk yang Dikelola 1 web
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi 
Kependudukan 4 jenis
Frekuensi Pembinaan SDM Teknologi informasi dan 
komunikasi 4 kali
Laporan Pelayanan Pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan 11 laporan

3,473,658,800 3,577,868,563Total
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Dinas Kesehatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
Daerah Meningkat

Terwujudnya Kelancaran Administrasi, 
Keuangan, dan Operasional Perkantoran 100% 4,037,745,486 4,441,520,035

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Kesehatan Minuman Karyawan Dinas,Farmakes, Lab PKA
38.720 
orang

Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi 
Perkantoran, Keuangan, dan Operasional 
Perkantoran 100% 382,610,000 420,871,000 Sedang Berjalan Dinkes

Makanan dan Minuman untuk Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi 8.830 orang

Makanan dan Minuman untuk Tamu 435 orang
Rapat Koordinasi dan Kosultasi Keluar Daerah Dapat 
Terselenggara dengan Lancar 96 ok

1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan Alat Tulis Kantor 1 paket

Dukungan terhadap kelancaran administrasi 
perkantoran, keuangan dan operasional 
perkantoran 100% 687,568,490 756,325,339 Sedang Berjalan Dinkes

Alat listrik dan elektronik 12 kali

Materai @ Rp. 6.000 400 lembar

Materai @ Rp. 3.000 250 lembar

Catatan pengiriman dokumen Dinas (surat tercatat) 1 dokumen

Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2 paket

Jumlah Tabung Pemadam Kebakaran yang diisi 5 tabung

Frekuensi Pengisian Tabung Gas Farmakes 6 kali

Peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan 4 paket
Telepon untuk operasional Dinas, Farmakes; Lab. 
Kualitas Air dapat dimanfaatkan 12 bulan

Surat Kabar Harian untuk Dinkes
24 

eksemplar
Retribusi kebersihan untuk Dinas dan Puskesmas 
dibayarkan tepat waktu 12 bulan
Jumlah kendaraan operasional Dinas Kesehatan yang 
diuji kelayakannya 5 unit

Perpanjangan STNK Roda 4 tepat waktu 23 unit

Perpanjangan STNK Roda 2 tepat waktu 27 unit

Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 2 tepat waktu 17 unit

Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 4 tepat waktu 5 unit

Jasa Cetak blangko untuk Dinas dan Puskesmas 4 jenis

Jasa penggandaan
992.534 
lembar

Peralatan dan perlengkapan kantor dan 
kerumahtanggaan yang terpelihara 12 bulan

Jasa kebersihan kantor 1 paket
Suku cadang laptop/note book, Komputer, LCD 
Proyektor, dan Printer 10 Jenis

Buku bacaan dan peraturan perundang-undangan 38 buku

1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Dinas Kesehatan Dokumen Administrasi penatausahaan keuangan 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi 
perkantoran, keuangan dan operasional 
perkantoran 100% 2,967,566,996 3,264,323,696 Sedang Berjalan Dinkes

Jasa tenaga bantuan (Naban) dapat dilaksanakan sesuai 
aturan 111 orang

Dokumen Admistrasi kepegawaian yang dikelola 52 dokumen

Jasa pengelola arsip 2 orang

Jasa pengelola perpustakaan 2 orang

Jasa Keamanan Farmakes 1 paket

2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
Daerah Meningkat

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur 
yang memadai 100% 366,125,000 402,737,500

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Dinas Kesehatan
Jasa pemeliharaan Gedung Dinkes, Lab. PKA, 
Farmakes, Rusela, gedung SBH & RPG 10 jenis

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi SKPD 100% 98,275,000 108,102,500 Sedang Berjalan Dinkes

2.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kesehatan
Jasa Pemeliharaan rutin berkala kendaraan 
dinas/opersional roda 4 23 unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi SKPD 100% 267,850,000 294,635,000 Sedang Berjalan Dinkes

Jasa Pemeliharaan rutin berkala kendaraan 
dinas/opersional roda 2 27 unit

3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat

Terwujudnya peningkatan capaian kinerja 
dan keuangan 100% 219,450,000 241,395,000

3.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 
dan laporan Capaian Kinerja SKPD Dinas Kesehatan

Dokumen perencanaan, pengendalian dan 
penganggaran OPD 9 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan, 
pengganggaran dan laporan kinerja tepat waktu 100% 219,450,000 241,395,000 Sedang Berjalan Dinkes

Laporan Kinerja OPD 9 laporan

4 Program Pelayanan Kesehatan Dasar Kesehatan
Harapan hidup masyarakat 
meningkat

Indeks kepuasan layanan kesehatan 
puskesmas 78% 44,456,581,125 48,902,249,238

4.1 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1
Danurejan (Tegal 
panggung)

Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan 
Puskesmas DN-I 12 bulan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
perorangan Puskesmas DN I sesuai ketentuan 12 bulan 987,805,313 1,086,585,844 Sedang Berjalan Dinkes

4.2 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2

Danurejan 
(Bausasran, 
Suryatmajan)

Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan 
Puskesmas DN-II 12 bulan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
perorangan Puskesmas DN-II sesuai ketentuan 12 bulan 664,802,834 731,283,117 Sedang Berjalan Dinkes

4.3
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas 
Gedongtengen

Gedongtengen 
(Sosromenduran, 
Pringgokusuman)

Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan 
Puskesmas GT 12 bulan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
perorangan Puskesmas GT sesuai ketentuan 12 bulan 1,338,032,065 1,471,835,272 Sedang Berjalan Dinkes

4.4
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas 
Gondokusuman 1

Gondokusuman 
(Klitren, 
Demangan, 
Baciro)

Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan 
Puskesmas GK-I 12 bulan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
perorangan Puskesmas GK-I sesuai ketentuan 12 bulan 1,455,975,747 1,601,573,322 Sedang Berjalan Dinkes

4.5
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas 
Gondokusuman 2

Gondokusuman 
(Terban, 
Kotabaru)

Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan 
Puskesmas GK-II 12 bulan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
perorangan Puskesmas GK-II sesuai ketentuan 12 bulan 873,312,514 960,643,765 Sedang Berjalan Dinkes

4.6
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas 
Gondomanan

Gondomanan 
(Ngupasan, 
Prawirodirjan)

Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan 
Puskesmas GM 12 bulan

Penyelenggaraan pelayanna kesehatan 
perorangan Puskesmas GM sesuai ketantuan 12 bulan 967,482,122 1,064,230,334 Sedang Berjalan Dinkes

4.7 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis

Jetis (Bumijo, 
Gowongan, 
Cokrodiningratan)

Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan 
Puskesmas JT 12 bulan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
perorangan Puskesmas JT sesuai ketantuan 12 bulan 1,901,161,144 2,091,277,258 Sedang Berjalan Dinkes

4.8 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1

Kotagede 
(Prenggan, 
Purbayan)

Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan 
Puskesmas KG-I 12 bulan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
perorangan Puskesmas KG-I sesuai ketantuan 12 bulan 1,649,129,136 1,814,042,050 Sedang Berjalan Dinkes

4.9 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2
Kotagede 
(Rejowinagun)

Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan 
Puskesmas KG-II 12 bulan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
perorangan Puskesmas KG-II sesuai ketentuan 12 bulan 996,128,111 1,095,740,922 Sedang Berjalan Dinkes

4.10 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton

Kraton 
(Panembahan, 
Kadipaten, 
Patehan)

Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan 
Puskesmas KT 12 bulan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
perorangan Puskesmas KT sesuai ketantuan 12 bulan 1,165,443,748 1,281,998,123 Sedang Berjalan Dinkes

4.11 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron

Mantrijeron 
(Suryodiningratan, 
Gedongkiwo, 
Mantrijeron)

Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan 
Puskesmas MJ 12 bulan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
perorangan Puskesmas MJ sesuai ketentuan 12 bulan 1,947,700,000 2,142,470,000 Sedang Berjalan Dinkes

4.12 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan

Mergangsan 
(Brontokusuman, 
Keparakan, 
Wirogunan)

Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan 
Puskesmas MG 12 bulan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
perorangan Puskesmas MG sesuai ketantuan 12 bulan 1,989,925,897 2,188,918,487 Sedang Berjalan Dinkes

4.13 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan

Ngampilan 
(Notoprajan, 
Ngampilan)

Operasional Pelayanaf Kesehatan Perorangan 
Puskesmas NG 12 bulan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
perorangan Puskesmas NG sesuai ketantuan 12 bulan 896,317,477 985,949,225 Sedang Berjalan Dinkes

4.14 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman

Pakualaman 
(Purwokinanti, 
Gunungketur

Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan 
Puskesmas PA 12 bulan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
perorangan Puskesmas PA sesuai ketentuan 12 bulan 845,546,594 930,101,253 Sedang Berjalan Dinkes

4.15 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo

Tegalrejo (Kricak, 
Karangwaru, 
Tegalrejo, Bener)

Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan 
Puskesmas TR 12 bulan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
perorangan Puskesmas TR sesuai ketentuan 12 bulan 2,678,844,000 2,946,728,400 Sedang Berjalan Dinkes
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4.16
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 
1

Umbulharjo 
(Warungboto, 
Pandeyan, 
Giwangan, 
Sorosutan)

Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan 
Puskesmas UH-I 12 bulan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
perorangan Puskesmas UH-I sesuai ketentuan 12 bulan 2,512,452,000 2,763,697,200 Sedang Berjalan Dinkes

4.16
Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 
2

Umbulharjo 
(Semaki, 
Tahunan, Muja 
muju)

Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan 
Puskesmas UH-II 12 bulan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
perorangan Puskesmas UH-II sesuai ketentuan 12 bulan 1,459,185,000 1,605,103,500 Sedang Berjalan Dinkes

4.17 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan

Wirobrajan 
(Pakuncen, 
Wirobrajan, 
Patangpuluhan)

Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan 
Puskesmas WB 12 bulan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
perorangan Puskesmas WB sesuai ketentuan 12 bulan 1,777,061,566 1,954,767,723 Sedang Berjalan Dinkes

4.18 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1
Danurejan (Tegal 
panggung) laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- I 1 dokumen

Penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN-I 
sesuai ketentuan

1 
dokumen 1,121,111,150 1,233,222,265 Sedang Berjalan Dinkes

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen

Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk 
kesehatan masyarakat wilayah puskesmas 
Danurejan I 1 paket

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan 
kesehatan keluarga 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan 
masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan 
lingkungan 1 dokumen

4.19 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2

Danurejan 
(Bausasran, 
Suryatmajan) laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- II 1 dokumen

Penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN-II 
sesuai ketentuan

1 
dokumen 782,289,472 860,518,419 Sedang Berjalan Dinkes

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen

Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk 
kesehatan masyarakat wilayah puskesmas 
Danurejan II 1 paket

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan 
kesehatan keluarga 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan 
masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan 
lingkungan 1 dokumen

4.20
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas 
Gedongtengen

Gedongtengen 
(Sosromenduran, 
Pringgokusuman) laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GT 1 dokumen

Penyelenggaraan manajemen Puskesmas GT 
sesuai ketentuan

1 
dokumen 1,055,296,720 1,160,826,392 Sedang Berjalan Dinkes

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen

Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk 
kesehatan masyarakat wilayah puskesmas 
Gedongtengen 1 paket

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan 
kesehatan keluarga 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan 
masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan 
lingkungan 1 dokumen

4.21
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas 
Gondokusuman 1

Gondokusuman 
(Klitren, 
Demangan, 
Baciro) laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-I 1 dokumen

Penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-I 
sesuai ketentuan

1 
dokumen 912,153,000 1,003,368,300 Sedang Berjalan Dinkes

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen

Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk 
kesehatan masyarakat wilayah puskesmas 
Gondokusuman I 1 paket

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan 
kesehatan keluarga 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan 
masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan 
lingkungan 1 dokumen

4.22
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas 
Gondokusuman 2

Gondokusuman 
(Terban, 
Kotabaru) laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-II 1 dokumen

Penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-II 
sesuai ketentuan

1 
dokumen 1,518,285,275 1,670,113,803 Sedang Berjalan Dinkes

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen

Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk 
kesehatan masyarakat wilayah puskesmas 
Gondokusuman II 1 paket

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan 
kesehatan keluarga 1 dokumen
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laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan 
masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan 
lingkungan 1 dokumen

4.23
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas 
Gondomanan

Gondomanan 
(Ngupasan, 
Prawirodirjan) laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GM 1 dokumen

Penyelenggaraan manajemen Puskesmas GM 
sesuai ketentuan

1 
dokumen 804,555,700 885,011,270 Sedang Berjalan Dinkes

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen

Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk 
kesehatan masyarakat wilayah puskesmas 
Gondomanan 1 paket

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan 
kesehatan keluarga 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan 
masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan 
lingkungan 1 dokumen

4.24 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis

Jetis (Bumijo, 
Gowongan, 
Cokrodiningratan) laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas JT 1 dokumen

Penyelenggaraan manajemen Puskesmas JT 
sesuai ketentuan

1 
dokumen 1,311,844,973 1,443,029,470 Sedang Berjalan Dinkes

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen
Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk 
kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Jetis 1 paket

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan 
kesehatan keluarga 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan 
masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan 
lingkungan 1 dokumen

4.25 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1

Kotagede 
(Prenggan, 
Purbayan) laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-I 1 dokumen

Penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-I 
sesuai ketentuan

1 
dokumen 469,837,952 516,821,747 Sedang Berjalan Dinkes

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen

Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk 
kesehatan masyarakat wilayah puskesmas 
Kotagede I 1 paket

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan 
kesehatan keluarga 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan 
masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan 
lingkungan 1 dokumen

4.26 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2
Kotagede 
(Rejowinagun) laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-II 1 dokumen

Penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-II 
sesuai ketentuan

1 
dokumen 746,063,750 820,670,125 Sedang Berjalan Dinkes

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen

Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk 
kesehatan masyarakat wilayah puskesmas 
Kotagede II

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan 
kesehatan keluarga 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan 
masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan 
lingkungan 1 dokumen

4.27 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton

Kraton 
(Panembahan, 
Kadipaten, 
Patehan) laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KT 1 dokumen

Penyelenggaraan manajemen Puskesmas KT 
sesuai ketentuan

1 
dokumen 877,104,950 964,815,445 Sedang Berjalan Dinkes

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen
Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk 
kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Kraton 1 paket

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan 
kesehatan keluarga 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan 
masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan 
lingkungan 1 dokumen

4.28 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron

Mantrijeron 
(Suryodiningratan, 
Gedongkiwo, 
Mantrijeron)

Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen 
Puskesmas MJ 1 dokumen

Penyelenggaraan manajemen Puskesmas MJ 
sesuai ketentuan

1 
dokumen 1,877,652,205 2,065,417,426 Sedang Berjalan Dinkes
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laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen

Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk 
kesehatan masyarakat wilayah puskesmas 
Mantrijeron 1 paket

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan 
kesehatan keluarga 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan 
masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan 
lingkungan 1 dokumen

4.29 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan

Upaya Kesehatan 
Masyarakat 
Puskesmas 
Mergangsan laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas MG 1 dokumen

Penyelenggaraan manajemen Puskesmas MG 
sesuai ketentuan

1 
dokumen 1,457,098,000 1,602,807,800 Sedang Berjalan Dinkes

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen

Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk 
kesehatan masyarakat wilayah puskesmas 
Mergangsan 1 paket

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan 
kesehatan keluarga 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan 
masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan 
lingkungan 1 dokumen

4.30 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan

Ngampilan 
(Notoprajan, 
Ngampilan) laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas NG 1 dokumen

Penyelenggaraan manajemen Puskesmas NG 
sesuai ketentuan

1 
dokumen 1,074,312,284 1,181,743,512 Sedang Berjalan Dinkes

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen

Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk 
kesehatan masyarakat wilayah puskesmas 
Ngampilan 1 paket

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan 
kesehatan keluarga 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan 
masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan 
lingkungan 1 dokumen

4.31 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman

Pakualaman 
(Purwokinanti, 
Gunungketur) laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas PA 1 dokumen

Penyelenggaraan manajemen Puskesmas PA 
sesuai ketentuan

1 
dokumen 683,536,326 751,889,959 Sedang Berjalan Dinkes

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen

Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk 
kesehatan masyarakat wilayah puskesmas 
Pakualaman 1 paket

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan 
kesehatan keluarga 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan 
masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan 
lingkungan 1 dokumen

4.32 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo

Tegalrejo (Kricak, 
Karangwaru, 
Tegalrejo, Bener) laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas TR 1 dokumen

Penyelenggaraan manajemen Puskesmas TR 
sesuai ketentuan

1 
dokumen 896,789,100 986,468,010 Sedang Berjalan Dinkes

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen

Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk 
kesehatan masyarakat wilayah puskesmas 
Tegalrejo 1 paket

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan 
kesehatan keluarga 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan 
masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan 
lingkungan 1 dokumen

4.33
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 
1

Umbulharjo 
(Warungboto, 
Pandeyan, 
Giwangan, 
Sorosutan) laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-I 1 dokumen

Penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-I 
sesuai ketentuan

1 
dokumen 751,153,000 826,268,300 Sedang Berjalan Dinkes

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen

Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk 
kesehatan masyarakat wilayah puskesmas 
Umbulharjo I 1 paket

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan 
kesehatan keluarga 1 dokumen
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laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan 
masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan 
lingkungan 1 dokumen

4.34
Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 
2

Umbulharjo 
(Semaki, 
Tahunan, Muja 
muju) laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-II 1 dokumen

Penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-II 
sesuai ketentuan

1 
dokumen 1,025,061,000 1,127,567,100 Sedang Berjalan Dinkes

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen

Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk 
kesehatan masyarakat wilayah puskesmas 
Umbulharjo II 1 paket

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan 
kesehatan keluarga 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan 
masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan 
lingkungan 1 dokumen

4.35 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan

Wirobrajan 
(Pakuncen, 
Wirobrajan, 
Patangpuluhan) laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas WB 1 dokumen

Penyelenggaraan manajemen Puskesmas WB 
sesuai ketentuan

1 
dokumen 986,131,000 1,084,744,100 Sedang Berjalan Dinkes

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan 1 dokumen

Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk 
kesehatan masyarakat wilayah puskesmas 
Wirobrajan 1 paket

laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan 
kesehatan keluarga 1 dokumen
laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan 
masyarakat dan promosi kesehatan 1 dokumen
laporan pengendalian penyakit dan penyehatan 
lingkungan 1 dokumen

5 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Kesehatan
Harapan hidup masyarakat 
meningkat

Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah 
Sakit Pratama 70% 31,285,104,270 34,413,614,698

5.1
Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 
"Pratama" RS Pratama Operasional Pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama" 12 bulan

Meningkatnya kinerja pelayanan rujukan di RS 
"Pratama" 70% 3,840,468,925 4,224,515,818 Sedang Berjalan Dinkes

5.2
Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah 
Sakit "Pratama" RS Pratama

Oparasional pendukung pelayanan kesehatan rujukan 
RS "Pratama" 9 dokumen

Meningkatnya kinerja pelayanan rujukan di RS 
"Pratama" 70% 27,444,635,345 30,189,098,880 Sedang Berjalan Dinkes

6 Program Upaya Pelayanan Kesehatan Kesehatan
Harapan hidup masyarakat 
meningkat

Persentase penduduk miskin mendapatkan 
jaminan kesehatan 100% 35,346,545,517 38,881,198,969

6.1 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan Kota YK
Tenaga kerja di puskesmas dan dinas kesehatan dapat 
melaksanakan program pelayanan kesehatan dasar 600 orang

Semua tenaga kesehatan puskesmas mampu 
memberikan pelayanan kesehatan dasar

18 
puskesm

as 12,247,584,403 13,472,342,843 Sedang Berjalan Dinkes

Laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program 
Yankes Primer dan Rujukan 1 dokumen

Tersusunnya laporan hasil koordinasi & Evaluasi 
Pelayanan Program Yankes Primer dan Rujukan 
termasuk layanan poli lansia,poli anak, dan pli KIA

18 
Puskesm

as

Data hasil Penilaian kinepja puskesmas 1 dokumen Tersusunnya hasil Penilaian Kinerja Puskesmas

18 
Puskesm

as

Data Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2 dokumen
Tersusunnya data Standar Pelayanan Minimal 
(SPM)

1 
dokumen

Data hasil ASPAK 1 dokumen Tersusunnya data ASPAK
1 

dokumen

Laporan hasil sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan 
kepada KTP & FKTL 1 dokumen

FKTP & FKTL mampu memberikan pelayanan 
kesehatan sesuai kebijakan pelayanan kesehatan

1 
dokumen

Rumah Sakit mendapatakan pembinaan pelayanan 
kesehatan rujukan

12 rumah 
sakit

Rumah sakit dapat memberikan pelayanan 
kesehatan lanjutan

1 
dokumen

Laporan pelaksanaan kegiatan bersumberdana DAK 2 laporan Terlaksananya kegiatan bersumberdana DAK 2 laporan

6.2 Pelayanan Kesehatan Khusus Kota YK
Jumlah Puskesmas yang Memberikan pelayanan 
kesehatan haji

18 
Puskesmas

Semua Puskesmas mampu memberikan 
pelayanan kesehatan haji

18 
Puskesm

as 689,859,557 758,856,513 Sedang Berjalan Dinkes
Laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program 
Yankesus 1 Laporan

Laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan 
Program Yankesus

1 
Laporan

Data hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani 1 dokumen
Semua calon jamaah haji dilakukan pemeriksaan 
kebugaran jasmani 500 org

Frekwensi sosialisasi Pedoman Penanganan Bencana 
Bidang Kesehatan 3 kegiatan

Tersosialisasinya pedoman penanganan bencana 
bidang kesehatan

3 
kegiatan
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Frekwensi Pembinaan Battra Komplementer 4 kegiatan Pelayanan Battra Sesuai Standar
4 

kegiatan

6.3
Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu 
Kesehatan Kota YK Dokumen MOU & Perwal Jamkesda 2 dokumen

Cakupan layanan Jamkesda sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 100% 20,863,996,010 22,950,383,511 Sedang Berjalan Dinkes

Frekwensi sosialisasi Pedoman Penanganan Bencana 
Bidang Kesehatan 31 kali

Cakupan wilayah desiminasi informasi mekanisme 
pelayanan jamkesda

45 
keluraha

n

Lapoban hasil kegiatan koordinasi perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi Jamkesda serta persalinan 1 laporan

Persentase kasus yang dijamin pembiayaan 
perawatan kesehatan 100%

Jaminan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat Kota 
Yk yang tidak memiliki jaminan kesehatan, pelayanan 24 
jam pertama PSC 119 YES dan Sego Segawe dan 
pemeriksaan kesehatanbagi Anggota DPRD beserta 
keluarga Inti serta persalinan 12 kegiatan

Cakupan faskes yang melaksanakan pelayanan 
kesehatan dalam sistem JKN 100%

Laporan hasil monitoring - evaluasi pelayanan kesehatan 
dalam sistem JKN 1 laporan

Cakupan FKTP milik Pemerintah yang 
melaksanakan pengelolaan dana kapitasi dan 
kegiatan anti Fraud sesuai ketentuan yang berlaku

18 
puskesm

as

Laporan hasil monev dana kapitasi dan anti Fraud FKTP 
milik Pemerintah Kota Yk 1 laporan

Cakupan wilayah mendapatkan informasi 
akreditasi Puskesmas

5 
kecamata

n
Laporan sosialisasi, monev dan pendampingan akreditasi 
puskesmas 1 laporan Cakupan Puskesmas terakreditasi 100%

6.4 Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119 Kota YK Laporan Pelaksanaan Kegiatan PSC 119 YES 12 Laporan
PSC 119 YES dapat beroperasi dalam melayani 
masyarakat 12 Bulan 1,545,105,547 1,699,616,102 Sedang Berjalan Dinkes

7 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kesehatan
Harapan hidup masyarakat 
meningkat

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan 
antenatal sesuai standar 100% 4,552,389,114 5,007,628,026
Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan 
persalinan sesuai standar 100%
Setiap bayi baru lahir mendapatkan 
pelayanan sesuai standar 100%
Setiap balita mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar 100%
Setiap anak pada usia pendidikan dasar 
mendapatkan skrining kesehatan sesuai 
standar 100%

Persentase rumah tempat-tempat umum 
(TTU), tempat pengolahan makanan (TPM) 
yang memenuhi syarat kesehatan 85,20%
Persentase kualitas air minum yang 
memenuhi syarat kesehatan 85,40%

Cakupan kelurahan siaga aktif (Mandiri) 33%

7.1 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Kota Yk
Petugas mendapatkan update knowledge dalam 
pelayanan KIA Gizi 491 orang Cakupan balita ditimbang berat badannya (D/S) 85% 1,470,142,030 1,617,156,233 sedang berjalan Dinkes
Jumlah kader yang mengikuti Peningkatan Kapasitas 
pelayanan KIA Gizi 318 orang Cakupan ibu hamil mendapat Fe 90 tablet 90%

Laporan Surveilans KIA Gizi 15 laporan
Cakupan Keluarga Sadar Gizi dan garam 
beryodium 90%

Kebijakan / Draf Kebijakan Pelayanan KIA Gizi 7 dokumen Cakupan K1 100%
Jumlah Faskes mendapatkan pembinaan Pelayanan KIA 
Gizi 24 faskes Cakupan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan 95%

Dokumen Perencanaan KIA Gizi 1 dokumen deteksi faktor resiko oleh masyarakat 100%

Laporan Skrening Hipotiroid Kongenital 1 laporan cakupan pelayanan kesehatan bayi dan balita 90%

cakupan penanganan komplikasi obstetri dan 
neonatus 80%

cakupan peserta KB aktif

76%
Frekwensi lomba Ibu Hamil Sehat dan Baduta tingkat 
Kota Yk 2 kali
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7.2
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di 
Bidang Kesehatan KOta YK

Jumlah Institusi Kesehatan yang melaksanakan Promosi 
Kesehatan

20 institusi ( 
18 

puskesmas, 
1 RSL, 1 
Dinkes)

Pengunjung Institusi Kesehatan terpapar program 
kesehatan

20 
institusi ( 

18 
puskesm

as, 1 
RSL, 1 
Dinkes) 2,272,120,825 2,499,332,908 Sedang berjalan Dinkes

Jumlah Institusi Pendidikan yang melaksanakan Promosi 
Kesehatan

300 sekolah 
(TK/PAUD, 
SD, SMP, 

SMA) Peserta Didik terpapar program kesehatan

300 
sekolah 
(TK/PAU
D, SD, 
SMP, 
SMA)

Jumlah Tempat-tempat Ibadah yang melaksanakan 
Promosi Kesehatan

200 Lokasi 
(Masjid)

Masyarakat terpapar program kesehatan melalui 
Tempat Ibadah

200 
Lokasi 

(Masjid)

Diterimanya pesan kesehatan dari media massa 12 bulan

Tersedianya informasi data UKBM dan PHBS 
sebagai dasar untuk perencanaan program

1 
dokumen

Jumlah kelurahan siaga mandiri

45 
keluraha

n

Tersedianya layanan preventif dan promotif pada 
lansia di rumah sehat lansia

12 bulan

Data Stratifikasi Kelurahan Siaga (KESI) di Kota 1 dokumen
Tersedianya pelatihan pengendalian dampak 
buruk rokok bagi petugas dan masyarakat

3 
kegiatan

Data Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat 
(UKBM) 1 dokumen

Profil PHBS 1 dokumen

Data layanan lansia di rumah sehat lansia 12 dokumen
Jumlah pelatihan pengendalian dampak buruk rokok bagi 
petugas dan masyarakat 3 kali

7.3 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja Kota YK
Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota 
Yogyakarta 2000 sampel Tersedianya data Kesehatan Lingkungan

1 
dokumen 810,126,259 891,138,885 Sedang Berjalan Dinkes

Jumlah Sekolah yang mengaplikasikan persyaratan 
kesehatan lingkungan 50 sekolah

Tersedianya data Puskesmas yang memenuhi 
syarat kesehatan lingkungan

1 
dokumen

Jumlah dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & 
pemantauan lingkungan 1 dokumen

Pedagang pasar dapat menerapkan personal 
hygiene sanitasi pangan 1 kali

Data Kesehatan Lingkungan 1 dokumen
Masyarakat pengguna pokmair mendapat air yang 
memenuhi syarat

1 
dokumen

Frekwensi Penguatan Pengelola Tempat Pengelolaan 
Makanan (TPM ) 2 kali

Persentase air minum memenuhi syarat kesehatan 
di penyelenggara air minum 100%

Frekwensi pelaksanaan desinfo tentang penyehatan 
lingkungan 2 kali

Permasalahan kesehatan lingkungan sudah 
mempunyai payung hukum

1 
dokumen

Data pengelolaan limbah medis cair 1 dokumen
Kota Yogyakarta memperoleh penghargaan kota 
sehat tertinggi 7 tatanan

Frekwensi penguatan Pengurus pokmair dan pengelola 
DAM 6 kali

Diterapkannya prinsip kesehatan kerja untuk 
pekerja di tempat kerja 2 kali

Jumlah Puskesmas yang dinilai kebersihannya
18 

Puskesmas
Persentase PKL pangan, jasa boga, rumah makan 
dan DAM memenuhi syarat kesehatan 100%

Jumlah Puskesmas yang diperiksa kebisingan dan 
pencahayaan indoor

5 
Puskesmas

Dokumen lokasi unggulan kota sehat di Kota Yogyakarta 1 dokumen

Frekwensi Publikasi program kesehatan melalui kegiatan 
massal

1 kegiatan ( 
Pameran 
Sekaten)

18 kali
Frekwensi Siaran Radio, TV dan media cetak mengenai 
Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
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Frekwensi sosialisai penerapan prinsip kesehatan kerja 2 kali

Dokumen kajian review EHRA 1 dokumen

8
Program Regulasi dan Pengembangan Sumber 
Daya Kesehatan Kesehatan

Harapan Hidup Masyarakat 
Meningkat

Presentasi fasilitas kesehatan yang sesuai 
standar 82% 12,469,472,284 13,716,419,512

Presentase tenaga kesehatan yang berijin 75%
Presentase penyehat tradisonal yang 
terdaftar 65%
Persentase sertifikasi hotel, restoran dan 
kolam renang yang sudah tersertifikasi laik 
sehat 65%
Persentase penggunaan obat rasional di 
Puskesmas 90%
Persentase ketersediaan obat, vaksin dan 
alkes 96%

Nakes yang sesuai kompetensi 85%

8.1
Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi 
Bidang Kesehatan Kota YK

Peserta Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan ( PKP 
) Masyarakat di Kota Yogyakarta 1200 orang

Tersertifikasinya penanggung jawab industri rumah 
tangga

1200 
orang 1,003,124,244 1,103,436,668 Sedang Berjalan Dinkes

Produsen Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat 
Produk Pangan Industri Rumah Tangga 400 orang

Produsen Industri Rumah Tangga mendapat 
serifikat PIRT

200 
sarana

Sertifikasi masyarakat Pengelola Pedagang Kaki Lima 
Pangan, Pengelola jasa boga dan rumah makan, 
Pengelola Depot Air Minum dalam kesmasan, pengelola 
kantin sekolah di Kota Yogyakarta 200 orang

Masyarakat mendapatkan sertifikat Hygiene 
Sanitasi

150 
orang

Tenaga kesehatan mendapatkan layanan regulasi 
dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku 600 orang

Stikerisasi izin kerja/praktik bagi tenaga kesehatan 
dan surat tanda terdaftar

550 
orang

Tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan 
layanan regulasi dan sertifikasi dalam sesuai dengan 
bidangnya 1 dokumen

Tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan 
mempunyai izi operasional dan izin kerja/praktik

1 
dokumen

Dokumen penyelesaian permasalahan regulasi dan 
sertifikasi dalam organisasi profesi 2 dokumen

Sarana dan tenaga kesehatan melaksakan 
pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan 
yang ada

2 
dokumen

Masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang manfaat 
SPP_IRT 200 orang

Masyarakata sadar akan pentingnya sertifikasi 
industri rumah tangga

150 
orang vv

Dokumen revisi perwal No. 13 tahun 2009 tentang juklak 
izin penyeleggaraan sarana kesehatan dan izin tenaga 
kesehatan 1 dokumen Terseleseikannya Peraturan walikota yogyakarta

1 
dokumen

Frekuensi sarasehan tentang Raperda regulasi dan 
sertifikasi sarana tenaga kesehatan 14 kali

Terselesaikannya Perda Perizinan dan Sertifikasi 
Bidang Kesehatan

1 
dokumen

Laporan monitoring dan evaluasi izin dan sertifikasi antar 
kabupaten 1 laporan

Laporan hasil monitoring dan evaluasi izin dan 
sertifikai lintas kab/kota 1 laporan

Produk Regulasi tentang sertifikasi perijinan dan tanda 
terdaftar bidang kesehatan 1 dokumen sarana kesehatan yang berizin mendapatkan stiker

1 
dokumen

8.2
Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber 
Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Kota YK

Tenaga kesehatan teladan terpilih di Puskesmas tingkat 
Kota Yogyakarta 5 orang Tersedianya calon nakes teladan tingkat propinsi 5 profesi 533,508,040 586,858,844 Sedang Berjalan Dinkes

Fasilitasi PKL (Praktek Kerja Lapangan) mahasiswa 
institusi kesehatan di lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta 10 bulan

Kelancaran pelaksanaan PKL dan penelitian di 
lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta 10 bulan

Dokumen perencanaan SDMK 1 dokumen Tersedianya perencanaan SDMK Dinas Kesehatan 100%

Frekwensi pembinaan SDMK 17 kali
Permasalahan SDM kesehatan dapat 
terselesaikan 12 bulan

Laporan hasil Penilaian kompetensi tenaga kesehatan 1 laporan Diketahuinya kompetensi tenaga kesehatan 6 bulan

Dokter puskesmas mendapat sertifikat ATLS dan atau 
sertifikat ACLS 19 orang

penambahan Jumlah dokter Puskesmas dengan 
kemampuan penanganan kasus trauma akut dan 
atau kegawatan jantung 19 orang

Tenaga kesehatan mendapatkan sertifikat pelatihan 19 Orang
Penambahan jumlah tenaga kesehtan dengan 
sertifikat pelatihan 19 orang

Frekuensi Pembaruan Data SDMK tingkat Kota 
Yogyakarta 2 kali Update data SDMK Kota Yogyakarta 2 kali

Laporan Monitoring dan evaluasi nakes UPT 1 laporan Nakes di UPT sesuai regulasi 100%

Peserta seminar/kursus/workshop 165 orang SDMK mendapat sertifikat seminar/workshop
165 

orang
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8.3
Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan 
Minuman Kota YK Obat dan vaksin untuk layanan kesehatan tersedia 12 bulan

Ketersedian obat, vaksin dan reagen untuk 
pelayanan kesehatan 96% 10,932,840,000 12,026,124,000 Sedang Berjalan Dinkes

Data Monitoring penggunaan obat rasional 4 dokumen Penggunaan obat rasional di Puskesmas 90%

Data ketersediaan obat dan vaksin 12 dokumen Data ketersediaan obat dan vaksin
12 

dokumen

Jumlah tenaga kefarmasian di Kota Yogyakarta 
mendapatkan Bimbingan teknis tentang kefarmasian 150 orang

Pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan bagi 
Puskesmas

18 
Puskesm

as

Jumlah tenaga analis lab Kesehatan yang mendapatkan 
update knowledge tentang pengelolaan laboraturium 
sesuai standar 50 orang Pengadaan sarana pengolah data kefarmasian 1 paket

Integrasi penggunaan aplikasi e-logistic obat 1 kegiatan Integrasi penggunaan aplikasi e-logistic obat
1 

kegiatan
Data penghapusan obat, vaksin dan alat kesehatan 
rusak/kadaluarsa 1 dokumen Sampling makanan jajanan anak sekolah

100 
sample

Alat kesehatan di Puskesmas dikelola dan dilakukan 
pemeliharaan sesuai standar

18 
Puskesmas Mobil distribusi Farmasi 1 unit

Jumlah penjamah makanan dan minuman yang dibina 1200 orang Mobil sampling makanan 1 unit
Jumlah sekolah yang mendapat Sosialisasi keamanan 
pangan jajan anak sekolah 100 sekolah

Pembinaan kepada Pemilik/Penanggung jawab 
PIRT dan Kantin Sekolah

1200 
orang

Jumlah sample pangan jajan anak sekolah yang 
diperiksa 100 sample
Frekuensi Lomba Sekolah Dasar pangan jajanan anak 
sekolah 1 kali

Mobil distribusi farmasi tersedia 1 unit

Sarana pengolah data kefarmasian tersedia 1 paket

Mobil sampling makanan tersedia 1 unit

9 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kesehatan Harapan Hidup 

Setiap warga Negara Indonesia usia 60 
tahun ke atas mendapatkan skrening 
kesehatan sesuai standar 100% 4,164,609,313 4,581,071,345
Setiap penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun 
mendapat skrening kesehatan sesuai 
standar 100%

Setiap Penderita hipertensi mendapatkan 
pelayanan kesehatan sesuai standar 100%
Setiap penderita diabetes militus 
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai 
standar 100%
setiap orang dengan gangguan jiwa 
(ODGJ)berat mendapat pelayanan 
kesehatan sesuai standar 100%

Setiap orang beresiko terinfeksi HIV AIDs 
(Ibu hamil, pasien TB, Pasien IMS, 
Waria/Trnasgender, pengguna Napza dan 
Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan ) 
mendapatkan pemeriksaan HIV AIDS 100%
Semua penderita TB mendapatkan 
pelayanan TB sesuai standar 100%
Cakupan penemuan dan penanganan 
penderita penyakit DBD 100%
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child 
Immunizatian (UCI) 100%

cakupan desa/ kelurahan mengalami KLB 
yang dilakukan penyelidikan epidemiologi 100%

Persentase tersedianya data dan informasi 
kesehatan yang tepat dan lengkap 76%

9.1
Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi 
Kesehatan Kota YK Laporan survailens epidemiologi 3 laporan

Cakupan kelurahan mengalami KLB yang 
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100% 758,675,595 834,544,255 Sedang Berjalan Dinkes

Laporan penyelidikan epidemiologi 12 laporan
Persentase ketepatan, kelengkapan dan verifikasi 
alert dalam sistem kewaspadaan dini dan respon 90%

Laporan survailans penyakit yang dapat dicegah dengan 
imunisasi (PD3I) 12 laporan

Persentase ketepatan dan kelengkapan data dan 
informasi kesehatan 73%
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Buletin sistem kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) 52 edisi
Laporan sistem informasi kesehatan puskesmas dan 
rumah sakit 12 laporan

Laporan penyebab kematian ( couse of death) 12 laporan

Laporan komunikasi data prioritas (KOMDAT) 17 laporan

Laporan survey kepuasan masyarakat 2 laporan

Data profil kesehatan 1 dokumen
jumlah Aplikasi-server-database SIMPUS yang berjalan 
optimal 18 sistem

Websit kesehatan berjalan optimal 1 sistem

9.2
Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan 
Imunisasi Kota YK Data DBD (Demam Berdarah Dengue) 12 dokumen prosentase kasus DBD yang ditangani 100% 3,110,849,302 3,421,934,232 Sedang Berjalan Dinkes

Jumlah pelaksanaan fogging focus DBD & chikungunya 
& Penanggulangan KLB 400 focus presentase penemuan kasus TB paru 56%

Laporan survei angka bebas jentik kelurahan 1 laporan Prosentase keberhasilan pengobatan TB Paru 90%

Laporan pengendalian DBD 12 laporan cakupan penanganan ISPA 100%

Laporan P2TB (pengendalian penyakit tuberculosis) 12 laporan Angka Kesembuhan Diare 100%

Jumlah Penderita TB & PMO yang memperoleh motivasi 
untuk meningkatkan kesembuhan penyakit TB 200 orang Kasus Penyakit Kusta tertangani 100%

Data permasalahan TB-HIV 2 dokumen Kasus HIV/ AIDS tertangani 100%

Jumlah petugas dalam penguatan jejaring internal 
petugas TB puskesmas dan RS 120 orang

Tersedianya informasi untuk pengambilan langkah 
selanjutnya untuk program imunisasi

1 
dokumen

Jumlah petugas Lab TB di fasyankes yang mendapatkan 
on the job training 30 orang

Praktisi swasta ikut berperan serta dalam 
pengendalian penyakit menular

1 
dokumen

Jumlah fasyankes yang mendapatkan on the job training 
TB MDR 6 fasyankes

Tersedianya informasi untuk langkah tingkat lanjut 
pencegahan kematian akibat penyakit menular

1 
dokumen

Data Infeksi Saluran Paru Akut (ISPA) dan data diare 24 dokumen

Dukungan masyarakat, petugas kesehatan, 
steakholder dll dalam upaya pengendalian 
penyakit menular

625 
orang

Laporan pelacakan kasus kusta 1 laporan
Penatalaksanaan penyakit menular di fasyankes 
dilaksanakan sesuai evidence based terbaru 30 orang

Jumlah data hasil pemeriksaan spesimen darah risti 
pada pasien IMS dan HIV/AIDS 320 data
Data tribulanan Aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV 
AIDS) pada IMS (Infeksi Menular Seksual) 4 dokumen

Jumlah peserta Peningkatan kapasitas layanan HIV 100 orang

Data imunisasi, pemeriksaan hepatitis dan vaksin baru 12 dokumen
Jumlah sekolah yang melaksanakan BIAS (Bulan 
Imunisasi Anak Sekolah) 177 sekolah

Jumlah Peserta penguatan layanan praktisi swasta 70 orang
Data Audit kasus kematian penyakit menular bagi RS 
dan puskesmas 6 dokumen
Frekuensi sosialisasi tentang pngendalian penyakit 
menular 25 kali

Petugas puskesmas dan RS memperoleh informasi 
terbaru tentang penatalaksanaan penyakit menular dan 
mampu mengimplementasikannya 270 orang

9.3
Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular 
dan Kesehatan Jiwa Kota YK

Jumlah peserta Workshop Pencegahan, penyakit tidak 
menular dan kesehatan jiwa 400 orang

Prosentase rujukan kasus penyakit kanker ke 
fasilitas kesehatan yang sudah lengkap 15% 295,084,416 324,592,858 Sedang Berjalan Dinkes

Jumlah WUS (Wanita Usia Subur) yang di periksa untuk 
deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA 900 orang

Terinformasikannya tentang penyakit tidak 
menular

180 
orang

jumlah orang yang diperiksa untuk deteksi dini faktor 
resiko Penyakit Tidak Menular pada populasi resiko usia 
> 15 th 1800 orang

Diketahuinya Permasalahan PMT di kota 
Yogyakarta

1 
dokumen

Masyarakat lintas program, petugas kesehatan dan lintas 
sektor mendapatkan informasi terbaru tentang PTM 100 orang

Masyarakat mampu mencegah terjadinya Penyakit 
Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

400 
orang

Data evaluasi kegiatan suveilans PTM puskesmas 12 dokumen
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No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Jumlah Peserta Up date Knowledge penyakit tidak 
menular 400 orang

Peningkatan kapasitas POSBINDU 175 orang

136,898,022,109 150,587,834,323Total
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat

Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan 
operasional perkantoran 100% 663,325,172 729,657,689

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi DPMPPA Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 26 orang
Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan 
operasi perkantoran 100% 250,534,400 275,587,840

Sedang 
Berjalan DPMPPA

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Koordinasi Dalam 
propinsi 28 oh; 
koordinasi luar 
propinsi 72 oh

1.2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor DPMPPA Alat tulis kantor yang tersedia 125 jenis 299,671,360 329,638,496
Sedang 
Berjalan DPMPPA

Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia 5 jenis

Materai 6000 yang tersedia 300 buah

Materai 3000 yang tersedia 500 buah

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 50 jenis

Jasa kebersihan kantor 12 bulan

Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 5 jenis

Peralatan rumah tangga yang tersedia 3 jenis

Jasa komunikasi 12 bulan

Pembayaran listrik 12 bulan

Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia 3 jenis

Jasa percetakan 3 jenis

Jasa Penggandaan 148.000 lembar

Jasa perbaikan peralatan kerja 4 jenis

Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 60 kali

Peraturan perundang-undangan yang tersedia 10 jenis

1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran DPMPPA
Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM,SPJ,dan Laporan 
Akuntansi yang tersusun 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan 
operasional perkantoran 100% 113,119,412 124,431,353

Sedang 
Berjalan DPMPPA

Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 25 dokumen ASN

Jasa pengelola arsip 1 orang

Jasa Tenaga Bantuan 3 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang 
memadai 100% 150,000,000 165,000,000

Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor / tempat 7 jenis

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana 
aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi 
SKPD 100%

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional DPMPPA Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda empat 4 unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana 
aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi 
SKPD 100% 87,966,000 96,762,600

Sedang 
Berjalan DPMPPA

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda dua 6 unit

3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat

Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan 
keuangan 100% 131,000,000 144,100,000

3.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 
laporan Capaian Kinerja SKPD DPMPPA

Dokumen perencanaan pengendalian dan penganggaran (RENSTRA, RENJA, 
PENGKIN, PERKIN, RKA, DPA,LPPD) 8 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan 
pengganggaran 100% 131,000,000 144,100,000

Laporan kinerja OPD (LKPJ, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) 7 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD BB

4 Program Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan toleransi, 
inklusitas, moralitas, etika dan 
budaya

Terwujudnya Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 
yang Berkualitas

Meningkatnya peran serta masyarakat melalui 
swadaya masyarakat 100% 1,218,537,707 1,340,391,477

4.1 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan
Kota 
Yogyakarta Pendampingan Kelembagaan LPMK 45 LPMK Kelembagaan LPMK yang terdampingi 100% 735,967,500 809,564,250

Sedang 
Berjalan DPMPPA

Pendampingan Kelembagaan TP PKK Kota Yogyakarta
TP PKK Kota 
Yogyakarta Kelembagaan TP PKK Kota Yogyakarta yang terdampingi

4.2 Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Kota 
Yogyakarta Pembinaaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 100% 482,570,207 530,827,227

Sedang 
Berjalan DPMPPA

Pendataan Swadaya Murni Masyarakat 1 dokumen Kelembagaan LPMK dan RW yang terdampingi 100%

Pendataan Swadaya Murni Masyarakat 1 dokumen Kelembagaan LPMK dan RW yang terdampingi

Frekuensi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 kali Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang terlaksana

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa 3 kali
Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa yang 
terlaksana

Frekuensi Kapasitas peran Kader Pemberdayaan Masyarakat 1 kali Kapasitas peran Kader Pemberdayaan Masyarakat

Pendampingan Pokjanal Posyandu Kota Yogyakarta
Pokjanal Posyandu 

tk. Kota Yk Pokjanal Posyandu Kota Yogyakarta yang terdampingi

Pendampingan Kelurahan Lokasi P2WKSS 26 Kelurahan P2WKSS yang terdampingi

5
Program Pemberdayaan dan Perlindungan 
Perempuan 1,372,982,413 1,510,280,654

5.1 Pembinaan Pengarusutamaan Gender
Kota 
Yogyakarta Dokumen penilaian Anugerah Parahita Ekapraya 1 dokumen Penguatan peran perempuan 415,757,500 457,333,250

Sedang 
Berjalan DPMPPA

Dokumen OPD yang melaksanakan Anggaran Responsif Gender 1 Dokumen

Jumlah Kelompok Sadar Gender 3 Kelompok

Data terpilah 1 Dokumen

Frekuensi Pendampingan Kelembagaan Organisasi Perempuan 8 kali

Frekuensi Peringatan Hari Besar Perempuan 2 kali

5.2 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan
Kota 
Yogyakarta Jumlah Kelompok Rintisan Usaha Baru yang dilatih 5 Kelompok

Penguatan ekonomi perempuan termasuk perempuan miskin 
maupun penyandang disabilitas 647,074,904 711,782,394

Sedang 
Berjalan DPMPPA

Jumlah Kelompok Rintisan Usaha Tahap 2 dan tahap 3 yang mendapatkan 
pelatihan. 18 Kelompok Perlindungan perempuan dan anak dari KDRT

Frekuensi Workshop GSI, FPKK, PTPPO 5 kali
Pedoman Perlindungan Perempuan pada situasi bencana dan Pedoman 
Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender 2 pedoman

Database Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 1 dokumen
Frekuensi Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan 
Anak 2 kali

5.3
UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Kota 
Yogyakarta Jumlah Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani 50 Kasus

Operasional lembaga yang secara langsung menangani 
korban KDRT termasuk perempuan dan anak 310,150,009 341,165,010

Sedang 
Berjalan DPMPPA

Monev Penanganan Korban Kekerasan 50 kasus

Frekuensi Sosialisasi UU PKDRT dan Perlindungan Anak 1 kali

6 Program Perlindungan Anak 
Menurunnya kasus kekerasan 
terhadap anak 2% 1,920,588,662 2,112,647,528

6.1 Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak
Kota 
Yogyakarta Frekuensi Peringatan Hari anak kota Yk 1 kali

Penguatan hak anak melalui Kampung Ramah Anak, 
Puskesmas Ramah Anak, dan Sekolah Ramah Anak 690,975,000 760,072,500

Sedang 
Berjalan DPMPPA

Frekuesi Konggres Anak Kota Yk 1 kali

Forum anak kelurahan 3 forum

Jumlah Kampung ramah anak yang dibentuk 10 KRA

Dokumen perwal puskesmas ramah anak 1 dokumen

Frekuensi FGD pengembangan KRA 30 kali

Workshop gugus tugas KLA 1 kali

Jumlah Kelurahan Layak Anak 2 kelurahan

Jumlah Kecamatan Layak anak 2 kecamatan

Pendampingan tunas muda pemimpin Indonesia 3 anak

6.2 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak
Kota 
Yogyakarta Frekuensi Sosialisasi KHA 4 Kali

Penguatan hak anak melalui Kampung Ramah Anak, 
Puskesmas Ramah Anak, dan Sekolah Ramah Anak 1,229,613,662 1,352,575,028

Sedang 
Berjalan DPMPPA

Workshop forum anak dan musrenbang anak 2 kali

Frekuensi Pelatihan dasar kepemimpinan anak 3 kali

Jumlah ruang sahabat ibu dan anak yang dikelola 1 unit

Jumlah KPAI/D yang didampingi 1 lembaga

Jumlah puskesmas dan sekolah ramah anak 9 unit

Frekuensi pelatihan pencegahan kekerasan seksual pada anak 2 kali

Fasilitasi TPA Beringharjo dan Praba Dharma 2 kali

5,456,433,954 6,002,077,348Total
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Satuan Polisi Pamong Praja

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya daya dukung 
pengembangan usaha

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 
(Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) Kota 
Yogyakarta

Terwujudnya Kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 3,415,218,852 3,756,740,737

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Satpol PP Kota 
Yogyakarta Minuman harian pegawai yang tersedia 242 hari

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, 
dan operasional perkantoran 100% 387,068,000 425,774,800

Sedang 
Berjalan Satpol PP

Makanan dan minuman rapat yang tersedia 112 sesi

Makanan dsn minuman tamu yang tersedia 24 sesi

Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 30 laporan

1.2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Satpol PP Kota 
Yogyakarta Alat Tulis Kantor yang tersedia 67 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, 
dan operasional perkantoran 100% 1,351,185,140 1,486,303,654

Sedang 
Berjalan Satpol PP

Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang 
tersedia 15 Jenis

Materai yang tersedia 1.300 helai

Jasa pengiriman surat 60 kali

Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia 11 jenis

Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia 18 Jenis

Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia 17 Jenis

Surat kabar yang tersedia
12 bulan (4 

jenis tiap bulan)

Jasa KIR kendaraan dinas/operasional 22 unit, 2 kali

STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya 64 unit
Nomor Polisi (Plat Nomor) kendaraan dinas/operasional yang 
diganti 1 unit

Jasa percetakan 13 jenis

Jasa penggandaan 449.170 lembar

Jasa penjilidan 100 buku

Sepatu dinas harian (PDH) pegawai terpenuhi 237 stel
Pakaian Dinas Harian (PDH) pegawai beserta kelengkapannya 
terpenuhi 237 stel
Pakaian Dinas Upacara (PDU) pegawai beserta kelengkapannya 
terpenuhi 237 stel

Jasa kebersihan kantor dan gudang 12 laporan

Jasa cuci / laundry 12 kali

Jasa pemeliharaan dan perbaikan AC 10 unit, 2 kali

Jasa pemeliharaan dan perbaikan HT 48 buah

Jasa pemeliharaan dan perbaikan mesin ketik 13 buah, 2 kali

Jasa pemeliharaan dan perbaikan barang elektronik 5 unit, 2 kali

Jasa pemeliharaan dan perbaikan kamera 8 buah

Jasa pemeliharaan dan perbaikan pompa air 2 unit

Jasa pemeliharaan dan perbaikan komputer 13 unit

Jasa pemeliharaan dan perbaikan printer 10 unit, 2 kali

Jasa pemeliharaan dan perbaikan laptop 7 unit

Sarana / Peralatan kerja yang tersedia 20 jenis

1.3 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan dan barang yang 
tersusun (SPP,SPM,SPJ,Laporan akuntansi & Laporan persediaan 
barang) 5 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, 
dan operasional perkantoran 100% 1,676,965,712 1,844,662,283

Sedang 
Berjalan Satpol PP

Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola
54 Dokumen 

ASN

Dokumen pengelola arsip 12 dokumen

Jasa tenaga bantuan :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

a. Pol PP 73 orang

b. dan ops lap (polisi) 1 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur

Terwujudnya sarana dan prasarana 
aparatur yang memadai 100% 1,224,804,000 1,347,284,400

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
Satpol PP Kota 
Yogyakarta Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor 2 unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana 
aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi 
SKPD 100% 391,200,000 430,320,000

Sedang 
Berjalan Satpol PP

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional

Satpol PP Kota 
Yogyakarta

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : 
roda dua 36 unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana 
aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi 
SKPD 100% 833,604,000 916,964,400

Sedang 
Berjalan Satpol PP

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : 
roda empat 27 unit
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : 
roda enam 3 unit
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : 
sepeda ontel 7 unit

3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya kelancaran 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian kinerja 
dan keuangan

Terwujudnya peningkatan capaian kinerja 
dan keuangan 100% 119,624,000 131,586,400

3.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 
laporan Capaian Kinerja SKPD

Satpol PP Kota 
Yogyakarta

Dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran yang 
tersusun 15 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan 
penganggaran 100% 119,624,000 131,586,400

Sedang 
Berjalan Satpol PP

Laporan kinerja yang tersusun 22 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD BB

4 Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan 

Persentase penyelesaian pelanggaran 
Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan 
(K3) 80% 5,295,996,416 5,825,596,058

4.1 Penegakan Peraturan Daerah secara Yustisi
Kota 
Yogyakarta Operasi penegakan perda secara yustisi di luar jam kerja 700 pelanggar

Tercapainya penyelesaian pelanggaran Peraturan 
Daerah secara yustisi 100% 1,080,659,000 1,188,724,900

Sedang 
Berjalan Satpol PP

Penyidikan tindak pidana ringan 700 kasus

Sidang tindak pidana ringan 700 kasus
Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan kasus 
dengan Berita Acara Singkat / Biasa 4 kasus

Penyidikan kasus dengan Berita Acara Singkat/Biasa 4 kasus
Penegakan Hukum terhadap saksi/tersangka yang berdomisili di 
luar daerah

7 saksi / 
tersangka

Kebijakan Optimalisasi penegakan perda 4 dokumen
Penegakan hukum terhadap saksi / tersangka yang tidak 
memenuhi panggilan PPNS 24 kasus

Praktek Kerja Lapangan/magang PPNS 10 orang

4.2 Operasi Ketertiban Umum
Kota 
Yogyakarta Operasi Penindakan Hukum Terpadu 48 laporan

Tercapainya penyelesaian pelanggaran Peraturan 
Daerah secara non yustisi 100% 4,215,337,416 4,636,871,158

Sedang 
Berjalan Satpol PP

Operasi Penertiban Gabungan 80 Laporan

Operasi Kawasan Tertib Tugu 96 Laporan

Operasi Kawasan Tertib Margo Utomo 96 Laporan

Operasi Kawasan Tertib Malioboro 180 Laporan

Operasi Kawasan Tertib Margo Mulyo 96 Laporan

Pengendalian keamanan dan ketertiban Kawasan Khusus 12 laporan

Praktek Kerja Lapangan/ Magang Pol. PP Opsnal 10 orang

5
Program Peningkatan Ketertiban Umum dan 
Ketentraman Masyarakat

Cakupan pengendalian gangguan 
ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat 60% 3,815,046,000 4,196,550,600

5.1 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus
Kota 
Yogyakarta Pengamanan umum dan pengamanan kegiatan Pemkot 140 laporan

Kondisi yang aman bagi pejabat, kegiatan pemkot, 
terkendalinya gangguan keamanan, Ketentraman dan 
ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta 100% 3,403,985,000 3,744,383,500

Sedang 
Berjalan Satpol PP

Pengamanan Pasar Malam di Area Alun-Alun Utara 2 laporan

Pengamanan tempat penting milik Pemkot 3 obyek vital
Terkendalinya gangguan keamanan, Ketentraman dan 
ketertiban di Kawasan Khusus Kota Yogyakarta 100%

Kegiatan monitoring penjagaan khusus 288 laporan

Pengamanan Komplek Balaikota 12 bulan

5.2 Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat
Kota 
Yogyakarta Operasional petugas Intel Pol.PP terlaporkan 12 laporan

Terkendalinya gangguan keamanan, Ketentraman dan 
ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta 100% 411,061,000 452,167,100

Sedang 
Berjalan Satpol PP

Patroli Bina Pelajar 32 laporan
Operasional monitoring dan pembinaan kamling di wilayah 
kampung

168 pos 
kamling
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No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi
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Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Kegiatan intelijen untuk penyelidikan kasus 5 kasus

Kegiatan monitoring dan penyelidikan 12 laporan

6
Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian 
Peraturan Perundangan Persentase peningkatan kapasitas Pol PP 20% 571,123,182 628,235,500

6.1 Pemantapan Kapasitas Pol.PP
Satpol PP Kota 
Yogyakarta Kegiatan Kesamaptaan bagi PPNS dan Pol.PP 34 laporan Meningkatnya kesiapsiagaan PPNS dan Pol.PP

100 
orang 302,759,182 333,035,100

Sedang 
Berjalan Satpol PP

Tes kesamaptaan 4 dokumen
Meningkatnya kecepatan dan ketepatan PPNS dan Pol 
PP dalam penanganan pelanggaran Perda 40 orang

Bimbingan mental bagi Satpol PP 3 laporan

Pemahaman peraturan perundang-undangan 11 dokumen

Bimbingan Teknis Satpol PP 8 orang

Workshop Sat Pol.PP 2 dokumen

Gelar Hasil Penegakan Peraturan Daerah 1 kali

Penyusunan Profil Sat Pol PP 100 buku

6.2 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan
Satpol PP Kota 
Yogyakarta Hasil kajian penegakan produk hukum daerah yang tersusun 5 dokumen

Tersedianya hasil kajian, resume, dan kodifikasi 
peraturan perundang-undangan serta naskah kerjasama 37 perda 268,364,000 295,200,400

Sedang 
Berjalan Satpol PP

Hasil kajian rancangan produk hukum daerah 10 dokumen

Hasil kajian penanganan aduan 8 kasus
Permasalahan hukum yang dikonsultasikan pada tenaga 
ahli/pakar 4 kasus

Resume dan kodifikasi produk hukum daerah yang tersusun 8 dokumen

Hasil naskah kerjasama yang tersusun 8 dokumen

Hasil kajian perilaku pelanggar peraturan daerah yang dilaporkan 1 dokumen

Gelar hasil kajian perilaku pelanggar peraturan daerah 1 kali

7 Program Perlindungan Masyarakat 
Persentase kampung dalam perlindungan 
masyarakat 57,60% 3,348,924,896 3,683,817,386

7.1 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas
Kota 
Yogyakarta Pembekalan Sat Linmas 18 laporan

Meningkatnya kemampuan petugas linmas dalam 
penanganan masalah sosial, bencana dan SAR Linmas 
Kota Yogyakarta 100% 1,746,427,416 1,921,070,158

Sedang 
Berjalan Satpol PP

Pelatihan kesamaptaan bagi petugas linmas 24 laporan

Pelatihan Dasar Rescue Linmas bagi petugas linmas 9 laporan
Terkendalinya gangguan keamanan, ketentraman, dan 
ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta 100%

Pakaian dan sepatu dinas lapangan petugas linmas beserta 
kelengkapannya terpenuhi 450 stel

KTA Linmas bagi petugas linmas terpenuhi 2500 buah

Pengamanan wilayah terlaporkan 365 laporan

Piket rescue linmas terlaporkan 365 laporan

Penanganan musibah dan bencana terlaporkan 36 laporan

Kegiatan HUT Linmas terlaporkan 1 kali

Sarasehan Sat Linmas 1 kali

7.2
Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca 
Tertib Operasional Duta Ketertiban terlaporkan 2688 laporan

Dukungan, peran serta dan keterlibatan masyarakat 
dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di 
Kota Yogyakarta

38.613 
orang 1,602,497,480 1,762,747,228

Sedang 
Berjalan Satpol PP

Rembug Kampung Panca Tertib di wilayah kampung 60 laporan

Sarasehan Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib 135 laporan

Pencanangan Gerakan Kampung Panca Tertib 10 kampung

Pembekalan Pekerti dan FKPT Gerakan Kampung Panca Tertib 6 laporan

Penjangkauan Gerakan Kampung Panca Tertib 33.000 Laporan
Gelar sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib se Kota 
Yogyakarta 1 kali

17,790,737,346 19,569,811,081Total
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Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pemerataan Pelayanan 
Kesehatan

Terwujudnya Pelayanan kesehatan yang 
bermutu dan terjangkau

Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan, 
dan operasional perkantoran 100%

Dukungan 100% terhadap kelancaran administrasi, keuangan 
dan operasional perkantoran 100% 549,555,266 604,510,793

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi DPPKB Minum pegawai yang tersedia 11 kali
Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan 
operasional perkantoran 100% 171,336,000 188,469,600

Sedang 
Berjalan DPPKB

Jamuan makan dan minum penerimaan tamu yang tersedia 12 kali

Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 12 laporan

1.2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor DPPKB Materai yang tersedia

530 materai Rp 
3000 dan 530 

materai Rp 6000
Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan 
operasional perkantoran 100% 257,173,590 282,890,949

Sedang 
Berjalan DPPKB

Jasa pembayaran listrik, telepon dan bantuan komunikasi
2 saluran telepon, 

2 sambungan listrik

Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Kerja/ 
Kerumahtanggaan/ Komunikasi/ Studio yang terpelihara

Komputer, printer, 
AC, kipas angin, 

dispenser, 
wireless, pompa 
air, vertical blind, 

karpet, mesin ketik, 
meubelair

STNK roda 4 yang terbayar 4 unit

STNK roda 2 yang terbayar 37 unit

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 18 jenis

Jasa pemeliharaan kebersihan gedung/kantor 3 unit

Alat Tulis Kantor yang tersedia 25 jenis

Jasa penggandaan
166.416 lembar, 65 

jilid

Jenis cetak 10 digital print
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 
tersedia 8 jenis

Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia 11 jenis

Peralatan Rumah Tangga yang tersedia 10 jenis
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang 
tersedia

6 buah buku; 2 
jenis harian

Jasa keamanan Kantor 1 paket

1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran DPPKB
Dokumen administrasi Penatausahaan keuangan dan barang: 
SPP, SPM, SP2D, lap. Akuntansi yg tersusun 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan 
operasional perkantoran 100% 121,045,676 133,150,244

Sedang 
Berjalan DPPKB

Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 35 dokumen ASN

Jasa Tenaga Bantuan 2 orang

Jasa pengelola arsip 1 orang

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana 
aparatur 100% Dukungan 100% terhadap pemeliharaan aset SKPD 100% 201,799,500 221,979,450

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor DPPKB Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 1 paket
Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana 
aparatur yang memadai 100% 42,500,000 46,750,000

Sedang 
Berjalan DPPKB

2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional DPPKB
Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional roda 4 4 unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana 
aparatur yang memadai 100% 159,299,500 175,229,450

Sedang 
Berjalan DPPKB

Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional roda 2 37 unit

3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan Keuangan

Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan 100% 52,536,000 57,789,000

3.1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD DPPKB

Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran 
(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan 
penganggaran 100% 52,536,000 57,789,000

Sedang 
Berjalan DPPKB

Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, 
SKM, SPIP, Profil) 5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD B

4 Program Pengendalian Penduduk
Mempertahankan raa-rata jumlah anak dalam 
keluarga 100% 1,529,308,800 1,682,239,680

Jumlah perjanjjian kerjasama kependudukan, 
keluarga berencna dan pmbangunan keluarga 100%

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaj
u

JenisKegiata
n

Penanggung-
jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaj
u

JenisKegiata
n

Penanggung-
jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Cakupan laporan data program KKBPK 100%

4.1 Pengendalian Penduduk DPPKB Dokumen Parameter Pengendalian Kuantitas Kependudukan 1 dokumen

Parameter pengendalian kuantitas kependudukan dapat 
dijadikan sebagai alat kontrol dalam perencanaan dan 
pengendalian program Kependudukan Keluarga Berencana 
dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 20% 247,800,800 272,580,880

Sedang 
Berjalan DPPKB

Frekuensi pembinaan FAPSEDU (Forum Antar Umat 
Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan) 18 kali

Rumusan program kerja FAPSEDU (Forum Antar Umat 
Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan)

1 
lapora

n
Frekuensi Sosialisasi isi-isu strategis kependudukan bagi 
Camat, Lurah dan PKB 1 kali

Camat, lurrah dan PKB memahami isu-isu strategis 
kependudukan

95 
orang

Modul Edukasi Pengendalian Penduduk 1 dokumen

Modul Edukasi Pengendalian Penduduk dapat dijadikan acuan 
dalam kegiatan advokasi dan KIE kepada sekolah/universitas 
dan pelajar/mahasiswa

1 
dokum

en

Frekuensi Sosialisasi Pengendalian Penduduk bagi Aparatur 1 kali
Aparatur Sipil Negara memahami permasalahan pengendalian 
penduduk

54 
orang

Frekuensi Sosialisasi Pengendalian Penduduk bagi Remaja 1 kali Remaja memahami permasalahan pengendalian penduduk
70 

orang

4.2
Pengelolaan Data, Advokasi, dan Komunikasi Informasi 
Edukasi Kota YK Updating data keluarga dan pencatatan pelaporan 2 Dokumen

Dokumen data keluarga dan pencatatan dan pelaporan dapat 
dijadikan acuan evaluasi capaian kinerja

2 
dokum

en 1,281,508,000 1,409,658,800
Sedang 
Berjalan DPPKB

Cetak formulir SIGA (Sistem Informasi Data Keluarga) 1 paket
Pemenuhan sarana updating data keluarga dan pencatatan 
dan pelapoan 100%

Media promosi, publikasi dan KIE (Komunikasi Informasi dan 
Edukasi) program KKBPK (media radio, televisi, Mobil Unit 
Penerangan, PMPS) 4 media Jangkauan promosi, publikasi dan KIE program KKBPK 100%

Frekuensi pembinaan IPeKB (Ikatan Penyuluh Keluarga 
Berencana) 1 kali

Rumusan program kerja IPeKB (Ikatan Penyuluh Keluarga 
Berencana)

1 
lapora

n

Jumlah lembaga pemerintah yang diadvokasi 3 lembaga Terlaksananya MOU dengan lembaga pemerintah 3 MOU

5 Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Presentase pasangan usia subur eserta KB aktif 73,74% 2,430,608,350 2,673,669,185
Presentase cakupan usia subur yang berKB yang 
tidak terpenuhi 11,24%

5.1 Pelayanan Keluarga Berencana Kota YK Laporan monitoring pelayanan fasilitas kesehatan KB 1 dokumen
Fasilitas kesehatan KB tertib pencatatan dan pelaporan 
pelayanan KB

50 
fasilita

s 
keseha

tan 1,466,169,240 1,612,786,164
Sedang 
Berjalan DPPKB

Frekuensi pelayanan KB Bergerak / Mobile, pemeriksaan 
papsmear dan IVA. 9 kali

Pasangan Usia Subur terlayani pelayanan KB Bergerak / 
Mobile, pemeriksaan papsmear dan IVA.

1130 
PUS

Jumlah kampung KB yang dibina 14 kampung Menyokong penurunan persentase unmetneed 0%

laporan kesertaan KB Responsif Gender 1 laporan Menyokong peningkatan persentase peserta KB pria 5%

Frekuensi Sosialisasi kespro (kesehatan reproduksi) 28 kali

Kelompok masyarakat/ komunitas disabilitas, pekerja seks 
komersial, pelajar dan remaja, dan lansia memahami 
permasalahan kesehatan reproduksi

4 
kelomp

ok 
sasara

n

Frekuensi Pembinaan Pendewasaan Usia Perkawinan 204 kali

Cakupan remaja kelompok PIK R (Pusat Informasi dan 
Konseling Remaja) yang memahami pendewasaan usia 
perkawinan

60 
kelomp

ok

Jenis Pembinaan dan lomba bidang KB 5 jenis
Kelompok/keluarga/individu terpilih mewakili Kota Yogyakarta 
dalam lomba tingkat propinsi 5 juara

Laporan pembinaan dan evaluasi program KB 1 dokumen
PPKBD dan Sub PPKBD tertib pencatatan dan pelaporan 
indikator pelayanan KB

1 
dokum

en

5.2 Pembinaan Pembangunan Keluarga KOta YK Laporan monitoring Pembangunan Keluarga 1 dokumen
Kader BKS dan UPPKS tertib pencatatan dan pelaporan 
indikator pembangunan keluarga

1 
dokum

en 964,439,110 1,060,883,021
Sedang 
Berjalan DPPKB

Frekuensi pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita, Bina 
Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Usaha 
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (pertemuan rutin 
kelompok, monitoring dan pertemuan dengan mitra kerja) 7 kali

Kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina 
Keluarga Lansia dan Kelompok Usaha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga Sejahtera perempuan dan laki-laki 
mendapatkan pembinaan secara berkelanjutan

4 
kelomp

ok 
sasara

n

Frekuensi Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga 
Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Usaha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga Sejahtera 4 kali

Kader Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina 
Keluarga Lansia dan Kelompok Usaha Peningkatan 
Pendapatan Keluarga Sejahtera perempuan dan laki-laki 
memperbarui pengetahuan tata kelola kelompok

190 
orang

Frekuensi sosialisasi, motivasi dan pembinaan Ketahanan 
Keluarga ( penerapan 8 fungsi keluarga ) 14 kali

Anggota dan sasaran kelompok Bina Keluarga Balita dan Bina 
Keluarga Remaja memahami penerapan 8 fungsi keluarga 100%

Frekuensi penguatan PPKS 2 kali
Sasaran kelompok BKB dan BKR memahami tumbuh 
kembang anak dan permasalahan remaja

150 
orang
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaj
u

JenisKegiata
n

Penanggung-
jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Frekuensi promosi hasil kelompok UPPKS 5 kali
Cakupan pembinaan pemasaran hasil produksi kelompok 
UPPKS

14 
Kelom

pok 
UPPK

S

Jenis seleksi dan Pembinaan bidang Pembangunan Keluarga 8 jenis
Kelompok/keluarga/individu terpilih mewakili Kota Yogyakarta 
dalam lomba tingkat propinsi 8 juara

4,763,807,916 5,240,188,108Total
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Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja Kesehatan Harapan hidup masyarakat meningkat Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 77,75 129,383,000,000 135,852,150,000

1.1 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja Umbulharjo
Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 
Rujukan 12 bulan

Pelayanan Kesehatan RS Rujukan yang sesuai 
standar 12 bulan 74,604,000,000 76,280,000,000 Sedang Berjalan RSUD Kota Jogja

1.2 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja Umbulharjo
Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 
Rujukan 2 jenis 1 unit

Pelayanan Kesehatan RS Rujukan yang sesuai 
standar 100% 54,779,000,000 59,572,150,000 Sedang Berjalan RSUD Kota Jogja

129,383,000,000 135,852,150,000Total

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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Dinas Kebakaran

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah meningkat

Terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan & 
Operasional Perkantoran 100% 1,459,361,391 1,532,329,461

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas Kebakaran Makanan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 22 kali
Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 238,440,000 250,362,000 Sedang Berjalan

Dinas 
Kebakaran

Makanan dan minum yang tersedia untuk pegawai 88 orang

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah 12 laporan

1.2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kebakaran Materai 6000 yang tersedia 200 lembar
Dukungan terhadap kelancaran administrasi 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 729,696,650 766,181,483 Sedang Berjalan

Dinas 
Kebakaran

Materai 3000 yang tersedia 700 lembar

STNK roda 10 yang terbayar 2 unit

STNK roda 6 yang terbayar 7 unit

STNK roda 4 yang terbayar 7 unit

STNK roda 3 yang terbayar 1 unit

STNK roda 2 yang terbayar 8 unit

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 36 jenis

Jasa kebersihan kantor 12 bulan

Alat tulis kantor yang tersedia 75 jenis

Jasa percetakan 3 jenis

Jasa penggandaan 250000 lembar
Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang 
tersedia 12 jenis

Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia 2 jenis

Peraturan perundang-undangan yang tersedia 5 jenis

Jasa perbaikan peralatan kerja 12 jenis

Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 12 jenis

Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 20 kali

Jasa pemeliharaan taman 12 bulan

Pengadaan pakaian dinas harian 88 uah

Pakaian kerja lapangan 30 buah

1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Dinas Kebakaran
Dokumen administrasi penatausahaan keuangan (SPP, SPM, SPJ 
dan laporan Akuntansi tersusun) 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 491,224,741 515,785,978 Sedang Berjalan

Dinas 
Kebakaran

Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 88 dokumen ASN

Jasa tenaga bantuan 19 orang

Jasa Pengelola arsip 1 orang

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah meningkat

Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang 
memadai 100% 1,167,291,384 1,225,655,953

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor Dinas Kebakaran Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat 3 jenis

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi SKPD 100% 180,243,884 189,256,078 Sedang Berjalan

Dinas 
Kebakaran

2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Kebakaran
Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional. 
roda 10 2 unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi 100% 987,047,500 1,036,399,875 Sedang Berjalan

Dinas 
Kebakaran

Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 
roda 6 8 unit
Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 
roda 4 7 unit
Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 
roda 3 1 unit
Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 
roda 2 7 unit

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah meningkat

Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan 
keuangan 100% 40,000,000 42,000,000

3.1 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur Dinas Kebakaran Frekuensi diklat formal yang diikuti 4 kali Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100% 40,000,000 42,000,000 Sedang Berjalan
Dinas 
Kebakaran

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaj
u JenisKegiatan Penanggung-

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaj
u JenisKegiatan Penanggung-

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan Keuangan

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah meningkat

Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 94,650,000 99,382,500

4.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan 
Capaian Kinerja SKPD Dinas Kebakaran

Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, 
Renja, PK, RKA dan DPA) 5 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian 
dan penganggaran tepat waktu 100% 94,650,000 99,382,500 Sedang Berjalan

Dinas 
Kebakaran

Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, 
SPIP, Profil) 5 dokumen Nilai akuntabilitas kinerja SKPD

5 Program Pencegahan Kebakaran
Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah meningkat

Tercapainya respon time pemadam kebakaran 
maksimum 15 menit 99% 877,455,000 921,327,750

5.1 Pencegahan Bahaya Kebakaran Kota YK Laporan pelayanan rekomendasi kebakaran 1 laporan
Terbitnya rekomendasi sarana perlindungan 
bangunan 12 bulan 586,235,000 615,546,750 Sedang Berjalan

Dinas 
Kebakaran

Pemeriksaan sarana perlindungan bangunan 200 kali
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam 
pemenuhan proteksi kebakaran

200 
banguna

n

Penyusunan DED Hidran Kampung 1 paket
Tersedianya Detail Engineering Desain Hidran 
Kampung

5 
dokume

n

Pengadaan konstruksi Hidran Kampung 2 lokasi Terbangunnya konstruksi Instalasi Hidran Kampung 2 paket

5.2 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran Kota YK Penyuluhan penanggulangan kebakaran 50 kali
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang 
penanggulangan kebakaran

2500 
orang 291,220,000 305,781,000 Sedang Berjalan

Dinas 
Kebakaran

Simulasi penanggulangan kebakaran 14 kali

Penerimaan Kunjungan siswa KB/ TK/ SD 100 kali
Meningkatnya kesadaran anak-anak/ siswa dalam 
penanggulangan kebakaran 11 bulan

Pameran PMPS 50 hari Terlaksananya pameran PMPS 50 hari

6 Program Penanggulangan Kebakaran
Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah meningkat

Tercapainya respon time pemadam kebakaran 
maksimum 15 menit 93,60% 2,095,023,000 2,199,774,150

6.1 Penanganan Kebakaran Kota YK Pemadaman kebakaran 140 kali Pemadaman kebakaran berhasil 140 kali 1,989,763,000 2,089,251,150 Sedang Berjalan
Dinas 
Kebakaran

Operasi Penyelamatan/ Evakuasi 50 kali Operasi Penyelamatan/Evakuasi Dilakukan 50 kali

PAM kegiatan insidentil/ sewa mobil PK/ penyiraman 125 kali
Kegiatan insidentil aman/ sewa mobil PK dilayani/ 
penyiraman terlaksana 125 kali

PAM PMPS 50 kali PMPS aman 50 kali

Pelatihan rutin petugas pemadam 8 kali Meningkatnya ketrampilan petugas pemadam 8 kali

Piket pemadam kebakaran 365 hari Kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran 365 hari

Pakaian Kerja Lapangan 80 stel Pakaian Kerja Lapangan 80 stel

6.2 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran Kota YK Pengisian tabung pemadam kebakaran 200 tabung Tabung pemadam kebakaran siap pakai
200 

tabung 105,260,000 110,523,000 Sedag Berjalan
Dinas 
Kebakaran

Pengadaan alat pemadam kebakaran 2 paket Tersedianya Alat Pemadam Kebakaran dan Rescue 2 paket

5,733,780,775 6,020,469,814Total
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Dinas Pendidikan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat

Terwujudnya kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 12,955,473,062 13,086,640,129

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dinas 
Pendidikan Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 450 kali

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan 
dan operasional perkantoran 100% 491,310,000 496,223,100

Sedang 
Berjalan Sekretariat

Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 263 orang

Makan dan minum yang tersedia untuk tamu 255 kali

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 25 laporan

1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas 
Pendidikan Materai 6000 yang tersedia 1600 buah

Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan 
dan operasional perkantoran 100% 2,621,121,998 2,648,945,554

Sedang 
Berjalan Sekretariat

Materai 3000 yang tersedia 450 buah

Jasa Pengiriman/paket 10 kali

STNK roda 6 yang terbayar 1 unit

STNK roda 4 yang terbayar 6 unit

STNK roda 2 yang terbayar 75 unit

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 20 jenis

Jasa kebersihan kantor 12 bulan

Jasa Keamanan 2 paket

Alat tulis kantor yang tersedia 63 jenis

Jasa Percetakan 8 jenis

Jasa Penggandaan
1.100.000 

lembar
Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang 
tersedia 23 jenis

Pembayaran Listrik 12 bulan

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 1 jenis

Bahan Perpustakaan 5 jenis

Jasa perbaikan peralatan kerja 3 jenis

Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 17 jenis
Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 
kantor/kerumahtanggan/komunikasi/studio 6 paket

Peralatan rumah tangga yang tersedia 15 jenis

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja 25 jenis

Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi 12 bulan

Jasa pemeliharaan taman 12 bulan

1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas 
Pendidikan

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: 
SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan 
dan operasional perkantoran 100% 9,843,041,064 9,941,471,475

Sedang 
Berjalan Sekretariat

dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 4 jenis

Jasa pengelola arsip 6 orang

Jasa Tenaga Bantuan/PTT 406 orang

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat

Terwujudnya Sarana dan Prasarana 
Aparatur yang memadai 100% 1,091,634,000 1,102,550,340

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
DInas 
Pendidikan Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat 5 Jenis

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana 
aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi 
OPD 100% 756,500,000 764,065,000

Sedang 
Berjalan Sekretariat

2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Dinas 
Pendidikan

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 
6 1 unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana 
aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi 
OPD 100% 335,134,000 338,485,340

Sedang 
Berjalan Sekretariat

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 
4 6 unit
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 
2 75 unit

3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat

Terwujudnya peningkatan capaian 
kinerja dan keuangan 100% 150,703,060 153,717,121

3.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 
laporan Capaian Kinerja SKPD

Dinas 
Pendidikan

Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, 
Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan 
pengganggaran tepat waktu 100% 150,703,060 153,717,121

Sedang 
Berjalan Sekretariat

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | V-115
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Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawab

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, 
SPIP, Profil) 5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD BB

4
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas 
Pendidikan Sekolah Dasar Pendidikan Daya saing pendidikan meningkat Rerata Ujian Sekolah Daerah SD 67 7,322,641,100 7,430,398,592

Persentase SD akreditasi A 75%

Jumlah siswa berprestasi tk Nas 
6 

medali 

4.1 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD
DInas 
Pendidikan Frekuensi pendalaman materi Ujian Sekolah Daerah 30 kali Rerata US SD 67 1,832,393,600 1,869,041,472

Sedang 
Berjalan Bidang SD

Frekuensi Pendalaman Materi 30 kali

Frekuensi Test Pendalaman Materi USDA 2 kali

Laporan wrokshop penyusunan dok kurikulum 2013 dan mulok 21 laporan

Jumlah guru yang dilatih untuk menyusun soal ujian 30 guru

Frekuensi Ulangan Umum Bersama (UUB) kelas 3 1 kali

Frekuensi Ujian Sekolah IPS dan PKn 1 kali

Frekuensi Ujian Sekolah Daerah 3 mapel 1 kali

4.2 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD
Dinas 
Pendidikan Jumlah sekolah peserta Workshop manajemen sekolah Dasar 166 sekolah Jumlah Sekolah Memenuhi SNP 96% 3,869,533,000 3,908,228,330

Sedang 
Berjalan Bidang SD

Jumlah sekolah yang terdampingi Akreditasi Sekolah Dasar 20 sekolah
Jumlah sekolah yang dilaksanakan verifikasi pendirian, penataan 
dan penutupan sekolah 5 sekolah

Jumlah kejuaraan Lomba Sekolah sehat 3 kejuaraan

Jumlah kejuaraan Lomba Budaya Mutu 1 kejuaraan

Lomba Gugus Depan Unggul 1 kejuaran

Jumlah Pengadaan Meja Kursi Siswa 1 paket

Jumlah Pengadaan Almari Klas 2 paket

Jumlah paket Rehab Sekolah 4 Paket

BOS SD Negeri 90 Sekolah

4.3 Pengelolaan Kesiswaan SD
Dinas 
Pendidikan Kegiatan Klinik Saint 1 kegiatan Jumlah Siswa Berprestasi Tingkat Nasional 6 Medali 1,620,714,500 1,653,128,790

Sedang 
Berjalan Bidang SD

Jumlah Kejuaraan dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional 
(FLSSN) Sekolah Dasar (SD) 6 kejuaraan

Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Sain Nasional (OSN) 6 kejuaraan
Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 
(OOSN) SD 6 kejuaraan

Jumlah Kejuaraan dalam Lomba Dokter Kecil 2 kejuaraan

Jumlah Kejuaraan dalam Musabaqoh Tilawatil Qur"an (MTQ) SD 24 Kejuaraan

5
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas 
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pendidikan Daya saing pendidikan meningkat Rerata UN SMP 72,5 10,928,778,598 11,147,354,170

Persentase SMP akreditasi A 85%

Jumlah siswa berprestasi tk Nas 
6 

Medali 

5.1 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP
Dinas 
Pendidikan Jumlah Mapel Pendalaman materi UN SMP 4 mapel Rerata UN SMP 72,5 1,323,616,000 1,350,088,320

Sedang 
Berjalan Bidang SMP

Jumlah Sekolah pelaksana Tes Pendalaman Materi UNBK SMP 65 sekolah

Jumlah mapel pelaksanaan Bedah SKL UN SMP 4 mapel

Laporan hasil Workshop penyusunan dokumen Kurikulum 1 dok

Jumlah guru yang mengikuti Pelatihan penulisan soal ujian 20 guru

Laporan hasil Kajian Mulok 2 dok
Jumlah sekolah yg melaksanakan SPPSKS (Satuan Pendidikan 
Penyelenggara Satuan Kredit Semester) 4 sekolah

5.2 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP
Dinas 
Pendidikan

Jumlah sekolah yang melaksanakan Penguatan Manajemen 
Sekolah 59 sekolah Persentase SMP akreditasi A 85% 7,935,024,500 8,093,724,990

Sedang 
Berjalan Bidang SMP

Jumlah sekolah yang dilakukan Pendampingan Akreditasi Sekolah 10 sekolah

Jumlah sekolah yang mengikuti Workshop Evaluasi Diri Sekolah 59 sekolah
Jumlah sekolah yang dilaksanakan verifikasi pendirian, penataan 
dan penutupan sekolah 4 sekolah

Jumlah Pengadaan Meubelair Ruang Kelas 1 Paket

Jumlah Unit Pengadaan Komputer 576 unit
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Jumlah pemeliharaan gedung sekolah 1 paket

BOS SMP Negeri 16 sekolah

5.3 Pengelolaan Kesiswaan SMP
Dinas 
Pendidikan Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Sain Nasional (OSN) 5 kejuaraan Jumlah siswa berprestasi tingkat Nasional 6 medali 1,670,138,098 1,703,540,860

Sedang 
Berjalan Bidang SMP

Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 
(OOSN) SD 5 kejuaraan
Jumlah Kejuaraan dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional 
(FLSSN) Sekolah Dasar (SD) 5 kejuaraan

Jumlah kejuaraan dalam olimpiade listerasi siswa nasional SMP 4 kejuaraan

Jumlah kejuaraan dalam Lomba Penelitian Karya Ilmiah remaja 4 kejuaraan

Jumlah kejuaraan dalam Liga Pelajar Indonesia 2 medali

Frekwensi pelaksanaan Gelar Pelajar Jogja 10 kali

Frekuensi Pelaksanaan Jelajah Museum 12 kali

Frekwensi pelaksanaan Pameran Pendidikan 1 kali

Jumlah siswa peserta Pengembangan Minat Bakat Siswa 25 siswa

Jumlah siswa peserta Jembatan Persahabatan Pelajar 200 siswa

6
Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas 
Pendidikan Non Formal dan PAUD Pendidikan

Aksesibilitas pendidikan 
meningkat Rerata UNPK 35.00 5,051,343,896 5,133,739,474

Jumlah LKP terakreditasi 

10 
lembag

a 

Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi 

20 
lembag

a 

6.1 Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan
Dinas 
Pendidikan

Frekuensi Pelaksanaan Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) Paket 
A, B dan C 3 kali Rerata UNPK 35 1,863,129,996 1,881,761,296

Sedang 
Berjalan Bidang PNF

Frekuensi Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan 
(UNPK) A, B dan C 3 kali

Frekuensi Evaluasi Hasil Belajar (EHB) Paket A, B dan C 2 kali

Jumlah Pengembangan Musyawarah Tutor Mata Pelajaran (MTMP) 10 MTMP

Jumlah insentif Tutor Kesetaraan yang dikelola 100 orang
Jumlah lembaga yang meperoleh bimbingan Akreditasi lembaga 
PKBM 5 lembaga

Jumlah lembaga yang meperoleh bimbingan Teknis Pengelola TBM 20 lembaga

Jumlah Kelurahan yang meperoleh bimbingan Teknis Program JBM 15 kelurahan

Jumlah rombel yang yang mendapat BOSDA SPNF SKB 11 rombel

6.2 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas 
Pendidikan Jumlah layanan Layanan Lembaga PAUD yang dibina

4 Jenis Layanan 
PAUD Jumlah lembaga PAUD siap terakreditasi 20 lbg 2,612,381,100 2,664,628,722

Sedang 
Berjalan Bidang PNF

Jumlah juara Lomba Gugus PAUD 3 juara

Jumlah Insentif Pendidik PAUD yang dikelola 918 pendidik

Jumlah peserta Pelatihan Pengelola PAUD
80 orang 

tersertifikasi

Jumlah peserta Peningkatan kompetensi pendidik PAUD
670 orang 

tersertifikasi
Jumlah peserta Bimtek Kompetensi Pedagogik untuk Pendidik 
PAUD SPS

50 orang 
tersertifikasi

Jumlah lembaga yang mendapatkan BOP PAUD 450 lembaga

Laporan Hasil Pendataan PAUD 1 dokumen

Jumlah Peserta Gebyar PAUD 1000 peserta

Jumlah lembaga peserta Workshop Akreditasi PAUD 50 lembaga

6.3 Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan
Dinas 
Pendidikan Jumlah lembaga dalam Pendaftaran Akreditasi Lembaga PNF 30 lembaga Jumlah LKP terakreditasi 10 lbg 575,832,800 587,349,456

Sedang 
Berjalan Bidang PNF

Jumlah lembaga yang mengikuti Bimbingan Teknis Akreditasi 
Lembaga Kursus 10 lembaga

Laporan hasil Workshop Kurikulum Lembaga Kursus dan Pelatihan 7 dokunen

Jumlah peserta Pendidikan Vokasional 60 orang

Jumlah peserta Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Instruktur Kursus 20 orang

Jumlah kejuaraan dalam Lomba Lembaga Kursus Berprestasi 2 kejuaraan
Jumlah kejuaraan dalam Lomba Apresiasi Guru dan Tenaga 
Kependidikan (GTK) PAUD dan Dikmas 16 kejuaraan
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7 Program Pengembangan Pendidikan Pendidikan
Aksesibilitas pendidikan 
meningkat

Tersedianya Data dan Informasi 
Pendidikan 

4 
dokum

en 99,995,237,430
101,829,431,32

6
Tersalurkannya kesejahteraan Guru 
Tenaga Kependidikan 2 kali 

Persentase guru kualifikasi S2 30%

Jumlah Sekolah Inklusi 

45 
Sekola

h 

Angka Putus Sekolah 0.004 % 

Angka Partisipasi Sekolah 95%

7.1
Pembinaan dan pengembangan Kapasitas Pendidik dan 
tenaga Kependidikan

Dinas 
pendidikan Jumlah pesrta Pengembangan Kompetensi Guru 60 orang 2,607,386,510 2,633,460,375

Sedang 
Berjalan Bidang GTK

Jumlah peserta Workshop MGMP/KKG 80 orang

Jumlah peserta Kualifikasi Tenaga Pendidik S1 50 guru

Jumlah peserta kualifikasi tenaga pendidik S2 5 guru
Jumlah kejuaraan dalam Seleksi Guru, Kasek dan Pengawas 
berprestasi 4 kejuaraan
Jumlah kepala sekolah yang mengikuti Penilaian Kinerja Kepala 
Sekolah 40 kasek

Jumlah peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah 60 guru

Jumlah peserta Pelatihan Administrasi Sekolah 60 orang

Jumlah peserta guru pebelajar 80 orang

Jumlah peserta Pelatihan Guru UKS 30 orang

Jumlah Peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah 50 orang

Jumlah peserta workshop Lesson Studi 15 guru

7.2
Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan

Dinas 
Pendidikan Jumlah penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang dikelola 2500 orang 11,133,830,000 11,245,168,300

Sedang 
Bejalan Bidang GTK

Pengelolaan TAMSIL PNSD 3020 orang
Jumlah penerima Insentif GTT/GTY dan PTT/PTY APBD Kota yang 
dikelola 3500 orang

Jumlah penerima TPP Kota yang dikelola 90 orang

Jumlah penerima Insentif GTT Pusat yang dikelola 300 orang

Jumlah penerima Gaji Naban yang dikelola 394 Orang
Jumlah penerima BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Naban 
yang dikelola 394 Orang

Pengelolaan program sertifikasi guru 100 orang

7.3 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan
Dinas 
Pendidikan Frekwensi pelaksanaan KBS Online 20 kali Kelancaran AksesData dan Informasi Pendidikan

5 Bidang 
dan 5 
UPT 2,829,868,720 2,858,167,407

Sedang 
berjalan Bidang BTK

laporan hasil Rangkuman Data Pendidikan 1 dokumen

Jumlah sekolah yang mengelola DAPODIK 443 Sekolah

Jumlah Buku Informasi yang dicetak 400 eks

Jumlah Liflet Dinas Pendidikan yang dicetak 500 eks

Jumlah Kalender Pendidkan yang dicetak 650 eks

Jumlah bulan Website Pendidikan dikelola 12 bulan

Jumlah sekolah yang mengikuti PPDB Online 57 sekolah

Jumlah Aplikasi yang dibangun / dikembangkan 10 aplikasi

Jumlah Aplikasi Yang Dikelola 10 aplikasi
Jumlah penerima BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan yang 
dikelola 394 orang

7.4 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah
Dinas 
Pendidikan Jumlah siswa yang mendapatkan dana JPD 14.500 siswa Angka Putus Sekolah 0,00% 34,904,813,700 35,602,909,974

Sedang 
Berjalan Bidang GTK

Jumlah siswa yang mendapatkan Beasiswa dan PIP 5000 siswa

Jumlah siswa yang mendapatkan Dana Tunggakan 100 siswa

Jumlah siswa yang mendapatkan PKH 1500 siswa

Jumlah siswa yang mendapatkan dana Retrivel 40 siswa

7.5 Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA
Dinas 
Pendidikan Jumlah sekolah yang mendapatkan bimbingan Pengelolaan APBS 318 sekolah Angka Partisipasi sekolah (APS) 95% 47,089,420,000 48,031,208,400

Sedang 
Berjalan Bidang GTK

Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOS 318 sekolah

Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOSDA Negeri 129 sekolah

Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOSDA Swasta 189 sekolah
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Jumlah sekolah yang mendapatkan Dana Bantuan Ujian Sekolah 
dan Ujian Nasional 318 sekolah
Jumlah sekolah yang mendapatkan dana Bantuan Peningkatan 
Mutu Pendidikan 318 sekolah

7.6 Pengelolaan Pendidikan Inklusi
Dinas 
Pendidikan Laporan hasil Workshop Kurikulum ABK 1 dokumen Jumlah sekolah inklusi 45 sek 1,429,918,500 1,458,516,870

Sedang 
Berjalan Bidang Inklusi

Laporan hasil Workshop Pengelolaan Sekolah Penyelenggara 
Pendidikan Inklusi 1 dokumen

Jumlah peserta Workshop pemenuhan Sarpras pendidikan inklusi 45 sek
Jumlah guru yang mendapatkan insentif Guru Pendamping Khusus 
(GPK) 110 GPK

Laporan hasil Pendataan ABK di SPPI 1 dokumen
Jumlah peserta Pelatihan pendidikan inklusi Tk dasar untuk 
guru/GPK 100 guru

Jumlah siswa yang melaksanakan Assesmen 150 siswa

Jumlah peserta Diklat vokasi membuat kue 15 orang

Jumlah peserta Diklat vokasi Batik ABK lambat belajar 35 orang
137,495,811,14

6
139,883,831,15

2Total
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BPBD

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja Aparatur dan Birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Terwujudnya kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 422,193,000 480,393,000

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi BPBD Makanan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 52 kali

Dukungan terhadap kelancaran 
administrasi, keuangan dan operasional 
perkantoran 100% 126,288,000 126,288,000

Sedang 
Berjalan BPBD

Makanan dan minum yang tersedia untuk pegawai 12 orang

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah 9 laporan

Dukungan terhadap kelancaran 
administrasi, keuangan dan operasional 
perkantoran 100%

1.2
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor BPBD Materai Rp 3000 yang tersedia 200 buah

Dukungan terhadap kelancaran 
administrasi, keuangan dan operasional 
perkantoran 100% 241,305,000 299,505,000

Sedang 
Berjalan BPBD

Materai Rp 3000 yang tersedia 400 buah

STNK Roda 6 yang terbayar 1 unit

STNK Roda 4 yang terbayar 3 unit

STNK Roda 3 yang terbayar 65 unit

STNK Roda 2 yang terbayar 7 unit

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 36 jenis

Jasa kebersihan kantor 12 bulan

Alat tulis kantor yang tersedia 24 jenis
Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang 
tersedia 5 jenis

Pembayaran Telepon 12 bulan

Pembayaran Listrik 12 bulan

Jasa Penggandaan 50.000 lembar

Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia 4 jenis

Komponen Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 10 jenis

Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 26 kali

Jasa pemeliharaan Taman 12 bulan

Pengadaan pakaian dinas Harian 12 stel

Pengadaan pakaian kerja lapangan 12 stel

Peraturan perundang-undangan yang tersedia 5 jenis

1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran BPBD
Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: 
SPP,SPM,SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun 4 Jenis

Dukungan terhadap kelancaran 
administrasi, keuangan dan operasional 
perkantoran 100% 54,600,000 54,600,000

Sedang 
Berjalan BPBD

Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola
12 dokumen 

ASN

Jasa Pengelola arsip 1 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur Kinerja Aparatur dan Birokrasi Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkat

Terwujudnya Sarana dan Prasarana 
Aparatur yang memadai 100% 274,662,000 274,662,000

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan 
Kantor BPBD jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat 2 jenis

Dukungan terhadap peningkatan sarana 
dan prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugasa dan fungsi OPD 100% 30,000,000 30,000,000

Sedang 
Berjalan BPBD

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional BPBD

Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
roda 6 1 unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana 
dan prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugasa dan fungsi OPD 100% 244,662,000 244,662,000

Sedang 
Berjalan BPBD

Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
roda 4 4 unit
Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
roda 3 65 unit

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
roda 2 7 unit

3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur Kinerja Aparatur dan Birokrasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Daerah Meningkat

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur 100% 36,000,000 36,000,000

3.1
Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 
Aparatur BPBD Frekuensi diklat formal yang diikuti 2 kali

Meningkatnya kapasitasa sumber daya 
aparatur 100% 36,000,000 36,000,000

Sedang 
Berjalan BPBD

4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja Aparatur dan Birokasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Menngkat

Terwujudnya peningkatan capaian kinerja 
dan keuangan 100% 17,050,000 17,050,000

4.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 
dan laporan Capaian Kinerja SKPD BPBD

Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran 
(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan, 
pengendalian dan penganggaran 100% 17,050,000 17,050,000

Sedang 
Berjalan BPBD

Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, 
SPIP, Profil) 5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD 100%

5
Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan 
Bencana Alam Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas Konerja Pemerintaah Daerah 
Meningkat

Terwujudnya kesiapsiagaan dan 
penanggulangan bencana alam 100% 2,636,251,050 2,636,251,050

5.1 Pencegahan Bahaya Bencana Alam Kota YK Rintisan Kampung Tangguh Bencana (KTB) 15 Kampung

Terbentuknya masyarakat tangguh 
bencana baik laki-laki maupun perempuan 
termasuk lansia, anak-anak, dan disabilitas 100% 1,568,236,550 1,568,236,550

Sedang 
Berjalan BPBD

Pelatihan Penanggulangan bencana 12 kali

Meningkatnya pengetahuan masyarakat 
tentang Penanggulangan Bencana baik 
laki-laki maupun perempuan termasuk 
lansia, anak-anak, dan disabilitas 100%

Operasional Pusdalops PB 12 bulan
terselenggaranya operasi penanggulangan 
bencana 100%

Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana 
(RPB) 1 dokumen

Tersusunnya dokumen Rencana 
Penanggulangan Bencana (RPB) 100%

Kerja bakti kesiapsiagaan bencana 12 kali Terlaksananya antisipasi bencana 100%

5.2 Penanganan Bencana Alam Kota YK Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) 12 bulan
Terselenggaranya Tim Reaksi Cepat 
(TRC) 100% 919,112,500 919,112,500

Sedang 
Berjalan BPBD

Manajemen Logistik 12 bulan Terwujudnya Manajemen Logistik 100%

Pelatihan Kedaruratan Bencana 10 kali
Terbentuknya komunitas Kedaruratan 
Bencana 100%

Assesmen dan Evakuasi Awal Bencana 50 kali
Terlaksananya Assesmen dan Evakuasi 
Awal Bencana 100%

Apel Siaga Bencana 1 Kali Terlaksananya Apel Siaga Bencana 100%

5.3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kota YK Inventarisasi Kerusakan dan Taksasi 12 bulan Pemeriksaan Bencana 100% 148,902,000 148,902,000
Sedang 
Berjalan BPBD

Monitoring daerah rawan bencana 12 bulan Monitoring daerah rawan bencana 100%

Kerja bakti pasca kejadian bencana 20 kali Kerja bakti pasca bencana
1000 
orang

3,386,156,050 3,444,356,050Total
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Kecamatan Kraton

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran

Kinerja Aparatur 
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah meningkat

Terwujudnya Kelancaran 
administrasi keuangan dan 
operasional perkantoran 

100% 785,440,200 785,440,200

1.1
Penyediaan Rapat-rapat 
Koordinasi dan Konsultasi Kraton Makan dan minum yang tersedia Koordinasi 114,414,500 114,414,500 Sedang berjalan

Kecamatan 
Kraton

Makan dan minum yang tersedia Pegawai

Laporan hasil Koordinasi dan konsultasi ke 
luar daerah

1.2 Penyediaan Jasa Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor

Kraton Jasa Perlengkapan Kantor yang tersedia 
(piket)

12 orang, 365 hari

Dukungan terhadap 
kelancaran administrasi 
keuangan dan operasional 
perkantoran

100% 459,830,900 459,830,900 Sedang berjalan Kecamatan 
Kraton

Alat Tulis Kantor yang tersedia 43 Jenis 100%

Komponen Peralatan Listrik Elektronik yang 
tersedia 10 Jenis 100%

Materai 6000 yang tersedia 505 buah 100%

Materai 3000 yang tersedia 1290 buah 100%

Bahan dan peralatan kebersihan kantor yang 
tersedia. Jasa Kebersihan Kantor 28 jenis, 12 bulan 100%

Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 43 Buah 100%

Bahan Komputer atau Printer yang Tersedia 3 Jenis 100%

Alat-alat/Perlengkapan kantor/Rumah 
Tangga/Kerja yang tersedia 7 Jenis 100%

Keluaran : penyediaan jasa komunikasi, 
sumber daya air dan listrik

11.000 VA,7000 
m3,1300 VA 12 bln 100%

Belanja Surat Kabar/Majalah yang tersedia 2 Jenis 100%

Jasa Pemungutan Retribusi Daerah yang 
tersedia 3 Jenis 100%

Perijinan kendaraan dinas.-(STNK) Roda 4-
Roda 3 dan Roda 2 yang terbayar

1 unit roda 4, 14 
unit roda 2, 1 unit 

roda 3
100%

Jasa cetakan dan penggandaan 145.000 lbr 100%

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan
Penanggung-

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan
Penanggung-

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir yang 
tersedia 6 hari 100%

Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

meja 70 bh kursi 
490 bh,tenda 8 hr 
pkt sound system 

10 pkt

100%

Belanja Pemeliharaan yang tersedia 10 Jenis 100%

Belanja Modal yang tersedia 9 Jenis 100%

1.3 Penyediaan Jasa Pengelola 
Pelayanan Perkantoran

Kraton Jasa Pengelola Keuangan/Barang 12 bln, 21 orang

Dukungan terhadap 
kelancaran administrasi 
keuangan dan operasional 
perkantoran

100% 211,194,800 211,194,800

Jasa Pelaksana Kegiatan Kearsipan 2 orang 100%

Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6 orang, 14 bulan 100%

Jasa Pelaksana Kegiatan (Penatalaksana 
Kepegawaian ) 1 orang, 11 bulan 100%

2
Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur

Kinerja Aparatur 
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah meningkat

Terwujudnya Kelancaran 
administrasi keuangan dan 
operasional perkantoran 

100% 112,165,000 112,165,000

2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Gedung/Bangunan Kantor

Kraton Jasa pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor 5 unit, 1 jenis, 12 
bulan

Dukungan terhadap 
peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang 
mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi OPD

100% 44,500,000 44,500,000 Sedang berjalan Kecamatan 
Kraton

2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Kendaraan Dinas/Operasional

Kraton Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas
1 unit roda 4, 13 
unit roda 2, 1 unit 
roda 3, 12 bulan

Dukungan terhadap 
peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang 
mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi OPD

100% 67,665,000 67,665,000 Sedang berjalan Kecamatan 
Kraton

3

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan

Kinerja Aparatur 
dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah meningkat

Terwujudnya Sarana dan 
Prasarana Aparatur yang 
Memadai 

100% 34,283,000 34,283,000

3.1

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, Pengendalian 
dan laporan Capaian Kinerja 
SKPD

Kraton
Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 
Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, 
DPA)

5 Dokumen

Tersedianya Dokumen 
Perencanaan, 
Pengendalian dan 
Penganggaran

100% 34,283,000 34,283,000 Sedang berjalan Kecamatan 
Kraton

Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan 
Keuangan dan Fisik , SKM, SPIP, Profil) 5 Dokumen

Nilai Akuntabilitas Kinerja 
SKPD 100%

4

Program Peningkatan 
Pelayanan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 
Berbasis Kewilayahan 
Kecamatan Kraton

Terwujudnya Pelayanan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 
Berbasis Kewilayahan 
Kecamatan Kraton 

100% 2,222,448,650 2,267,448,650

4.1

Penyelenggaraan 
Pemerintahan, Ketentraman 
dan Ketertiban Kecamatan 
Kraton

Kraton Sosialisasi,Pemilihan dan Pengukuhan 
RT,RW dan LPMK

Sosialisasi,Pemilihan dan 
Pengukuhan RT,RW dan 
LPMK

100% 384,747,950 384,747,950 Sedang berjalan Kecamatan 
Kraton

Kegiatan Evaluasi Kelurahan, 3 Kelurahan
Kegiatan Evaluasi 
Kelurahan, 100%
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan
Penanggung-

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Penyuluhan Administrasi LPMK, PKK, RT/RW 
dan Organisasi Masyarakat, 256 orang

Penyuluhan Administrasi 
LPMK, PKK, RT/RW dan 
Organisasi Masyarakat,

100%

Sosialisasi Kelembagaan LPMK, PKK, RT/RW 
dan Organisasi Masyarakat. 225 orang

Sosialisasi Kelembagaan 
LPMK, PKK, RT/RW dan 
Organisasi Masyarakat.

100%

Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan 
Kelurahan

Kec dan 3 
kelurahan

Penyusunan Data 
Monografi Kecamatan dan 
Kelurahan

100%

Monitoring Kampung Hijau 10 kali Monitoring Kampung Hijau 100%

Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan 
pada APBD Murni dan Perubahan

7 eksemplar

Penyusunan Informasi 
Program dan Kegiatan 
pada APBD Murni dan 
Perubahan

100%

Rakorpem 3 Kelurahan Rakorpem 100%

Pemantauan Pembinaan dan Penataan 
Pedagang Kaki Lima (PKL) 50 orang

Pemantauan Pembinaan 
dan Penataan Pedagang 
Kaki Lima (PKL)

100%

Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 
Kecamatan (Muspika) 10 orang, 11 bulan

Forum Penyelenggaraan 
Pemerintahan Umum 
Kecamatan (Muspika)

100%

Pelayanan Masyarakat (Sekaten) 45 kegiatan
Pelayanan Masyarakat 
(Sekaten) 100%

Penyuluhan Anggota Satlinmas 150 orang
Pembinaan Anggota 
Satlinmas 100%

Pengamanan Umum; 4 kali Pengamanan Umum; 100%

Sambang Kampung 6 kali Sambang Kampung 100%

Pendataan Izin Pondokan 6 kali Pendataan Izin Pondokan 100%

Pendataan Izin HO 6 kali Pendataan Izin HO 100%

Operasi Ketertiban 96 kali Operasi Ketertiban 100%

Operasi Vandal 24 kali Operasi Vandal 100%

Operasi Gabungan 9 kali Operasi Gabungan 100%

PAM (Keagamaan, Sosial, Jogobaran) PAM 61 kali
PAM (Keagamaan, Sosial, 
Jogobaran) 100%

4.2
Penyelenggaraan Pelayanan, 
Informasi, dan Pengaduan 
Masyarakat Kecamatan Kraton

Kraton Verifikasi dan distribusi E-KTP
Kecamatan dan 

Kelurahan
Verifikasi dan distribusi E-
KTP 100% 148,656,400 148,656,400 Sedang berjalan

Kecamatan 
Kraton

Penyuluhan, Pemantauan HO, IMBB, 
Pondokan dan Reklame

Kecamatan dan 
Kelurahan

Sosialisasi, Pemantauan 
HO, IMBB, Pondokan dan 
Reklame

100%

Verifikasi dan Penerbitan IMB, HO, dan Ijin 
Pondokan

Kecamatan dan 
Kelurahan

Verifikasi dan Penerbitan 
IMB, HO, dan Ijin 
Pondokan

100%

Penetapan Terpadu Kecamatan (PATEN) 6 Orang, 11 bulan
Penetapan Terpadu 
Kecamatan (PATEN) 100%
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan
Penanggung-

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

4.3
Pembinaan Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kecamatan Kraton Kraton Kecamatan 430,367,000 430,367,000 Sedang berjalan

Kecamatan 
Kraton

TKPK Kecamatan Kraton 8 Kali TKPK Kecamatan Kraton 100%

Administrasi TP PKK se Kec. Kraton.
Kecamatan dan 3 

Kelurahan.
Penyuluhan TP PKK se 
Kec. Kraton. 100%

Penyuluhan pariwisata dan budaya
Kecamatan dan 3 

Kelurahan.
Penyuluhan pariwisata 
dan budaya 100%

Penyuluhan Kecamatan Sehat 50 orang
Penyuluhan Kecamatan 
Sehat 100%

Kegiatan Kepemudaan Olahraga dan 
Kesenian

Kecamatan dan 3 
Kelurahan.

Kegiatan Kepemudaan 
Olahraga dan Kesenian 100%

Penyuluhan Keagamaan bersama KUA Kec 
Kraton.

Kecamatan dan 3 
Kelurahan.

Penyuluhan Keagamaan 
bersama KUA Kec Kraton. 100%

Kegiatan Kesenian (Festival Kelurahan)
Kecamatan dan 3 

Kelurahan.
Kegiatan Kesenian 
(Festival Kelurahan) 100%

Senam dan Kerja Bakti Massal 300 orang
Senam dan Kerja Bakti 
Massal 100%

Penyuluhan Kepemudaan, Olahraga dan 
Kesenian Kecamatan 60 orang

Penyuluhan Kepemudaan, 
Olahraga dan Kesenian 
Kecamatan

100%

Penyuluhan Kethoprak 60 orang Penyuluhan Kethoprak 100%

TKSK 3 Kegiatan TKSK 100%

Penyuluhan Penyandang Disabilitas 3 Kegiatan
Penyuluhan Penyandang 
Disabilitas 100%

Penyuluhan Pokdarwis 2 Kegiatan Penyuluhan Pokdarwis 100%

TPUKS 3 kegiatan TPUKS 100%

Latihan Karawitan 10 Kegiatan Latihan Karawitan 100%

Penyuluhan Perwosi 1 Kegiatan Penyuluhan Perwosi 100%

Penyuluhan Formi 1 Kegiatan Formi 100%

Penyuluhan Koni 2 Kegiatan Koni 100%

Penyuluhan GOPTKI (Gabungan Organisasi 
TK Indonesia ) 25 orang

GOPTKI (Gabungan 
Organisasi TK Indonesia ) 100%

Sekretariat PKK 

Lomba Administrasi Sim PKK 90 orang
Lomba Administrasi Sim 
PKK 100%

Pertemuan Pengurus TP PKK Kec 30 Orang
Pertemuan Pengurus TP 
PKK Kec 100%

Pertemuan TP PKK Kec dan Kel se Kec 
Kraton 75 Orang

Pertemuan TP PKK Kec 
dan Kel se Kec Kraton 100%

Pokja 1 

Meningkatkan Ketaqwaan kepada Tuhan YME 60 orang
Meningkatkan Ketaqwaan 
kepada Tuhan YME 100%

Penyuluhan Obat Terlarang 50 orang
Penyuluhan Obat 
Terlarang 100%
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan
Penanggung-

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Penguatan Kader MK 50 orang Penguatan Kader MK 100%

Lomba Simulasi 30 orang Lomba Simulasi 100%

Pokja 2 

Penyuluhan Public Speaking 50 orang
Penyuluhan Public 
Speaking 100%

Penyuluhan Taman Bacaan Masyarakat 
(TBM) 30 orang

Penyuluhan Taman 
Bacaan Masyarakat (TBM) 100%

Pertemuan Pokja II se Kecamatan 180 orang
Pertemuan Pokja II se 
Kecamatan 100%

Penyuluhan Kader UP2K 30 orang Penyuluhan Kader UP2K 100%

Pokja 4 

Penyuluhan Peran PKK dalam penurunan 
angka kematian ibu dan bayi 60 orang

Penyuluhan Peran PKK 
dalam penurunan angka 
kematian ibu dan bayi

100%

Sosialisasi PKK dalam Pemeriksaan IVA dan 
kanker leher rahim 60 orang

Sosialisasi PKK dalam 
Pemeriksaan IVA dan 
kanker leher rahim

100%

Lomba Bayi Sehat 70 orang Lomba Bayi Sehat 100%

Sosialisasi Ketahanan Keluarga melalui PKK 60 orang
Sosialisasi Ketahanan 
Keluarga melalui PKK 100%

Lomba KKG PKK Kota ke Kec 90 orang
Lomba KKG PKK Kota ke 
Kec 100%

Monitoring KKG Kecamatan ke Kelurahan 50 orang
Monitoring KKG 
Kecamatan ke Kelurahan 100%

Penyuluhan Pencatatan Pelaporan KKG 3 
Kelurahan 60 orang

Penyuluhan Pencatatan 
Pelaporan KKG 3 
Kelurahan

100%

Pertemuan Rutin Pokja IV Kecamatan dan 
Kelurahan 180 orang

Pertemuan Rutin Pokja IV 
Kecamatan dan Kelurahan 100%

4.4
Pembinaan Ekonomi, Sosial 
dan Budaya Masyarakat 
Kelurahan Patehan

Kel. 
Patehan Gebyar PAUD Masyarakat Gebyar PAUD 100% 206,751,000 221,751,000 Sedang berjalan

Kecamatan 
Kraton

Pawai/ Karnaval Kel Masyarakat Pawai Budaya 100%

Penyuluhan FKPT Ngadisuryan 50 orang
Pembinaan FKPT 
Ngadisuryan 100%

Penyuluhan FKPT Patehan 50 orang Pembinaan FKPT Patehan 100%

Sosialisasi Penanganan PMKS 40 orang
Sosialisasi Penanganan 
PMKS 100%

Sosialisasi Pemaksimalan PSKS 40 orang
Sosialisasi Pemaksimalan 
PSKS 100%

Penyuluhan Kader Untuk Penanganan 
Bencana 40 orang

Sosialisasi Pemaksimalan 
Kebencanaan 100%

Penyuluhan Keluarga di Kampung 
Ngadisuryan 90 orang

Pembinaan Keluarga ke 
Kampung Ngadisuryan 100%

Penyuluhan Keluarga di Kampung Taman 90 orang
Pembinaan Keluarga ke 
Kampung Taman 100%
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Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan
Penanggung-

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Penyuluhan Keluarga di kampung 
Patehan/Nagan 120 orang

Pembinaan Keluarga di 
kampung 
patehan/ngadisuryan

100%

Sos.Website www.siwargapatehan di 
ngadisuryan 84 orang

Sos.Website 
www.siwargapatehan di 
ngadisuryan

100%

Sos.Website www.siwargapatehan di Taman 84 orang
Sos.Website 
www.siwargapatehan di 
Taman

100%

Sambang Wilayah 10 kali Sambang Wilayah 100%

Pelatihan Penyusunan proposal dan 
lap.RT/RW 55 orang

Pelatihan Penyusunan 
proposal dan lap.RT/RW 100%

Pelatihan Penyusunan Proposal dan Laporan 
bagi Lembaga- Lembaga 60 orang

Pelatihan Penyusunan 
Proposal dan Laporan 
bagi Lembaga- Lembaga

100%

Gerakan Jum'at Bersih 10 kali Gerakan Jum'at Bersih 100%

Pelatihan Pendidikan PAUD 40 orang
Pelatihan Pendidikan 
PAUD 100%

Sarasehan Lansia 90 orang Sarasehan Lansia 100%

Sosialisasi peran dan fungsi kader KESI 40 orang
Sosialisasi peran dan 
fungsi kader KESI 100%

Sosialisasi STBM 40 orang Sosialisasi STBM 100%

Pelatihan simulasi 50 orang Pelatihan simulasi 100%

Pelatihan perilaku budi pekerti dan ketahanan 
kelurahan 50 orang

Pelatihan perilaku budi 
pekerti dan ketahanan 
kelurahan

100%

Pelatihan mendongeng 40 orang Pelatihan mendongeng 100%

Pelatihan UP2K 40 orang Pelatihan UP2K 100%

Pelatihan Aneka Olahan Ikan 40 orang Aneka Olahan Ikan 100%

Pelatihan Inerbeauty dan interbeauty 40 orang
Pelatihan Inerbeauty dan 
interbeauty 100%

Pelatihan kader posyandu 40 orang Pelatihan kader posyandu 100%

Pelatihan kader lansia 40 orang Pelatihan kader lansia 100%

Sos.Website www.siwargapatehan.id bagi 
kader PKK 85 orang

Sos.Website 
www.siwargapatehan.id 
bagi kader PKK

100%

Intervensi Untuk Penduduk Miskin/rentan
Masyarakat 

Patehan
Intervensi Untuk Penduduk 
Miskin/rentan 100%

Penyusunan RPJMD 10 RW Penyusunan RPJMD 100%

Operasional Kesi
Kader Kes RW 
dan Kader Kes 

RW siaga
Operasional Kesi 100%

Operasional JBM 10 RW Operasional JBM 100%

Administrasi PKK RT PKK RT Administrasi PKK RT 100%
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Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan
Penanggung-

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Administrasi PKK RW PKK RW Administrasi PKK RW 100%

4.5
Pembinaan Ekonomi, Sosial 
dan Budaya Masyarakat 
Kelurahan Panembahan

Kraton Penyuluhan SIM Administrasi PKK 220 orang
Penyuluhan SIM 
Administrasi PKK 100% 281,588,000 296,588,000 Sedang berjalan

Kecamatan 
Kraton

Workshop tentang Makanan Berbahaya, 
Kosmetik yang aman & keamanan Obat & 
Obat Tradisional

40 orang

Workshop tentang 
Makanan Berbahaya, 
Kosmetik yang aman & 
keamanan Obat & Obat 
Tradisional

100%

Penyuluhan Surveyor 40 orang Penyuluhan Surveyor 100%

Penyuluhan IKPSM 40 orang Penyuluhan IKPSM 100%

Penyuluhan WKSBM 40 orang Penyuluhan WKSBM 100%

Keg. Seni Budaya Tari & Karawitan 60 orang
7. Keg. Seni Budaya Tari 
& Karawitan 100%

Keg. Pelestarian Bdy Dolanan Anak 30 orang
Keg. Pelestarian Bdy 
Dolanan Anak 100%

Penyuluhan Kader PHBS 90 orang Penyuluhan Kader PHBS 100%

Penyuluhan Kampung Ramah Anak 90 orang
Penyuluhan Kampung 
Ramah Anak 100%

Penyuluhan Kegiatan Posyandu 40 orang
Penyuluhan Kegiatan 
Posyandu 100%

Penyuluhan Administrasi Kader Paud 40 orang
Penyuluhan Administrasi 
Kader Paud 100%

Penyuluhan Kegiatan Lansia 80 orang
Penyuluhan Kegiatan 
Lansia 100%

Penyuluhan Pengurus Bank Sampah 40 orang
Penyuluhan Pengurus 
Bank Sampah 100%

Wawasan Nusantara 40 orang Wawasan Nusantara 100%

Jemparingan Siliran 25 orang Jemparingan Siliran 100%

Festival Batik & Kuliner Festival Batik & Kuliner 100%

Workshop Budidaya Tanaman Hydroponik 40 orang
Workshop Budidaya 
Tanaman Hydroponik 100%

Kursus M.C. Bahasa Indonesi/Jawa 40 orang
Kursus M.C. Bahasa 
Indonesi/Jawa 100%

Pelatihan Membuat hantaran 25 orang
Pelatihan Membuat 
hantaran 100%

Intervensi Untuk Penduduk Miskin/Rentan masyarakat Miskin
Intervensi Untuk Penduduk 
Miskin/Rentan 100%

Penyusunan RPJMD 18 RW Penyusunan RPJMD 100%

Operasional Kesi RW Siaga Operasional Kesi 100%

Operasional JBM
Murid 

SD/SMP,SMA Operasional JBM 100%

Administrasi PKK RT PKK RT Administrasi PKK RT 100%

Administrasi PKK RW PKK RW Administrasi PKK RW 100%
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Penanggung-
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Indikator Kinerja

4.6
Pembinaan Ekonomi, Sosial 
dan Budaya Masyarakat 
Kelurahan Kadipaten

Kraton
Penyuluhan SIM Kader PKK RT, RW dan TP. 
PKK 90 orang

Penyuluhan SIM Kader 
PKK RT, RW dan TP. PKK 100% 200,860,000 215,860,000 Sedang berjalan

Kecamatan 
Kraton

Penyuluhan Administrasi PKK RT dan RW 70 orang
Penyuluhan Administrasi 
PKK RT dan RW 100%

Festival Kesenian 100 orang Festival Kesenian 100%

Festival Jeron Beteng 200 orang Festival Jeron Beteng 100%

Penyuluhan Remaja dan Generasi Muda 30 orang
Penyuluhan Remaja dan 
Generasi Muda 100%

Pelatihan Pangrukti Laya 30 orang Pelatihan Pangrukti Laya 100%

Penyuluhan Administrasi Pos Yandu 53 orang
Penyuluhan Administrasi 
Pos Yandu 100%

Penyuluhan Kader Lansia 53 orang Penyuluhan Kader Lansia 100%

Pelatihan Memakai Blangkon tanpa dijahit 30 orang
Pelatihan Memakai 
Blangkon tanpa dijahit 100%

Sarasehan Karang Taruna dalam rangka 
Sumpah Pemuda 100 orang

Sarasehan Karang Taruna 
dalam rangka Sumpah 
Pemuda

100%

Pelatihan Pembuatan Asesoris 30 orang
Pelatihan Pembuatan 
Asesoris 100%

Pelatihan Pembuatan web marketing/online 
shop 30 orang

Pelatihan Pembuatan web 
marketing/online shop 100%

Bazar Potensi Wilayah 50 orang Bazar Potensi Wilayah 100%

Intervensi Untuk Penduduk Miskin/Rentan 1 kel
Intervensi Untuk Penduduk 
Miskin/Rentan 100%

Penyusunan RPJMD 1 kel Penyusunan RPJMD 100%

Operasional Kesi 1 kel Operasional Kesi 100%

Operasional JBM 15 RW Operasional JBM 100%

Administrasi PKK RT 53 RT Administrasi PKK RT 100%

Administrasi PKK RW 15 RW Administrasi PKK RW 100%

4.7

Penyelenggaran 
Pembangunan Wilayah dan 
Pembinaan Perekonomian 
Masyarakat Kecamatan Kraton

Kraton Kecamatan 569,478,300 569,478,300 Sedang berjalan Kecamatan 
Kraton

Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan, 15 kali
Musrenbang Kecamatan 
dan Kelurahan, 100%

Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan 
pada APBD Murni dan Perubahan

7 eksemplar

Penyusunan Informasi 
Program dan Kegiatan 
pada APBD Murni dan 
Perubahan

100%

Penyusunan Profil Kelurahan 4 buku;
Penyusunan Profil 
Kelurahan 100%

Penyuluhan Petugas Surveyor 58 orang
Penyuluhan Petugas 
Surveyor 100%

BELANJA PEMELIHARAAN 
BELANJA 
PEMELIHARAAN 
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Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan
Penanggung-

jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Administrasi Pendukung Kelurahan Patehan 3 kegiatan
Administrasi Pendukung 
Kelurahan Patehan 100%

Belanja Pemeliharaan/ Pembersih Jalan 
Belanja Pemeliharaan/ 
Pembersih Jalan 

Pemeliharaan Jalan Lingkungan 59m2
Pemeliharaan Jalan 
Lingkungan 100%

Pemeliharaan Jalan Lingkungan 310m2
Pemeliharaan Jalan 
Lingkungan 100%

Pemeliharaan Jalan Conblok 30m2
Pemeliharaan Jalan 
Conblok 100%

Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan 
Umum 

Belanja Pemeliharaan 
Penerangan Jalan Umum 

Pemeliharaan PJU Kelurahan Patehan 110 titik
Pemeliharaan PJU 
Kelurahan Patehan 100%

Kelurahan Panembahan Kelurahan Panembahan 

Belanja Pemeliharaan Sarana Prasana 
Fasilitas Umum 

Belanja Pemeliharaan 
Sarana Prasana Fasilitas 
Umum 

Tangkap air 6m x 0,7 m Tangkap air 100%

SPAH 10 buah SPAH 100%

SPAH 10 buah SPAH 100%

SPAH 10 buah SPAH 100%

SPAH 8 buah SPAH 100%

SPAH 5 buah SPAH 100%

SPAH 1 buah SPAH 100%

Normalisasi SPAH 10 paket Normalisasi SPAH 100%

Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan 
Umum 

Belanja Pemeliharaan 
Penerangan Jalan Umum 

Pemeliharan PJU Kelurahan Penembahan 104 titik
Pemeliharan PJU 
Kelurahan Penembahan 100%

Kelurahan Kadipaten Kelurahan Kadipaten 

Belanja Pemeliharaan Sarana Prasana 
Fasiltas Umum 

Belanja Pemeliharaan 
Sarana Prasana Fasiltas 
Umum 

Ganti Paving Blok 100 m2 Ganti Paving Blok 100%

Pemasangan Paving Blok 96 m2 Pemasangan Paving Blok 100%

Pemeliharaan Paving Blok 100 m2 Pemeliharaan Paving Blok 100%

Pemeliharaan Paving Blok 200 m Pemeliharaan Paving Blok 100%

Pemeliharaan Paving Blok 100 m2 Pemeliharaan Paving Blok 100%
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Indikator Kinerja

Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana 
Fasilitas Umum 

Belanja Pemeliharaan 
Sarana Prasarana 
Fasilitas Umum 

SPAH SPAH 100%

SPAH 4 buah SPAH 100%

SPAH 5 buah SPAH 100%

Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan 
Umum 

Belanja Pemeliharaan 
Penerangan Jalan Umum 

Pemeliharan PJU Kelurahan Kadipaten 94 titik
Pemeliharan PJU 
Kelurahan Kadipaten 100%

Kecamatan Kecamatan 

Gelar Potensi Ekonomi Wilayah
Kecamatan dan 3 

Kelurahan
Gelar Potensi Ekonomi 
Wilayah 100%

Penyuluhan UMKM Kewilayahan
Kecamatan dan 3 

Kelurahan
Penyuluhan UMKM 
Kewilayahan 100%

Sosialisasi Motif Batik khas Kraton Yogyakarta 75 orang
Sosialisasi Motif Batik 
khas Kraton Yogyakarta 100%

Lomba Kudapan berbahan dasar sayur 
berbasis B2SA 6 Kelompok

Lomba Kudapan berbahan 
dasar sayur berbasis 
B2SA

100%

Pokja 3 

Penyuluhan PMTAS Jajanan anak sekolah 
yang aman 40 orang

Penyuluhan PMTAS 
Jajanan anak sekolah 
yang aman

100%

Penyuluhan keamanan pangan dan 
kemasannya 60 orang

Penyuluhan keamanan 
pangan dan kemasannya 100%

Pelatihan Pembuatan Garnish 60 orang
Pelatihan Pembuatan 
Garnish 100%

Penyuluhan fungsi dan makna tanaman 
Maskot Kecamatan Kraton 60 orang

Penyuluhan fungsi dan 
makna tanaman Maskot 
Kecamatan Kraton

100%

Penyuluhan Rumah Layak Huni 60 orang
Penyuluhan Rumah Layak 
Huni 100%

Pertemuan Pokja 3 150 orang Pertemuan Pokja 3 100%

3,154,336,850 3,199,336,850Total
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Kecamatan Kotagede

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Program Pelayanan 
Administrasi Perkantoran

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Terwujudnya kelembagaan 
dan ketatalaksanaan 
pemerintah daerah yang 
berkualitas

Terwujudnya kelancaran 
administrasi, keuangan dan 
operasional perkantoran 100% 715,998,688 787,598,557

1.1
Penyediaan Rapat-rapat 
Koordinasi dan Konsultasi Kotagede Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai. 60 orang

Dukungan terhadap kelancaran 
administrasi, keuangan dan 
operasional perkantoran 100,822,000 110,904,200 Sedang berjalan Kec. Kotagede

Makan dan minum yang tersedia untuk kordinasi. 186 kali

Makan dan minum yang tersedia untuk Tamu pelayanan 12 kali

Monitoring Wilayah 12 kali

Konsultasi ke luar daerah 2 kali

1.2
Penyediaan Jasa, Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor Kotagede jasa piket kantor 8 org x 365 hr

Dukungan terhadap kelancaran 
administrasi, keuangan dan 
operasional perkantoran 100% 444,362,000 488,798,200 Sedang berjalan Kec. Kotagede

Alat tulis kantor yang tersedia 43 jenis
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 
yang tersedia 11 jenis

Materai 6.000 yang tersedia 480 buah

Materai 3.000 yang tersedia 600 buah

Pengisian tabung pemadam 45 buah

Bahan Komputer/printer yang tersedia 6 jenis

Peralatan rumah tangga yang tersedia 13 jenis

Pembayaran Telephone 12 kali

Pembayaran Air 12 kali

Pembayaran Listrik 12 kali

Bahan bacaan/Surat kabar yang tersedia 12 kali

Retribusi kebersihan yang terbayar 12 bln

STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya 1 unit

STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya 1 unit

STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya 14 unit

Jasa Penggandaan 175.000 lbr

Jasa penjilidan 70 exp

sewa tenda 4 kali

sewa sound sistem 2 kali

Jasa perbaikan telepon 4 kali

Jasa perbaikan mesin ketik 11 kali

Jasa perbaikan mebelair 8 kali

Indikator Kinerja

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi
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Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Jasa Pemeliharaan Taman 5 unit

jasa kebersihan kantor 12 bulan

Pemeliharaan komputer 34 kali

1.3
Penyediaan Jasa Pengelola 
Pelayanan Perkantoran Kotagede

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan, SPP, 
SPM, SPJ dan laporan akuntansi yang tersusun 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran 
administrasi, keuangan dan 
operasional perkantoran 170,814,688 187,896,157 Sedang berjalan Kec. Kotagede

Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola
46 dokumen 

ASN

Jasa tenaga bantuan 4 orang

2
Program Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Aparatur

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Terwujudnya kelembagaan 
dan ketatalaksanaan 
pemerintah daerah yang 
berkualitas

Terwujudnya Pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 152,580,000 167,838,000

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Gedung/Bangunan Kantor Kotagede Jasa pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas 1 paket

Dukungan terhadap Peningkatan 
Sarana dan Prasarana Aparatur 
yang mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi SKPD 100% 96,400,000 106,040,000 Sedang berjalan Kec. Kotagede

Jasa Pemeliharaan rutin /berkala perlengakapan 
Gedung kantor 27kali

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Kendaraan Dinas/Operasional Kotagede

Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan 
dinas/operasional roda 4 1 unit

Dukungan terhadap Peningkatan 
Sarana dan Prasarana Aparatur 
yang mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi SKPD 100% 56,180,000 61,798,000 Sedang berjalan Kec. Kotagede

Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan 
dinas/operasional roda 3 1 unit
Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan 
dinas/operasional roda 2 14 unit

3

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Terwujudnya peningkatan 
pengembangan sistem 
pelaporan capaian kinerja dan 
keuangan 100% 51,095,000 56,204,500

3.1

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan, Pengendalian dan 
laporan Capaian Kinerja SKPD Kotagede

Dokumen Perencanaan Pengendalian dan 
Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) yang 
tersusun 5 dokumen

Tersedianya dokumen 
perencanaan, pengendalian dan 
penganggaran 100% 51,095,000 56,204,500 Sedang berjalan Kec. Kotagede

Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Keuangan dan 
Fisik, SKM, SPIP, Profil ) yang tersusun 5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD BB

4

Program Peningkatan 
Pelayanan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Berbasis 
Kewilayahan Kecamatan 
Kotagede

Pembangunan Wilayah 
dan Peningkatan 
Infrastruktur

Terwujudnya kelembagaan 
dan ketatalaksanaan 
pemerintah daerah yang 
berkualitas

Terwujudnya Pelayanan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 
Berbasis Kewilayahan 
Kecamatan Kotagede 100% 2,594,629,112 2,854,092,024

4.1

Penyelenggaraan Pemerintahan, 
Ketentraman dan Ketertiban 
Kecamatan Kotagede Kotagede Koordinasi RT RW yang terselenggara 14 kali

Dukungan terhadap terwujudnya 
peningkatan pelayanan dan 
Pemberdayaan masyarakat 
berbasis kewilayahan Kecamatan 
Kotagede 100% 300,704,200 330,774,620 Sedang berjalan Kec. Kotagede

Kelurahan yang terpilih 1 kelurahan

Pelaporan buku monografi kelurahan 3 buku

Linmas yang terbina 10 kali

Kelembagaan masyarakat yang bersinergi 2 kali
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Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
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Sambang Kampung, operasi ketertiban dan vandalisme 
yang terlaksana 100 kali

Pemilihan RT, RW dan LPMK yang terlaksana 11 kali

Koordinasi Forkompika yang terlaksana 8 kegiatan

Pelaksanaan Hari Raya yang lancar 3 kali

Lomba Poskamling yang terlaksana 2 kali

Relawan yang terlatih untuk mengatasi kebakaran 2 kali

4.2

Penyelenggaraan Pelayanan, 
Informasi, dan Pengaduan 
Masyarakat Kecamatan Kotagede Kotagede HO IMBB yang diterbitkan 47 izin

Dukungan terhadap terwujudnya 
peningkatan pelayanan dan 
Pemberdayaan masyarakat 
berbasis kewilayahan Kecamatan 
Kotagede 100% 174,709,912 192,180,904 Sedang berjalan Kec. Kotagede

Operasional PATEN yang terlaksana 12 bulan

Buletin Warta Kotagede yang terbit 6 kali

Warga yang tersosialisasi tentang perizinan 80 orang

4.3
Pembinaan Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kecamatan Kotagede Kader PKK yang tertib administrasi 100 orang

Dukungan terhadap terwujudnya 
peningkatan pelayanan dan 
Pemberdayaan masyarakat 
berbasis kewilayahan Kecamatan 
Kotagede 100% 440,012,550 383,534,305 Sedang berjalan Kec. Kotagede

Pelatih PAUD yang terlatih 90 orang

Instruktur senam yang terlatih 90 orang

Gebyar PAUD yang terlaksana 1 kali

TP PKK Kecamatan yang terkoordinasi 11 kali
Kelembagaan Sosial Masyarakat Kec KG yang 
bersinergi 12 lembaga

Warga yang terlatih Kesenian Macapat 40 orang

Komisi Lansia yang terbina 90 orang

Anggota GOPTKI yang terlatih 80 orang

KKG Kecamatan Kotagede yang terlaksana 1 kali

Kader PSM yang terlatih 50 orang

Warga yang terlatih Kesenian Kethoprak 40 orang

PKADD yang tersosialisasi 90 orang

Keluarga yang terlatih antisipasi terhadap KDRT 90 orang

Posyandu Kecamatan yang terkoordinasi 21 posyandu
Warga yang tersosialisasi untuk terapi penyakit tidak 
menular 90 orang

Lomba masak ikan yang terlaksana 90 orang

Warga yang tersosialisasi tentang etika berbusana 90 orang

Gelar Potensi Wilayah Kecamatan yang terselenggara 5 hari

Warga PKH yang terlatih untuk mengembangkan diri 90 orang

Koordinasi TKPK yang terselenggara 2 kali

Pengurus TP UKS yang tersosialisasi 45 orang

Kelurahan Siaga yang terkoordinasi 2 hari
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Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Warga yang tersosialisasi pentingnya donor darah 40 orang

Pembina Pramuka yang terbina 45 orang

Anggota BMR yang terbina 40 orang

Warga yang terlatih seni baca alquran 200 orang

Kampung KB yang tersosialisasi 1 kali
Monitoring dan Evaliasi Bantuan warga miskin yang 
terlaksana 12 kali

Data kewilayahan yang tersusun 1 dokumen

Pentas seni tingkat kecamatan 3 kel

Pawai Budaya tingkat kecamatan 3 kel

4.4

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan 
Budaya Masyarakat Kelurahan 
Rejowinangun Koordinasi TKPK yang terselenggara 4 kali

Dukungan terhadap terwujudnya 
peningkatan pelayanan dan 
Pemberdayaan masyarakat 
berbasis kewilayahan Kelurahan 
Rejowinangun 100% 209,539,600 261,871,060 Sedang berjalan Kec. Kotagede

TP PKK Rejowinangun yang terkoordinasi 13 RW, 49 RT

Kelurahan Siaga yang terbina 20 orang

Manajemen dan kelembagaan cluster yang terbina 20 orang

Kampung Agro yang terbentuk 30 orang

Kampung Kuliner yang terbentuk 30 orang

Kampung Kerajinan yang terbentuk 30 orang

Kampung Herbal yang terbentuk 30 orang

Kampung Budaya yang terbentuk 30 orang

Kader terpadu yang terbina 40 orang

Kader jumantik yang terbina 30 orang

Panca tertib yang tersosialisasi 50 orang

Manajemen Kelembagaan Sosial yang terbina 20 orang

Linmas dan FKPM yang terlatih 30 orang

Jam Belajar Masyarakat yang tersosialisasi 13 RW

RPJMD yang tersusun 1 dokumen

4.5

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan 
Budaya Masyarakat Kelurahan 
Prenggan Koordinasi TKPK yang terselenggara 4 kali

Dukungan terhadap terwujudnya 
peningkatan pelayanan dan 
Pemberdayaan masyarakat 
berbasis kewilayahan Kelurahan 
Prenggan 100% 260,171,700 320,888,370 Sedang berjalan Kec. Kotagede

TP PKK Prenggan yang terkoordinasi 13 RW, 57 RT

Warga yang terlatih baca tulis aksara jawa 4 kali

Kelembagaan Kelurahan yang tersosialisasi 3 kali

Warga yang terlatih Kesenian Kethoprak 60 orang

Jam Belajar Masyarakat yang tersosialisasi 13 RW

Kelurahan Siaga yang terbina 20 orang

Kelompok Kesenian yang terbina 60 orang

RPJMD yang tersusun 1 dokumen

Kader Kesehatan yang terbina 60 orang
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Paguyuban Batra yang terbina 40 orang

Kegiatan HKG yang terlaksana 1 kali

Warga yang terlatih Kesenian Keroncong 30 orang

Warga yang terlatih Kesenian Karawitan 50 orang

Warga yang terlatih memasak kudapan 80 orang

Warga yang terlatih menarikan tari klasik dan modern 20 orang

Warga Tuna netra yang terbina 20 orang

Warga yang terlatih membuat tas rajut 30 orang

Warga yang terlatih membuat aneka kripik 30 orang

Warga lansia yang terbina 30 orang

Gebyar Anak yang terlaksana 1 kali

4.6

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan 
Budaya Masyarakat Kelurahan 
Purbayan Koordinasi TKPK yang terselenggara 4 kali

Dukungan terhadap terwujudnya 
peningkatan pelayanan dan 
Pemberdayaan masyarakat 
berbasis kewilayahan Kelurahan 
Purbayan 100% 151,141,150 200,657,765 Sedang berjalan Kec. Kotagede

TP PKK Purbayan yang terkoordinasi 14 RW, 58 RT

Warga yang terlatih membuat roti basah 20 orang

Warga yang terlatih Budidaya Jamur 20 orang

Warga yang terlatih membuat hantaran 20 orang

Karnaval PAUD yang terlaksana 200 orang

Kelompok Kethoprak yang terlatih 25 orang

Kelompok FKPM yang terbina 25 orang

Kampung wisata yang terbentuk 20 orang

Karang Taruna yang Terbina 40 orang

Jam Belajar Masyarakat yang tersosialisasi 20 orang

Kelurahan Siaga yang terbina 4 kali

RPJMD yang tersusun 1 dokumen

4.7

Penyelenggaraan Pembangunan 
Wilayah dan Pembinaan 
Perekonomian Masyarakat 
Kecamatan Kotagede Dokumen Inmen yang tersusun 1 buku

Dukungan terhadap terwujudnya 
peningkatan pelayanan dan 
Pemberdayaan masyarakat 
berbasis kewilayahan Kecamatan 
Kotagede 100% 1,058,350,000 1,164,185,000 Sedang berjalan Kec. Kotagede

Dokumen perencanaan yang tersusun 4 dokumen

Dokumen Profil yang tersusun 40 orang

Pemeliharaan PJU tersebar di wilayah 3 Kelurahan

Pemeliharaan Jalan tersebar di wilayah 1 Kecamatan

Pemeliharaan Fasilitas Umum tersebar di wilayah 1 Kecamatan

UMKM yang terbina tentang perpajakan 40 orang

Pasar Rakyat yang terlaksana 3 hari

3,514,302,800 3,865,733,081Total
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Kecamatan Mergangsan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah meningkat

Terwujudnya kelancaran 
administrasi, keuangan dan 
operasional perkantoran 100% 100% 511,402,220 562,542,800

1.1
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi Mergangsan Makan dan minum yang tersedia untuk Koordinasi 70 kali 81,888,500 90,077,708 Sedang berjalan Kecamatan Mergangsan

Makan dan minum yang tersedia untuk Pegawai 52 orang

Makan dan minum yang tersedia untuk Tamu 440 org

1.2
Penyediaan Jasa, Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Kecamatan 
Mergangsan Meterai 6000 yang tersedia 120 buah

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 296,077,708 325,685,479 Sedang berjalan Kecamatan Mergangsan

Meterai 3000 yang tersedia 370 buah

Jasa pembayaran rekening listrik 12 bulan

Jasa pembayaran rekening air 12 bulan

Jasa pembayaran rekening telpon 12 bulan
Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang 
tersedia 5 jenis
Jasa pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan 
kantor yang tersedia 1 kali

STNK roda 4 yang terbayar 1 unit

STNK roda 3 yang terbayar 2 unit

STNK roda 2 yang terbayar 13 unit

Bahan dan Alat kebersihan tersedia 3 jenis

Jasa kebersihan kantor 12 bulan

Jasa perbaikan peralatan kerja 11 jenis

Jasa pemeliharaan laptop/ komputer/printer 3 jenis

Alat tulis kantor yang tersedia 47 jenis

Jasa pencetakan 1 jenis

Jasa penggandaan 66.388 lbr
Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan 
kantor yang tersedia 19 jenis

Peralatan rumah tangga yang tersedia 17 jenis

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 2 jenis
Jasa pemeliharaan rutin / berkala mebelair (meja, 
kursi, almari) 4 kali

1.3
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 
Perkantoran Kec. Mergangsan

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: 
SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun 4 jenis 133,436,012 146,779,613 Sedang berjalan Kecamatan Mergangsan

dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 27 ASN

Jasa tenaga bantuan 3 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah meningkat

Terwujudnya pemeliharaan 
sarana dan Prasarana Aparatur 
yang memadai 100% 294,162,500 323,578,750

Indikator Kinerja

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi
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Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Gedung/Bangunan Kantor Kec. Mergangsan Jasa pemeliharaan Rumah Dinas 1 jenis

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 234,912,500 258,403,750 Sedang berjalan Kecamatan Mergangsan

Jasa pemeliharaan bangunan gedung kantor 3 jenis

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional Kec. Mergangsan

Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / 
operasional Roda 4 1 unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 59,250,000 65,175,000 Sedang berjalan Kecamatan Mergangsan

Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / 
operasional Roda 3 2 unit
Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / 
operasional Roda 2 13 unit

3

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan Keuangan

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah meningkat

Terwujudnya pemeliharaan 
sarana dan Prasarana Aparatur 
yang memadai 100% 46,621,266 51,283,393

3.1

Penyusunan Dokumen Perencanaan, 
Pengendalian dan laporan Capaian 
Kinerja SKPD Kec. Mergangsan

Dokumen perencanaan dan penganggaran: Review 
Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang 
tersusun 6 dok.

Dukungan terhadap terwujudnya 
penatausahaan keuangan dan manajemen 
pencapaian kinerja program yang 
mendukung kelancaran tugas dan fungsi 
SKPD 100% 46,621,266 51,283,393 Sedang berjalan Kecamatan Mergangsan

Laporan Kinerja SKPD: LKIP, Laporan keuangan dan 
fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun 6 jenis laporan

4

Program Peningkatan Pelayanan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 
Kewilayahan Kecamatan 
Mergangsan

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi serta Sosial 
Budaya

Terwujudnya pelayanan 
administrasi publik yang baik 
dan peningkatan kualitas 
sosial masyarakat 100% 2,581,683,165 2,839,851,122

4.1

Penyelenggaraan Pemerintahan, 
Ketentraman dan Ketertiban 
Kecamatan Mergangsan Kec. Mergangsan Pengelolaan Data Monografi Kelurahan / Kecamatan 8 buku

Dukungan terhadap terwujudnya partisipasi 
masyarakat dalam bidang pemerintahan, 
keamanan dan ketertiban 100% 323,507,150 355,857,865 Sedang berjalan Kecamatan Mergangsan

Penguatan Kelembagaan dan pembinaan adm RT 
RW 278 org

Evaluasi Pembangunan Kelurahan 3 kel

Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 10 kali

Pengamanan Hari Raya/Hari Besar 14 hari
Monitoring Pengamanan Umum, operasi ketertiban 
dan sambang kampung 12 kali

Pembinaan Linmas 1 kali

Pembinaan PKL 1 kali

Pemilihan RT RW dan LPMK
278 RT RW 3 

LPMK
Monitoring dan Pembinaan pengurangan risiko 
bencana 4 kali

4.2

Penyelenggaraan Pelayanan, 
Informasi, dan Pengaduan Masyarakat 
Kecamatan Mergangsan Kec. Mergangsan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 5 jenis

Dukungan terhadap terwujudnya 
penjaringan aspirasi dan partisipasi 
masyarakat dalam bidang pelayanan 100% 89,752,415 98,727,656 Sedang berjalan Kecamatan Mergangsan

Pengelolaan Retribusi TPU Sasanalaya 26.000.000

Pengelolaan Retribusi Retribusi IMB = 3 ijin 1.206.000

Survey Kepuasan Masyarakat 1 kec. 3 kel

4.3

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan 
Budaya Masyarakat Kelurahan 
Brontokusuman Kec. Mergangsan Pelatihan kelompok masyarakat 10 kegiatan 100% 461,103,000 531,264,800 sedang berjalan Kecamatan Mergangsan

Penyuluhan, sosialisasi, sarasehan dan pembinaan 
masyarakat 8 kegiatan
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Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Gebyar Lansia 1 kegiatan

Gebyar PAUD dan pendidik PAUD 1 kegiatan

Pembinaan Jam Belajar Masyarakat (JBM) 1 kegiatan

Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI) 1 kegiatan
Pendampingan peningkatan pemberdayaan 
masyarakat kelurahan

7 organisasi 
kemasy kel

4.4

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan 
Budaya Masyarakat Kelurahan 
Keparakan Kec. Mergangsan Pelatihan kelompok masyarakat 10 kegiatan 100% 335,055,000 400,125,000 sedang berjalan Kecamatan Mergangsan

Sosialisasi, Penyuluhan, Sarasehan dan pembinaan 
masyarakat 10 kegiatan

Gebyar PAUD 1 kegiatan

Pembinaan Jam Belajar Masyarakat (JBM) 1 kegiatan

Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI) 1 kegiatan

Gebyar Lansia 1 kegiatan
Pendampingan peningkatan pemberdayaan 
masyarakat kelurahan

7 org kemasy 
kel

4.5

Pembinaan Ekonomi, Sosial dan 
Budaya Masyarakat Kelurahan 
Wirogunan Kec. Mergangsan Pelatihan kelompok masyarakat 8 kegiatan 100% 498,988,000 575,154,800 sedang berjalan Kecamatan Mergangsan

sosialisasi, Penyuluhan, Sarasehan dan pembinaan 
masyarakat. 11 kegiatan

Gebyar PAUD 1 kegiatan

Pembinaan Jam Belajar Masyarakat (JBM) 1 kegiatan

Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI) 1 kegiatan

Gebyar Lansia 1 kegiatan
Pendampingan peningkatan pemberdayaan 
masyarakat kelurahan

7 org kemasy 
kel

4.6
Pembinaan Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kecamatan Mergangsan Kec. Mergangsan Pembinaan dan pengarahan ketugasan TKPK 3 TKPK

Dukungan terhadap terwujudnya partisipasi 
masyarakat dalam bidang sosial budaya 100% 405,901,000 364,607,100 sedang berjalan Kecamatan Mergangsan

Monitoring Keluarga Miskin 1 kegiatan

Pelatihan pendidik PAUD 2 kegiatan
Pembinaan Kelurahan peserta lomba bidang 
kesehatan 1 kelurahan

Pemberdayaan dan pembinaan TP PKK 5 kegiatan

Pembinaan Kelurahan Siaga (KESI) 3 kelurahan

Pembinaan Olah Raga 2 kegiatan

Pemberdayaan organisasi kemasy tingkat kecamatan 5 kegiatan

Workshop pengembangan kesenian 1 kegiatan

Pentas Seni 1 kali

4.7

Penyelenggaraan Pembangunan 
Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 
Masyarakat Kecamatan Mergangsan Kec. Mergangsan Musrenbang Kecamatan dan kelurahan 8 dok

Dukungan terhadap terwujudnya partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan dan 
perekonomian. 100% 467,376,600 514,113,901 sedang berjalan Kecamatan Mergangsan

Informasi program dan kegiatan pembangunan 
kecamatan 70 buku

Penyusunan Profil Kelurahan Dan Kecamatan 6 buku

Pemeliharaan Jalan 1 paket

Pemeliharaan PJU 1 paket

Pemeliharaan Makam 1 makam

Jasa Konsultansi perencanaan 1 dok

Jasa konsultan pengawas 1 dok
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Penguatan kelembagaan Forkom UMKM dan Gelar 
produk UMKM 1 kegiatan

Pelatihan UMK 2 kegiatan

Pelatihan Karang Taruna 1 kegiatan

Pelatihan ketrampilan PKH 1 kegiatan

Pelatihan ekonomi PKK 2 kegiatan

3,433,869,151 3,777,256,065Total
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Kecamatan Mantrijeron

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat

Terwujudnya kelancaran 
administrasi, keuangan dan 
operasional perkantoran 100% 568,464,972 590,141,680

1.1
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi Kec. Mantrijeron Penyediaan makanan dan minuman 11 bulan

Dukungan terhadap kelancaran 
administrasi, keuangan dan 
operasional perkantoran 100% 121,670,000 136,044,090 Sedang berjalan Kec. Mantrijeron

Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke 
dalam dan luar daerah 2 jenis laporan

1.2
Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor Kec. Mantrijeron Jasa Piket Harian 360 oh

Dukungan terhadap kelancaran 
administrasi , keuangan dan 
operasional perkantoran 100% 351,816,300 357,504,281 sedang berjalan Kec. Mantrijeron

Alat tulis kantor yang tersedia 33 jenis

Komponen instalasi listrik / penerangan 
bangunan kantor yang tersedia 12 jenis

Materai 6000 & 3000 yang tersedia
425 lembar materai 6000 dan 1000 

lembar materai 3000
Bahan dan peralatan kebersihan yang 
tersedia 20 macam

Pemeliharaan APAR 4 jenis
Komponen bahan komputer & printer yang 
tersedia 2 jenis
Peralatan & perlengkapan kantor/rumah 
tangga yang tersedia 10 macam

Pembayaran telpon 12 bulan

Pembayaran listrik 12 bulan

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 2 jenis

pembayaran retribusi 3 jenis

STNK roda 4, 2 & 3 yang terbayar
1 unit kend. roda 4, 13 unit kend. roda 

2, 1 unit kend. roda 3

Jasa penggandaan & penjilidan 106.000 lbr & 77 buah

Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3 event

Jasa perbaikan peralatan kantor/kerja 6 jenis

1.3
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 
Perkantoran Kec. Mantrijeron

Dokumen administrasi penatausahaan 
keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan 
Akuntansi yang tersusun 4 dokumen

Dukungan terhadap kelancaran 
administrasi , keuangan dan 
operasional perkantoran 100% 94,978,672 96,593,309 Sedang berjalan Kec. Mantrijeron

dokumen administrasi kepegawaian yang 
terkelola 40 dokumen ASN

Jasa pengelola arsip 12 bulan

Jasa Tenaga Bantuan 12 bulan

2
Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat

Terwujudnya Sarana dan 
Prasarana Aparatur yang 
memadai 100% 163,645,900 156,180,080

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Gedung/Bangunan Kantor Kec. Mantrijeron

Jasa pemeliharaan gedung / bangunan 
kantor/tempat 4 paket

Dukungan terhadap peningkatan 
sarana dan prasarana aparatur yang 
mendukung kelancaran tugas dan 
fungsi OPD 100% 102,495,900 93,990,530 sedang berjalan Kec. Mantrijeron

Indikator Kinerja

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi
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Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional Kec. Mantrijeron

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 
dinas/operasional: a.roda 4 (empat); b.roda 
2 (dua); c. Roda 3 (tiga)

1 unit kend. roda 4, 13 unit kend. roda 
2, 1 unit kend. roda 3

Dukungan terhadap peningkatan 
sarana dan prasarana aparatur yang 
mendukung kelancaran tugas dan 
fungsi OPD 100% 61,150,000 62,189,550 sedang berjalan Kec. Mantrijeron

3

Program Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat

Terwujudnya peningkatan 
capaian kinerja dan keuangan 100% 34,860,000 35,452,620

3.1

Penyusunan Dokumen Perencanaan, 
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja 
SKPD Kec. Mantrijeron

Dokumen perencanaan, pengendalian dan 
penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, 
DPA) 5 dokumen

Tersedianya dokumen 
perencanaan, pengendalian dan 
pengganggaran tepat waktu 100% 34,860,000 35,452,620 Sedang berjalan Kec. Mantrijeron

Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan 
Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) 5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

4

Program Peningkatan Pelayanan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 
Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron

Terwujudnya peningkatan 
pelayanan dan Pemberdayaan 
masyarakat berbasis 
kewilayahan 100% 2,830,479,780 2,877,077,013

4.1

Penyelenggaraan Pemerintahan, 
Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 
Mantrijeron Kec. Mantrijeron Laporan Monografi 4 Laporan

Dukungan terhadap terwujudnya 
peningkatan pelayanan dan 
Pemberdayaan masyarakat 
berbasis kewilayahan 100% 320,238,800 339,215,062 Sedang berjalan Kec. Mantrijeron

Frekuensi Sosialisasi Kelembagaan RT/ 
RW 3 kali

Koordinasi Pemerintahan 1 dokumen

PAM hari raya dan Insidentil 5 hari raya

Pembinaan Penyakit Masyarakat 2 sub keg

KTB & KSB 3 Kelurahan
Pemilihan dan Pelantikan RT, RW dan 
LPMK 3 Kelurahan

Evaluasi Kelurahan 3 Kelurahan

4.2

Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan 
Pengaduan Masyarakat Kecamatan 
Mantrijeron

Pelayanan Administrasi di Kecamatan 
Mantrijeron 1 dokumen

Dukungan terhadap terwujudnya 
peningkatan pelayanan dan 
Pemberdayaan masyarakat 
berbasis kewilayahan 100% 147,411,080 148,404,789 Sedang berjalan Kec. Mantrijeron

Pengelolaan PATEN di Kecamatan 
Mantrijeron 1 dokumen
Pendataan Perizinan Kewenangan 
Kecamatan 1 dokumen
Pembinaan Perizinan Kewenangan 
Kecamatan 1 dokumen

4.3
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo Kec. Mantrijeron Penyulhn Gizi & Kesehatan Lansia 1 kali

Dukungan terhadap terwujudnya 
peningkatan pelayanan dan 
Pemberdayaan masyarakat 
berbasis kewilayahan 100% 340,281,600 389,852,305 Sedang berjalan Kec. Mantrijeron

Penyuluhan HIV/AIDS, Narkoba, 
Reproduksi remaja 2 kali

Gelar senam massal lansia 2 kali

Sosialisasi Pemanfaatan Kali Winongo 1 kali

Penyuluhan Kesehatan lingkungan 1 kali

Frekeuensi Sosialisasi SIP 1 kali

Lomba Olah raga Tradisional 3 kali

Penyuluhan simulasi Mitra keluarga 1 kali

Penyuluhan PSM 2 kali
Penyuluhan Manajemen Karang Taruna & 
PIK-R 2 kali
pelatihan Pembuatan Mural dan 
Pembersihan Vandalisme 3 kali
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Lomba permainan tradisional untuk anak 
PAUD 2 kali

Penyuluhan pemantapan paguyuban Seni 1 kali

Pelatihan siaga bencana 1 kali

Pelatihan Antawacana 2 kali

Pelatihan karawitan 2 kali

Pelat. pembuatan film untuk remaja 2 kali

Pelatihan pidato bahasa Jawa 2 kali

Pelatatihan Teater remaja & Anak 2 kali

Pelat. Bergodo Niti Manggolo 4 kali

Pelat. kesenian wayang Jemblung 2 kali

Pelatihan Tari 2 kali

Pelatihan sablon kaos 3 kali

Pelatihan Budidaya kelinci 2 kali
Pelatihan Budidaya ikan dan manajemen 
pemasaran 2 kali

Pelatihan Budidaya Toga 1 kali

Administrasi PKK 3 lembaga PKK

Kelurahan Siaga 1 kel

RPJMD Kelurahan 1 dokumen

TKPK 1 kel

JBM 1 kel

4.4
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan Kec. Mantrijeron

FGD Inovasi Cegah dan Berantas Demam 
Berdarah Dengue dan Cikungunya 
(Community Deals Inovasi PSN) 3 kali

Dukungan terhadap terwujudnya 
peningkatan pelayanan dan 
Pemberdayaan masyarakat 
berbasis kewilayahan 100% 299,319,300 347,431,913 Sedang berjalan Kec. Mantrijeron

Gebyar Lansia Tingkat Kelurahan 2 kali

Penyuluhan Penataan Rumah Sehat 1 kali
Pelatihan Kader Pemberdayaan 
Masyarakat Tingkat RW 3 kali

FGD Sinergitas Kelembagaan Kelurahan 3 kali

Pelatihan Kader Jumantik Anak 2 kali

Pelatihan Linmas 1 kali

sambang kamling 4 kali

Frekuensi Sosialisasi Advokasi 
Perempuan dan Anak berhadapan dengan 
Hukum 2 kali

Frekuensi Sosialisasi Undang-Undang ITE 
dan Etika Penggunaan Media Sosial 2 kali

Pelatihan Tim Kreatif Pawai Budaya 2 kali
Gelar Potensi Ekonomi Wilayah (SURYA 
EXPO 2018) 1 kegiatan
Pelatihan Pembuatan Profile UMKM 
Unggulan 2 kali
Pelatihan Perdagangan Elektronik (e-
commerce) 3 kali

Pelatihan Batik Jumputan 3 kali
Pelatihan Pengolahan Makanan Berbahan 
Dasar Ikan 2 kali
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Pelatihan Budidaya Tanaman Sayuran dan 
Toga dalam Pot 2 kali

Pelatihan Pengolahan Toga/Herbal 2 kali
Pelatihan Budidaya Sayuran dan Toga Di 
TPS Pugeran 2 kali

Administrasi PKK 3 lembaga PKK

Kelurahan Siaga 1 kel

RPJMD Kelurahan 1 dokumen

TKPK 1 kel

JBM 1 kel

4.5
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Mantrijeron Kec. Mantrijeron Penyuluhan Lansia 2 kali

Dukungan terhadap terwujudnya 
peningkatan pelayanan dan 
Pemberdayaan masyarakat 
berbasis kewilayahan 100% 318,976,000 366,588,837 Sedang berjalan Kec. Mantrijeron

Penyuluhan Kesehatan bagi Masyarakat 3 kali

Penyuluhan Keamanan pangan 2 kali

Frekuensi Sosialisasi Jumantik 2 kali

Gelar Senam Lansia 3 kali

Pelatihan Linmas 2 kali

Pelatihan Sim PKK 5 kali

Pelatihan IMP 2 kali

Pelatihan PSM 2 kali

Pelatihan Kader Yandu 2 kali

Penyuluhan kelompok Seni 1 kali

Pelatihan berbusana daerah 3 kali

Pelatihan MC berbahasa jawa 3 kali

Pelatihan Pengolahan Tanaman Herbal 3 kali

Pelatihan Tata Boga 3 kali

Pelatihan Tanaman Hidroponik 3 kali

Pelatihan Hantaran 3 kali

Pelatihan Sablon 3 kali

Pelatihan batik 3 kali

Administrasi PKK 3 lembaga PKK

Kelurahan Siaga 1 kel

RPJMD Kelurahan 1 dokumen

TKPK 1 kel

JBM 1 kel

4.6
Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 
Kecamatan Mantrijeron Kec. Mantrijeron Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk 3 Kelurahan

Dukungan terhadap terwujudnya 
peningkatan pelayanan dan 
Pemberdayaan masyarakat 
berbasis kewilayahan 100% 402,119,500 262,957,554 Sedang berjalan Kec. Mantrijeron

TKPK 3 Kelurahan

Monitoring Evaluasi Bantuan Warga Miskin 3 Kelurahan

Pembinaan PKK 7 Sub Kegiatan

Pembinaan Karang Taruna 2 Sub Kegiatan

Pembinaan Seni dan Budaya 3 kegiatan
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4.7

Penyelenggaran Pembangunan Wilayah dan 
Pembinaan Perekonomian Masyarakat 
Kecamatan Mantrijeron Kec. Mantrijeron Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan 1 paket

Dukungan terhadap terwujudnya 
peningkatan pelayanan dan 
Pemberdayaan masyarakat 
berbasis kewilayahan 100% 1,002,133,500 1,022,626,553 Sedang berjalan Kec. Mantrijeron

Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH) 1 paket

Pemeliharaan Fasilitas Umum 1 paket

Pemeliharaan Makam Sarilaya 1 paket
Pembuatan Sumur Peresapan Air Hujan 
(SPAH) 1 paket
Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 
(PJU) Kampung 1 paket

Penyelenggaraan kegiatan pembangunan 2 keg
Dokumen Musrenbang Kecamatan dan 
Kelurahan 4 dokumen
Buku Informasi Program dan Kegiatan 
Pembangunan Kecamatan Mantrijeron 130 exp
Penyusunan Profil Kecamatan dan 
Kelurahan 3 kel

Pembinaan UMKM 4 keg

Pembinaan Ekonomi Wilayah 2 keg

Pembinaan PK5 4 kali

Pembinaan Pondokan 24 kali

3,597,450,652 3,658,851,393Total
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Kecamatan Wirobrajan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah meningkat

Terwujudnya kelancaran 
administrasi, keuangan 
operasional perkantoran 100% 764,913,882 803,159,576

1.1
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi Kec. Wirobrajan Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 24 kali 190,407,500 199,927,875 sedang berjalan Kec. Wirobrajan

Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 41 orang x 11 bulan
Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar 
daerah 44 laporan

1.2
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor Kec. Wirobrajan Materai 6000 yang tersedia 1500 bh

Dukungan terhadap kelancaran 
administrasi, keuangan dan 
operasional perkantoran 100% 389,216,700 408,677,535 sedang berjalan Kec. Wirobrajan

Materai 3000 yang tersedia 900 bh

STNK Roda 4 yang terbayar 1 unit

STNK Roda 2 yang terbayar 13 unit

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 7 jenis

Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan

Jasa Percetakan 1 jenis

Jasa Penggandaan 107.000 lbr
Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan 
kantor yang tersedia 9 jenis

Jasa Pembayaran Telepon 12 bulan

Jasa Bantuan Komunikasi 12 bulan

Jasa Pembayaran Air 12 bulan

Pembayaran Listrik 12 bulan

Bahan Bacaaan / surat kabar yang tersedia 4 jenis x 12 bulan

Peraturan peundang-undangan yang tersedia 5 jenis

Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3 jenis
Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang 
tersedia 6 jenis
Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 
kantor 20 kali
Peralatan rumah tangga yang tersedia Jasa 
Pemeliharaan taman 5 jenis

Jasa Pemeliharaan Taman 12 bulan

Jasa Piket Pengamanan Kantor 12 bulan

1.3
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 
Perkantoran Kec. Wirobrajan

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : 
SPP, SPM, SPJ dan laporan Akuntansi yang 
tersusun 4 jenis x 12 bulan

Dukungan terhadap kelancaran 
administrasi, keuangan dan 
operasional perkantoran 100% 185,289,682 194,554,166 sedang berjalan Kec. Wirobrajan

Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola 50 dokumen ASN

Jasa Penata laksana kepegawaian 1 orang x 12 bulan

Jasa Tenaga Bantuan 4 orang x 12 bulan

Jasa tenaga kearsipan 1 orang x 12 bulan

2
Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah meningkat

Terwujudnya Pemeliharaan 
Sarana dan Prasarana Aparatur 
yang memadai 100% 84,028,000 88,229,400

Indikator Kinerja

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi
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2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Gedung/Bangunan Kantor Kec. Wirobrajan

Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor / 
tempat 4 jenis

Dukungan terhadap peningkatan 
Sarana dan prasana aparatur yang 
mendukung kelancaran tugas dan 
fungsi SKPD 100% 12,200,000 12,810,000 sedang berjalan Kec. Wirobrajan

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional Kec. Wirobrajan

Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / 
operasional Roda 4 (empat) 1 unit

Dukungan terhadap peningkatan 
Sarana dan prasaran aparatur yang 
mendukung kelancaran tugas dan 
fungsi SKPD 100% 71,828,000 75,419,400 sedang berjalan Kec. Wirobrajan

Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / 
operasional Roda 3 (tiga) 1 unit
Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / 
operasional Roda 2 (dua) 13 unit

3

Program Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah meningkat

Terwujudnya peningkatan 
capaian kinerja dan keuangan 100% 39,006,280 40,956,594

3.1

Penyusunan Dokumen Perencanaan, 
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja 
SKPD Kec. Wirobrajan

Dokumen perencanaan, pengendalian dan 
penganggaran ( Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaa , 
pengendalian dan penganggaran 39,006,280 40,956,594 sedang berjalan Kec. Wirobrajan

Laporan kinerja SKPD; LAKIP, Laporan keuangan 
dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun 5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD

4

Program Peningkatan Pelayanan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 
Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan

Meningkatnya kepuasan layanan 
masyarakat dari 81,5% menjadi 
82,5 % 100% 2,727,770,424 2,864,158,945

4.1
Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman 
dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan Kec. Wirobrajan Pelatihan Penanggulangan Bencana KTB 3 kel 369,510,000 387,985,500 sedang berjalan Kec. Wirobrajan

Sosialisasi Pondokan 90 orang

Penyuluhan Jagawarga 60 orang

Sosialisasi Pekat bagi generasi Muda 65 orang x 3 kali

Penyuluhan Linmas 45 orang x 3 kali

Penyusunan Data Monografi 8 buku

Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan RT dan RW 165 RT dan 34 RW

Evaluasi Kelurahan 15 orang x 5 kali

Verifikasi & Distribusi E-KTP 3 kel

Pemilihan dan pengukuhan RT, RW dan LPMK 3 kel

Pelaksana Optimalisasi Ketertiban 11 bulan

Piket Non PNS (keagamaan, hari raya dan sosial) 17 hari

Sosialisasi Kampung Panca Tertib 45 orang x 3 kali

Penyuluhan PK5 90 orang

Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 38 buah

Operasi vandal dll 130 keg

Rapat Tim E-KTP 4 kali

Rapat Optimalisasi Ketertiban PKL 22 kali

Rapat Optimalisasi Ketertiban spanduk 22 kali

Rapat Optimalisasi Ketertiban Pondokan 22 kali

Rapat Optimalisasi Ketertiban Vandalisme 22 kali

Rapat Penyelenggaraan Sambang Kampung 22 kali
Rapat Forum Komunikasi penyelenggaraan 
Pemerintahan tk. Kec 11 bulan

Rapat Forum Kemitraan Polisi Masyarakat 4 kali

Rapat PAM Hari besar 5 kali
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4.2

Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan 
Pengaduan Masyarakat Kecamatan 
Wirobrajan Kec. Wirobrajan Sosialisasi Ijin Usaha Mikro 50 orang x 2

Meningkatnya kepuasan layanan 
masyarakat 100% 89,150,244 93,607,756 sedang berjalan Kec. Wirobrajan

Sosialisasi IMB dan HO 40 orang x 2

Pelayanan Paten 4 orang

Pelayanan Terpadu 10 orang

Sosialisasi masalah makam Pracimalaya 30 orang x 2

4.3
Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 
Kecamatan Wirobrajan Kec. Wirobrajan Penyuluhan Pendidikan Kewirausahaan 1 kali

Meningkatnya swadaya Masyarakat 
Kec. WB 100% 436,492,520 346,712,646 sedang berjalan Kec. Wirobrajan

Sosialisasi Hatinya PKK 1 kali

Sosialisasi Gemar Makan Ikan 1 kali

Pembinaan Administrasi Pokja IV 1 kali

Sosialisasi Jenis dan Bahaya Penyakit Menular 1 kali

Penyuluhan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak 1 kali
Sosialisasi Menu Gizi Sederhana dan Seimbang Bagi 
Balita 1 kali
Pembinaan Administrasi UP2K se-Kecamatan 
Wirobrajan 1 kali

Pelaksanaan KKG PKK, KB KES 1 kali
Sosialisasi Pengelolaan Keuangan TP PKK kec, Kel 
dan PKK RW 1 kali

Sosialisasi Kerukunan Antar Umat Beragama 1 kali

Sosialisasi Sadar Bela Negara 1 kali

Sosialisasi Kawasan Bebas Tanpa Asap Rokok 3 kali/ 3 kelurahan

Deklarasi Kawasan Bebas Tanpa Asap Rokok 3 kali/ 3 kelurahan

Sosialisasi Kelompok KB Pria 1 kali

Sosialisasi Posyandu Remaja 1 kali
Sosialisasi Gerakan Perlindungan Anak dan 
Perempuan 1 kali

Sosialisasi Kegiatan PKBN (Simulasi) 1 kali

Sosialisasi Penguatan Kelembagaan TKPK 1 kali

Sarasehan Lanjut Usia 1 kali

Sarasehan PSM 1 kali

Sosialisasi STBM 1 kali

Orientasi Kepalang Merahan 1 kali

Pembinaan Kelembagaan Forum Masyarakat Sehat 1 kali

Rakor FPKK Kecamatan Wirobrajan 12 kali

Rakor FK PAUD 4 kali

Rapat Komisi Lansia 4 kali

Rapat PSM 3 kali

Rapat Forum Kecamatan Sehat 3 kali

Rapat PMI 2 kali

Rapat GOP TKI 3 kali

Rapat Rumongso 2 kali

Rapat FORMI 2 kali

Rapat Pembinaan Seni Tk Kecamatan 4 kali

Rapat Persiapan Lomba Kesenian 4 kali

Rakor Tim Pangan Gizi 2 kali
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Rakor Tim Pembina UKS se Kec. Wirobrajan 2 kali

Senam Massal Hari Ibu 1 kali

Pelatihan Budi Daya Jamur Konsumsi 1 kali
Pelatihan Ketrampilan dari Bahan Bekas Tak 
Terpakai 1 kali
Pelatihan Budidaya Tanaman Komoditas (Sayuran) 
Pada Lahan Sempit 1 kali

Pelatihan Gamelan 12 kali

Pelatihan Senam Perwosi 1 kali

Pelatihan STBM 1 kali

Desiminasi STBM 1 kali

Pelatihan Petugas Pemantau Jentik 1 kali

Pelatihan Kepemimpinan Kader Perempuan 3 kali/ 3 kel

TKPK 1 kali

Fasilitasi Lomba Paduan Suara 10 kali

Fasilitasi Lomba Tumpeng 10 kali

Fasilitasi Lomba Yel-yel 2 kali

Fasilitasi Lomba Memasak 5 kali

Fasilitasi Lomba Senam 6 kali

Fasilitasi Lomba Kesenian 4 kali
Penyuluhan dan pembekalan spiritual untuk kaum 
muda 1 kali

Sosialisasi PKBM Rangsang Imojoyo 1 kali

4.4
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Pakuncen Kel. Pakuncen Rapat TKPK Kel. Pakuncen 8 kali

Meningkatnya swadaya Masyarakat 
Kel. Pakuncen 100% 235,487,500 284,463,375 sedang berjalan Kec. Wirobrajan

Pentas Seni HUT Kota 1 kali

Pawai Budaya 1 kali

Operasional JBM (Jam Belajar Masyarakat) 12 RW

Operasional Kelurahan Siaga 50 orang

PKK 1 kel
Pelatihan Tanaman hidroponik dan organik untuk 
ketahanan pangan 2 hari

Pelatihan Kreasi Batik Jumputan 2 hari
Pelatihan Administrasi TP-PKK Kelurahan (Pokja I 
s/d IV) 1 kali

Pelatihan Pemanfaatan kain perca 2 hari

Gebyar PAUD 1 kali
Penyuluhan Bhineka Tunggal Ika dan Penyelesaian 
konflik sosial wilayah 1 kali

Pelatihan Satgaslinmas Siaga Bencana 1 kali

Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan Ramah Anak 1 kali

Pelatihan Publik Speaking untuk Anak / Remaja 1 kali

Penyuluhan KTB 1 kali

Sosialisasi Hidup sehat 1 kali

Penyuluhan Seni Karawitan 1 kali

Pelatihan Bank Sampah dan Kampung hijau 1 kali

Fasilitasi latihan Senam 6 kali

Rapat Karang Taruna 1 kali

Rapat Jagawarga 2 kali
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Rapat FKPM 2 kali

Sambang Poskamling 3 kali

Rapat Linmas 1 kali

Rapat Kelurahan Ramah Anak 2 kali

Rapat Forum Anak Kelurahan Pakuncen 2 kali

Rapat KTB Pakuncen 1 kali

Rapat Komisi Lansia 2 kali

Rapat Forum Prolanis 1 kali

Rapat PSM 1 kali

Rapat IKPSM 1 kali

Rapat dengan tokoh agama 6 kali

Gerakan bersih masjid menyongsong Ramadhan 1 kali

Rapat Paguyuban kesenian 2 kali

Fasilitasi latihan Karawitan 10 kali

Fasilitasi sesaroh Basa Jawa 10 kali

Fasilitasi latihan paduan suara Pakuncen 10 kali

Rapat RW Siaga 2 kali

Pembinaan Administrasi Kesi 2 kali

Rapat Bank Sampah 2 kali

4.5
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Wirobrajan Kel. Wirobrajan Rapat TKPK Kel. WB 8 kali

Meningkatnya swadaya Masyarakat 
Kel. Wirobrajan 100% 189,617,000 236,299,350 sedang berjalan Kec. Wirobrajan

Pentas Seni HUT Kota 1 kali

Pawai Budaya 1 kali

Operasional JBM (Jam Belajar Masyarakat) 12 RW

Operasional Kelurahan Siaga 50 orang

Pembinaan Karang Taruna 40 orang

PKK 1 kel

Pelatihan menjahit 20 orang

Pelatihan berkebun dilahan sempit 30 orang

Sosialisasi manajemen keuangan dan modal usaha 20 orang

Penyuluhan Posyadu balita 30 orang

Pemantauan PHBS untuk masyarakat 30 orang

Pelatihan MC bahasa jawa 30 orang

Sosialisasi bahaya miras dan narkoba 30 orang

Pelatihan membuat bunga / bros dari Ackrilic 30 orang

Pelatihan administrasi yandu lansia 30 orang

Pelatihan administrasi yandu balita 30 orang

Pelatihan Simulasi yandu balita 30 orang

Rapat Paguyuban PAUD (40 org x 2 sidang) 40 x 2 kali

Rapat Koordinasi Kesenian (40 org x 3 sidang) 40 x 3 kali

IK-PSM (40 org x 2 sidang) 40 x 2 kali

Pembinaan Lansia (40 org x 3 sidang) 40 x 3 kali

Rapat Koordinasi Raskin Kel. WB (40org x 1sidang) 40 x 1 kali

Rapat Koordinasi LPMK(40 org x 3sidang) 40 x 3 kali
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Rapat Koordinasi Bimbingan sosial PSM (40 org x 
2sidang) 40 x 2 kali

4.6
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan

Kel. 
Patangpuluhan

Pelatihan Tabulapot, Pembasmian Hama dan 
Pengelolaan Sampah 1 kali

Meningkatnya Swadaya Masyarakat 
Kel. Patangpuluhan 100% 190,100,060 236,806,563 sedang berjalan Kec. Wirobrajan

Budidaya Tanaman Hias Dan Tanaman Hidroponik 1 kali

Pelatihan Penanganan Keamanan Dan Ketertiban 1 kali
Pelatihan Ngrukti / Pemularasan Jenazah Khusus 
Wanita 1 kali
Penyuluhan Kesehatan, Kenakalan Remaja Dan 
Pemuda 30 orang
Pelatihan Pembinaan Karang Taruna Kel. 
Patangpuluhan 30 orang
Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Perempuan Dan 
Aanak 40 orang

Pelatihan Administrasi UP2K 40 orang

Pelatihan Budidaya Semut Rangrang 30 oorang

Kelurahan Siaga 2 kali

Pentas seni 1 kali

TKPK 15 orang

Operasional JBM 10 RW

Sosialisasi JBM 60 orang
Pembinaan Anak Usia Dini Dalam Kegiatan 
Parenting 30 orang

PKK 30 orang

Gebyar PAUD 150 orang

Rapat Koordinasi Kesenian (40 org x 2 sidang) 40 x 2 kali

IK-PSM (50 org x 2 sidang) 50 x 2 kali

Pembinaan Lansia (40 org x 4 sidang) 40 x 4 kali

Rapat Koordinasi Raskin Kel. PTP (40org x 1sidang) 40 x 4 kali

Rapat Koordinasi Karang Taruna (40 org x 1sidang) 40 x 1 kali
Rapat Koordinasi Bimbingan sosial PSM (50 org x 
2sidang) 50 x 2 kali

Pembinaan Senam Lansia ( 60orang x 11sidang ) 60 x 11 kali

Pembinaan Instruktur Senam ( 20 org x 11 sidang ) 20 x 11 kali

Pawai Budaya 1 kali

4.7

Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 
Pembinaan Perekonomian Masyarakat 
Kecamatan Wirobrajan Kec. Wirobrajan Pelatihan manajemen kewirausahaan 30 orang 1,217,413,100 1,278,283,755 sedang berjalan Kec. Wirobrajan

Pelatihan cukur rambut 30 orang

Pelatihan budidaya belut 30 orang

Pelatihan kerajinan limbah kaca 30 orang

Pelatihan teknisi HP 30 orang

Pasar rakyat 90 orang

Pemetakan UMKM 3 kel

Pengelolaan kios UMKM 6 bulan

Musrenbang 3 bulan

Penyusunan informasi Program & Kegiatan 6 bulan

Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan 1 paket
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Pemeliharaan Saluran Air Hujan 1 paket

Pemeliharaan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) 1 paket
Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Kamling, Balai 
RW, TK, PAUD & MCK Umum. 1 paket
Pembangunan & Pemeliharaan Talud, Jalan 
Inspeksi, Pagar besi tepi Sungai 1 paket
Pembangunan dan Pemeliharaan Ruang terbuka 
hijau 1 paket

Pembangunan & Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 1 paket

Pemeliharaan Makam Umum 1 paket

Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 99 titik

3,615,718,586 3,796,504,515Total
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Kecamatan Ngampilan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Terwujudnya kelembagaan 
dan ketatalaksanaan 
pemerintah daerah yang 
berkualitas

Terwujudnya kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 672,103,583 739,313,941

1.1
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi Kec. Ngampilan Makanan dan minuman yang tersedia untuk koordinasi 11 bulan

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 74,656,000 82,121,600 Sedang berjalan Kec. Ngampilan

Makanan dan minuman yang tersedia untuk pegawai 55 orang

1.2
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor Kec. Ngampilan Kebersihan kantor Kecamatan dan Kelurahan 1 paket

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 465,760,850 512,336,935 Sedang berjalan Kec. Ngampilan

Jasa keamanan kantor yang tercukupi 12 bulan

ATK Kantor yang tersedia 43 jenis

Komponen alat listrik dan elektronik kantor yang tersedia 12 jenis

Meterai yang tersedia 2 jenis

Bahan komputer/printer yang tersedia 8 jenis
Bahan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga Kecamatan yang 
tersedia 20 jenis

Sumber daya telepon yang tersedia 3 lokasi

Bantuan komunikasi camat dan lurah 12 bulan

Sumber daya air yang tersedia 2 lokasi

Sumber daya listrik yang tersedia 3 lokasi

Surat kabar yang tersedia 2 jenis

Retribusi Kebersihan yang tercukupi 3 lokasi

STNK roda 4, roda 3, roda 2 yang terbayar 13 unit

Jasa cetak dan penggandaan yang terlaksana dengan baik 2 kegiatan

Jasa sewa yang tercukupi 2 jenis

Jasa Pemeliharaan Peralatan/perlengkapan Kantor 2 kegiatan

1.3
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 
Perkantoran Kec. Ngampilan

Dokumen Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, 
SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun 5 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 131,686,733 144,855,406 Sedang berjalan Kec. Ngampilan

Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola 30 dok ASN

Arsip kantor yang tersusun dengan baik 12 bulan

Jasa Tenaga Bantuan yang tersedia 3 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur

Kinerja aparatur dan 
birokrasi

Terwujudnya kelembagaan 
dan ketatalaksanaan 
pemerintah daerah yang 
berkualitas

Terwujudnya pemeliharaan sarana dan 
prasarana aparatur 100% 259,001,000 292,188,600

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Gedung/Bangunan Kantor Kec. Ngampilan Gedung yang terpelihara 4 gedung kantor

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi SKPD 100% 203,276,000 227,907,108 Sedang berjalan Kec. Ngampilan

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional Kec. Ngampilan

Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara Kendaraan 
Roda 4 yang terawat 1 unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung kelancaran 
tugas dan fungsi SKPD 100% 55,725,000 64,281,492 Sedang berjalan Kec. Ngampilan

Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara Kendaraan 
Roda 3 yang terawat 1 unit

Indikator Kinerja

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi
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Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara Kendaraan 
Roda 2 yang terawat 11 unit

3

Program Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan

Kinerja aparatur dan 
birokrasi

Terwujudnya kelembagaan 
dan ketatalaksanaan 
pemerintah daerah yang 
berkualitas

Terwujudnya peningkatan 
pengembangan sistem pelaporan 
Capaian Kinerja dan keuangan 100% 40,112,000 44,123,200

3.1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kec. Ngampilan

Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran 
(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, target fisik dan keuangan) 
yang tersusun dengan baik 7 dokumen

Dukungan terhadap penatausahaan keuangan 
dan manajemen pencapaian kinerja program 
yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi 
SKPD 100% 40,112,000 44,123,200 Sedang berjalan Kec. Ngampilan

Laporan Kinerja OPD : LKIP,Laporan Keuangan dan Fisik, 
SKM, SPIP, Profil yang tersusun dengan baik 5 jenis

4

Program Peningkatan Pelayanan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 
Kewilayahan Kecamatan Ngampilan

Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg 
dilaksanakan dengan baik 100% 1,549,877,969 1,697,578,266

4.1

Penyelenggaraan Pemerintahan, 
Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 
Ngampilan Kec. Ngampilan Sosialisasi adm RT/RW 1 kegiatan Terselenggaranya Sosialisasi adm RT/RW 100% 233,330,640 258,115,704 Sedang berjalan Kec. Ngampilan

Penyusunan Monografi Kec. & Kel. 3 dokumen
Terselenggaranya Penyusunan Monografi Kec. & 
Kel. 100%

Evaluasi Kelurahan 1 kegiatan Terselenggaranya Evaluasi Kelurahan 100%

Pelatihan Pengamanan Wilayah 1 kegiatan
Terselenggaranya Pelatihan Pengamanan 
Wilayah 100%

Rakordasi bidang PKKU 12 bulan Terselenggaranya Rakordasi bidang PKKU 100%

Sosialisasi Tata Tertib PKL 12 bulan Terselenggaranya Sosialisasi Tata Tertib PKL 100%

Pelatihan Penanggulangan bencana 1 kegiatan
Terselenggaranya Pelatihan Penanggulangan 
bencana 100%

Pemilihan RT, RW dan LPMK 1 kegiatan Terselenggaranya Pemilihan RT, RW dan LPMK 100%

Lomba ketertiban antar RW 1 kegiatan Terselenggaranya Lomba ketertiban antar RW 100%

Pengamanan Wilayah 12 bulan Terselenggaranya Pengamanan Wilayah 100%

4.2

Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, 
dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan 
Ngampilan Kec. Ngampilan Terselenggaranya PATEN 1 kegiatan Terlaksananya PATEN 100% 65,162,499 71,678,749 Sedang berjalan Kec. Ngampilan

Verifikasi dan distribusi E-KTP 1 jenis layanan Terlaksananya Verifikasi dan distribusi E-KTP 100%

Verifikasi dan Penerbitan Perizinan 5 jenis layanan
Terlaksananya Verifikasi dan Penerbitan 
Perizinan 100%

Sosialisasi Perijinan 1 kegiatan Terselenggaranya Sosialisasi Perijinan 100%

Sosialisasi Adminduk 1 kegiatan Terselenggaranya Sosialisasi Adminduk 100%

4.3
Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 
Kecamatan Ngampilan Kec. Ngampilan Pendampingan sosial budaya kecamatan ngampilan 10 bulan Terciptanya Sosial Budaya masyarakat 100% 299,088,400 292,359,540 Sedang berjalan Kec. Ngampilan

monev sosial budaya kecamatan ngampilan 10 bulan

terwujudnya peningkatan sosial budaya 
masyarakat Kecamatan Ngampilan yang semakin 
baik 100%

Koordinasi TKPK 12 bulan Terlaksananya koordinasi TKPK 100%

monev bantuan warga miskin 10 bulan Terlaksananya monev bantuan warga miskin 100%

Sosialisasi Lansia 1 bulan Terlaksananya sosialisasi lansia 100%

Gebyar PAUD 1 bulan Terlaksananya Gebyar PAUD 100%

Lomba Paduan suara antar TK 1 keg Terlaksananya lomba paduan suara anatar TK 100%

Latihan kepemimpinan pemuda 1 keg Terlaksananya latihan kepemimpinan pemuda 100%

Sosialisasi wahana kesejahteraan sosial berbasis 
kemasyarakatan 1 keg

Terlaksananya sosialisasi wahana kesejahteraaan 
sosial berbasis kewilayahan 100%
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Pelatihan Pembuatan APE bagi PAUD 1 keg
Terlaksananya pealtihan pembuatan APE bagi 
PAUD 100%

Sosialisasi PMKS 1 keg Terlaksananya sosialisasi PMKS 100%

Pelatihan Tari 1 keg Terlaksananya pelatihan tari 100%

Pelatihan kethoprak 1 keg Terlaksananya pealtihan ketoprak 100%

Lomba gerak jalan 1 keg Terlaksananya lomba gerak jalan 100%

Sosialisasi penyakit HIV untuk remaja 1 keg
Terlaksananya sosialisasi penyakit HIV untu 
kremaja 100%

Gelar Pentas Budaya 1 keg Terlaksananya gelar pentas budaya 100%

Pawai Budaya 1 keg Terselenggaranya Pawai Budaya 100%

Monev JBM 10 bulan Terlaksananya monev JBM 100%

Monev Kesi 10 bulan Terlaksananya Monev kesi 100%

Pembinaan Penggerak PKK 12 bulan Terlaksananya Pembinaan Penggerak PKK 100%

Rakor Pemberdayaan Kecamatan 12 bulan Terlaksananya Rakor Pemberdayaan Kecamatan 100%

4.4
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Ngampilan Kel. Ngampilan Pendampingan pembinaan eksosbud 12 bulan Terselenggaranya pembinaan eksosbud 100% 288,363,380 348,470,518 Sedang berjalan Kec. Ngampilan

Pelaksanaan Gerbangmas (JBM) 13 RW Terselenggaranya JBM 100%

Operasional Kelembagaan PKK Kel. 1 klpmk
Terselenggaranya Operasional Kelembagaan 
PKK Kel. 100%

Bintek Pengurus RW siaga 1 klpmk Terselenggaranya bintek RW siaga 100%
Pelatihan pembuatan makanan /jajanan pasar bagi warga 
miskin 1 Keg

Terselenggaranya Pelatihan pembuatan makanan 
/jajanan pasar bagi warga miskin 100%

Penyusunan RPJMD Kelurahan 1 Keg
Terselenggaranya Penyusunan RPJMD 
Kelurahan 100%

Rakordasi Kewilayahan 12 bulan Terselenggaranya Rakordasi Kewilayahan 100%

Gebyar Lansia Kel. Ngampilan 100 orang Terselenggaranya Gebyar Lansia Kel. Ngampilan 100%

Karnaval Potensi Kelurahan Ngampilan 250 warga
Terselenggaranya Karnaval Potensi Kelurahan 
Ngampilan 100%

Senam Massal Kelurahan 60 warga Terselenggaranya Senam Massal Kelurahan 100%

Penyuluhan Kadarkum 25 orang Terselenggaranya Penyuluhan Kadarkum 100%

Sosialisasi Pembentukan Kampung Wisata 20 warga
Terselenggaranya Sosialisasi Pembentukan 
Kampung Wisata 100%

Sosialisasi Keterpaduan BKB, Paud, SDIDTKA 60 warga
Terselenggaranya Sosialisasi Keterpaduan BKB, 
Paud, SDIDTKA 100%

Pelatihan PPGD Lansia 50 warga Terselenggaranya Pelatihan PPGD Lansia 100%

Pelatihan Kader KB 70 warga Terselenggaranya Pelatihan Kader KB 100%

Pelatihan Karawitan 40 warga Terselenggaranya Pelatihan Karawitan 100%

Pelatihan Potong Rambut putra putri 30 warga
Terselenggaranya Pelatihan Potong Rambut 
putra putri 100%

Pelatihan Batik canting dan jumputan 30 warga
Terselenggaranya Pelatihan Batik canting dan 
jumputan 100%

Pelatihan aneka masakan dari Ikan 30 warga
Terselenggaranya Pelatihan aneka masakan dari 
Ikan 100%

Pelatihan Aneka rajutan dari benang 30 warga
Terselenggaranya Pelatihan Aneka rajutan dari 
benang 100%

Pelatihan menu olahan sehat untuk remaja putri 40 warga
Terselenggaranya Pelatihan menu olahan sehat 
untuk remaja putri 100%

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 100 warga
Terselenggaranya Sosialisasi Wawasan 
Kebangsaan 100%

KESI 1 Keg Terlaksananya KESI 100%

Operasional Kelembagaan PKK RT/RW 83 Klmpk
Terselenggaranya Operasional Kelembagaan 
PKK RT/RW 100%
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4.5
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Notoprajan Kel. Notoprajan

Pembinaan Peningkatan ekonomi sosila budaya 
masyarakat 12 Bulan

Terselenggaranya Pendampingan Peningkatan 
Ekonomi Sosial Budaya 100% 221,757,000 282,863,900 Sedang berjalan Kec. Ngampilan

Pelatihan pengisian raport keluarga bagi pemegang JPS 2 kegiatan
Terselenggaranya Pelatihan Raport Keluarga 
Bagi Pemegang JPS 100%

Operasional administrasi PKK 10 bulan Terselenggaranya Operasional Administrasi PKK 100%

Operasional JBM 8 kegiatan Terselenggaranya Operasional JBM 100%

Penyusunan RPJMD 1 kegiatan Terselenggaranya Penyusunan RPJMD 100%

Operasional kelurahan siaga 10 bulan Terselenggaranya Operasional Kelurahan Siaga 100%

Rapat koordinasi kewilayahan 12 Bulan Terselenggaranya Rapat Koordinasi 100%

Bimtek pendidik SPS PAUD 1 kegiatan Terselenggaranya Bimtek Pendidik SPS PAUD 100%

Bimtek KP Ibu 1 kegiatan Terselenggaranya Bimtek KP Ibu 100%

Pelatihan kader BKB, SDIDTK, PAUD di posyandu balita 1 kegiatan
Terselenggaranya Pelatihan Kader BKB, 
SDIDTK, PAUD di Posyandu Balita 100%

Pelatihan publik speaking 1 kegiatan Terselenggaranya Pelatihan Publik Speaking 100%

Sosialisasi wawasan Kebangsaan 1 kegiatan
Terselenggaranya Sosialisasi Wawasan 
Kebangsaan 100%

Pelatihan Kewirausahaan 1 kegiatan Terselenggaranya Pelatihan kewirausahaan 100%

Pelatihan kader posyandu lansia 1 kegiatan
Terselenggaranya Pelatihan kader Posyandu 
Lansia 100%

Bintek kader IPSM 1 kegiatan Terselenggaranya Bimtek Kader IPSM 100%

Senam Massal 1 kegiatan Terselenggaranya Senam Massal 100%

Sosialisasi penanggulangan NAPZA 1 kegiatan
Terselenggaranya Sosialisasi Penaggulangan 
NAPZA 100%

Sosialisasi tanaman toga dan sayuran 1 kegiatan
Terselenggaranya Sosialisasi tanaman TOGA 
dan sayuran 100%

Pembentukan RW siaga 1 kegiatan Terselenggaranya Pembentukan RW siaga 100%

Pelatihan budi daya tanaman hias 1 kegiatan
Terselenggaranya Pelatihan budidaya tanaman 
hias 100%

Pelatihan menghias hantaran nikah 1 kegiatan
Terselenggaranya Pelatihan menghias hantaran 
nikah 100%

pelatihan jelly art 1 kegiatan Terselenggaranya Pelatihan Jelly Art 100%

pelatihan tata rias 1 kegiatan Terselenggaranya Pelatihan rias wajah 100%

pelatihan packaging 1 kegiatan Terselenggaranya Pelatihan Packaging 100%

workshop penumbuhan wirausaha muda mandiri 1 kegiatan
Terselenggaranya Workshop Penumbuhan 
Wirausaha Muda Mandiri 100%

4.6

Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah 
dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat 
Kecamatan Ngampilan Kec. Ngampilan monev pondokan 1 kegiatan Terselenggaranya Monev Pondokan 100% 442,176,050 444,089,855 Sedang berjalan Kec. Ngampilan

pelatihan manajemen UMKM 1 kegiatan Terselenggaranya Pelatihan Manajemen UMKM 100%

sosialisasi penataan PKL 6 kali Terselenggaranya Sosialisasi Penataan PKL 100%

gelar potensi UMKM 1 kegiatan Terselenggaranya Gelar Potensi UMKM 100%

musyawarah perencanaan pembangunan 3 dokumen
Terselenggaranya Musyawarah perencanaan 
Pembangunan 100%

penyusunan informasi program dan kegiatan pembangunan 1 kegiatan
Terselenggaranya Penyusunan Informasi 
Program dan Kegiatan Pembangunan 100%

sosialisasi teknik musrenbang 1 kegiatan Terselenggaranya Sosialisasi Teknis Musrenbang 100%

penyusunan profil kecamatan dan kelurahan 3 dokumen
Terselenggaranya Penyusunan Profil Kecamatan 
dan Kelurahan 100%

Pendampingan kegiatan fisik wilayah 10 bulan
Terselenggaranya Pendampingan Keg Fisik 
Wilayah 100%

Pemeliharaan Konblok Kecamatan Ngampilan 1 paket
Terselenggaranya Pemeliharaan Konblok 
Kecamatan Ngampilan 100%
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pemeliharaan PJU 1 paket Terselenggaranya Pemeliharaan PJU 100%

Pemeliharaan SAH Kel. Notoprajan 1 paket
Terselenggaranya Pemeliharaan SAH Kel. 
Notoprajan 100%

2,521,094,552 2,773,204,007Total
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Kecamatan Pakualaman

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah 
meningkat

Terwujudnya Kelancaran 
administrasi, keuangan dan 
operasional perkantoran 100% 500,784,331 550,862,765

1.1
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi Kec. PA Makan minum rapat yang tersedia untuk pegawai 43 orang

dukungan terhadap kelancaran 
administrasi, keuangan dan operasional 
perkantoran 100% 77,232,000 84,955,200 Sedang berjalan

Kecamatan 
Pakualaman

Makan minum rapat yang tersedia untuk koordinasi 108 kali

Makan minum rapat yang tersedia untuk tamu 2 keg

Makan minum rapat yang tersedia untuk harian umum 11 bulan

1.2
Penyediaan Jasa, Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor Kec. PA Tenaga piket kantor yang tersedia 365 hari

dukungan terhadap kelancaran 
administrasi, keuangan dan operasional 
perkantoran 100% 296,716,315 326,387,947 Sedang berjalan

Kecamatan 
Pakualaman

Alat tulis kantor yang tersedia 45 jenis

Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang tersedia 10 jenis

Materai Rp 6.000,- yang tersedia 300 buah

Materai Rp 3.000,- yang tersedia 600 buah

bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 24 jenis

Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 10 jenis

Peralatan rumah tangga yang tersedia 17 jenis

Sumber daya Listrik, telepon dan air yang tersedia 12 bulan

Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 12 bulan

STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya 1 unit

STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya 1 unit

STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya 11 unit

Jasa Penggandaan 86.400 lbr

Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Sewa meja 10 
buah, Sewa kursi 
100 buah, Sewa 

Tenda 3 unit, 
Sewa Sound 
System 1 unit

Jasa perbaikan peralatan kerja 6 jenis

Jasa pemeliharaan taman 12 bulan

Jasa retribusi kebersihan kantor 12 bulan

1.3
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 
Perkantoran Kec. PA

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, 
SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun 4 jenis

dukungan terhadap kelancaran 
administrasi, keuangan dan operasional 
perkantoran 100% 126,836,016 139,519,618 Sedang berjalan

Kecamatan 
Pakualaman

dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola
26 dokumen 

ASN

Jasa Tenaga Bantuan 3 orang

Indikator Kinerja

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

2
Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah 
meningkat

Terwujudnya Sarana dan Prasarana 
Aparatur yang memadai 100% 115,687,000 127,255,700

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Gedung/Bangunan Kantor Kec. PA Gedung kantor yang terpelihara dengan baik 3 unit

dukungan terhadap peningkatan sarana 
dan prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi OPD 55,850,000 61,435,000 Sedang berjalan

Kecamatan 
Pakualaman

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional Kec. PA Kendaraan Roda 4 yang terawat 1 unit

dukungan terhadap peningkatan sarana 
dan prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi OPD 59,837,000 65,820,700 Sedang berjalan

Kecamatan 
Pakualaman

Kendaraan Roda 3 yang terawat 1 unit

Kendaraan Roda 2 yang terawat 11 unit

3

Program Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah 
meningkat

Terwujudnya peningkatan capaian 
kinerja dan keuangan 100% 34,102,000 37,512,200

3.1

Penyusunan Dokumen Perencanaan, 
Pengendalian dan laporan Capaian 
Kinerja SKPD Kec. PA

Dokumen perencanaan dan penganggaran; Renstra, Review 
Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun 7 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan, 
pengendalian dan pengganggaran tepat 
waktu 100% 34,102,000 37,512,200 Sedang berjalan

Kecamatan 
Pakualaman

Laporan kinerja OPD : Lakip, Laporan Keuangan dan fisik, SPM, 
IKM, SPIP yang tersusun 5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

4

Program Peningkatan Pelayanan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 
Kewilayahan Kecamatan Pakualaman Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Terwujudnya 
pelayanan 
administrasi publik 
yang baik

Jumlah Pelimpahan Kewenangan 
yang dilaksanakan dengan baik dan 
Meningkatnya peran serta 
masyarakat melalui swadaya 
masyarakat 100% 1,262,475,998 1,388,723,598

4.1

Penyelenggaraan Pemerintahan, 
Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 
Pakualaman Kec. PA Dokumen Monografi yang tersusun 3 dokumen

Tersusunnya Monografi Kelurahan dan 
Kecamatan 100% 159,956,600 175,952,260 Sedang berjalan

Kecamatan 
Pakualaman

Penyuluhan Hukum Kepada RT/RW 1 kegiatan
Terselenggaranya pembinaan administrasi 
RT/RW

Jumlah RT yang terverifikasi dan termonitoring hibahnya 83 RT
Terverifikasi dan termonitoringnya 
proposal Hibah dan pelaksanaan Hibah

Jumlah Kelurahan yang dievaluasi 1 Kelurahan

Terselenggaranya Evaluasi 
Pemberdayaan Kelurahan (Lomba 
Kelurahan )

Koordinasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan 12 bulan

Terselenggaranya Forum 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
Kecamatan

Penyuluhan Keamanan & Ketertiban Masyarakat Kecamatan & 
Kelurahan 3 kali

Terselenggaranya peningkatan 
Kemampuan SDM Linmas

Pedagang Kaki Lima yang dibina dan diawasi 80 pedagang
Terselenggaranya peningkatan jumlah 
PKL yang tertib dan teratur

PAM hari Besar Keagamaan dan PAM Sosial 12 kali
Terselenggaranya pengamanan Hari 
Besar Keagamaan dan Kegiatan Sosial

Pengamanan Lebaran 10 hari
Terselenggaranya Pengamanan 
Lingkungan saat Lebaran

Pengamanan Umum 7 kali
Terselenggaranya peningkatan Keamanan 
Lingkungan

Sambang Kampung 2 kali

Terselenggaranya peningkatan Kemanan 
Lingkungan dan menjaring aspirasi 
masyarakat

Operasi Ketertiban 24 kali
Terselenggaranya peningkatan keamanan 
dan ketertiban wilayah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | V-159



Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Operasi Vandalisme 4 kali

Terlaksananya pengurangan aksi 
vandalisme dan kebersihan tembok di 
wilayah

Pemilihan RT RW dan LPMK 1 kali
terlaksananya pemilihan pengurus RT RW 
dan LPMK se Kecamatan Pakualaman

4.2

Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, 
dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan 
Pakualaman Kec. PA Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 12 bulan

Terselenggaranya pelayanan administrasi 
Terpadu Kecamatan 100% 96,985,748 106,684,323 Sedang berjalan

Kecamatan 
Pakualaman

Pelayanan Perizinan & Adminduk 12 bulan
Tertibnya administrasi perizinan dan 
kependudukan

Verifikasi dan distribusi e-ktp dan KK 12 bulan
Terlaksananya Kelancaran perekaman 
dan pengambilan E-KTP

Pendataan Pelaku Usaha di Kecamatan 4 bulan
Tersedianya database pelaku usaha di 
kecamatan pakualaman

Sosialisasi Standar Pelayanan Publik 1 kali
Tersosialisasinya standar dan aturan 
kegiatan kewenangan kecamatan

4.3
Pembinaan Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kecamatan Pakualaman Kec. PA

Penanganan masalah sosial (Program Keluarga Harapan/PKH, 
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/TKSK, Bantuan 
Pemerintah Non Tunai/BPNT) 12 bulan Lancarnya bantuan untuk warga miskin 100% 315,330,993 244,310,000 Sedang berjalan

Kecamatan 
Pakualaman

Rangkaian Kegiatan Seni dan Budaya tingkat Kecamatan 12 bulan Peningkatan seni budaya masyarakat
Rangkaian Kegiatan Bidang Kesehatan Kecamatan 
Pakualaman 12 bulan

Peningkatan derajad kesehatan 
masyarakat

Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 12 bulan

Terselenggaranya peningkatan 
kelembagaan PKK dan pemberdayaan 
anggota PKK

Pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK 1 Kegiatan
Terselenggaranya Evaluasi dan 
pembinaan PKK

Rangkaian Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Tingkat 
Kecamatan Pakualaman 12 bulan

Terselenggaranya Penguatan 
Kelembagaan Masyarakat Tk Kecamatan

Focused Group Discussion (FGD) Tim Koordinasi Pengentasan 
Kemiskinan (TKPK) 1 kegiatan Pemecahan permasalahan TKPK
Kegiatan Tim Pengarah Tim Koordinasi Pengentasan 
Kemiskinan (TKPK) 12 bulan

Terlaksananya Penurunan Angka 
Kemiskinan

Rangkaian Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan 
Pakualaman 4 sub kegiatan

Terselenggaranya Peningkatan keimanan 
masyarakat

Gebyar PAUD 1 kegiatan
Menambah pengetahuan dan pengalaman 
anak

Sosialisasi Ijin & Ketertiban Penyelenggaraan Pondokan 1 kegiatan Pondokan tertata

Kegiatan Kecamatan Sayang Ibu (KSI) 4 kali Terjalin komunikasi antar anggota

Sosialisasi Gizi Seimbang 1 kegiatan
Terselenggaranya penambahan 
pengetahuan tentang gizi

Pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) 1 kegiatan
Terselenggaranya peningkatan 
pengetahuan P3K

Rapat Koordinasi Tim Pembina Kelurahan Siaga Tingkat 
Kecamatan 12 bulan

Terjalin komunikasi dalam pemantauan 
Kesi.

Pentas Seni Karang Taruna Tingkat Kecamatan 1 kegiatan Terselenggara Pentas Seni KT

Penyuluhan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran 
Gelap Narkoba (P4GN) 1 kegiatan

Peningkatan Pengetahuan 
Pemberantasan Penyalahgunaan Dan 
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 1 kegiatan
Peningkatan Pengetahuan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Gebyar Lansia 1 kegiatan Peningkatan Pengetahuan
Penyuluhan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (UP2K PKK) 1 kegiatan Peningkatan Pengetahuan

Pelatihan Hantaran 1 kegiatan Peningkatan ketrampilan

Lomba Masak berbahan dasar ikan 1 kegiantan Peningkatan ketrampilan

Pelatihan Kreasi Puding 1 kegiatan Peningkatan ketrampilan

Pelatihan Budidaya Tanaman Toga 1 kegiatan Peningkatan ketrampilan
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Penyuluhan Administrasi Posyandu 1 kegiatan Peningkatan ketrampilan

Sosialisasi Kampung Wisata 1 kegiatan Peningkatan Pengetahuan

4.4
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Purwokinanti Kec. PA Kegiatan PKK RT 47 kelompok Penguatan kelembagaan PKK 100% 280,970,000 360,950,700 Sedang berjalan

Kecamatan 
Pakualaman

Kegiatan PKK RW 10 kelompok Penguatan kelembagaan PKK

Penyuluhan Administrasi Dasawisma 2 kegiatan Penguatan lembaga

Penyuluhan Administrasi PKK Tingkat Kelurahan 2 kegiatan Penguatan lembaga

Kegiatan Senam PKK 10 bulan
Peningkatan derajat kesehatan 
masyarakat

Kegiatan Jam Belajar Masyarakat (JBM) 10 bulan
Terciptanya suasana belajar mengajar 
yang kondusif

Rangkaian Kegiatan Gerakan Kelurahan Siaga (Kesi) 7 sub kegiatan
Peningkatan derajat kesehatan 
masyarakat

Sosialisasi Penyusunan RPJMD Kelurahan 1 kegiatan
Tersusunnya RKP tahunan dan RPJM 5 
tahunan kelurahan

Penyuluhan Kelompok/Lembaga tingkat kelurahan Purwokinanti

11 
kelompok/lemba

ga
Peningkatan kapasitas kelembagaan 
tingkat kelurahan

Kegiatan Senam Lansia 10 bulan Peningkatan derajat kesehatan

Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban 8 sub kegiatan
Terciptanya keamanan,ketertiban dan 
kesiapsiagaan masyarakat

Sosialisasi Perijinan 1 Kegiatan
Peningkatan Pemahaman Masyarakat 
tentang Pelayanan dan Perijinan

Pelatihan Pembuatan Kue 1 Kegiatan Peningkatan Ketrampilan

Pelatihan Kewirausahaan 1 Kegiatan Meningkatkan Pengelolaan Usaha

Pelatihan Rajut Sulam 1 Kegiatan Peningkatan Ketrampilan

Pelatihan Batik 1 Kegiatan Peningkatan Ketrampilan

Pelatihan Pembuatan Abon Ayam 1 Kegiatan Peningkatan Ketrampilan

Pelatihan Budidaya Toga 1 Kegiatan Peningkatan Ketrampilan

Pelatihan Pembuatan Tanaman Hidroponik 1 Kegiatan Peningkatan Ketrampilan

Pelatihan Budi daya Sayuran 1 Kegiatan Peningkatan Ketrampilan

Pelatihan Pembuatan Kue Bakpia 1 Kegiatan Peningkatan Ketrampilan

4.5
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Gunungketur Kec. PA Kegiatan Jam Belajar Masyarakat (JBM) 9 RW

Terselenggaranya Jam Belajar 
Masyarakat 100% 208,905,000 280,465,892 Sedang berjalan

Kecamatan 
Pakualaman

Penyuluhan Kelembagaan RT dan RW 4 Kegiatan Peningkatan kapasitas pengurus RT RW

Penyuluhan Gerakan Rembug Kampung Panca Tertib 4 Kegiatan
terbentuknya kampung yang menangani 
masalah ketertiban

Penyuluhan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) 2 Kegiatan Peningkatan kapasitas anggota linmas

Sosialisasi Penyusunan RPJMD Kelurahan 1 Kegiatan
Tersusunnya RKP tahunan dan RPJM 5 
tahunan kelurahan

Penyuluhan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 9 kelompok Peningkatan keterampilan kader

Kegiatan Kelompok Pengelola Bank Sampah 9 kelompok
Meningkatkan wawasan dalam mengelola 
sampah rumah tangga

Kegiatan PKK RT 36 kelompok Penguatan kelembagaan PKK

Kegiatan PKK RW 9 kelompok Penguatan kelembagaan PKK

Penyuluhan Lansia Potensial 2 Kegiatan Peningkatan kapasitas pengurus

Penyuluhan Komisi Lansia 2 Kegiatan Peningkatan kapasitas pengurus

Kegiatan RW Siaga 9 RW

Terciptanya Kelancaran dalam 
administrasi, kelengkapan dan kegiatan 
RW Siaga
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Penyuluhan Paguyuban Kesenian 9 RW
Pengembangan potensi seni budaya 
warga

Pelatihan Batik Jumputan Tingkat Lanjut 1 Kegiatan
Peningkatan Ketrampilan dan dapat 
menambah pendapatan

Pelatihan Pembuatan Ampyang dan Rempeyek 1 Kegiatan
Peningkatan Ketrampilan dan dapat 
menambah pendapatan

Workshop Pendampingan bagi Penduduk Rentan Miskin di 
wilayah kelurahan 2 Kegiatan Peningkatan derajat hidup masyarakat

Pelatihan Usaha Pertanian Perkotaan dengan media Hidroponik 1 Kegiatan
Peningkatan Ketrampilan dan dapat 
menambah pendapatan

4.6

Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah 
dan Pembinaan Perekonomian 
Masyarakat Kecamatan Pakualaman Kec. PA Dokumen Musrenbang yang tersusun 3 dokumen

Tersusunnya Dokumen perencanaan 
kelurahan dan kecamatan 100% 200,327,657 220,360,423 Sedang berjalan

Kecamatan 
Pakualaman

Dokumen Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan yang 
tersusun 2 Dokumen

Tersusunnya Informasi Program dan 
Kegiatan Pembangunan

Penyusunan Profil Kecamatan Dan Kelurahan 1 kegiatan
Tersusunnya Profil Kelurahan dan 
Kecamatan

Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) 95 titik Terpeliharanya PJU

Pemeliharaan Jalan di wilayah kecamatan Pakualaman 1 paket Terpeliharanya akses jalan yang baik

Pemeliharaan SPAH di wilayah Kecamatan Pakualaman 1 paket Terpeliharanya Kelancaran SPAH

Pendampingan Pengembangan Dan Pembinaan Ekonomi 
Keluarga Dan Kelompok Masyarakat Tk Kec. (UPPKS) 6 kali

Terselenggaranya Peningkatan Ekonomi 
Keluarga dan Kelompok Masyarakat Tk 
Kecamatan

Pakualaman Expo 1 kali
Terselenggaranya ajang promosi & 
pengenalan produk

Sosialisasi Teknis Perencanaan Pembangunan Kelurahan 2 kali

Terselenggaranya peningkatan 
kemampuan dalam perencanaan 
pembangunan

1,913,049,329 2,104,354,263Total
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Kecamatan Gedongtengen

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat

Terwujudnya kelancaran 
administrasi,keuangan dan operasional 
perkantoran 100% 718,946,113 790,840,724

1.1
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi

Kec. 
Gedongtengen Minuman Harian untuk Pegawai yang Tersedia 11 bulan

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 99,282,000 71,713,537 Sedang berjalan Kecamatan Gedongtengen

Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Koordinasi yang 
Tersedia 12 bulan

Makanan dan Minuman Umum yang tersedia 11 bulan

Laporan Hasil Kegiatan Monitoring Wilayah 11 bulan

1.2
Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor

Kec. 
Gedongtengen Piket Kantor 12 bulan

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 463,749,425 547,621,030 Sedang berjalan Kecamatan Gedongtengen

Alat Tulis Kantor yang tersedia 44 jenis
Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang 
tersedia 3 paket

Materai 6000 310 buah

Materai 3000 650 buah

Bahan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor yang tersedia 15 jenis

Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1 jenis

Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 3 jenis

Peralatan rumah tangga yang tersedia 3 jenis

Pembayaran Telepon & Bantuan Komunikasi 12 bulan

Pembayaran Air 12 bulan

Pembayaran Listrik 12 bulan

Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia 1 jenis

Jasa Kebersihan kantor 12 bulan

STNK kendaraan dinas roda 4 yang terbayar 1 unit

STNK kendaraan dinas roda 3 yang terbayar 1 unit

STNK kendaraan dinas roda 2 yang terbayar 11 unit
Jumlah Cetak (Bend 26,Bend STS,Bend BTP,kartu 
kendali,Disposisi,Boks Arsip,Folder Arsip,Amplop) 7 jenis

Jasa Penggandaan 60.000 lembar

Jasa Penjilidan 40 buku

Jasa Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Yang Tersedia 4 jenis

Jasa perbaikan peralatan kerja 3 jenis

Jasa Pemeliharaan kebersihan kantor 12 bulan

Blj.Modal Pengadaan 2 bh Komputer/PC, 3 bh Laptop 4 jenis

Blj.Modal Pengadaan 4 bh Printer warna, 4 jenis

Blj.Modal Pengadaan 1 set Audio/Sound System 4 jenis

1.3
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 
Perkantoran

Kec. 
Gedongtengen

Dokumen Administrasi Penatausahaan Keuangan, SPP, SPM, 
SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun dan jasa pengelola 
arsip 12 bulan

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 155,914,688 171,506,157 Sedang berjalan Kecamatan Gedongtengen

Jasa Tenaga Bantuan 14 bulan

2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat

Terwujudnya Sarana dan Prasarana 
Aparatur yang memadai 100% 138,010,000 130,250,000

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan 
Kantor

Kec. 
Gedongtengen Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 75,427,000 71,185,905 Sedang berjalan Kecamatan Gedongtengen

Indikator Kinerja

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

Pagu Indikatif PrakiraanMaj
u JenisKegiatan Penanggung-jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi
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Rumah Dinas Camat 1 unit

Gedung Kantor Kecamatan 1 unit

Gedung Kantor Kel. Sosromenduran 1 unit

Gedung Kantor Kel. Pringgokusuman 1 unit

Pemeliharaan Taman 3 unit

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional

Kec. 
Gedongtengen

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
Roda empat 1 unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 62,583,000 59,064,095 Sedang berjalan Kecamatan Gedongtengen

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
Roda tiga 1 unit
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
Roda dua 11 unit

3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat

Terwujudnya peningkatan pengembangan 
sistem pelaporan capaian kinerja dan 
keuangan 100% 80,980,000 70,870,000

3.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan, 
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD

Kec. 
Gedongtengen

Dokumen perencanaan , pengendalian dan penganggaran 
(Rensta, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan, 
pengendalian dan penganggaran 100% 80,980,000 70,870,000 Sedang berjalan Kecamatan Gedongtengen

Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, 
SKM, SPIP, Profil) 5 dokumen Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Sosialisasi Pelayanan Prima 2 kali Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Pembuatan Film Dokumenter Profil Kecamatan Gedongtengen 1 kali
Tersedianya dokumen profil pemberdayaan 
Kecamatan Gedongtengen

4

Program Peningkatan Pelayanan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 
Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Terwujudnya pelayanan 
administrasi publik yang baik 1,486,904,289 1,684,387,998

4.1
Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman 
dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen

Kec. 
Gedongtengen Monografi Kecamatan & Kelurahan 3 dokumen

Tersedianya data kependudukan dan 
monografi kecamatan gedongtengen 100% 283,093,100 311,402,410 Sedang berjalan Kecamatan Gedongtengen

Hasil Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan 2 dokumen

Menjadikan dasar bagi kelurahan dalam upaya 
meningkatkan kualitas perencanaan 
pembangunan. 100%

Kegiatan Penyuluhan RT,RW dan LPMK Se- Kecamatan 
Gedongtengen 1 kegiatan

Meningkatnya koordinasi dan komunikasi untuk 
memenuhi kewajiban peran masing-masing 
lembaga sosial dalam pembangunan wilayah 100%

Monitoring Hibah Stimulan RW

Tersedianya data penerima Hibah/Bansos RT 
dan stimulan RW dan termonitornya 
penggunaannya 100%

Pemilihan dan Pengukuhan RT,RW, dan LPMK 3 kegiatan Terpilihnya ketua RT, RW dan LPMK baru 100%

Monitoring, Penyuluhan dan Penataan PKL 6 bulan Meningkatnya Ketertiban PKL 100%

Pengawasan Perijinan 8 bulan
Meningkatkan Ketertiban dan Ketentraman 
dalam lingkungan masyarakat 100%

PAM Kegiatan Sosial, Hari Besar, Hut Kota , Kegiatan 
Keagamaan dan Tanggap Bencana 12 bulan

Adanya suasana tertib dan aman dalam 
kegiatan kegiatan Sosial, Hari Besar, Hut Kota, 
Kegiatan Keagamaan dan Tanggap Bencana 100%

Kegiatan Monitoring Trantibum 11 bulan
Sinergitas aparat wilayah Kecamatan 
Gedongtengen terjalin dengan baik 100%

Operasional Ketertiban (Vandalisme,Sambang 
Kampung,Operasional Ketertiban,Pengamanan Umum) 11 bulan

Terciptanya suasana aman dan tertib di 
lingkungan masyarakat Gedongtengen 100%

4.2

Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan 
Pengaduan Masyarakat Kecamatan 
Gedongtengen

Kec. 
Gedongtengen Jumlah E-KTP 1 kegiatan

Dokumen E-KTP yang berhasil terdistribusikan 
ke masyarakat 100% 155,262,689 170,788,958 Sedang berjalan Kecamatan Gedongtengen

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN) 2 kegiatan
Meningkatanya Pelayanan PATEN kepada 
Masyarakat 100%

Jumlah Tenaga Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 
(PATEN) 11 bulan

Meningkatanya Pelayanan PATEN kepada 
Masyarakat 100%

Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi 
Kependudukan 1 kegiatan

Meningkatnya pemahaman masyarakat 
mengenai pelayanan perizinan dan administrasi 
kependududkan 100%

Kegiatan Retribusi HO & IMBB Kecamatan 1 kegiatan
Meningkatnya pendapatan retribusi HO dan 
IMBB Kecamatan 100%

4.3
Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 
Kecamatan Gedongtengen

Kec. 
Gedongtengen TKPK se Kecamatan 4 bulan Forum TKPK 100% 189,121,000 194,794,630 Sedang berjalan Kecamatan Gedongtengen
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TP PKK Kecamatan, Pembinaan Kader PKK se-Kecamatan 3 kegiatan

Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kecamatan, serta 
meningkatkan partisipasi perempuan dalam 
mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan 
keluarga. 100%

Pawai Budaya 1 kegiatan
Partisipasi warga se-Kecamatan Gedongtengen 
dalam melestarikan kebudayaan 100%

Monitoring E-Warong/Bantuan Rakyat Miskin 1 kegiatan
Tersedianya data penerima raskin dan 
termonitornya bantuan secara tepat sasaran 100%

Monitoring JBM 1 kegiatan
Termonitornya Jam Belajar Masyarakat secara 
baik dan benar 100%

Monitoring KESI 1 kegiatan
Termonitornya Kelurahan Siaga secara baik 
dan benar 100%

Penyuluhan GOPTKI 2 kegiatan
Falisitasi kegiatan sosial se kecamatan 
Gedongtengen 100%

GT Sehat 1 kegiatan
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk 
hidup sehat 100%

Monitoring PosYandu Pokjanal 1 kegiatan
Tersedianya data pengelolaan SIP dan 
termonitornya posyandu di wilayah 100%

Parade kesenian HUT Kota Yogyakarta 1 kegiatan Partisipasi warga Kelurahan Pringgokusuman 100%

4.4
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman

Kec. 
Gedongtengen Gelar Potensi Seni Budaya dan Kerajinan 1 kegiatan

Meningkatnya Partisipasi warga Kelurahan 
Pringgokusuman dalam melestarikan 
kebudayaan 100% 249,514,800 307,419,530 Sedang berjalan Kelurahan Pringgokusuman

Genduri Jenang Suran 1 kegiatan

Meningkatnya Partisipasi warga Kelurahan 
Pringgokusuman dalam melestarikan 
kebudayaan 100%

KESI 2 kegiatan
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja 
kader KESI 100%

Operasional JBM 1 kegiatan
Meningkatnya kesadaran belajar menjadi 
budaya masyarakat Yogyakarta 100%

Penyusunan RPJMD 1 kegiatan
Meningkatnya pengetahuan dalam penyusunan 
RPJMD secara baik dan benar 100%

Pelatihan Kewirausahaan 1 kegiatan
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam 
bidang kewirausahaan 100%

Workshop Kader TP PKK dan Kegiatan Operasional PKK RT , 
RW dan Kelurahan 3 kegiatan

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam 
mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan 
keluarga. 100%

Operasional Posyandu 1 kegiatan Mantapnya kesinambungan Posyandu 100%

Gebyar Paud 1 kegiatan
Meningkatnya aktivitas anak usia dini untuk 
mengembangkan kreativitasnya 100%

Penyuluhan Pendidik PAUD 1 kegiatan
Meningkatnya kualitas pelayanan dan 
pendidikan PAUD 100%

Gebyar lansia 1 kegiatan

Mewujudkan partisipasi lansia yang sehat 
dalam melaksanakan perannya di tengah-
tengah keluarga serta masyarakat. 100%

Pelatihan dasar LINMAS 1 kegiatan
"Meningkatnya peran serta anggota linmas 
dalam proses pembangunan di wilayahnya" 100%

Sosialisasi Kebencanaan Bantaran Sungai Winongo 1 kegiatan
Meningkatnya upaya pengetahuan masyarakat 
dalam menghadapi bencana 100%

Bimtek Penatausahaan dan Pengadministrasian Gardu 
Lumbung "KSB Rescue" Pringgokusuman 1 kegiatan

Meningkatnya upaya pengetahuan masyarakat 
dalam penatausahaan dan pengadministrasian 
Gardu Lumbung 100%

Pelatihan MC Bahasa Jawa 1 kegiatan

Meningkatnya ketrampilan sebagai MC dan 
meningkatkan kesejahteraan warga 
masyarakat 100%

4.5
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Sosromenduran

Kec. 
Gedongtengen Penyusunan RPJMD 1 Kegiatan

Meningkatnya pengetahuan dalam penyusunan 
RPJMD secara baik dan benar 100% 199,779,800 248,836,280 Sedang berjalan Kelurahan Sosromenduran

Gebyar PAUD & Pelatihan Pembelanjaran PAUD 2 Kegiatan
Meningkatkan aktivitas anak usia dini untuk 
mengembangkan kreativitasnya 100%

Gebyar Lansia 1 Kegiatan

Mewujudkan partisipasi lansia yang sehat dan 
melaksanakan perannya dalam keluarga serta 
masyarakat. 100%

Workshop Karang Taruna 1 Kegiatan

"Meningkatanya peran serta anggota karang 
taruna dalam proses pembangunan di 
wilayahnya" 100%
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Pembinaan Kader PIK-R dan Yandu Remaja 1 Kegiatan

Meningkatnya pengetahuan remaja tentang 
kesehatan reproduksi untuk mencetak remaja 
yang aktif, sehat dan berkualitas serta jauh dari 
risiko kenakalan remaja, seksualitas, HIV/AIDS, 
dan NAPZA 100%

Pelatihan Kesenian Tari Barongsai dan Tari Naga 1 Kegiatan
Meningkatnya ketrampilan berkesenian warga 
serta melestarikan seni budaya 100%

Gelar Pariwisata Berbasis Tradisi Apeman 1 Kegiatan
Meningkatnya upaya pelestarian kesenian dan 
tradisi lokal 100%

Operasional PKK RT, RW dan Kelurahan 3 Kegiatan

Menigkatnya partisipasi perempuan dalam 
mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan 
keluarga. 100%

Penyuluhan dan Operasional KESI 2 Kegiatan
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja 
kader KESI 100%

Operasional JBM 1 Kegiatan
Meningkatnya kesadaran belajar menjadi 
budaya masyarakat Yogyakarta 100%

Penyuluhan Kampung wisata 1 Kegiatan

Meningkatnya kualitas pengelolaan usaha 
pariwisata di wilayah Kelurahan 
Sosormenduran 100%

Pelatihan Pemandu Wisata 1 Kegiatan
Meningkatnya kualitas pemandu wisata dan 
kesejahteraan anggotanya. 100%

Pelatihan Congdut Kelurahan Sosromenduran 1 Kegiatan
Meningkatnya seni budaya masyarakat 
kelurahan pariwisata Sosromenduran 100%

Penyuluhan kader posyandu dan Operasional Posyandu 3 Kegiatan

Meningkatnya kemampuan dan partisipasi aktif 
peran kader dan mantapnya kesinambungan 
Posyandu. 100%

Pelatihan dasar Linmas 1 kegiatan
Meningkatnya peran serta anggota linmas 
dalam proses pembangunan di wilayahnya 100%

Penyuluhan kesehatan HIV dan AIDS 1 kegiatan Meningkatnya upaya peduli HIV AIDS 100%

4.6

Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 
Pembinaan Perekonomian Masyarakat 
Kecamatan Gedongtengen

Kec. 
Gedongtengen GT Expo 1 kegiatan

Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk 
mengekspos potensi perekonomian wilayah. 100% 410,132,900 451,146,190 Sedang berjalan Kecamatan Gedongtengen

Penyuluhan KUBE PKH 1 kegiatan
Meningkatnya ketrampilan anggota PKH dan 
kesejahteraan warga masyarakat 100%

Dokumen Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni 
dan Perubahan 2 dokumen

Tersedianya informasi Program dan kegiatan 
Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta 100%

Profil Kecamatan 1 dokumen
Tersajinya Profil Kecamatan Gedongtengen 
Kota Yogyakarta 100%

Jumlah dokumen perencanaan kegiatan hasil Musrenbang 
tingkat Kecamatan dan Kelurahan 3 dokumen

Satu rujukan penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Kota Pada Umumnya dan 
Kecamatan Gedongtengen pada khususnya 
yang selanjutnya menjadi APBD Pemerintah 
Kota Yogyakarta. 100%

Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 144 Titik
Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum di 
wilayah Kecamatan Gedongtengen 100%

Perbaikan Paving Block tersebar se-Kec.Gedongtengen 860,03 m2 100%

Pemeliharaan Pos Ronda se-Kelurahan Pringgokusuman 2 unit 100%

Pemeliharaan MCK se-Kelurahan Sosromenduran 2 unit 100%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah | V-166



Kecamatan Danurejan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah meningkat

Terwujudnya Kelancaran 
administrasi, keuangan dan 
operasional perkantoran 100% 862,485,026 948,733,529

1.1
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi Kec. Danurejan Makan dan minum yang tersedia untuk Koordinasi 254 kali

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 135,415,500 148,957,050 Sedang berjalan Kecamatan Danurejan

Makan dan minum yang tersedia untuk Pegawai 60 orang

Makan dan minum yang tersedia untuk Tamu 5 kali

Makan dan minum yang tersedia untuk Umum 11 bulan

Makan dan minum yang tersedia untuk Monitoring 7 jenis

1.2
Penyediaan Jasa, Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor Kec. Danurejan materai 6000 tersedia, 495 lembar

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 601,612,185 661,773,404 Sedang berjalan Kecamatan Danurejan

materai 3000 tersedia 990 lembar

STNK roda 4 terbayar 1 unit

STNK roda 3 terbayar 3 unit

STNK roda 2 terbayar 13 unit

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 50 jenis

Jasa kebersihan kantor 1 paket

Retribusi 12 bulan

Alat tulis kantor yang tersedia 50 jenis

Jasa penjilidan 100 buku

Jasa penggandaan dan cetak Bend 26 100.000 lembar
Komponen instalasi listrik/penerangaan bangunan kantor 
yang tersedia 26 jenis

Jasa pembayaran telepon dan bantuan telekomunikasi 12 bulan

Jasa pembayaran listrik 12 bulan

Jasa pembayaran air 12 bulan

bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 2 jenis

Jasa perbaikan peralatan kerja 14 jenis

Bahan komputer 8 jenis

Piket kantor 365 hari

Pengisian tabung APAR 53 tabung

Sewa tenda, meja, kursi, sound system
10 unit, 45 buah, 110 

buah, 1 unit

Pemeliharaan komputer 2 jenis

Peralatan rumah tangga yang tersedia ( kearsipan ) 12 jenis

Perlengkapan kantor

alat listrik dan elektronik 1 jenis

alat komunukasi 1 jenis

1.3
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 
Perkantoran Kec. Danurejan

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : 
SPP,SPM,SPJ dan Laporan Akuntasi yang tersusun 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 125,457,341 138,003,075 Sedang berjalan Kecamatan Danurejan

Dokumen administrasi kepagawaian yang terkelola 50 dokumen ASN

Jasa Pengelola Arsip 1 orang

Jasa Tenaga Bantuan 2 orang

Indikator Kinerja

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi
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2
Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah meningkat

Terwujudnya sarana dan 
prasarana aparatur yang 
memadai 100% 181,881,300 200,069,430

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Gedung/Bangunan Kantor Kec. Danurejan Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat 5 lokasi

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 90,824,000 99,906,400 Sedang berjalan Kecamatan Danurejan

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional Kec. Danurejan

Jasa pemeliharan rutin/ berkala kendaraan dinas/ 
operasional Roda 4 (empat) 1 unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 91,057,300 100,163,030 Sedang berjalan Kecamatan Danurejan

Jasa pemeliharan rutin/ berkala kendaraan dinas/ 
operasional Roda 3 (tiga) 3 unit
Jasa pemeliharan rutin/ berkala kendaraan dinas/ 
operasional Roda 2 (dua) 13 unit

3

Program Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah meningkat

Terwujudnya peningkatan 
capaian kinerja dan keuangan 100% 38,378,900 42,216,790

3.1

Penyusunan Dokumen Perencanaan, 
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja 
SKPD Danurejan

Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran 
(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen

Tersedianya Dokumen perencanaan, 
pengendalian dan penganggaran 100% 38,378,900 42,216,790 Sedang berjalan Kecamatan Danurejan

Laporan kinerja SKPD (LKIP,Laporan Keuangan dan Fisik, 
SKM, SPIP, Profil) 5 dokumen Nilai Akuntabilitas kinerja OPD 100%

Sosialisasi SPIP dan SOP 1 kali
Meningkatnya pengetahuan sumber daya 
aparatur 100%

Sosialisasi Pelayanan Prima 2 kali
Meningkatnya pengetahuan sumber daya 
aparatur 100%

4

Program Peningkatan Pelayanan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 
Kewilayahan Kecamatan Danurejan Hukum dan Aparatur

Terwujudnya peningkatan 
pelayanan dan pemberdayaan 
masyarakat berbasis 
kewilayahan kecamatan 100% 2,407,757,159 2,648,532,875

4.1

Penyelenggaraan Pemerintahan, 
Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 
Danurejan Danurejan

Dokumen Monografi kecamatan dan kelurahan yang 
tersusun 8 dokumen

Dukungan terhadap kelancaran peningkatan 
pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan 
kec. Danurejan 100% 433,714,000 477,085,400 Sedang berjalan Kecamatan Danurejan

PKL tertata dengan baik 80 orang

Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 12 kali

Pembinaan Linmas 9 kali

Pencegahan pelanggaran Perda 5 kali
Pembinaan forum relawan dan Pengurangan Risiko 
Bencana 19 kali

Jogobaran 10 kali

Pengamanan kegiatan 24 kali
Sambang Kampung,operasi ketertiban, operasi 
vandalisme, pengamanan Umum dan kewilayahan 28 orang

Penyelenggaraan kegiatan kewilayahan 6 kali

Perlombaan Kelurahan 3 kelurahan

Pemilihan RT,RW,LPMK 1 kali

Hibah Administrasi RW, RT 12 bulan

Penguatan Kapasitas RT,RW,LPMK 3 kelurahan

4.2

Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan 
Pengaduan Masyarakat Kecamatan 
Danurejan Danurejan PATEN 2 kegiatan

Dukungan terhadap kelancaran peningkatan 
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat 
berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan 100% 180,187,059 198,205,765 Sedang berjalan Kecamatan Danurejan

Jemput Bola Tuntas 16 kali

Inovasi Sistem Pelayanan 1 kegiatan

Sosialisasi Pelayanan Prima 2 kali

Penyediaan Jasa Tenaga Teknis 11 bulan

4.3
Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 
Kecamatan Danurejan Danurejan Penyelenggaraan Lomba-Lomba Masyarakat 2 kali

Dukungan terhadap kelancaran peningkatan 
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat 
berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan 100% 539,274,000 593,201,400 Sedang berjalan Kecamatan Danurejan

Sinergisitas Kelembagaan Tingkat Kecamatan 1 paket
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Penyuluhan Kapasitas Kader wanita 60 orang

Penguatan Kader Kesehatan 50 orang

Sosialisasi Balita Sehat 1 paket

TKPK 8 bulan

Penanganan KDRT 60 orang

Pemuda dan OR 100 orang

Kesehatan Berbasis Masyarakat 100 orang

Pondokan & Sapa Anak Kos 100 orang

PAUD 200 orang

Pokjanal Posyandu 1 paket

Monev Pemberdayaan 1 paket

Kegiatan PKK 1 paket

Monev BPNT 43 RW

Kesenian 1 paket

Paguyuban/Forum lembaga kemasyarakatan 50 orang

Kegiatan Lansia 150 orang

Laskar berlian 320 orang

Sosialisasi pemberdayaan Kampung 2 Kampung

Budaya Bergodo & Apeman 3 kelurahan

Pentas Seni dan Pawai Budaya 200 orang

4.4
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Suryatmajan Danurejan Pelatihan Berbasis masyarakat 12 kegiatan

Dukungan terhadap kelancaran peningkatan 
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat 
berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan 100% 203,654,000 224,019,400 Sedang berjalan Kecamatan Danurejan

Kelembagaan Kelurahan 100 orang

Kegiatan Lansia 60 orang

Sosialisasi berbasis masyarakat 2 macam

TKPK 1 paket

PKK 3 jenis

JBM 14 RW

Kelurahan Siaga 1 kelurahan

Penyusunan RPJM Kelurahan Suryatmajan 1 dokumen

Pemberdayaan Kelurahan 50 orang

4.5
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung Danurejan Pelatihan berbasis masyarakat 13 kegiatan

Dukungan terhadap kelancaran peningkatan 
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat 
berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan 100% 247,091,000 271,800,100 Sedang berjalan Kecamatan Danurejan

Sosialisasi berbasis masyarakat 3 macam

PKK 3 jenis

Forkom PEW 30 orang

Kelurahan Siaga dan Pendampingan Laskar Berlian 20 orang

Senam Lansia 1 Kelurahan

Jalan Sehat 150 orang

TKPK 1 paket

JBM 1 kelurahan

Penyusunan RPJM Kelurahan 1 dokumen

Pemberdayaan Kelurahan 50 orang

4.6
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Bausasran Danurejan Pelatihan berbasis masyarakat 8 kegiatan

Dukungan terhadap kelancaran peningkatan 
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat 
berbasis kewilayahan kecamatan Danurejan 100% 140,902,800 154,993,080 Baru Kecamatan Danurejan

Sarasehan Macapat dan budi pekerti 12 bulan
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Penyuluhan Kadarkum (antara lain perkawinan, kdrt, dll) 2 pkt
Sosialisasi Rintisan Pengemb. Industri & penataan wilayah 
(kerajinan seng) 2 macam

TKPK 1 paket

PKK RT/RW 3 jenis

JBM 12 RW

Kelurahan Siaga 1 kelurahan

Penyusunan RPJM Kelurahan Bausasran 1 dokumen

Pemberdayaan Kelurahan 50 orang

Lomba Tenis meja 1 paket

4.7

Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah 
dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat 
Kecamatan Danurejan Danurejan dokumen musrenbang yang tersusun 4 dokumen

Dukungan terhadap kelancaran peningkatan 
pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan 
kec. Danurejan 100% 662,934,300 729,227,730 Sedang berjalan Kecamatan Danurejan

Jumlah buku informasi pembangunan yang dihasilkan 5 eksemplar

Petugas pemantau PJU 198 orang

PJU lingkungan 100 titik

Perbaikan conblok, corblok, & paving blok 1 paket

Perbaikan pos ronda 1 paket

Perbaikan MCK Umum 1 paket

SAH 1 paket

Taman vertikal 1 paket

Sosialisasi dan monev pembangunan 180 orang

Konsultan Perencana dan pelaksana kegiatan 5 paket

Danurejan Expo 60 UMKM

Sentra berbasis kewilayahan 60 orang

Pengembangan usaha wanita 80 orang

Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan 3 kelurahan

Forum PEW, KUBE,UEDSP 3 kelurahan

Wirausahawan Berbasis Gender 180 orang

3,490,502,385 3,839,552,624Total
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Kecamatan Gondokusuman

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah meningkat

Terwujudnya Kelancaran 
Administrasi, Keuangan dan 
Operasional Perkantoran 100% 900,742,180 990,816,398

1.1
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi GK Makan dan minum yang tersedia kordinasi 77 kali

Dukungan terhadap kelancaran 
administrasi keuangan dan oprasional 
perkantoran 100% 94,494,000 103,943,400 Sedang berjalan Kec. Gondokusuman

Makan dan minum yang tersedia pegawai 52 orang

Laporan monitoring dan evaluasi 4 laporan

1.2
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor GK Jasa pengamanan kantor 17 orang

Dukungan terhadap keamanan, kelancaran 
administrasi keuangan dan oprasional 
perkantoran 701,635,500 771,799,050 Sedang berjalan Kec. Gondokusuman

Penyediaaan alat tulis kantor 70 jenis

Penyediaan alat listrk dan elekronik 17 jenis

Materai 3000 600 lbr

Materai 6000 300 lbr

Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan 11 jenis

Penydiaan alat-alat perlengkapan kantor 12 jenis

Penyediaan bahan komputer 11 jenis

Pembayaran listrik 12 bulan

Pembayaran air 12 bulan

Pembayaran telepon 12 bulan

STNK roda 2 yang terbayar 8 unit

STNK roda 3 yang terbayar 2 unit

STNK roda 4 yang terbayar 1 unit

Jasa percetakan 7 jenis

Jasa penggandaan 215.300 lembar

Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 6 unit

Pembayaran retribusi 12 bulan

Peralatan rumah tangga yang memadai 3 unit

Bahan bacaan/surat kabar 3 jenis

1.3
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 
Perkantoran GK

Dokumentasi administrasi penatausahaan 
keuangan SPP,SPM,SPJ dan laporan akuntasi 
yang tersusun 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran 
administrasi keuangan dan oprasional 
perkantoran 100% 104,612,680 115,073,948 sedang berjalan Kec. Gondokusuman

dokumen administrasi ASN yang terkelola 46 dokumen ASN

Jasa pengelola arsip 1 orang

Jasa Naban 12 bulan

2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah meningkat

Terwujudnya sarana dan Prasarana 
Aparatur yang memadai 100%

Terwujudnya pemeliharaan sarana dan 
prasarana aparatur 398,410,000 438,251,000

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan 
Kantor GK Jasa pengadaan barang dan jasa 6 bulan

Dukungan terhadap peningkatan sarana 
dan prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 282,100,000 310,310,000 Sedang berjalan Kec. Gondokusuman

Penyediaaan alat rumah tangga 3 jenis

Jasa pemeliharaan gedung kantor 3 jenis

Jasa kelengkapan bangunan kantor 1 unit

Indikator Kinerja

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional GK Perawatan kendaraan bermotor

1 mobil, 18 roda dua, 
2 roda tiga

Dukungan terhadap sarana dan prsarana 
aparatur dalam melaksanakan tugas dan 
fungsi OPD 100% 116,310,000 127,941,000 Sedang berjalan Kec. Gondokusuman

3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah meningkat

Terwujudnya capaian kinerja dan 
keuangan 100% 80,106,000 88,116,600

3.1

Penyusunan Dokumen Perencanaan, 
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja 
SKPD GK

Dokumen perencanaan,pengendaliandan 
penganggaran (renstra,renja,RKA,DPA,PERKIN) 5 dokumen

Dokumen perencanaan,penganggaran dan 
nilai akuntabilitas kinerja OPD tepat waktu 100% 80,106,000 88,116,600 Sedang berjalan Kec. Gondokusuman

Laporan kinerja OPD 
(LKIP,SKM,SPIP,Profil,laporan keuangan) 5 dokumen Nilai akuntabilitas kinerja OPD 100%

4

Program Peningkatan Pelayanan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 
Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman

Terwujudnya pelayanan 
administrasi publik yang baik

Meningkatnya Indeks indeks 
kepuasan layanan masyarakat dari 
79 menjadi 79.50 100%

Masyarakat semakin puas terhadap 
pelayanan 0,50% 3,524,208,738 3,876,629,612

4.1
Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman 
dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman GK Frekuensi Sosialisasi RT RW 5 kali Terselenggaranya Sosialisasi RT RW 100% 392,265,600 431,492,160 Sedang berjalan Kec. Gondokusuman

Pelaksanaan Pemilihan RT RW 5 Kelurahan Terselenggaranya Pemilihan RT RW 100%

Pelaksanaan Pemilihan LPMK 5 Kelurahan Terselenggaranya Pemilihan LPMK 100%

Pelaksanaan Pengukuhan RT RW dan LPMK 2 kali
Terselenggaranya pengukuhan RT,RW 
dan LPMK 100%

Pelaksanaan Peningkatan kapasitas RT RW dan 
LPMK 350 orang

Terselenggaranya peningkatan kapasitas 
RT,RW dan LPMK 100%

Pelaksanaan Pelatihan penanggulangan bencana 50 orang
Terselenggaranya Pelatihan 
penanggulangan bencana 100%

Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan 5 Kelurahan Terselenggaranya Evaluasi Kelurahan 100%

Pelaksanaan Forkompinka 12 kali Terselengganya Forkompinka 100%

frekuensi Monografi 5 dokumen Tersedia data Monografi 100%

Pelaksanaan koordinasi Linmas 4 kali Terselengganya Rakor Linmas 100%

Jasa pelaksanaan Hibah 5 Kelurahan Terselengganya Hibah 100%
Pelaksanaan ketertiban, pengamanan umum, 
vandalisme dan sambang kampung 4 jenis Terkondisinya pengamanan di wilayah 100%

Jasa pengamanan bencana dan keramaian 4 kali Pengamanan wilayah terkendali 100%

4.2

Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan 
Pengaduan Masyarakat Kecamatan 
Gondokusuman GK

Pelaksanaan pelayanan perizinan dan administrasi 
kependudukan 2 dokumen

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan 
administrasi kependudukan 100% 59,303,832 65,234,215 Sedang berjalan Kec. Gondokusuman

4.3
Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 
Kecamatan Gondokusuman GK Pelaksanaan monev bantuan keluarga miskin 5 Kelurahan

Terselengganya monev bantuan keluarga 
miskin 100% 394,228,500 433,651,350 Sedang berjalan Kec. Gondokusuman

Pelaksanaan Lomba HKG 1 kali Terselenggaranya Lomba HKG

Pelaksanaan pertemuan rutin PKK 12 kali Terselenggaranya pertemuan rutin PKK

Frekuensi Segoro amarto 11 kali Terselenggaranya Segoro amarto 100%

frekunsi Pembinaan kader jumantik 1 kali Terciptanya lingkungan yang sehat 100%

Pelaksanaan Pelatihan seni budaya 10 kali Terselenggaranya Pelatihan seni budaya 100%

Frekuensi Pentas seni budaya dan HUT kota 5 kegiatan Pelestarian budaya 100%
Pelaksanaan Pembinaan mental dan spiritual bagi 
anak dan remaja 1 kegiatan

Terselenggaranya Pembinaan mental dan 
spiritual bagi anak dan remaja

Pelaksanaan Pembinaan Generasi muda 1 kegiatan
Terselenggaranya Pembinaan Generasi 
muda

Pelaksanaan Pembinaan UKS 4 kali Terselenggaranya Pembinaan UKS

Pemberdayaan lansia 1 kegiatan Terselenggaranya Pemberdayaan lansia

Bina keluarga sejahtera 1 kegiatan Terselenggaranya Bina keluarga sejahtera

Penyegaran kader PSM 1 kegiatan Terselenggaranya Penyegaran kader PSM
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

frekuensi Sosialisasi Bank sampah 65 orang
Terselenggaranya Sosialisasi Bank 
sampah

Penyelenggaraan organisasi sosial masyarakat 4 kali
Terselenggaranaya Kegiatan organisasi 
sosial masyarakat 100%

4.4
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Demangan GK Tim pelaksanaan kegiatan sosialisasi,pelatihan dll 4 bulan

Tim pelaksanaan kegiatan 
sosialisasi,pelatihan dll 100% 223,828,800 246,211,680 Sedang berjalan Kec. Gondokusuman

Operasional JBM 5 bulan Tertib belajar 100%

Pelatihan MC Jawa 30 orang Terampil 100%

Operasonal Kelurahan siaga 12 bulan Siaga kesehatan 100%

Penyusunan RPJM Kelurahan 1 kegiatan RPJM Kelurahan 100100%

Penguatan kelembagaan komisi lansia 2 kegiatan Tertib administrasi 100%

Pertemuan rutin lansia 12 bulan Tertib administrasi 100%

Bantuan operasinal kegiatan kelompok lansia RW 12 RW Tertib administrasi 100%

Pelatihan karawitan 6 kali Pelestarian budaya jawa 100%
Kegiatan pertemuan institusi masyarakat 
perkotaan 12 kali Kerukunan lingkungan 100%
Pelatihan pengelolaan sampah organik dan daur 
ulang non organik 1 kegiatan ramah lingkungan 100%

Bimtek PAUD 1 kegiatan Pendidik PAUD berkualitas 100%

Pertemuan rutin PAUD 12 bulan Pendidik PAUD berkualitas 100%

Pelatihan kesenian hadroh 10 kali Pelestarian kesenian 100%

Kegiatan PKK 3 kegiatan Tertib administrasi 100%

Pelatihan komputer kader PKK 24 orang Peningkatan pengetahuan komputer 100%

Sosialisasi kesehatan PKK 1 kegiatan Kesehatan keluarga 100%

Peningkatan kapasitas linmas 1 kegiatan Keamanan terkendali 100%

Kegiatan Linmas 2 kegiatan Keamanan terkendali 100%

Intervensi penduduk miskin 1 kegiatan mengurangi kemiskinan 100%

monev bantuan keluarga miskin 1 kegiatan mengurangi kemiskinan 100%

Piket hari besar keagamaan 3 kegiatan Keamanan wilayah 100%

4.5
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Kotabaru GK Peningkatan kapasitas remaja 50 orang Generasi muda berkualitas 100% 204,765,000 225,241,500 Sedang berjalan Kec. Gondokusuman

Sosialisasi kesehatan lansia 75 orang lansia sehat 100%

Festival kampung lampion 1 kegiatan Terciptanya kampung wisata 100%

peningkatan kapasitas pendidik PAUD 50 orang pendidik paud berkualitas 100%

Sosialisasi PHBS,BUMII,KIA dan P3M 75 orang
Terlaksananya Sosialisasi 
PHBS,BUMII,KIA dan P3M 100%

FGD penurunan Unmeetneed 50 orang
Terlaksananya FGD penurunan 
Unmeetneed 100%

Kelurahan siaga 2 kegiatan
Terlansanya tertib administrasi kelurahan 
siaga 100%

Peningkatan kapasitas jagawarga 50 orang
Terlaksananya Peningkatan kapasitas 
jagawarga 100%

Peningkatan kapasitas linmas 50 orang Linmas berkualitas 100%

Pelatiahan jatilan anak 2 kali Pelestarian budaya 100%

sarasehan sadranan dan suran 100 orang Pelestarian budaya 100%

Peningkatan JBM 140 orang peningkatan pendidikan anak 100%

PKK RT RW Kelurahan 4 kali peningkatan kesejahteraan keluarga 100%

Pembinaan yandu plus 4 RW Kesehatan balita 100%

RPJM kelurahan 25 orang Program Kelurahan 100%

intervensi keluarga miskin 90 orang mengurangi kemiskinan 100%

Bimtek penglolaan simpan pinjam 1 kegiatan tertib adminstrasi 100%
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Bimtek UMKM 1 kegiatan Terselengggaranya bimtek UMKM 100%

Pelatihan membatik 1 kegiatan Keterampilan membatik 100%

Kursus membuat kue 1 kegiatan Keterampilan membuat kue 100%

4.6
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Klitren GK Pelatihan pembuatan ayam panggang 32 orang Tingkat pengetahuan usaha mandiri 100% 287,777,000 316,554,700 sedang berjalan Kec. Gondokusuman

Pelatihan membuat sabun dan softener 40 orang Tingkat pengetahuan usaha mandiri 100%

Pelatihan tas tali koor 40 orang Tingkat pengetahuan usaha mandiri 100%

Pelatihan hidroponik 48 orang Pemanfaatan lahan 100%

Pelatihan kewirausahaan 20 orang Penambahan wahana usaha 100%

Pembinaan linmas 60 orang Peningkatan kedissiplinan anggota linmas 100%

Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja 40 orang Pemahaman gererasi muda 100%

Sosialisasi posbindu 40 orang Pengetahuan posbindu 100%

Sapaan anak kost 490 orang Ketertiban masyarakat 100%

Forum Kebinekaan (FBUB) 160 orang kerukunan umat beragama 100%

Gebyar Lansia 160 orang Lansia Kreatif dan Produktif 100%

Fasilitasi Seni Budaya 2 kelompok Melestarikan seni dan Budaya 100%

JBM 16 RW Penertiban jam belajar 100%

Stimulan PKK RT/RW 12 bulan Tertib administrasi 100%

RPJMD 1 kegiatan Tersusunnya program kelurahan 100%

Pelatihan kerajian bagi KMS 1 kegiatan mengurangi kemiskinan 100%

Uang pikket keagamaan 40 orang meningkatkan keamanan 100%

Sarasehan kesehatan sendi dan tulang 50 orang pengetahuan kesehatan

Sosialisasi Kelompok Pendukung ibu 50 orang Pemahaman ibu terhadap fungsi ASI

Sosialisasi kegawatdararutan 40 orang kesiagaan masyarakat

4.7
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Baciro GK Pelatiahan MC bahasa jawa 1 kegiatan Menambah pengetahuan 100% 252,658,000 277,923,800 Sedang berjalan Kec. Gondokusuman

Pelatihan jahit 1 kegiatan Tercipta lapangan kerja 100%

Pelatihan masak Gudeg 1 kegiatan Tercipta lapangan kerja 100%

Pelatihan bagi difabilitas 1 kegiatan Tercipta lapangan kerja 100%

Pelatihan peningkatan kapasitas karang taruna 1 kegiatan Tercipta lapangan kerja 100%

Kegiatan posyandu 21 RW Terjaganya balita 100%

Pelatihan daur ulang sampah dan limbah rumah 2 kegiatan Menambah Keterampilan 100%

Kegiatan PKK 12 bulan Keluarga sejahtera 100%

Peningkatan kapasitas DBKS 1 kegiatan Keluarga sejahtera 100%

kapasitas FKPM 1 kegiatan Optimalisasi 100%

Peningkatan kapasitas kesi 1 kegiatan Potensi ekonomi kerakyatan 100%

Penyuluhan PKADD 85 orang berbudaya 100%

Peningkatan kapasitas linmas 12 bulan Kegiatan lancar 100%

Pembinaan pekerti 1 paket Kegiatan lancar 100%

Pelaksanaan monev bantuan keluarga miskin 10 bulan Kelancaran distribusi voucher 100%

Penyusunan RPJMD 1 kegiatan RPJMD 100%

Sosialisasi/bintek pengelola UED-SP 50 orang semangat bekerja, SDM 100%

4.8
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Terban GK

Terlaksananya Administrasi PKK Kelurahan, RT, 
RW 12 bulan Tertib administrasi 100% 275,302,000 302,832,200 Sedang berjalan Kec. Gondokusuman

Terlaksananya Oprasional JBM Terban 12 bulan Terlaksananya kegiatan JBM 100%

Terlaksananya Operasional Kelurahan Siaga 1 kegiatan Terlaksananya Kelurahan Siaga 100%
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Terlaksananya Pembinaan pokmair 100 orang Terlaksananya Pembinaan pokmair 100%

Gebyar PAUD 1 kegaiatan Pengembangan kreatifitas anak 100%

Pembinaan dan gebyar Lansia 2 kegaiatan Terlaksananya Gebyar Lansia 100%

Pembinaan P2WKSS 100 orang Terlaksanaya Pembinaan P2WKSS 100%

Pembinaan Lembaga Kebudayaan Terban 50 orang Melestarikan Budaya Jawa 100%

Penyuluhan PKK 1 kegaiatan Terlaksananya Penyuluhan PKK 100%

Latihan kesenian dan festival kali belik 2 kegaiatan melestarikan seni budaya 100%

TKPK 12 bulan mengentas kemiskinan 100%

Piket keagamaan 2 kegiatan keamanan terkendali 100%

4.9

Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 
Pembinaan Perekonomian Masyarakat 
Kecamatan Gondokusuman GK Pelaksanaan Pelatihan kewirausahaan UMKM 50 UMKM

Terselenggaranya Pelatihan 
kewirausahaan UMKM 100% 1,434,080,006 1,577,488,007 Sedang berjalan Kec. Gondokusuman

Pelaksanaan Gelar potensi UMKM 3 kali Terselenggaranya Gelar potensi UMKM 100%

Frekuensi Sosialisasi bagi pemilik pondokan 50 pemilik pondokan
Terselenggaranya Sosialisasi bagi pemilik 
pondokan 100%

Pelaksanaan Pembinaan PKL 50 PKL Terselenggaranya Pembinaan PKL 100%

Perbaikan jalan 4 Kelurahan terciptanya kenyamanan wilayah 100%

Pemeliharaan fasum 5 kelurahan terciptanya kenyamanan wilayah 100%

PJU lingkungan 5 kelurahan terciptanya kenyamanan wilayah 100%

Konsultan perencana dan pelaksanaan 1 paket terciptanya kenyamanan wilayah 100%

Musrenbang
1 Kecamatan 5 

Kelurahan Terselenggaranya Musrenbang 100%

Penyusunan profil 1 kali Tersedinya informasi wilayah 100%

Pembuatan inmen 2 semester Tersedinya informasi wilayah 100%

Pelaksanaan Lomba kampung bersih dan sehat 1 kegiatan
terciptanya lingkungan yang bersih dan 
sehat 100%

4,903,466,918 5,393,813,610Total
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Kecamatan Jetis

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja 
pemerintah daerah meningkat

Terwujudnya kelancaran 
administrasi, keuangan dan 
operasional perkantoran 100% 902,702,631 992,972,894

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi JETIS Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 41 Orang
Dukungan terhadap kelancaran koordinasi 
dan monitoring kewilayahan 100% 110,976,500 122,074,150 Sedang berjalan Kecamatan Jetis

Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 187 kali

Makan dan minum yang tersedia untuk harian umum 11 bulan

Laporan hasil koordinasi dan monitoring wilayah 33 laporan

1.2
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor JETIS Materai 3000 1250 lbr

Dukungan terhadap kelancaran administrasi , 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 593,968,790 653,365,669 Sedang berjalan Kecamatan Jetis

Materai 6000 425 lbr

Jasa komunikasi, jasa sumber daya air, jasa listrik dan bantuan 
komunikasi yang tersedia

Telp : 4 kantor 1 rumah 
dinas Air : 4 meteran Listrik 

: 4 meteran Bantuan 
Komunikasi : 4 Org

Sewa peralatan & perlengkapan kantor

Kursi : 400 buah Meja : 
150 buah Soundsystem : 3 

kali Tenda : 9 unit

STNK roda 4 1 unit

STNK roda 2 13 unit

STNK roda 3 2 unit

Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 30 jenis

Jasa Retribusi kebersihan & assenering 12 bulan

Jasa kebersihan kantor 11 bulan

Jasa Perbaikan dan pemeliharaan peralatan kerja dan 9 jenis

Perlengkapan kantor dan rumah tangga 23 jenis

Alat tulis kantor yang tersedia 55 jenis

Cetakan 1 jenis

Penggandaan FC : 2 jenis Jilid : 2 jenis
Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang 
tersedia 24 jenis

Bahan komputer yang tersedia 19 jenis

Surat Kabar Lokal 12 bulan

Bahan bacaan dan buku pendukung 21 buku

Piket Kantor 12 bulan Keamanan kantor terjaga 100%

1.3
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 
Perkantoran JETIS

Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, 
SPM, SPJ, Laporan Barang dan Laporan Akuntasi 4 Dokumen

Dukungan terhadap kelancaran administrasi , 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 197,757,341 217,533,075 Baru Kecamatan Jetis

Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 50 Dokumen

Jasa Pengelola Arsip 5 Orang

Jasa Tenaga Bantuan 2 Orang

2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur Hukum dan Aparatur

Terwujudnya kelembagaan dan 
ketatalaksanaan pemerintah 
daerah yang berkualitas

Terpeilharanya Sarana dan 
Prasarana aparatur 100% 213,434,000 234,777,400

Indikator Kinerja
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2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan 
Kantor JETIS Pemeliharaan Taman Kantor "100 batang 21 kg pupuk"

Dukungan terhadap kelancaran administrasi , 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 138,800,000 152,680,000 Sedang berjalan Kecamatan Jetis

Pemeliharaan Gedung kantor 4 kantor 1 rumah dinas

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional JETIS Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas : 12 bulan

Dukungan terhadap kelancaran administrasi , 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 74,634,000 82,097,400 Sedang berjalan Kecamatan Jetis

Roda 4 1 unit

Roda 2 13 unit

Roda 3 2 unit

3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Hukum dan Aparatur

Terwujudnya kelembagaan dan 
ketatalaksanaan pemerintah 
daerah yang berkualitas

Jumlah pelimpahan 
kewenangan yang 
dilaksanakan dengan baik 100% 41,712,000 45,883,200

3.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan, 
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD JETIS

Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran 
(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen Kebersihan kantor terpelihara denga baik 41,712,000 45,883,200 Baru Kecamatan Jetis
Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, 
SKM, SPIP, Profil) 5 dokumen

4

Program Peningkatan Pelayanan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 
Kewilayahan Kecamatan Jetis Hukum dan Aparatur

Terwujudnya kelembagaan dan 
ketatalaksanaan pemerintah 
daerah yang berkualitas

Meningkatnya swadaya 
masyarakat 100% 2,404,940,352 2,645,434,387

4.1
Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 
Ketertiban Kecamatan Jetis JETIS PEMILIHAN RT/RW/LPMK (3 bln) 3 bulan Demokrasi warga meningkat 100% 345,143,500 379,657,850 Baru Kecamatan Jetis

Monografi Kelurahan dan Kecamatan , 4 dokumen
Dokumen Monografi Kelurahan dan 
Kecamatan 100%

Penguatan Kapasitas RT/RW 203 orang Kapasitas RT/RW Meningkat undefined100 %

Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan 1 kelurahan
Terpilihnya kelurahan sebagai wakil 
kecamatan 100%

Hibah LPMK atau RT/RW 3 LPMK 166 RT 37 RW
Dukungan terhadap kegiatan LPMK dan 
RT/RW meningkat undefined100 %

Sambang Kampung dan Keamanan Wilayah 11 bulan
Keamanan dan ketertiban kampung 
meningkat 100%

Linmas yang diberdayakan 3 kelurahan keberdayaan Linmas meningkat 100%

Forum Pemerintahan 12 kali
Keamanan dan ketertiban kampung 
meningkat 100%

PAM 7 kegiatan Keamanan wilayah terjaga 100%

4.2
Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan 
Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis JETIS Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN ) 203 orang Tersalurkannya informasi terkait pelayanan 100% 181,226,317 195,565,700 Baru Kecamatan Jetis

Perekaman dan pengambilan E_KTP 12 bulan
Tersalurnya informasi-informasi terbaru 
terkait pelayanan 100%

Retribusi IMBB 2 dokumen Perizinan IMBB yang terdata meningkat 100%

4.3
Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 
Kecamatan Jetis JETIS Pengembangan dan pelestarian budaya daerah 5 kegiatan

Peran serta masyarakat dalam kebudayaan 
meningkat 100% 504,954,800 504,954,800 Baru Kecamatan Jetis

Peningkatan harapan hidup masyarakat 25 kegiatan Harapan hidup masyarakat meningkat 100%

Peningkatan kapasitas lembaga sosial 18 kegiatan Kemampuan lembaga sosial meningkat 100%

4.4
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Bumijo

JETIS - 
Kelurahan 
Bumijo Peningkatan kapasitas lembaga sosial 9 kegiatan Kemampuan lembaga sosial meningkat 100% 244,571,575 289,091,409 Baru Kecamatan Jetis

Peningkatan harapan hidup masyarakat 9 kegiatan Harapan hidup masyarakat meningkat 100%

Pengembangan dan pelestarian budaya daerah 1 kegiatan
Peran serta masyarakat dalam kebudayaan 
meningkat 100%

peningkatan perekonomian masyarakat 2 kegiatan Perekonomian masyarakat meningkat 100%

4.5
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan

JETIS - 
Kelurahan 
Cokrodining
ratan Peningkatan kapasitas lembaga sosial 7 kegiatan Peningkatan kapasitas lembaga sosial 100% 207,116,700 241,944,446 Baru Kecamatan Jetis

Peningkatan harapan hidup masyarakat 10 kegiatan Harapan hidup masyarakat meningkat 100%

Pengembangan dan pelestarian budaya daerah 2 kegiatan
Peran serta masyarakat dalam kebudayaan 
meningkat 100%
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peningkatan perekonomian masyarakat 2 kegiatan Perekonomian masyarakat meningkat 100%

4.6
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Gowongan

JETIS -
Kelurahan 
Gowongan Peningkatan kapasitas lembaga sosial 5 kegiatan Kemampuan lembaga sosial meningkat 100% 194,628,400 234,191,216 Baru Kecamatan Jetis

Peningkatan harapan hidup masyarakat 7 kegiatan Harapan hidup masyarakat meningkat 100%

Pengembangan dan pelestarian budaya daerah 0 kegiatan
Peran serta masyarakat dalam kebudayaan 
meningkat 100%

peningkatan perekonomian masyarakat 3 kegiatan Perekonomian masyarakat meningkat 100%

4.7

Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 
Pembinaan Perekonomian Masyarakat 
Kecamatan Jetis JETIS Conblokisasi 2233 m2 Kualitas akses jalan meningkat 100% 727,299,060 800,028,966 Baru Kecamatan Jetis

Handrilling 63 m2 Keselamatan warga meningkat 100%

Pengadaan pintu pengaman pinggir sungai 2 unit Keselamatan warga meningkat 100%

Rehab SAH 12 m2 kualitas lingkungan hidup meningkat 100%

Rehab SAH tertutup 100 m2 kualitas lingkungan hidup meningkat 100%

Perbaikan tangga naik 32 m2 Keselamatan warga meningkat 100%

Pemiliharaan PJU 3 kelurahan kualitas lingkungan hidup meningkat 100%

Profil Kewilayahan 4 Dokumen Data kewilayahan yang relevan 100%

PKL yang dibina 107 pkl Wawasan PKL meningkat 100%

Informasi Pembangunan 10 Dokumen
Dokumen informasi pembangunqn yang 
relevan 100%

Pasar Rakyat 50 UMKM
Pangsa pasar pelaku usaha kecil dan 
menengah meningkat 100%

UMKM yang dibina 2 kegiatan Sinergitas anggota meningkat 100%

KUBE yang dibina 2 kegiatan Sinergitas anggota meningkat 100%

Pengembangan Ekonomi Kreatif 50 Orang

Membuka wawasan baru dan meningkatkan 
kerjasama dalam strategi mengembangkan 
ekonomi kreatif 100%

3,562,788,983 3,919,067,881Total
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1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Akuntabilitas kinerja pemerintah 
daerah meningkat

Terwujudnya kelancaran 
administrasi, keuangan, dan 
operasional perkantoran 100% 841,912,322 926,103,554

1.1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kec. Tegalrejo Makan Minum Rapat Koordinasi 11 bulan
Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 133,923,000 147,315,300 Sedang berjalan

Kecamatan 
Tegalrejo

Minum Pegawai 11 bulan

Makan Minum Tamu 2 kegiatan

Makan Minum Harian Umum 11 bulan

Monitoring 11 bulan

1.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kec. Tegalrejo Piket Kantor 12 bulan
Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 605,210,650 665,731,715 Sedang berjalan

Kecamatan 
Tegalrejo

Alat Tulis Kantor 35 jenis
Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan 
kantor 7 jenis

Materai 3000 1100 lembar

Materai 6000 400 lembar

Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 17 jenis

BBM Peralatan Kerja 3 jenis

Tabung Pemadam 25 tabung

Bahan Komputer 5 jenis

Peralatan rumah tangga 12 jenis

Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi 12 bulan

Jasa Pembayaran Air 12 bulan

Jasa Pembayaran Listrik 12 bulan

Surat Kabar 12 bulan

Retribusi Kebersihan 12 bulan

STNK Kendaraan Roda 4 1 unit

STNK Kendaraan Roda 3 2 unit

STNK Kendaraan Roda 2 15 unit

Jasa Percetakan 2 jenis

Jasa Penggandaan 155.000 lembar

Sewa Meja 150 buah

Sewa Kursi 600 buah

Sewa Tenda 10 unit

Sewa Sound System 5 unit

Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor 7 jenis

Kebersihan Kantor 12 bulan

Pemeliharaan Komputer 2 jenis

Komputer dan perlengkapannya 2 jenis

1.3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran Kec. Tegalrejo

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : 
SPP, SPM, SPJ, Laporan Akuntansi, Laporan 
Penerimaan, Laporan Barang 12 bulan

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 102,778,672 113,056,539 Sedang berjalan

Kecamatan 
Tegalrejo

Jasa Penatalaksana Kepegawaian 41 dokumen ASN

Jasa Pengelola Arsip 12 bulan

Jasa tenaga bantuan 14 bulan

Indikator Kinerja
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2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 
Pemerintahan

Terwujudnya kelembagaan dan 
ketatalaksanaan pemerintah 
daerah yang berkualitas

Terwujudnya pemeliharaan sarana 
dan prasarana aparatur 100% 124,372,700 136,809,970

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan 
Kantor Kec. Tegalrejo Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor 5 unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 53,457,700 58,803,470 Sedang berjalan

Kecamatan 
Tegalrejo

Bahan dan Bibit Tanaman 2 jenis

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional Kec. Tegalrejo Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 1 unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 70,915,000 78,006,500 sedang berjalan

Kecamatan 
Tegalrejo

Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 2 unit

Jasa Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 15 unit

3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 
Pemerintahan

Terwujudnya Kelembagaan dan 
Keterlaksanaan Pemerintah 
Daerah yang Berkualitas

Terwujudnya peningkatan capaian 
kinerja dan keuangan 100% 48,555,000 53,410,500

3.1
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 
dan laporan Capaian Kinerja SKPD Kec. Tegalrejo

Dokumen perencanaan dan penganggaran; 
Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA,TAPKIN yang 
tersusun 6 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan, 
pengendalian dan penganggaran 100% 48,555,000 53,410,500 Baru

Kecamatan 
Tegalrejo

Laporan Kinerja SKPD : Lakip, Laporan Keuangan 
dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun 6 laporan Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

4

Program Peningkatan Pelayanan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 
Kecamatan Tegalrejo

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 
Pemerintahan

Terwujudnya Kelembagaan dan 
Keterlaksanaan Pemerintah 
Daerah yang Berkualitas

Terwujudnya peningkatan capaian 
kinerja dan keuangan 100% 3,319,371,078 3,651,308,186

4.1
Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 
Ketertiban Kecamatan Tegalrejo Kec. Tegalrejo Monografi Kelurahan dan Kecamatan 10 dokumen Dokumen Monografi Kelurahan dan Kecamatan 100% 394,134,000 433,547,400 Baru

Kecamatan 
Tegalrejo

Penguatan Kelembagaan RT/ RW dan LPMK 2 kegiatan
Meningkatnya kemampuan perangkat RT/ RW/ 
LPMK

Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan 1 kegiatan
Terpilihnya pemenang tingkat Kecamatan untuk 
mewakili tingkat Kota

Pembinaan dan Penataan PKL 107 PKL
Meningkatnya jumlah PKL yang tertib dan 
teratur

Pengawasan Perizinan 12 bulan
Peningkatan ketertiban perizinan, wilayah 
aman

Forum Penyelenggara Pemerintahan Tingkat 
Kecamatan 12 kali Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah

Pembinaan Anggota Satuan Linmas 4 kelurahan
Peningkatan kemampuan anggota satuan 
Linmas

Operasi Panca Tertib 12 bulan Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah

Pemilihan RT, RW dan LPMK 3 kegiatan Kelancaran kegiatan pemilihan RT, RW, LPMK

4.2
Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan 
Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo Kec. Tegalrejo Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 12 bulan Kelancaran pelayanan 100% 216,722,828 238,395,111 Baru

Kecamatan 
Tegalrejo

Perekaman dan pengambilan E-KTP 12 bulan
Kelancaran perekaman dan pengambilan E-
KTP

Pemungutan Retribusi HO dan IMB 2 izin IMB, 80 izin HO Kelancaran pelayanan perizinan HO dan IMB

Sosialisasi SPP 1 kegiatan Inf. tentang SPP dapat diterima masy.

4.3
Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 
Kecamatan Tegalrejo Kec. Tegalrejo Penguatan Paguyuban Lansia 2 kegiatan Peningkatan Wawasan dan Kesehatan Lansia 100% 618,556,200 680,411,820 Baru

Kecamatan 
Tegalrejo

Peningkatan Kapasitas Pemerhati Sungai 2 kegiatan Peningkatan Kebersihan Sungai

PSN Jumantik Anak 2 kegiatan
Pengurangan jentik-jentik nyamuk penyebab 
penyakit DBD

Sapaan Anak Kos 2 kegiatan
Ketertiban Izin Pondokan dan Peningkatan 
Kesadaran Penghuni Kos untuk Bermasyarakat

Lintas Hijau 2 kegiatan
Peningkatan Kesadaran akan Kelestarian 
Wilayah

Monev Bantuan Warga Miskin 12 bulan Kelancaran Kartu Pangan Non Tunai

Gerbang Mas 2 kegiatan Peningkatan Kedisplinan Anak

Administrasi PKK 1 Kec, 4 kel
Kelancaran Administrasi PKK Kecamatan & 
Kelurahan

Gelar Kesenian 2 kegiatan Pelestarian Budaya
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KKG KB Kes 1 kegiatan Pelaksanaan KKG berjalan lancar

Pentas Seni Wilayah 1 kegiatan Pelestarian Budaya

Gebyar PAUD 1 kegiatan
Peningkatkan dan Pengembangan Kreativitas 
Anak

Pawai Budaya 2 kegiatan Pelestarian Budaya

PMPS 1 kegiatan Pelestarian Budaya

Penguatan Kelembagaan FKPSM dan IPSM 1 kegiatan Peningkatan Wawasan tentang Masalah Sosial

Gemar Makan Ikan 1 kegiatan Peningkatan Kesadaran Makan Ikan

Festival Olahraga dan Permainan Anak Tradisional 1 kegiatan Pelestarian Budaya

4.4
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 
Kelurahan Tegalrejo Kel. Tegalrejo

Sosialisasi Bahaya Narkoba dengan kesehatan 
Reproduksi 1 kegiatan terbukanya wawasan, cakrawala pikir remaja 100% 228,235,700 251,059,270 Baru Kelurahan Tegalrejo

Jumantik Remaja 1 kegiatan
terciptanya lingkungan yang sehat, bebas dari 
nyamuk terutama DB

Pelatihan KesenianTradisional 1 kegiatan terbentuknya kelompok kesenian angklung

Pelatihan Kepemimpinan bagi Remaja 1 kegiatan
Menggali potensi diri remaja sebagai asit 
bangsa

Penyuluhan System informasi Posyandu 1 kegiatan
terciptanya manajemen data posyandu yang 
handal

Seminar Pembentukan Budaya dan Karakter 
Bangsa 1 kegiatan warga masyarakat mempunyai karakter positif

Sosialisasi Tanggap Bencana 1 kegiatan
Masyarakat memahami ttg cara tanggap 
bencana

Penyuluhan HIV & AID 1 kegiatan mengurangi resiko penyebaran HIV AIDS

Pelatihan Bahasa Inggris 1 kegiatan
memberi peluang wira usaha pada warga 
masyarakat

Pel. Pengelolaan Bank Sampah 1 kegiatan
terciptanya lingkungan yang bersih dan 
masyarakat yang kreatif

Pelatihan Pembuatan Makanan Tradisional 1 kegiatan
memberi bekal ketrampilan kepada remaja dan 
masyarakat

Pelatihan Media Janur (Lanjutan) 1 kegiatan
tambahnya keterampilan masyarakat dalam 
merangkai janur

Pelatihan Pangkas Rambut (Lanjutan) 1 kegiatan
memberi peluang wira usaha pada warga 
masyarakat

Pelatihan Usaha Syariah 1 kegiatan
memberi pengetahuan pengelolaan usaha 
sesuai syariah islam

Kursus Meracik Kopi 1 kegiatan
memberi peluang wira usaha pada warga 
masyarakat

Pelatihan Hydroponik 1 kegiatan
memanfaatkan lahan sempit untuk bercocok 
tanam

Pelatihan Sablon (Lanjutan) 1 kegiatan
memberi peluang wira usaha pada warga 
masyarakat

Workshop penanggulangan kemiskinan berbasis 
masyarakat 1 kegiatan Menurunnya angka Kemiskinan

Administrasi PKK RW (12 RW) 12 RW Kelancaran Kegiatan PKK

Administrasi PKK RT (47 RT) 47 RT Kelancaran Kegiatan PKK

Operasional JBM (12 RW) 12 RW
Terlaksananya kegiatan Belajar bagi anak Usia 
Sekolah

Kelurahan siaga 1 kegiatan Terfasilitasinya kegiatan Kelurahan Siaga

Penyusunan RPJMD Kel Tegalrejo 1 kegiatan Tersusunnya RPJMD Kelurahan Tegalrejo

Pentas Seni Wilayah 1 kegiatan Pelestarian Budaya

4.5
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 
Kelurahan Kricak Kel. Kricak

Penyuluhan Kesehatan dan Bantuan administrasi 
lansia segoro werdho Mulyo 1 kegiatan Meningkatkan Kesehatan Lansia 100% 329,512,900 362,464,190 Baru

Kecamatan 
Tegalrejo

Pelatihan kader PKK dan Kader Yandu balita dan 
Lansia 1 kegiatan

Meningkatkan pengetahuan tentang peran PKK 
dan Yandu

Pelatihan saji Menu Sehat dan Lokakarya Kelompok 
GSI 1 kegiatan meningkatkan keluarga sehat dan cerdas

pelatihan tata rias dan Busana untuk pentas 1 kegiatan
melatih kemandirian untuk rias dan busana 
pentas

Latihan kesenian :Tari modern ,Karawitan dan 
jatilan 1 kegiatan Melestarikan Budaya Kelurahan Kricak

Pelatihan MC bahasa jawa dan Bahasa Indonesia 1 kegiatan Melestarikan Budaya
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Pelatihan Baca tulis aksara jawa dan adat istiadat 
dalam berbagai macam jenis 1 kegiatan

meningkatkan pengetahuan tentang baca tulis 
aksara jawa

Sarasehan Kesenian keroncong 1 kegiatan meningkatkan minat seni bidang keroncong
Penyuluhan dan Pembinaan Manfaat hidup 
berkoperasi 1 kegiatan untuk menanamkan manfaat Hidup berkoperasi
Worksop dan diklat Media Bagi Pendidik Anak 
PAUD 1 kegiatan

Menambah Kompetensi pendidik PAUD dalam 
membuat media belajar untuk Anak

Senam Bersama pendidik dan Peserta Didik PAUD 1 kegiatan
terselenggaranya Program Senam PAUD dan 
meningkatkan Kesehatan

Seminar Parenting Pengasuhan Anak Usia Dini 
(PAUD ) 1 kegiatan

Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pola asuh 
Anak dalam masa Emas Anaka usia Dini

Pelatihan Tanggap Bencana 1 kegiatan
menambah pengetahuan dalam menghadapai 
Bencana

Pelatihan Perawatan Jenazah 1 kegiatan
menambah pengetahuan ntentang perawatan 
Jenazah baik islam mapupun Non Islam

melestarikan dan menumbuh kembangan mainan 
tradisional: mainan egrang,gobak sodor,lomba 
bakiak,gobak sodor 1 kegiatan Melestarikan dolanan anak supaya tidak punah
Gebyar PAUD dan Lomba Kreativitas Seni Anak 
Usia Dini 1 kegiatan

menambah pengetahuan tentang Seni dan 
Budaya

Pelatihan Pembuatan Aneka Sirup dan Inovasi 
Produk Jamu 1 kegiatan

Mengoptimalkan potensi warga dalam 
mengolah minuman ringan jenis sirup, dan 
diharapkan menambah pendapatan warga

Pelatihan Pengelolan Home Stay 1 kegiatan

Mengoptimalkan potensi warga dalam 
mengelola Home Stay, dan diharapkan 
menambah pendapatan warga

Pelatihan Teknik Pengawetan Non Kimia Produk 
Makanan 1 kegiatan

Mengoptimalkan potensi kuliner warga dalam 
mengolah produk makanan, dan menambah 
pendapatan warga

Pelatihan Pembuatan, Teknik Pengemasan dan 
Pemasaran Souvenir dari Daur Ulang Sampah dan 
Bahan Baku Jadi 60 orang

Meningkatkan keterampilan mengolah daur 
ulang sampah dan bahan baku jadi menjadi 
produk kerajinan

Pelatihan Teknik Pembinaan Kelompok Sadar 
Wisata 1 kegiatan

Meningkatkan kompetensi pengurus wisata 
dalam meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan dalam membina kelompok sadar 
wisata

Workshop penanggulangan kemiskinan berbasis 
masyarakat 1 kegiatan Menurunnya angka Kemiskinan

Administrasi PKK RW (13 RW) 13 RW Kelancaran Kegiatan PKK

Administrasi PKK RT (61 RT) 61 RT Kelancaran Kegiatan PKK

Operasional JBM (13 RW) 13 RW
Terlaksananya kegiatan Belajar bagi anak Usia 
Sekolah

Operasional Kelurahan Siaga 1 kegiatan Terfasilitasinya kegiatan Kelurahan Siaga

Penyusunan RPJMD Kelurahan 1 kegiatan Tersusunnya RPJMD Kelurahan Tegalrejo

4.6
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 
Kelurahan Karangwaru Kel. Karangwaru Sarasehan Sehat Dan Bugar Hari Tua/Senam/Rapat 1 kegiatan Peningkatan SDM 100% 168,814,900 185,696,390 Baru

Kecamatan 
Tegalrejo

Seminar Kenakalan Remaja, Premanisme, Narkoba 1 kegiatan Peningkatan SDM

Workshop Kampung Panca Tertib 1 kegiatan FKPT

Sosialisasi Pembentukan Rw. Siaga 1 kegiatan Peningkatan SDM

Pelatihan Inisiasi Kampung Wisata 1 kegiatan Peningkatan SDM

Pelatihan Pembuatan Agropolitan 1 kegiatan Peningkatan SDM

Pelatihan Budidaya Burung Kenari 1 kegiatan Peningkatan SDM
Workshop penanggulangan kemiskinan berbasis 
masyarakat 1 kegiatan Menurunnya angka Kemiskinan

Administrasi PKK RW (14 RW) 14 RW Kelancaran Kegiatan PKK

Administrasi PKK RT (56 RT) 56 RT Kelancaran Kegiatan PKK

Operasional JBM (14 RW) 14 rRW
Terlaksananya kegiatan Belajar bagi anak Usia 
Sekolah

Operasional Kelurahan Siaga 1 kegiatan Terfasilitasinya kegiatan Kelurahan Siaga

Penyusunan RPJMD Kelurahan 1 kegiatan Tersusunnya RPJMD Kelurahan Tegalrejo

Pentas Seni Wilayah 1 kegiatan Pelestarian Budaya
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4.7
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 
Kelurahan Bener Kel. Bener Pelatihan IPSM dasar 1 kegiatan Peningkatan data PMKS 100% 183,176,900 201,494,590 Baru

Kecamatan 
Tegalrejo

Bimbingan Remaja terhadap Kenakalan Remaja 1 kegiatan Pemuda berprestasi

Penguatan Kesenian Angguk 1 kegiatan Demi keseimbangan dalam masyarakat
Pembinaan Desa Binaan Keluarga Sakinah ( DBKS 
) 1 kegiatan "Masyarakat keluarga bahagia"

Sosialisasi Pencegahan Perdagangan Manusia 1 kegiatan
Menjadi jelas apabila warga yang akan menjadi 
Tki/ TKW

Pelatihan Administrasi Lembaga RT dan RW 1 kegiatan Meningkatkan wawasan

Pembinaan Kampung Wisata 1 kegiatan Mencari pekerjaan yang benar

Sosialisasi Penunjang Kampung Wisata 1 kegiatan Meningkatkan wawasan

Sosialisasi Mainan Anak Tradisional 1 kegiatan Pengenalan Mainan Anak Tradisional

Pelatihan Daur Ulang Sampah Anorganik 1 kegiatan Menjaga kebersihan lingkungan

Pelatihan kreasi hijab 1 kegiatan Meingkatkan kreatiiftas

Pelatihan membuat Hantaran Pengantin 1 kegiatan Meningkatkan Ketrampilan

Pelatihan Ketrampilan Membuat Kue Kering 1 kegiatan Peningkatan Kesejahteraan

Pelatihan Pembuatan Telur Asin 1 kegiatan Pendapatan Warga/Kemahiran berusaha

Pelatihan Pemasaran Produk secara On line 1 kegiatan Peningkatan Ekonomi

Pelatihan Sayuran Perkotaan 1 kegiatan Peningkatan Ekonomi
Workshop penanggulangan kemiskinan berbasis 
masyarakat 1 kegiatan Menurunnya angka Kemiskinan

Administrasi PKK RW (7 RW) 7 RW Kelancaran Kegiatan PKK

Administrasi PKK RT (26 RT) 26 RT Kelancaran Kegiatan PKK

Operasional JBM (7 RW) 7 RW
Terlaksananya kegiatan Belajar bagi anak Usia 
Sekolah

Operasional Kelurahan Siaga 1 keg Terfasilitasinya kegiatan Kelurahan Siaga

Penyusunan RPJMD Kelurahan 1 keg Tersusunnya RPJMD Kelurahan Tegalrejo

Pentas Seni Wilayah 1 kegiatan Pelestarian Budaya

4.8

Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan 
Tegalrejo Kec. Tegalrejo Pemeliharaan Jalan Conblok 1 paket Kelancaran dan kenyamanan lalu lintas jalan 100% 1,180,217,650 1,298,239,415 Baru

Kecamatan 
Tegalrejo

Pemeliharaan SAH 1 paket Kelancaran saluran air hujan

Pemeliharaan Fasilitas Umum 1 paket Fasilitas Umum terawat dengan baik

Pemeliharaan TPU Utaralaya 1 paket TPU terpelihara dan terawat dengan baik

Pemeliharaan PJU 225 titik
PJU wilayah terawat dan terpelihara dengan 
baik

Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan 5 dokumen
Dokumen Musrenbang Kecamatan dan 
Kelurahan

Pemeliharaan TPU Utaralaya 12 bulan Pemeliharaan dan Perawatan TPU Utaralaya

Buku Informasi Program Kegiatan 2 dokumen
Informasi Pembangunan dan Kegiatan Wilayah 
tercukupi

Penyusunan Profil Kecamatan & kelurahan 5 dokumen Tersusunnya Profil Kelurahan dan Kecamatan

Gelar Potensi UMKM 1 kegiatan Peningkatan Usaha UMKM Warga

TKPK 2 kegiatan Penurunan Angka Kemiskinan

Pasar Rakyat 1 kegiatan Peningkatan Usaha Promosi Warga

4,334,211,100 4,767,632,210Total
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Kecamatan Umbulharjo

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Terwujudnya Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan pemerintah daerah 
yang berkualitas

Terwujudnya Kelancaran Administrasi 
Keuangan dan Operasional Perkantoran 100% 1,413,685,740 1,555,054,314

1.1
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi

Kec. 
Umbulharjo Makan minum harian Pegawai 73 orang

Dukungan terhadap kelancaran 
administrasi,keuangan dan operasional 
perkantoran 100% 158,136,000 173,949,600 sedang berjalan

Kec. 
Umbulharjo

Makan minum rapat koordinasi 20 macam

Makan minum tamu kunjungan 18 kali

Makan minum harian umum 11 bulan

1.2
Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Kec. 
Umbulharjo Jasa Piket Kantor 12 bulan

Dukungan terhadap kelancaran 
administrasi,keuangan dan operasional 
perkantoran 100% 986,699,046 1,085,368,951 sedang berjalan

Kec. 
Umbulharjo

Alat Tulis Kantor yang tersedia 78 macam

Alat Listrik dan elektronik yang tersedia 12 macam

Materai 3000 yang tersedia 1750 buah

Materai 6000 yang tersedia 380 buah

Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang tersedia 29 macam

Bahan bakar minyak dan gas yang tersedia 40 liter

Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 70 tabung

Jasa Bahan Komputer/Printer 7 macam
Alat-alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja yang 
tersedia 6 macam

Jasa Pembayaran telepon 12 bulan

Jasa Pembayaran rekening Air 12 bulan

Jasa Retribusi Kebersihan 12 bulan

Langganan Surat Kabar 12 bulan

STNK Roda 4 1 unit

STNK Roda 3 4 unit

STNK Roda 2 22 unit

Barang Cetakan 3250 lembar

Penggandaan 354850 lembar

Jilid 195 bdl

Jasa Sewa Kursi 1000 buah

Jasa Sewa Meja 100 buah

Jasa Sewa Taplak 100 buah

Jasa Sewa Tenda 15 unit

Jasa Sewa Perlengkapan/Peralatan 5 unit

Blj Modal Alat Kantor 9 item
Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komonikasi/Studio 7 macam

Jasa Pemeliharaan Komputer 51 unit

1.3
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 
Perkantoran

Kec. 
Umbulharjo

Dokumen Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, 
SPM, SPJ dan Laporan Akuntasi yang tersusun 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran 
administrasi,keuangan dan operasional 
perkantoran 100% 268,850,694 295,735,763 sedang berjalan

Kec. 
Umbulharjo

Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dikelola 71 ASN

Jasa Pengelola Arsip 1 orang

Jasa Tenaga Bantuan 7 orang

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

No Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-
jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
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2
Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Terwujudnya kelembagaan dan 
ketatalaksanaan pemerintah daerah yang 
berkualitas

Terwujudnya Kelancaran Administrasi 
Keuangan dan Operasional Perkantoran 100% 291,907,000 321,097,700

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Gedung/Bangunan Kantor

Kec. 
Umbulharjo Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yanag mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 168,524,500 185,376,950 Sedang berjalan

Kec. 
Umbulharjo

pemeliharaan rumah dinas 1 unit

pemeliharaan gedung kantor 3 jenis

pemeliharaan mebelair 3 macam

2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional

Kec. 
Umbulharjo Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 unit roda 4 4 unit 
roda 3 22 unit roda 2

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yanag mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 123,382,500 135,720,750 Sedang berjalan

Kec. 
Umbulharjo

3

Program Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Terwujudnya kelembagaan dan 
ketatalaksanaan pemerintah daerah yang 
berkualitas

Terwujudnya peningkatan pengembangan 
sistem pelaporan capaian kinerja dan 
keuangan 100% 102,583,750 112,842,125

3.1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kec. 
Umbulharjo

Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran 
(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 5 dokumen

Dukungan terhadap penatausahaan 
keuangan dan menejemen pencapaian 
kinerja Program yang mendukung 
kelancaran tugas dan Fungsi SKPD 100% 102,583,750 112,842,125 Sedang berjalan

Kec. 
Umbulharjo

Laporan Kinerja OPD9LKIP,Laporan Keuangan dan Fisik, 
SKM, SPIP, Profil) 5 dokumen

4

Program Peningkatan Pelayanan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 
Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Terwujudnya kelembagaan dan 
ketatalaksanaan pemerintah daerah yang 
berkualitas

Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan 
Swadaya Murni 100% 5,203,219,728 5,723,541,701

4.1

Penyelenggaraan Pemerintahan, 
Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 
Umbulharjo

Kec. 
Umbulharjo Penyusunan Monografi Kecamatan dan kelurahan 16 dokumen

Dukungan terhadap penyelenggaraan 
Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban 
yang mendukung Kelancaran Tugas dan 
Fungsi OPD 100% 710,245,000 781,269,500 Sedang berjalan

Kec. 
Umbulharjo

Sosialisasi Kelembagaan RT dan RW 340 RT, 87 RW

Penilaian Evaluasi Kelurahan 7 kelurahan

Sinergitas Kelembagaan Kelurahan 200 orang

Pengawasan dan Penyuluhan Pelanggaran Perda 12 bulan

Penataan dan Penertiban PKL 12 bulan

Penyuluhan LINMAS 640 orang

Upacara Bendera HUT RI 17 Agustus 1 kali

Sambang kampung 14 kali

Operasi Ketertiban 12 bulan

Operasi Vandalisme 12 bulan

Pengamanan Umum 10 kegiatan

Operasi Gepeng 12 bulan

Penyuluhan Ketertiban oleh MUSPIKA 7 kelurahan

Penyuluhan KTB 50 orang

Pelatihan Penanggulangan Kegawat Daruratan 50 orang

Pemilihan dan Pengukuhan RT, Rw dan LPMK 7 kelurahan

4.2

Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan 
Pengaduan Masyarakat Kecamatan 
Umbulharjo

Kec. 
Umbulharjo Pelayanan Perijinan Kecamatan 5 jenis perijinan

Dukungan terhadap terwujudnya Pelayanan 
Informasi dan Pengaduan masyarakat yang 
mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi 
OPD 100% 208,879,488 229,767,437 Sedang berjalan

Kec. 
Umbulharjo

Pelayanan Administrasi Terpadu 11 bulan

Sosialisasi Perijinan dan Pelayanan 435 orang

Jasa Tenaga Tekhnis 11 bulan

Inovasi Kecamatan 2 bulan

4.3
Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 
Kecamatan Umbulharjo

Kec. 
Umbulharjo TKPK 8 bulan

menanggulangi permasalahan kemiskinan di 
wilayah 100% 752,261,580 507,287,374 Sedang berjalan

Kec. 
Umbulharjo

Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin 8 bulan
evaluasi penyaluran BPNT (Bantuan Pangan 
Non Tunai) 100%

Pentas Seni dan Budaya 1 kali Mengkoordinir pentas seni 7 kelurahan 100%
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Lomba Bidang Kesehatan 1 kali Seleksi Lomba untuk Tingkat Kota 100%

Gebyar PAUD 1 kali menampilkan potensi PAUD 100%

Evaluasi Keterisian Data PKK 4 bulan keterisian data 100%

Ketahanan Pangan 4 bulan
Pembentukan Forum dan Kader Ketahanan 
Pangan 100%

Gerakan Sapaan Anak Kos 6 bulan
Pembinaan kedisiplinan dan Ketertiban anak 
Kos dan induk semang 100%

Lomba KKG PKK 1 kali Seleksi Lomba Tingkat Kota 100%

Sosialisasi dan sarasehan PKK 5 kali menambah pengetahuan bagi PKK 100%

Bintek Administrasi PKK 40 orang menambah pengetahuan bagi PKK 100%

Koordinasi Forum Kecamatan 15 forum menyatukan persepsi dalam kegiatan 100%

Pentas Mocopat 1 kali menampilkan potensi masyarakat 100%

Bimtek Keterpaduan BKB-PAUD-Posyandu-SDIDTK 30 orang menambah ketrampilan bagi masyarakat 100%

Gelegar Kecamatan Umbulharjo 2 hari
menampilkan potensi Umbulharjo dalam 
HUT Umbulharjo 100%

Pembina JBM 4 bulan evaluasi pelaksanaan JBM 100%

Pembinaan Kelurahan Siaga 4 bulan evaluasi pelaksanaan Kelurahan Siaga 100%

Lomba Tari Klasik Tk SD dan SMP 40 orang menggali potensi budaya Jawa 100%

Sosialisasi Ketahanan Pangan 30 orang
menambah pengetahuan dan untuk 
mendapatkan sertfikat PIRT 100%

Sarsehan Mocopat 4 kali menambah pengetahuan masyarakat 100%

Pelatihan Perencanaan Bagi Kader PKK 40 orang menambah ketrampilan bagi kader PKK 100%

Pelatihan Packaging 30 orang menambah ketrampilan bagi UMKM 100%

Gelar Poetnsi Diffabel 1 kali menampilkan potensi diffabel 100%

Penyuluhan Pengelola UKS 60 orang
menambah pengetahuan bagi pengelola 
UKS 100%

Kaji Banding Pola Pemberdayaan 24 orang
menambah wawasan dan menerapkan hasil 
study banding 100%

Penyuluhan PKH 300 orang Menambah pengetahuan bagi peserta PKH 100%

4.4
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Giwangan

Kel. 
Giwangan Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk 10 bulan, 42 RT

mencegah wabah demam berdarah di 
wilayah 100% 230,597,000 296,654,600 Sedang berjalan

Kec. 
Umbulharjo

Jam Belajar Masyarakat 13 RW menambah minat belajar 100%

Workshop RW Siaga 1 kali mengembangkan kesi 100%

Sarasehan dan Koordinasi PKK Kelurahan 5 kali manambah wawasan PKK 100%

Sarasehan PKK RW 13 RW menambah wawasan PKK 100%

sarasehan PKK RT 42 RT menambah wawasan PKK 100%
Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan Pembuatan 
Makanan Tradisional) 30 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%

Penyusunan RPJMD Kelurahan Giwangan 1 kali RPJMD 100%

Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin 8 bulan
evaluasi penyaluran BPNT (Bantuan Pangan 
Non Tunai) 100%

Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD 200 orang
Potensi Paud dan Pendidk PAUD lebih 
maningkat 100%

Worshop Kampung Wisata 30 orang Pengembangan Wisata pinggir sungai 100%

BIMTEK Kampung Wisata 40 orang menambah ketrampilan manajemen wisata 100%

Sosialisasi Pola Asuh Anak dan UP2K 70 orang
menambah pengetahuan tentang pola asuh 
anak 100%

Sosialisasi Hatinya PKK dan PHBS 70 orang menambah pengetahuan tentang PHBS 100%

Gebyar Lansia 200 orang menjaga potensi lansia 100%

Upaca Adat Nyadran 1 kali mempertahankan adat tradisi 100%

Pelatihan Sablon Tingkat Dasar 30 orang menambah ketrampilan remaja 100%

4.5
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Sorosutan

Kel. 
Sorosutan Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk 10 bulan, 70 RT

mencegah wabah demam berdarah di 
wilayah 100% 380,117,100 467,061,650 Sedang berjalan

Kec. 
Umbulharjo

Jam Belajar Masyarakat 18 RW menambah minat belajar 100%

Sosialisasi RW Siaga 1 kali mengembangkan kesi 100%

Sarasehan dan Koordinasi PKK Kelurahan 5 kali manambah wawasan PKK 100%
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Sarasehan PKK RW 18 RW manambah wawasan PKK 100%

Sarasehan PKK RT 70 RT manambah wawasan PKK 100%
Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan pembuatan 
makanan tradisional) 40 orang

menambah ketrampilan bagi warga 
rentan/miskin 100%

Penyusunan RPJMD Kelurahan Sorosutan 1 kali RPJMD 100%

Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin 8 bulan
evaluasi penyaluran BPNT (Bantuan Pangan 
Non Tunai) 100%

Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD 250 orang
Potensi Paud dan Pendidk PAUD lebih 
maningkat 100%

Pelatihan Pembuatan Makanan Kecil 30 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%

Pelatihan Rias Karakter 20 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%

Pelatihan hantaran Manten Tingkat Lanjut 20 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%

Pelatihan Pembuatan Blankon 20 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%

Pelatihan Pembuatan sekam untuk Media Tanam 20 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%

Pelatihan Penangkaran Tanaman Hias 20 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%

Pelatihan Pembuatan Keripik Singkong dan Pisang 20 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%

Pelatihan Budidaya Tanaman Sayuran 20 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%

Pelatihan Komputer Lanjutan (PKK) 20 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%

Gerakan Sapaan Anak Kos 18 RW, 4 bulan
memberi contoh kebersamaan dan 
kedisiplinan pada anak kos 100%

Panen Raya (April dan Desember) 2 kali hasil panen yang melimpah 100%

Gebyar Lansia 200 orang menjaga potensi lansia 100%

Pelatihan Pemanfaatan Peralatan KTB 30 orang menambah ketrampilan pada anggota KTB 100%

4.6
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Pandean

Kel. 
Pandeyan Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk 1 kali, 10 bulan

mencegah wabah demam berdarah di 
wilayah 100% 216,904,000 284,435,800 Sedang berjalan

Kec. 
Umbulharjo

Jam Belajar Masyarakat 8 bulan menambah minat belajar 100%

Sosialisasi Kelurahan Siaga 1 kali mengembangkan kesi 100%

Sarasehan dan Koordinasi PKK Kelurahan 5 kali manambah wawasan PKK 100%

Sarasehan PKK RW 13 RW manambah wawasan PKK 100%

Sarasehan PKK RT 52 RT manambah wawasan PKK 100%

Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan Pembuatan 
Makanan Tradisional) 40 orang

menambah ketrampilan bagi warga 
rentan/miskin menambah ketrampilan bagi 
warga rentan/miskin 100%

Penyusunan RPJMD Kel. Pandeyan 1 kali RPJMD 100%

Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin 8 bulan
evaluasi penyaluran BPNT (Bantuan Pangan 
Non Tunai) 100%

Pelatihan Pemanfaatan Peralatan KTB 30 orang menambah ketrampilan bagi anggota KTB 100%

Worshop Sosio Entrepreseurship 30 orang menambah pengetahuan bagi remaja 100%

Gelar Potensi Anak 150 orang penampilan Potensi PAUD 100%

Lomba Futsal Karang Taruna 13 RW menjaga kebersamaan dan kedisipilanan 100%

4.7
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Warungboto

Kel. 
Warungboto Pelatihan Budi Daya Sayuran dan Cabe 22 orang menambah ketrampilan masyarakat 100% 202,633,000 271,768,200 Sedang berjalan

Kec. 
Umbulharjo

Pelatihan Produk Kreatif Kain Perca 22 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%

Promosi hasil Karya 1 hari menampilkan hasil karya masyarakat 100%

Pelatihan Bisnis Berbasis Web 22 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%

Sosialisasi Kesehatan Lansia 50 orang menambah pengetahuan kesehatan Lansia 100%

Penyuluhan Kenakalan Remaja dan Solusinya 70 orang menambah pengetahuan masyarakat 100%

Gelar Potensi PAUD 110 orang menampilakan Potensi PAUD 100%

Pelatihan Daur Ulang Sampah 20 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%

Gelar Senam Suka-suka 300 orang menjaga kesehatan dan kebugaran 100%

Gelar Potensi lansia 1 kali menjaga potensi Lansia 100%

Pelatihan Membuat Tas Rajut 20 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%

Jam Belajar Masyarakat 9 RW meningkatkan minat belajar 100%
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Lomba Balita Tingkat Kelurahan 100 orang menjaga generasi penerus bangsa 100%

Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk 1 kali, 10 bulan
mencegah wabah demam berdarah di 
wilayah 100%

Pentas Seni dan Budaya 1 kali
mengembangkan budaya dan kreativitas 
masyarakat 100%

Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin 8 bulan
evaluasi penyaluran BPNT (Bantuan Pangan 
Non Tunai) 100%

Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan Pembuatan 
Jajan Pasar) 30 orang

menambah ketrampilan bagi warga 
rentan/miskin 100%

Sarasehan PKK dan Koordinasi PKK Kelurahan 5 kali menambah wawasan PKK 100%

Sarasehan PKK RW 9 RW menambah wawasan PKK 100%

Sarasehan PKK RT 38 RT menambah wawasan PKK 100%

4.8
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Tahunan

Kel. 
Tahunan Penyuluhan dan Pemantauan jentik Nyamuk 1 kali 10 bulan

mencegah wabah demam berdarah di 
wilayah 100% 229,507,160 293,242,400 Sedang berjalan

Kec. 
Umbulharjo

Jam Belajar Masyarakat 12 RW meningkatkan minat belajar 100%

Sosialisasi Kelurahan Siaga 1 kali mengembangkan kesi 100%

Penyusunan RPJMD Kel. Tahunan 1 kali RPJMD 100%

Sarasehan PKK dan Koordinasi PKK Kelurahan 5 kali menambah wawasan PKK 100%

Sarasehan PKK RW 12 RW menambah wawasan PKK 100%

Sarasehan PKK RT 50 RT menambah wawasan PKK 100%
Intervensi Penduduk Rentan /Miskin (Pelatihan Pembuatan 
Jajan Pasar bagi Pemegang KMS) 30 orang

menambah ketrampilan bagi warga 
rentan/miskin 100%

Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin 8 bulan
evaluasi penyaluran BPNT (Bantuan Pangan 
Non Tunai) 100%

Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD 200 orang
Potensi Paud dan Pendidik PAUD lebih 
maningkat 100%

Sarasehan Budaya Jawa 50 orang menjaga budaya jawa 100%

Penyusunan Buku Smart Kel. Tahunan 100 buku menambah pengetahuan masyarakat 100%

Pelatihan Pemanfaatan Peralatan KTB 30 orang menambah ketrampilan bagi anggota KTB 100%

Pelatihan Jumputan Warna Alam 30 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%

Pelatihan Batik Tulis 30 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%

Pelatihan Pembuatan Tas dan Sandal Batik 30 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%

4.9
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Muja Muju

Kel. Muja-
muju Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk 1 kali 10 bulan

mencegah wabah demam berdarah di 
wilayah 100% 264,760,000 337,797,900 Sedang berjalan

Kec. 
Umbulharjo

Jam Belajar Masyarakat 12 RW meningkatkan minat belajar 100%

Sosialisasai Kelurahan Siaga 1 kali mengembangkan kesi 100%

Sarasehan PKK dan Koordinasi PKK Kelurahan 5 kali menambah wawasan PKK 100%

Sarasehan PKK RW 12 RW menambah wawasan PKK 100%

Sarasehan PKK RT 55 RT menambah wawasan PKK 100%
Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan Pembuatan 
makanan dari Umbi-Umbian) 30 orang

menambah ketrampilan bagi warga 
rentan/miskin 100%

Penyusunan RPJMD Kel. Muja-muju 1 kali RPJMD 100%

Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin 8 bulan
evaluasi penyaluran BPNT (Bantuan Pangan 
Non Tunai) 100%

Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD 200 orang Potensi Paud dan Pendidk PAUD 100%

Pelatihan Manajemen Usaha 30 orang menambah pengetahuan masyarakat 100%

Worshop Kesehatan Bagi Lansia 30 orang menambah pengetahuan kesehatan lansia 100%

Pelatihan Pembuatan Ecobrik 30 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%

Pelatihan Pembuatan Makanan dari Ikan 30 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%

Workshop Posyandu 50 orang menambah pengetahuan masyarakat 100%

Gelar Senam PKK 4 kali menjaga kesehatan anggota PKK 100%

Workshop Parenting PAUD 65 orang menambah pengetahuan masyarakat 100%

Workshop PIK R 30 orang menambah pengetahuan masyarakat 100%

Pelatihan SDIDTK 30 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%

Pelatihan Pemanfaatan Peralatan KTB 30 orang menambah ketrampilan bagi anggota KTB 100%
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Workshop Kampung Cyber 30 orang menambah pengetahuan masyarakat 100%

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi 30 orang menambah pengetahuan masyarakat 100%

4.10
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Semaki Kel. Semaki Penyuluhan dan pemantauan Jentik Nyamuk 1 kali, 10 bulan

mencegah wabah demam berdarah di 
wilayah 100% 179,820,180 244,012,098 Sedang berjalan

Kec. 
Umbulharjo

Jam Belajar Masyarakat 10 RW meningkatkan minat belajar 100%

Kelurahan Siaga 1 kali mengembangkan kesi 100%

Sarasehan dan Koordinasi PKK Kelurahan 5 kali menambah wawasan PKK 100%

Sarasehan PKK RW 10 RW menambah wawasan PKK 100%

Sarasehan PKK RT 34 RT menambah wawasan PKK 100%
Intervensi Penduduk Rentan/Miskin (Pelatihan pembuatan 
Kue ) 30 orang

menambah ketrampilan bagi warga 
rentan/miskin 100%

Penyususnan RPJMD Kelurahan Semaki 1 kali RPJMD 100%

Evaluasi Bantuan Masyarakat Miskin 8 bulan
evaluasi penyaluran BPNT (Bantuan Pangan 
Non Tunai) 100%

Pelatihan Hydroponik 20 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%

Pelatihan Pembuatan Bakpia 20 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%

Pelatihan membuat Kreasi Menu Balita 20 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%

Gelar Potensi PAUD 100 orang Penampilan potensi PAUD 100%

Pelatihan Kegawat Daruratan 50 orang menambah ketrampilan masyarakat 100%

Gelar Potensi Lansia 100 orang menjaga potensi lansia 100%

4.11

Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 
Pembinaan Perekonomian Masyarakat 
Kecamatan Umbulharjo

Kec. 
Umbulharjo Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan 8 dokumen

Dukungan terhadap terwujudnya 
peningkatan pembangunan wilayah dan 
pembinaan perekonomian masyarakat 
Kecamatan Umbulharjo yang mendukung 
Pemberdayaan masyarakat untuk 
kesejahteraan masyarakat dan peningkatan 
kwalitas sosial 100% 1,827,495,220 2,010,244,742 Sedang berjalan

Kec. 
Umbulharjo

Perbaikan Paving Blok 6 bulan

Perbaikan SAH 6 bulan

Perbaikan balai RW 6 bulan

Pemasangan Kanopi Ex Balai RK 1 paket

Pemeliharaan taman Apotik Hidup 1 paket

Pemeliharaan PJU 7 kelurahan

Pelatihan Perencanaan 102 orang

Pelatihan Kader Pembangunan 35 orang

Profil Kecamatan dan Kelurahan 4 bulan

Informasi Pembangunan Wilayah 6 bulan

Gelar Expo Industri 3 hari, 7 kel

Penyuluhan PKL 400 orang

Penyuluhan Pemilik Pondokan 200 orang

Sosialisasai bahan makanan berbahaya 50 orang

Koordinasi UMKM 11 bulan

7,011,396,218 7,712,535,840Total
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Kecamatan Gondomanan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat

Terwujudnya kelancaran 
administrasi, keuangan dan 
operasional perkantoran 100% 637,002,756 700,703,032

1.1
Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan 
Konsultasi

Kec. 
Gondomanan Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 27 orang

Dukungan terhadap kelancaran administrasi, 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 156,412,000 172,053,200 Sedang berjalan

Kecamatan 
Gondomanan

Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 14 jenis rapat

Makan dan minum yang tersedia untuk Tamu 18 kali
Makan dan minum yang tersedia untuk Harian umum untuk 
pelayanan 14 jenis rapat

Frekuensi Koordinasi (pemantauan pengamanan) 19 kali

1.2
Penyediaan Jasa, Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Kec. 
Gondomanan Pengamanan Kantor 12 bulan

Dukungan terhadap kelancaran administrasi , 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 382,065,400 420,271,940 Sedang berjalan

Kecamatan 
Gondomanan

ATK 34 jenis
Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang 
tersedia 3 paket

Materai 6000 yang tersedia 400 buah

Materai 3000 yang tersedia 100 buah

Peralatan dan perlengkapan kantor 12 unit

Peralatan rumah tangga 23 jenis

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

4 rekening listrik 
1 rekening air kel. 

Prawirodirjan 4 
rekening telp

Bacaan surat kabar lokal 1 jenis

Retribusi kebersihan 12 bulan

Jasa kebersihan kantor 1 paket 12 bulan

Perizinan kendaraan dinas

roda 4, 1 unit 
roda 2, 11 unit 
roda 3, 2 unit

Jasa percetakan 1 jenis

Jasa Penggandaan 133.000 lembar

Sewa peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan

Jasa perbaikan peralatan kerja 14 jenis

Jasa kebersihan kantor 1 paket
Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang 
tersedia 3 paket

1.3
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan 
Perkantoran

Kec. 
Gondomanan

Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: 
SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun 4 jenis

Dukungan terhadap kelancaran administrasi , 
keuangan dan operasional perkantoran 100% 98,525,356 108,377,892 Sedang berjalan

Kecamatan 
Gondomanan

dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 28 ASN

Jasa Tenaga Bantuan 2 orang

2
Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat

Terwujudnya Sarana dan 
Prasarana Aparatur yang 
memadai 100% 259,093,250 285,002,574

2.1
Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Gedung/Bangunan Kantor

Kec. 
Gondomanan Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat 3 gedung

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 195,600,000 210,536,263 Sedang berjalan

Kecamatan 
Gondomanan

Indikator Kinerja

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi
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2.2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional

Kec. 
Gondomanan

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
roda 4 (empat) 1 unit

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur yang mendukung 
kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 63,493,250 74,466,311 Sedang berjalan

Kecamatan 
Gondomanan

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
roda 3 (tiga) 1 unit
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 
roda 2 (dua) 11 unit

3

Program Peningkatan Pengembangan 
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan

Kinerja Aparatur dan 
Birokrasi

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 
meningkat

Terwujudnya peningkatan 
capaian kinerja dan 
keuangan 100% 41,165,000 45,281,500

3.1

Penyusunan Dokumen Perencanaan, 
Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja 
SKPD

Kec. 
Gondomanan

Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran 
(Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 6 dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan, 
pengendalian dan pengganggaran tepat waktu 100% 41,165,000 45,281,500 Sedang berjalan

Kecamatan 
Gondomanan

4

Program Peningkatan Pelayanan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 
Kewilayahan Kecamatan Gondomanan

Terwujudnya peningkatan 
pelayanan dan 
pemberdayaan masyarakat 
berbasis kewilayahan 
kecamatan 100% 1,741,904,378 1,916,094,816

4.1

Penyelenggaraan Pemerintahan, 
Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 
Gondomanan

Kec. 
Gondomanan Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan 4 kali

Terselenggaranya Forum Penyelenggaraan 
Pemerintahan Umum Kecamatan 100% 444,608,200 489,069,020 Sedang berjalan

Kecamatan 
Gondomanan

Penyuluhan Kelembagaan 50 orang
Terselenggaranya Penyuluhan Kelembagaan 
Masyarakat 100%

Monografi Kelurahan 10 buku Buku Monografi Kelurahan 100%

Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan 2 kelurahan Terselenggaranya Evaluasi Kelurahan 100%

Penyuluhan Kewaspadaan Bencana 30 orang
Terselenggaranya Penyuluhan Kewaspadaan 
Bencana 100%

Penyuluhan Pengelola Parkir 30 orang Pengelolaan Parkir yang Baik 100%

Pemantauan Wilayah se Kecamatan Gondomanan 2 kelurahan Terpantaunya Wilayah Kec. Gondomanan 100%

Jogobaran 1 kec
Terciptanya kondisi lebaran yang tertib dan 
aman 100%

Pengamanan Hari Besar dan Insidentil 12 bulan
Penyelenggaraan Kegiatan hari besar yang 
aman 100%

Piket Siaga Bencana 15 orang Terantisipasinya Bencana 100%

Penyuluhan Satlinmas 60 orang Terciptanya perlindungan masyarakat 100%

Operasi Ketertiban 12 bulan Terpantaunya pelaksanaan perda 100%

Pelatihan Bela Negara 1 keg Terlaksanya Upacar HUT RI 100%

Pemilihan RT, RW, dan LPMK 2 kelurahan
Terpelihannya kepengurusan RT, RW dan 
LPMK 100%

4.2

Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan 
Pengaduan Masyarakat Kecamatan 
Gondomanan

Kec. 
Gondomanan

PATEN (Tenaga Teknis, BBM Genset, Jemput Bola KIA, 
IMBB,HO) 11 bulan Terselenggaranya PATEN 100% 105,925,278 116,517,806 Sedang berjalan

Kecamatan 
Gondomanan

Penyusunan SOP 4 bulan Tersusunya SOP Kecamatan 100%

Penyusunan Buletin 320 eks Buletin Gondoarum 100%

Sosialisasi Perundangan 2 kali Terselenggaranya Sosialisasi Perundangan 100%

Jemput Bola KIA 4 bulan Terselenggaranya Jemput Bola KIA 100%

Pendataan HO 6 bulan Data permohonan HO 100%

Optimalisasi Pendapatan Kecamatan 10 bulan Tercapainya target pendapatan 100%

Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Informasi Masyarakat 10 bulan
Penanganan Pengaduan Pelayanan dan 
Informasi Masyarakat terlaksanan dengan baik 100%

4.3
Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 
Kecamatan Gondomanan

Kec. 
Gondomanan Kegiatan Seni Budaya dan Olahraga 2 keg

Terlaksanaya pelatihan, Pentas Seni Budaya 
dan Olahraga 100% 257,535,000 283,288,500 Sedang berjalan

Kecamatan 
Gondomanan

Sapaan Anak Kost 8 bulan Terlaksananya Sapaan Anak Kost 100%

Monev Bantuan Warga Miskin 11 bulan
Terselenggaranya Monev Bantuan Warga 
Miskin 100%

TKPK 10 bulan Terlaksananya TKPK 100%

Lomba Mewarnai Tingkat TK 6 TK Terlaksanan Lomba Mewarnai Tingkat TK 100%
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Sarasehan Kerukunan Antar Umat Beragama 250 orang Terbinanya Kerukunan Antar Umat Beragama 100%

Pelatihan Senam Jemparing 62 orang Terlaksanya Kegiatan Kesatuan Gerak PKK 100%

Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 10 bulan Terselenggaranya Pelatihan Senam Jemparing 100%

Gebyar PAUD 24 SPS Terselenggaranya Gebyar PAUD 100%

Administrasi PKK Kecamatan dan Kesatuan Gerak PKK 2 Keg.
Administrasi PKK Kecamatan yang lancar dan 
Terselenggaranya KKG PKK 100%

Kelurahan Siaga 10 bulan
Terselenggaranya Operasional Kelurahan 
Siaga 100%

4.4
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Ngupasan Kel. Ngupasan TKPK Kelurahan 6 bulan Terselenggaranya TKPK Kelurahan 100% 201,513,000 221,664,300 Sedang berjalan

Kecamatan 
Gondomanan

Penyuluhan Forum Anak Kelurahan 40 orang
Terselenggaranya Penyuluhan Forum Anak 
Kelurahan 100%

Pelatihan Rajut 30 orang Terselenggaranya Pelatihan Rajut 100%

Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama 150 orang
Terselenggaranya PenyuluhanKerukunan Antar 
Umat Beragama 100%

Penyuluhan tentang Penyakit Masyarakat Bagi Generasi Muda 65 orang
Terselenggaranya Penyuluhan tentang Penyakit 
Masyarakat Bagi Generasi Muda 100%

Pelatihan Membatik 20 orang Terselenggaranya Pelatihan Membatik 100%

Pentas Seni HUT Kota 1 keg Terselenggaranya Pentas Seni HUT Kota 100%

Pawai Budaya Kelurahan 1 keg Terselenggaranya Pawai Budaya Kelurahan 100%

Pelatihan Manajemen Wira Usaha dan Pemasaran bagi Warga 
Miskin 40 orang

Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Wira 
Usaha dan Pemasaran bagi Warga Miskin 100%

Admint PKK RT RW dan Kel 1 kel Admint PKK RT RW dan Kel yang lancar 100%

Jam Belajar Masyarakat 10 bulan Terselenggaranya Jam Belajar Masyarakat 100%

Penyusunan RPJM Kelurahan 1 keg Tersusunya RPJM Kelurahan 100%

Operasional Kelurahan Siaga 1 keg
Terselenggaranya Operasional Kelurahan 
Siaga 100%

Pawai Budaya Tingkat Kota Yogyakarta 1 keg
TerselenggaranyaPawai Budaya Tingkat Kota 
Yogyakarta 100%

4.5
Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan

Kel. 
Prawirodirjan TKPK Kelurahan 6 bulan Terselenggaranya TKPK Kelurahan 100% 290,911,000 320,002,100 Sedang berjalan

Kecamatan 
Gondomanan

Penyuluhan Kader dan Gizi 50 orang Terselenggaranya Penyuluhan Kader dan Gizi 100%

Pelatihan Tari Gaya Jogja dan Solo "Aruming Prawiro" 35 orang
Terselenggaranya Pelatihan Tari Gaya Jogja 
dan Solo "Aruming Prawiro" 100%

Pelatihan Fotography 30 orang Terselenggaranya Pelatihan Fotography 100%

Pelatihan Payet 50 orang Terselenggaranya Pelatihan Payet 100%

Penyuluhan Reproduksi dan Napza 100 orang
Terselenggaranya Penyuluhan Reproduksi dan 
Napza 100%

Pentas Seni HUT Kota 1 keg Terselenggaranya Pentas Seni HUT Kota 100%

Karnaval Budaya (PAF#7) 1 keg Terselenggaranya Karnaval Budaya (PAF#7) 100%

Workshop Wira Usaha Muda 30 orang Terselenggaranya Workshop Wira Usaha Muda 100%

Penyuluhan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama 250 orang
Terselenggaranya Penyuluhan Forum 
Komunikasi Antar Umat Beragama 100%

Penyuluhan Kelembagaan 90 orang Terselenggaranya Penyuluhan Kelembagaan 100%

Festival Dolanan 1 keg Terselenggaranya Festival Dolanan 100%

Pelatihan Hydroponik 40 orang Terselenggaranya Pelatihan Hydroponik 100%

Pelatihan Membuat Kue Basah dan Kering 50 orang
Terselenggaranya Pelatihan Membuat Kue 
Basah dan Kering 100%

Pelatihan Manajemen Wira Usaha dan Pemasaran bagi Warga 
Miskin 45 orang

Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Wira 
Usaha dan Pemasaran bagi Warga Miskin 100%

Adminsitrasi RT RW dan Kelurahan 1 kel Adminsitrasi RT RW dan Kelurahan yang lancar 100%
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Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif PrakiraanMaju JenisKegiatan Penanggung-jawabHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNo Urut Urusan/Program/Kegiatan Prioritas Sasaran Daerah Lokasi

Pawai Budaya Tingkat Kota Yogyakarta 1 keg
Terselenggaranya Pawai Budaya Tingkat Kota 
Yogyakarta 100%

Operasional JBM 10 bulan Terselenggaranya Operasional JBM 100%

Operasional Kelurahan Siaga 1 keg
Terselenggaranya Operasional Kelurahan 
Siaga 100%

Penyusunan RPJM Kelurahan 1 keg
Terselenggaranya Penyusunan RPJM 
Kelurahan 100%

4.6

Penyelenggaran Pembangunan Wilayah dan 
Pembinaan Perekonomian Masyarakat 
Kecamatan Gondomanan

Kec. 
Gondomanan Pembangunan Fisik 4 bulan

Pembangunan wilayah yang terlaksana dengan 
baik 100% 441,411,900 485,553,090 Sedang berjalan

Kecamatan 
Gondomanan

Musrenbang 3 bulan Terselenggaranya Musrenbang 100%

Bintek Penyusunan Rencana Kegiatan dan Pembangunan 1 hari Tersusunya Hasil Musrenbang yang Berkualitas 100%

Gondomanan Bersih Untuk Jogja Istimewa 6 kali Terwujudnya Kebersihan Wilayah 100%

Informasi Program Pembangunan 6 bulan Tersusunya Buku Inmen 100%

Profil Kelurahan 40 eks Profil Kelurahan 100%
Evaluasi Pembangunan dan Lingkungan RW se Kecamatan 
Gondomanan 2 kel

Meningkatnya pembangunan dan pengelolaan 
lingkungan 100%

Monev Perencanaan dan Pembangunan Fisik 10 bulan Termonitornya pembangunan wilayah 100%

Perbaikan konblok se-Kelurahan Ngupasan 1 paket Perbaikan konblok se-Kelurahan Ngupasan 100%

Perbaikan konblok se-Kelurahan Prawirodirjan 1 paket
Terlaksanaya perbaikan jalan konblok se 
Kelurahan Prawirodirjan 100%

Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum se-Kec. 
Gondomanan 1 paket

Terpeliharanya Fasum se Kecamatan 
Gondomanan 100%

Pemeliharaan SAH Se-Kecamatan Gondomanan 1 paket
Tersedianya Konsultan Perencanaan 
Pembangunan Fisik 100%

Konsultan Perencanaan Pembangunan Fisik 1 paket Konsultan Perencanaan Pembangunan Fisik 100%

Pemeliharaan lampu 22 titik
Terpeliharanya PJU se Kecamatan 
Gondomanan 100%

Penyuluhan PKL 50 orang Terselenggaranya Penyuluhan PKL 100%

Penyuluhan UMKM 50 orang Terselenggaranya Penyuluhan UMKM 100%

Penyuluhan Wira Usaha bagi Peneriman PKH 30 orang
Terselenggaranya Penyuluhan Wira Usaha bagi 
Penerima PKH 100%

2,679,165,384 2,947,081,922Total
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